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BAB I

UMUM

Tahun ketiga REPELITA III tengah menielang akhir pelaksanaannya. Dengen
demikian telah 13 tahun lamanya bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional,
suatu usaha besar yang dalam kelanjutan perjuangan bangsa telah menjadi ciri utama yang
menandai kehadiran Orde Baru di persada nusantara. Dalam berbagai periode sejarah,
bangsa Indonesia telah berjuang, memberikan segala pengorbanan yang diperlukan untuk
mewujudkan cita-cita yang luhur, cita.cita untuk hidup sebagai manusia yang betmartabat,
bertaut secara serasi sebagai bangsa yang berharkat dalam suaflr negara kesatuan yang kokoh
kuat, adil dan makmur, tertib, aman dan damai, negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila.
Oleh sebab itu, tujuan pembangurran nasional adalah cita<ita kemerdekaan itu sendiri,
cita-cita yang telah diabadikan oleh rakyat Indonesia di dalam pembukaan Undang-undang
Dasar 1945, cita-cita yang telah terpadu di dalam Proklamasi dan menyinari keseluruhan
konstitusi, RaLyat Indonesia telah memahat amanat untuk menegakkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila, rakyat Indonesia sendiri pula yang melalui lembaga
Majelis Permusyawaratan Rakya.t sebagai penjelmaan kedaulatan takyat, telah menjabatkan
cita-cita luhur tersdbut di dalam Garisgaris Besar Ilaluan Negara yang secara sistematis
terbagi dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka
Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun. Melalui penjabaran tersebut dapatlah
diketahui bahwa tujuan pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan
rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, renteram, tertib dan dinamis serta
dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sedangkan
rujuan setiap REPELITA dalam periode meletakkan landasan yang kuat bagi masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila, adalab meningkatkan taraf hidup, kecerdasan
dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Adapun pesan yang tersimpul dalam penjabaran tersebut di atas adalah agar kesejah-
teraan rakyat terus dapat diperbaiki secara bertahap sejalan dengan kesanggupan bangsa.
Suatu garis kebijaksanaan yang direnrang sejak permulaan Orde Baru hingga kini menunjuk-
kan betapa Pemerintah secara sistematis tetap beranjak dari kesanggupan bangsa dalam
melaksanakan pembangunan yarg tertumpu pada Trilogi Pembangunan. Yang pertama di-
lakukan oleh Pemerintah pada permulaan Otde Baru adalah mencegah berlanjutnya
kemerosotan di segala bidarg dan mengusalakan stabilitas di berbagai sektor. Selanjumya
diusahakan perbaikan kesejahteraan rakyat sejalan dengan lebih meningkamya kesanggup an
bangsa yang telah dicapai karena berhasilnya pembangunan. Untuk itu terus diupayakan
agar setiap proyek sektoral dapat memberi dukungan yang kuat bagi terselengaranya perbaik-



an dan meratanya kesejahterean rakyat. AdePun usaha perbaikan kesejahteraan rakyat

secara lansung dilakukan melalui program bantuan pembangunan serta program kredit

untuk golongan ekonomi lemah. Dengan berbagai usaha tersebut diharapkan secara bettahap

terdapat perbaikan da-lam pelayanan pendidikan dan kesehatan rakyat, lebih berkembangnya

swakarsa desa berdasarkan muryawarah dan mufakat, dapat dikuranginya tekanan penganggur-

an di daerah-daerah, bertambah baiknya lingkun gan yang menjadi sumber nafkah raLyat

pedesaan, dan dapat ditanggulanginya perbaikan serta pengadaan sarana bagi lalu lintas kegiat-

an perekono-ialldan kegiatan produktif lainny a yang dapat membantu meningkatkan kesang

guian golo'gan ekonomi lemah di berbagai bidang. Semua usaha tersebut kirarya secara

bertahap telah membawa perbaikan bagi kehidupan rakyat banyak sejalan dengan per-

kembangan hasil Pembangunan,

Meskipun dewasa ini keadilan sosial seperti yang dicita-citakan belum sepenuh'

nya terwujud tetapi tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa kesejahteruzn takylt rat&'

,"t" d"*rs, ini jauh lebih baik dari waktu-waktu sebelum orde Baru melaksanakan pem-

bangunan. Dan dari hasil pembangunar serta dari arah kebijaksanaan pembangunan

yan! dilandaskan kepada GBHN, bangsa Indonesia akan bergerak menuju terwujud'

nya keadilan sosial, Terlihat j€las betapa Pemerintah bersama rakyat dengan sadar dan

,..r." pr"g.rtis melakanakan demokrasi ekonomi sePerti ditegaskan dalam Undang-

undang Dasar 1945. Seperri diketahui tata ekonomi yang dicita'citakan haruslah tata

ekonomi yang sesuai dengan pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 7945' dan

pasal 33 tersebut memuat dasar demokrasi ekonomi yang antara lain menyebutkan bah-

wa kemakmu ran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang{eorang'

dan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Dalam hubungan ini,

maka Pemerintah secaf,a bertahap mulai membina kembali kegiatan perkoperasian dengan

mengutamakan Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab ma-

syarakat pedesaan agar mampu m€ngurus diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam

pembangunan desa atas dasar swadaya, gotong royong serta dapat memetik dan menikmati

hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya, oleh sebab itu Koperasi unit Desa

harus terus-menetus diperkokoh, dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya, agar

Koperasi Unit Desa benar-benar menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang

dimiliki dan diatur oleh seluruh warga desa sendiri. Sejalan dengan ketentuan Undang-

undang Koperasi Tahun 1967, pembentukan Koperasi unit Desa dilakukan oleh warga

desa sendiri dan mempunyai kelengkapan organisasi dan manajemen koperasi, seperti rapat

anggota yang memegang kekuasaan tertinggi, badaa pemeriksa yang mengawasi kegiatan

organisasi, pengurus yang menjalankan keputusan-keputusan fapat anggota, dur sehari-hari

diiaksanakan oleh manajer. Koperasi harus benar-benar mempunyai kekuatan hidup sebagai

badan usaha yang dapat tetap tegak dalam zaman kemajuan, yang dapat tumbuh terus

dalam dinamikanya ekonomi modeten, bersama+ama dengan badan usaha negata maupun

swasta. Untuk itu kopetasi harus benar-benar ditumbuhkan menjadi organisasi ekonomi

yang mampu menghadapi perkembangan kemajuan ekonomi dan pembangunan.
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Untuk menjawab tantangan tersebut, ridak dapat lain koperasi harus dikerora dengan
baik, dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasionar. Masalah-masalah
ketatalaksanaan, keuangan, produksi, pengolahan, pemasaran dan lain sebagainya perlu
terus ditingkatkan pengelolaarnya. Untuk itulah diperrukan latihan dan p.ndiair.*, aipe.tr-
kan manajer-manajer koperasi dengan dedikasi yang tinggi dan ketrampilan yang memadar.
sehubungan dengan hal tersebut dewasa ini pemerintah sedang merencan"kan ten"ga-tenag"
manajer koperasi untuk diangkat sebagai pegawai negeri yang diperbantukan k.pada-koperasi-
koperasi unruk melaksanakan pengerolaan koperasi sebaik-baiknya. Krr.ra *...ia d,-
perbantukan kepada koperasi, makamereka tunduk dan bertanggung jawab kepada pengurus
koperasi sebagai perangsang agar mereka benar-benar bekerja dengan baik untuk ilop-.r"o,
maka mereka dimungkinkan memperoleh imbalan jasa dari koperasi sesuai dengan ke-
mampuar koperasi dan sesuai pura dengan has kemajuan yang dicapai oleh koperasibirkat
jerih payah para manajemya. Koperasi merupakan wadah yang paling tepat untuk mengang_
kat kemampuan yang lemah, sehingga pemerataan dan keadilan dapat m"kin aiwujr.tikan.
Pemerintah dengan sunguh-sungguh telah membina Koperasi unit Desa (KUD), yang secara
ft*stytTcrul telah dapat berkembang menjadi wadah bersama kaum tani. Dengan sadar
koperasi ditumbuhkan di desadesa, karena justru di desa initah tinggal ba$an"terbel
rakyat Indonesia yang lemah ekonominya.

. 
Di samping menggerakkan pembenrukan KUD, maka terus pula ditumbuhkan

koperasi-koperasi fungsional di setiap lingkungan, seperti di ,.n'p",_i._p", bekerja, or
kantor-kantor swasta maupun pemerintah dan di sekolah dasar sampai p.rgu.rr"n ,inggr.
Dengan kata lain koperasi harus dijadikan sebagai bagian hidup banisa yun-g u.rr.naiL,
asas kekeluargaan. Selanjumya, jika koperasi telah tumbuh k.rrt dan telih meninskat
kemampuan keuangannya, maka koperasi akan didorong untuk membeli saham*irm
perusahaan swasta, sehingga koperasi dapat ikut-serta memiliki perusahaan swasta. Kepada.
para pengusaha swasta, terutama perusahaan yang tergolong besar diharapkan telah mulai
mengadakaa langkah'langkah untuk memberikan kesempatan kepada koperasi, termasuk
koperasi dari organisasi buruh dalam pemilikan saham perusahaan. Demikian juga agar diting-
katkan kerjasama dan pemberian bimbingan teknis oieh perusahaan b..". k.f"d" t op.rrii
dalam kegiatan ekonomi, baik datam proses produksi, pengolahan ."uprr., p.n,"rr."nny"
guna memperlancar dan mempercepat peningkatan kemampual koperasi_koperasi tersebut,
Kiranya telah disadari bersama, bahwa semakin berkembangnya kemampuan koperasi
akan merupakan tanda penting dari tumbuhnya demokrasi ekonomi di Indonesia. Densan
demikian akan makin nyata hasil usaha bangsa dalam mewujudkan kead an sosia irgi
seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai kebijaksanaan telah ditempuh untuk lebih menampakkan wajah ke_
adilan melalui peningkatan usala pemerataan, termasuk pengembangan koperasi i"n ,.-
masyarakatkan kehadirannya. Namun juga disadari bahwa kesejahleraan rakyat hanya
dapat dinikmati dan koperasi sebagai wahana utama golongan yang remah hanya dapat

H
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berkembang dalam suasana yang aman dan tenteram, suasana yang stabil klrususnya di

bidang ekonomi dan moneter.

Memang telah menjadi tekad Orde Baru dan diwujudkan dengan penuh kesungguh"

an agax kestabilan di segala bidang, terlebih di bidang ekonomi dan moneter, dari tahun
ke tahun terus bertambah mantap. Stabilitas ekonomi antara lain dicapai dengan mem-

perbesar persediaan dan memperlancar arus distribusi barang-barang kebutuhan pokok

yang sekaligus mengendalikan perkembangan harganya. Di samping itu pengendalian
ekspansi moneter, pengelolaan moneter dengan pengaturan jumlah dan arah penyaluran

kredit, pengerahan dana melalui lembaga perbankan serta usaha-usaha ke arah penyempuma-
an dan pengembangan sistem kelembagaan moneter pada gilirannya telah lebih memantap-
kan stabilitas di bidang moneter dan bidang-bidang lainnya.

Sebagai gambaran dari semakin mantapnya stabilitas ekonomi dan moneter antara
Iain terlihat pada rendahnya laju inflasi, sekalipun uang beredar dari tahun ke tahun terus
bertambah besar. Pada akhir tahun pertama pelaksanaan REPELITA III jumlah uang
beredar yang sebesar Rp 3.797,0 milyar, telah meningkat 37,3 persen pada akhir tahun
1980/1981, sedangkan laju inflasi adalah sebesar 15,9 persen. Dalam tahun anggaran
198l/1982 sampai dengan bulan September laju inflasi mencapai 3,0 persen dan pertambah-
an uang beredar sebesar 15,0 persen. Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan
mantapnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah,

Mantapnya stabilitas ekonomi yang ditunjang pula oleh stabilitas politik merupakan
iklim yang paling baik untuk perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional, Hal ter-
sebut telah memungkinkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam tahun 1980 sebesar
9,6 persen bila diukur dari laju pertumbuhan produksi nasional nyata. Sedangkan pada
tahun 1979 pertumbuhan produksi nasional tersebut hanya sebesar 5,3 persen, Adapun
tinginya pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain disebabkan oleh tingginya kenaikan
produksi beras dan beberapa hasil pertanian lainnya. Dalam tahun 1980 produksi beras
mencapai 2O,Z jvta ton, suatu kenaikan sebesar 13,3 persen bila dibandingkan dengan
tahun 1979. Kenarkan produksi beras tersebut merupakan suatu kenaikan prodrrksi yang
tertinggi yang pernah dicapai oleh Indonesia, Dengan semakin meningkeinya kesadaran
petani melaksanakan Intensifikasi Khusus (Insus) dan makin meluasirya penggunaan benih
varitas unggul, pupuk dan pestisida, maka produksi beras dalam tahun 1981 diperkirakan
akan melampaui sasaran produksi beras tahun terakhir REPELITA III.

Peningkatan produksi beras yang diikuti oleh perbaikan dalam tingkat harga yang

diterima oleh petani, dihuapkan akur membawa petani pada taraf hidup yang lebih layak.

Oleh karena itu Pemerintah dari tahun ke tahun selalu menetapkan tingkat harga dasar
yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kalau pada tahun 1980/1981 Pemerintah me-

netapkan harga dasar gabah kering giling di KUD sebesar Rp 105,- per kilogram, maka
pada tahun selanjutnya ditingkatkan menjadi Rp 120,- per kilogram, dan mulai awal bulan



Januari 1982 akan menjadi Rp 135,-- per kilogram. Di samping peningkatan produksi dan
perbaikan harga yang diterima oleh petani pangan, peningkatan kesejahteraan petani juga
diusahakan melalui kenaikan produksi petkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan
yang sekaligus diarahkan un k menunjang pembangunan indusri.

Pertumbuhan sektor indusri dalam tahun kedua pELITA III menunjukkan per-
kembangan yang semakin mantap. Hasil dari usaha-usaha peningkatan perkembangan
indusfti tercermin pada kenaikan produksi untuk berbagai cabang indusui seperti industri
pupuk, semen, selulosa, baja, aneka barang-barang kebutuhan rumah tangga, pengolahan
bahan pangan, sandang dan produksi berbagai industri kecil. Di samping itu volume ekspor
barang-barang yang dihasilkan oleh industri dasar logam dan kimia, maupun kelompok
a-neka industri dan industri keci.l serta kerajinan ralyat terus meningkat. Dengan laju per-
tumbuhan yang lebih 21 persen dalam tahun 198o peranan indusui telah semakin besar
di dalam komposisi produksi nasional, Hal ini sejalan dengan suategi pembangunan nasional
yang ingin menyeimbangkan sruktur ekonomi Indonesia yang selama ini lebih berat kepada
sektor pertanian. Sisi lain daripada pembangunan industri adalah penyebarar kegiatan di
daerahdaerah di luar pulau Jawa. Dengan perkembangan industri seperti itu, sumbangan
sektor industri dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi cukup terjamin, sedangkan dari
segi pemerataan peranannya memberikan gambaran yang lebih menggugah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, sektor pertambangan dan energi masih tetap memainkan peranan
yang cukup penting dalam menunjang kelangsungan proses pembangunan nasional. Sum-
bangannya di dalam bidang penerimaan negara dan devisa masih tetap merupakan bagian
terbesar. Di samping itu kebutuhan energi dalam negeri makin meningkat bukan saja di-
sebabkan oleh makin besamya permintaan masyarakat, tetapi juga karena kegiatan pem-
bangunan semakin luas.

Pemerintah menyadari bahwa sumbe r energi dari ca<iangan minyak bumi semakin
menipis oleh karena itu telah diadakan Program Energi Nasional yang diarahkan untuk
pengelolaan sumber*umber energi bukan minyak seraya mengusahakan penghematan
pernakaian minyak. untuk melaksanakan program ini antara lain akan ditingkatkan pe-
makaian gas bumi, batu bara dan tenaga air, temtama bagi keperruan industri. Meskipun
sasaran pokok daripada kebijaksanaan energi dalam REPELITA III a.dalah mengurangi
ketergantungan pada minyak bumi, dan berangsur-angsur beralih dari -o'o<nlrgi k-e
poli-energi namun usaha peningkatan produksi minyak bumi beserta LNG tetap d.ilakukan.
Hal ini karena sclain sebagai sumber energi urarna, minyak bumi dan LNG juga merupakan
sumber devisa bagi negara.

Dalam pada itu untuk memperkecil ketergantungan Indonesia pada devisa hasil ekspor
minyak, usaha diversifikasi dan peningkatan ekspor yang telah dirintis sejak bulan Nopember
1978 terus dilakukan dan telah memberikan hasil yang memadai. Volume ekspor hasil-hasil
industri seperti tekstil dan garment semakin meningkat. secara keseluruhan ekspor Indonesia
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pada tahun 7987 /1982 diperkirakan dapat mencapai us $ 23,7 milyar, atau sekitar 5,5

persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Namun tidak dapat disangkal, bahwa resesi ekonomi dunia telah membawa pengaruh

yang kurang menguntungkan bagi ekspor Indonesia khususnya terhadap ekspor komoditi

non migas. Dalam hubungan ini, Pemerintah telah berusaha sungguh-sungguh untuk me-

nanggulangi berbagai hambatan, agar ekspor Indonesia memperoleh rangsangan yang cukup

bagi 
-peningkaun 

daya saingnya. Untuk itu Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan

berupa pemberian fasilitas yang diharapkan dapat merangsang dunia usaha untuk mengem-

bangkur ekspor. Kebijaksanaan tersebut berupa pola pengembangaa ekspor terpadu yang

antara lain meliputi penyediaan fasilitas kredit, peniadaan hambatan yang mengurangr

kelancaran ekspor serta perbaikan prosedur ekspor. Kiranya jelas, bahwa berh asil-tidaknya

kebijaksanaan tersebut nantinya akan sangat tergantung pada keikutsertaan dunia usaha

dan pada kesungguhan, ketrampilan serta kesanggupan para pengusaha untuk memperbesar

peranan Indonesia sebagai negara pengelspor yang dapat diandalkan'

Seperti diketahui, lebih meningkamya ekspor akan memperbesar pula kesanggupan

Indonesia untuk mengimpor barang-baran g yang safigLt dibutuhkan bagi peningkatan

pembanguna.n, Apabila ditetiti perkembangan impor dari tahun ke tahun, maka akan

tampak bahwa impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terus mengalamt

peningkatan. perkembangan impor seperti itu terlihat jelas pada kegiatan impor tahun

19gli9g1 yang sebagian besar terdiri dari impor bahan baku/penolong dan barang modal

yang diperuntukkan terutama unruk menunjang kegiatan investasi di dalam negeri, baik

dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun .Penanaman Modal Asing. Guna

memperlancar penanaman modal tersebut, maka dalam tahun 1980/1981 telah dilakukan

penyempumaan pelayanan kepada pxa investor dan pemberian informasi secara luas,

menyus:un daftar usulan proyek serta profil perusahaan dan pertemuur berkala dengan para

pengusaha. Di samping itu untuk lebih mengarahkan bidang usaha, juga telah dikeluarkan

Daftar skala Prioritas (DSP) yang baru pada tahun 1981. Secara berkala daftar tersebut

akan ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan pembangunan'

Da ]amuhun lgS ld i rasaper luun tukmember i kanpu lapenekananpada t ingka t
priorias yang pada dasarnya akan lebih mengutamakan penani nan modal irada proyek'

proyek besar di mana dipertukan prakarsa Pemerintah. Dukungan Pcmerintah dalam hal

ini berupa prasarana, baik fisik maupun non fisik, dan pengembangan studi kelayakannya.

Di samping itu Pemerintah juga akan memberikan tambalran kelonggaran kepada perusahaal

yang dapat menampung banyak tenaga kerja atau menghasilkan devisa dalam jumlah besar

ataupun berlokasi di daerah yang perlu dikembangkan. Tambahan kelonggaran tersebut

adalal dalam bentuk keringanan atas pajak pers€roan serta pajak atas bunga dividen dan

royalty. Prioritas tinggr juga drbetikan untuk proyek-proyek yang telah diprakarsai dan

disiapkan oleh Pemerintah. Di samping itu pelaksana'n pengawasan juga ditingkatkan

dengan mewajibkan perusahaan?erusahaan menyampaikan laporan secara berkala.
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Seperti diketahui, pembangunan nasional adalah pembangunan di segala bidang
untuk membangun manusia Indonesia seu hnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia yang di dalamnya terkandung makla keselarasan, keseraJian, keseimbangan
dan terpadu secara utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Dalarn hubungan ini meski-
pun bidang ekonomi merupakan prioritas utama, tid:rklah berarti bahwa bidang-bidang
lainnya diabaikan. Oleh karena itu, sambil melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi
yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah sekaligus pula berusaha
terus menumbuhkan kerukunan hidup beragama yang dapat lebih mempererat persatuan
dan kesatuaa bangsa serta menunjang usaha peningkatan pembangunan menuju tercapainya
tujuan nasional yang menjadi idaman bangsa.

Tidak dapat disangka.l bahwa berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada
parnsipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad, semangat pengabdian dan kepatuh-
an aparatur negara kepada disiplin pembmgunan. Untuk menggugah dan menggairahkan
partisipasi seluruh rakyat tersebut secara nyata, maka sistem penerangan dilaksanakan
secara persuasif, edukatif dan informatif yang di dalam pelakanaannya digunakan metode
penerangan timbal balik. Melalui sistem ini diusahakan adanya arus informasi yang terus-
menerus dari Pemerintah yang seka.ligus menampung pendapat, fikiran dan keinginan
masyarakat. Peranan penerangan dewasa ini terus ditingkatkan terutama dalam menghadapi
pelaksanaan Pemilu pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas dan rahasia, merupakan ciri penting dari hidup dan tum-
buhnya demokasi di lndonesia, Pemilu seperti itu merupakan tonggak penting dari
rangkaran kegiatan konstitusional dalam rangka pelaksanaan mekanisme kepemimpinan
nasional yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 . Melalui Pemilu tersebut lebih lanjut
akan ditentukan hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam meningkatkan
pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang, Pemilu yang berhasil menata mekanis-
me kepemimpinan nasional berdasarkan konstitusi proklamasi, akan lebih menjamin ke-
mantapan yarlg sangat dibutuhkan bagi perkembangan pembangunan.

Pembangunan membawa perubahan-perubahan sebagai suatu rangkaian proses
pembaharuan. Perubahan-perubahan itu diusahakan berlangsung dalam suasana ketertiban,
karena dalam masyarakat yang tertib dan dinamis akan terjamin proses pembangunan
yang menguah kepada tercapainya tujuan dan cita-cira nasional yang diinginkan. Oleh
sebab itu selama dua tahun pelaksanaan REPELITA III telah dilanjutkan dan ditingkatkan
serangkaian kebijaksanaan, langkah dan kegiatan yang meliputi bidang-bidang pembinaan
hukum, penegakan hukum, pembinaan peradilan termasuk bantuan hukum, pembinaan
pernasyarakatan, administasi urusan hukum termasuk keimigrasian, serta pendidikan
dan penyuluhan hukum. Khusus di bidang pembinaan hukum usaha-usaha telah dilakukan
untuk menyusun dan memanapkan perangkat perundang-undangan yarg menunjang pem-
bangunan serta mengarahkan pelaksanaan dan perkembangannya agat dapat berlangsung
secara terdb dan dinamis. Dalam hubungan ini perlu diketengahkan secara khusus hasil
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yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempumaan pembinaur hukum nasional

anura lain dalam bentuk Hukum Acara Pidana (HAP)' Adanya HAP yang baru itu menun-

jukkan betapa seluruh jajaran Orde Baru sangat berkePentingan agar masyarakat menghayati

hak dan kewajibannya. Sejalan dengan itu ditingkatkan pula pembinaan sikap para pelaksana

penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hu-

kum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta

kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang

Dasat 1945 .

Dalam pada itu pembinaan dan penyempurnaan aparatur negara juga terus menerus

diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijaksanaan penyemPumaar aparaftr nega.ra Pertama-tama
ditujukan pada peningkatan pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita bangsa dan

negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aparatur negara harus benar-benar merupakan

abdi negara dan abdi maryarakat yang bermental baik dalam mendukung tugas-tugas pem-

bangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur negara yarg berwibawa, efektif,

efisien dan bersih akan selalu peka terhadap masalah-masalah pembangunan yang dirasakan

oleh rakyat serta tanggap dan trampil untuk menyelesaikan masalah'masalah tersebut.

Oleh sebab itu aparatur negara harus dikembangkan untuk memiliki kemampuan dalam
melaksanakan tugas membimbing dan melayani masyarakat sehingga dapat ditingkatkan
gairah rakyat untuk berpartisipaii dalam proses pembangunan.

Seperti diketahui, pembanguna.n yang semakin meningkat membutuhkan dana
investasi yarg terus bertambah besar, dan m€nurut petunjuk GBHN terutama harus diper-

oleh dari sumber dalam negeri. Dengan berpegang pada prinsip tersebut maka kegiatan
untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus dilakukan dan seiring dengan itu
tetap pula diperhatikan kelangsungan peningkatrin tabungan masyarakat dan investasi
yang produktif. Penerimaan daiam negeri yang bersumber dari pajak ditingkatkan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi. Fasilitas perpajakan guna mendorong peningkatan investasi
tetap diberikan, sedangkan pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha dilakukan dengan
meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan baik bagi wajib pajak
maupun aparatur negara di bidang penerimaan pajak. Bila tahun 1981/1982 direncanakan
penerimaan dalam negeri mencapai sebesar Rp 12,3 trilyun, maka da.lam tzhtn !982/1983
penerimaan dalam negeri tersebut direncanakan sebesar Rp 13,8 trilyun, atau suatu pening-
katan sebesar 12,1 persen.

Upaya untuk lebih memperbesar penerimaan dalam negeri terus diusahakan, sedang-
kan penghematan dalam pengeluaran flltin terus diarahkan guna memperbesar tabungan
Pemerintah. Kenaikan pengeluaran rutin selama ini selalu diusahakan agar sepadan dengar
meningkamya kegiatan Pemerintah untuk mengelola hasil-hasil pembanguna.n dan pelayan-
an kepada masyarakat. Sekalipun disadari benar bahwa tidak mungkin melaksanakan pe-
ningkatan pembangunan tanpa diimbangi oleh pengeluaran rutin yang terus meningkat,
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namun penghematan dan pendayagunaan yarg oprimal di bidang pengeluaran rutin tetap
menjadi anutan.

D€ngan tetap berpegang pada prinsip penghematan dan kemarnpuan keuangan
negara, jumlah pengeluaran rudn dalam tahun 1981/1982 tiiperkirakan akan mencapar
sebesar Rp 7,5 trilyun, sedangkan untuk tahun anggarzn l98z/7gg3 direncanakan sebesar
Rp 7,0 trily-rn. Melalui pengendalian dan penyediaan pengeluaran rutin berdasarkan prio-
ritas, maka tercapai pula peningkatan kemampuar n€gara unftk membentuk tabungan
Pemerintah sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan. Bila dalam tahun
7987/L982 jumlah tabungan Pemerintah diharapkan mencapaiRp 4,g trilyun, maka untuk
tahun 1982/1983 diperkirakan akan terhimpun sebesar Rp 6,g trilyun. Dengan terus
bertambah besarnya tabungan Pemerintah, maka tampak jelas usaha yang sungguh*ungguh
untuk dapat mernbiayai pembangunan dengan dana yang bersumber dari dalam negeri,
usaha tersebut merupakan penampakan yang jelas dari pelaksanaan asas percaya pada din
sendiri seperti yang digariskan dalam GBHN, Namun demikian sejalan dengan laju pem-
bangunan yang terus meningkat, maka kebijaksanaan pembiayaan pembangunan masih
diarahkan untuk memanfaatl<an bantuan ruar negeri yang berfungsi sebagai perengkap.
Bantuan luar negeri tersebut sejak masa rehabilitasi/stabilisasi hingga sekarang ini telah
digunakan unruk meningkatkan dana pembangunan dalam rangka memperbaiki kesejahtera-
an rul<yat. Sebagai gambaran dari terus meningkamya dana pembangunan, maka tampak
bahwa jumlahnya dalam tahun 1981/1982 mencapai Rp 6,4 trilyun, suatu peningkatan
sebesar 8,1 persen bila dibandingkan dengal tahun anggaran sebelumnya.- pada
tahun 1982/1983 dana pembangunan diharapkan akan mencapai sebesar Rp g,6
trilyun, dan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang da_
pat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan ke sejah teraan seluruh rakyat. pengeluaran
pembangunan yang dirujukan ke berbagai sektor haius diserasikan dengar pengeruaran
untuk pembangunan regional, agar pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas memDeroleh
gambaran yang lebih nyata, utuh dan menyeluruh.

Dalam tahun 1982/1993 bantuan pembangunan Dati I adalah sebesar Rp 253,0
milyar Bantuan tersebut yarg semura hanya dimakzudkan untuk pemeliharaan jembatan
dan jalan propinsi, perbaikan dan penyempumaan irigasi, eksproitasi drn pemerihrr"an
pengairan, selanjutnya telah diperluas kepada proyek-proyek untuk menunjang peningkatan
produksi pertanian, pembangunan daerah minus, pengembangan perkota".,, p.nin!k"t*
kesejahteraan sosial dan pembinaan generasi muda. Sedangkan baniuan pembangunaln trgi
Dati II antara lain adalah untuk proyek-proyek prasarana dan produksi yang d"p"t -e--
perluas lapangan kerja dan proyek padat karya, Untuk pembangunan prasarana jalan, kepada
Dati II juga diberikan bantuan pembangunan prasarana jalan.

seperti diketahui, penduduk Indonesia dalam iumrah besar berada dan bekeria
di daerah pedesaan. oleh karena itu kegiatan pembangunan desa terus diusahakan rebih
meningkat dan semakin diperluas, Bagi daerah-daerah yang belum berkembang dan pen_
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dutluknya kurang, usaha pembangunan pedesaan di daerah tersebut ditunjang pula oleh

pelaksanaan transmigrasi. Untuk memperoleh hasil yang oPtimal maka pelaksanaan trans-

migrasi dilakukan melalui kerjasama antafinstansi baik di pusat maupun di daerah sejak dari

perencanaar sampai dengan pelaksanaannya, sehingga sasaran menuju peningkatan mutu

kehidupan yang lebih baik bagi para transmigran dan rakyat setempat secara bertahap dapat

terwujud menjadi kenyataan. Di samping itu penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan

di desa uansmigrasi tetap diperhatikan oleh Pemerintah, Sebanyak 4.533 buah sarana air

bersih telah dibangun pada tahun 797911980, balai pengobatan sebanyak 45 buah dan

gedung sekolah 30 buah. Dalam tahun 1980/1981 pembangunan sarana air bersih ditingkat"

kan menjadi 28.005 buah, balai pengobatan menjadi 107 buah dan gedung sekolah 54 buah.

Untuk lebih menumbuhkan pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam me-

ningkatkan kecerdasan rakyat, Pemerintah juga membangun ribuan sekolah dasar beserta

kelengkapannya dan Puskesmas serta pengadaan obat-obatan dan tenaga medis. Hal ini

sesuai dengan program pendidikan yang menitik-beratkan pada perluasan pendidikan dasar

dan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan rakyat, terutama di daerah pedesaan

atau di bagian perkotaan yang masyarakatnya sebagian besar berpenghasilan rendah. Dengan

semakin luasnya ke sempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi ma-

syarakat, maka dapat diharapkan terbentuknya warga bangsa yang cerdas dan cakap Hal

ini akan lebih memperbesar potensi modal dasar pembangunan yang bersumber pada tenaga

kerja yang efektif dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala

bidang.

Pembangunan di bidang pendidikan maryarakat diarahkan pula pada usaha-usahg

agar generasi muda sebagai generasi penerus bangsa memiliki budi pekerti'yang tinggi' ke-

pribadian yang kuat dan semangat kebangsaan yang tebal, sehingga tercipta manusia pem'

bangunan yurg dapat membangun dirinya sendiri serta bersama*ama bertanggung jawab

atas pembangunan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sistem pendidikan nasional senantiasr'

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang dengan mengikutsertakan

pihak swasta unfllk turut aktif berperan di dalamnya. Ruang lingkup penyelenggaraannya

tjdaklah terbatas hanya pada pendidikan formal, melainkan menjangkau pula pendidikan

luar sekolah seperti pendidikan kemasyarakatan, kepramukaan, latihan ketrampilan dan

pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sa.rana dan prasarana yang ada.

Sejalan , dengan pembangunan pendidikan, maka diusahakan pula agar kebuda-

yaan nasional senantiasa dipertahankan kelestariannya bahkan dikembangkan melalui

penerapan nilai-nilai sesuai dengan norma-norma Pancasila. Dengan dihayatinya nilai-

nilai budaya yang merupakan Pengejawantahan Pancasila, maka akan terbentuk perisar

yang tangguh te(hadap pengaruh negatif dari budaya asing, serta kecenderungan yang

bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit. Dengan jalan demikian dapat lebih mem-
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perkuat jiwa kesatuan dan kepribadian bangsa serta mempertebal harga tliri dan kesadaran
nasional.

Mengingat titik berat pembangrnan di bidang pendidikan rnasih diletakkan pada
upaya penyediaan sarana pendidikan bagi anak usia sekolah, maka pembrngunan di bidang
Sekolah Dasar menjadi tampak lebih menonjol. Hasil pembangunan di bidang sekolah
dasar pada tahun 1981/1982 antara lain tclah selesainya dibangun sebanyak 15.000 gedung
SD baru' 25 000 tambahan ruang kelas, 25.000 rehabilitasi gedung SD, diadakan i1,5
juta buku pelajaran pokok dan pedoman guru, 15 juta buku perpusrakaan scrta diangkar-
nya 103,350 guru sD baru. Dalam tahun anggaran 19gzl79g3 kegiatan-kegiatan tersebut
akan terus ditrngkatkan.

Pemerintah menyadari, bahwa hidup sehat dan cerdas belumlah berarti apabila
lingkungan hidup dan sumber-sumber alam, tanah, hutan dan air tidak terjamtn ke_
lestariannya. Lahan-lahan tandus dan bekas-bekas tebangan hutan perlu dihijaukan kem-
bali. unruk itu melalui Lnggaren pembangunan pemerintah telah memberikan bantuan
penghi.lauan dan reboisasi. Mengingat besarnya pembiayaan yang diperlukan, maka pro-
gram tersebut juga dibiayai oleh pengusaha hutan dan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD ). Program penghijauan dan reboisasi dikaitkan pula untuk memberikarr
kesempatan kerja guna mendapatkan tambahan penghasilan bagi rakyat setcmpat me-
Ialui sistem padat karya. Di samping itu dengan keikut-sertaan masyarakat dalam program
tersebut, maka sekaligus telah ditanamkan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungau
hidupnya tanaman penghijauan yang menyegarkan lingkungan hidupnya,

Sejalan dengaa upaya melestarikan lingkungan hidup, lingkungan berusaha masyara_
kat pedagang juga mendapat perhatian pemerintah. untuk itu dia<lakan pembangunan dan
pemugaran pasax serta pemberian pinjaman modal usaha. Melalui pemberian KIK dan KMKp
kepada masyarakat terlihat perkembangan kegiatan yang semakin meningkat. Jika dalam ta.
hun pertama pelaksanaan REPELITA III permohonan yang disetujuiadalah sebesarRp 539,1
milyar dengan jumlah pemohon seburyak 74i rib.', maka pada bulan september rgat telah
meningkat menjadi sebesar Rp 1.405,0 milyar denga:r pemohon sejumlah 7322 rrbL-.

Sementara itu pemberian Kredit Kecil untuk pengusaha kecil di desa-desa juga
menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, selama periode April - sep-
tember 1981 volume Kredit Kecil berhasil ditingkatkan dari Rp 41,3 n.rilyar pada bulan
Maret 1981 menjadi sebesar Rp 5 3 ,5 milyar pada bulan September 19g 1. pertambahan
yang sebesar 29,5 persen tersebut karena meningkatnya pembiayaa:r kredit unruk modal
kerja eksploitasi sebesar Rp rr,2 mllyar dan pembiayaan kredit investasi sebesar Rp 1,0
milyar di pedesaan. Dalam pada itu kepada pedagang kecil atau para bakulan disediakan
pula Kredit candak Kulak ( KcK ) Dananya adalah berasal dari APBN dan diselenggarakan
oleh Bank Rakyat Indonesia yang selanjumya disalurkan melarui Koperasi unir lesa iruo).
Kredit tersebut diberikan dengan syarat lunak, prosedurnya sederhana dan tanpa jaminan.
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Sampai dengan bulan September 1981 kredit yang disalurkan mencapai jumlah sebesar
Rp 74.228,? juta, zuatu peningkatan sebesar Rp 72.764,5 juta atau 20,8 persen lebih
besar dari posisi pada bulan Maret 1981. Peningkatan yang cukup besar tersebut adalah
sejalan denga.n tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah untuk lebih memperluas pem-
berian fasilitas kredit sampai kepada golongan masyarakat yang terkecil. Dengan demikian
kesempatan berusaha, kesempatan memperoleh pekerjaan serta pemerataan pendapatan
benar-benar dapat lebih nyata sampai ke pelosok desa. Penyaluran Kredit Candak Kulak
terse but telah dilaksanakan melaiui 3.050 KUD yang merupakan badan usaha milik ma-
syarakat desa.

Dalam pada itu, keikut*ertaan golongan ekonomi lemah lebih ditingkatkan sejak
tahun 1980/1981, yaitu dengan mengutamakan golongan tersebut sebagai rekanan bagi
pengadaan barang-barang yang diperlukan oleh Pemetintah pusat, daerah dan Badan Usaha
Milik Negara. Kebijaksanaan tersebut telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 14 A
tahun l98Oyarg disempumakan dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1981. Ketentuan
tersebut lebih memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam mendorong dunia usaha
sena partisipasi yang makin besar golongan ekonomi lemah di dalam pembangunan. Mulaj
bulan April 1980 juga telah diberikan keringanan dalam pinjaman atas kredit investasi
untuk menangani proyek-proyek yang dibiayai APBN. Keringanan-keringanan tersebut
antara lain berupa diperkecilnya jumlah pembiayaan sendiri, kelonggaran jaminan pinjaman
dan pembebasan keharusan penyerahan laporan studi kelayakan. Sementara itu sejak
bulan Juli 1980 diadakan pula pertambahan jumlah pinjaman investasi per proyek baik
yang diperoleh melalui bank-bank umum Pemerintah maupun yang melalui Bank Pem.
bangunan Indonesia ( BAPINDO ). Xredit investasi tersebut juga diberikan dalam rangka
rehabilitasi dan investasi di bidang perhubungan dan pariwisata, perindustrian, pertanian,
pertambangan dan jasa dengan jumlah yang semakin meningkat.

Kebijaksanaan yang dijalankan Pemerintah disertai pula oleh beberapa pengaftran
di bidang lembaga-lembaga kzuangan. Dalam hubungan ini pada tahun 1980/1981 telah
diberikan perpanjangan waktu untuk memanfaatkan fasilitas keringanan pajak kepada
bank umum swasta yang melakukan penggabungan. Di samping itu dalam kaitannya dengan
Keppres No. 14 A yang telah disempumakan, maka kepada lembaga-lembaga kzuangan
tertentu diberi kesempatan untuk bertindak sebagai penjamin guna memperlancar proses
pengeluaran dan pengedaran surat-surat berharga. S€mentara itu peranan lembaga-lembaga
keuangan bukan bank yang bertujuan khusus, seperti PT Askrindo, PT Bahana dan Lembaga
Jaminan Kredit Koperasi ( LJKK ) semakin ditingkatkan guna menunjang kelancaran
dan pengamanan pemberian kedit oleh perbankan kepada masyarakat dan badan-badan
usaha, terutama yang bermodal lemah. Sedangkan unfiik memasyarakatkan pemilikan
pen:sahaanlerusahaan guna pemerataan pendapatan, Pemerintah terus mendorong per-
tumbuhan pasar modal.
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BAB II

PENDAPATAN NASIONAL

2.1. Pendahuluan

Dalam waktu 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan
produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 1973 telah mengalami peningkatan
ratx"-ra'ta sebesar 7,8 persen per tahun. Apabila dalam tahun 1970 produk domestik bruto
baru berjumlah Rp 5.182,0 milyar, maka jumlah tersebut telah berkembang menjadi sebesar
Rp 10.953,9 milyar pada tahun 1980. Pertumbuha' ekonomi sebesar 7,8 persen rersebut
apabila dibandingkan dengur tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk hasil sensus 19g0
sebesar 2,32 persen per tahun, cukup memberi petunjuk bahwa usaha untuk menyelenggara-
kan kemakmuran rakyat secara bertahap mulai dapat diwujudkan.

Kemajuan di bidang ekonomi yang berhasil diusahakan selama ini tidak sekedar
ditandai dengan meningkamya pendapatar nasional yang cukup tinggi, tetapi telah dibarengi
pula dengan perubahan struktural yang penting. Hal ini dapat dilihat dari proses pertumbuh-
annya yaitu bahwa seluruh sektor ekonomi yarg mendukungnya telah berkembang ke arah
struktur ekonomi yang lebih seimbang. Produksi dari sektor pertanian dalam mendukung
terbentuknya produk domestik bruto cenderung mengecil peranannya, sedangkan sektor-
sektor lainnya seperti sektor industri, sektor bangunan, serta sektor pengangkutan dan
komunikasi tampak memberikan andil yang semakin besar.

Proses perubahan struktural dimaksud adalah sesuai dengan arah dan strategi pem-
bangunan ekonomi jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam Garisgaris Besar
Haluan Negara, dengan sasaran pokok terciptanya struktur ekonomi yang seimbang yaitu
sektor industri yang maju yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh sebagai sumber
bahan makanan dan bahan baku.

2.2. Perkembangan pendapfltan nasional menurut lapangan usaha

Produk domestik bruto yang semakin besar daram dasawarsa terakhir ini dan terb€n-
tuk dari nilai tambah pada sektor*ektor ekonomi yang semakin meningkat menunjukkan
bahwa kegiatan pembangunan ekonomi pada berbagai lapangan usaha menampakkan hasil
yang semakin nyata. sektor-sektor ekonomi/lapangan usaha tersebut ialah sektor pertanian,
sektor pertambangan, sektor industri, sektor ristrik, gas dan air minum, sektor br.rg'.rnan,
sektor pengangkutan dar komunikasi, serta sektor perdagangan, lernbaga keuangan dan jasa
lainnya. Dari Tabel II. I dapat dilihat bahwa dalam tahun 1980 nilai produk domestik bruto
atas dasar harya yang berlaku terah mencapai jumlah sebesar Rp 43.765,0 milyar. Dengan

7+
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demikian telah terjadi peningkaan sebesar 41,1 persen terhadap produk domestik bruro

tahrun sebelumnya yaitu sebesar Rp 31.022,9 milyar. Apabila diperbandingkan dengan

produk domestik bruto tahun 1970 sebesax Rp 3.238,0 milyu, maka dalam petiode sc-

puluh taftun ini telah terjadr peningkatan rata-rata sebesar 29,7 persen per tahun.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih riil tentang pertumbuhan ekonomi lndo-

nesia maka telah digrmakan patokan harga konstan dengaa menghilangkan pengaruh

kenaikan harga dalam perhitungan produk dornestik bruto. Dari Tabel IL2 dan Tabel IL3

dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun tetakhil telah terjadi pertumbuh-

an ekonomi rata ].2ta" sebesar 7,8 persen pet tahun. Apabila ditelaah daxi pertumbuhan

antarsektor ekonomi yang mendukungnya, ter'lihat bahwa sektor burgunan merupaka-n

sektor yang paling tinggi tingkat pertumbuhan rata-ratanya, yaitu sebesar 16,0 persen per

tahun. Dalam periode yang sama sektor indusni serta sektor pengangkutan dan komuni-

kasi keduanya mengcami ringkat perrumbuhan yang sama yaitu tatq-r}ta sebesar 13 ,7
persen per rahun, yang disusul kemudian oleh sektor listrik, gas dan air minum dengan

tatarata sebesar 13,2 persen Per tahun. Sementara itu sektor perdagangan, lembaga ke-

uangan dan jasa lainnya s€rta sektor pertambangan masing-masing meningkat dengan

rata{ata 8,9 persen dan 7,1 persen per uhun. Sedangkan sektor pertanian mengalami

peningkatan rata-tata sebesar 3,8 persen per tahun.

, Kiranya patut dikemukakar bahwa selama uhun 1980 ekonomi Indonesia meng-

alami pertumbuhan sebesar 9,6 persen, suatu dngkat yang cukup tinggi. Pertumbuhan

ekonomi tersebut adalah disebabkan oleh kegiatan yang makin meningkat pada hampir

semua sektor, terutama sektor indusfi, sektor lisfik, gas dan air minum setta sektor per-

dagangan, lembaga keuangan dan jasa lainnya yaitu masing-masing sebesat 21,1 persen,

13,6 persen dan 72,3 persen, Demikian juga sektor bangunan sert4 sektor pengangkutan

dan komunikasi meningkat dengan cukup besar yaitu masing-masing dengan peningkatan

sebesar 11,7 persen dan 10,0 persen, sedangkan pertumbuhan sektor pertanian adalah

sebesar 5,5 persen.

persentase kenaikan yang dnggi daripada sektor industri antara lain disebabkan

oleh meningkamya produksi semen, pupuk, besi baja, barurg-barang elektronika, kendaraan

bermotor dan rokok. Akibat daripada kenaikan produksi ters€but, nilai tambalr sektot

indusri telah meningkat dari sebesar Rp 1.295,1 nilyar pada tahun 1979 menjadi sebesar

Rp 1,568,9 milyar pada tahun 1980. Dalam periode yang sama, sektor listrik, gas dar air

minum meningkat dari Rp 68,6 milyar menjadi scbesar Rp 77 ,9 milyar' Kenaikannya

adalah sejalan dengan makin meningkamya peranan sektor tersebut bagi usaha-usaha pem-

bargunan dan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih luas dan merata kepada ma-

syarakat.

Selanjutnya iklim perdagangar yang semakin membaik serta makin meluasnya
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kegiaan ekonomi telah mcnghasilkan peningkatan nilai tambah di sektor perdagangan,
Iembaga keuangan dan jasa lainnye dari Rp 3.215,1 milyar menjadi Rp 3.610,0 milyar.
Demikian pula halnya yang terjadi pada sektor bangunan, nilai tambah dari sektor tersebut
telah naik dari Rp 562,8 milyar menjadi sebesar Rp 628,5 mtlyar. semenara itu sektor
pengangkutan dan komunikasi telah pula naik dari sebesar Rp 541,4 milyar menjadi Rp 5 95,5
milyar yang memberikan petunjuk semakin baiknya sarana angkutan, baik angkutan da-
rat, laut maupun udara serta komunikasi lainnya. sedangkan kenaikan yang terjadi pada
sektor pertanian terutama disebabkan oleh kenaikan produksi padi gagang kering yaitu-dari
34$ juta ton pada tahun 1979 menjadi 38,9 juta ton pada tahun 1980, atau suatu kenaikan
sebesar 13,2 persen. Meningkatrya produksi sektor pertanian tersebut, yang antara lain
diakibatkan oleh kenaikan produlsi padi, telah mengakibatkan nilai tambah yang mening-
kat dari sebesar Rp 3.?59,9 milyar menjadi sebesar Rp 3 .438,5 milyar.

Laju pertumbuhan di berbagai sektor sebagaimana digambarkan di aas telah mem_
bawa perubahar komposisi produk domestik bruto ke arah yang lebih seimbang. Apabila
dalam tahun 1970 sektor pgrtaniur memberikan sumbangan sebesar 45,5 persen, maka se-
lama periode 10 tahun sesudahnya peranannya ftlah menurun hngga 31,4 persen pada
tahun 1980. Sebaliknya peranan sektor industri dan berbagai sektor lainnya seperti sektor
barrgunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, lembaga keuang-
an daa jasa lainnya menunjukkan peranan yang makin besar. selama 10 tahun tersebut
peranan sektor industri meningkat dari 8,4 persen menjadi 14,3 persen, sektor bangunan
dari 2,7 persen rnenjadi 5,7 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi dari 3,2 persen
menjadi 5,4 persen, serte sektor perdagangan, lembaga keuangan dan jasa lainnya yang
meningkat perenannya dafl 29,7 persen menjadi 33,0 persen, perkembangan peranan antar-
sektor tersebut lebih lanjut dapat diikuti pada Tabel II. 4.

2.3. Perkembangan pendapatrn nasional menurut jenis penggunaan

Dilihat dari segi penggunaannya, nilai produk domestik bruto adalah juga
merupakan penjumlahan dari berbagai jenis pengeluaran atas barang dan jasa
termasuk kegiatan tabungan yang ditakukan oleh masyarakat. Keseluruhan pengeluaran
masyarakat tersebut dapat diperinci menjadi pengeluaran konsumsi rumah tanqga, penge-
luaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestik bruto serta ekspor netto.
Penggunaan produk domestik bruto a,s dasar harga yang berraku dapar dirihat pada
Tabel II.5, sedangkan atas dasu harga konstan 1973 dapat diikuti pada Tabel IL6.

Berdasarkan harga konstan 1973, kenaikan rutz-r'ta" produk domestik bruto sebesar
7,8 persen per tahun sepeni diungkapkan di muka, terutarne disebabkan oleh semakin
meningkaoya kegiaan investasi/pembentukan rnodal, yaitu dengan kenaikan tata-rutz
sebesar 14,9 persen per tahun. Pembentukan modal domestik bruto dalam tah,n 1970
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adalah sebesar Rp 715,3 milyar yeng telah naik menjadi Rp 2.868,5 milyat dalam tahun
1980. Kenaikan lebih dari empat kali lipat tersebut dimungkinkan oleh pembangunan yang
kian meningkat dan bertambah luas jangl:auannya sehingga mampu menyerap dana investasi
yang lebih besar. Dalam periode yarg sama pengelu:uan konsumsi Pemerintah baik pusat
maupun daerah juga telah meningkat dari Rp 483,9 milyar menjadi Rp 1.669,2 milyar atau
rataiata naik sebesar 13,2 persen. Sedangkan peningkatan ruta-rata yutg ttjadi pada penge-
luaran konsumsi rumah tangga adalah sebesax 8,2 persen yaitu dari sebesat Rp 3,847,2
milyar dalam tahun 1970 menjadi sebesar Rp 8.289,0 milyar dalam tahun 1980.

Selanjutnya dari Tabel lI.7 dapat dilihat pula bahwa telah terjadi pergeseran kompo-
sisi daripada produk domestik bruto sebagai akibat dari adanya perkembengan penggunaan-
nya pada tingkat yang berbeda-beda. Bagian produk domestik bruto yang dipergunakan
untuk pengeluaran konsumsi rumah turgga atas dasar harga yang berlaku cenderung me-
nurun, yaitu dari 80,0 persen pada tahun 1970 menjadi 57,2 persen pada tahun 1980. Alan
tetapi bila dihitung atas dasar harga konstan 1973, bagian dimaksud adalah meningkat dari
74,2 persen menjadi 75,7 persen. Dalam periode yang sama peranan konsumsi pemerintatr
kelihatan meningkat pula yaitu dari 9,0 persen menjadi 12,7 persen bila dihitung atas dasar
hargz yang berlaku, atau dari 9,3 persen menjadi 15,2 persen bila dihitung atas dasar harga
konstan tahun 1973, Demikian pula halnya yarg terdiri pada pembentukan modal, selama
periode tersebut peranannya telah naik dari 14,0 persen menjadi 21,7 persen jika dihitung
atas dasar harga yang berlaku, atau dari 13,8 persen menjadi 26,2 percen bila didasarkan
harga konstan tahun 1973. Sedangkan ekspor netto atas dasar harga konstan tahtn 1973
juga telah berubah dari positif 2,7 persen menjadi negatif 17,1 Persen.
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BAB III

HARGA, GAJIDAN I,'PAH

3.1. Pendahuluan

Usaha memanapkan subilitas ekonomi dilalsanekan dengan mengutamakan kepen-
tingan rakyat banyak dan dilakuken melalui pemenuhan serta pengembangan sektor*ektor
yang langsung menyangkut kebutuhan rakyat banyak. Kebijalseneqn tersebut akan menun-
jang progrem pengendalian inflasi yang terus dilat<sanakan den mandapatkan prioritas
utami. Dengf,n demikian laju pembangunan terus berjalan lancer walaupun lerdapat penga-
ruh daripada keadaan ekonomi dunia yang sedang dilanda ref,esi. Sebxgei gambaran dari
cukup mantapnya stabilitas ekonomi yang telah dicapai dalam REPELITA III, terlihat
bahwa laju inflasi mengalami tingkat yang lebih rendah dari tahun ke uhun. Dalam tahun
anggarm 1979/1980laju inflasi adaldh sebesar 19,1 persen, sedangkan dalam ahun anggaran
1980/1981 laju inflasi menumn menjadi sebesar 15,9 persen, Perkembangan terakhir me-
nunjukkan bahwa dalam tahun anggaran 7g8ltlg82 sampai dengan bulan Nopernber atau
tepxtrya perkembangan selama delapan bulan yaitu dari bulan April sampai dengan bulan
Nopernber 1981, laju inflasi adalah sebesa.r 3,9 p€f,sen atau rrta-reta 0,5 persen seb'Ian,
suatu tingkat yang lebih rendah bila diburdingkan dengan laju inflasi yang terjadi dalam
periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,9 persen atau rate-rata 1,6 persen
per bulan.

Penyempumaan terhadap care penghitungan indeks harga perdagangan besar dalam
negeri telah dilaksanakan rgar dap* dipakai lebih tepat di dalam perhitungan pendapatan
nasional riil dan sebagai indikator dalam analisa pasar. selama tahun anggaran Lggtflggz
sampai dengan bulan Agustus, indeks umum harga perdagangan besar telah meningkar se-
besar 1'4 persen atau tat,-rata. sebesar 0,3 pers€n per bulan. Demikian pula halnya dengan
indeks harga perdagangan besar bahan bangunan telah pula mengalami penyempumaan
sejalan dengan perkembangan pembang'nan yang telah dicapei. selama tahun anggaran
l98lll982 sampai dengan bulan Agustus, indels umum daripada harga perdagangan besar
bahan bangunan telah mengalami kenaikan sebesar 2,5 p€rsen ateu 0,5 persen per bulan,
sebegai hasil daripada usaha penyediaan barang-barang kebutuhan hidup khusumya beras,
selama tahun anggaran l98Lllg82 sampai dengan bulan Nopember harga beras secara
rat,-rirtt di 17 kota di Indonesia telah meningkat sebesar 4,9 persen, etau ratarata sebesar
0,6 persen per bulan.

Perkembangan harga emx di pasaran internasionrl telah mengalami penulunan-
penunrnan harga yang cukup besar dan naik tuunny4 nilei dollar besar pengaruhnya ter-
hadap perkembangan harga emas di pasaran. situasi perkembangan harge yangtak meaentu

26
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Tabe l  I I I .  1

PERSENTASE KENAIKAN INDEKS BIAYA HIDI,JP DI JAKARTA
DAN INDEKS HARGA KONSUMEN INDONESIA

196911970 - r98ur982

Tahun Persentase kenaikan

REPELITA I1)

1969/7970
r970t.r97r
197u1972
1972tr973
7973/197+

REPELITA II I)

r974/r97 5
197 5 /r976
1976n977
1977 /t978
197 8/r979

REPELITA III 2)

1979t1980
1980/1981
198U1982 (sampai dengan bulan Nopember)

+
+

+
+
+

ro,65 o/o

7,78o/o
o,87 Vo

20,79 0h

+7 ,35  %

+ 2O,7O o/o

+ 19,77 0/o

+ L2,72 o/o

+ 10,08 %
+ ll,79 o/o

+ 19,t3 vo
+ 75,85 %
+ 3,87 o/o

I) Rep€ taI drntrbedal lndel! Biaya Eidup dJa.tarta

2) Repelitn Itr dulai diguDaLrn Indeb H.r, ga K9o,4mc'n Indoneria
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ini telah trerpengaruh pula terhadap harga emas di pasar Jakarta, sehingga selama periode
April-Nopember l98l harga emas untuk kadat 24 karat telah menurun sebesar 13,9 persen
atau 1,7 persen per bulan. Demikian pula halnya dengan harga valuta asing eks Eropa dan
Asia selama periode tersebut terus mengalami penurunan yang telah menyebabkan beberapa
negara Eropa mengarnbil kebijakanaan menyesuaikan nilai valutanya dalam lingkungan
sistem moneter Eropa.

Perdagangan luar negeri merupakan unsur yang memegang peranan yarg sangat
penting, mengingat ekspor adalah merupakan salah satu sumber utama penghasil devisa.
Oleh karena itu usaha un k meningkatkan ekspor terus dilaksanakan baik melalui pe-
ningkatan daya saing, diversifikasi komoditi ekspor maupun drversifikasi terhadap pem:$ar-
annya. Selama. tahun rnggaran l98lll982 sampai dengan bulan Nopember, harga baraag-
barang ekspor antara lain karet, kopra, kopi, minyak kelapa sawit dan lada hitam telah
mengalami penufunan. Keadaan ini tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia
yang sangat lesu akibat resesi yang terus berkelanjutan di beberapa negara industri.

Di bidang pengupahan, usaha untuk menentukan upah minimum telah dilaksanakan
Pemerintah sejak tahun 1975. Dalzm tahun anggaran 198l/1982 yaitu dari bulan April
sampai dengan bulan Juni telah berhasil ditetapkan 5 buah upah minimum secara regional
dan 22O buah upah minimum secara subsektoral regional. Selama semester Pertama urhun
1981, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1981 tingkat upah maLsimum
dan minimum secara rata-rata telah meningkat masing'masing sebesar 27,1 persen dan
24,6 persen. Sedangkan tingkat upah maksimum dan minimum dalam arti riil secara rata-
raa meningkat masing-masing sebesar 9,9 persen dan 8,1 persen.

3.2. Perkembangan harga

3.2.1. Indeks harga konsumen Indonesia

Berbagai usaha yang menuju ke arah pengendalian inflasi telah dilaksanakan melalui
peningkatan produksi batang dan jasa serta menjaga agar cukup lancarnya penyaluran
barang-barang ke pasaran. Kebijaksanaan ini terus dilanjutkan dalam rangka pemanapan
ketahanan ekonomi. Sebagai gambaran dari cukup mantapnya keadaan ekonomi ini dapat
dilihat antara lain pada perkembangan laju inflasi yang diukur dengan indeks harga kon-
sumen yang makin dapat dikendalikan. Selama delapan bulan terakhir dalam tahun anggat-
d 1987/7982 atau tepahya dari bulan April sampai dengan t'ulan Nopember 1981, tingkat
inflasi hanyalah sebesar 3,9 persen atau rlta{,atz sebesar 0,5 persen per bulan. Bila diteliti
lebih lanjut, tingkat inflasi sebesar 3,9 persen selama delapan bulan ini adalah sebagai
akibat dari adanya kenaikan yang terjadi pada harga bahan makanan sebesar 3,4 persen,
harga bahan perumahan sebesar 4,8 persen, harga ba}an sandang sebesar 2,9 persen dan
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harga-harga untuk aneka baang dan jasa yaitu 4,1 persen. Naiknya harga bahan makanan

terjadi karena naiknya harga lemak dan minyak, kacang-kacangan dan sayur*ayuran yaitu
masing-masing sebesar 7,7 persen, 7,0 persen dal 6,6 persen, sedangkan penumnari yang

cukup besar telah terjadi pada harga bumbu-bumbuan yaitu sebesar 11,6 persen. Biaya

penyelenggaraan rumah tangga dan biaya tempat tinggal yang telah meningkat sehsar

6,0 persen da.n 5,6 persen merupakan faktor yang menyebabkan meningkatnya harga di
kelompok perumahan, Di lain pihak harga sandang laki-laki, harga barang pribadi dan sandang
lainnya yang mengalami peningkatan sebesar 3,4 persen dan 3,3 persen telah menyebabkan

meningkamya harga sandang secara keseluruhan sebesar 2,9 persen. Kenaikan harga aneka

barang dan jasa selama periode April sampai Nopember 1981 sebesar 4,1 persen tersebut
antara lain disebabkan oleh naiknya biaya pendidikan, rekreasi dan olah raga, sert4 harga

tembakau dan minuman ber- alkohol masing-masing sebesar 4,9 persen, 4,6 persen dan

4,4 persen.

Dilihat dari perkembangan tingkat inflasi per bulan selama periode April - No-
pember 1981, kenaikan yang cukup besar telah terjadi pada bulan Juli dan bulan Oktober

1981 yaitu masing-rnasing sebesar 1,2 persen. Sedangkan di bulan'bulan lainnya tingkat

inflasi adalah dibawah satu persen, bahkan pada bulan September dan bulan Nopember
1981 terjadi penurunan harga atau deflasi masing-masing sebesar 0,2 petsen dan 0,3 persen.

Penurunan harga dalam bulan Nopember 1981 tersebut terutama disebabkaa karena me-

nurunnya harga bahan makanan yaitu sebesar 1,0 persen sebagai akibat ftrunnya harga

bumbu-bumbuan yaitu cabe merah dan bawang merah serta menumnnya harga sayur-

sayuran. Demikian pula halnya dengan penurunan harga yang terjadi dalam bulan Sep-

tember 1981 adalah disebabkan tutunnya harga bahan makanan dan harga balan perumahan

yaitu masing-masing sebesar 0,6 petsen dan 0,01 persen. Persentase laju inflasi yang cukup

tinggi dalam bulan Juli 1981 terutama disebabkan meningkamya harga di kelompok makan-

an, kelompok perumahan, kelompok sandang dan kelompok aneka barang dan jasa masing-

masing sebesar 1,5 persen,0,8 persen, 1,3 persen dan 1,1 persen. Permintaan yang cukup be-

sar terhadap kacang-kacangan, telur) susu dan hasil-hasilnya di hari raya Idulfiti telah me-

nyebabkan harga barang-barang tersebut meningkat masing-masing sebesar 5,6 persen dan

3,9 persen. Biaya perlengkapan rumah tangga dan biaya penyelenggaraan rumah tangga yarg

meningkat sebesar 1,3 persen dan 0,9 persen merupakan faktor'faktor yang menyebabkan

meningkamya harga di kelompok pemmahan sebesar 0,8 persen. Padz kelompok sandang

kenaikan telah terjadi pada harga emas yang tergabung dalam harga barang pribadi dan san-

dang lainnya yaitu sebesar 1,7 persen, harga sandang laki-laki dan sandang anak-anak masing-

masing sebesar 1,5 persen dan 1,0 persen. Meningkamya ongkos tanspor serta biaya rekeasi

dan olah raga masing-masing sehsar 1,6 persen dan 1,2 persen dalam bulan Juli 1981

merupakan faktor yang menyebabkan kelompok aneka barang dan jasa dalam bulan tersebut

meningkat sebesar 1,1 persen. Tak jauh berbeda dengan faktor yang menyebabkan kenaikan



3r

Tabe l  I I L  2

INDEKS HARGA KONSUMEN INDONESIA, I979/I98O - 1981/1982
(1977 /1978  =  r0o )

Tahun mggaran/
rstarata bulan

Makuran Perurnahan sr"d*rs Tf jL1-B urr,,,m

197811979 Marcr

7979/7980 J uni

Septe mber

Des€mber

Mtret

1980/1981 April

M e i

J u n i

J  u l i

Agustus

e c n r a n t  a r

Oktober

Nopember

Descmber

Januari

Pebruari

Mar€t

1981./7982 April

M e i

J  u n i

J u l l

A8uttus

September

Oktober

Nopember

120,45

730,69

138,92

r4t,1+

744,82

144,93

149,33

1 < 1  1 t

t52,6+
155,9+

1 5 0  1 5

r o ) , 1 /

165 ,67

l A O  l ?

171,Or.

l7  2 ,60

1 7  3 , 5 8

1 7  3 , 7 2

174,35

17 7  ,OO

178,+2

t77 , !8

180,3  3

178,48

120,87

r  3  3 ,40

737,42

140,86

146,70

149,93

t57 ,40

161,11

162,t1

162,Ot

16+,23

165,62

167,7  3

168,7 4

169,57

uo,35
1  7 1 , 8  3

175,05

1 7  5 , 5 2

176,86

t7  8 ,29

178,33

1 7  8 , 1 2

179,74

180,26

1.34,65

1M,61

r59,11

768,19

1,7 +,06

176,40

178,85

180,75

184,88

185,48

188,44

r90,29

190,80

191,82

192,37

792,82

r93,42

193,70

194,43

196,90

197,21

797,28

198,25

198,38

119,74

127,89

1 3  5 , 3 1

r  39 ,58

1L? 4A

150,06

1 \ 1  ' r ' 1

1 5 4  4 0

155,07

156,17

r57 ,99

158,66

759,O9

160,81

161,48

1 6 1 , 8 8

t62 ,96

163,27

163,47

165,  r8

166,41

166,70

168,30

168,69

121,7 7

132,27

139,78

743,O7

147,L4

7+8,67

154,31

t56,6r

1 5 8 , 3 3

t60,21

160,78

16 3,49

I6',t,72

7 6 7 , 5 5

169,1s

t70,9+

1 7 2 , 1 4

11 ! ,7  +

17 4,OO

17 4 ,7  3

r76 ,83

177,74

177,40

r79,+8

1 7  8 , 9 7
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G r o f i k  I I I . 2

INDEXS UMUM HARGA KONSTDTEN INDONESIA, 197911980 _ 1981/1982

90

45

o

rEo

90

45

o

223

180

90

45

o

45

o

180

90

45

o

225

lEo

r 3 5

90

43

oApr Mci

1979n980

Sep Okt

r980/1981

A*r

r ! uarnrszI

( 197? 11978 = loo I
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laju inflasi yang terjadi pada bulan Juti 1g
persen dalam bulan Oktober lggl antara 1z
makanan yaitu sebesar 1,7 persen, harga ur
persen dan harga untuk aneka barang dan ja
besar pada kelompok makanan antara lain dj

Tabel III. 2, Tabel III. 3, Grafik t.2 danGrafik IIL 3.

n indeks harga konsumen Indonesia yanp
Iasi Indonesia adalah merupaka" f,r"l 

"*f,iibesar di Indonesia. Bila dilihat perkembang_
opember 19g1 sebesar 3,9 persen maka hai

yaitu rayapura, Denpasar, *:lTi 0"" *"oll! H1HJffi:hi.riH"nfi;masing sebesar 8,1 persen, 6,5 persen, e,l persJn'aro' 5,j perr.n. Sebagaimana diketahuiuntuk kota'kota lainnya serama periode tersebut laju inflasi hanya mengarami kenaikanyang relatif lebih rendah yaitu untuk kota padang selesar 1,0 persen, Banjarmasin sebesar
DKI Jaya 2,4 persen. Secara umum daDat

r periode April _ Nopember 1981 ini adatah
le yang sama pada talun yang lalu dimana
Laju inflasi yang cukup besar pada kota.kcta
srng-masing sebesar 20,3 persen, 1g,7 persen,
leks harga honsumen di 17 kota dap"f Alin",

3.2.2, Hoga beberapa barang konsumsi utama

Kebijaksanaan yang ditempuh di bidang pangan ialah tetap mengusahakan agar
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penyediaan bahan pangan makin meningkat dan makin tersebar merata dengan harga yang

dapat terjangkau oleh dayabeli rakyat banyak. Dari Tabel III. 4 dapat dikeuhui perkem-

bangan harga beberapa barang konsumsi pokok yaitu beras, gula pasir, tepung terigu dan

tekstil. Perkembangan harga beras dalam tahun anggarar l98lll982 sampai dengan bulan

Oktober berkisar antara Rp 153,-- sampai Rp 339,- per liter. Dilihat perkembangan harga-

nya di beberapa kota di Indonesia, harga beras terendal telah terjadi di kota Yogyakarta

yaitu berkisar antara Rp 153,- dan Rp 220,- per liter, sedangkan harga tertinggi terjadi

di kota Banjarmasin yaitu berfluktuasi antara Rp 180,- dan Rp 339,- per liter' Pengadaan

yang dipengaruhi oleh musim tanam dan spekulasi pedagang karena adanya penyesuaian

harga dasar gabah kering giling dari Rp 120,'- menjadi Rp 135,- per kg, telah menyebab-

ka:r harga beras di kota Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Medan dalam

bulan Oktober mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 1981, namun

di kota Banjarmasin dan Ujungpandang dalam bulan tersebut harga beras mengalami pe-

nurunaJl.

Di lain pihak pengadaan maupun penyaluran tepung terigu dalam tahun anggaran

798017981 tidak mengalami hambatan sehingga tingkat harga telah dapat lebih mantap.

Dalam perkembangannya yang terakhir yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Oktober

1981 harga terendah telah terjadi di kota Surabaya yang berkisar antara Rp 224,'dan

Rp 244,- per kilogram, sedangkan harga tertinggi terjadi di kota Ujungpandang yaitu

bergerak pada harga Rp 251,- dan Rp 267,- per kilogram. Guna menjamin kestabilan

harga tepung terigu telah diambil kebijaksanaan dalam pengadaan yaitu dengan mengusaha-

kan impor gandum dari negara yang dianggap mempunyai harga yang cukup rendah.

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam usaha untuk memelihara stabilitas harga

dan pemasaran gula pasir adalah antara lain dengan mengadakan pernbelian gula pasir

produksi dalam negeri oleh Pemerintah pada harga tertenft dan pengaturan penyalura-n

gula pasir baik yzng berasal dari dalam negeri maupun dari impor. Dengan demikian stabili-

tas harga gula pasir di pasaran dapat dikendalikan. Selama periode April - Oktober 1981,

harga gula pasir di beberapa kota telah mengalami harga tertinggi yaitu pada bulan April

dan bulan Mei 1981 sebagai akibat kurangnya persediaan sehubungan dengan berakhirnya

musim giling. Da.lam bulan-bulan tersebut harga betkisar antara Rp 531,- sampai Rp 650'-

per kilogram. Harga terendah telah terjadi di kota Surabaya, sedangkan harga tertinggi

telah terjadi di kota Ujungpandang. Dalam bulan-bulan berikutnya perkembangan harga

gula pasir adalah relatif stabil.

Harga tekstil telah mengalami perkembangan yang cukup mantap yang disebabkan

terus dilaksanakannya usaha pengembangan industri tekstil yaitu melalui pembinaan mutu

dan memperluas daerah pemasarannya. Dalam tahun anggaran 798111982 sampai dengan

bulan Oktober, harga tekstil berkisar antara Rp 350,- dan Rp 600,-per meter. Kemantapan
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harga ini dapat pula dilihat pada cukup stabilnya harga barang tersebut di beberapa kota
pada bulan-bulan menjelang lebaran walaupun permintaan cukup banyak di pasaran. Selama
periode April - Oktober 1981 harga terendah telah terjadi di koa Denpasar yaitu sebesar
Rp 350,- per meter sedangkan harga tertinggi sebesar Rp 600,- per meter telah terjadi
di koa Bandung.

3 . 2 . 3 , Indeks harga emas dan valu ta asing

Situasi harga emas yarg tak menentu di bursa intemasional telah menyebabkan
para spekulan emas di pasar lokal J akarta bersikap hati-hati dalam menentukan tingkat

harga. Pada umumnya pasaran sepi dan harga emas masih tetap rendah sesuai dengan per-
kembangan yang tetjadi di pasaran internasional. Selama periode April sampai pertengalan
bulan Agustus 1981, harga emas telah mengalami Penurunan dari bulan ke bulan. Di pasar

London pada Minggu II bulan Agustus 1981, harga emas mencapai tingkat terendah yaitu

sebesar US $ 397.25 per troy ounce atau Rp 7.983,32 per gram. Namun harga kembali

meningkat dalam bulan September 1981 setelah ditun:nkannya tingkat bunga di bank-bank

Amerika, Hal tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan harga emas di Jakarta.
Dalam tahun anggaran 1987/1982 sampai dengan bulan Nopember 1981, harga emas di

pasaran bebas Jakarta telah mengalami penurunan yaitu 13,9 persen untuk emas 24 karat,

14,4 persen untuk emas berkadar 23 krrtat dan 15,1 penen untuk emas 22 karat setiap

gram, Perkembangan harga emas di pasar Jakarta dapat diikuti dalam Tabel III' 6 dan

Grafik IIL 4.

Sejalan dengan situasi perkembangan perekonomian internasional maka pasaran

valuta asing di Jakarta mengalami situasi yang sangat lesu. Harga yang terus menurun telah

terjadi pada beberapa valuta asing eks Eropa dan Asia sebagai akibat penyesuaian terhadap

dollar Amerika seperti yang terjadi di pasaran luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan

beberapa negara di Eropa merwaluasi (Denmark dan Netherland) dan mendevaluasi (Lire

dan French Franc ) matauangnya. Kebijaksanaan ini telah berhasil meningkatkan harga

matauang mereka sehingga dalam bulan Oktober nilainya mulai membaik kembali.

Dalam Tabel III. 5 dan Grafik III. 4 dapat dilihat bahwa selama tahun anggaran

7987/1982 yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Nopember 1981, harga valuta

asing eks Eropa Barat yaitu poundsterling lnggris, Deutsche Mark (DM) dan Netherland

Gulden (NFL) masing-masing menurun sebesar 14,0 persen, 4,9 persen dan 4,5 persen.

Di lain pihak harga Swiss Franc meningkat sebesar 7,0 persen. Sedangkan untuk kurs

valuta eks Asia yaitu Yen, dan dollar Hongkong masing-masing mengalami penumnan se-

besar 6,1 persen. Keadaan sebaliknya telah terjadi pada kurs dollar Amerika yang terus

meningkat sejak bulan April sampai dengan bulan Oktober 1981, walaupun dalam bulan

Nopember mengalami penurunan sebesar 0,2 persen. Secara keseluruhan selama periode
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bulan April sampai dengan bulan Nopember 1981 harga dollar Amerika telah meningket
sebesar 1,1 persen. Sementara itu harga devisa kredit dan devisa umum masih tetap pada
kurs Rp 625,- setiap dollarnya.

3.2.4, Harga barang-barang ekryor

Sasaran di bidang perdagangan intemasional khususnya terhadap barang-barang
ekspor adalah mengusahakan agar volume dan nilai ekspot terus mengalami peningkatan.
Hal ini dilakukan melalui usaha-usaha diversifikasi pasar, diversifikasi komoditi serta usaha
meningkatkan daya saing barang elspor di pasaran internasional. Kebijaksanaan yang me-
nunjang ke arah peningkatan daya saing terhadap barang-barang ekspor ini dilaksanakan
antara lain melalui perbaikan terhadap standar mutu barang ekspor sesuai dengan standar
internasional, perbaikan administrasi dan mengusahakar biaya pengangkutan yang lebih
murah. Di samp ing itu penyaluran yang cukup lancar dan kemantapan harga di pasaran da-
lam negeri, merupakan dasar yang kuat guna pengembangan kegiatan perdagangan internasi-
onal. Namun di lain pihak tidak dapat diabaikan pengaruh perekonomian dunia yang sangat
lesu akibat resesi dunia di negala-negara industri yang merupakan negara pembeli dari bahan-
bahan mentah dari negara-negara berkembang. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan
kecenderungan terus menurunnya harga komoditi ekspor di pasaran internasional. Perrnin-
tan yaltg cukup lesu di pasaran internasional ini telah berpengaruh terhadap perkembangan
beberapa komoditi ekspor di pasaran dalam negeri teruta.rna terhadap harga kopi, karet, lada
putih dan kopra yang selama delapan bulan dalam talun 1981/1982 yaitu dari bulan April-
Nopember 1981 mengalami penurunan masingrnasing sebesar 28,8 persen,28,7 persen, 11,2
persen dan 9,8 persen, Demikian pula harga komoditi ekspor di pasaran internasional secara
umum telalr mengalami banyak penurunan. Selama tahun an ggarun 1987 /1982 sampai dengan
bulan Nopember di pasar NewYork, London dan Singapuraharga karet mengalami penurunan
masingmasing sebesar 3 5,7 persen, 20,2 persen dan 3 5,8 persen, Penurunan yang cukup besar
terhadap harga karet adalah terutama disebabkan karena kurangnya minat beli dari negara-
negara konsumen akibat resesi industri mobil dan industri ban mobil. Di lain pihak harga kopra
di pasar Manila telah meningkat pada bulan Nopember terhadap bulan Oktober 1981yangdi-
sebabkan berkurangnya panen Philipina akibat kerusakan topan yang melanda perkebunan
kopra, Namun secara keseluruhan selama periode April - Nopember 1981 harga kopra
di pasar Manila telah menurun seksar 10,3 persen. Situasi yang terjadi di Philipina tersebut
telah berpengaruh terhadap suplai kopra di pasar London, sehingga dalam bulan Oktober
dan Nopember terjadi peningkatan sebesar 2,4 persen dan 0,9 persen. Secara keseluruhan
akibat penurunan harga yang cukup berarti pada bulan April, Juni, Juli dan September,
maka selama periode April - Nopember 1981 harga kopra di pasar London mengalami
penurunan sebesar 7,7 persen. Dalam periode empat bulan pertama 1987 /7982 hrtga
kopi terus menunjukkan penurunen akibat adanya gejaia kelebihan produksi. Sedangkan
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T r b e l  l l l . 9

HARGA BEBERAPA BARANG DI PASAR LONDON, 197'11974 - I9A 1982
( Poundsteding per meric ton kecuali untrk emas US dollar per troy ounce )

Tahun an8garsr/
akhir bulan

Ksr€t Kopi Timah Tembaga Seng Ema.s

1973,r19?4 Maret

1974/r975 Juni
Septemb€r

Desemb€r

Mar€t

1975/r976 J uni

Septemb€r

Dc6ember

Male t

1976/19?7 Juni
S€ptember
Desember

Ma-r€t

1977 /1978  Jun i
Septemb€r

Dcsember

MaItt

1978/1979 Juni
Sept€mber
Desember
Mare t

1979/1980 Juni
Srpt€mber

Des€mber

Maret

1980/1981 Juni
Scptember
Desember

Marc t

l98l/198? Apri. l

M e i

Juni

J,ni
Agustus

Scptember
oktober *)

421.00

325.00

284.00

269.I0

27 6.60

282.50

34b.O0

366.00

465,00

570 .00

490.00

500.00

557.00

466.20

556.20

516.00

489.50

583.70
612 .50
57 2.00
6 r  1 .50

628,20

599.06

655.00
790.00

615 .50

643.50

588.00

5 7 5.00

560.00

610 .00

623.00

646.00

603.00
549.50

560.00

566.00

555.00

525.O0

469.00

412.00

447.00

755.00

765.00

857.50

r,494.00

1,60r.00

2,820.00

4,000.00

2,660.00

2,7 57.50

1,780.00

1,467.50

1 ,64 I . 00
1,584.00
1,395.00
1,487.00

2,020.50
1,796.50

r,8r8.00
r,49E.00

1 ,512 .50

t , 05 l i 0

1,004.00

r ,00r .00

1,063.00

9,625.98
? 70.50

r, r32.00
900.00

r,005.50
1,083.50

3,353.00

3.E91,00
3,8t0.00
3,090.00
3,065.00

3,060.00
3,121.00
3,072.00
3,700.00

4,504.00
4,658.00
4,935.00
5,7?0.00

5,608.00
6,460.00
7,010.00
5,775.00

6,765.00
6,900.00
7,010.00
7,r65.00

7,995.00
6,835.00
7,770.00
7,720.00

7,360.00
7,340.00
6,375.00
6,rE5.00

6,015.00
6,129.00
6,380.00
7,680.00
7,980.00
8,380.00
8,280.00

I , r 86 .00

1,062.00

640.00

544.00

52E.50

592.00

565.00
715 .00

900.00

833.00
778.00

898.50

7Er .50

691.50

662,00
649.00

706.50
796.00
766.00

1,001.00

892.00

926.00

1,009.00

964.00

849.00

868.00

7E0.50

817 .00

844.00

846.50

957.00

917 .50

917 .00

994.50

905.50

706.00  I11 .75

620.00 141.75
398.00 151.50
332.25 185.75
334.00 t77.60

330.50 164.38
34t.00 137.50
341.00 13E.00
396.00 129.55

420.00 t2+.86
410.50  I19 .50
385.50 134.50
414.50 t49.13

327.00 t43.13
295.50 154.05
289.25 164.95
267.00 179.75

307.00 183.05
333,25 217.10
949.50 29E.65
397.00 299.75

347.00 277.50
321.00  37r .30
363.50 473.10
320.00 547,25

293.00 637.50
355.25 698.75
335.50 575.00
339.50 b76-75

390.00 +42.75
410.50 466.75
425.00 442.00

435.00  401.50
505.00 425.50
477.50  42 I .50
479.00 517,50

*) Angka sernentara
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dalam bulan Agustus 1981 telah terjadi frdst yang telah menyebabkan turunnya produksi
kopi di Brazillia sehingga telah meningkatkan kembali harga kopi di pasar New york mau-
pun di pasar Singapura. Demikian pula pada bulan Nopember baik di pasar Singapura
maupun di pasar New York harga kopi telah membaik kembali. Tindakan International
Coffee Organization (lCO) dalam membatasi ekspor kopi dengan sistem kuota, telah me-
nyebabkan membaiknya harga kopi tersebut di pasaran. Namun secara keseluruhan selama
periode April - Nopember 1981 di pasar Singapura dan di pasar New York harga kopi
menurun masing-masing sebesar 16,7 persen dan 1,1 persen. Membaiknya harga lada putih
di pasaran dunia adalah disebabkan berkurangnya suplai sebagai akibat datangaya musim
hujan di beberapa daerah penghasil. Di pasar London selama tahun anggaran l9B1/I9Bz
sampai dengan bulan Nopember, harga lada putih meningkat sebesar 29,8 persen. Sedangkan
untuk harga lada hitam yang pemas,rxannya dipusatkan di New York, selama periode ter-
sebut mengalami penurunan sebesar 20,8 persen. Menurunnya harga minyak nabati yaitu
minyak kedelai dan minyak kacang telah berpengaruh terhadap perkembangan harga minyak
sawit yang selama periode April - Nopember 1981 telah mengalami penurunan sebesar
16,3 persen.

Sementara itu harga timah putih rnenunjukkan perkembangan yang cukup mantap.
Di pasar London harga timah telah mencapai rekor pada pertengahan bulan Nopember 1981
sebagai akibat meningkatnya permintaan di pasaran. Selama tahun anggaran lgSl/1982
sampai dengan bulan Nopember, harga timah di pasar London telah meningkat sebesar 38,2
persen atau dari Br S 6.084,13fu rnenjadi Br L 8.372,47/lt. Perkembangan harga beberapa
barang ekspor di pasar Jakarta dan di pasar internasional dapat dilihat dalam Tabel III.7
dan Tabel III.8 serta Grafik III.5.

3.2.5. Indeks harga perdagangan besar di dalam negeri

Dalam tahun 1980 indeks harga perdagangan besar secara umum telah menunjukkan
peningkatan sebesar 31,0 persen yaitu dari 539 dalam tahun 1979 menjadi 706 dalam tahun
1980. Dilihat perkembangannya per sektor, peningkatan yang cukup besar telah terjadi pada
sektor ekspor yaitu 47,2 persen, sektor pertambangan dan penggalian 26,2 persen, sektor
pertanian 24,7 persen, sektor industri 20,6 persen dan sektor impor sebesar 16,5 persen.

Sejalan dengan pembangunan yang telah dicapai, perlu terus dilaksanakan penyem-
pumaan terhadap data statistik karena penyajian data yang akurat akan menjamin kebijak-
sanaan Pemerintah untuk mencapai sasarannya. Mulai bulan Maret 1981, indeks harga
perdagangan besar di dalam negeri telah disesuaikan berdasarkan atas penimbang tahun
1975. Selama tahun anggaxan 198l/7982 sampai dengan bulan Agustus 1981 indeks
harga perdagangan besar di dalam negeri telah meningkat sebesar 1,4 persen yaitu
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dari indek 278 pade bulan Maret 1981, menjadi indela 282 pada bulan Agustus da-
lam tahun anggeran 198111982. Dalam Tabel III.10 dapat dilihat bahwa secara
tcrperinci peningkatan tersebut antara lain disebabkan meningkamya indek sektor per-
tanian, petambangan dan penggalian, masing'masing sebecar 4,8 persen, 1o,0 persen, sektor
industri dan impor meningkat sebesar 2,2 persen dan 1,6 persen, sedangkan sektor ekspor
mengalami penurunar sebesar 0,2 persen. Peningkatan yang cukup besar pada indeks sektor
pertambangan dan penggalian antara lain karena naiknya produksi barangbarang hasil peng-
galian dan industri garam masing'masing sebesar 10,0 persen dan 4,8 persen, sedangkan
dalam sektor pertanian kenaikan indeks sebesar 4,8 persen terjadi sebagai akibat meningkat-
nya produki bahan makanan, peternakan dan perikanan masing-masing sebesar 6,2 perscn,
5,9 persen dan 5,2 persen. Sementara itu dalam sektor ekspor penurunan telah terjadi pada
hasil-hasil tanamrn perdagangan dan ternak, serta hasil-hasil kayu dan lainnya masingmasing
sebesar 8,7 persen dan 0,8 persen.

3.2,6, Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konsruksi

Pembangunan prasarana ekonomi yang terus meningkat sebagaimana terlihat dalam
Tabel III. l1 ditujukan guna terjaminnya kelancaran tataniaga baik barang$arang maupun
jasa. Haj ini dapat dilihat bahwa dalam uhun 1980 angka indeks jenis bangunan pekerjaan
umum untuk jalan-jalan dan jembaan telal meningkat sebesar 28p persen, indeks jenis
bangunan peke{aan umum dan pertenian naik sebesar 24,8 persen, sedangkan untuk jenis
bangunan tempat tinggal, indeks bangunal bukan tempat tinggal, indeks bangunan dan
konstruksi lainnya serta indeks perbaikan bangunan telah mengalami peningkatan yang sama
yaitu sekitar 21 persen. Demikian pula halnya dengan indeks bangunan lisrik dan transmisi-
nya telah meningkat sebesar 15,3 persen. Hal inilah menyebabkan indeks jenis bangunan
dan konstruksi secara umum meningkat sebesar 21,5 persen.

Pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang telah menyebabkan perlu adanya
penyempumaan data agar dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu
dalam rangka menyempumakan data yang lebih akurat, mulai bulan Maret 19Br telah di-
pakai data berdasarkan atas penimbang yang baru sesuai dengan peranan masingrnasing
barang terhadap bangunan/konstruksi. Perkembangan yang terakhir dalam tahun anggaran
7981/1982yaira periode Aprii - Agusrus menunjukkan bahwa indekhargabahan bangunan
mengalarni peningkatan sebesar 2,6 persen. Secara terperinci kenaikan r-ersebut disebabkan
oleh meningkatnya indeks jenis bangunan pekerjaan umum unruk pertanian sebesar 4,4
persen, pekerjaan umum untuk jalanjalan dan jembatan scbesar 3,5 persen, bangunan
bukan tempat inggil 2,7 persen dan perbaikan bangunan sebesar 2,6 persen. Bila diteliti
lebih ladjut kenaikan harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi selama periode
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tersebut telah terjadi antara lain pada harga barang-barang dari logam besi, harga hasil-
hasil penggalian, harga hasil-hasil olahan kay'u masingmasing sebesar 19,1 persen, 7,g persen
dan 7,7 persen.

3.3. Gaji dan upah di berbagai sektor ekonomi

Dengan semakin meningkamya laju pembangunan yang disertai kemajuan teknologi,
mengakibatkan bertambah kompleksnya masalah perburuhan yang antara lain meliputi
masalah perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Sebagaimana diketahui salah sa-
tu faktor yang terpenting di daiam menentukan kesejahteraan tenaga kerja adalah besar-
nya tingkat upah dan di lain pihak tingkat upah juga berpengaruh di dalam penghitungan
biaya produksi, produktivitas tenaga kerja dan merupakan faktor yang menentukan bagi
pembentukan harga barang dan jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya
keselarasan dari kedua hal tersebut yaiat zgar tingkat upah itu wajar bagi pekerja dan
wajar pula unftk p€ngusaha.

Walaupun dalam kenyataannya tidak mudah untuk menetapkan suatu tingkat upal
tetten kepada dunia usaha namun Pemerintah melalui Lembaga Tripartite berusahauntuk
ikut menentukan upah minimum bagi daerah yang tingkat upahnya masih dibawah kelayak-
an' serta mencegah makin merosotnya tingkat upah yang dirasakan sudah sangat rendah.
sebagaimana diketahui sejak digalakkannya usaha penetapan upah minimum yaitu sekitar
tahun 1975, secara kumulatif telah ditetapkan 5 tingkat upah secara regional, 47 tingkat
upah secara sektoral dan 220 tingkat upal secara subsektoral regional. Dalam perkembangan
yang terakhir telah pula dilaksanakan 4 kali penelitian di 26 propinsi yaitu untuk menentu-
kan upah bagi sektor industri, angkutan darat, pertambangan dan jasa perhotelan. Di sam-
ping itu telah pula dirintis perluasan asuransi kecelakaan kerja dan tunjangan hari tua yang
telah diprioritaskan pelaksanaannya di 7oo perusa-haan kecil yang mempekerjakan pekerja
dengan upah rendah.

Perkembangan tingkat upah minimum dan maksimum sec^ta tat?.-rlta da.lam rupiah
di berbagai sektor dapat dilihat dalam Tabel III.12. selama enam bulan dalam tahun 19g1
yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1g81, tingkat upah secara umum banyak
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Tingkat
upah minimum secara rata-rata disemua sektor selama periode tersebut meningkat sebesar
27,1 persen, demikian pula upah maksimum r^t^rata untuk semua sektor meningkat pula
sebesar 24,6 persen, Di lihat perkembangannya secara sektoral peningkatan pada upah
minimum ini telah te{adi pada sektor lain-lain antara lain pegawai negeri, sektor perdagang'
an dan bank serta sektor pertambangan masingmasing sebesar 62,8 persen, 57,7 persen dan
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41,8 persen, Dalam upah malaimum, sektor+cktor yang mengalami pcningkaan yang cukup
berarti telah terjadi anara lain pada sektor perhubungan, sektor perambangan, scktor pcr-

dagangan dan bank masing-masing sebesar 66,0 pcrsen,40,1 persen dan 32,1 perscn, Upah
yang diterima pekerja dalam zuatu periode tertentu dibandingkan dengan tingkat inflasi
yang'terjadi dalam periode yang same merupakan tingkat upah dalam arti riil, sebagaimana
tercantum dalam Tabel III. 13. Selama enam bulan terakhir yaitu dari bulan Januari sampai
dengan bulan Juni 198f tingkat upah riil secara umum baik minimurn maupun maksimum

secara rata-rata meningkat masing-masing sebesar 9,9 persen dan 8,1 persen. Sejalan dengan
peningkatan yang te{adi pada tingkat upah minimum dan makimum dalam rupiah, maka
kenaikan tingkat upah minimum dalam arti riil telah terjadi pula pada sektor lain-lain yaitu
pegawai negeri, sektor perdagangan dan burk sera sektor pertambangan. Demikian pula

untuk upah maksimum dalam arti riil kenaikan telah terjadi pada sektor perhubungan,
perumbangan dan listrik.
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NERACA PEMBAYARAN DAN
PEBDAGANGAN INTERNASIONAT



BAB IV

HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

4.1. Pendahuluan

Resesi ekonomi dunia yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir ini
ternyata masih terus berlangsung dalam tahun 1981 bahkan mencapai titik yarg paling
rendah. Kalau dalam tahun 1978 perrumbuhan produksi riil rata-rata di negara indusri
masih berada pada tingkat 4,0 persen maka dalam tahun-talun berikutnya terus mengalami
kemerosotan yaitu 3,6 persen dalam tahun 1979, 1,3 persen dalam tahun 1980 dan 1,2
persen dalam tahun 1981. Sungguhpun demikian beberapa negara industri seperti Amerika
Serikat dan Kanada diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat
dalam tahun 1981 yaitu dari masing-masing sebesar negatif 0,2 persen dan nol persen dalam
tahun 1980 menjadi rnasing-masing sebesar 1,8 persen dan 2,8 persen dalam tahun 1981.
Sedangkan negara-negara industri di luar kedua negaxa tersebut diperkirakan akan me-
ngalami pertumbuhan produksi riil yang lebih rendah. Di antara negara-negara industri
tersebut, Jepang adalah negaxa yar'g tingkat pertumbuhan ekonominya paling tinggi yaitu
diperkirakan sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan ekonomi yang lamban di negara-negara
industri ditandai pula oleh meningkatnyt angka pengangguran di negara-negaxa tersebut
yaitu dari 5,7 persen dalam talun 1980 diperkirakan menjadi 6,6 persen dalam tahun 1981.
Hampir sernua negara industri diperkirakan mengalami kenaikan dalam angka penganggurar-
nya dalam tahun 1981, misalnya Inggris diperkirakan mengalami kenaikan pengangguran
dari 6,8 persen dalam tahun 1980 menjadi sebesar 10,5 persen dalam tahun 1981. Akibaurya
beberapa negara industri mengalami penumnan dalam pendapatan nasionalnya yang pada
gilirannya akan menyebabkan pula berkurangaya permintaan negara-negara tersebut ter-
hadan ekspor negrxa-negara lain termasuk Indonesia. Keadaan ini diperkirakan akan mulai
membaik dalam tahun 1982 di mana per mbuhan produksi riil rata-rata di negara-negara
industri diperkirakan akan mencapai 2,0 persen.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara-negara indusri
itu mempengaruhi pula perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Negara-
negara berkembang pengekspor minyak bahkan diperkirakan mengalami kemunduran
ekonomi yang cukup besar dalam tahun 1981 yaitu sebesar negatif 3,1 persen atau tidak
banyak berbeda dengan keadaan tahun sebelumnya yaitu sebesar negatif 3,2 persen.
Sebaliknya negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak meskipun diperkirakan
mengalami pertumbuhan ekonomi yarg cukup besar dalam tahun 1981 yairu kira-kira
sebesar 4,2 persen tetapi bila dibandingkan dengan perumbuhan tahun sebelumnya yang

6 l
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mencapai 4,8 persen berarti mengalami penurunan sebanyak 0,6 persen. Beberapa negara

berkembang di Asia Timur dan Tenggara seperti Taiwan, Hongkong dan Shgapura diper-

kirakan mengalami penurunan dalam tingkat kenaikan pendapatan nasionalnya dari masing-

masing sebesar 6,7 persen, 10,0 persen dm lO,2 persen dalam tahun 1980 menjadi masing-

masing sebesar 5,5 persen, 8,0 persen dan 9,0 persen dalam tahun 1981' Demikian pula

negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan Philipina yang merupakan negara'negara peng-

hasil bahan mentah dan bahan baku, diperkirakan mengalami penurunan dari masing-masing

sebesar 6,3 persen, 8,0 persen dan 5,4 persen dalam tahun 1980 menjadi masing'masing

sebesar 6,0 persen, 7,0 persen dan 4,5 persen dalam tahun 1981. Dalam tahun 1980 tingkat

pertumbuhan ekonomi Indonesia telal mencapai 9,6 persen.

Mengenai laju inflasi, meskipun sudah ada sedikit perbaikan tetapi bagi banyak

negara masih tetap merupakan masalah yang memprihatinkan. Dalam tahun 1981 per'

tumbuhan laju inflasi ta,tl-rata. di negara-negara industri diperkirakan sebesar 8,6 persen

yang berarti suatu penurunan sebesar 0,4 persen bila dibandingkan dengan tingkat inflasi

dalam tahun 1980 sebesar 9,0 persen. Keadaan ini dimungkinkan karena kebijaksanaan

moneter yang ketat dan pembekuan tingkat upah di beberapa negara industri sePerti di

Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu keadaan hatga minyak yang diperkirakan cukup

stabil jugaturut membantu menurunnya angka inflasi dalam tahun 1981. Meskipun demikian

beberapa negara industri seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Inggris dan Itali diper-

kirakan masih tetap mengalami laju inflasi yang tinggi dalam tahun 1981 yaitu masing-

masing sebesar 9,Opersen,9,9 persen, 11,2 persen, 11,5 persen dan 18,0 persen. Selanjumya
angka inflasi yang ting$ ini juga dialami oleh negara-negara berkembang baik pengekspor

minyak maupun bukan pengekspor minyak yang dalam tahun 1981 diperkirakan mengalami

laju inflasi masing-masing sebesar 12,5 persen dan 29,9 persen. Negara-negara seperti Taiwan,
Hongkong dan Korea Selatan diperkirakan akan mengalami laju inflasi mxing-masing

sebesar 14,0 persen, 14,0 persen dan 22,0 Persen dalam tahun 1981. Demikian pula negara-

negara s€perti Republik Rakyat Cina dan Philipina diperkirakan akan mengalami pula laju

inflasi masing-masing sebesar 12,o persen dan 1 1,0 persen.

Keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu sejak beberapa tahun terakhir

ini ditambah lagi dengan adanya proteksi yang dijalankan oleh beberapa negara industri

telah menyebabkan merosotrya perdagangan dunia dalam tahun 1981 baik nilai maupun

volumenya. Pertumbuhan volume perdagangan dunia dalam tahun 1981 diperkirakan

sebesar 1,5 pers€n yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,5 persen bila dibandingkan

dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 2,0 persen. Begitu pula bila dinilai dalam

dolar Amerika Setikat, pertumbuhan nilai perdagangan dunia mengalami kemerosotan

yang ajem dari 20,0 persen dalam tahun 1980 diperkirakan menjadi sebesar 0,5 persen
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dalam tahun 1981. Penurunan nilai ini antara lain disebabkan karena menurunnya volume
ekspor baik di negara-negara indusui maupun di negara-negara berkembang.

Selanjumya kemunduran perdagangan ini ditgndai pula oleh merosomya perban-
dingan pertukaran (terms of uade) di berbagai negara baik di negara-negara industri maupun
di negara-negara berkembang temtarna di negaralegara berkembang bukan pengekqpor
minyak, Seperti halnya di negara-negaxa industri, di negara-negara berkembang bukan
pengekspor minyak penurunan perbandingan perrukaran tat'rzta dalam tahun 19g1 diper-
kirakan tetap sama yaitu sebesar 2,0 persen yang antaru.luin disebabkan karena jatuhnya
harga bahan-bahan menrah di pasaran dunia dalam tahun 1981 sekitar 11,0 persen diban-
dingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya di negara berkembang pengekspor minyak
perbandingan pertukarannya diperkirakan masih tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar
12,5 persen dalam tahun 1981, hal mana disebabkan karena kenaikan harga minyak pada
awal tahun 1981 sekitar 12,0 persen.

Sebagai akibat dari perkembangan tersebut maka telah terjadi kepincangan-
kepincangan dalam posisi neraca pembayaran di berbagai negara baik di negara-negara
industri maupun di negara berkembang, seperti meningkamya defisit neraca berjalan di
negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak dan di lain pihak makin besarnya
surplus neraca berjalan di negiua-negara pengekspor minyak. Dalam tahun l9g1 defrit
neraca berjalan di negara-negara industri diperkirakan sebesar us $ 23,0 milyar. Meskipun
defisit tersebut agak berkurang dibandingkan dengan defrir tahun sebelumnya sebesar
US $ 46,3 milyar, tetapi masih tetap kritis bila dibandingkan dengan defisit yng hanya
sebesar us $ s,5 milyar dalam tahun 1979 dan zurplus sebesar us $ 30,0 milyar dalam
uhun 1978. Keadaan yang lebih parah dialami oleh negara berkembang bukan pengekspor
minyak. Kalau dalam rahun 1980 defisit neraca berjalan berjumlah sebesar us $ g3,7 milyar,
maka dalam tahun 1981 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi sebesar us $ 97,0 mil-
yax, at^n suatu kenaikan sebesar us $ 13,3 milyar (15,9 persen). sebaliknya negara-negara
berkembang pengekspor minyak diperkirakan mengalami surplus yang cukup besar dalam
tahun 1981 yaitu sebesar US $ 90,0 milyar. Surplus ini umumnya bersumber dari me-
ningkamya penerimaan ekspor sebagai akibat dari naiknya harga minyak.

Sementara itu dalam usaha meningkatkan peranan SDR sebagai asset cadangan
internasional maka sejak tanggal 1 Januari 1981 Dana Moneter Intemasional (DMI) telah
mengadakan beberapa kebijaksanaan penting, antara lain mengurangi jumlah matauang
yang digunakan sebagai pengukur nilai SDR dari 16 matauang menjadi 5 matauang yaitu
Dolar Amerika Serikat, Mark Jermaa, Yen, Franc perancis dan pound Sterling yang
sebelumnya juga zudah digunakan di dalam mengukur tingkat bunga SDR. Bersamaan



dengan iru DMI juga telah mengalokasikan sebanyak empat milyar SDR kepada anggota-
anggotanya termazuk Indonesia. Kemudian dalam usaha membantu meningkatkan li-
kuiditas negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran maka sejak Nopem-
ber 1980 DMI juga telah menaikkan jumlah kuota dari SDR 39 milyar menjadi SDR
60 milyar. Sejalan dengan itu kuota untuk Indonesia juga dinaikkan dari SDR 48O juta

menjadi SDR 720 }uta dengan alokasi sebesar SDR 49 juta per tahun. Selanjutnya dalam
rangka memperluas pengguna.an SDR maka sejak bulan Desember 1980 DMI telah meme-
rintahkan kepada Bank Dunia dan afiliasinya Internasional Development Association (IDA)
un k mulai menggunakan SDR dalam setiap transaksi dan operasinya.

Mengenai masalah kebutuhan dana bagi negaxa-negara miskin yang semakin men-
desak akhir-akhir ini telah pula dibicarakan dalam sidang tahunan DMI dan Bank Dunia
bulan September 1981. Kelompok negara-negara miskin mendesak agar pinjaman dari
Bank Dunia dan banruan dari DMI tidak ditenrukan atas dasar iuran anggota akan tetapr
haruslah at:s dasar kebutuhan riil yang mereka perlukan. Sebaliknya kelompok negara
maju menghenriaki suatu kebijaksimaan moneter yang ketat dan menganjurkan agar negara-
negara berkembang memberikan perhatian lebih banyak ke sektor swasta dan mengem-
bangkan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Anjuran DMI kepada negaxl-neglra yang menga-
lami kesulitan-kesulitan neraca pembayaran agar supaya mendevaluasi matauangnya tidak
dapat diterima oleh kelompok negara berkembang. Sungguhpun demikian dalam sidang
gabungan Bank Dunia dan DMI dicapai kata sepakat yang antara lain memutuskan bahwa
untuk tahun fiskal yang akan datang DMI meneliti kemungkinan untuk alokasi dana dalam
bentuk SDR. HaJ ini merupakan jalan tengah oleh karena dari semula negara-negara ber-
kembang yang berkumpul dalam "Kelompok 24" menuntut agar DMI bersedia mengadakan
alokasi dana SDR paling sedikit sebesar SDR l2 milyar tiap tahun dalam periode tiga tahun
mendatang. Sebaliknya Amerika Serikat mengusulkan agar supaya dana tambahan tersebut
ditiadakan dan masyarakat internasional dianjurkan agar mengikuti pola kebijaksanaan
moneter yang ketat seperti di Amerika Serikat.

Sementara itu dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru maka usaha-
usaha baru telah dijalankan untuk menghidupkan kembali Dialog Utara-Selatan yang se-
jak beberapa waktu terhenti sama sekali karena adanya sikap keras dari beberapa nega-
ra maju. Sehubungan dengan itu pada ungga.l 22 Oktober 1981 di Cancun Meksiko telah di.
selenggarakan Konperensi Tingkat Tinggi yang dihadiri oteh 22 kepala negara dari nega-
ra-negara maju dan negara-negara berkembang. Di dalam konperensi yang berlangsung
selama 2 hari tersebut telah berhasil dicapai kata sepakat untuk melanjutkan kembali
Dialog Utara-Selatan dalam benruk negosiasi-negosiasi global yang dilangsungkan dalam
raneka UNCTA-D di PBB.

Selanjutnya dalam rangka kerjasama ASEAN telah disetujui unruk melanjutkan
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kerjasama di berbagai bidang, antara lain telah berhasil ditetapkan pedoman Dasar Kerja-
sama di bidang pangan dan pertanian. Di samping itu juga telah ditetapkan program kerja-
sama di dalam hal ASEAN common euarantine Ring, ASEAN pesticide Manufacturing
Plant, ASEAN Food security Reserue, ASEAN-E SCAP standardizttton of Grading Rules
and specification dan Project Dev€lopment, Monitoring and Evaluation for possible Funding
ftom UNDP, Di bidang perdagangan telah disctujui penambahan jenis barang yang men-
dapat preferensi atau keringanan bea masuk dari 5.825 jenis menjadi 6.5g1 jenis barang.
Dari jumlah tersebut sebanyak 4.508 jenis barang akan memperoleh pcngurangan sebesar
20 persen yaitu untuk impor yang nilainya kurang dari US$ 50 ribu.

4.2. Kebijaksrnaan di bidang perdagangan luar negeri

4.2.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor

Dalam usaha menghadapi keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu serta
situasi pasaran minyak yang kurang menguntungkan maka pemerintah telah mengambil
berbagai langkah d.i bidang perdagangan luar negeri yang pada dasamya adalah kelanjutan
dan penyempumaan dari kebijaksanaan yang diambil pemer.intah pada tanggal 15 Nopember
1978. Kebijakanaan yang diambil di bidang ekspor selain dirujukan untuk meningkatkan
produksi dan daya saing dari barang-barang ekspor juga diarahkan untuk meningkatkan
ekspor barang-barang jadilyang diolah. Dengan demikian diharapkan bahwa sektor ekspor
akan dapat mendorong kegiaan di sektor*ektor lain, menunjang pembangunan daerah,
meningkatkan kesempatan kerja serta meningkathan pendapatan bagi produsen di dalam
negerr,

Untuk mendorong ekpor lebih lanjut maka pada saat ini telah dilakukan pen:balrur
kebijaksanaan yang menyeluruh yaitu dengan dikeluukannya kebijaksanaan baru tentang
pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa. Kebijaksanaan tersebut merupakan
pengganti dari kebijaksanaan tahun L97O yang pemah dirubah dan ditambah untuk
terakhir kalinya pada tahun 1979. Dalam peraturan beru ini anta.ra lain ditentukan
bahwa valuta asing yang diperoleh baik dari hasil ekspor maupun dari hasil penjualan jasa
dan transfer, yang dalam peraturan sebelumnya diwajibkan kepada pemiliknya unftk
menjual devisa tersebut kepada Bank Indonesia, tidak diwajibkan lagi uatuk dijual kepada
Bank Indonesia. Hal ini terutama dimaksudkan agar para eksportir dapat memanfaatkan
devisa untuk menunjalg ekspomya semaksimal mungkin baik untuk pembelian bahan atau
barang modal maupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Apabila elaportir bermakzud menjual
devisa hasil elspomya ke Bank Indonesia, ini dapat dilakukannya melalui bank$ank devisa
atas dasar kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.
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Di samping kebijaksanaan tersebut maka Pemerintah akan mendorong ekspor me-
lalui pemberian kredit kepada eksportir yang dapat drpakai unruk memproduksi barang-
barang ekspornya. Kredit ini akan diberikan dengan bunga yang cukup rendah dibandingkan
dengan kedit yang selama ini diberikan kepada sektor ekspor. Kredit tersebut cukup
dijamin dengan LlC yang telah dibuka, pesanan dari luar negeri atau bahan baku/barangjadi
un k ekpor tersebut. Di lain pihak juga dilakukan perubahan di dalam prosedur ekspor
untuk l€bih menarik minat pihak luar negeri di dalam mengimpor barang Indonesia. Dalam
hal cara pembayaran di samping pemakaian sistem L/C biasa, akan lebih ditingkatkan pe-
makaiar usance LlC, LlC atas unjuk, pembayaran berjangka (defened payment), pembayar-
an dengan perhitungan kemudian (open account), ekspor atas dasar konsinyasi serta sistem
pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara
penjual dan pembeli. Dalam hal konsinyasi yang hingga saat ini hanya digunakan
terhadap ekspor tembakau, timah dan lada maka untuk waktu yang akan datang diperluas
Iagi kepada beberapa komoditi lainnya seperti kayu lapis, tekstil, kopi, karet dan lain-lain.
Dengan cara ini pihak import.ir di luar negeri tidak perlu harus membayar barang yang di-
impornya, tetapi dapat juga dengan menjualkan barang tersebut kepada pemakai terakhir
dan menerima komisi dari eksportir. Untuk pelaksanaan hal-hal tersebut, prosedur kredit,
prosedur pabean dan prosedur di pelabuhan serta pengapalan akan disederhanakan. Untuk
mendukung kebijaksanaan kredit bagi sektor ekspor tersebut maka akan diberikan pula
asuransi kredit oleh lembaga keuangan Pemerintah.

Dalam pada itu untuk mendorong ekspor barang-barang jadi yang bahan bakunya
masih harus diimp or telah diberikan fasilitas Sertifikat Ekspor dan terhadap beberapa
barang ekspor tertentu telah diberikan penghapusan atau penurunan pajak ekspor/pajak
ekspor tambahan (PET). Sejalan dengan itu jenis-jenis barang yang memperoleh pembebas-
an bea masuk, PPn impor dan MPO impor dalam bentuk Sertifikat Ekspor diperluas dari
60 jenis menjadi 427 jenis barang. Demikian pula telah dilakukan penyederhanaan pro-
sedur perizinan dan dokumen ekspor dengan memperpanjang masa berlaku Angka pengenal
Eksportir (APE) dan Angka Pengenal Eksportir Terbatas (APET) dari 3 tahun mcnjadi
5 tahun.

Dengan semakin berkemba-ngnya ekspor barang-barurg hasil industi serta adanya
ketenruan untuk mencanfllmkan asal barang yang berlaku di negua-negara pengimpor
terutama di negara-negara pemberi preferensi, maka di bidang tata niaga ekspor telah di-
adakan penyempumaan?enyempurnaan mengenai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA).
Sehubungan dengan itu beberapa hasil industri seperti pupuk, semen dan besi beton te-
lah berhasil dijual ke negar:-negLrz. ASEAN antara lain Philipina dur Thailand serta ke luar
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ASEAN sepeni India dan Bangladesh. Demikian pula daram rangka diversifikasi ekspor,
baik vertikal maupun horizontel telah berhasil dikembangkan pr"aran-p"saran baru di iuar
pasar tradisional seperd ke Timur Tengah dan Eropah Timur. sebelumnya beberapa kome
diti juga telah berhasil dipasarkan ke vierram utara, Mali, Somalia, Nigeria, Trinidad dan
Papua Nugini' sementara itu usa]ra pengiriman misimisi d"g"trg 

"taupu' 
panisipasi dalam

pameran-pameran dagang di luar negeri terus ditingkatkan di samping juga menerima misi-
misi dagang dari luar negeri. Demikian pula untuk memperlancar hubrngan dagang dengan
negera-negaxa lain telah didirikan kantor-kantor Atase perdagangan yang banr ,"ni"gg"
pada saat ini jumlatrnya sudah mencrtpa;i 22 buah. Selanjumya guna meningkatkan penjuJan
dan memperluas ekspor hasil-hasil baru serta memanfaatkan fasilitas preferensi umum
tclah dibentuk pula pusat-pusat perdagangan di sidney Australia dan Los Angeres di
Amerika serikat. serain itu usaha peningkatan pemirsaran, investasi dan kepariiisataan
juga dilakukan dalam kerangka kerjasama regional yaitu dengen didirikannya ASEAN
Promotion centre on Trxde, Irvestment and Tourism di Tokyo dan Rotterdam. Daram
pada itu usaha perluasan pemasarrn ke w ayah Timur Tengah untuk elspor hasil-hasil
pertanian, barang-barang industri, jasajasa dan pengiriman tenaga kerja dalam tahun
1980/1981 terus ditingkatkan. untuk menunjang ekpor ke Timur Tengah tersebut da-
lam bulan Maret 1981 telah diresmikan pelayaran perdana kapal Indonesia sebagai awar
dari hubungan pelayaran tetap antara Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah.

Dalam tahun 1980 Indonesia dihadapkan dengan masalah pemaseran tekstil ke
negara-negara anggota MEE yaitu dengan ditetapkannya kuota secara sepihak oleh MEE
atas ekspor tekstil ke Inggris dalam bentuk pakaian jadi. nagi Indonesia sebagai negara
pendatang baru di bidang ekspor telatil, perjanjian bilateral dengan rvIEu yan! aitaiaa-
tangani dalam tahun 7979 justru dimaksudkur untuk menjamin kebebasan dr"i k.roa"
di pasaran MEE di samping pengaturan mengenai ketentuan asal barang yang be,laku.
setelah diadakaa perundingan dengur pemerintah Inggris make pembaaian ito berhesit
diungguhkar ' sedangkan untuk uhun 19g1 disepakati kuota sebesar 2 juta potong
pakaian jadi. sementara itu dengan negar:r-negara Benelux disetujui pula pembatasan
ekspor pakaian jadi sebesar 700 ribu potong, sedangken peneapan kuota ekspor ke pe.
rmcis, Italia dan Irlandia masih dalam taraf perundingan. Adapun jalan masui ke pasa-
ran tekstil di negara-negara industri banyak ditentukan oleh perjanjian Multifibre Ar-
rmgement (MFA) yang menga r perdagangan intemasional daripada tekstil dan sering
pula digunakan sebagai alat proteksionisme yang effekdf oleh negara*regera maju.
Menghadapi perpanjangen MFA pada akhir tahun r9gl, Indonesie bcsama dengan negara-
negara berkembang pengekspor tekstil lainnya telah mengadakan berbagai persiapan uituk
merumuskan posisi bersama, baik dalam rangka ASEAN maupun dalam rangka UNCTAD.

-
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Dalam pada itu usaha-usaha lainnya untuk memperkuat kedudukan Indonesia

sebagai negara produsen dan eksportir hasil-hasil penanian, pertarnbangan dan industri.

baik dalam rangka kerjasama multilateral, bilateral maupun regional selama tahun

7g8o/7g8l terus dilanjutkan. Dalam rangka perjanjian kopi internasional, sejak bulan

Oktober 1980 tetah dikenakan kembali ketentuan mengenai kuota ekspor kopi setelah

selama 6 tahun perdagangan kopi berjalar bebas. Sehubungan dengan itu sejak bulan

September i981 Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara{legara yang kuota

ekspor kopinya dikurangr, yaitu dari 192 i]b,t ton menjadi 138 ribu ton. oleh sebab itu

untuk mempertahankan harga dan penghasilan petani kopi di dalam negeri, Pemerintalt

telah mengambil beberapa kebijaksanaan guna mendorong ekspor ke negara-negara non

kuota seperti negara-negara Eropah Timur dan Asia. sementara itu dalam sidang Dewan

Timah Intemasio n yang diadakan di Kualalumpur dalam bulan Oktober 1981 telah di-

capai kata sepakat untuk menaikkan harga patokan timah tertinggi dan terendah dan

masing"masing sebesar M fi 35,47 d,zn M g 27,28 menjadi M $ 37,89 dan MS 29,15'

Selanjutnya guna mengamankan penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan kayu

di dalam negeri, yaitu dalam rangka meningkatkan ekspor kayu lapis dan untuk mem-

peroleh harga kayu yang lebih baik di pasaran luar negeri, telah diambil serangkaian tin'

iakan penye*purnaan di bidang ekspor kayu bulat. Melalui kebijaksanaan yang ditetap-

kan dalam bulan Mei 1980, para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hanya diizin-

kan untuk mengekpor kayu bulat dalam jumlah yang ditetapkan bersama oleh Menteri

perdagangan dan Koperasi, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian yairu sebesar

50 persen darj jumtah yang telah disediakan untuk kcbutuhan industri di dalam negeri.

sejalan dengan usaha untuk menunjang industri dan stabilitas harga di dalam

negeri telah dikeluarkan pula peraturan mengenai ekspor 20 jenis komoditi sePerti pu-

puk, semen, besi beton, minyak kelapa sawit dan lainlain, serta peraturan mengenai 18

jenis komoditi yang ekspornya dapat dilakukan dengan menggunakan "irrevocable usance

L/C". Dalam rangka perbaikan mutu barang-barang ekspor maka kepada setiaP Pabrik

karet yang menghasilkan "standard Indonesian Rubber" (slR) telah diwajibkan untuk

memiliki. laboratorium pengawasan mutu yang telah mencapai sebanyak 28 buah labo-

rarorium penguji muru yang rersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mengingat bahwa

ekspor bukan minyak sampai saat ini masih tetaP terganfiing pada beberapa jenis komoditi

tradisional yang dalarn pengolahan dan pengusahaannya melibatkan kehidupan sebagian

besar rakyat lndonesia maka Pemerintah merasa perlu untuk melakukan beberapa pe-

nyempurnaan dalam tata cara pengendalian dan pembinaan komoditi tradisional terse'

but mulai dari produksi sampai pada pemasarannya, baik untuk keperluan konsumsi di

dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Sehubungan dengan itu Pcmerintah telah

mengambil langkah{angkah guna menyiapkan berdirinya sebuah Bursa Komoditi yang



69

diharapkan akan dapzt mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli dalam suatu
kerangka operasional yang teratur, lengkap dengan segala tata cara dan syarat-syarat yang
dapat diterima oleh semua pihak.

Selanjutnya guna memperlancar dan meningkatkan hubungan kerjasarna ekonomi
dan perdagaagan di a.ntara negara-negara kelompok ASEAN, melalui ASEAN Preferential
Trading Arrangement telah ditetapkan pemberian keringanan bea masuk atas sejumlah
6.581 jenis barang yang terdiri dari 1.316 jenis yang dapat diimpor Indonesia dari negara-
negara ASEAN dan 5,265 jenis barang yang dtpat diekspor Indonesia ke negara-negara
ASEAN lainnya. Demikian pula dalam rangka memperkuat ekspor Indonesia ke negara-
negara maju, telah dilakukan penyempurnaan daripada fasilitas Sistem Preferensi Umum
dari berbagai negara .indusrri seperti Jepang; MEE sefta Amerika Serikat kepada negara-
negara berkembang termasuk kelqmpok ASEAN, sehingga membuka kesempatan bagi
hasil-hasil ekspor Indonesia yang baru.

4.2.2. Kebijaksanaan di bidang impor

Kebijaksanaan impor dalam tahun 1981/1982 pada dasarnya tetap ditujukan un-
tuk melindungi dan menunjang permmbuhan industri di dalam negeri di samping untuk
membentu pengadaan bahan-bahan pokok, memelihara stabilitas harga dan menciptakan
kesempatan kerja di dalam negeri. Penyesuaian nilai kurs rupiah yang ditakukan pada
tanggal 15 Nopember 1978, selain ditujukan untuk meningkatkan elapor juga dimaksud-
kan untuk meningkatkan daya saing dari barang-barang produksi di dalam negeri terha-
dap barang-barang impor. Bertalian dengan itu, agar supaya barang-barang produksi di
da.lam negeri tetap bisa bersaing dengan barang-barang impor maka dalam tahun
198117982 Pemerintah telah memperluas lagi pemberian {asilitas keringanan bea masuk
atas beberapa jenis bahan baku dan penolong seperti kerras karton yang diresapi karet,
electrolytic tinplate dengan lebar 500 mm atau kurang, pita sobek (tear offribbon) un-
tuk keperluan industri rokok, bahan-bahan untuk pembuatan jaring dan jala ikan, serta
pelampung pukat ikan dari plastik untuk keperluan nelayan tradisional. Kemudian da-
lam rangka menstabi.lkan harga hasil-hasil perranian, Pemerintah telah membebaskan pula
sebagian bea masuk dan PPn impor atas hasil-hasil pertanian tertentu serta memperpan-
jang masa berlaku pembebasan sebagian bea masuk sebesar 85 persen atas impor pesti-
sida untuk keperluan pertanian/perkebunan sampai dengan I April 1982. Selanjutnya
dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku dan penolong, telah diperluas pula jenis
barang-barang yang dapat diimpor dengan syarat pembayaran berjangka dari 398 jenis
menjadi 529 jenis barang. Demikian pula untuk impor beberapa jenis bahan ba.ku/peno-
long, suku cadang dan barang modal terrentu yang impornya dilakukan dengan "sight
L/C", telah dibebaskan dari kewajiban untuk menyetor jaminan impor minimum.
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Dalam pada itu, guna menjamin kelancaran penyediaan barang-barang fang di-
butuhkan di dalam negeri, Pemerintah telah membebaskan sebagian bea masuk dan PPn
impor terhadap impor beberapa jenis barang modal seperti mesin piston dengan ukur-
an tertentu, p€sawat fotografi dan peralatan telekomunikasi. Khusus mengenai semen,
meskipun tingkat produksi di dalam negeri sudah cukup tinggi tetapi untuk menjaga ke-
lancaran roda pembangunan maka Pemerintah telah membebaskan bea masuk dan PPn
impor atas pemasukan 100 ribu ton semen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
beberapa daerah di luar pulau J awa.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan perdagangan dengan negara-negara
anggota ASEAN telah disepakati pula penambahan jenis barang-barang impor yang da-
pat memperoleh prefer€nsi atau keringanan bea masuk dari 1.166 jenis menjadi 1.3 16 jenis

barang. Selain itu disepakati pula bahwa untuk impor yang nilainya di bawah US $ 50 ribu,
diberikan pembebasan bea masuk sebesar 20 persen.

Selanjutnya guna memperlancar arus perdagangan internasional serta pengena-
ur tarif bea masuk yang lebih tepat maka sejak tanggal 1 Januari 1981 telah dilakukan
penyesuaian terhadap buku tarif bea masuk Indonesia. Kalau sebelumnya tarif bea ma-
suk Indonesia didasarkan atas Brussels Tariff Nomenclature (BTN) maka untuk selanjut-
nya diganti dengan Customs Cooperation Council Nomenclature (CCCN) 1978, Penye-
suaian tersebut antara lain menyangkut nomor barang yang semula terdiri dari 6 digit
menjadi 7 digit, penghapusan 88 tarif pos dan pemisahan beberapa sub pos dari dua
tarif pos ke tarif pos yang lain.

4.3. Perkembangan neraca pembayaran dalam tahun 1981/1982

4.3.1.  Ekspor

Keadaan perekonomian dunia yang tidak mengunrungkan pada awal dasawarsa
delapan puluhan ini telah menimbulkan akibat yang merugikan terhadap perkembangan
ekspor Indonesia. Dalam periode April-Agustus 1981, hampir semua barang-bararg
ekspor Indonesia mengalami penurunan dalam nilai ekspornya. Meskipun demikian,
nilai ekspor Indonesia untuk seluruh tahun 1981/1982 diperkirakan masih tetap akan
mengalami peningkatan yaifu dari US $ 22.470 juta dalam tahun 1980/1981 menjadi
sebesar US $ 23.776 juta dalam tahun 1981/1982, atau suatu kenaikan sebesar 5,5
persen. Sementara itu nilai ekspor minyak termasuk LNG dalam tahun 1981/1982 di-
perkirakan akan berjumlah sebesar US $ 19.516 juta. HaI ini berarti suaru peningkatan
sebesar US $ 2.633 jlta atau 15,6 petsen bila dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya sebesar US $ 16.883 juta. Kenaikan nilai ekspor minyal termasuk LNG ini
antara lain disebabkan karena meningkamya harga ekpor minyak Indonesia mulai
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1 Januari 1981. sebaliknya nilai ekspor bukan minyak dalam tahun lggl lrggz dtper
kirakan akan mencapai jumlah sebesar US $ +.ZOO juta, atau suatu penurunan sebesar
24,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi uhun sebelumnya sebesar US $ 5.587 juta.
Penurunan nilai ekspor bukan minyak ini dapat diperkirakan dengan melihat perkembalg-
an realisasi sementara ekspor bukan minyak dalam periode April-Agustus 19g1. Bila
dalam periode April-Agustus 1980 nilai ekspor bukan minyak berjumlah sebesar
US $ 2.541,0 juta maka dalam periode April-Agustus 1981 jumlahnya hanya sebesar
US $ 1,690,5 juta, atau menunjukkan suatu penurunan sebesar 33,5 persen, Rendahnya
nilai ekspor bukan minyak ini antara lain disebabkan karena rendahnya realisasi ekspor
beberapa komoditi pokok seperci kayu, karet, timah, kopi dan minyak kelapa sawit.

Sejak PELITA II hingga tahun kedua PELITA III, nilai ekspor kayu selalu me-
nempati urutan teratas dari seluruh komodrti ekspor bukan minyak. Tetapi rnulai tahrm
ketiga PELITA III ini posisinya m'lai digantikan oleh komoditi tradisional lainnya yaitu
karet. Dalam periode April-Agusrus 1981 nilai ekpor kayu yang menempati urutan ke-
dua setelah karet mencapai jumlah sebesar US $ 348,8 jura yang berarti suatu penurunan
sebesar US $ tJ4,4 juta atau 48,9 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 1980. Penurunan nilai ekspor kayu ini selain disebabkan karena turunnya harga
sehubungan dengan mundumya kegiatan ekonomi di negara-negara industri juga disebab-
kan karena adanya kebijaksanaan Pemerintah yang membatasi ekspor kayu gelondongan
dalam rangka mendorong peningkatan produksi kayu lapis di dalam negeri.

Selanjumya mengenai ekpor ka.ret yang nilainya menempati urutan pertama da-
lam barang-barang elspor bukan minyak, dalam periode April -Agustus 1991 nilainya
juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelum-
nya. Bila dalam periode April-Agustus 1980 nilai ekspornya mencapai US $ 420,4 juta
maka dalam periode April-Agusrus 1981 nilainya adalah sebesar US $ 373,1 juta, atar.
suatu penurunan sebesar 11,2 persen. Penurunan nilai ekspor karet ini disebabkan teru-
tama karena turunnya harga karet dr pasaran intemasional.

Sementara itu nilai ekspor timah juga rnengalami penurunan dalam periode
April-Agustus 1981 yaitu dari US $ 184,0 juta dalam periode April-Agustus l9B0 men-
jadi sebesar US $ 160,1 juta dalam periode April-Agusrus 1981, atau suatu p€nurunan
sebesar 13,0 persen. Penurunan nilai ekspor timah ini antara lain disebabkan karena tu.
runnya harga di pasaran intemasional, meskipun akhirakhir ini harga timah di pasaran
luar negeri mengalami kenaikan.

Terjadinya bencana hawa beku yang menyerang tanaman kopi di Brazil, yang
semula diharapkan oleh negara-negara produsen akan meningkatkar harga pasax kopi
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dunia ternyau tidak menjadi kenyataan bahkan kuota ekspor kopi Indonesia yang se-
mula berjumlah sebesar 192 (ibu ton telah dikurangi menjadi 138 ribu ton. Keadaan ini
tercermin dari penerimaan ekspor kopi Indonesia dalam periode tersebut, yaitu bila da-
lam periode April-Agustus 1980 nilai ekspor kopi berjumlah sebesar US $ 380,8 juta
maka dalam periode April-Agustus 1981 jumlalrnya adalah sebesar US $ 175,1 juta,
atau suatu penurunan sebesar 54,0 persen.

Kebutuhan m.inyak kelapa sawit di dalam negeri yang semakin besar sebagai
akibat dari lambannya pertumbuhan produksi kopra telah menyebabkan merosofriya
volume dan nilai ekspor komoditi tersebut dalam tahun 1981. Dalam periode April-
Agustus 1980 nilai ekspor minyak kelapa sawit berjumlah sebesar US $ 60,9 juta, tetapi
dalam periode April-Agustus 1981 jumlahnya adalah sebesar US $ 24,5 juta, atau di-
alami penurunan sebesar US $ 36,4 juta (59,8 persen). Penurunan nilai ekspor minyak
kelapa sawit ini selain disebabkan karena turunnya volume ekspor juga disebabkan ka-
rena ftmnnya harga di luar negeri. Dengan adanya kebijakanaan Pemerintah yang mem-
batasi ekspor minyak kelapa sawit dengan maksud untuk melindungi industri pengolahan
minyak sawit di dalam negeri, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kapasitas produl$i
pabrik-pabrik minyak goreng yang menggu.nakan bahan baku minyak kelapa sawit adalah
lebih besar dari dngkat produksi minyak kelapa sawit di dalam negeri maka diperkirakan
bahwa untuk tahun-tahun mendatang ekspor minyak kelapa sawit akan terus menurun.

Satu-satunya komoditi ekspor bukan minyak dan gas bumi yang nilai ekspomya
mengalami peningkatan dalam periode April-Agustus 1981 adalah teh, yaitu dari sebe-
sar US $ 34,5 juta dalam periode April-Agustus 1980 menjadi sebesar US $ 38,4 juta

dalam periode April-Agustus 1981, atau suatu kenaikan sebesar 11,3 persen. Kenaik-
an nilai ekspor teh ini selain disebabkan karena naiknya volume ekspor juga disebabkan
karena naiknya harga di luar negeri.

Selanjutnya mengenai ekspor hewan dan hasil-hasilnya termasuk ikan dan udang,
dalam tahun 1981 diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan. Dalam periode
April-Agustus 1980 nilai ekspomya adalah sebesar US $ 89,4 juta tetapi dalam periode
April-Agustus 1981 nilai ekspornya mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar

US $ 79,8 juta atau suatu penurunan sebanyak 10,7 persen. Penurunan ini adalah seja-
lan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang membatasi penggunaan kapal pukat harrmau
dalam operasi penangkapan ikan di Indonesia.

Meskipun sebagian besar barang-barang ekspor Indonesia nilainya rnengalami pe-

nururuul dalarn tahun 1981, tetapi beberapa di anaranya seperti tembakau, biji kelapa

sawit, roul, kulit kering, barang-barang kerajinan dan alat-alat elekuonik diperkirakan
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aken rncngaiar. kenaikan yang cukup mengembiraken dalam tahun 19g1/l gg2.Demikian
nula bara.ng ba;:ang ramhang seperti nikel dL bauksit diperkirakan .t n r.ning;t ,,ir"i
:ksp*I:' 

Perkt'6gpgs5 yang terperinci mengenai n ai ekspor masing-masing iomoaiti
dapat dilihat dalam Trbe! Iv.r- dan Tab€l Iv.2, sedangkan perkembangl r".g"" u.u.rap"
barang ekspor di pasa:an i:rternasional dapat diikuti dalair Tabel Iv.3.

4.3.2,  hnpor

Perkembang.an ekspor 1,ang kurang menggembirakan dat.;m tahun 19gl/19g2
temyata tidak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan impor. Kalau daram tahun
lga0illll :ealisasi impor bukan minyak berjumlah sebesar US $ 12.004 juta, maka
dalam tahun 1g8l/I982 r lainya diperkirrkan akan berjumlah sebesar US $ i+.SZfiuta.
Dengan ciemikian dalan tahun r9g1/19r,- nilai impor bukan minyak dipokirakan akan
mengalar 'ri kenr'ikan sebesar us. $ 2.817 juta ut"u i3,5 persen bila dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya- peningkatan nilai impor buk.an minyak ini adalah sejalan L-ngan meningkatnya kebutr:ha-n terhadap bahan baku dan barang modal yang di.d";
untuk melaksanakan pemhanqunan' Sementara itu nilai impor minyak ju!" aip.r*."-
kan mengalami peningkatz*r 

_<iaram 
tahun rgSr/rggz, yaitu dari us $ 5.2;; iut" d"l"-

tahun 1980/1981 menjadi sebesar US $ 6.g40 juta dalam tahun 19g1/1982, atau suatu
kenaikan sebanyak 30,2 persen_ b'a dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
fenaikan 

nilai impor minyak.ini rerutama terdiri d,,i impor peralatan eksplorasi minyak
bumi baik yang tlilakukan oleh perusahaan minyak asing mauprrn oleh pot"*inr.
Di samping itu meningkatnya impor minyak juga berhubungan erat dengan meningkat-
nya konzumsi ninyak di dalam negeri.

Meskipun nilai impor (termasuk minyak) mengalami peningkatan dalam tahun
7987/7982' tetapi bila dilihat perkembangan rearisasi ,.,'.r,,rr" setama periode April-
Agustus 1981 yang berjumlah sebesar US $ 3.509,5 juta, terlihat Uahwa nitai impo. bu_
\11 

minfak mengalami penunrniur sebanyak US $ 5,5 juta atau 0,16 persen bila
dibandingkan dengan realisasi periode April-Agustus 19Bo yang berj'mrah sebesar
US $ 3.515,0 juta. Penurunan nilai impor ini antara lfi disebabkan ka.rena lebih rendahnya
nilai impor barang-barang modar dalam periode tersebut. sementara itu nilai impor barang-
barang konsumsi daram periode Apr - Agustus 19g1 mengalami kenaikan sebesar
ul $ 

l9'9 
juta atau 9,3 persen b.ila dibandingkan dengan perioJe April - Agustus 1980,

yaitu dari sebesar us $ 641'8 juta menjadi sebesar us s zor,z juta. xenaikan nilai impor
barang-barang konsumsi telah menyebabkan pula meningkatnya persentase nilai impor
barang-barang konsumsi dari realisasi nilai impor bukan minyak secara keseluruhrn, yri*
dari 18,3 persen menjadi 20,0 persen.

-
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c r a f  i k  t V .  I

NILAI EKSPOR KESELURUHAN, 1969II97O - I9A'/I982
( dalam lutaan US $ )

24.000

18.000

12.000

6.000

(s/d ABustut
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G r a f i k  l V . 2

NILAI EKSPOR BARANGBARANG UTAMA DAN U.INNYA, 196911970 - I9AUI982
( dalam jutaan US $ )

196s/70 1970/71 197rft2 1972173 19731t4 1974175 1975p6 r976fi7 191?178 t97W l979iE0 1960/Er r9EVr982
($/d Agustus)
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G r s f i k  l V . 3

NILAI EKSPOR MINYAK, BARANG UTAMA DAN BARANG LAINNYA, 198OI I9AI _ IgAUIgAz
( dalem persentese dari jumlah )

r980/196r
( rcalirari )

April - Agustw

19Er/r982
( rsncDtar. )

Apdt - Agular

I*t*
I h-trg,.o-t

! u*rrsuor'""



G r a f i k  I V . 4

NII.AI EKSPOR KAYU, KARtrT DAN BARANG.BARANG LAINNYA, 196911970 _ IqAI/19AZ
( dalam jutaan US $ )

t977178 r978JtS 1979/80 1980/81 198182

kar€ t

I barans lainnya

1960/?0 l970tr 197r1t2 Enfi\ n75lt4 1974175 r9?5fi6 1976177
(s/d Agustus)
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Dalam pada itu realisasi nilai impor bahan baku/penolong juga mengalami peningkat-
an dalam periode April-Agus s 1981, yairu dari us $ r.26z,2juta dalam p".ioa" airit-
Agusrus 1980 menjadi sebesar us $ 1.513,3 juta dalam periode April-Agustus i9ar,
atau suaru peningkatan sebesar us $ 251,1 juta (1g,g persen). Kenaikan nilai impor ba-
han baku/penolong ini antara lain disebabkan karena meningka mya impor cengkeh, pupuk
dan bahan kimia dari luar negcri. Bila dilihat dari persentasenya terhadap n ai impor se.
cara keseluruhar, nilai impor bahan baku/penolong mengalami kenaikan iari 3s,9 pasen
menjadi 43,1 persen.

sementara itu realisasi nilai impor banng-buang modal daram periode April-
Agustus 1981 berjumlah sebesar uS $ r.zg+,5 juta. Dibandingkan dengan realisasi pe-
riode April-Agustus 1980 yang berjumlah sebesar US $ l.6ll,0 iuta maka t rd"p"t p"_
nurunan sebesar US $ 316,5 juta ataru 19,6 persen yarg ^ntara luin disebabkan karena
menurunnya impor alatalat ftanspor, pipa-pipa besi dan lain{ain. Dengan adanya pe_
nunrnan ini maka persentase impor barang-barang modal terhadap nilai impor bukan mi-
nyak juga mengalami Penurunan dari 45,8 persen dalam periode April -Agustus 19gO
menjadi 36,9 penen dalam periode April-Agustus 19g1. Gambaran yang lebih terpe_
rinci mengenai impor bukan minyak dapat diikuti dalam Tabel IV.4.

4.3,3. Potgeluaran jasajasa (netto)

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan dengan luar negeri maka pe_
ngeluaran devisa yang digunakan untuk pembayaran jasa_jal ,.p.rti t"iry, o_rpor,
asuransi dan perbankan juga mengatami peningkatan. Brra daram tar*n tg80/lgat
pengeluaran jasa-jasa bukan m.inyak berjumlah sebesar us $ 2.324 juta maka daram tahun
1981/1982 jumlahnya diperkirakan sebesar US $ 2.772 juta, atau sua kenaikan seba_
nyak 16,7 persen. Kenaikan pengeluaran jasa-jasa ini arrtata lain disebabkan karena me_
ningkatnya pengeluaran untuk. pembayaran bunga pinjaman luar negeri dan biaya peng-
gunaan jasa-jasa Iuar negeri. Adapun pos jasa-jasa yang disajikan dala-m neraca p".u"y.i-
an adalah hasil bersih (netto) dari jumlah penerimaan dan jumlah pengeruaraa ievisa un-
tuk jasa-jasa.

4,3,4, I-ah Ent:s modal dan transfer

Adanya keinginan untuk tetap melanjurkan dan mernpertahankan tingkat pem_
bangunan yang sudah dicapai, mendorong pemerintah untuk tetap m.ngg.rrr'"k"n 

'bro_

tuan 
_luar 

negeri sebagai pelengkap. Sehubungan dengan im dalam tahun t6fi'tifltZ pr_
masukan modal Pemerintah diperkirakan akan berjumrah sebesar us $ 3.046 juta, aiau
suatu kenaikan sebanyak 12,4 persen bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebe.
lumnya' Jumlah ini meliputi bantuan program sebesar us $ 2g juta dan bantuan proyek
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c r s f  i k  I V . 6

NILAI IMPOR TANPA MINYAK MENURUT GOLONGAN BARANG, 196911970 - 198r/1982

7.500

5.000

2.500

( dalam iuta€n US $ )

! tu-"s t"*"*"i

! 
balan baku/penotone

! 0".u,,, *oa"t

$69,"0 19?0t1 tCtrlt2 r972n3 rnSFA r9t4lt61916lt6 rEr|gfn $77t78 rg?8frs 1979/tO 1S8o/81lsEUBz
(s/d Agu6tus)
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c r a f i k  t V . 7

NILAI IIi{POR TANPA rr{INyAK MENURUT GOLONGAN BARANG, 1980/19Sr _ :sltttg9z
( delarn per*ntase dari jumlab )

r960/r98r
( realtuasi )

Apdl - Agustu!

1981/t982
( sementara )

April - Aewtur

baiang koruumsi

I 
uatran tatu/nenotons

I u"'u -oaa
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G r a f  i k  I V . 8

NILAI IMPOR BDBERAI)A BARANC KONSUMSI, 19691191O - |glI/ryAZ
( dalam jutaan US $ )

t€kstil

I u;nnra

t969F0 r970l7r 197rF2 1972173 1973174 19741?5 1975176 1976l?7 19711.t8 rglsltg t979/s0 1980/81 198r/82
(s/d ABustus)
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4 .500

2-250

c r a f  i k  I V ,  1 0
NILAI IMPOR BEBERAPA BARANG MODAL, 196911970 - IISIII9S2

( dalam jutaan US $ )

l9@lt0 r9?0?r 1971f72 rgn'3 $7314 t9747b 197bn6 W6l7 rs77 n8 E?Bltg lgzs/8o l98o6t rgElp2
(s/d Atustus)

1 . I 25
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sebesar US $ 3.018 juta. Sedangkan komitmen bantuan luar negeri dalam tahun l98L/I982
hanya berjumlah sebesar US $ 1,826,9 juta atau sueru p€nurunan sebesar US $ 161,4 juta
(8,1 persen) bila dibandingkan dengan komitmen tahun sebelumnya (Tabel IV.5, Tabel IV.6
dan Tabel IV.7). Sementara itu lalu lintas modal lainnya dalam tahun 198111982 diper-
khakan akan berjumlah sebesar US $ 793 juta. Jumlah ini berasal dari investasi langsung
sebesar US $ 167 juta dan lainlain sebesar US i 6?6 jtta. Pembayaran kembali hutang
pokok luar negeri dalam tahun 1981/1982 diperkirakan akan berjumlah sebesat US $ 856
juta, yurg terdiri dari hutang lama sebesar US $ 87 juta dan hutang baru sebesar US $ 769
juta. Dari perkembangan pemasuka.n modal Pemerintah, lalu lintas modal lainnya dan
pembayaran kembali hutang pokok luar negeri tersebut maka lalu lintas modal netto secara
keseluruhan dalam tahun L987/1982 diperkirakan akan berjumlah sebesar US $ 2.983 juta.

4.4, Perkiraan neraca pembayaran dalam tofu:m 1982/1983

4.4,1. Perkiraan nilai ekspor bukan minyak

Penerimaan ekspor bukan minyak dalam tahun 1982i1983 diperkirakan akan
berjumlah sebesar US $ 5.093 juta. Diburdingkan dengan realisasi tahun 1981/1982 yang
diperkirakan berjumlah sebesar US $ 4.200 juta, maka perkiraan tahun 1982/1983 meng-
alami peningkatan sebesar US $ 893 juta atau 21,3 persen. Perkiraan ini didasarkan atas
asumsi sebagai berikut ,

(1) Keadaan perekonomian dunia dalam tahun 198211983 diperkirakan akan lebih baik
dari tahun sebelumnya. HaI ini disebabkan karena adanya kesepakatan negaxa-negaxa
pengekspor minyak (OPEC) untuk membekukan harga minyak sampai akhir tahun 1982.
selain itu mulai turunnya tingkat bunga di negara-negara industri diharapkan pula akan
mendorong investasi dan memulihkan kegiatan ekonomi di negara*regara tersebut ;

(2) Beberapa kebijaksanaan baru Pemerinuh di bidang ekspor diharapkan akan memberikan
hasil positif bagi usaha pengembangan ekspor ;

(3) Meningkamya permintaan luar negeri terhadap barang-barang ekspor hasil industri
seperti kayu lapis, barang-barang elektronik, kerajinan tangan dan lain-lain.

4.4.2. Perkiraen nilai impor bulon minyak

Pengeluaran devisa untuk impor bukan minyak dalam tahun 1982/1983 diperkira-
kan akan berjumlah sebesar us $ 16.976 juta. Junrlah ini menrpakan suatu peningkatan
sebesar us $ 2.155 juta areu 14,5 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi
tahun 1981/19E2 yang berjumleh sebesar us $ r4.82r juta. perkiraan nilai impor unuk
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G r a f i k  I V ,  1 l

KOMITMEN BANTUAN LUAR NEGER|, 1969/1970 - t9At/t9A2

( dalam jutaan US $ )

1960/70 r970tr r97t172r972173 t9711t4 1974175 1975176 1976177 t977l?8 19781791979/80 19S0/81 l98VS2
(s/d September)
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G r a f  i k  I V . t 2

REALISASI BANTUAN PROGRAM DAN PROYEK, 196911970 _ :ruS:r/IlAI
( dalarn jurnan US N )

''u,I'O t970l7r r97rl72 19721?3 rs?s174 rg74l75 1975l?6 rs76l77 rs7u78 ts78l7s r979/E0 l98'/8r l98l/E2
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tahun 1982/1983 ini didasarkan aras asumsi set -igai berikut :

(1) Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun lgg2l7ggj diperkirakan sama
seperti uhun sebelumnya sehingga permintaan terhadap bahan-bahan baku dan barang-
barang modal dari luar negeri akan tetap meningkat ;

(2) Kebijalsanaan Pemerintah di bidang impor tidak berubah, yaitu mendorong pertumbuh-
an indusui di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga terutama barang-bararrg
kebutuhan pokok ;

(3) Adanya kenaikan harga barang-barang impor sebagai akibat dari masih tingginya angka
inflasi di negara-negara indusai ;

(4) Meningkamya impor atas dasar bantuan proyek.

4.4.3. Perkiraan penerimaan minyak bersih terrnasuk LNG

Penerimaan minyak bersih termasuk LNG dalam tahun r982lr993 diperkiraka,r
akan berjumlah sebesar US $ 10.453 juta, yang berarti adanya suatu peningkatan sebesar
us $ 689 juta atau 7,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang
diperkirakan berjumlah sebesar uS $ 9.76+ juta. perkiraan ini dirlasarkan atas asumsi
bahwa produksi minyak bumi dan LNG akan mengalami sedikit peningkatan dalam
uhun 1982.

4.4,4. Perkiraan pos lainnya

?engeluaran jasa-jasa bukan minyak ( di luar ongkos angkut ) dalam tahun
798217983 diperl<irzkan akan berjumlah sebesar US $ 3.146 juta. FIal ini berarti suaru
kenaikan sebesar us $ 434 juta Ltao 16,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya. Perkfuaan ini didasarkan aras asumsi bahwa perdagangan luar negeri hrdonesia
akan tetap meningkat dalam tahun 1982/1983. sementara iru pemasukan modal pemerintah
dalam tahun 7982/7983 diperkirakan akan berjumlah sebesar US $ 3.ZOl juta. Dibanding-
kan dengan tahun 1981/1982, jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar us $ 161 juta
atau 5,3 persen, Perkirazn ini didasarkan atas asumsi bahwa pembangunan proyek-proyek
yang dibiayai dengan bantuan luar negeri ( bantuan proyek ) dalam tahun lggz/lgg3
akan tetap dilanjutkan, selanjumya mengenai lalu lintas modal lainnya dalam tahun
198211983 diperkirakan akan berjumiah sebesar us $ 1.077 juta. Hal mana berarti suaru p€-
ningkaan sebesar us $ 284 juta *au 35,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya yang diperkirakan berjumlah sebesar uS $ 293 juta. scmentara itu pembayaran
kanbali hutang pokok luar negeri dalam tahun 1982i19g3 diperkirakan akan berjumlah
scbcsar us $ 899 juta, Data sclengkapnya mengenai perkiraan neraca pembayaran dalam
tahun 1982/1983 dapat diikuti dalam Tebel IV. B.
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Tabe l  IV ,8

PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN, 1982 11983

, ( dalam jutaan US $ )

1982 t7983
perkirasn

I. Bamng - barang dan jasa - jasa

1. Ekspor, fob
minyak
tanpa minyak

2. Impor
minyak
tanpa minyak, c&f

3. Jasa - jasa
minyak
tanpa minyak, di luar freight

4. Transaksi berjalan
minyak
tanpa minyaJ<

I I .  SDR

III. Pemasukan modal Pemerintah

1. Bantuan program
2. Bantuan proyek
3. Lain - lain

IV. Lalu lintas modal lainnya

V. Pembayaran hutang

VL  fum lah  ( I s /dV)

VIL S€lisih yang belum dapat diperhitungkan

VtrI. Lalu lintas moneter

+ 26.446
+ 21.353
+ 5 .093
- 24.6+7
- 7.671
- 16.976
-  6 .375
- 3,229
- 3.746
-  + .576
+ 10.453
- rs.0z9

+

+
+

3.207

31
t ' t:u

1.O77

899

1.191

+  1 .191



5.1. Pendahuluan

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang p€merataan, pertumbuhan dan kestabilan
ekonomi makin diusahakan agar bersifat menyeluruh, karena ketiga bidang tersebut saling
kait mengkait saru sama lain. Dalam hal ini usaha memantapkan stabilitas kiususnva
pengendalian laju inflasi tetap menjadi salah saru progam dan usaha y"rg s"ng"t p.r,ting,
karena tanpa stabilitas ekonomi pelaksanaan pembangunan akan mengalami beib"gri ham-
batan, tanpa stabilitas harga pemerataan tidak akan banyak artinya bagi masyarakai. unruk
menunjang hal tersebut kebijaksanaan moneter pemerirtah tetap ditekankan pada pengen-
dalian ekspansi monerer yang dapat mengekang laju kenaikan harga, namun di tain pltrrt
tetap dapat menunjang kegiataa produksi dalam negeri. Hal ini antara lain dilakukan me-
lalui pengerahan dana perkeditan bank, pengaturan kredit, serta usaha penyempumaan
dan pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal.

Berbagai kebijaksanaan di bidang monerer tersebut ternyata sangar menduk'ng
usaha mempertahankan nilai rupialr dan pengendalian laju inflasi. Hal ini terlihat dari persen-
tase pertambahan jumlah uang beredar dari tahun ke tahun sejak pelaksanaan REPELITA I
selalu lebih besar dibandingkan dengan persenrase kenaikan harga. perkembangan tersebut
menunjukkan bahwa penggunaan pertambahan jumlah uang beredar telah diaralkan untuk
pembiayaan kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga kenaikan harga dapat dikendalikan.
Laju inflasi sampai dengan bulan Nopember 19g1 dalam tahun ketiga pelaksanaan
REPELITA III - 1981/1982 dapat terkendali menjadi 3,9 persen dibandingkan dengan
kenaikannya sebesar 12,9 persen pada periodc yang sama daram tahun kedua peraksanaan
REPELITA III. sedangkan posisi jumrah uang beredar sampai dengan pertengahan tahun
ketiga pelaksanaan REPELITA rrr - r9g7/rg9z telah mencapai Rp 5.998,0 milyar, yang
terdiri dari uang kartal sebesar Rp 2.495,2 milyar atau 41,6 persen dari seluruh uang
beredar dan uang giral sebesar Rp 3.502,8 milyar atau 5g,4 pcrsen dari seluruh uang beredar.
Peredaran uang giral dalam masyarakat yang melampaui lima puluh persen dari seluroh uang
beredar tersebut merupakan indikasi semakin luasnya penggunaan jasa perbankan oleh
masyarakat disatu pihak dan semakin meningkamya kegiatan usaha di lain pihak. Dilihat
dari jumlah tabungan sebagai hasil usaha nengerahan dana yang telah dilaksanakan dalam
berbagai jenis program, seperti deposito berjangka, Tabanas dan Taska, sampai dengan per_
tengahan tahun pelaksanaan REPELITA III telah mencapai Rp 1.165,0 milyar yang berarti
cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah uang beredar sebesar hampir enam rilyun
rupiah. HaJ ini mencerminkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap matauang
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rupia}r, yang merupakan sa.lah satu indikator perkembangan moneter di Indonesia. Kestabilan
moneter tersebut diusahakan tetap terpelihara, antara lain dengan kebijaksanaan kredit
yang diarahkan kepada usaha untuk meningkatkaa produksi dalam negeri dengan meng-
utamakan pengusaha golongan ekonomi lemah. Sampai dengan pertengahan tahun ketiga
pelaksanaan REPELITA lll-7987/1982 posisi pemberian kredit rupiah perbankm telah
mencapai jumlah sebesar Rp 9.17O,4 miyar.

Dalam usaha meningkatkan peranan bidang perbankan untuk menunjang program
pembangunan nasional telah diambil beberapa kebijaksanaan pembinaan perbankan, di
samping terus diadakan peny€rnpurnaan kebijaksanaan yang telah ada. HaI ini dilaksanakan
melalui usaha peningkatan daya guna bank-bank Pemerintah, pemberian bantuan teknis
dan keuangan kepada Bank Pembangunan Daerah dan pemberian keringanan pajak daiam
rangka penggabungan usaha bank-bank swasta nasional serta pengaturan penggunaaa kom-
puter dalam administrasi bank-bank. Demikian pula halnya dengan usaha-usaha pembinaan
terhadap lembaga keuangan bukan bank dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Hal ini
dilakukan baik melalui pengembangan kelembagaannya maupun peningkatan peranannya

dalam menghimpun dana dari masyarakat guna turut memperlancar pelaksanaan pembangun-

an. Sejalan dengan lajunya pembangunan maka Pemerintah berusalra pula untuk lebih
meningkatkan pemerataan pendapatan melalui penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pasar
modal yang juga merupakan salah satu saf,ana moneter yang penting di samping lembaga
perbankan.

5.2. Jumlah uang bercdar dan sebabtebab perubahannya

Posisi uang beredar pada akhir September 1981 tercatat sebesar Rp 5.998,0 milyar.
Bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1981 sebesar Rp 5.274,1 mldyzr,
maka jumlah uang beredar selama semest€r pertama tahun angga.ran 1981/1982 telah
mengalami peningkatan sebesar Rp 783,9 mlyar (15,0 persen). Peningkatan jumlah uang
beredar sebesar Rp 783,9 milyar tersebut terdiri dari peningkatan uang kartal sebesar
Rp 266,6 milyar (12,0 persen) dan peningkatzLn uang giral sebesar Rp 577,3 mtlyar (77,3
persen), sehingga sampai dengan ai<hir September 1981 jumlah uang kartal menunjukkan
posisi sebesar Rp 2.495,2 mrlyat (47,6 persen darijumlah uang beredar ) dan uang giral
sebesar Rp 3.502,8 milyar ( 58,4 persen dari jumlah uang beredar ). Lebih cepatnya
peningkatan uang giral dibandingkan dengan uang kartal di dalam pertambahan uang ber-
edar tersebut, telah menyebabkan proporsi uang giral terhadap uang kartal dari tahun ke
tahun menjadi semakin besar.

Kenaikan jumlah uang beredar dalam periode April-September 1981 adalah disebab-
kan oleh peningkatan yang cukup besar dalarn sektor tagihan pada perusahaan dan perorang-
an dan sektor lainnya, yang masing-masing telah menambah jumlah uang beredar sebesar
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KREDIT RUPIAH PERBANKAN, JUMLAH UANG BEREDAR DAN
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Rp 1.511,7 milyar dan Rp 255,0 milyar. Kenaikan yang cukup besar dalam sektor tagihan
pada perusahaan dan perorangan tersebut adalah disebabkan oleh meningkatnya pemberi-
an kredit perbankan kepada sektor dunia usaha yang pada dasarnya ditujukan untuk men-
dorong dan mengembangkan sektor*ektor yang produktif di dalam negeri. Sedargkan
kenaikan yang terjadi di sektor lainnya adalah merupakan kelanjutan daripada peningkat-
an penyertaan dan investasi perbankan dalam pemsahaan-perusahaan pada waktu-waktu
yarg lalu.

Di lain pihak pengaruh pengurangan terhadap jumlah uang beredar dalam semes-
t€r pertama tahun 1981/1982 berasal dari sektor tagihan pada Pemerintah Pusat, sektor
luar negeri dan sektor simpanan berjangka dan tabungan yang masing-masing telah me-
ngurangi jumlah uang beredar sebesar Rp 461,3 milyar, Rp 389,9 milyar dan Rp 13f,6
milyar. Berbeda dengan keadaan pada tahun-tahun yang lalu, sektor luar negeri dalam
periode April - September 198i ini memberikan pengaruh pengurangan terhadap jumlah
uang beredar. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya beberapa komoditi ekspor
non-minyak akibat lesunya pasaran di luar negeri dan resesi ekonomi yang melanda se-
bagian besar negara-negara industri. Perkembangan jumlah uang beredar dan sebab-sebab
perubahannya secara lengkap dapat diikuti dalam Tobel V. I dan Tabel V. 2.

5.3. Dana dan kredit perbankan

5.3.1. Dana perbankan

Hingga tahun ketiga REPELI1A III ini, pembangunan nasional telah berkembang
dengan cepat dan akan lebih meningkat lagi di talun-tahun mendatang, untuk ini dana
yang harus dihimpun dan disalurkan kembali ke dalam masyrrakat rerutama untuk
pembiayaan kegiatan pembangunan harus terus bertambah besar. Dalam hal ini bagi
pengerahan dana dari maryarakat telah disediakan berbagai bentuk wadah tabungan, yaitu
giro, deposito, Tabanas, Taska, sertifikat deposito ataupun jenis tabungan lainnya,

Melalui sektor perbankan sampai akhir September 1981 Pemerinta} telah dapat
menampung danadana masyarakat sebesar Rp 6.199,0 milyar yang terdiri atas dana giro
sebesar Rp 3.939,0 milyar (63,6 persen), dana deposito Rp 7.761,2 milyar (28,4 persen)
dan dana tabungan rbesar Rp 498,8 milyar (8,0 persen). Dana perbankan sebesar
Rp 6.199,0 milyar tersebut berasal dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank-bank
Pemerintah sebesar Rp 4.4O9,9 mi\yar, bank-bank swasta nasional sebesar Rp 1.177,5
milyat dan cabang bank-bank asing sebesar Rp 611,6 milyar. Kenaikan dana perbankan
selama periode April - September 1981 adalah sebesar Rp 521,5 milyar (9,2 persen), yang
terdiri atas kenaikan dana giro sebesar Rp 13,1 milyar, dana deposito Rp 330,3 milyar dan
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dana tabungan sebesar Rp 178,1 milyar. Kenaikan dana giro sebesar Rp 13,1 milyar drsebab-
kan oleh kenaikan dena giro bank$ank swasta nasional sebesar Rp 58,1 milyar, sedangkan
dana giro bank-bank Pemerinah mengalami penurunan sebesar Rp 45,0 milyar serta dana
giro dari cabang bank-bank asing tidak mengalami perubahan, Kenaikan dana deposito
sebesar Rp 330,3 milyar terdiri atas kenaikan dana deposito bank-bank pemerintah sebesar
Rp 87,+ milyar, dana deposito bank-bank swasta nasional sebesar Rp 149,9 milyar dan
dana deposito cabang bank-bank asing sebesar Rp 93,1 milyar. Demikian pula kenaikan
dana tabungan sebesar Rp 778,1 milyar adalah terdiri atas kenaikan dana ubungan bank-
bank Pemerintah dan bank-bank swasta masing-masing sebesar Rp 166,4 milyar dan
Rp 1l'7 milyar. Kenaikan dana perbankan dalam periode April - September 19g1 sebesar
Rp 521'5 milyar meliputi kenaikan dana yang dihimpun oleh bank-bank pemerintah
sebesar Rp 208,8 milyar, bank swasta nasional sebesar Rp 219,6 milyar dan cabang bank-bank
asing sebesar Rp 93,1 milyar. Perkembangan dana perbankan tersebut dapat aiihti p"d"
Tabel V.4.

5.3.1.1. Deposito berjangka

simpanan masyarakat dalarn bentuk deposito berjangka sejak awal diserenggara-
kannya yaitu mulai oktober 1968 terus menunjukkan peningkatan. Tingkat suku bunga
deposito berjangka yang berlaku sampai saat ini adalah berdasarkan kebijaksanaan suku
bunga yang berlaku sejak 1 Januari 1978. Suku bunga tersebut adalah 15 persen setahun un-
tuk deposito berjangka wa.kfi 2+ bulan dengan jumlah tabungan sebesar Rp 2,5 juta perta-
ma, sedangkan selebihnya bersuku bunga 12 persen setahun. Bagi deposito berjangka waktu
12 bulan dar 6 bulan suku bunganya adalah masing-masing 9 persen dan 6 persen setahun.
Sedangkan tingkat bunga deposito berjangka waltu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan
besarnya ditentukan oleh banktank penyelen ggara.

sampai dengan akhir september 1981 dana masyarakat yang berharil dihimpun oleh
bank-bank Pemerintah melalui jenis tabungan ini mencapaijumlah sebesar Rp g13,8 milyar.
Jumlah deposito berjangka sebesar Rp 813,8 milyar ini terdiri atas deposito berjangka waltu
24 bulan sebesar Rp 748,L milyat (91,9 persen), 12 bulan sebesar Rp 38,9 milyar (4,g
persen), 6 bulan sebesar Rp 23,3 milya,r (2,9 persen), serta Rp 3,5 milyar (OJ persen)
berupa deposito dengan jangka wakru 3 butan atau kurang. Kenaikan jumlah deposito
berjangka selama periode April - september 1981 adalah sebesar Rp 60,2 milyar (g,0
penen), yang terdiri atas kenaikan deposito berjangka waktu 24 bulan sebesar Rp 55,8
milyar, deposito berjangka wakru 12 bulan sebesar Rp 5,4 milyar dan deposito berjangka
waktu 3 bulan atau kurang sebesar Rp 0,6 milyar, sedangkan deposito berjangka waktu
6 bulan mengalami penurunar sebesar Rp 1,6 milyar. Kenaikan jumlah deposito berjangka
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dana tabungan sebesar Rp 178,1 milyar. Kenaikan dana giro sebesar Rp 13,1 milyar disebab-
kan oleh kenaikan dana giro ba:rkiank swasta nasional sebesar Rp 58,1 milyar, sedangkan
dana giro bank-bank Pemerintah mengalami penumnan sebesar Rp 45,0 milyar serta dilna
giro dari cabang bank-bank asing tidak menga.lami perubahan. Kenaikan dana deposito
sebesar Rp 330,3 milyar terdir.i atas kenaikan dana deposito bank-bank Pemerintah sebesar
Rp 87,4 milyar, dana deposito bank-bank swasta nasional sebesar Rp 149,8 milyar dan
dana deposito cabang bank-bank asing sebesar Rp 93,1 milyar. Demikian pula kenaikan
dana tabungan sebesar Rp 778,I milyar adalah terdiri atas kenaikan dana tabungan bank-
bank Pemerintah dan bank-bank swasta masing-masing sebesar Rp 166,4 milyar dan
Rp 11,7 milyar. Kenaikan dana perbankan dalam periode April - September 1981 sebesar
Rp 521,5 milyar meliputi kenaikan dana yang dihimpun oleh bank-bank pemerintaL

sebesar Rp 208,8 milyar, bank swasta nasional sebesar Rp 219,6 milyar dan cabang bank-bank
asing sebesar Rp 93,1 milyar. Perkembangal dana perbankan tersebut dapat diikuti pada
Tabel V.4.

5.3.1.1. Deposito berjangka

Simpanan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka sejak awal diselenggara-
kannya yaitu mulai Oktober 1968 terus menunjukkarr peningkatan. Tingkat zuku bunga
deposito berjangka yang berlaku sampai saat ini adalah berdasarkan kebijaksanaan suku
bunga yang berlaku sejak 1 Januari 1978. suku bunga tersebut adalah 15 persen serahun un-
tuk deposito berjangka waktu 24 bulan dengan jumlah tabungan sebesar Rp 2,5 juta perta-
ma, sedangkan selebihnya bersuku bunga 12 persen setahun. Bagi deposito berjangka waktu
12 bulan dan 6 bulan suku bunganya adalah masing-masing 9 persen dan 6 petsen setahun,
Sedaagkan tingkat bunga deposito berjangka waktu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan
besamya ditentukan oleh bank$ank penyelenggata.

Sampai dengan akhir September 1981 dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh
bank-bank Pemerintah melalui jenis tabungan ini mencapai jumlah sebesar Rp 813,8 milyar.
Jurnlah deposito berjangka sebesar Rp 813,8 milyar ini terdiri aras deposito berjangka waktu
24 bulan sebesar Rp 748,1 milyar (91,9 persen), 12 bulan sebesar Rp 38,9 milyar (4,8
persen), 6 bulan sebesar Rp 23,3 milyar (2,9 persen), serta Rp 3,5 milyar (0,4 persen)
berupa deposito dengan jangka waktu 3 bular atau kurang. Kenaikan jumlah deposito
berjangka selama periode April - September 1981 adalah sebesar Rp 60,2 milyar (8,0
penen), yang terdiri atas kenaikan deposito berjangka waktu 24 bulan sebesar Rp 55,8
milyar, deposito berjangka waktu 12 bulan sebesar Rp 5,4 milyar dan deposito berjangka
waktu 3 bulan atau kurang sebesar Rp 0,6 milyar, sedangkan deposito berjangka waktu
6 bulan mengalami penurunan sebesar Rp 1,6 milyar. Kenaikan jumlah deposito berjangka
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DEFOSTTO BERJANGKA, r969tr97o - r98rtr9t2
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seb€sar Rp 60,2 milyar (8,0 persen) ters€but adalah hampir dua setengah kali lipat diban-
dingkan dengan kenaikannya pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 26,3 mrlyar
(3,6 persen). Perkembangan deposito berjangka dapat diikuti pada Tebel V.5.

5.3.1.2. Tabanas dan Taska

Untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat bagi pembiayaan pembarguan
Pemerintah telah berusaha memperluas kelembagaan bagi penyelenggaraan Tabanas dan
Taska, yaitu dengan menambah pemberian iz.in kepada bank-bank swasta nasional yang
sehat untuk ikut menjadi bank penyelenggara Tabanas dan Taska, Melalui peningkatan
gerakan tabungan pemuda pelajar dan pramuka ( Perata P3 ) dan tabungan pegawai diha-
rapkan minat masyarakat untuk menabung menjadi semakin besat. Sebagai perangsang
maka bagi penabung Tabanas yang aktif diikutsertakan dalam undian Tabanas dan bagi
penabung pasif, yaitu penabung ysng memiliki jumlah ubungan kurang dari seribu rupiah
dan selama 2 tahun berturut-turut ddak ada mutasi, tidak diikutsertakan dalam undian.
Adapun keuntungan bagi peserta Taska adalah di samping mendapatkan imbalan bunga
yang cukup memadai, jumlah tabungan sepenuhnya akan diberikan kepada keluarganya
sesuai dengan perjanjian pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan bila si penabung
meninggd dunia.

Sampai dengan bulan September 1981 dana dari Tabanas telah mencapai jumlah
sebesar Rp 3 51,1 milyar dengan jumlah 9 .346 ribu penabung. Dengan demikian selama
periode April - September l98l jumlah Tabanas telah mengalami kenaikan sebesar Rp 29,7
milyar (9,2 persen) dengan peningkatan jumlah penabung sebaryak ?24 ribt. Sedangkan
Taska dengan posisi sebesar Rp 14s juta menunjukkan suatu kenaikar sebesar Rp 15 juta
(11,3 persen) bila dibandingkan dengan posisi akhir Maret 1981-sebesar Rp 133 juta. padz.
periode yang sama tahun sebelumnya Taska meningkat sebesar Rp 13 juta. Selanjumya
perkembangan Tabanas dan Taska dapat diikuti pada Tabel V.5.

5.3. f .3. Sertifikat deposito

Serdfikat deposito adalah merupakan kelarjutan daripada Sertifikat Bank Indonesia
yang diterbitkan dalam tahun 1970, yaitu dalam rangka merintis pengembangan pasar
uang di Indonesia. Dalam tahun 1971 usaha rersebut diikuti oleh bank-bank pemerintah
dan bank-bank asing yang dikenal sebagai serrifikat deposito. untuk lebih mendorong
perkembangan sertifikat deposito bankdank tersebut, Bank Indonesia selanjumya secara
berangsungangsur menarik kembali Sertifikat Bank Indonesia dari peredaran.

Sampai dengan akhir September 1981 posisi sertifikat deposito mencapai jumlah
sebesar Rp 91,7 milyar, yang terdiri atas sertifikar deposito banksank pemerintah sebesar
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Rp 66,0 m ylt (72,O persen) dan sertifikat deposito cabang bank-bank asing sebesar
Rp 25,7 milyar (28,0 persen). Dengan posisi sebesar Rp 91,7 milyar tersebut berarti telah
terjadi kenaikan sebesar Rp 9,2 milyar (11,2 persen) bila dibandingkan dengan posisi
sertifikat deposito pada bulan Maret 1981 sebesar Rp 82,5 milyar. Kenaikan sebesar Rp 9,2
milyar tersebut antara lain merupakan kenaikan sertifikat deposito bank-bank pemerintah
sebesar Rp 10,1 milyar, sedangkan sertifikat deposito cabang bank-bank asing menunjuk-
kan sedikit penurunan yaitu sebesar Rp 0,9 milyar. perkembangan sertifikat deposito dapat
diikuti pada Tabel V. 6.

5.3,2, Pemberian krcdit perbankan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini pada
dasarnya pemberian kredit diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri de-
ngan mengutamakan pengusaha golongan ekonomi lernah. Seja.lan dengan pelaksanaan
program pemerataan pendapatan dan keserr'patan berusaha, maka kebijaksanaan pemberian
kedit sejak tahun 7974 terutama ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha
golongan ekonomi lemah serta memperlancar penyelenggaraan impor bahan-bahan baku
dan penolong yang sangat diperlukan untuk menunjang laju pembangunan. Sehubungan
dengan hal'hal tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut dari pelaksaraan Keppres r4e,
mulai tahun 1981 Pemerintah telah memberikan keringanan persyaratan pinjaman kepada
golongan ekonomi lemah yang melaksanakan proyek-proyek atau kegiatan yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik untuk pinjaman modal kerja maupun
investasi.

5.3.2.1. Pemberian kredit menurut sektor perbankan

Pemberian kredit yang disalurkan meralui lembaga keuangan perbankan menunjuk-
kan perkembangan yang semakin meningkat. posisi kredit yang diberikan baik oleh ba.nk-
bank Pemerintah rnaupun bank-bank umum swasta untuk kegiatan perekonomian d:
kalangan masyarakat sampai dengan akhir septenrber 19g1 rnencapai jumlah sebesar
Rp 9.170'4 milyar. Dari jumlah tersebut bank-banl< umum pemerinrah tetap merupakan
penyalur kredit yang rerbesar, yaitu sebesar Rp 5.2g4,3 milyt (57,6 persen dari seluruh
kredit perbankan) termasuk di dalamnya pemberian kredit yang berasal tlari dana likuiditas
Bank Indonesia sebesar Rp 1.863,8 milyar unruk membiayai usaha yang menjadi program
Pernerintah. Menyusul kemudian pemberian kredit langsung Bank Indonesia sebesar
Rp 2.426,3 milyar (26,5 persen), kredit bank swasta nasional sebesar Rp 9g1,9 milyar
(10,7 persen) dan kedit cabang bank asing sebesar Rp 477,9 milyar (5,2 persen).
Perkembangan kredit perbankan dapat dilihat pada Tabel V.7.
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Dalam periode April - September 1981 voiume pemberian kedit perbankan telah

mengalami suatu peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar Rp 7.37 5,2 milyar (17 ,6

persen). sama halnya dengan tahun lalu, volume peningkatan kredit yang terbesar berasal

dari bank-bank umum Pemerintah yaitu sebesar Rp 966,9 milyar (kenaikan 22,4 persen),

Kemudian peningkatan kredit langsung Bank Indonesia sebesar Rp 112,8 milyar (kenaikan

4,9 persen) dan bank'bank umum swasta nasional sebesar Rp 204,8 milyar (kenaikar 26,4

persen). Sedangkan penrberian kredit cabang bank asing pcningkatannya adalah sebesar

Rp g0,7 milyar (kenaikan 23,4 persen). Dilihat dari persentase kenaikan pemberian kredit

tampak bahwa kenaikan kredit bank-bank umum swasta nasional adalah yang tertinggi

dibandingka-n dengan yang dialami oleh bank lainnya.

5,3,2.2. Pembetian kredit menurut s€ktor Pemerintah dan sektor swasta

Menurut kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh sektor Pemerintah dan sektor

swasta, maka posisi kredit sebesar Rp 9.170,4 milyar pada bulan September 1981 terse-

but terdiri dari kredit yang digunakan untuk usaha'usaha di da.lam sektor Pemerintah

sebesar Rp 3.792,6 milyar (41,4 persen) dan untuk kegiatan di sektor swasta sebesal

Rp 5.3 7 7,8 milyar (58,6 persen). Termasuk di dalam kegiatan sektor Pemerintah, di samping

pengadaan untuk stok nasional, adalah antara lain usaha-usaha pengembangan sektot

industri dasar sebagai landasur pembangunan industri pada masa yang akan datang, perluas-

an proyek-proyek di bidang pertambangan serta penyediaan prasarana listrik. Sedangkan

kegiatan di sektor swasta merupakan berbagai usaha yang diselenggarakan oleh lembaga-

lembaga keuangan bukan bank milik swasta, perusahaan'perusahaan swasta, yayasan dan

badan sosial swasta serta koperasi maupun kegiatan usaha perorarga.n.

Dalam perkembangarnya dapat diikuti bal.rwa selama periode April - September

1981 pembiayaan kredit perbankan untuk kcgiatan sektor Pemerintah mengalami peningkat'

an sebesar Rp 361,8 milyar (10,5 persen) tcrhadap posisinya sebesar RP 3.430,8 milyat

pada bulan Maret 1981. Jika dilihat lebih lanjut peningkatan tersebut berxal dari kenaikan-

kenaikan yang terjadi pada kredit langsung Bank Indonesia sebesar Rp 104,7 milyar, kredit

bank-bank umum Pemerintah termasuk kredit likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 252,4

milyar dan lQedit bank swasta termasuk cabang bank-bank asing sebesar Rp 4,7 milyar.

Kredit langsung Bank Indonesia sebagian besar digunaka.n untuk pengadaal pangan dan

untuk usaha di bidang perminyakan. Sedangkan kenaikan kredit yang bera.sal dari bank-

bank umum Pemerintah Penggunaannya diarahkan untuk Pengembangan usaha yang men-

jadi program pemerintah, di antaranya adalah untuk kegiatan perindustian, pertanian

dan kedit investzsi.
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Dalam pada itu usaha yang dilakukan di sektor swasta selama periode April -

September 1981 telah menggunakan pembiayaan kredit perbankan sebesar Rp 1.013,4
milyar atau 23,2 persen lebih tinggi terhadap posisinya sebesar Rp 4.364,4 nrlyar pada
bulan Maret 1981. Kenaikan kredit tersebut sebagian besar dibiayai oleh bank-bank umum
Pemerintah yaitu sebesax Rp 714,5 milyar yang sebagian besar berasal dari dananya sendiri.
Sedangkan bank-bank swasta nasional, cabang bank asing dan Bank Indonesia memberikan
pertambahan masing-masing sebesar Rp 198,0 milyar, Rp 92,8 milyar dan sebesax Rp 8,1
milyar.

Sama halnya seperti yang terjadi pada tahun yang lalu, jika dibandingkan dengan
peningkatan kredit pada periode yang sama dimana sektor Pemerintah telah meningkat
sebesar Rp 411,8 milyar (14,7 persen) dan sektor swasta meningkat sebesar Rp 596,0 milyar
(19,2 persen), maka dalam tahun 1981/1982 sampai dengan bulan September telah terjadi
kenaikan kredit yang lebih tinggi pada sektor swasta sejalan dengan kebijaksanaan Peme-
rintah untuk meningkatkan kegiatan usaha di sektor slvasta.

5.3,2.3, Pemberian kredit perbankan menurut sektor ekonomi

Menurut sektor ekonomi, pemberian kredit pe rbankan sebesar Rp 9,170,4 milyar
digunakan untuk sektor produksi sebesar Rp 5.3O2,8 milyar (57,8 persen), sektor per-
dagangan sebesar Rp 2.661,O milyar (29,0 persen) dan sektor lainlain sebesar Rp 1.206,6
milyar (13,2 persen). Bidang-bidang usaha yang termasuk dalam sektor produksi adalah
bidang pertanian, perindustrian dan pertambangan. Perkembangan selama periode April -

September 1981 menunjukkan bahwa pemberian kredit kepada sektor produksi mengalami
peningkatan sebesar Rp 492,0 milyar (10,2 persen) terhadap posisinya pada bulan Maret
1981 sebesar Rp 4.810,8 milyar. Kenaikan tersebut sebagian besar digunakan untuk usaha
di bidang perindustrian yaitu sebesar Rp 437,7 milyar, di arraranya untuk industri barang
logarn dan logam dasar, industri bahan-bahan kimia, industri tekstil, sandang dan kulit
serta konstruksi. sedang untuk bidang pertanian berjumlah Rp 142,6 milyar, terurama
kredit untuk keperluan Bimas/Inmas dan perkebunan rakyat. penggunaan kredit di sektor
perdagangan sebesar Rp 2.661,0 milyat telah mengalami peningkatan yang cukup berarti,
yaitu sebesar Rp 641,1 milyar (31,7 persen). Kenaikan j umlah penggunaan lcedit di sektor
tersebut antara lain disebabkan karena diberikannya keringanan persyaratar pinjaman
untuk impor bahan-bahan baku/penolong dan zuku cadang. sementara itu di sektor lain-
lain, penggunaan kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 242,7 milyar (25,1 persen)
terhadap posisinya sebesar Rp 964,5 mtryar pada bulan Maret 19g1. Kenaikan tersebut
sebagian besar ada.lah pembiayaan kredit ke sektor jasajasa di artararya untuk jasa pengang-
kutan umum dan kesehatan.
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KREDIT RUPIAH PERBANKAN MENURUT SEKTOR EKONOMI, 196917970 - I98II7qA2
( dalam milyar rupiah )
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Secara keseluruhan, pemberian kredit menurut sektor ekonomi selama periode
April - September 1981 telah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.37 5,2 milyar (77,6
persen). Dalam periode yang sama tahun lalu, peningkatan kredit perbankan menurut sektor
ekonomi tercata! seb€sar Rp 1.007,8 milyar atau suatu kenaikan sebesar 17,0 persen yang
terbagi untuk kegiatan di sektor produksi sebesar Rp 349,6 milyar, sektor perdagangan
sebesar Rp 549,0 milyar dan sektor lainlain sebesar Rp 109,2 milyar. Dengan demikian
perkembangan pemberian kredit dalam tahun 1980/1981 menunjukkan pola yang sama
dengan perkembangannya dalam tahun 1987/1982. Perkembangan kredit perburkan me-
nurut sektor ekonomi dapat diikuti dalam Tabel V.8.

5,3.2.4. Pemberian kredit perbankan rnenurut Dati I

Dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian di daerah-daerah, Pemerintah
senaltiasa mengarahkan penggunaan pemberian kreditnya sesuai dengan usaha yang sedang
dikembangkan di berbagai daerah. Jika pada akhir Desember 1980 jumlah pemberian kredit
perbankan untuk seluruh Dati I di indonesia (tidak termasuk kredit langsung Bank Indone-
sia) posisinya adalah sebesar Rp 5.024,5 milyar, maka pada akhir Juli 1981 posisinya telah
menjadi sebesar Rp 6.371,7 milyar, Dengan demikian selama periode Januari - Juli 1981
terjadi peningkatan pemberian kredit sebesar Rp 7.347,2 milyar (26,8 persen). Sesuai
dengan peningkatan kegiatan di daerah luar Jawa, perkembangan selama tujuh bulan ter-
akhir dalam tahun 1981 tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit untuk Dati I di
luar J awa pada umunrnya mengalami perkembangan yang cukup berarti, Hal ini terlihat
dari besarnya persentase kenaikan pembiayaan kredit untuk daerah-daerah di luar Jawa
antara lain T'imor Timur, Sumatera Barat, D.I. Aceh, lrian Jaya, Nusa Tenggara Timur dan
Bali, Persentase peningkatan yang terjadi pada beberapa Dati I tersebut masing-masing
adalah sebesar 100,0 persen, 71,6 persen, 67,6 persen,65, l  persen,65,0 persen dan 47,1
persen. Di samping itu tercatat pula beberapa Dati I di luar Jawa yang mendapat pertam-
bahan volume kedit dalam jumlah yang cukup besar di antaranya Dati I Sumatera Utara
dengan peningkatan sebesar Rp 90,2 milyu, Dati I Sulawesi Selatan dengan peningkatan
sebesar Rp 36,8 milyar, Dati I Sumatera Barat meningkat dengan jumlah Rp 34,7 milyar
dan D.I. Aceh peningkatannya sebesar Rp 32,7 milyar.

Jumlah pemberian kredit sebesar Rp 6.377,7 mllyar pada akhir Juli 1981 tersebut
digunakan untuk membiayai sektor produksi sebesar Rp 3.535,4 milyar (55,5 persen),
sektor perdagangan sebesar Rp 1.883,2 mlyar (29,6 persen) dan sektor lain-lain sebesar
Rp 953,1 mlyat ( 14,9 persen ). Peningkatan sebesar Rp 1.347,2 milyar dalam periode
Januari - Juli 1981 berasal dari kenaikan kredit untuk sektor produksi sebesar Rp 816,4
milyar, sektor perdagangan sebesar Rp 419,0 milyar dan sektor lain-lain sebesar Rp 111,8
milyar. Kenaikan kredit kepada sektor produksi sebagian besar digunakan untuk bidang
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perindusftian, yaitu sebesar Rp 619,0 milyar, sedangkan pemberian kredit produksi kepada

bidang pertanian dan pertambangan masing-masing mengalami peningkatan sebesar

Rp 184,0 milyar dan Rp 13,4 milyar. Selain Daerah Tingkat I DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa
Timur dan Jawa Tengah, beberapa Dati I di luar Jawa juga mengalami peningkatan cukup

besar di sektor produksi seperti Dati I Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur

dan Sulawesi Selatan. Di sektor perdagangan pember.ian kredit terutama digunakan untuk

membiayai kegiatan ekspor, impor dan kegiatan distribusi. Sedangkan di sektor lain-lain

scbagian besar kredit dipakai untuk bidang jasa seperti jasa pengangkutan, komunikasi

dan lain{ainnya.

Posisi pemberian kredit yang disalurkan melalui Dati I Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Raya pada akhir Juli 1981 mencapai jumlah sebesar Rp 2.652,7 milyar atau me-

ningkat sebesar Rp 471,2 milyar (21,6 persen) terhadap posisinya pada bulan Desember

1980. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya kredit kepada sektor poduksi

sebesar Rp 420,8 milyar, sektor perdagangan sebesar Rp 92,8 milyar, sedangkan sektor
lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp 42,4 mllyar. Di sektor produksi, peningkatan
kredit yang tertinggi adalah di bidang perindustrian di antatanya untuk pembiayaan ke-

giatan industri tekstil, logam dasat da:r kimia. Di sektor perdagangan peningkatan kredit

antara lain ditujukan untuk membiayai kegiatan ekspor, impor daa distribusi. Peningkatan

kredit di sektor lain{ain adala} unmk pembiayaan kegiatan jasa pengangkutan laut, darat
dan lainlain.

Pada waktu yang sama posisi pemberian kredit untuk Daerah Tingkat I Jawa Timur
mencapai jurnlah sebesar Rp 821,8 milyar yang berarti selama periode Januari -Juli 1981

telah meningkat dengan Rp 143,7 milyar (21,2 persen) yang sebagian besar disebabkan

karena meningkatnya kredit untuk sektor pcrdagangan yaitu sebesar Rp 61'9 milyar'

Sementara itu sektor produksi dan sektor lain-lain mengalami peningkatan kredit masing-

masing sebesar Rp 46,5 milyar dan sebesar Rp 35,3 milyar. Merupakan usaha di sektor

produksi ada.lah antara lain kegtatan di bidang industri gula, indusni logam dan kimia.

Di samping itu kredit di bidang pertanian telah diarahkan untuk membiayai pertanian

rakyat dan perkebunan. Kredit di sektor perdagangan antara lain ditujukan untuk pengsda-

an dan distribusi, sedangkan di sektor lain-lain penggunaan kredit terutamz ditujukal

unruk jasa angkutan darat.

Daiam pada itu pemberian kredit untuk Daerah Tingkat I Jawa Barat pada akhir

Juli 1981 posisinya mencapai jumlah sebesar Rp 670,5 milyar' Jika dibandingkan dengan

posisinya pada bulan Desember 1980 maka selama periode Januari - Juli 1981 pemberian

kredit telah meningkat sebesar Rp 179,9 mrlyar (36,7 persen) yang merupakan peningkatan

di sektor produksi, perdagangan dan sektor lainJain masing-masing sebesar Rp 89,1 milyar,



732

T a b e l  V . 9

KREDIT RUPTAH PERBANKAN MENURUT DATI I DAN SEKTOR EKONOMI
TIDAK TERMASUK KREDIT LANGSUNG BANK INDONESIA. T)

DESEMBER 1980 - JULr 1981
( dalam milyar rupiah )

hodukri Perdagangan

Des Juli Des JuI 2)

Ldn.lain JumbJlD a t i  I
JuliJuli

I .  DKIJaya

2. Jawa Timur

S, Jawa Barat

4. Jawa Ten8ah

5, Surnatera Utala

6. Sulawesi Selatan

7, SurnateB Selatan

8. Kalimantan Barat

9 ,  L a m p u n g

10. Kalimantan Selatan

ll. KElimantan Timur

12. Sumatera Barat

1 3 ,  D , I .  A c e h

14. Sulawesi Utara

1 5 .  B a l i

16. Yogyakarta

1 7 .  R i a u

18. Nusa Tenggan Barat

1 9 ,  J a m b i

2 0 .  M a l u k u

21. Sulawesi T€ngal

22, Kalimantan Tengah

23, Nusa Tenggara Timur

24. Irian Jaya

25, Sulaw€si Tenggara

26. Bengkulu

1,239,9 1.660,7 589,1

403,8 450,3 206,9

2t9,9 309,0 10r,7

259,2 301,5 114,7

r53t2 22t,2 44,1

55,+ 68,4 46,6

58,9 65,3 32,4

42,0 50,3 27,8

25,3 32,9 34,4

42,5 5t,2 19,2

34,3 62,1 t5,9

17,2 36,1 l9,l

18 ,0  30 ,1  lE ,s

22,0 30,4 37,7

16,0 23,2 25,4

25,3 3r,4 13,2

20,9 39,7 r5,3

r2,4 16,4 8,5

13,8  15 ,2  7 ,5

9,5 15,2 l0,l

7,7 8,4 t2,2

5,2 6,9 8,4

3,6 6,0 4,3

4,3 7,9 3,1

!,7 6,0 4,6

4,9 5,5 2,9

0 ,1  0 , r

681,9 352,5

268,8 67,4

r57 , r  169 ,0

172,0 47,4

102,8 45,5

64,? 26,0

4E,9 15,2

93 , r  8 , I

48,2 6,6

19,6 8,8

29,5 r2,2

31 ,  r  I  1 ,9

35,8 6,5

36,6 9,5

18,9 8,6

t7 ,2 8, r
12,8 5,7

10,5 3,1

r3,0 2,0
r  5,1 4,7
l  l , 6  3 ,3

9,0  4 , r

4 ,9  3 ,2

? ,0  2 ,7

3 ,8  2 ,5

0 ,1

z.rat,5 2.652,7

678 ,1  821 ,E

490,6 670,5

42r,5 533,1

s83,4 373,6

r27 ,0  163 ,8

r06 ,5  135 ,8

7 ? ,9 95,9

66,3 89,8

69,4 89,8

59,0 82,7

48,5 83,2

48,4 I r ,1

66,2 77,S

50,9 7+,9

41,t 63,4

44,3 62,6

26,6 36,8

24,4 3r,8

21 ,6  31 ,6

24,6 29,1

16,9 22,r

12 ,0  19 ,8

10 ,6  l ? ,5

I1 ,0  16 ,2

r0,3 t3,6

0 ,1  0 ,2

310, I

t02,7

204,4

59,6

49,6

30,7

2r,6

t2,5

E,7

t2,0

t7,6

I  t , l

r  5 ,1

l3 , t

I  t ,7

7,6

6,3

3 ,6

4,7

J u m l a h 2.719,0 5.535,4 1.,164,2 1.689,2 E41,3 963,1 5.021,5 6.57r,7

1) Temasuk Bapindo dan Bank Pembangunan Daerah
2) Angka sementara
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Rp 55,4 milyar dan Rp 35,4 milyar. Seperti halnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta, peng-

gunaan kredit yang terbesar di Jawa Barat adalah untuk sektor produksi terutama usaha

perkebunan, industri tekstil dan pertanian rakyat.

Di Daerah Tingkat I lainnya penggunaan kredit perbankan sebesar Rp 2.226,7 mil''

yar sebagian besar ditujukan unruk sektor produksi yaitu sebesar Rp 1.r15,4 milyar (50,1

persen), menyusul kemudian untuk Pembiayaan kegiatan di sektor perdagangan sebesar

Rp 775,4 mityar (34,8 persen) dan sektor lain-lain sebesar RP 335,9 milyar (15'1 Persen)'
Beberapa Dati I yang mempunyai pola penggunaan kredit seperti tersebut di atas, antara lain

ialah Dati I Jawa Tengah, sumatera utara, sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu pemberian kedit untuk Dati I lrian Jaya menunjukkan peningkatan sebesar

65,1 persen, sehingga pada akhir JUli 19S1 posisinya menjadi Rp 17,5 milyar. ScdangkarL

di Dati I Timor Timur pemberian fasilitas kedit perbankan semakin diperluas yang semula

hanya terbatas untuk pembiayaan usaha di bidang industri, maka pada akhir Juli 1981 telaL

pula diberikan unnrk pembiayaan kegiatan di sektor perdagangan (Tabel V 9).

5.3.2.5. Pemberian kredit investasi

Kebutuhan kredit investasi yang semakin meningkat telah diikuti dengan kebijak-

sanaar yang menunjang pemenuhan kebutuhan likuiditas akibat meningkatnya kegiatan

perekonomian. Sehubungan dengan ha1 itu sejak bulan Juli 1980 telah diadakan beberapa

penyesuaian kebijaksanaan dalam pemberian kredit investasi, baik dari segi ketentuan batas

makimum maupun persyaratannya. Akibat pelaksanaan kebijaksanaan baru tersebut maka

perkembangan volume kredit investasi selama April - September tahun 1981 telah menun-

jukkan peningkatan yang makin besar. Posisi pemberian kedit investasi yang disetujut

sampai dengan September' 1981 mencapai jumlah sebesar Rp 1.057,2 milyar yaitu suatu

peningkatan sebesar Rp 135,7 rnilyar (14,7 persen) terhadap posisinya pada bulan Maret

1981 yang terutama disebabkan oleh peningkatan kredit investasi untuk sektor pertanian

sebesar Rp 41,9 milyar (24,9 persen). Demikian pula kredit investasi kepada sektor industri,

sektor jasajasa dan sektor lainlain telah mengalami peningkatan masing-masing sebesar

Rp 47,8 mi lyar (17,4 persen),  Rp 38,4 mi lyar (9,0 persen) dan Rp 7,5 mi lyar (17.6 persen)

Realisasi daripada pernberian kredit investasi sampai dengan akhir September 1981

adalah sebesar Rp 699,9 milyar, suatu jumlalr yang menunjukkan kenaikan sebesar Rp 91,7

milyar (15,1 persen) terhadap posisi realisasi kredit investasi pada bulan Maret 1981 sebesar

Rp 608,2 milyar. Kenaikan tetsebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan di sektor

jasajasa dan sektor pertanian masing-masing sebesar Rp 36,1 milyar (13,1 Persen) dan

Rp 26,3 mily'at (26,5 persen) dan juga karena meningkatnya pemberian kredit kepada

sektor perindustrian sebesar Rp 24,7 milyu (12,7 persen). Jika dibandingkan dengan
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G r a f i k  V . 6

KREDTT INVESTASI YANG DTSETUJUI PERBANKAN, r969n970 - t98ut9a2
( dolam milyar rupioh )
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peningkatan realisasi kred.it ilvestasi dalam periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 51,3
milyar (11,1 persen) maka terlihat adanya pertambahan yang semakin meningkat pada pe-
laksanaan pemberian kredit investasi selama periode April-september 1981 baik volume
maupun Persentasenya.

5.3.2.6. Kredit Investasi Kecil (KIK), Iftedit Modal Kerja Permanen (KMKP),
Kredit Kecil (KK) dan Kredit Candak Kulak (KCK)

Pemberian kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah tetap ditingkatkan
yaio dalam bentuk KIK, KMKP, Kredit Kecil, Kredit Candak Kulak dan kredit ke'

layakan. Di samping itu golongan ekonomi lemah juga dibantu melalui keringanan-keringan-

an persyaf,atan bagi mereka yang melaksanakan proyek-proyek / kegiatan-kegiatiur yang

dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik untuk pinjaman modal kerja mau-

pun investasi. Keringanan persyaratan pinjaman tersebut, yang dikenal sebagai pinjaman

dalam rangka Keppres 14 A, diberikan kepada kontraktor yang memperoleh borongan

pekerjaan atau pembelian barang-barang unruk keperluan Pemerintah yang meliputi pe-

ngurangan kewajiban pembiayaan sendiri oleh nasabah (self financing ), besarnya jaminan

pinjaman serta pembebasan dari keharusan menyampaikan laporan kelayakan dalam hal

pinjaman investasi.

Pelaksanaan pemberian KIK dan KIIKP menunjukkan perkembangan yang semakin

meningkat serta meluas pemanfaatannya di kalangan masyarakat. Jika dalam tahun p€rtama

pelaksanaan REPELITA Il jumlah posisi pemberian KIK dan KMKP yang disetujui baru

mencapai Rp 36,7 milyar untuk 27 ribu permohonan maka pada tahun pertama pelaksanaan

REPELITA III telah meningkat menjadi Rp 539,1 milyar atau lebih dari 14 kali lipat

dengan nasabah yang semakin besar pula yaitu rnenjadi 743 ibu permohonan atau lebih

dai 27 F,ali lipat. Posisi pemberian KIK dan K-NIKP tersebut meningkat lagi menjadi

Rp 1.405,0 milyar pada bulan September 1981 dengan jumlah permohonan sebanyak

1.3 22 r ibu.

Dalam periode April - September tahun 1981 pemberian KIK dan KMKP yang di-
setujui mengalami peningkatan sebesar Rp 383,1 milyar atl.u 37,5 petsen yang terdiri dari
pertambahan KIK sebesar Rp 102,2 n:1iyar (27,9 persen) dan pertambahan KMKP sebesar

Rp 280,9 nilyar (42,8 persen). Pada waktu yang sama jumlah permohonan yang disetujui

telah meningkat dengar 244 ribu permohonan (22,6 persen) yang terdiri dari 26 ribu

permohonan KIK dan 218 ribu pemrohonan KMKP. Dengan demikian pemberian KIK
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Tabe l  V .  l f

KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL KERJA PERMANEN

YANG DISETUJVI, L97 3 | r97 4 - 198L I 1982

( dalam juta ruPiah )

P e r i o d e K I K K M K P

1,97311974 Maret

197411975 Malet

7975/1976 Maret

197611977 Juni
SePtemb€r
Desember
Maret

197711978 Juni

L97411979

Septembe!
Dcsember
Ma!€t

Juni
September
Desember
Ma!et

Juni
September
Desember
Maret

April
M e i

Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

Januari
Pebruari
Maret

r97911980

1980/1981

79&7ll98z APrit
M e i
Juni
Juli
Asustus
S.-pt.-b", 1)

5.667

t8.764

34.090

39 -O25
43.889
49.602
55.269

6t.453
67.797
7 4.t86
79.249

86.375
97.701

105.801
1r2.809

L22.302
t39.705
163.110
790.r75

200,865
zto.789
223.915
238.O7 5
249.994
266.514
279.447
29+.499
1r3.97 3
130.5 i  8
346.6++
t66.259

382.36r
402.176
421.396
442.8t6
46t.227
46A.479

4.488

t7 .914

40.7 56

49.210
57.993
67.O80
7 4.786

88.935
LOr.771
rt4.990
L2+.496

t35.547
r58 -369
r7 ? .239
188.289

2t4.O94
262.522
304.501
348.901

t70.140
390.950
415.397
446.754
467 .alL
493.686
5 1 5 . 9 1 0
5+2.265
569.150
590.028
617.808
655.631

705.975
75t.784
799.299
847 .809
920.150
936.576

l) Angka s€mentara
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dan KMKP rnengalami peningkatan rata-rata per bulan lebih dari Rp 63,8 milyar untuk
kenaikan lebih dari 40 ribu permohonan. Jika dibandingkan dengan peningkatan dalam
periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dengan rata-rlta per bulan lebesar Rp 36,9
milyar untuk 34 ribu permohonan maka dalam periode April - September 1981 terjadi
pemberian KIK dan KMKP yang semakin besar.

Sementara itu program pemberian Kredit Kecil unruk pengusaha kecil di desa-desa
juga menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat pula. Selama periode April -

September 1981, volume Kredit Kecil berhasil ditingkatkan dengan Rp 12,2 milyar (29,5
persen), yaitu dari posisinya sebesar Rp 41,3 milyar pada bulan Maret 1981 menjadi sebesar
Rp 53,5 milyar pada bulan September 1981. Pertambahan rersebut adalah merupakan
peningkatan pemberian kredit unruk modal kerja eksploitasi sebesar Rp 11,2 milyar dm
pemberian kredit investasi sebesar Rp 1,0 milyar.

Di samping pelaksanaan pemberian kedit oleh perbankan maka telah pula ditreri-
kan bantuan pertanggungan atas pemberian lcedit kepada para pengusaha kecil oleh pT
Askrindo. Dalam usahanya selama periode Januari - Juli i981, PT Askrindo telah mem-
berikan jaminan terhadap pemberian kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah
sebesar Rp 327 .160 }utz dengan 774.216 debitur. Penggunaan kredit tetsebut adalah unruk
kegiatan di sektor perdagangan sebesar Rp 775,657 juta (53,7 persen) dengan 7j.883 de-
bitur, di sektor jasajasa sebesar Rp 72.096 juta (22,0 persen) dengan 15.588 debitur dan
di sektor pertanian sebesar Rp 31.234 }uta (9,6 persen) dengan 4L.O73 debitur. Di samping
itu kredit yang ditanggung tersebut juga digunakan untuk kegiatan di sektor perindustrian
dan sektor perekonomian lainnya masing-masing sebesar Rp 30.069 juta (9,2 persen) dengan
9.288 debitur dan sebesar Rp 18.104 juta (5,5 persen) dengan 34.384 debitur. Di samping
itu bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah juga diberikan melalui penyertaan
modal oleh PT Bahana yaag disertai dengan usaha meningkatkan kemampuan m:inagement
daripada perusahaan. Dalam tahun 1981 sampai dengan buian September, penyertaan modal
oleh PT Bahana adalah sebesar Rp 439,8 juta. Di samping iru untuk rnengatasi kesulitan
likuiditas perusahaan selama menunggu pencairar kredit bank, PT Bahana juga memberikan
pinjaman yang dikenal dengan kredit penjembatan. Untuk keperluan ini dalam periode
Januari - September 1981 telah diberikan kredit penjembatan sebesar Rp 1,7 milyar, di-
gunakan antara lain oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan pokoknya bergerak di bidang
industi dan pertanian.

Usaha untuk lebih memperluas pemanfaatan fasilitas kredit kepada masyarakat
sampai kepada para pedagang kecil atau para bakul telah diberikan oleh Pemerintah melalui
program Kredit Candak Kulak (KCK). Dananya berasal dari Anggatan Pendapatan dan
Belanja Negara, akan tetapi diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia yang selanjucrya
disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Kredit tersebut diberikan dengan syarat
lunak, melalui prosedur yang sederhana serta tanpa memerlukan jaminan. Sampai dengan
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Tabe l  V .  12

KREDIT KECTL. 1974/1975 - l98rlL982

P e r i o d e Jumlah peminjam
Nilai pinjaman

(dalam jute rupiah)

r974t197 5

t97 5/7976

t976/1977

Maret

Maret

Juni
September
Desember
Maret

Juni
September
Desember
Maret

Juni
September
Desember
Maret

Juni
September
Desember
Maret

April
M e i
Juni
Juli
.A.gustus
Sept€mber
Oktober
Nopember
Desember

Januari
Pebruari
Maret

April
M e i

Juni
Tuli
A-gustus I J

sJpt"-b"" 1)

6L.824

131.603

150.554
172-t87
192.369
207.773

2t4.6t7
237 .261
232.162
252.810

258.7 80
299.O9r
J22.766
342.246

3 58.690
17 +.771
384.934
407 .266

4rt.646
425.5+8
+35.O37
454 -108
470.908
+83.143
507.927
528.r23
554.070
567.5rr
619.666
618.229

629.t26
65 3.0 39
665.708
702.063
728.7+7
756.+33

2 . 1 3 7

5.O29

5 . 7 5 7
o , t o J

7  . 2 r 7
4.792

8.467
9.226
9.700

1 1 . 0 5 8

72.352
73.+7 2
t 4  t o t

t5 . ' i  48

r7  . r7  6
t7  .7  40
r8.+34
20.398
27.230
22.O81
23.046
24.624
25.369
26.257
2a.+62

32.8+6
15.7+7
38.842
+t .322

43.498
La 4. '  I

47.t62
5 1 . O 1 2
52.269
5r.522

1977 /1978

r97 8 t1,979

1979t1980

7980/1981

\9Ar/1982

l) Angka sementara
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bulan September 1981 KCK yang telah dimlurkan mencapai jumlah sebesar Rp 74.zzg,z
juta, atau zuatu peningkatan sebesar Rp 12.76+,5 juta (20,g persen) terhadap posisinya
pada bulan Matet 1987, yang dinlwkan me.lalui 3.050 KrJD yang tersebar di seluruh
Indonesia. Peningkatan yang cukup besar tersebut adalah sejalan dengal tujuar yang
ingin dicapai oleh Pemerintah untuk lebih memperluas pemberian fasilitas kredit sampai
kepada golongan masyarakat yang terkecil.

Di samping pemberian KCK, dalam rangka membanru masyarakat yang ber_
penghasilan rendah dan menengah di dalam memperoleh fasilitas perumahan, sejak
tahun 7978/7979 telah diselenggarakan pemberian Kredit pemilikan Rumah (KpR).
Posisi kedit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dengan dana yang
berasal dari APBN maupun perbar.rkan, pada bulan September 19g1 ielah rrr.n.oori
jumlah sebesar Rp 146,6 milyar yang terbagi atas kredit yang diberikan dengan dana
perbankan sebesar Rp 110,3 milyar dan dari dma ApBN sebesar Rp 36,3 milyar. program
pembangunan perumahan sederhana yang semakin meningkat telah tercermin pada
peningkatan pemberian KPR yang cukup besar serama periode April - September i9g1
yaitu meningkat dengan Rp 59,0 milyar ( 67,4 persen ). Sementara itu jumlah rumah
yang berhasil dibangun dengan kredit BTN dalam periode yang sama adalah sebanyak
20 'z+7 unit yang terdiri dari 9.819 unit dibangun oleh perumnas dan 10.422 unit di-
bangun oleh non Pefumnas.

5.4. Lembaga{embaga keuangan

5,4.1, Lembaga keuangan perbankan

Dalam perkemban gannya sejtk PELIT'A I, sektor perbankan telah menunjukkan
petanan yang semakin penting di dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional
baik melalui fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat maupun sebagai lem_
baga yang dapat menyalurkan danadaaa tersebut kepada berbagai pihak dan liegiatan
yang potensial, Pelaksanaan fungsi perbankan tersebut secara serasi dan terarah selain
akan. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga akan clap at
membantu terselenggaranya pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan keria
yang lebih luas. Guna meningkatkan peranan sektor perbankan tersebut dalam progr#
pembangunan nasional, Pemerintah secara terus menerus me'gaclakan pembinaan dan
penyempumaan terhadap lembaga dan kebijaksanaan perbankan, yang pada clasarnya
dirujukan untuk menumbuhkan suatu sistem yang sehat, serta dapat secara mantap
menunjang kegiatan pembangunan nasional.

Dalam tahun terakhir ini pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijaksanaan
penting, antara lain yang menyangkut usaha-usaha peningkatan daya guna bank_bank
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Pemerintah, melarcarkan pelaksanaan Keppres 14 A tahun 1980 dan Keppres 18 tahun
1981, pemberian bartuan rchnis dan keuangan kepada Bank Pembangunan Daerah,
dan pemberian keringanan pajak dalam rangka penggabungan usaha bank-bank swasta
nasional. Dalam rangka meningkatkan daya guna bank-bank Pemerintah, telah di-

instruksikan kepada setiap bank Pemerintah untuk menyusun buku pedoman kerja

yang mencakup bidang-bidang pembukuan, pemeriksaan, pemberian pinjaman, cara

pelaporan, hubungan dengan luar negeri dan kepegawaian. Maksud daripada dibuatnya

buku pedoman kerja itu adalah untuk mendapatkan penyempumaan di dalam cara

kerja dan administasi daripada setiap bank Pemerintah, sehingga memungkinkan ter-

capainya efisiensi kerja yang maksimal dalam pelaksanaanpelaksanaan tugasnya. Untuk
keperluan penyusunan pedoman kerja tersebut Bank Indonesia telah membantu dalam

penyediaan tenaga-tenaga ahlinya. Dalam pada itu untuk melancarkan ransaksi antar
bank, serta menyeragamkan sistem administrasi dan pelaPoran perbankan, maka telah

diadakan koordinasi terhadap bank-bank yang telah dan akan menggunakan komputer.

Guna memperlancar pelaksanaar, Keppres 14 A tahun 1980 /Keppres 18 tahun 1981

dan mendorong usaha golongan ekonomi lemah maka kepada bank-bank Pemerintah,

bank umum swasta nasional dan Bank Pembangunan Daerah yang tergolong sehat dan
cukup sehat telah diperkenankan untuk menerbitkan bank garansi dan memberikan

kredit bagi pemborong/rekanan yang mendapat borongar.r dari Pemerintah. Dengan

kebijaksanaan ini diharapkan kesukaran permodalan khususnya bagi pengusaha golongan

ekonomi lemah akan dapat teratasi, di samping akan memberikan kesempatan kepada

bank-bank yang ditunjuk di dalam memperluas k€giatan usahanya.

Dalam usaha untuk meningkatkan peranan Bank Pembangunan Daerah telah
dilakukan berbagai usaha pembinaan terhadap bank-bank tersebut baik melalui pemberian
bantuan tehnis maupun bantuan keuangal. Bantuan di bidang tehnis antara lain berupa
bimbingan dalam penyusunan sistem/prosedur dan administrasi perbankan oleh
PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (Uppindo) dan Bank Pembangunan
Indonesia (Bapindo) selama jangka waktu 2 tahun, yang bila diperlukan dapat diper-

panjang lagi sampai 2 tahun kemudian. Sedangkan di bidang keuangan, telah disedia-

dana sebesar Rp 4,5 milyar sebagai pinjaman kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
untuk digunakan sebagai penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah yang mem-
punyar jumlah modal disetor kurang dari Rp 500 juta. Pinjaman tersebut 4dalah berjangka
waktu 20 tahun dengan suku bunga 2,5 persen setahun dan tenggafig waktu 5 tahun.

Kebijaksanaan untuk mendorong penggabungan usaha di kalangan bank-bank
umum swasta nasional dalam rangka menyederhanakan jumlah dan meningkatkan
efisiensi bank-bank tersebut sampai saat ini masih tetap dilanjutkan. Bahkan untuk
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lebih mendorong usaha penggabungan tersebut Pemerintah masih memberikan ke-
longgaran waktu bagi bank-bank swasta nasional untuk memarfaatlan keringanan pa-
jak, rpanjang pengajuan permohonan untuk melakukan penggabungan tersebut dilaku-
kan paling lambat tanggal 30 Juni 1981 dan dilaksanakan sebelum tanggal 31 Desember
1981. Sebagai akibat daripada kebijaksanaan tersebut yang telah dijalankan sejak be-
berapa tahun yang lalu, terlihat bahwa jumlah bank swasta nasional terus mengecil
sedangkan di lain pihak volume usahanya menunjukkan suatu peningkatan yang pesat.
Apabila pada akhir Maret 197 6 terd,apat 91 buah bank swasta dan pada akhir Maret 1978
terdapat 83 bank swasta maka pada aklrir Maret 1981 jumlah bank swasta tersebut
telah menurun menjadi 75 buah. Sedangkan volume usaha bank-bank swasta nasional
tela-h menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 267 milyar pada aklrir Maret 1976
dan sebesar Rp 367 milyar pada akhir Maret 1978, menjadi sebesar Rp 983 milyar pada
akhir Maret 1981, Dengan demikian kenaikan rztarata per tahun daripada volume usaha
bank swasta seja-k Maret 7976 sampzi dengan Maret 1981 adalah sebesar Rp 143,2 milyar
( 5 3 ,6 persen ). Perimbangan antara jumlah bank yang semakin kecil dan jumlah volume
usaha bank yang semakin besar tersebut menunjukkan adanya perkembangan peranan
dan kegiatan bank-bank swasta nasional yang semakin meningkat.

5 ,4.2 . Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yarg penting di dalam
mempeduas pengerahan dana dari masyarakat, memburtu permodalan perusahaan golong-
an ekonomi Iemah dan mendorong perkembangan pasar uang dan modal. Oleh karenanya
pembinaan terhadap kelangsungan dan pengembangan lembaga keuangan bukan bank
senantiasa terus dilakukan, baik melalui pembinaan bidang kelembagaannya maupun
pembinaan bidang kegiatan usahanya. Kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank
bisa digolongkan dalam 3 jenis, yaitu lembaga keuangan bukan bank jenis pembiayaan
pembangunan, lembaga keuangan buhan bank jenis investasi, dan lembaga keuangan
bukan bank yang bergerak dalam bidang-bidang khusus. Usaha pokok daripada lembaga
keuangan bukan bank jenis pembiayaan pembangunan terutama adalah memberikan
kredit jangka menengah atau jangka panjang dan melakukan penyertaan mo<ial dalam
perusahaan -perusahaan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank jenis investasi terutama
melakukan usaha sebagai petantara da.lam menerbitkan surat-surat berharga dan menjamin
serta menanggung terjualnya surat-surat berharga ( underwriter ). Selain itu kedua
jenis lembaga keuangan bukan bank tersebut dengan sya.rat tertentu dapat pula me-
ngeluarkan kertas berharga dan melakukan usaha-usaha di bidang keuangan sebagai
makelar dan komisioner.

Dalam rangka meningkatkan peranan dan memperluas usaha lembaga keuangan
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bukan bank, maka sejak tahun lalu dikeluarkan kebijaksanaan untuk memperluas

pengertian penyertaan modal dan menaikkan batas tertinggi jumlah penyettaan yang

dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank. Penyertaan modal tersebut di-

laksanakan baik terhadap perusahaan yang beroPerasi dalam rangka penanaman modal

asing maupun perusahaan milik golongan ekonomi lemah. Di samping itu juga telah di-

berikan kesempatan pada lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan

untuk bertindak sebagai trustee atau Penanggung ( guarantor ) terhadap penerbitan

obligasi. Adapun beberapa persyaratan untuk bisa bertindak sebagai trustee, antara

Iain harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan mempunyai

kekayaan bersih sekurang-kurangnya Rp 1 milyar, sedangkan persyaratan untuk bisa

menjadi penanggung ( guaranrof ) antara lain ada-lah memiliki modal disetor sekurang-

kurangnya Rp 300 juta dan kekayaan bersih sekurang-kurangnya Rp 1 milyar' Dalam

pada itu jumlah tanggungan yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan bukan bank

telah ditetapkan maksimal sebesar 2 ( dua ) kali kekayaan bersihnya, dan dalam hal

penanggung tidak dapat menjamin seluruh nilai obligasi tersebut maka pertanggungan

dapat dilakukan bersama bank atau lembaga kcuangan bukan bank lain

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah sejak mulai didirikannya

lembaga keuangan bukan bank beberapa tahun yang lalu telah menumbuhkan iklim

yang baik bagi pengembangannya. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya jumlah

pengerahan dana dan penanaman dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan

bank. Jumlah pengerahan dana yang bcrhasil dikumpulkan oleh lembaga keuangan

bukan bank sampai dengan akhir tahun 1980 telah mencapai Rp 369$ milyar, atau

meningkat dengan Rp 106,0 milyar ( 40,2 persen ) bila diburdingkan dengan posisinya

pada akhir 1979 sebesar Rp 263,4 milyar. Sedangkan penanaman dana yang dilakukan

oleh lembaga keuangan bukan bank sampai dcngan akhir tahun 1980 telah berjumlah

sebesar Rp 368,3 miJyar atau apabila dibandingkan dengan posisinya pada akhir 1979

sebesar Rp 253,8 milyar telah menunjukkan peningkatan sebesar Rp 114,5 milyar

( 45,1 persen ). Sejalan dengar perkembangan di bidang kegiatan usahanya, perkembang'

an lembaga keuangan bukan bank di bidang kelembagaan juga terus ditingkatkan sesuai

dengan kebutuhan pembangunan. Dalam hubungan ini pada tahun 1980 telah didirikan

PT Papan Sejahtera, yaitu sebuah lembaga keuangan jenis pembiayaan pemilikan pe-

rumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi golongan masyarakat berpenghasil-

an menengah.

Guna melengkapi jenis lembaga keuangan bukan bank yang telah ada serta untuk

meningkatkan kerja sama ekonomi dan keuangan negara-negara ASEAN maka dalam

bulan Juni 1981 telah diditikan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia yaitu lembaga

yang merupakan wadah daripada para pemegang saham ASEAN Finance Corporation
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Ltd ( AFC ) di Indonesia. Tujuan daripada AFC adalah mengerahkan dan memanfaatkan
dana dari dalam maupun dari luar ASEAN, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun
swasta, untuk membiayai proyekproyek industri dan proyek-proyek pembangunan
regional ASEAN lainnya termasuk proyekproyek pembangunan yang didirikan di Indo-
nesia. Dengan didirikannya PT Sarana Betsama Pembiayaan Indonesia tersebut, jumlah
lembaga keuangan bukan bank telah meningkat menjadi 14 buah, yaitu 3 buah lembaga
keuangan bukan bank jenis pembiayaan pembangunan, 9 buah lembaga keuangan bukan
bank jenis investasi dan 2 buah lembaga keuangan bukan bank jenis khusus.

5.4.3. Perasuransian

Perkembangan sektor asuransi dalam beberapa tahun teraklir ini telah menun-
jukkan kemajuan yang tercermin dari meningkatnya jumlah perusahaan asuransi, jumlah
nasabah yang ditanggung, penerimaan premi dan besarnya volume usaha baik dalam
sektor asuransi jiwa, asuransi sosial maupun asuransi kerugian. Pembinaan terhadap sektor
asuransi yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir ini pada dasarnya selain ditujukan
untuk meningkatkan perkernbangan usaha perasuransian ke arah yang lebih schat sehingga
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi, juga ditujukan
untuk meningkatkan peranan sektor asuransi di dalam membantu pembiayaan pem-
bangunan. Dalam hal asuransi jiwa telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan cadangan
premi dan sisa lebih harta kekayaan (solvency margin) dari perusahaan-perusahaan asu-
ransi jiwa, yaitu ditetapkan bahwa setiap perusahaan asuransi jiwa diharuskan mem-
pertahankan sisa lebih harta kekayaan yang setiap tahunnya harus lebih besar atau sama
dengan saru persen dari jumlah uang pertanggungan yang berlaku, dengan jumlah minimal
Rp 10 juta.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang digolongkan dalam asuransi sosial ialah
PT (Persero) Taspen, Perum Asabri, PT (Persero) AK Jasa Raharja, Badan penyeleng-
gara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat (Askes) dan perum Astek. Dalam rangka lebih
meningkatkan perkembangan asuransi sosial maka perum AK Jasa Raharja dan perurn
Taspen telah dirubah bentuk badan hukumnya menjadi Fcrusahaan perseroan (pr).
sementara itu juga tetap dilakukan penyempumaan dan perluasan di. dalam kebijak-
sanasn pertanggungan, caxa kerja .dan jumlah pemegang polis daripada perusahaal-
perusahaan asuransi sosial tersebut. Kebijaksanaan terbaru dalam sektor asuransi ke-
rugian adalah berkenaan dengan perubahan tarif asuransi kebakaran yang pada waktu
ini dianggap tidak memadai lagi sehingga dapat mengarahkan kepada persaingan
yang kurang sehat. Pen€rapan tarif yang baru tersehut berlaku mulai tanggal 1 Januari
1982. Dengan berlakunya tarif yang baru ini maka tarif asuransi kebakuan yang
lama dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali bagi polis-polis yang diterbitkan sebelum
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itu dan sampai saat tersebut masih berlaku, polis-polis yang preminya dibayar tahunan
dan sampai saat tersebut masih berlaku dan polisaolis yang pembayaran preminya
dibayar di muka yang sampai saat tersebut masih berlaku. Selain iru juga ditetapkan
komisi yang dapat diberikan kepada perantara, yaitu setinggi-tingginya 15 persen dari
jumlah premi yang ditetapkan dalam polis.

Dalam pada itu untuk meningkatkur daya tampung dur kemampuan menanggung
risiko ( retention ) perusahaan asuransi kerugian, telah ditetapkan pula bahwa setiap
perusahaan asuransi kerugian harus meningkatkan modal setomya menjadi paling sedikit
Rp 50O juta. Jumlah ini dapat dipenuhi secara bertahap dalam waktu empat tahun
dengan catatan selambat{ambamya tanggal 31 Desember 1985 sudah harus dipenuhi.
Sejalan dengan peningkatan modai seror tersebut, jumlah deposito wajib telah pula di-
tingkatkan menjadi 2O persen dari jumlah modal yang disetor. Dengan demikian pada
akhir tahun 1985 setiap perusahaan asuransi kerugian harus zudah memiliki deposito
wajib sedikitdikimya Rp 100 juta, sedangkan bagi perusahaan asuransi kerugian joint
venftre yang sebagian besar sahamnya berada di pihak asing, deposito wajibnya ditetap-
kan sebesar US $ 200.000.

Dengan adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ketiga jenis asuransi ter-
sebut maka dana investasi perusahaan asuransi secara keseluruhan dalam tahun 1980
telah meningkat sebesar Rp 70,1 milyar ( 31,5 persen ) dibandingkan dengan posisinya
pada tahun 1979, yait'; dari posisi sebesar Rp 222,6 mrlyar pada tahun 1979 menjadi
Rp 292,7 milyar pada tahun 1980. Perkembangan dana investasi perasuransian selengkap-
nya dapat diikuti dalam Tabel V. 13.

5.4,4. Pasar modal

Tujuan pokok pembentukan pasar modal antara lain ialah menghimpun dana
dari masyarakat unruk disalurkan ke sektor*ektor yang produktif, dan ikut serta me-
wujudkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemilikan saham perusahaan-
perusahaan ylng go public. Sedangkan bagi dunia usaha adanya pasar modal tcrsebut
adalah sebagai salah satu tambahan kemungkinan di dalam mendapatkan dana dari
dalam negeri yaitu dana yang langsung berasal dari pemegang saham. Guna lebih mem-
perluas pengerahan dana dari masyarakat melalui pasar modal maka selain ditawarkan
saham-saham dari perusahaan yang sudah go public juga diterbitkan dan diperdagangkan
dua macam sertifikat saham PT Danareksa, yaitu sertifikat Saham back-to-back dan
sertifikat Dana PT Danareksa. Sertifikat Saham back-to-back adalah berupa sertifikat
sanam PT Danareksa untuk saham PT Semen Cibinong dan sertifikat saham pT Dana-
reksa untuk saham PT BAT Indonesia. Dengan demikian masyarakat selain dapat me-
miliki saham aslinya juga dimungkinkan memiliki s€rtifikat saham. Berbeda halnya



dengan perdagangan saham yang dilaksanakan melalui bursa maka perdagangan sertifikat

tersebut dilakukan di luar bursa. Sedangkan Sertifikat Dana PT Danareksa adalah serti-

fikat saham yang dikeluarkan sendiri oleh PT Danareksa untuk melengkaPi jenis pe-

ngeluaran sertifikat saham yang telah ada dan meningkatkan pemerataan pendapatan

melalui pasar modal. Sertifikat Dana PT Danareksa unit umum seri A yang merupakan

jenis senifikat atas unjuk, pertama kali dikeluarkan dalam bulan April 1981 dengan

nilai nominal sebesar Rp 10.000,-. Pengeluaran sertifikat tersebut dimaksudkan untuk

pembentukan zuatu dana yang dikelola oleh PT Danareksa dan kemudian ditanamkan

dalam bentuk uang tunai, saham yang terdaftar di bursa efek, obligasi, sertifikat PT

Danareka dan surat-surat kertas berharga lainnya. Besarnya dana yang dikelola oleh

PT Danareksa tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 15 milyar. Suatu

hal yang cukup menggembirakan dari perkembangan sertifikat tersebut di atas adalah

bahwa masyarakat telah semakin terurik untuk menanamkan uangnya dalam bentuk

sertifikat saham, sehingga hal ini akan lebih mendekatkan pada terciptanya tujuan

pembenrukan pasar modal untuk memeratakan pendapatan masyarakat melalui pemilik-

an saham dan sertifikat saham perusahaan-perusahaan, Kebijaksanaan lain di dalam rangka

memajukan pasar modal adalah dengan menyempumakan peraturan perdagangan efek

dan penyelenggaraar bursa efek. Untuk ini sejak bulan Maret 1981 Pemerintah telah
menetapkan pera ran perdagangan efek yang memungkinkan penyelenggaraan bursa

efek secara terus menerus, atau suatu sistem perdagangar dimana suatu jenis efek dapat

diperdagangkan beberapa kali dengan kurs yang berbeda di dalam satu hari bursa' Sistem

yang buu ini akan sangat membantu di dalam menggairahkan permintaan dan penawaran

dana di bursa efek, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan transaksi di pasar

rnodal.

Sejak diaktifkannya kegiatan pasar modal dalam tahun 7977 sampai dengan per-

tengahan Nopember 1981, telah terdapat sembilan buah perusahaan ymg disetujui
oleh Bapepam unftk menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui pasar

modal ( go public ). Sedangkan pada tahun yang lalu jumlah perusahaan yang go public

baru mencapai lima buah. Bertambah banyaknya jumlah perusahaan yang go public
tersebut adalah tidak terlepas dari usaha-usaha Pemerintah untuk selalu meningkatkan
perkembangan pasar modal melalui penciptaan iklim berusaha yang menguntungkan,
baik yang dilaksanakan melalui pembinaan lembaga-lembaga yang turut aktif di dalam
menunjang kegiaan pasar modal seperti makelar/komisioner, underwriter, penilai (va-

luer) maupun melalui pemberian keringanan perpajakan bagi perusahaan-perusahaan
yang bersedia menawarkan saham*ahamnya kepada masyarakat. Dari ke sembilan pe-
rusahaan yang telah go public tersebut, jumlah saham yang telah diperdagangkan adalah
sebanyak 28.630.166 lembar dengan nilai sebesar Rp 74,4 milyar. Makin banyaknya
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perusahaan yang go public menunjukkan semakin besarnya minat perusahaan-perusahaan
dan dunia usaha pada umumnya di dalam mendapatkan dana tambahar bagi pengembang-
an usahanya melalui penjualan suratsurat berha.rga.

5'5. Perkiraanjumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan tahun rggz/r9a3

Perkiraan jumlah uang beredar didasarkan pada anggapan-anggap an bahwa
kenaikan harga dalam tahun 198211983 lebih rendah dibandingkan dengan tahun
198l/7982. Pada akhir tahun 1981/1982 jumlah ua.ng beredar dan kredit rupiah per-
bankan diperkirakan sebesar Rp 6.801,0 mrlyar dan Rp 9.120,4 milyar. Dalam tahun
798211983 jumlah uang beredar diperkirakan akan bertambah dengan Rp 2.067,o milyar
(30,3 persen) sedangkan kredit rupiah perbankan bertambah dengan Rp l.67g,2 milyar
(18,4 persen). Dengan demikian posisi jumlah uang beredar dan kedit rupiah perbankan
pada akhir tahun 1982/1983 diperkirakan mencapai jumlah Rp 8.862,0 milyar dan
Rp 10.798,6 milyar.
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BAB V I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

6,1, Pendahuluan

Pembangunan nasional yang d aksanakan sejak r969/L9To hingga kini telah men-
jabarkan kehendak rakyal ss5u1i dengan tahap pembangunar dan dalam batas-batas yans
tidak melampaui kesanggupan bangsa. Dalam hubungan ini pelaksanaan npslJ vans
merupakur bagm y-g tat< terpisalrkan dari pemba4gunan nasional, telah diabdikan keoadl
kehendak dan kepentingan ralcyat, sebagaimana rercermin daram GBHN, agar tidak me-
nyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Kebijaksanaan ApBN diarahkan untuk men-
dukung pelaksanaan pembangunan yang d aksanakan secara berencana. bertahap dan
berdasarkan skala prioritas agar sekarigus menyerasikan pemerataan, pertumbuhan dan
kestabilan, Dalam kaitan ini pemerataan, sebagai unsur utama dalam kepaduan Trilogr
Pembangunan, makin diusahakan agar menjadi dasar bagi kebijaksanaan y"ng -eny.t,r-i.

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan maryarakat maka pembangunan
ekonomi adalah merupakan salah satu jalan pemecahannya, tetapi bersamaan derrgan itu
dtsad'an bahwa pemba-ngunan ekonorni tidak bisa dilaksanakan secara rersendiri dan terisolir.
Karena itu daiam pembangunan ekonomi harus dimungkinkan agar sekarigus dijamin pe-
merataan pembangunan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam menerima kembali
hasil-hasil pembangunan. segala dana, tenaga dan daya masyarakat yang turut terribat
da.lam gerakan besar pembu,gunan diarahkan untuk menciptakan keadilan sosiar menuiu
masyarakat yang adil daa makmur.

Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan maka berbagai kebijaksanaan
diarahkan untuk menghasilkan keseimbangan yang berkembang secara serasi ai berbagai
bidang sebagai hasil proses saling mempengaruhi di antara kebijaksanaan anggaran p.rrd"p"at-
an dan belanja negara, kebijaksanaan perdagangan, kebijaksanaan ba'tuan, kebijaks-aan
harga dan kebijaksanaan investasi serta kebijaksanaan lain, Hasil kebijaksanaan p".o"o"r,
telah mulai terasa dar diharapkan bahwa pengaruhnva terhadap pengembangan keadilan
sosial akan lebih berarti dalam tahapan pembangunan berikutnya. Hasil 

-pelaksanaan

PELITA I dan lI serta REpELITA IrI yang kini sedang dilaksanakan telah menumbuhkan
mekanisme pembangunan yalg semakin meluas. posisi cadangan devisa, jumlah dana pem_
bangunan yang dapat dihimpun semakin besar, sehingga terbuka kemungkinan rebih ruas
memberi isi pada dimensi pembangunan yang semakin beraneka_ragam.

Peranan penerimaan dalam negeri untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangun_
an selama ini telah menunjukkan has yang positip, jika dilihat dari peningkatan penerimL

t ) 2
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dalam negeri dari tahun ke uhun selama pembangunan. Kalau pada permulaan pembangun-
Ln 7969/7970 penerimaan dalam negeri baru berjumlah Rp 243,7 milyar maka lima tahun
berikumya yaitu dalam tahun I974/7975 sebagai tahun pertarta PELITA II telah meningkar
menjadi Rp 1.753,7milyar. Selanjutrya sepuluh tahun kemudian yairu dalam tahun
1979lf980 jumlah penerimaar tersebut telah menjadi Rp 6.696,8 milyar. Dua belas tahun
kemudian yaitu dalam tahun ketiga pelaksanaan REPELITA III, penerimaan dalam negeri
tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp 12.274,4 milyar. Hal ini berarti bahwa bila
dibandingkan dengan penerimaan pada awal pembangunan 12 tahun yang lalu, maka telah
meningkat menjadi 50 kali lebih.

Dengan meningkamya penerimaan dalam negeri tersebut, baik dari pajak langsung
maupun dari pajak tidak langsung, disertai dengan penghematan, pengendalian dan alokasi
berdasarkan prioritas dalam pengeluaran rutin maka tercapai pula peningkatan kemampuan
negara untuk membentuk atau menciptakan tabungan Pemerintah sebagai slmber.dana
untuk pembiayaan pembangunan yang mengimbangi tuntutan pembangunan dengan laju
perrumbuhan yang tinggi.

Tabungan Pemerintah tahun demi tahun rerus berhasil ditingkatkan sehingga peran-
an tabungan tenebut dalam pembiayaan pembangunan semakin bertambah. Kalau dalam
permulaan pembangunan tahun 7969/197 0 tabungan Pemerintah baru berjumlah Rp 27 ,2
milyar maka sepuluh tahun kemudian yaitu dalarn rah:un 1979/1980 telah berhasil ditingkat-
kan menjadi Rp 2,63 5,0 milyar atau menjadi hampir sebesar 97 kali. Selanjutnya dalam
tahun 1981/1982 direncanakan akan mencapai sebesar Rp 4.773,3 mlyar. Hal ini berarti
kenaikan I74 kili lebih bila dibandingkan dengan tabungan Pemerintah dalam tahun
7969/r97 0.

Sejalan dengan kebijaksanaan penerimaan dalam negeri maka kebijaksanaan
pengeluaran rutin yang merupakan bagian yang sangat strategis dalam kebijaksanaar pem-
bangunan nasional, diarahkan pula untuk rnendukung Trilogi Pembangunan dan mewujud-
kan delapan jalur pemerataan. Kebijaksanaan pengel'raran rutin scnantiasa diarahkan untuk
meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, pemeliharaan
dan penggunaan kekayaan keuangan negara sebaik-baiknya, menstabilkan harga bcberapa
jenis barang kebutuhan pokok dan membantu meningkatkan tabungan Pemerintah.

Tahun demi tahun kenaikan pengeluaran rutin tidak dapat dihindari sebagai akibat
dari semakin meningkamya kegiatan Pemerintah unruk mengelola hasil-hasil pembangunan
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yarg semakin meningkat aspirasinya. Keada-
an yang demikian tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pengeluaran rutin yang dianut
selama ini, karena disadari bahwa tidak mungkin dilaksanakan peningkatan pembangunan
tanpa diimbangi oleh pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Akan tetapi prinsip
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Tabe l  V l .  1

PERBANDINGAN TABUNGAN PEMERINTAH DAN BANTUAN LUARNEGERI
TERHADAP ANGGARAN PEMBANGUNAN, 1969/1970 _ rg82trg83

Dibiayai oleh

Tahun angaran Anggaran pembangunanl)
( milyar rupiah )

Tabungan
Pemerintah

( o / o )

Bantuan
luar negeri

(Vo )

PELITA I

7969tr970
1.97 0t197 7
1971/ 197 2
7972/797 3
t97 3/ r97 4

PELITA II

797 4/797 5
797 5 /797 6
797 6/ 1977
1977  / t 97 I
197 8/r97 9

PELITA III

t979/1980
1980/1981

798r/1982 2)

7982/798331

718,2
176,8
274,4
310,  3
+58,3

969,6
7.400,9

2.060,0
?  1 < O  O

2.557,9

4.016,r
5.920,8
6.399,2
8.605,8

23 ,O

3r,9
36 ,8
49,7

77,0

68,r
63 ,2
50,9
44,5

) 7  0

35,1
38,0
3 5,8
+0,5

34,4
1 1 7

) 1  4

7 1  \

t  o , l

64,9
62,0
A L J

o ) , o

7+,8
74,6

78,5

l) Termasuk saldo anggaran lebih
2 )  A P B N
3 )  R A P B N
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pendayegunaan yang maksimal tetap dipegang teguh dalam penentuan prioritas alokasi

pengeluaran rutin. Dengan tetap berpegang pada prinsip penghematan dan kemampuan

k.u*g- negara, pengeluaran rutin yang dalam uhun 1969/7970ban berjumlah Rp 2f6'5

milyar, sepuluh tahun kemudian yaitu dalam tahun 1979t1980 rclah meningkat menjadi

Rp 4.061,8 milyar. Kemudian dalam tahun l98lll982 pengeluaran rutin tersebut diperkira'

kan akan mencapai Rp 7.50r,1 milyar. Hal ini berarti bila dibandingkan dengan pengeluaran

rutin dalem awal pembangunan dua belas uhun yeng lalu, maka telah meningkat hampir

menjadi 35 kali lipat.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dana yang digunakan untuk membiayai

harus diutamakan yang bersumber dad dalam negeri baik yang dihimpun Pemerintah mau'

pun masyarakat. Dalam hubungan ini peranan partisipasi modal luar negeri dan bantuan

iu", ,.,egeri hanya sebagai pelengkap, peranan bantuan Iuar negeri sebagai pelengkap terlihat

dari peranannya yang semakin berkurang. Kalau dalam ttfutn 7969/7970 peranan bantuan

luar negeri terhadap dana pembanguna.n adalah sebesar 77,0 persen, maka dalam tahun

1973ng74 peranannya relah menurun menjadi's4,5 persen dan dalam tahun 7987/1982

berdasarkan APBN permannya turun lagi menjadi 25,4 persen.

Dimensi pembangunan yang dilaksanakan tahun demi tahun semakin beraneka-

ragam, dalam hubungan ini biaya yang dibutuhkan untuk membiayainya juga semakin

meningkat. Kalau dalam permulaan pembangunan yakni tahun 196917970, pengeluaran

pembangunan baru berjumlah Rp 118,2 milyar maka dengan semakin meningkamya ke-

mampuan keuangan negara, pengeluaran tefsebut telah dapat ditingkatlan menjadi

Rp 2.555,6 milyar dalam ta\',n 1978/ 1979. Kemudian berdasarkan angka APBN, pengeluar-

an pembangunan dalam tahun sngga.ran lgBL/1982 berjumlah Rp 6'399,2 milyar' Hal

ini berarti meningkat menjadi 54 kali lebih, bila dibandingkan dengan pengeluaran pem-

bangunan dalam ta}un 196917970'

Untuk uhun anggaran lg82llg83 peningkaun penerimaan dari sumber minyak

tidak akan selaju tahun-tahun sebelumnya pada saat harga minyak melonjak tinggi. Ber-

kenaan dengan ha] tersebut maka usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam

negeri dari sumber di luar minyak baik pajak maupun bea dan cukai serta penerimaan

bukan paja.k harus lebih sungguh*ungguh, agar peningkatan pembangunan dapat diper'

tahankan.

Berdasarkan realisasi penerimaan negaxa dalam semester I tahun 1981/1982, serta

memperhitungkan keadaan ekonomi dunia yang masih lezu serta kemungkinan tidak me-

ningkamya harga minyak maka APBN lg82ll983 direncanakan berimbang pada tingkat

sebesar Rp 15.607,3 milyar. Bila diburdingkan dengan APBN 198117982 maka terdapat

kenaiken sebesar Rp 1.707,0 milysr atau 12,3 persen'
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6.2. Pelaksanaan APBN 1981/1982

6.2.1. Ringkasan

Dalam APBN 7981/7982 telah digariskan bahwa tabungan Pemerintah harus di-
tingkatkan agar tersedia dana yang cukup memadai untuk membiayai proyek-proyek
pembangunan yarg dilaksanakan. Tujuan tersebut akan di*ujudkan melalui peningkatan
penerimaan dalam negeri dan pengendaliar serta penghematan pengeluaran rutin.
Di samping untuk meningkatkan tabungan Pemerintah, kebijaksanaan anggaran diarahkan
pula unmk mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam rangka meutjudkan Trilogi Pembangunan.
Untuk itu kebijaksanaan fiskal dituntut untuk dapat menggairahkan tabungan dan investasi,
dan juga pada saat bersamaan menciptakan lapangan kerja serta mencegah melonjaknya
harga-harga. Kesemuanya ini merupakan putarar kegiatan berurutan yaitu peningkatan
pendapatan yang disusul oleh peningkatan penerimaan pajak diikuti oleh peningkatan
kesejahteraa-n rakyat banyak dengan makin besarnya kemampuan keuangan negara.

Dalam semester | - 1981/7982 telah dapat dihimpun penerimaan dalam negeri
sebesar Rp 5.901,6 milyar, sedangkan pengeluarar rutin adalah sebesar Rp 3.446,1 milyar.
Dengan demikian telah dapat diciptakan tabungan Pemerintah sebesar Rp 2.455,5 mlyar,
yairu telah mencapai 51,4 persen dari yang direncanakan dalam APBN 198l/1982. Ke-
bijaksanaan pembangunan telah menggariskan bahwa sumber*umber penerimaan dalam
negeri harus diutamakan dalam pembiayaan pembangunan. Namun demikian mengingat
luasnya pembangunan yarg harus dilaksanakan serta besarnya dana yang dibutuhkan maka
bantuan luar negeri masih diperlukan sebagai pelengkap unnrk membiayai proyek-proyek
pembangunan, Dalam semester I - 198l/7982 realisasi penerimaan pembangunan yang
berasal dari bantuan luar negeri adalah sebesar Rp 763,8 milyar, yang terdiri dari bantuan
program sebesar Rp 30,9 milyar dan bantuan proyek Rp 732,9 mrlyar.

Danz yang dengan susah payah dapat dihimpun harus digunakan dengan tepat
dar terarah agar tercipta dayaguna yang maksimal. Dalam kaitan ini dana pembangunan
digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang menunjang pertumbuhan
ekonomi yang cepat, mendorong pemerataan dalam pembangunan dan pendapatan serta
melandasi perluasan kesempatar kerja. Tabungan Pemerintah yang dapat dihimpun dalam
semester | - 798L/L982 bersamasama dengan bantuan luar negeri adalah merupakan dana
pembangunan yang dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tersebut.
Dana pembangunan yang telah dapat dihimpun dalam semester | - l98lll982 telah di-
gunakan bagi pembiayaan proyek pembangunan yang dilakukan Departemen/Lembaga
Negara non-Departemen sebesar Rp 7.372,4 milyar, bagi pembiayaan proyek-proyek Inpres
dar pembangunan daerah lainnya sebesar Rp 515,5 milyar serta pembiayaan un k subsidi
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pupuk, penyertaan modal Pemerintah dan pembiayaan lainLain sebesar Rp 498,5 milyar.

Bagian lainnya sebesar Rp 732,9 m'Jyt adalah pembiayaan pembangunan dalam bentuk

bantuan proyek.

6.2.2. Penerimaan dalam negeri

Pembiayaan pembangunan secara bertahap ditekankan pada danadana yang berasal

dari dalam negeri. Dalam hubungan ini usaha peningkatan pencrimaan dalam negeri mem-

punyai arti yang semakin penting dalam rangka lebih menempatkan tabungar Pemerintah

sebagai salah satu sumber keuangan yang utama untuk pembiayaan pemburgunan' Upaya

peningkatan penerimaan dalam negeri yang dikaitkan dengan pembinaan dunia usaha

khususnya golongur ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan

serta ikh tiar untuk menjaga stabilitas harga telah mendorong Pemerintah untuk di satu

pihak meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan di lain pihak memberikan berbagai

insentif perpajakan. Melalui perpaduan kebijaksanaan ini diharapkan dunia usaha dapat

semakin berkembang serta pendapatan masyarakat semakin tinggi yang pada gilirannya

akan memberikan pendapatan bagi negara yang lebih besar' Sebagai hasil proses

perkembangan ini peranan Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pem'

banguna.n haruslah semakin serasi, bergerak seiring dalam rangka mewujudkan masyarakat

yang lebih sejahtera. Dalam rangka menunjang tercaPainya sasaran tetsebut di atas maka

serangkaian usaha dan kebijaksanaan di bidang penerimaan negara pada umumnya dan

penerimaan pajak pada khusumya, telah dilakukan dalam bentuk penyesuaian tarip pajak

antara lain daripada pajak perseroan, Ipeda, cukai tembakau, pajak ekspor, PBDR, serta

penyesuaian harga dasar unruk memungut cukai gula dan bir. Untuk menunjang pertumbuh-

an berbagai industri dan kegiatan di sektot pertanian serta perhubungan maka telah diberi-

kan pula pembebasan sebagian/seluruhnya daripada bca masuk dan pajak penjualan impor

atas bararg-bararrg tertentu yang dipandang dapat menunjang perkembangan sektor{ektor

yang sedang dibine tersebut.

Realisasi penerimaan dalam negcri dalam semester I - 1987/1982 telah mencapai

Rp 5.901,6 milyar yang apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1980/1981,

berarti telah meningkat sebesar Rp 1.175,0 milyar atau 24,9 persen, Penerimaan dalam

negeri dalam semester | - 7987i1982 tersebut terdiri dari Rp 4.879,9 milyar berupa pe-

nerimaan pajak langsung, Rp 848,2 milyar trerupa penerimaan pajak tidak langsung dan

Rp 173,5 milyar berupa penerimaan bukan pajak. Bila dibandingkan dengan realisasi

semester I - 1980/198f, penerimaan pajak iangsung dalam semester | - 198111982 ad'alah

lebih tinggi dengan 28,9 persen, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung dan penerirnaan

bukan pajak juga lebih tinggi dengan 2,7 persen dan 49,4 persen.



Di luar penerimaan dari minyak, rcalisasi penerimaan pajak langsung adalah sebesar

Rp 616,8 milyar, yaitu terdiri dari penerimaan pajak pendapatan sebesar Rp 98,1 milyar,

pajak perseroan sebesar Rp 208,6 milyar, penerimaan MPO sebesar Rp 219,9 mrlyar, Ipeda

sebesar Rp 45,8 milyar, serta penerimaan pajak langsung lainnya sebesar Rp 44,4 milyar'

Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak langsung sargat dipengaruhi oleh perkembangan

dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya serta kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang

pajak langsung pada khususnya. Usaha'usaha meningkatkan penerimaan pajak langsung

terus ditingkatkan antara lain dalam bentuk kebijaksanaan untuk meningkatkan kesadaran

wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam pada iru

penciptaan iklim dunia usaha yang baik juga dilakukan dengan mendorong wajib pajak

agar bersifat lebih terbuka di dalam memberikan laporan keuangan perusahaannya. Dengan

berbagai langkah kebijaksanaan tersebut maka penerimaan pajak langsung dalam semester I'

1g8llIg82 dapat ditingkatkan. Secara terperinci perkembangan penerimaan pajak langsung

dapat diikuti dalam Tabel VI. 3 .

Realisasi pajak pendapatan dalam semester I - 198717982 sebesar Rp 98,1 milyar

tersebut di atas berarti lebih tinggi dengan Rp 25,3 milyar atau 34,8 persen bila diban-

dingkan dengan realisasi semester I tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan yang

direncanakar dalam APBN maka penerimaan tersebut mencapai 47,4 persen. Sebagai-

mana halnya dengan kebijaksanaan talun-L1hun sebelumnya, maka dalam rangka meningkat-

kan pendapatan masyafakat, Pemerintah dalam tahun 1980 telah menurunkan beban

pajak pendapatan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Tarip pajak pendapatan dalam tahun 1981 adalah sama besarnya seperti dalam tahun 1980.

demikian juga dengan batas pendapatan bebas pajak (BPBP). Untuk satu keluarga yang

terdiri dari suami, isteri dan tiga orang anak BPBP di dalam perhitungan pajak adalah

sebesar Rp 840,- ribu, sedangkan sebelumnya untuk tahun 1979 adalah sebesar Rp 582,-

ribu. sebagaimana halnya dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak perseroan

dalam semester I - l98lllg82 juga menunjukkan pcningkatan yang betarti. Apabila di-

bandingkan dengan realisasi smester I - 1980/1981 maka t-eiiihat peningkatan sebesar

Rp 29,4 milyar yaitu dari Rp 179,2 milyar menjadi Rp 208,6 milyar. Bila dibandingkan

dengan yang direncanakan dalam APBN maka berarti telah mencapai 37,4 persen yaitu

selain sebagai hasil usaha penyemPurnaan aparatur perpajakan, juga merupakan Pengaruh

positip dari paket 27 Marct l97g dan pertambahan wajib pajak Penanam modzl yang

telah habis masa bebas pajaknYa.

Realisasi pajat perseroan minyak dalarn semester | - 198l/1982 adalah sebesar

Rp 4.263,L milyar yang berna 49,7 persen dari yang direncanakan dalam AIBN' Biia

dibandingkan dengan penerimaan pajak Perseroan minyak dalam semester I - 1980/1987

maka berarti telah meningkat Rp 1.015,6 milyar atau 31,3 persen. Kenaikan penerimaan
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Tabe l  V I . 3

PENERIIVIAAN DALAM NEGERI, SEMESTER I
( dalarn milyar rupiah

1980/1981 DAN r98t11982

)

Jenis penerimaan 1980/r981 tgSrngS2rl
Kenaikan

(Vo  \

I. Pajak langsung

1. Pajak pendapatan

2. Pajak perseroan

3. Pajak perseroan minyak

4 .MPO

5. I  p  e  d  a

6. Lain-lain

Pajak tidak langsung

1. Pajak penjualan

2. Pajak penjualan impor

3 .  C  u  k  a  i

4. Bea masuk

5. Pajak ekspor

6. Lain -lain

III. Penerimaan bukan pajak

3.784,5

72,8

179,2

1.247,5

202,+

45,6

37,O

826,0

1t9,4

92,6

210,0

212,9

178,3

12,8

rr6,l

4.879,9

98 ,1

208,6

4 .263 ,1

2r9,9

45,8
44,+

848,2

146,7

110 ,4

250,7

249,4

75 ,9

76,3

173,5

28,9

34,8

16,+
? 1  ?

8,6

0,4

20,o

2 ,7

22,4

19,2

t9,l

t7 , l
- 57,4

27,3

49,4

Jum lah 4.726,6 5.9Or,6 24,9

l) AnEka smenwa
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PENERIMAAN DALIIM NEGERI, I9AOII98I - I987II9A2
( dslam milyar rupidt )
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APBN Reolisari
ScE€ster I

l9E0i l98l

APBN Realisasi
Scmcst€r I

198r/1982
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rni terutana disebabkan karena kenaikan harga ekspor minyak mentah Indonesia di pasaran
dunia internasional dari rara-rata us $ 31,50 pada bulan Mei 19g0 meniadi tata-rata
US $ 3 5 ,00 senap barelnya pada bulan Januari 1981.

Dalam APBN lg9l/1982 penerimaan MpO direncanakan sebesar Rp 512,6 milyar,
sedangkarr penerimaan MPO selama semcster 1 - lggl/lgSZ adalah sebesar Rp 219,9 milyar
yang berarti telah mencapai 42,9 persen dari yang direncanakan. B a dibandingkan dengan
realisasi semestcr I tahun seberumnya maka terlihat adanya peningkat"n s.beiar np ri,s
niilyar atau 8,6 perscn. Peningkatan ini antara lain disebabkan senakin meninskamva
pelaksanaur pembangunan sehingga meningkatkan penerimaan MpO dari p.r,"iun""n_
perusahaan pemborong serta adanya pcngawasan yang semakin intensif dalam pemungutan
pajaknya. Sementara itu realisasi penerim:ran iuran pembangunan daerah (Ipeda) Jalam
serDester I - 1981/1982 adarah sebesar Rp 45,g milyar yang berarti terah mencapai 52,3
persen dari yang dircncanakan dalam ApBN. Bila dibandingkan dengan realisasi semester I -
1980/1981 yang besarnya Rp 45,6 milyar maka berarti terah terjadi peningkatan sebesar
Rp 0,2 milyar atau 0,4 pcrsen. Meningkamya penerimaan ini terutama bcrup-a peningkatan
pene'maan Ipeda dari sektor perkotaan dan pertambangan sebagai akibat daripada per-
kembangan daerah perkota.an dan ke$atan pefiambangan, Dalam pada itu untuk men-
dukung perkembangan penerimaan lpeda, dalam pclaksanaan pengenaan rpeda telah diambir
Iangkah kebijaksanaar menyederhanakan ratacara krasifikasi dan pentaripan, baik untuk
rnemudahkan administrasi pemungutannya maupun untuk merataka' distribusi bebar,
pajaknya. Penerimaan lain'lain pajak langsung yang terdiri dari pencrimaan pajak kekayaan,
pajak atas lrunga, dividen dan royalty (pBDR) serta penerimaan pajak langsung rainnya
dalam semester I - rggT/rgsz adalah sebesar Rp 44,4 milyar yang bcrarti +s,o persen aari
APBN BiIa dibandingkan dengan realisasi semestcr I tahu. sebelunrny" be.".ti telah me-
ningkat dengar Rp 7,4 milyar atau 20,0 persen.

Seperti halnya pajak langsung maka pajak tidak langsung juga selalu diusahakan
peningkatannya. Dengan berbagd usaha yang telah dilakukan maka rcainasi penerimaan
pajak tidak langsung sclama semesrer | - lggT/lgg} dapar n;cncapai Rp g4g,2 milyar,
yang bcrarti 42,1 persen dari yang direncanakan dalam rrpBN lggr/rggz, ztar Rp 22,2
milvar ( 2,7 persen ) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak ndak
langsung dalam semester | - )-g9o/1gg7. penerimaan pajak tidak rangsung daramsemester I-
1981/1982 sebesar Rp 848,2 mt)yu tersebur terdiri dan pajak penjualan, pajak penjualan
impor, cukai, bea masuk, pajak ekspor dan pajak tidak langsung lainnya masing_masing
sebesar Rp 146,1 milyar, Rp 110,4 milyar, Rp 250,1 nilyar, Rp 249,4 milyar, Rp 75,9
milyar dan Rp 16,3 milyar.

Penerimaan pajak penjualan yang berhasil dihimpun dalam semester I _ Tgll,llggz
tersebut di atas adalah 'r9,7 persen dari yang direncanakan daram AIBN 19g1/19g2. Bila
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dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya maka jumlah

tersebut adalah Rp 26,7 mllyar ztau 22,4 persen Iebih tinggi Sejalan dengan kebijaksanaan

tahun-tahun sebelumnya, kebijaksanaan tarip pajak penjualan tetap diarahkan pada pe-

ngenaan yang Iebih ringan terhadap barang konsumsi yang esensial bila dibandingkan dengan

barang konsumsi yang bersifat mewah. Di samping itu dalam rangka mendorong perkem'

bangan industri dalam negeri terutama yang banyak menyeraP tenaga kerja, penurunan

tarip pajak penjualan atas cengkeh, gagang cengkeh dan tembakau dari 5 persen menjadi

2,5 persen telah diperpanjang lagi masa berlakunya yaitu sampai dengan bulan Juni 1982.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan pajak penjualan, kebijaksanaan di bidang bea

masuk dan pajak penjualan impor di samping untuk meningkatkan penerimaan negara
juga diarahkan untuk mendorong kemajuan industri dalam negeri. Untuk mcncapai hal itu

maka dalam pelaksanaan tahun anggaran 7981/1982 Pemerintah telah memberikan ke-

ringanan berupa pembebasan sebagian atau peninjauan kembali tarip bea masuk dan pajak

penjualan impor atas beberapa jenis bahan baku dan barang tertentu. Dengan berbagai

usaha dan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan maka realisasi penerimaan bea masuk

dan pajak penjualan impor dalam sem€ster I - 198l/7982 masing-masing dapat mencapai

Rp 249,4 milyar dan Rp 110,4 milyar ztau 46,3 persen dan 49,6 persen dari yang direncana-

kan dalam APBN 1981/1982. Apabila dibandingkan dengan penerimaan semester I -

1980/1981, penerimaan bea masuk dan pajak penjualan impor tersebut masing-masing

lebih tinggi dengan Rp 36,5 milyar dan Rp 17,8 milyar atau 17,1 persen dan 19,2 persen'

Sementara itu penerimaan cukai selama semester | - 198l/7982 adalah sebesar

Rp 250,i milyar yang berarti mencapai 45,2 persen dari yang dianggarkan dalam tahun

198l/1982. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 40,1 milyar atau 19,1

persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai selama semester I' 1980/1981

Dalam rangka membantu perkembangan industri rokok dan hasil tembakau dalam negeri,

terutama bagi produsen yang tergolong lemah. maka telah ditetapkan tarip yang disesuaikan

dengan jumlah produksi. Selain daripada itu, untuk perluasan kesempatan kerja dalam

industri rokok kretek telah diambil kebijaksanaan untuk lebih mengutamakalr perusahaan-

perusahaan rokok yang bersifat padat karya. Selanjutnya untuk membantu pertumbuhan

produksi dan pemasaran sigaret klembak menyan maka telah ditetapkan pembebasan

sebagian cukai sigaret k.lembak menyan.

Dalam semester I - 1987/1982 realisasi penerimaan pajak ekspor adalah sebesar

Rp 75,9 milyar atau 19,9 persen dari yang dianggarkan. Bila dibandingkan dengan realisasi

semester I tahun sebelumnya, jumlah tersebut adalah Rp 102,4 milyar atau 57,4 persen

lebih rendah yang disebabkan antara lain adanya kebijaksanaan pembatasan ekspor kayu
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gelondongan dalam rangka penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan kay'u di
dalam negeri. Di samping itu menurunnya harga beberapa komoditi ekspor terpenring
di pasar dunla juga berpengaruh terhadap ekspor dan penerimaan pajak ekspor. Merosotnya
harga di pasar dunia tersebut secara langsung, telah menurunkan tarip pajak ekspor tam.
bahan (PET) menjadi nol persen daripada beberapa komoditi terrcntu seperti misalnya
kopra, kopi dan lain sebagainya. Sepeni diketahui, besarnya pajak ekspor tambahan di
tetapkan dengan dasar perkembangan harga di pasar dunia. Dengan demikian penerimaan
pajak ekspor dalam semester | - TgBl/19BZ dengan sendirinya juga ikut menurun.

Penerimaan pajak tidak langsung lainnya yang terdiri dari bea meterai, bea lelang
dan lain'lain selama semester | - rgSl/7982 adalah sebesar Rp 16,3 milyar, yang berarti
mencapai 58,6 persen dari yang direncanakan semula. Bila jumlah tersebut dibandingkan
dengan penerimaan pajak tidak langsung lainnya dalam semester I - 19g0/19g1, telah
terjadi peningkatan sebesar Rp 3,5 milyar atau 27,3 persen.

Penerimaan bukan pajak antara lain terdiri dari berbagai jenis penerimaan yang
diterima melalui Departemen/Lembaga Negara non-Departemen, bagian pemerintah
atas laba perusahaan-perusahaan negara serta bank-bank Pemerintah dan lain sebagainya.
selama semestet | - 7987/1982 telah berhasil dikumpulkan penerimaan bukan pajak sebesar
Rp 173,5 rnilyar yang berari 79,7 persen dari yang direncanakan tahun L931119g}.
Penerimaan bukan pajak dalam semesrer | - rg9r/7g\z tersebut adalah Rp 57,4 milyar
lebih tinggi daripada penerimaan bukan pajak dalam periode yang sama tahun sebelumnya.
Berbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan penerimaan bukan pajak antara
lain berupa penyempurnaan administrasi, penertiban setoran, intensifikasi pungutan serta
peningkatan pengawasannya.

Dilihat secara sektoral, realisasi penerimaan di dap sektor, kecuaJi sektor ekspor,
dalam semester r - 1987/7982 menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan semester I -
1980/7987. Dalam hubungan ini sektor u sah a/perdagangan , sektor impor, sektor minyak
dan sektor penerimaar bukan pajak dalam semester | - lggT/Ig8Z masing-masing meningkat
17,1 persen, 17,8 persen,31,3 persen dan 4g,4 persen bila dibandingkan dengan semester I -
1980/1981. Peningkatan tersebut adalah sejalan dengan perkembangan ekonomi
umumnya. Perkembangan penerimaan dalam negeri menurut sektor dapat dilihat
Tabel VI. 4.

6.2.3. Penerimaan pembangunan

Pada dasarnya pembiayaan pembangunan secara bertahap ditekankan pada pem-
biayaan dengan danadana yang bersumber dari dalam negeri. Kebijaksanaan ini dimaksud-
kan untuk mengurangi ketergantungan negara dari bantuan luar negeri dalam melaksanakan

pada

pada
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Tabe l  V I . 4

PENERIMAAN DALAM NEGERI MENURUT SEKTOR,

SEMESTER I 1980/1981 DAN 1981/1982

( dalam milYar ruPiah )

Sektor / jenis Penerimaan t980t198r lgSL/1982tl
Kenaikan

( o/, ,

I. Sekror usaha/Perdagangan

a. Pajak pendaPatan

b. Pajak perseroan
-c .MPO

d.Cuka i
e. Pajak penjualan

f .  I peda

g. Lain{ain

II. Sektor imPor

a. Bea masuk

b. Pajak Penjualan imPor

III. Sektor eksPor

Pajak eksPor

IV. Sektor minYak

Pajak perseroan minYak

V. Penerimaan bukan Pajak

879,2

72,8
t79,2
202,+
210,o
r19,4

+f  ,o

+9,8

305 ,5

212,9

92,6

178,3

178,3

3.247,5

3.2+7,5

116,1

t.o29,3

98,1
2o8,6
219,9
25O,1
146,1

45,8
60,7

359,8

2+9,4
1r0,4

7  5 ,9
7 (  O

4.263,r

+.263,r

173,5

t7, r
34,8
76,+
8,6

79,r
,r1 L

o,4
?1,9

17,8

19,2

- 57,+

-  J l , +

31,3
l l  I

49,+

Jum lah 4.726,6

1) Angka s€m€ntara
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pembargunan, sehingga asas kepercayaan pada diri sendiri seperti yang telah digariskan
dalam GBHN akhirnya dapat diwujudkan. Namun demikian, sesuai dengan laju pembangun.
an yang demikian cepamya maka kebijaksanaan pembiayaan dalam REpELITA III masih
mengikutsertakan bantuan hrar negeri sebagai pelengkap dalam pembiayaan proyek-proyek
pembangunan. Bantuan-bantuan luar negeri yang diterima sejak masa rehabilitasi sampai
dengan tahun ketiga REPELITA III yang kini sedang dilaksanakan, telah digunakan untuk
mengembangkan kemampuan ekonomi nasional agar pada akhirnya bisa hidup dengan
kemampuan sendiri. Bantuan luar negeri yang diterima di samping didasari oleh tujuan
pembangunan, juga didasari oleh semakin besarnya kemampuan membayar kembali dari
hasil pembangunan ekonomi yang dicapai selama ini,

Dalam APBN 1981/1982 direncanakan penerimaan pembangunan sebesar
Rp 1.625,9 milyar yang terdiri dari bantuan proyek sebesar Rp 1.561,1 milyar dan banruan
program sebesar Rp 64,8 milyar. Selama semester I - 1987/1982, realisasi penerimaan
pembangurian telah mencapai Rp 763,8 milyar yang terdiri dari bantuan proyek sebesar
Rp 732,9 milyar, termaruk hasil penjualan obligasi RI di Jepang sebesar Rp 29,3 milyar, dan
bantuan program sebesar Rp 30,9 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan
pembaagunan semester | - 1980/7981 maka berarti terjadi kenaikan sebesar 2,4 persen
dalam bantuan proyek dan kenaikan sebesar 18,4 persen dalam bantuan program.

6.2.4. Pengeluaran rutin

Dalam pelaksanaan APBN 798117982 kebijaksanaan pengeluaran rutin yang di-
gariskan tetap berdasarkan kepada Trilogi Pernbangunan yaitu pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang

sehat dan dinamis, dengan memberikan tekanan yang lebih menonjol pada segi pemerataan.

Sebagai akibat pelaksanaan daripada kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, khususrrya di bidang pendidikan dan kesehatan, maka jumlah guruguru SD,
tenaga medis serta tenaga perawat di Puskesmas senantiasa harus ditingkatkan. Sedangkan
untuk menunjang usaha pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, Pemerintah telah
mengambil kebijaksanazn untuk mengutamakan belanja barang melalui pembelian barang-
bara-ng produksi da.lam negeri dari pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha
setempat. Untuk lebih memperlancar pembiayaan, baik melalui anggafin rutin mauPun

melalui anggaran pembangunan, maka secara terus menerus telah dilakukan penyemPur-

naan atas tztz. cal€ pembiayaannya dalam Keppres tentang Pedoman Pelaksanaan APBN'

Dengan Keppres Nomor 18 tahun 1981, sebagai penyempurnaan Keppres Nomor 14 A

tahun 1980, pelaksanaan APBN lebih betorientasi pada golongan ekonomi lemah di da-

lam pengadaan dan pembelian barang-barang Pemerintah.
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Berdasarkan arah kebijaksanaan pengeluaran rutin tersebut maka realisasi pengeluar'

an rutin dalam semesrer | - 198717982 diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar

Rp 3.446,1 milyar yang berarti mencapai 45,9 persen dari APBN l98l/I982. Jumlah ter.

sebut menunjukkan Rp 794,1 milyar atau 29,9 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan

realisasi pengeluaran rutin dalam semester I - 1980/1981. Jumlah perkiraan realisasi penge-

luaran rutin semestef | - lgSl/7982 tetsebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1 141'6

milyar, belanja barang sebesar Rp 390,7 milyar, subsidi daerah otonom sebesar Rp 602,4

mi.lyar, bunga dan cicilan hutarg sebesax Rp 382,0 milyar dan lain-lain pengeluaran mtin

sebesar Rp 929,4 mrlyar. Perincian rea.lisasi pengeluaran rutin semester I tahun l98l/1982

yang dibandingkan dengan semester I - 1980/1981 dapat dilihat pada Tab€l vI. 5 dan

Grafik VI. 4.

Sejalan dengur peningkatan mutu dan jumlah pelayanan Pemerintah kepada masya'

rakat, telah dilaksanakan berbagai usaha untuk memperbaiki tata kerja dan disiplin pegawai

negeri yang disertai pula dengan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap,

Usaha tersebut antara lain t€rcelmin dari kebijaksanaan Pemerintah dzlam tahun L98l/7982

yang telah menaikkan gaji pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan, penyesuaian perhitung-

a.n honorarium, uang lembur dan besarnya tunjangan luar negeri untuk pegawai yang ber-

rugas di luar negeri. Dalam semester I - 1987/1982 realisasi belanja pegawai mencapai

jumlah sebesar R p |.74I,6 milyar atau 47,3 persen dari rencananya dalam APBN 7987/L982

Jumlah tersebut berarri Rp 254,1 milyar lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi

belanja.pegawai dalam semester I - 1980/1981 yang terutama disebabkan adanya perbaikan

penghasilan pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan, kenaikan dalam perhitungan tun.jang-

al beras dan uang makan/lauk pauk serta penyesuaian uang lembur dan tunjangan luar

negeri untuk pegawai di luar negeri.

Dalam semester | - lgSl/1982 realisasi pembayaran gaji dan pensiun adalah sebesar

Rp 855,9 milyar atau 49,1 persen dari anggarannya. Besarnya realisasi tersebut antafa lain

sejalan dengan peningkatan besarnya runjangan pelbaikan penghasilan (TPP) pegawai

negeri sipil/ABRI serta pensiunan. Selanjumya realisasi tunjangan beras dan uang makan/

lauk pauk selama semester | - lg87/1982 masing-masing mencapai jumlah sebesar Rp 99,8

milyar dan Rp 117,3 milyar, Adapun realisasi lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan

belanja pegawai luar negeri dalam semesrer I - 7987/1982 masing-masing mencapai jumlah

sebesar Rp 45,8 milyar dan Rp 22,8 milyar. Tunjangan beras bagi pegawai negeri sipil/ABRI

dan pensiunan dalam semester | - 198711982 tersebut telah disesuaikan dengan harga beras

yang berlaku di pasaran yaitu diperhitungkan sebesar Rp 220,- perkilogram yang meningkat-

kan pula besarnya uang makan/lauk pauk. Lain{ain belanja pegawai dalam negeri dalam

semester | - lgSl/7982 yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya terutama disebabkan

dimasukkannya pembayaran gaji bagi pegawai PJKA dan karena adanya peningkatan dalam
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Tabe l  V I . 5

PENGELUARAN RUTIN, SEMESTER I 1980/198r K,I98I/I982
( dalam milyar rupiah )

Jenis pengeluaran 1980/r981 rggu1982 rl
Kenaikan

1. Belanja pegawai

a. tunjangan beras

b. gaji dan pensiun

c. biaya makan ( lauk pauk )
d. lain"lain belanja pegawai dalam ncgeri

e, belanja pegawai luar negeri

2. Belanja brrang

a. dalam negeri

b. luar negeri

3. Subsidi daerah otonom

a. lrian Jaya

b. daerah otonom lainnya

4. Bungo dan cicilan hutang

a, dallm negeri

b. luar negeri

5. Lain - tain

887,5

9r,6
662,6

q 4 <

20,4

18,4

266,5

25r,1

15,4

7 7 , 4

510,2

358,0

5,9

352,7

672,4

7.141,6

99,A

85 5,9
r 1 7 , 3

4 5 8

22,8

390,7

375,1

r ) , o

602,4

20,2

382,O

8,4

1 7 7  A

929,4

24,6

8 ,9
2 4 ,

24,r
724,5

? l  o

46,6

49,4

14,2

' t 4 l

6,7

42,4

o , l

5 1 , 8

t.446,r 29,9
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PENGELUARAN RUTIN, 1980/1981 - 196111982
( dolun milyar rupiatt )

t 7 l

I 
Bun8a dan cicitsn hutans

! reunia tara.nc

! B"l'rri" p"B"n ri

semetter I
r 98 l / 1982
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perhitungan honorarium dan uang lembur, sedangkan peningkatan belanja pegawai luar
negeri disebabkm karena penyesuaian besarnya tunjangan pegawai di luar negeri, di samping
tambahan biaya sehubungan dengan dibukanya perwakilan baru di luar negeri.

Dalam rangka menunjang usaha pemerataan di dalam memperoleh kesempatan kerja
dan berusaha bagi golonga.n ekonomi lemah, pelaksanaan belanja barang dalam tahun
1981/1982 semakin diarahkan pada pembelian barang-barang hasil produksi dalam negeri.
Sejalan dengan itu, Keppres Nomor 14 tahun 1979 yang disempurnakan dengan Keppres
Nomor 14A tahun 1980 telah disempurnakan lagi dengan Keppres Nomor 18 tahun 1981.
Penyempurnaan peraturan tersebut diharapkan dapat lebih menciptakan kesempatan kerja
dan berusaha bagi golongan ekonomi lemah dengan jalan lebih mengikutsertakan mereka
dalam pembangunan proyekproyek Pemerintah. Realisasi belanja barang dalam semester I -

7981/7982 diperkirakan sebesar Rp 39Q,7 milyat, yang terdiri dari Rp 375,1 milyar untuk
belanja barang dalam negeri dan Rp 15,6 milyar untuk belanja barang luar negeri. Jumlah-
jumlah tersebut lebih tinggi daripada realisasinya dalam semester I - 1980/1981 sejalan
dengur makin banyaknya proyek-proyek yatg telah dapat diselesaikan yang memerlukan
biaya operasi dar pemeliharaan yang lebih besar pula.

Usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan pensiunan tidak hanya dituju.
kan kepada pegawai negeri pusat melainkan berlaku juga bagi pegawai daerah otonom.
Oleh karena itu sejalan dengan kenaikan belanja pegawai maka subsidi daerah otonom
senantiasa menunjukkan peningkatan pula setiap tahunnya. Di samping itu subsidi daerah
otonom juga berhubungan erat dengan usaha pemerataan kesempatan memperoleh pen-
didikur dan pelayanan kesehatan. HaI ini tercermin dalam kenaikan pengeluaran subsidi
daerah otonom untuk gaji, honorarium dan tunjangan beras guru sekolah dasar Inpres,
tenaga p€rawat serta tenaga medis Puskesmas. Selain daripada itu sejak tahun 1980/1981
subsidi daerah otonom telah menampung pula gaji lurah dan perangkatnya di samping
tunjangan pamong desa di daerah yang pendapatannya rendah. Dalam semester l-I98L/7982
realisasi subsidi daerah otonom diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 602,4 milyar
yang berarti 49,8 persen dari anggarannya dalam APBN 7987/7982. Subsidi daerah otonom
sejumlah itu dialokasikan kepada Irian Jaya sebesar Rp 20,2 milyar, Timor Timur sebesar
Rp 4,8 milyar dan kepada daerah lainnya sebesar Rp 577,4 mlyu. Bila dibandingkan de-
ngan realisasi subsidi daerah otonom semester I - 1980/1981, jumlah tersebut menunjukkan
kenaikan sebesax Rp 74,8 milyar auu 14,2 persen.

Realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam semester 1 - l98ll7g82 dt-
perkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 382,0 milyar atau 39,6 persen dari rencananya
dalam APBN 7987/L982. Jumlah tersebut terdiri dari pembaya"ran bunga dan cicilan hutang
dalam negeri sebesar Rp 8,4 milyar serta pembayarafl bunga dan cicilan huang luar negeri
sebesar Rp 373 ,6 mrJyat, Jika dibandingkan dengan realisasi dalam semester I - 1980/1981



jumlah-jumlah tersebut

dan Rp 21,5 milYar '
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masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar Rp 2'5 mtlyar

D:rlam semester I 1981/1982 lain"lain pengeluaran rutin diperkirakan sebesar

Rp 929,4 milyar, atau 48,4 persen dari anggarannya' yang berarti 
::Tl*: ::tj:"i

np I rZ,O milyar atau 51,8 persen bila dibandingkan dengan semester I 
Tt:1::11 i:Ti":

,"b"ru np gig I mrty^t tersebut terdiri dari biaYa untuk-persiapan Pemilu t*::T *l't^i:l

milyar, subsiai pangan sebesar Rp 118,6 milyar, subsidi bahan.bakat 
TTT: ::::':j

Xp lZO,l.ilyrt, ,ert" pengeluaran untuk biaya surat menyurat' giro pos' bebas porto dan

lainJainnya sebesu RP 2,9 milyar,

6.2.5. Tabungan Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan tabungan Pemerintah untuk pembiayaan

pembangunan nasional, Pemerintah ,tn*ti"" berusaha menggali serta meningkatkan

.u-b.riu.b., dana yang berasal dari dalam negeri' Usaha ini terus dilakukan sejak pelak-

sanaan REPELITA I hingga sekarang dimana setiap tahun nampak jumlah tabungan Peme-

rintah makin memegang peranan p-e"ti"g dalam pembiayaan pembangunan atas proyek-

proyek pembangun*. H"f ini berkat berhasilnya usahatsaha peningkatan penerrmaan

i"1rrn n.g.r; dan penghematan serta p€nga'rahan dalam pengeluaran rutin'

Tabungan P:merintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan

pengeluaran rutin dalam APBN 1981/1982 direncanakan mencapai jumlah sebesar

Xp-+.lZl,l milyax atau diperkirakan akan dapat membilryai 74 '6 persen dari seluruh penge-

luaran pemb-gr.rnan dalam uhun 1981/1982' Dalam pelaksanaannya selama semester I -

1g8l/7g82 jumlah tabungan Pemerintah telah mencapai sebesar Rp 2'455'5 miyx ata'u

51,4 persen dari rencananya. Jumlah tabungan Pemerintah sebesar itu adalah selisih dari

jumlalr penerimaan dalam negeri semester | - 1987/7982 sebesar Rp 5 '901'6 milyar dar'

lu*lah iengeluaran rutin semester | - lgSl/7982 sebesar Rp 3'446'1 milyar'

6.2.6. Pengeluaran Pembangunan

Program pembangunan yang dilaksalakan dalam tahun 7987/7982 adalah merupa'

kan tindJlanjut dari pelaksanaan program pembangunan dalam tahun sebelumnya oleh

karena hasil yang telah dicapai dalam REPELITA I dan REPELITA II merupakan landasan

di dalam mewujudkan Program pembangunan yang direncanakan dalam REPELITA nl'

Rangkaian kegiatan pembanguna; yang saling sambung menyambung tersebut merupakan

,rsah-a untuk *"n""p"i tingkat kesejahterean yang lebih ting$ di samping mewujudkan

pemeretazn pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja dan penyebaran kegiatan
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pembargunan secara regional. Untuk iru telah dilakukan penyesuaian pedoman pelaksanaan
anggaran melalui Keppres No. 18 Tahun 1981 sebagai penyempumaan daripada Keppres No.
14 A Tahun 1980. Untuk memperlancar pembiayaan pembangunan berbagai proyek, di sam-
p'ng penggxnaan DIP yang telah disederhanakan sebagai sKo, telah pula diubah sistem
pengawasan pre-audit menjadi pengawasan langsung (post-audit) oleh Departemen/Lembaga
Negara non-Departemen yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan APBN 19g1/19g2
telah dikeluarkan pula Keppres No. 20 Tahun 19g1 tentang koordinasi pengendalian dan
pengawasan pembangunan di daeralr yang dimaksudkan agar tugas dan fungsi pengawasan pe-
laksanaan pembangunan di daerah dapat dilakukan dengan rebih serasi dan lebih terarah.

Dalam pelaksana^sr APBN 7gg1/r9gz selama semester I, realisasi pengeruaran
pembangunan termasuk bantuan proyek mencapai jumlah sebesar Rp 3.119,3 - yar yang
terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan bantuan proyek masing-masing sebesar
Rp 2.386$ milyar dan Rp 732,9 m yar. pengeruaran pembangunan rupiah semester I -
L98l/7982 tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan sektorar yang
dilaksanakan oleh Departemen /Lembagz Negara non-Departemen sebesar Rp r.!i72,+
m.ilyar, bantuan pembangunan daerah sebesar Rp 5 15,5 milyar dan pembiayaan pembangun-
an lainnya sebesar Rp 498,5 milyar. Rearisasi pengeluaran pembangunan di luar bantuan
proyek dalam semesrer 1 ' rgSr/r982 dapat dilihat pada Grafik vL 5. pembiayaan pem-
bangunan berbagai proyek sektoral yang diraksanakan oleh Departemen/Lembaga Negara
non'Deparremen selama periode semester | - lggr/rggz telah menunjukk- ,.aiis".i zz,g
persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 1980/19g1. pe-
ningkatan pembiayaan pembangunan tersebut terdapat pada seluruh sektor ekonomi khuzus-
nya sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor perhubungan dan sektor pembangunan
daerah, desa dan kota.

Realisasi bantuan pembangunan daerah dalam semester I - 19g1/19g2 sebesar
Rp 515,5 milyar tersebur berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 99,5 milyar zta' 23,9
persen bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 19g0/19g1. Dantuan
pembangunan daerah dalam semester | - lggT/l9gz rersebut terdiri dari bantuan Dem-
bargunan desa sebesar Rp 35,0 milyar, bantuan pembangunan kabupaten sebesar Rp 69,g
mi.lyar, bantuan pembangunan Dad I scbesar Rp 106,2 milyar, bantuao pembangunan
sekolah dasar sebesar Rp 766! milyar, pembangunan sarana kesehatan/puskesmas sJbesar
Rp 31,3 milyar, bantuan pembangunan pasar Inpre s sebesar Rp 2,0 milyar, pembiayaan
Inpres penghijauan dan reboisasi sebesar Rp 30,1 milyar, pembiay"* inpr., prasarana
jalan sebesar Rp 25,5 milyar, bantuan pembangunan sektoral di timor Timur sebesar Rp 3,4
milyar dan pengeluaran pembangunan melalui dana Ipeda sebesar Rp 45,g milyar.

Realisasi bantuan pembangunan desa daram semester | - rggrtTggz adarah lebih
tinggi bila dibandingkan dengan periode yang siuna talrun 19g0/19g1 yaitu disebabkan
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PENGELUARAN PEMBAI\GUNAN, 1980/1981 - 19S1/1982 T)

( delam milyar rupiah )

Reallsasi
Semester I

A P D N

l) Di luar bantuan proyek
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adanya peningkatar dasar bantuzn dari Rp 750.000,- tiap desa menjadi Rp l juta tiap desa.
Demikian pula bantuan pembangunan kabupaten telah mengalami peningkatan dasar ba,'-
tuan yaitu dari Rp 750,- tiap jiwa menjadi Rp 1.000,- tiap jiwa dengan minirnum baatuan
sebesar Rp 150 juta per kabupaten sedang dalam tahun sebelumnya adalarr Rp 100 juta
per kabupaten. untuk bantuan pembangunan Dati I besarnya minimum daripada ban tuan
mengalami peningkatan dari Rp 5,0 milyar per Dati I menjadi Rp 7,5 milyar per Dati I
dalam tahun L98I/7982.

Dalam pada itu realisasi bantuan pembangunan untuk sekolah dasar, sarana kesehat-
anlPuskesmas, Inptts pasar serta pelaksanaan penghijauan dan reboisasi da.lam semester I -
198717982 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi semester I -
198017981. Bantuan pembangunan untuk Inpres sekolah dasar dimaksudkan guna memper-
Iuas kesempatan belajar bagi anak umur 7 - 72 tahun yang akan memasuki sekolah dasar
terutarna di daerah pedesaan, daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah,
daerahdaerah transmigrasi dan daerahdaerah pemukiman baru. Selanjutnya melalui Inpres
sarana kesehatan/Puskesmas telah dibangun gedunggedung puskesmas baru, puskesmas
pembantu, diadakan Puskesrnas keliling, dilaksanakan rehabilitasi gedung puskesmas lama,
serta pembangunar sarara kesehatan lainnya seperti sanitasi dan jamban keluarga. Inpres
pasar dimaksudkan un k membartu pedagang ekonomi ]emah dalam memasarkan barang
dagangannya dengan memberi bantuan kepada Pemerintah Daerah di dalam mendirikan
pasax?asar. Kegiatan dalam rangka Inpres penghijauan dan reboisasi bertujuan untuk mem-
perbaiki lingkungan hidup dengan melalui usaha penyelamatan hutan, tanah dan air. pelak.
sanaan Inpres prasarana jalan dimaksudkan untuk menunjang pembuatan jalan kabupaten
yang menghubungkan daerah produksi dan jalan inspeksi proyek-proyek irigasi/perkebunan
sebagai usaha memperlancar arus pengangkutan dan distribusi, Pelaksanaan Inpres prasarala
jalan dalam semester | - tg9l/7982 j,.tga telah meningkat bila dibandingkan dengan realisasi
semester I - 1980/1981.

Dalam pada itu bantuan pembangunan sektorar khusus untuk daerab rimor Timur
dimaksudkan agar pembangunan di propinsi termuda ini dapat seraras dengan wilayah
Indonesia lainnya. Di samping trantuan pembangunan sektoral khusus untuk Timor Tirrur
juga telah diberikan bantuan daerah berupa Inpres seperti daerah-daerah lainnya. Banruan
pembangunan melalui dana Ipeda dalam semesrer | - lggl/7ggz realisasinya juga lebih
tinggi daripada realisasi dalam semester I - 1980/1gg1. peningkatan ini mencerminkan
balrwa kemampuan daerah untuk menghimpun dana semakin besar sebagai hasil daripada

^ 
pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah yang semakin
meningkat.

Pengeluaran pembangunan lainnya dalam semester r - 79gr/rggz menunjukkan
peningkatan sebesar Rp 114,5 milyar atau naik 29,g persen b a dibandingkan dengan
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Tabe l  V I . 6

PENGELUARAN PEMBANGUNAN, SEMESTER I
( dalam milYar ruPiah )

1980/1981 DAN 1981/1982 r)

Jenis Pengeluaran 1980/1981 !98u 198221
Kenaikan

( % )

1. Pembiayaan DePartem en/ L€mbaga

a. Departemen/t €mbaga

b .  H a n k a m

Pembiavaan bagi daerah

a. Bantuan pembangunan desa

b. Bantuan pembangunan kabuPaten

c. Bantuan pembangunan Dati I

d. Bantuan sekolgh dasar

e. Sarana kesehatan/Puskesmas

f. Bantuan Pembangunan dan

Pemugalan Pasar

g, Bantuan penghijauan dan reboisasi

h. hasarana jalan

i. Pembangunan Timor Timur

j .  l p e d a

3. Pembiayaan lain-lain

a. Subsidi pupuk

b, Penyertaan Modal Pemerintah

c. I:inlain

7.O7 4,2

884,8

1,89,4

416,0

27,6

62,8

8  r , 8

130,0

1 1  1

25,4

1 2  <

2,8

+5,6

3 84,0

89,7

1r8,3

176,O

1,372,4

1  1 t '  A -

25O,O

515,5

3 5 ,0

69,8

to6,2

166,4

3 1 , 3

2 ,O

30,1

+5,8

498,5

160,7

153,7

18+,1

27,8

t2,o

2! ,9

26,A

1  1 , 1

29,8

28,O

t <  <

r6,7
10+,o

21,4

0,4

29,8

1 0 t

? q q

J U M L A H L474,2 2.386,4 27,3

I
1) Di luar banfiran proyck

2) AnSLa scEentara
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PELAKSANAAN APBN, SEMESTER r I98 7/1982 t)

(dalarn rnilyar rupiah)

178

Jenis penerimaan Realisasi Jenis pcngeluaran Realisasi

I, PENER. DALA,IT NEGERI

A. Pajak langsung

l. Pajak pendspatan

2. Pajak perseroan

3. Pajak perseroan minyak
4 . M P O

5 .  I p e d a

6. Iain - lain

B. Pajak tidak langsung

1. Pajak penjualan

2. Pajak penjualan impor

3 .  c  u  k  a  i

4. Bca masuk

5. Pajak ekspor

6. l,ain - lain

C, Penerimaan bukan pajak

PENER. PEMBANGUNAN

1, Bantuan program

2, Banauan proysk

I. PENGELUARAN RUTIN

1. Belanja pegawai
2, Belanja barang
3. Subsidi daerah otonom
4. Bunga dan cjcilan hutang
5. Lain - lain

N. PENGEL. PEMBANG UNAN

A. pernbiayaan Departemel/
Lembaga

l Deparremen/Lembaga

2, Departemen Hankam

B. Pembiayaan bagi daerah

1. Bantuan pemb, desa
2, Banruan pemb. kabupaten
3- Bantuan pemb. Dari I
4, Timor Timur

5. Pembangunan SD
6. Pelayanan kes€hatan/

Puskesmas

7, pemb. prasarana jalan
8. Bafltuan p€mb, pesar
9, BantuaD penghijauan

1 0 .  I p e d a

C. Pembiayaan lain - lain

1. Subsidj puprik
2. Penyertaan modal pem.

3. Lain - lain

D, Bantuan proyek

5.901,6

4,879,9

98,1

2O8,6

+.263,7

279,9

45,8

44,4

84.8,2

146,1

110,4

2  50 ,1

249,4

7  5 ,9

76,3

7 7  3 , 5

763,8

30,9

7  3? ,9

3.446,1

r .141,6

390,7
602,4
382p
929,4

3.rr9,t

1.172,4

1.122,4
250,0

5 r5,5

3 5,0
59,8

706,2
3,4

166,4
31,3

2,O
30,1
45,8

498,5

760,7
753,7
184,1

732,9

J u m l a h 6.665,4

-

J u m l a h 6.s65,4

l) AnSka sem€nt ra
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realisasi semester I - 1980i 1981. Realisasi pengeluaran pembangunan lainnya tersebut ter-

diri atas pembiayaan subsidi pupuk sebesar Rp 160,7 milyar, pembiayaan pengembangan

dunia usaha melalui penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp 153,7 milyar dan pembiaya-

an pembangunan lainnya sebesar Rp 184,1 milyar. Pembiayaan penyertaal modal Peme-

rintah antara lain dialokasikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, rehabilitasi pabrik-

pabrik gula, PT Indusui Kereta Api, Pabrik Pupuk Asean dan lain sebagainya. sedang

iainlain pengeluaran pembangun zn at)tara lain digunakan untuk berbagai proyek dan

program pembangunan yang daPat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

perrrbangunan seperti keluarga berencana, sensus' kredit mini, pembiayaan koperasi dan

lainlain. Perkembangan pengeluaran pembangunan dalam semester | - l98t/I982 yzng

dibandingkar dengan semester I - 1980/1981 dapat diikuti dalam Tabel vL 6. Sebagaimana

tertera dalam Tabel VI.7 mengenai pelaksanaa-n APBN 1981/1982 semester I, secara kese-

Iuruhan dapat dikemukakan bahwa realisasi bantuan proyek telah mencapai jumlah sebesar

Rp 732,9 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasi dalam semester I - 1980i1981, jumlah

tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 2,4 persen'

6.3. Rencana APBN 1982/1983

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya makin meluas, tetapi juga

makin lama makin penting karena turut menentukan arah daripada pertumbuhan ekonomi

lebih lanjut dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemajuan dari pelaksanaan pem-

bangunan yang tampak daripada pertumbuhan ekonomi, atau perkembangan produksi

sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lainnya, tercermin secara khusus pada

perkembangan APBN. Pada awal PELITA I, yaitu pada tahun anggaran 1969/197O vohtme

ApBN baru berjumlah Rp 327 ,+ milyar, sedangkan untuk tahun 1981/7982, sebagai tahun

ketiga REPELITA Ill, APBN yang direncanakan adalah sebesar Rp 13.900,1 milyar atau

kira-kira 42 kali lebih besar. Volume APBN yang meningkat tahun demi tahun tersebut

merupakan penyediaan dana yang makin besar yang terutama berasal dari peningkatan

penerimaan dalarn negeri. Sehubungan dengan hal itu, dalam tahun 1982/1983 penerimaan

ialam negeri yang bersumber dari minyak diperkirakan tidak akan melonjak seperti pada

tahun-tahun sebelumnya ketika harga minyak selalu meningkat. Dengan demikian walaupun

penerimaan dari minyak lnasih tetap besar peranannya, tetapi usaha-usaha untuk me-

.,ingkatkan penerimaan di luar minyak terutama yang bersumber dari pajak dan bea cukai

harus benar-benar ditingkatkan, agar tetap dapat menunjang pelaksanaan pembangunan

yang cepat. Peningkatan penerimaan pajak itu akan lebih menuntut kerja keras dari aparat

pe rpa jakand isamp ingban tuan ins tans iPemer in tah la innyad ida lammembanrumeng-
amankan penerimaan negara dalam bentuk kerja sama antara instansi yang harus dibina
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dan dikembangkan. Tidak kurang pentingnya pula adalah kesadaran dan partisipasi masya-
rakat dalam m€nunaikan kewajiban membayar pajak yzng terus akan dibina sehingga tum-
buh kesadaran membayar pajak yang didasari oleh pengertian akan makna pajak bagi kepen-
tingan pembangunan nusa dan bangsa.

Sebagai akibat dari laju pembangunan yang demikian c€patnya maka diperlukan
berbagai kebijaksanaan unruk menunjangnya, Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut antara
lain menyangkut bidang administrasi dan prosedur pengeluaran negara. Dalam hubungan
ini sejak tahun 1979 telah dilakukan perubahan yang cukup besar terhadap prosedur anggar-
an dalam rangka mempercepat pembangunan proyek-proyek. Penyempurnaan tersebut
antara lain berupa penyediaan dana sekaligus sesuai dengan DIP, penyederhanaan DIP
yang juga diperlakukan sebagai SKO serta penyederhanaan dalam tata-cara revisi DIP dengan
lebih banyak menyerahkan wewenang kepada pimpinan proyek di daerah dan departemen
teknis. Se.lanjutnya d am sistem DIP yang telah disecierhanakan tersebut tidak lagi di-
cantumkan perincian penggunaan anggaran sedangkan perincian penggunaan anggaran
tersebut dicantumkan dalam PO ( petunjuk operasional ) yang disusun oleh Departemen/
Lembaga Negara non-Departemen yang melaksanakan proyck, Melalui perubahan-perubahan
sebagaimana diuraikan di atas, maka di samping prosedur pembiayaan pembangunan
menjadi semakin sederhana sistem pengawasar atas pelaksanaan anggara.n telah berubah
dari pengawasan pralaksana ke pengawasan purnalaksana.

Dalam tahun 198217983, anggaran pendapatan dan belanja negara direncanakar,
berimbang pada jumlah Rp 15.607,3 milyar atau bila dibandinghan dengan APBN l98I/1982
maka terdapat kenaikan sebesar Rp 7.7O7,0 mrlyar atal !2,3 persen. Besarnya Lrggarlr-
pendapatan dan be.lanja negara 198211983 tersebut didasarkan pada kebutuhan pembangun.
an yang semakin meningkat, dengan mernperhatikan kenyataan yang ada baik perkembang.
an ekonomi dalam negen, maupun pengaruh perkembangan ekonomi dunia, Di pihak
penerimaan, jumlah sebesar Rp 15.607,3 milyar tersebut terdiri dari penerimaan dalam
negeri sebesar Rp 13.756,5 milyar dan penerimaan pembangunan sebesar Rp 1.850,8 milyar,
sedangkan di pihak pengeluaran, jumlah tersebut terbagi dalam pengeluaran rutin sebesar
Rp 7.001,5 milyar dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 8.605,8 milyar. Dengan
demikian tabungan Pemerintah yang direncanakan da.lam tahun 1982/1983 adalah sebesar
Rp 6.755,0 milyar, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluar-
an rutin, Tabungan Pemerintah tersebut apabila dibandingkan dengan yang direncanakan
dalam tahun anggaxan 198711982, adalah Rp1.981,7milyar lebih ringgi atau meningkat
dengan 41,5 persen.

Walaupun dalam perencanaan pembangunan terkandung usaha-usaha nyata di
dalam memanfaatkan sumber-sumber dalam negeri untuk membiayai pembangunan, na-
mun tidaklah berarti bahwa pembangunan ini harus dibiayai hanya dengan sumber-sumber
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dalarn negeri dengan mungkin mengorbankan peningkatan kesejahteraan yang cepat. Ke-
bijaksanaan yang ditempuh adalah pada peranan dan penggunaan sumber dari luar negeri
yakni bahwa bantuan luar negeri tersebut digunakan hanya sebagai pelengkap dan pengguna-
annya harus diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif yang manfaatnya
memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Dalam tahun anggaxan 7982/1983 bantuan luar
negeri berupa penerimaar' pembangunan direncanakan sebesar Rp 1.850,8 milyar yang
terdiri dari bantuan proyek sebesar Rp 1.825,8 milyar dan banruan program sebesar
Rp 25,0 mi lyar.

Tabungan Pemerintah yang dapat dihimpun bersama*ama dengan bantuan luar
negeri membentuk dana pembangunan yang digunakan unuk membiayai berbagai proyek
baik sektoral maupun regional. Dalam tahun anggaran LggZ/7983 direncanakan akan
dapat dihimpun dana pembangunan sebesar Rp 8.605,8 milyar yaitu yang terdiri dari
tabungan Pemerintah sebesar Rp 6.755,O mllyar dan banruan luar negeri sebesar
Rp 1.850,8 milyar. Dengan demikian pengeluaran pembangunan yang direncanakan dalam
tahun 1982/1983 juga berjumlah Rp 8.605,8 milyar yang menunjukkan kenaikan sebesar
Rp 2.206,6 milyar bi.la dibandingkan dengan APBN l98t/1982. Dari jumlah pengeluaran
tersebut, Rp 3.694,8 milyar direncanakan untuk pembangunan proyek-proyek sektoral
yang dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga Negara non-Departemen, Rp 1.51g,3 milyar
untuk pembiayaan proyek-proyek Inpres dalam rangka pembangunan daerah, serta
Rp 1.566,9 milyar untuk berbagai pengeluaran pembangunan seperti antara lain penyerraan
modal Pemerintah, subsidi pupuk serta lain-lain pengeluaran pembangunan. Di samping
itu juga terdapat pengeluaran sebesar Rp 1.825,8 milyar berupa pengeluaran pembangunan
dalam bentuk bantuan proyek.

6.3.1. Penerimaan dalam n€geri

Berlandaskan kebijaksanaan bahwa pembiayaan pembangunan harus didasarkan
pada kemampuan sendiri, maka berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan pe-
nerimaan dalam negeri baik yang bersumber dari pajak, bea cukai maupun penerimaan
bukan pajak. Beban tugas pengumpulan dana pembangunan tersebut rnenjadi semakin
penting dalam tahun 1982/1983 sehubungan dengan situasi harga minyak internasional
serta resesi dunia yang telah menyebabkan tidak berkembangnya penerimaan negara dari
sektor minyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam hubungan ini kebijaksanaan pe-
nerimaan dalam negeri yang lebih pragmatis telah diarahkan untuk meluaskan dasar pe-
ngenaan pajak, meningkatkan administrasi pemungutan pajak dan meningkatkan kesadaran
membayar pajak daripada masyarakat.

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, penerimaan dalam negeri dalam tahur.
7982/798, direncanakan sebesar Rp 13.756,5 milyar yang terdiri dari penerimaan pajak
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Tabe l  v I '  9

PENERIMAAN DALAM NF,GERI, 7969/L97O - 1982/1983

( dalam mitYar ruPiah )

Kenaikan
Tahun anggaran Jumlah

Jumlah Persentase

PELITA I

7969/r970

t970/1977

197 |  /7972

7972/7973

r973 /r974

PELITA II

r974/r975

797 5 /1976

r976/7977

1977 n978

r978t7979

PELITA III

r97917980

1980/198L

1981/1982

7982/1983

) a ?  7

344,6

428,O

590,6

967,7

1  7 1 1  7

2.247,9

2.906,0

I  ( l q  4

4.266,r

6.696,8

t0.227,0

1'.' 'r'7L L

73.7 56,s

+ 100,9

+ 83,4

+ 762,6

+  377 ,7

7 86,O

+88,2

66+,1

629,4

730,7

+ 2.430,7

+  3 .5  3  0 ,2

+ 2,O+7 ,+

+ 1 .482,1

+ 41,4

+ 3 8,0

+  63  ,9

+ 8l,2

+  27  ,8

+ )g (\

+  Z I , 7

+ 2O,7

+

+

+

l )

2l

+ 57 ,O

+ 52,7

+ 20,0

+  12 ,7

l )
2 )

APBN
RAPBN
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PERBANDINGAN PENERIMAAN DALAM NEGERT DAN REPELITA
7969 tr970 - 1982 tr983
( dalam milyar rupiah )
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PENERIMAAN DALAIT4 NEGERI, 196911970 _ BA2N98f,
( dalam milyrar rupiah )
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9,600

r6.000

r2.800

5.200

6.400

I
I

pajak larEsung

pajak tidak l.anBBung

m i n y a k

penerimaan bukel pajakr

I

I

I

I

79@l7O rS1Ol17 tS|r172 rn217a tgnn4 tg|4n5 :Ig15lt6 ty76l11 791117 S 1}18ft8 tglgl|0 7980/81 1981t82 1982/83
(APBN) (RAPBN)
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langsung sebesar Rp lt.ll2,8 milyar, pajak tidak langsung sebesar Rp 2.251,3 milyar dan
penerimaan bukan pajak sebesar Rp 392,4 mtryar. Apabila dibandingkan dengan penerimaan
dalam negeri yang direncanakan dalam APBN 1991/19s2, maka terlihat adanya kenaikar.
sebesar Rp 1 .482,1 milyar '':o'o IZ,l persen. peningkatan tersebut masingrnasing berasal da-
ri kenaikan pajak langsung sebesar Rp 1.074,6 ntlyar, pajak tidak langsung sebesar Rp 234,4
milyar dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 17 3,1 milyar. penerimaan dalam negeri
sebesar Rp 73,756,5 milyar tersebut dapat dibagi pula dalam penerimaan dalam negeti
dari sektor minyak dan penerimaan dalam negeri lainnya. Penerimaan dalam negeri dari
sektor minyak, yang terdiri dari pajak perseroan minyak, direncanakan sebesar Rp g.127,7
milyar yang berarti Rp 546,5 milyar atau 6,4 persen lebih tinggi bita dibandingkan dengan
yang direncanakan dalam APBN 1981/i982. sedangkan penerimaan dalam negeri lainnya
direncanakan sebesar Rp 4.634,8 milyar yang berarti meningkat dengan Rp 935,6 milyar
atlll 25,3 persen dari yang direncanakan dalam A.PBN lggl/lgg}.

6.3.1.1. Pajak langsung di luar minyak

Sejalan dengan usaha untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus
meratakan beban pajak maka peranan pajak langsung di luar minyak terus ditingkatkan.
Beberapa kebijaksanaan umum di bidang pajak langsung di luar minyak yang telah dilak-
sanakan dalam talun-tahun sebelumnya tetap dilanjutkan dalam tahun l9g2l19g3.
Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat bahwa penerimaannya selalu meningkat dan akan
lebih ditingkatkan lagi dalam tahun mendatang. Dalam talrun penama pELITA I penerimaan
pajak langsung di luar minyak hanya sebesar Rp 43,2 milyar, sedaagkan penerimaan tersebut
telah meningkar menjadi sebesar Rp 255,6 mrJyar dan Rp 869,T milyar pada aw tahw
pertama PELITA II dan III, dan meningkat lebih lanjut menjadi Rp 1.210,7 milyar dalam
tabun 1980/1981. Meiihat hasil yang telah dicapai selama dua PELITA tersebur serta
perkembangan penerimaan pajak langsung di luar minyak pada beberapa tahun terakhir
ini, maka dalam tahun 1982/1983 direncanakan penerimaan pajak langsung di luar minyak
sebesar Rp 1.991,1 milyar, yang berarti meningkat sebesar Rp 528,1 milyar bila dibanding-
kan dengan AIBN 1981/1982. Perkembangan pajak langzung di luar minyak dapat dilihat
pada Tabel VI. 10.

Di dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus membantu
pemerataan pendapatan, telah dijalankan berbagai kebijaksanaan di bidang pajak pendapatan
yang meliputi tarip, batas pendapatan bebas pajak (BPBP), dan sebagainya. Kebijaksanaan
tersebut dimaksudkan juga untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik bagi kegiat-
an usaha melalui pemungutan pajak yang lebih adil dan merata. Sehubungan dengan itu
secara bertahap Pemerintah telah menurunkan beban pajak pendapatan melalui peningkaten
BPBP dan pengenaan tarip pajak pendapatan yang lebih ringan. Sejak tahun 1969 sampai
dengan talrun 1980, BPBP diusahakan agar pengenaan pajaknya mengikuti perkembangan
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Tabe l  V I .  10

PENERTMAAN PAJAK LANGSUNG r), 196911970 - 198211983
( delam milyat rupiah )

Kenaikan
Tahun angga.ran Jumlah

Jumlah Persentas€

PELITA I

7969/t970

1970n977

1977/r972

r972/7973

r973 /197+

PELITA II

r974t797 s

r975t7976

1976/1977

1977 /197 8

r978t1979

PELITA III

1979 /1980

1980/1981

198t t1982

198211983

869 ,7

r,210,7

1 .463  ,O

1 .991,r

2 )

3 )

+3,2

52,9

68,5

103,3

160,+

255,6

343,O

427 ,2

562,6

687,6

9,7

r  I , o

3 4 , 8

95,2

87,4

84,2

13  5 ,4

I25 ,O

182,1

341 ,0

) 5 ?  ?

528 ,1

7 t  <

soR

5 9  . 4

3 4 2

24.5

3r .7

22 ,2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

.f

+

+

26 ,5

1 0  ?

20,8

r )
2 )
3 )

Di lua' minyak

A P B N

R A P B N
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sosial ekonomi masyaxakat. Kalau dalam tahun 1969 BPBp untuk satu keluarga yang ter-
diri dari suami istri dan tiga orang anak adalah sebesar Rp 60.000,-, maka jumlah tersebut
telah dinaikkan menjadi Rp 300.000,- untuk tahun 1974 dm Rp 840.000,- dalam tahun
1980 dan 1981, sedang untuk tahun 1982 BPBP telah disesuaikan lagi menjadi
Rp 1.050,000,--. Sementara itu tarip yang dikenakan atas lapisan pendapatan sisa kena
pajak (PSKP) juga terus disempurnakan dalam rangka meringankan beban pajak sesuai
dengan asas keadilan. Bila dalam tahun 1970 tarip 10 persen dikenakan pada tingkat pen-
dapatan sampai dengan Rp 30.000,-, maka untuk tahun 1974 dan 1978 tarip 10 persen
tersebut masing-masing dikenakan pada tingkat pendapatan sampai dengan Rp 60.000,-
dan Rp 200.000,-. Sejak tahun 1980 tarip rerendah pajak pendapatan telah diturunkan
dari 10 persen menjadi 5 persen sehingga unruk rahun l98O dan 1981 tarip terendah
5 persen dikenakan pada tingkat pendapatan sampai Rp 2+O.OOO,-. Tarip pajak pendapatan
yang berlaku mulai tahun 1980 di atas masih dapat dipertahankan, sehingga dalam tahun
1982 tarip terendah 5 persen untuk lapisan pendapatan sisa kena pajak masih tetap dikena.
kan pada tingkat pendapatan sampai dengan Rp 240.000,-. Walaupun tarip pajak pendapat-
an telah berulangkali diturunkan, namun penerimaan pajak pendapatan setiap tahunnya
terus menunjukkan peningkatan, Hal ini mencerminkan pendapatan masyarakat benambah
tinggi yang pada gilirannya telah menaikkan penerimaan negara berupa pajak pendapatan.
Bila realisasi penerimaan pajak pendapatan dalam tahun L96g/lgTo adalah sebesar Rp 12,1
milyar maka dalam tahun 1974/197 5 dan 7979/88A yang merupakan awal tahun pertama
PELITA lI dan III masing-masing telah meningkat menjadi Rp 43,3 milyar dan Rp 148,1
milyar. Dalam tahtsn 7982/1983 penerimaan pajak pendapatan direncanakan sebesar
Rp 256,1 milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 49,0 milyar atau Zj,7 percen bila
dibandingkan dengan yang direncanakan dalam APBN IgBl/tgBZ yang besarnya Rp 207,1
milyar.

Sejalan dengan kebijaksanaan di bidang pajak pendapatan perorangan maka dalam
menciptakan iklim perpajakan yang se.makin baik bagi kegairahan usaha dan sekaligus
meningkatkan penerimaan negara, juga telah diambil serangkaian kebijaksanaan di bidang
pajak perseroan. Sehubungan dengan ini Pemerintah sejak bulan Maret 7979 terzhmemberi
kan berbagai fasilitas perpajakan untuk lebih mendorong agar perusahaan-perusahaan
mau membuka diri, antara lain dengan mengenakan tarip yang lebih rendah kepada per-
usahaan yang menggunakan akuntan publik di dalam perhitungan pajaknya. pengaruh
positip dari kebijaksanaan rersebut telah dirasakan yaitu dengan bertambahnya jumlah
badan usaha yang menggunakan jasa akuntan publik. Guna memberikan kesempatan lebih
lanjut dan rerus mendorong agar badan usaha memiliki administrasi yang t€rtib dan terbuka,
fasilitas perpajakan juga telah diberikan kepada badan usaha yang laporan keuangannya
diperiksa oleh akunran publik pada tahun buku 1980 dan 1981. Keringanan pajak diberikan
sebesar 90 persen bagi badan usaha yang laporan keuangannya diperiksa oleh akuntan
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publik dalam nrtup tahun buku 1980, sedangkan bagi laporan keuangan untuk tutup tahun

buku 1gg1 diberi keringanan 50 persen. Melalui serangkaian kebijaksanaan tersebut, pe-

nerimaan pajak perseroan menunjukkan peningkatan setiap mhunnya. Dalam tahun

lgTg/1g80 penerimaan pajak perseroan adalah sebesar Rp 297,1 milyar, dan meningkat

masing-masing menjadi sebesar Rp 447,6 milyar dan Rp 558,4 milyar dalam tahun

1980/1981 dan dalam APBN 19S1/r9S2. Dalam tahun anggafan t98211983 penerimaan

pajak perseroan direncanakan sebesar Rp 822,5 mttyar. Bila dibandingkan dengan jumlah

yang direncanakan dalam APBN 1981t1982 yang besarnya Rp 558,4 milyar maka penerimr

an tersebut menunjukkan suatu peningkatan sebesar Rp 264,1 milyar atau 47,3 persen.

Sejalan dengan meningkamya penerimaan pajak pendapatan dan pajak perseroan'

penerimaan pajak melalui sistem MPo juga menunjukkan perkembangan yang terus mening-

kat. Dalam tahun penama PELITA I realisasi penerimaan MPO baru mencapai Rp 15'3

milyar, kemudian pada tahun pertama PELITA II dan PELITA III penerimaan MPO tersebut

meningkat masing-masing menjadi Rp 83,3 milyar dan Rp 291,3 milyar. Direncanakan da-

lam tahun 7g82/Lg83 penerimaan MPO sebesar Rp 680,4 milyar ya^ng berarti meningkat se'

besar Rp 167,8 milyar arau 32,7 persen bila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN

lg8ltlg9}, Sejalan dengan perkembangan ekonomi pada umumnya serta perkembangan

sektor ekspor dan impor pada khususnya, secara bertahap juga telah dilakukan penyesuaian

atas rarip MPO. Tarip umum MPO di bidang perdagangan ekspor telah dinaikkan dari

Rp 10,- per US $ 1 pada bulan Inli 1976 menjadi Rp 15,- per US $ I pada bulan Januari

1980. Demikian pula tarip MPo atas impor secara keseluruhan telah dinaikkan dari

F rp24 , -men jad iRp38 , -pe rUS$ lpadabu lanDesember19T6 'Da lampada i tuseca ra
bertahap tarip MPo kayu log juga telah dinaikkan dari Rp 25,- pada bulan Januari 1978

menjadi Rp 40,- per US $ 1 pada bulan J anuari 1980. Kesemuanya ini dimaksudkan agar

penerimaan pajak melalui MPo <iapat mendekati jumlah pajak yang sebenarnya harus di-

bayar oleh wajib pajak.

Dalam pada itu penerimaan iuran pembangunan daerah (Ipeda) juga telah meningkat

dari Rp 71,4 milyar dalam tahun 1979/1980 menjadi Rp 87,2 milyar dan Rp 87,6 milyat

masing,masing dalam tahun 1980/1981 dan dalam APBN 1981/1982. Pada tahun keempat

REPELITA III yaitu tahun 1982/1983, penerimaan iuran pembangunan daerah direncana-

kan sebesar Rp 108,9 milyar yang berarti Rp 21,3 milyar ata]tr 24,3 persen Iebih besar dari

APBN 1981/19S2. Untuk mendukung peningkatan penerimaan yang dikaitkan dengan Pem-

bangunan daerah maka di dalam pelaksanaan Pengenaan lpeda diambil kebijaksanaan untuk

menyederhanakan klasifikasi tanah dan sistem pentaripan sehingga memudahkan pemungut-

annya dan menghasilkan pembebanan yang lebih adil dan merata. Khususnya atas Ipeda

sektor pedesaan, pada awal uhun 1981 telah ditetapkan ciua pemungutan yang lebih

praktis, sederhana sefta seregirm yang bersifat meringankan beban bagi mereka yang tidak
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mampu. Pembebanan yang lebih adil menurut sistem ini dicapai dengan mengadakan pem-
bedaan tarip atas tanah sawah dan tanah darat yang kondisinya sama tetapi berbeda dalam
luas yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak.

Penerimaan pajak kekayaan, pajak atas bunga, dividen dan royalry serta penerimaan
lain-lain yang tergabung dalam lainLain pajak langsung juga menunjukkan peningkatannya.
Dalam tahun 7979/1980 penerimaan lain-lain pajak langzung adalah sebesar Rp 61,8 milyar,
dan meningkat menjadi Rp 78,2 milyar dalam tahun 1980/19S1. Dalam tahun l9g2/7983
penerimaan lain{ain pajak langsung direncanakan sebesar Rp 723,2 milyar yang berarti
meningkat sebesar Rp 25,9 milyar atau ?6,6 persen bi.[a dibandingkan dengan yang ter-
cantum dalam APBN 1981/1982 sebesar Rp 97,3 milyar.

Untuk mendorong perkembangan tabungan masyarakat telah diberikan berbaga
kelonggaran fiskal antara lain terhadap pokok dan bunga deposito berjangka, Tabanas/
Taska yaitu dengan tidak dilakukan penagihan pajak baik pajak kekayaan maupun pajak
atas bunga, dividen dan royalty. Demikian juga keringanan aras pengena.an PBDR telah di
berikan kepada bank-bank swasta nasional yang melakukan penggabungan (merger). Untuk
lebih mendorong peningkatan peranan dan partisipasi modal nasional dalam usaha patungan
sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan penanaman modal
asing maka sejak bulan Agustus 1980 bagi pengusaha nasional Indonesia yang memperbesar
penyertaannya diberikan keringanan perpajakan atas perolehan dividen. Maksud dari pembe.
rian keringaran perpajakan tersebut adalah unruk mendorong agar dividen yang diperoleh
pihak pengusaha Indonesia digunakan untuk membeli saham pihak asing dalam usaha parung:
an tersebut. Guna lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pada
bulan Januari i981 telah dikeluarkan ketentuan tentang keringanan perpajakan atas pem.
belian obligasi oleh masyarakat melalui pasar modal. Keringanan yang diberikan antara lain
berupa tidak ditagihnya PBDR atas pembayaran bunga dan hadiah obligasi sebesar 75 persen
sehingga tarip pengenaan efektif adalah sebesar 5 persen, Dalam pad,a in terhad,ap perusaha-
an baik PMA maupun PMDN sejak bulan Pebruari 1981 dapat diberikan tambahan kelonggar-
an pajak bagi perusahaan yang dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan
kepada perusahaan yaqg dapat menghasilkan devisa ekspor yang besar arau berlokasi di
daerah yang perlu dikembangkan. Tambahan kelonggaran perpajakan tersebut diberikan
dalam bentuk potongan pajak perseroan dan potongan PBDR unruk pembayaran dividen
yang terhutang.

6.3.1.2. Pajak tidak langsung

Kebijaksanaan pajak tidak langsung di samping untuk menghimpun dana yang
dibutuhkan bagi pembangun N, IrgL diaralrkan antara lain untuk menciprakan iklim yang
dapat mendorong perkembangan produksi dalam negeri. Sclain daripada itu telah diadakan
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pula pembedaan tarip yang cukup besar antara urip atas barang konsumsi mewah dan atas

barang yang esensial, di samping diberikan juga proteksi terhadap barang-barang tertenflr

yang sudah dapet dan cukup diproduksi di dalam negeri.

Dalam perkembanga^nnya realisasi penerimaan pajak tidak langsung (di luar minyak)se-

lalu menunjukkan peningkatan setiap talunnya. Kalau pada awal PELITA I yaitu talur-

lg6gllgTo penetiimaan pajak tidak langsung bafu mencapai Rp 131,6 milyar maka pada tahun

19741L975 meningkat menjadi Rp 474,3 nilyar. Kemudian dalam tahun 197911980 me'

ningkat lagi menjadi sebesar Rp 1.380'2 milyar dan dalam tahun 198O/1981 sebesar

Rp 1.681,0 milyar. Untuk tahun 1982/1983 penerima"an pajak tidak langsung direncanakan

sebesar Rp 2,251,3 milyar yang berarti meningkat Rp 234'4 milyar atau 11,6 persen bila

dibandingkan dengan tahun 198111982 sebesar Rp 2.016,9 milyar, Perkembangan realisasi

penerimean pajak tidak langsung daPat dilihat pada Tabel VI.11.

Dalam tzhun t979ll98} realisasi penerimaan pajak penjualan adalah sebesar

Rg 192,2 milyar yang berarti sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelum-

nya, Penurunan tersebut adalah sebagai akibat diturunkannya tarip pejak penjualar secara

rnenyeluruh yang dikeluarka.n pada tahun 1979. Pengaruh positip dari kebijaksanaan ter-

scbut baru terasa pada tahun berikutnya yaitu tahun f98O/1981 yaitu penerimaan pajak

penjualan meningkat menjadi Rp 265,6 milyar dan kemudian direncanakan menjadi

Rp 293,7 milyar dalam APBN 1981/1982. Dalzlm tahun dnggaran 798211983 penerimaan

pajak penjualan direncanakan sebesar Rp 442,1 miyar yang berarti meningkat Rp 148'4

milyar atau 50,5 persen bila dibandingkan dengan APBN 198l/1982.

Dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kegairahan usaha di dalam negeri

maka secara bertatrap Pemerintah telah melakukan Penurunan tarip pajak penjualan atas

berbagai barang dan jasa. Dengan kebijaksanaan tersebut dimaksudkan pula agar pembe-

banan pajak penjualan lebih sezuai dengan kemampuan dan tingkat pendapatan daripada

pembeli barang dan jasa serta mendorong kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah'

Dalam hubungan ini pada bulan Apnl1979 telah dilakukan peninjauan kembali penggolong-

an barangtarang hasil dalam negeri den jasa besefta penurunan tariPnya. Tarip pajak pen-

jualan yang sennrla bereariasi antara 0 persen, 5 persen, 10 persen dan 2O persen telah

diubah rrnjadi 0 pers€n, I persen, 2,5 persen, 5 persen, 7,5 persen' 10 persen, dan

20 persen. Tarip yang lebih rendah telah diberiken kepada berbagai jenis barang scpeni

bahan makanan, hasil nabati/hewani, bahan-bahan baku untuk keperluan industri, barang-

barang hasil industri tambang sena hasil pertenunan dan rajutan. Sedangkan tariP Pajak
penjualan stas jasa pangusaha telah diturunkan lebih lanjut dari 5 persen menjadi 2,5 persen

dan O ptrsen. Dcmikian juga dalam rangka meningkatkan kesehaan masyarakat,

maka pada awal tahun 1980 telah diberikan pembebasan pajak pcnjualan atas obat-obatsn

tradisional dan untuk menunjang pembangunan di sektor Peftanien khususnya pangan maka
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Tabe l  V I .  11

PENERIMAAN PAIAK TIDAK LANGSUNG r), Ig6gn97} - tg82/1983
( dalam milyar rupiah )

Kena i kanTahun anggaran Jumlah
fumlah Persentase

PELITA I

1969/r970

1970/197 7

r97L/1972

1972/1973

I973 tr97+

PELITA II

1974tr97 5

r975/r976

1976/1977

r977 tr978

r978/1979

PELITA III

7979/7980

1980/1981

r98ll19822l

t982n98331

737,6

179,4

191,3
1' t1 . '

37 5 ,3

474,3

540,5

725,O

880,5

1.o78,4

1.380,2

1 .681,0

2.016,9

2.251,3

47,8

11,9

30,9

15  3 ,1

99,0

66,2

184,5

155,5

t97,9

+ 301,8

+ 300,8

+ 335,9

+ 234,4

36,3

6,6

16,2

68,9

26,+

14,o

34,7

21,4

22,5

+ 28,O

+  21 ,8

+ 20,0

+  11 ,6

+

+

+

f

+

+

+

+

l) Di luar minyak
2 )  A P  B N
' }  R A P B  N



198

sejak bulan Juli 1980 tidak dipungut pajak penjuaian atas penyerahar pupuk non Bimas
yang dilakukan oleh pedagang perantara kepada Pemerintah, Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan di bidang perumahan pada khususnya mata sejak
Agustus 1980 batas terendah daripada hugalbiryt pemborongan/penjualan rumah murah

yang dikenakan pajak penjualan dan MPO telah dinaikkan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 5,0
juta- Untuk mendorong perkembangan industri rokok dalam negeri yang banyak menyerap

tenaga kerja maka penurunan tarip pajak penjualan atas cengkeh, gagang cengkeh dan

tembakau dari 5 persen menjadi 2,5 persen telah diperpanjang lagi masa berlakunya yaitu

sampai dengan bulan Juni 1982.

Di samping peninjauan tarip pajak penjualan, dalam bulan Aprtl 7979 juga telah
dikeluarkan kebijaksanaan tentang penyederhanaan sanksi-sanlsi administrasi di bidang
perpajakan yaitu antara lain bagi wajib pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya melunasi
pajak penjualannya ditetapkan denda sebesar 20 persen yang sebelumnya berjumlah 400
persen. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih
baik serta untuk menciptakan kewajaran dalam bidang perpajakan yang diharapkan dapat
meningkatkan disiplin dan kepatuhan para wajib pajak.

Penerimaan bea masuk dan penerimaan pajak penjualan impor merupakan penerimaan
nega;a y^ng berasal dari sektor impor. Dalam tahun 1979/08A penerimaan bea masuk
dan pajak penjualan impor masing-masing adalah sebesar Rp 316,7 nllyar dan Rp 137,2
milyar, kemudian dalam tahun 1980/1981 meningkat lagi masing-masing menjadi sebesar
Rp 448,0 milyar dan Rp 195,1 milyar. Selanjutnya dalam AIBN 198l/1982, penerimaan
bea masuk dan paja.k penjualan impor tersebut direncanakan masing-masing sebesar Rp 5 38,9
milyar dan Rp 222,4 rnilyar. Untuk tzhtn 7982/1983 penerimaan bea masuk dan pajak
penjualan impor direncanakan sebesar Rp 677,9 milyar dan Rp 298,6 milyar yang berarti
masingmasing meningkat dengan Rp 139,0 milyar dan Rp 76,2 milyar atau 25,8 persen
dan 34,3 persen apabila dibandingkan dengan APBN 7981/7982.

Unruk mendorong perkembangan sektor-sektor terten dalam perekonomian,
secara bertahap juga telah dilakukan penyesuaian dan penurunan tarip bea masuk dan pajak
penjualan impor. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut maka tarip atas bahan baku/penolong
dan barang modal ditetapkan lebih rendah daripada tarip atas barang mewah atau barang
jadi. Untuk mendorong produksi komponen kendaraaa bermotor dalara negeri maka pada
bulan April 1980 telah diberikan keringanan berupa pembebasan sebagian bea mazuk
dan pajak penjualan impor atas pemazukan bahan baku, sub komponen setengah jadi dan
sub komponen jadi untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor dan perakiran
busi di dalam negeri. Dalam hubungannya dengan penanaman modal asing dan dalam nege'i
di bidang pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran, sejak bulan April 1981
telah diberikan fasi.litas/kelonggaran perpajakan dan bea mazuk atas barangbarang bangunan
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rcrtentu. Kebijaksanaan tersebut dikeluarkan mengingat bahwa kualitas gedung perkantoran
di Indoncsia dcwasa ini dirasakan masih memerlukan bahan-bahan yang belum dapat di-
produksi di dalam negeri. Selanjurrya unftk menunjang industri pariwisata di beberapa
daerah wisata maka bagi permohonen penanaman modal yang diajukan sejak April 1981
juga telah diberikan fasilitas bea mazuk dan pajak penjualan impor dalam rangka undang-
undang penanaman modal dalam negeri/asing. Pemberian fasilitas tersebut hanya berlaku
satu kali dan hanya diberikan khusus untuk pembangunan baru, perluasan dan/atau re-
habilitasi hotel-hotel yang akan diadakan di daerahdaerah wisata yang menurut Dafter
Skala Prioritas penanaman modal masih dinyatakan terbuka.

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang ekspor dan impor,
sejak Januari 1981 Pemerintah telal mempergu.nakan sistem pentaripan Customs Cooperation
Council Nomenclature (CCCN) sebagai pengganti sistem Brussels Tariff Nomenclature (BTN ).
Sistem CCCN adalah suatu sistem pentaripan barang baik impor maupun ekspor yang
lebih terperinci sehingga lebrtr menjamin ketepatan dan kemudahan dalam pelaksanaan
nya. Sistem CCCN menggunakan 7 angka dalam uraian barang dan mernpunyai lebih dari
5.000 sub judul, sedangkan dalam sistem BTN hanya digunakan 6 angka dan terdapat hanya
sekitar 2.000 sub judul, Kebijaksanaan ini disertai pula dengan usaha penyederhanaan
prosedur pabean untuk memperlancar dan mempermudah atas pengeluaran barang, sefta
peningkaan kegiatan pemberantasan penyelundupan,

Penerimaan cukai sebagian besar berasal dari penerimaan cukai tembakau sedangkan
sisanya merupakan penerimaan cukai lainnya yang terdiri dari cukai gula, cukai bir serta
cukai alkohol sulingan, Penerimaan cukai tembakau sangar rerganrung pada perkembangan
produksi rokok dan hasil tembakau lainnya yang pada gilirannya tergantung pada tersedia-
nya bahan baku tembakau dan cengkeh. Untuk membantu perkembangan industri rokok
dan hasil tembakau dalam negeri terutama bagi produsen yang tergolong lemah, pemerintah
telah mengambil kebijaksanaan untuk memberikan pembebasan sebagian cukai atas hasil-
hasil tembakau. Kalau sebelumnya arip 25 persen dari harga eceran dikenakan terhadap
perusahaan sigaret kretek tangan (SKT) yang produksinya lebih dari 150 juta batang setahun,
maka sejak awal tahun 1981 tarip tersebur baru dikenakan terhadap perusahaan yang
produksinya lebih dari 750 jutt batang setahun. Berdasarkan kebijaksanaan baru tersebut,
maka terhadap perusafia"an SKT yang produksinya antara 100 jure sampai dengan 750 juta
batang setahun dikenakan tarip 2o persen, sedangkan atas perusahaan dengan produksi SKT
sebanyak 1oo juta batang atau kurang dikenakan tarip 15 persen dari harga eceran. sebelum
berlaku kebijaksanaan tersebut maka tarip 20 persen dikenakan terhadap perusahaan yang
memproduksi sKT sebanyak lebih dari 50 juta batang setahun, sedangkan tarip 15 persen
dikenakan terhadap produksi yang tidak lebih dari so juta batang setahun. Demikian pula
terhadap tembakau iris yang sebagian besar menggunakan tenaga manusia taripnya telah
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diturunkan dari 25 persen menjadi 10 persen. Terhadap perusahaan rokok yang produksinya

dalam waktu satu tahun adalah sebesar 500 juta batang atau lebih dan perusahaan tembakau

iris dengan produksi 500 juta gram atau lebih, diberikan keringanan sebesar 1 persen dari

cukai yang setiap kali dibayarnya- Sedangkan terhedap perusahaan-perusahaan rokok

dan tembakau iris lainnya diberikan keringanan 2,5 persen dari cukai yang setiaP kaii di-

bayarnya. Dalam rangka membantu usaha sigaret klembak menyan yang merupakan usalta

padat karya, Pemerintah telah membebaskan sebagian dari cukai sigaret klembak menyan

dari 15 pcrsen menjadi 10 persen dari harga pita Untuk memPerluas kesempatan kerja

dalam industri rokok, Pcmerintah juga telah mengharuskan dipeliharanya perimbangan

tertentu anrara produksi sigaret kretek tangan (SKT) dengan sigaret kretek mesin (SK-NI),

yaitu sedikitnya 2 betbanding 1, Untuk itu ijin produksi rokok kretek yang ddak meng-

utamakan usaha perluasan kesempatan kerja secara padat karya telah dibatasi.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan di bidang cukai tembakau, maka kebijaksanaan

di bidang cukai lainnya juga dilaksanakan secara bertahap. Dalam hubungan ini antara lain

telah dilakukan lagi penyesuaian tarip cukai gula yaitu kalau sebclumnya tarip cukai gula un-

tuk jenis SHS-I, SHS-II, HS-I dan HS-II masing-masing adalah sebesar Rp 2.255,37 per kuin'

tal, Rp 2,240,37 per kuintal, Rp 2.225,37 per kuintal dzn Rp 2.21o,37 per kuintal maka

sejak awal bulan April 1981 masing-masing menjadi sebesar Rp 3 500 per kuintal,

Rp 3.485 per kuintal, Rp 3.470 per kuintal dan Rp 3.455 per kuintal. Selanjutnya harga

dasar bagi pengenaan cukai bir sejak awal bulan April 1981 juga telah disesuaikan dari

Rp 260 menjadi Rp 280 Per liter.

Di dalarn realisasinya pelrerimaan cukai selalu meningkat setiap tahufflya' Dalam

tahun 197911980 penerimaan cukai mencapai Rp 326t milyar kemudian meningkat men-

jadi Rp 437,9 milyat dalam tahun 1980/1981. Da]am APBN 1981/1982 penerimaan cukai

direncanakan sebesar Rn 553,0 milyar. Untuk tahun t982/7983 penerimaan cukai direnca-

nakan sebesar Rp 618,4 milyar atau berarti peningkatan sebesar Rp 65,4 milyar atau

11,8 persen bila dibandingkan derrgan APBN 1981/1982.

sementafa itu dalam tr;hun 1974/7975 penerimaan pajak ekspor mencapai Rp 70,3

milyar, dan pada tahun 1980/1981 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 305,0 milyar.

Dalam tahun 7982/7983 penerimaan pajak ekspor direncanakan Rp 170,0 milyar yang

berarti Rp 211,1 milyar atau 5 5,4 persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan APBN

lg8ll7g82 yang mencanlxmkan jumlah sebesar RP 3 81,1 milyar'

penerimaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan (PET) sebagai salah satu

sumber penerimaan negara yang berasal dari kegiatar ekspor tidak terlepas dari pefkembang-

an ekspor serta kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekspor. Oleh karena itu kebijaksanaan

pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pe-

,,"ii*""n negara, tetapi juga memperhatikan segi peningkatan ekspor dan perluasan kerja
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di sektor produksi barang ekspor. Sebagai akibat dari merosotnya harga pasar dunia daripada
beberapa komoditi ekspor terpenting, berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah yaitu
antara lain secara selektif menurunkan tarip pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan
terhadap beberapa komoditi ekspor. Bahkan unnrk beberapa komoditi tertentu yaitu lada,
minyak kelapa, kopra, kopi dan karet, tarip pajak ekspornya telah diturunkan menjadi
nol persen. Demikian pula tarip PET telah diturunkan menjadi nol persen atas minyak
kelapa, kopra, kopi dan teh. Dalam pada itu untuk mendotong penyediaan bahan baku
indusri pengolahan kayu di dalam negeri maka sejak bulan Mei 1980 telah diadakan pem-
batasan ekspor kayu gelondongan. Kebijaksanaan tersebut di atas secaxa langsung telah
menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan.

Penerimaan lain{ain pajak tidak langsung terdiri dari bea meterai, bea lelang dan
pajak tidak langsung lainnya. Jenis penerimaan ini dalam tahun 198211983 direncanakan
sebesar Rp 44,3 mtlyar. Apabila dibandingkan dengan tahun 1981/1982 yang besamya
Rp 27,8 milyar maka jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 1,6,5 milyar
atau 59,4 persen. Di dalam pelaksanaannya secara bertahap telah dilakukan penyesuaian
trip bea m€terai ke tingkat yang lebih wajar, Sehubungan dengan itu dalam rangka pem-
binaan Koperasi Unit Desa (KUD) dan tata niaga cengkeh produksi dalam negeri maka
pada bulan Maret 1980 telah dilakukan perubahan bea meterai atas tanda bukti pemberian
kredit yang diberikan dalam hubungannya dengan tau niaga cengkeh yaitu tidak dikenakan
bea meterai kredit sebesar 1 o/oo (saru per mil) melainkan cukup dikenakan bea meterai
umum Rp 25,-- tiap lembamya.

6.3.1.3. Penerimaan dari sektor minyak

Sampai saat ini minyak dan gas bumi masih merupakan sumber penerimaan negara
yang utama yang menunjukkan bahwa minyak masih merupakal penyumbang terbesar
terhadap dana, yang dibutuhkan bagi pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan
penerimaan sektor minyak dari tahun 796917970 dapat dilihat pada Tabel VL12. Besamya
penerimaar pajak perseroan minyak dipengaruhi antara lain oleh jumlah produksi, ekspor
dan harga internasional minyak bumi. Sejalan dengan perkembangan harga minyak
internasional, Pemerintah telah berulangkali mengadakan penyesuaian harga ekspor minyak
menmh. Dalam hubungan ini sejak Januari 1981 harga ekspor minyak mentah Indonesia
yarg berlaku adalah US $ 35,00 untuk setiap barrel, sedangkan sebelumnya adalah
US $ 31,50 setiap barrel. Akan tetapi karena pada akhirakhir ini situasi perdagangan
minyak mengalami kelesuan sebagai akibat daripada resesi ekonomi dunia, maka untuk
menyesuaikan dengan situasi pasar minyak tersebut pada awal September 1981 Pemerintah
telah menutunkan harga untuk beberapa jenis minyak mentah. Penurunan itu diperkirakan
tidak mempengaruhi penerimaan negara dalam tahun anggaran 798117982 oleh karena
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Tabe l  V l .  12

PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MINYAK'
( dalam milYar ruPiah )

t969 /1970 -- 1982 t1983

Tahun anggaran
Pajak

Perseroalr
minyak

Penerimaan
minyak
lainnya

Junlah
K e n a i k a n

Jumlah Persentase

PELITA I

196911970
79701197r
t97u7972
r972t1973
t973 tr97+

PELITA II

797 +t797 5
r97 51797 6
r97 61r977
1977 /r978
79781r979

PELITA III

1979/1980
1980/1981
7987/1982 t)

rg82t7g$21

48,3
68,8

r12,5
r98,9
3+4,6

973,7
1.249,r
7.679,4
7.9+8,7
2.308,7

17,5
30,4
28,2
3r,6
37,6

15,9
1 ,1

15,9

65,8
o q )

740,7
210,5
382,2

e o R

1 < 1  ' 7

+

+

+

f

+ 575,O
+ 290,8
+ 387 ,3
+  313 ,4
+ 360,0

+ 1.95O,9
+ 2.7 6O,0
+ 1.555,6
+ 546,5

+  5  0 .8
+  41 ,8
+  63 ,8
+  o ) , d

+ 150,4
+ 30,4
+  31 ,0
+ 19,2
+  18 ,5

+ 84,5
+ 54,8
+ 22,2
+ 6,+

957,2
7.248,O
t . o ,  ) , J

r.948,7
2.308;7

+.259,6
7.019,6
8 .57  5 ,2
9.r21,7

4.259,6
7.O19,6
8.57  5 ,2
9.127,7

1 )  A P B N

2 )  R A P B N
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Tabe l  V I .  13

PENERIMAAN BUKAN PAIAK, 1969n970 - r982/L983
( dalam milyar rupiah )

Kena i kanTahun anggaran Jumlah
fumlah Persentase

PELITA I

1969/7970

r970n97|

7977/1972

L972/7973

r973 /1974

PELITA II

r974 /t97 5

r97 5 t797 6

1976/7977

7977 /r978

r978/L979

PELITA III

1979/7980

1980/7981

198t/1982 t)

7982/L9$ 2)

3,1

13 ,1

7 7 <

34,6

49,8

66,6

110 ,4

118 ,5

7+3,6

79r,4

r87,3

375,7
? 1 0 1

t a )  4

10,0

14,4

7 ,1

75,2

322,6

109,9

25,8

43,9+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16,8

43,8

8 ,1
'r< 1

47 ,8

4 ,7

728,4

96,4

17  3 , r

33,7

65,8
. 7 2

27 ,2

2,1.

68,6

30 ,5

78,9

I ) APBN
2) nAPBN



penurunan harga tersebut hanya berlaku bagi beberapa jenis minyak yang produksinya
kecil. Dalam tahun 1979/1980 penerimaan pajak perseroan minyak adalah sebesar
Rp 4.259,6 milyat, dan dalam tahun 798017981 adalah sebesar Rp 7.0f 9,6 milyar. Dalam
APBN f981/1982 penerimaan pajak perseroan minyak direncanakan sebesar Rp 8.575,2
milyar. Untuk tahun 1982/1983 penerimaan pajak perseroan minyak direncanakan sebesar
Rp 9.127,7 milyar termasuk di dalamnya penerimaan LNG sebesar Rp 709,3 milyar.
Apabila dibandingkan dengan APBN i981l1982 maka berarti terjadi peningkatan hanya
sebesar Rp 546,5 milyar.

6.3.1.4. Penerimaan bukan pajak

Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan negara di luar pajak, bea masuk
dan cukai, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri yaitu antara lain
terdiri dari penerimaan berbagai Departemen/Lembaga Negara non-Departemen seperti
penerimaan jasa, uang pendidikan, hasil penjualan barang, denda-denda, bagian laba
perrrsahaan-perusahaan negara dan bank-bank Pemerintah, iuran hasil hutan (IHH), iuran
hak pengusahaan hutan ( IHPH ) dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan penerimaan
bukan pajak berbagai kebijaksanaan yang dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya tetap
dilanjutkan yang meliputi penyempurnaan di bidang administrasi, penertiban setoran
daripada pungutan yang dilakukan oleh Departemen/Lembaga Negara non-Departemen serta
peningkatan di bidang pengawasannya,

Dalam perkembangannya realisasi penerimaan bukan pajak pada umumnya meng-
alami peningkatan pada setiap tahunnya. Perkembangan penerimaan bukan pajak dari
tahun 1969/1970 dapat dilihat pada Tabel VI.13. Dalam tzhun 7979/7980 penerimaan
bukan pajak mencapai jumlah sebesar Rp 187,3 milyar, kemudiur meningkat menjadi
Rp 315,7 milyar dalam tahun 1980/1981. Selanjumya dalam APBN 1987/1982 penerimaan
tersebut diperkirakan sebesar Rp 219,3 milyar. Dalam tahun 198211983 penerimaan bukan
pajak diperkirakan sebesar Rp 392,4 milyar yang berarti Rp 773.7 milyar lebih tinggi
dibandingkan dengan AIBN 798 1 / 19 82.

6.3 ,2, Penerimaan pembangunan

Dalam REPELITA III telah digariskan bahwa pembinaan dana-dana yang bersumber
dari dalam negeri setapak demi setapak harus ditingkatkan agar dapat dihimpun dana yang
semakin besar guna membiayai pembangunan yang semakin meningkat. Dalam pada itu
telah pula ditetapkan batrwa dana bantuan luar negeri turut digunakan unruk melengkapi
dana yang bersumber dari dalam negeri untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan.
Kebijaksanaal ini dimaksudkan untuk membina secara bertahap landasan yang kuat untuk
tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Untuk itu maka bantuan luar negeri hanya
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Tabe l  V I .  14

BANTUAN LUAR NEGERI,196911970 _ 198211983
( dalam milyar rupiah )

Tahun anggaran Bsntuan
pfogram

Bantuan
Proy€k

Kena i kan
Jumlah lumlah Petsentase

PELITA I

1969/I970
r970/t977
197I/ I972
7972n973
1973 t797+

PELITA II

r974/t97 5
r97 5 /r97 6
7976/r977
1977 /7978
t978/7979

PEI,ITA III

r979tL980
1980/1981
1987/1982 tl

1982/t983 2',,

65,7
78,9
90,5
95,5
89,8

25,3

45,o
62,3

7t4,L

r95,9
+7r,4
773,6
737,6
987,3

91,0
120,+
735,5
757,8
203,9

+ 29,4
+  r  ) , 1

+ 22,3
+ +6,1

+ 28,1
+ 259,6
+ 292,2
- LO,4
+ 262,1

+ 345,6
+ l l2 , l
+  L32,1
+ 224,9

+ 32,3
+ 72,5
+  l o , )
L  J A 7

+ 13 ,8
+  111 ,9
+ 59,4
-  1 ,3
+  3  3 ,9

+ 33,4
+ 8,2
+ 8,8
+  13 ,8

J6, r
20,2
LO,2
3 5,8
48,2

64,8
6+,1
6+,8
25,O

1.316,3
1.429,7
1.56r,7
1 .825,8

2J2,O
+9r,6
783,8
773,4

1 .03  5 ,5

r .3  81 ,1
7.493,8
r.625,9
1.850,8

r }  A P B N

2 )  R A P B N
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dapat diterima apabila bebas dari ikatan politik, idak memberatkan dan penggunaannya

harus produktif. Unsur produktif dalam penggunaan bantuan luar negeri semakin diutama-

kan agar dana yang diperoleh tidak menjaCi treban pada tahun-tahun mendatang bahkan

melalui penggunaan bantuan luar negeri kedalam proyek-proyek pembangunan yang pro-

duktif tersebut aka^n dihasilkan produksi yang cukup besar untuk membayar kembali

bantuan tersebut. Dana bantuan luar negeri yang diperoleh selama ini m€nurut bentuknya

dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu bantuan proyek dan banruan program.

Dalam pelaksanaan bantuan luar negeri tahun-tahun terakhir ini terlihat bahwa tahun

demi tahun peranan bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan semakin menurun

bila dibandingkan dengan masa PELITA I dan II meskipun jumlahnya selalu meningkat.

Kalau dalam tahun pertama PELITA I persentase bantuan luar negeri terhadap dana pem-
bangunan adalah sebesar 77,0 persen, maka dalam tahun 1981/1982 berdasarkan APBN,
peranarnya turun menjadi 25,4 persen.

Dalam rangka memperluas sumber+umber bantuan luar negeri, Pemerintah telah
pula melakukan penjualan obligasi di luar negeri. Dalam tahun 1978 telah dilakukan penjual-
an obligasi RI untuk pertama kali di Jepang bernilai Y 10 milyar dan kemudian di Jerman
bemilai DM 100 juta. Sedangkan dalam tahun 1979 berhasil di jual di Negeri Belanda

dan Kuwait masing-masing bernilai NFL 75 juta dan KD 7 juta. Dalam tahun 1980 telah
dijual obligasi diSwiss bernilai SwFr 75 juta dan dalam tahun 1981 telah dijual lagi obligasi

di Jepang bernilai Y 10 milyar. Hasil pernjualan obligasi di luar negeri tersebut dimasukkan
sebagai penerimaan pembangunan da-lam APBN dan langsung digunakan untuk membiayai
sebagian dari biaya berbagai proyek-proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh
Pemerintah.

Penerimaan pembangunan dalam tahun anggaran I982/1,98J direncanakan sebesar
Rp 1.850,8 milyar yaitu terdiri dari bantuan proyek sebesar Rp 1.825,8 milyar dan ban-
tuan program sebesar Rp 25,0 milyar. Bila dibandingkan dengan penerimaan pembangunan
yang direncanakan dalam APBN 1981/1982, maka hal ini berarti bahwa dalam tahun
198217983 terjadi kenaikan sebesar Rp 224,9 mrlyar atau 13,8 persen, Bersama-sama
dengan tabungan Pemerintah sebesar Rp 6.7 55,0 mllyat maka dalam tahtn 1982/7983
direncanakan dana pembangunan sebesar Rp 8.605,8 milyar.

6.3.3. Pengeluaran rutin

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin berhubungan erat dengan peningkatan mu-
tu dan jumlah pelayanan Pemerintal dan tingkat perkembangan pembangunan yaitu untuk
memenuhi kebutuhan rutin dalam rangka pengamanan kekayaan negara, menampung biaya
pengawasan pelaksanaan pembangunan serta biaya pemeliharaan dari proyek-proyek yang
telah selesai dibangun. Selanjutnya pengeluaran rutin juga berhubungan erat dengan pe-
ningkatan tabungan Pemerintah melalui usaha penghematan dan efisiensi dalam setiap
pengeluaran rutin. Di samping itu di dalam pengeluaran rutin tercakup juga beberapa jenis
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pengeluaran yang semula hanya merupakan bagian kecil dari seluruh pengeluaran rutin
namun di dalam perkembangannya, terutama selama REPELITA III, telah menunjukkan
jumlah-jumlah yang semakin besar. pengeluaran tersebut terdiri dari pembayaran bunga
dan cicilan hutang baik dalam negeri maupun luar negeri dan lain-lain pengeluaran rudn
yaitu subsidi pangan dan subsidi bahan bakar minyak. Dalam pelaksanaannya, pembayaran
bunga dan cicilan hutang luar negeri adalah sesuai dengan jatuh waktunya pembayaran
bunga dan cicilan pokok hutang yang telah diperhitungkan agar tidak mengganggu kelancaran
pembiayaan pembangunan. Di lain pihak upaya untuk mempertahankaa stabilitas eko-
nomi tercermin antara lain dari pemberian subsidi atas impor komersial pangan terutama
beras, gula dan gandum serta dipertahankannya tingkat harga bahan bakardalamnegeri yang
memerlukan pemberian zubsidi. Besamya subsidi bahan bakar minyak tersebut meningkat
dengan cepat sejalan dengan meningkamya harga minyak mentah intemasional. Atas dasar
perkembangan dan kebijaksanaan seperti tersebut maka bita pada permulaan RE-
PELITA I realisasi pengeluaran rutin baru mencapai jumlah sebesar Rp 216,5 milyar, maka
dalam tahun keempat REPELITA II telah mencapai Rp 2.14g,9 milyar. Dalam tahun
7980/1987 pengeluaran rutin telah mencapai Rp 5.800,0milyar dan dalam APBN 19gzlr9g3
pengeluaran rutin diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 7.001,5 milyar. per.
kembangan pengeluaran rutin dapat dilihat daiam Tabel VL 15 dan Grafik VI. 1f .

Selaras dengan kebijaksa-oaan keuangan negara dalam REPELITA III maka ke-
bijaksanaan pengeluaran rutin dalam tahtn 19821L983 akan tetap didasarkan kepada
dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang
mantap, dengan sekaligus menekankan pada segi pemerataan. Dalam rangka usaha mewujud.
kan pemerataan dengan pengeluaran rutin akan diusahakan lebih lanjut penambahan jumlah
guru Blru sD Inpr€s' tenaga medis dan tenaga perawat di setiap puskesmas. Demikian juga
untuk mendorong terciptanya pemerataan kesempatan berusaha maka kebijaksanaan belanja
barang diarahkan untuk mengutamakan pembelian barang hasil produksi dalam negeri
yang dihasilkan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha setempat. oleh
karena itulah maka Keppres No. 14A tahun 19g0 telah disempurnakan lebih lanjut menjadi
Keppres No. 18 tahun 1981. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tabungan pemerintah
antara lain telah diusahakan penghemataa melalui penyempurnaan sistem pengadaan barang
dan pembelian barang Pemerintah serta pengarahan pengeluaran rutin kepada kegirt"n y*g
berptioritas tinggi.

Di samping itu dalam rangka peningkatan mutu dan jumlah pelayanan pemerintah
akan dilaksanakan penambahan dan penyempumaan aparatur negara serta peningkatan
pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan kekayaar negara. Kebijaksan aan dalam pem-
berian subsidi bahan pangan dan zubsidi bahan bakar minyak masih didasarkan pada usaha
untuk mencipakur stabilitas harga, Akan tetapi karena setiap peningkatan zubsidi dapat
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Tabe l  VL  15

PENGELUARAN RUTIN, T9691197O _ 1982/1983
( dalam milyar rupiah )

Tahun anggaran Jumlah
Kena i kan

Jumlah Persentase

REPELITA I :

1969 I 7970

1970 | 197r

1971 / 1972

7972 / 1973

7973 / 1974

REPELITA II:

t974 / 1975

r975 / 7976

7976 / 7977

7977 I 7978

7974 I 7979

REPELITA III :

1979 | 1980

1980 / t98l

1987 / 7982 tl

1982 / 19$ 2l

1 .016 ,1

7.332,6

1..629,8

2.r+8,9
2.743,7

4.061,8
5.800,o
7.50t,r
7.OO7,5

216,5
288,2

3+9,7
438, r
713,3

+

+

+

+

77 ,7

60,9

89,0

27 5,2

+ 302,8
+ 316,5
+ 297,2

+  519 ,1

+ 594,a

r .318,1
7.7 38,2
7.701,1

+99,6

+ 33,1
+ 27,7
r  t (  <

+ 62,8

+  4 7 q

+  3 1 , 1
+ ')) ?

+ 31,9
+ J'7 7

+

+

+

+

+

+

+8,O
42,8
29,3

6,7

r)
2)

Angka A?BN

Angka RAPBN
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PENGELUARAN RUTTN, T969i 1970 _ 79A?/1983
( datam mityar rupiah )
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diartikan sebagai pengurangan danadana bagi pembangunan, maka subsidisubsidi tersebut
akan diberikan dalam batas-batas kewajaran dan kemampuan keuangan negara. Di samping
itu dari perkembangan akhir-akhir ini, terutama dalam tahun l9gf/DBZ, di bidang pro-
duksi pangan terlihat perkemba;ngan yang cukup baik sehingga diperkirakan aka' menrpu-
nyai pengaruh terhadap subsidi pangan. Dalam APBN tahun 1982/1983 zubsidi pangan di-
perkirakan lebih rendah dibandingkan dengan rahun-tahun sebelumnya.

Atas dasar kebijaksanaur di bidang pengelu aran rutin tersebut maka pengeluarar,
rutin dalam tahun 1982/1983 direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 2.001,5 milyar
yang berarti Rp 499,6 milyar atau 6,7 persen lebih rendah dibandingkan dengan ApBN
798111982. Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesarRp 2.491,8 milyar, belanja
barang sebesar Rp 7.067,7 milyar, zubsidi daerah otonom sebesar Rp 1.315,4 milyar, bunga
dan cicilan hutang sebesar Rp 976,2 miiyar serta lainJain pengeluaran rutin sebesar
Rp 1.150,4 mi lyar.

6.3.3.1. Belanja pegawai

Dalam usala meningkatkan mutu dan jumlah pelayaaan pemerintah arrara lain
dilaksanakan melalui usaha pembinaan dan penertiban apaxatur negfia, penyempurnaan
organisasi disertai perbaikan kesejahteraan pegawai negeri/ABRl dan pensiunan. Usaha-
tersebut antara lain tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah tahtn 79?? (pp No. 7 talrun
7977) dengm ditingkatkannya gaji pokok pegawai negeri sipil dan ABRI, setlangkan kepada
penerima pensiun diberikan kenaikan uang bantuan pensiun sehingga besamya pokok
pensiun baik bagi pensiun lama maupun pensiun baru adalah sama. selanjutnya dalam tahun
1980/198r dan tahun r987/t982 Pemerintah telah menaikkan gaji pegawai negeri sipi.l/
ABRI dan pensiunan dengan memberikan tunjangan perbaikan penghasirui (1Tp). Serain
itu dalam rangka perbaikan kesejahteraan pegawai telah dilakukan pula penyesuaian per-
hitungan honorarium, uang .lembur, penyesuaian besarnya tunjangan beras dan lauk pauk
dengan harga yang berlaku di pasaran, serta penyezuaian tunjangan luar negeri untuk pe.
gawai yang berrugas di luar negeri.

Realisasi belanja pegawai sejak REpELITA I sampai pelaksanaan REPELITA III
telah mengalami peningkatan sejalan dengan kebijaksanaan tersebut yang disezuaikan dengan
kemampuan keuangan negara. Bila da.lam tahun kedua REpELITA I realisasi belanja pegawai
baru rnencapai jumlah sebesar Rp 13r,4 milyar, maka dalam tahun kedua REpELITA II
menjadi sebesar Rp 593,9 milyar, sedang dalam tahun kedua REpELITA III telah mencapai
jumlah sebesar Rp 2.023,3 rnilyar. selanjumya dalam APBN 1981/1982 belanja pegawai
tersebut diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 2.412,3 milyar. Dalam tahun anggaran
1982/1983 belanja pegawai direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 2.491,8 milyar. Jum-
lah tersebut terdiri dari tunjangan beras sebesar Rp 294,4 milyar, pembayaran gajilpensiun
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sebesar Rp 1.782,0 milyar, uang makan/lauk pauk sebesar Rp 267 '7 milya;r ' lin{ain belanja

p.ga*"i d"Ir- negeri sebesar Rp 93,4 milyar dan belanja pegawai luar negeri sebesar
'np"S+,1 

*ity"t. Perkembangan belanja pegawai dapat dilihat dalam Tabel VI' 16'

6.3.3.2. Belanja barang

Peningkatan belanja barang adalah sesuai dengan tingkat perkembangan pembangun-

an yang memerlukan pembiayazn bagi kegiatan operasional' pemeliharaan dari proyek-

proi.t 
"y*g 

telah selesai dibangun dan pengelolaan tlklfaan negaxl agat dapat digunakan

dengan sebaik-baiknya. Namun-demikian peningkatan belanja barang tersebut selalu disertai

d.ngrn usaha penghematan s€rta pengawasan yang tePat dan cermat antara lain dengan

lebih memperharikan syaratsyarat mutu barang dan peningkatan efisiensi penggunaannya

Untuk mencapai usaha-usala tersebut maka sejak pelaksanaan APBN 1980/1981 antara lain

telah dilakukan usaha ke arah standardisasi peralatan dengan melalui penerapan sistem

klasifikasi dan kodifikasi untuk barang-barang milik Pemerintah. Demikian juga telah dilaku-

kan koordinasi dalam pengadaan barung yang betnitai di atas Rp 500 juta dan beberapa

barang tertentu seperti dalam hal pengadaan kendaraan bermotor' mesin tulis dan mesin

hitun! yang diperlukan oleh ,.luruh Dtpartemen/Lembaga non Departemen' Dengan sistem

toora-inasi dalam pengadaan barang tersebut maka dapat diperoleh harga' yutg wajar sena

keseragaman dalam jenis brrang 
"iau 

peralatan kantor yang mengarah kepada efisiensi

dala 
-pengguna"n. 

Demikian jula melalui koordinasi tersebut dapat diutamakan pembelian

b"rang-5ur-[, hasil produksi Jalam negeri, sedangkan sistem standardisasi barang me-

mungLnkan daerahdaerah yang rerpencil memperoleh peralatan dengan mutu dan jenis

yang sama.

Melalui kebijaksanaan belanja barang juga selalu diusahakan untuk mendorong peme-

rataan kesempatan kerja dan berusaha bagi golongan ekonomi Iemah Sehubungan dengan hal

itu untuk lebih rneningkatkan peranan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam pelaksana-

an proyekltoyek Pemerjntah maka Keppres No 14 A tahun 1980 telah disempurnakan

d..,grn f"ppr", No' 18 tahun 1981. Di dalam Keppres No' 18 telah ditambahkan ketentuan

b"* ,r,trr"-t"in bahwa pembotong/rekanan golongan ekonomi lemah yang telah diberikan

kelonggaran-kelonggaran di dalam memenangkan lelang/tender pemborongan/pembelia-n

b",*"g-h,,u.-" I ,k. ,n"k*sendir ipeker jaarrpemborongan/pembel ianbarangtersebut
d"r, dilar*g menyerahkan pekerjaan pemborongan/pembelian barang tersebut kepada

pihak lain. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka kontrak pekerjaan pemborongan/pem-

telian barang tersebut dibatalkan dan kontraktor/rekanan golongan ekonomi lemah yang

bersangkutari akan dikeluarkan dari daftar rekanan yang mampu (DRM) ' Adanya ketentuan

tersebut dimaksudkan agar pengusaha golongan ekonomi lemah dapat berjalan atas dasar

kemampuan sendiri sehingga usaha perusahaan bisa berjalan untuk seterusnya'
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Tabe l  V I .  16

BEr-ANJA PEGAWAT, L969 n97 O
( dalam milyar rupiah

- 1982/1983

)

T s h u n
Tunjangm caji dan

b€ras penriun
ulnt Lainlsin Betania
-*i, u"i.-plig'.?in. pJe"tlir.n. J'-t"t'

REPELITA I

1969tr970

r970n97|

r971t7972

r972tr973

r97 3 tr97 4

REPELITA II

7974tr97 5

797 5 tr976

r9'16 tr977

r977 ft974

1974t1979

REPELITA III

28,8

37,9

? 1  I

50,6

56,4

70,6

99,7

1 3 1 , 6

173,9

,oL,7

400,0

424,8

672,9

760,3

10,7

7t,7

72,L

1+,6

16,8

24,+

43,5

45,7

47,A

5t,2

3 , 8

10,8

14,5

17,3

20,2

24,7

36,9

3  r , 5

33,6

4, I

4,8

J , O

7,4

9,8

t2,7

14,3

14,8

29,1

34,O

50,6

5+,3

1 0 1 , 8

13r,4

163,4

200,+

268,9

420,1

593,9

o to ,o

893,2

1.001,6

7.479,9

2.023,3

', L1 '' I

2.+91,4

< o <

1 1 I , 9

tt4,9

r26,2

132,8

179,9

252,O

289,4

2944

r979 /1980

r980i 1981

198111982

1982t19832',t

1.053,9 109,9

L442,9 t9',2

1.742,3 248,5

1.782,0 267 ,7

47,L

61,2

81,5

93,4

l) Anslq APBN

2) ArgL4 RAPBN
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Atas dasar kebijaksanaan di bidang belanja barang seperti tersebut di atas terlihat
bahwa perkembangan realisasi belanja barang sejak REPELITA I sampai pelaksanaan
REPELITA III terus mengalami peningkatan. Jika dalam tahun kedua REPELITA I realisasi
belanja barang baru mencapai jumlah sebesar Rp 62,6 milyar maka dalam tahun kedua
REPEI,ITA II telah meningkat menjadi Rp 304,9 milyar. Sedang dalam APBN 198l/1982
belanja barang tersebut diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 994,3 milyar. Dalam
APBN 1982/1983 belanja barang direncanakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 1.067,7
milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 73,4 milyar atau 7,4 persen bila dibandingkan
dengan A?BN 7981/1982. Jumlah belanja barang sebesar Rpl.O67,7 milyar tersebut terdiri
dari belanja barang ddam negeri sebesar Rp 1 O2f ,1 milyar dan belanja barang luar negeri
sebesar Rp 46,6 mtlyar. Dalam rencana belanja barang tersebut telah diperhitungkur
adanya kenaikan harga daripada peralatan kantor, perluasan aParat Pem€rintah dan tambah-

an pembiayaan pemeliharaan alatalat utama bagi ABRI.

6,3,3,3. Subsidi daerah otonom

Seperti dikeuhui subsidi daeral otonom masih diperlukan di dalam me-
nunjang kegiatan rutin daripada aparat Pemerintah daerah. Oleh karena perbaikan ke-

sejahteraan pegawai negeri/ABRl dan pensiunur, selain untuk pegawai negeri pusat, berlaku
juga bagi pegawai daerah otonom maka setiap kebijaksanaan penyesuaian belanja pegawai

akan mempengaruhi pula besamya zubsidi daerah otonom, HaI ini dapat dilihat pada per-

kembangan realisasi subsidi daerah otonom sejak tahun peftama REPELITA I sampai pe'

laksanaan talrun terakhir REPELITA II dan tahun-tahun berikumya yang selalu menunjuk-
kan kenaikan. Bila dalam tehur, 1969/L970 realisasi subsidi daerah otonom adalah sebesar
Rp 44,1 milyar maka dalam tahun 197+17975 mencapai jumlah sebesar Rp 201,9 milyar'
dan selanjumya telah berkembang menjadi Rp 522,3 milyar dalam tahun terakhit
REPELITA II. Kenaikan-kenaikan tersebut selain disebabkan penyesuaian gaji pegawai dan
perkembangan jumlah pqgawai daerah, juga karena di dalam zubsidi daeral otonom di'
tampung pula pembiayaan untuk tambahan guru sekolah dasar Inpres dan tenaga medis
Puskesrnas. Di samping io peningkatan zubsidi daerah otonom juga menampung pengganti'
an biaya akibat dihapuskannya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah dasar kelas

satu sampai dengan kelas enam. Sejak tahun 1981/1982 subsidi daerah otonom telah me-
nampung pula gaji lurah dan perangkamya di sampilg tunjangan pamong desa. Dalam

rangka menunjang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan ke-
sehatan maka dalam tahun 1982/L983 direncanakan pula untuk menambah jumlah guru

sekolah dasar Inpres, tenaga perawat serta tenaga medis Puskesmas di daerahdaerah,
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Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka pengeluaran subsidi daerah otonom
dalam uhun anggaran 1982/1983 direncanakan sebesar Rp 1.315,4 milyar. Bila dibandingkan
dengan APBN tahun 1981/1982 maka perkiraan tersebut meningkat sebesar Rp 106,0
miiyar atau 8,8 persen. Dari rencana pembiayaan subsidi daerah otonom dalam tahun
7982/1983 tersebut, subsidi daerah l.rian Jaya direncanakan sebesar Rp 43,0 milyar dan
un k daerah otonom lainnya sebesar Rp 1.272,4 milyar r€rmasuk subsidi daerah Timor
Timur sebesar Rp 11,1 milyar.

6,3.3.4, Bunga dan cicilan hutang

Pinjaman luar negeri yang diperlukan untuk membiayai berbagai proyek dan kegiat-
an yang produktif, pada saamya harus dikembalikan yaitu berupa pembayaran bunga dan
cicilan hutang luar negeri. Selain pembayaran bunga dan cicilan hurang luar negeri tersebut
terdapat pula pembayaran bunga dan cicilan hutang da.lam negeri yang menampung pem-
bayaran atas tagihan jasa umum seperti listrik daa telepon serta runggakan bunga atas
uang muka Bank Indonesia kepada Pemerintah.

Realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri dalam perkembangannya
senantiasa menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut tetap
sezuai dengan tingkat kemampuan keuangan negara oleh karena pada dasarnya setiap hutang
luar negeri selalu diperhitungkan dengan kemampuar pengembaliannya dan setiap pinjaman
luar negeri telah dimanfaatkar unruk membangun proyek-proyek yang produktif dengan
hasil yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk pengembalian tersebut. Dalam tahun
7980/198I pembayaran bunga dan cicilan huang luar negeri tersebut mencapai jumlah
sebesar Rp 754,0 milyar dan dalam APBN 1981/1982 pembayaran bunga dan cicilan hutang
luar negeri diperkirakan sebesar Rp 933,7 milyar. Dalam tahun lgg1/7983 pembayaran
bunga dan cicilan hutang keseluruhan direncanakan sebesax Rp 926,2 milyar yang terdiri
dari pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar Rp g46,2 milyar dan pem-
bayaran bunga dan cicilan hutang dalam negeri sebesar Rp 30,0 milyar. Dibandingkan
dengan rencana pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam ApBN tahun 19g1/19g2
maka berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 12,5 milyar atau 1,3 persen.

6,3 .3 ,5 . Lain{ain pengeluaran rutin

Lain-lain pengeluaran rutin dltara iain menampung pengeluaran untuk subsidi
pangan, subsidi bahan bakar minyak, biaya Pemilu dan lain-lain pengeluaran non depar-
temental seperti biaya srrat men''urat dan giro pos. pengeluaran dalam bentuk subsidi
diberikan dalam rangka menunjang usaha stabilisasi harga. Di dalam perkembangannya
selama pelaksanaan REPELITA I sampai dengan REPELITA II, lainlain pengeluaf,an rutin
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menunjukkan jumlah yang meningkat. Dalam REPELITA III pengeluaran dalam bentuk

subsidi bahan bakar minyak dalam negeri menunjukkan jumlah yang semakin besar yang

erat hubungannya dengan kenaikan-kenaikan dalam harga minyak mentah intemasional.

Di samping itu Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk memb€rikan zubsidi

bahan pangan terutama atas beras, biji gandum dan gula yang merupakan komoditi pokok

kebutuhan masyarakat dan besar pengaruhnya terhadap Iaju inflasi,

Perkembangan tersebut di atas tercermin dari pengeluaran subsidi pangan dan

bahan bakar minyak sejak tzhun 1978/1979. Dalam tzhun 7978/7979 zubsidi pangan

tercatat sebesar Rp 43,5 milyar yang kemudian meningkat menjadi Rp 124,9 rnilyar dalam

tahun 7979/1980, Rp 281,7 milyar dalam tahun 1980/1981 dan dalam :;-h'un 198I/7982

direncanakan sebesar Rp 309,7 milyar. Dalam tahun 7982/1983 diperkirakan subsidi

pangan lebih rendah dari tahun sebelumnya oleh karena produksi pangan terutama beras

telah berhasil ditingkatkan. Sedang dalam hal subsidi bahan bakar minyak sejak tahun

7978/1979 tercatat sebesar Rp 197,0 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp 534,9

milyar dalam tahun 7979/1980, Rp 1.021,7 milyar da.lam tahun 1980/1981 dan dalam

APBN 1981/1982 direncanakan sebesar Rp 1.511,1 milyar. Dalam perkembangan selanjut-

nya subsidi bahan bakar minyak dapat menjadi sangat besar bila tidak dilakukan penyesuaian

harga bahan bakar minyak dalam negeri Dalam tahun 7982/L983 perlu diadakan pe-

nyesuaian harga bahan bakar minyak dalam negeri di dalam rangka mempertahankan

kecepatan pembangunan melalui penyediaan dana yang cukup. Dalam tahun anggaran

7982/1983 lain-lain pengeluaran rutin ditencanakan sebesar Rp 1.150,4 milyar, yang

berarti Rp 771,0 milyar atau 40,1 persen lebih rendah jika dibandingkan lain-lain pe-

ngeluaran rutin dalam APBN i981/1982. Jumlah sebesar Rp 1'150,4 milyar tersebut

terdiri dari biaya untuk subsidi pangan sebesar Rp 188,4 milyar, subsidi ba.han bakar

minyak sebesar Rp 924,0 milyar, biaya untuk penyelenggaraan Pemilu Rp 14,5 milyar,

pengeluaran untuk surat menyurat, gtro pos dan bebas porto serta lain{ain sebesar Rp 23,5

milyar. Rencana pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam tahun 1982/1983

dapat dilihat dalam Tabel VI.20.

6.3.4. Tabungan Pemerintah

Kebijaksanaan anggaran yang berimbang dan dinamis yang selama ini dianut berarti
selain menunjang stabilisasi ekonomi juga ciitujukan untuk dapat menciptakan tabungan
Pemerintah yang semakin besar dalam membiayai pembangunan nasional. Tabungan Pe-

merintah ters€but dapat ditingkatkan melalui peningkatan yang cukup besar daripada
penerimaan dalam negeri dan penghematan dalam pengeluaran rutin tanPa mengorbankan
gerak pembangunar itu sendiri. Oleh karena itu pengeluaran rutin juga akan meningkat dari
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tahun ketahun sejalan dengan tahap-tahap pembangunan yang semakin berkembang walau-
pun dengan tingkat perkembangan yrrg lebih rendah daripada tingkat perkembangan
penerimaan dalam negeri untuk dapat menciptakan tabungan pemerintah yang semakin
besar.

Bila dalam tahun 1969/1970 tabungan Pemerintah baru mencapai Rp 27 ,2 ntlyat
dan membiayai 23,0 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan maka dalam tahun
7973/7974 telah dapat dihimpun sejumlah Rp 254,4 milyar yang membiayai 56,4 persen
dari seluruh pengeluaran pembangunan. Tabungan pemerintalr tersebut meningkat lagi
menjadi Rp 4.427,omlyu da.lam tahun 1980/1981 dengan membiayai 74,g persen dari
seluruh pengeluaran pembangunan dan dalam APBN 1981/19g2 direncanakan lebih lanjut
tabungan Pemerintah sebes ar Rp 4.27 3 ,3 milyar. perkembanganrealisasi tabungan pemerintah
tersebut menunjukkan bahwa tabungan Pemerintah tidak saja semakin besar tetapi juga
semakil meningkat peranannya dalam membiayai pembangunan, Tabungan pemerintah
dalarn tahun 1982/7983 direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 6.755,0 milyat yangbn-
arti meningkat sebeszr Rp1.981,7 milyar atau 41,5 persenjika dibandingkan dengan tabungan
Pemerintah dalam APBN tahun 1981/1982. perkembangar realisasi tabungan pemeriniat
dapat dilihat pada Tabel vI. 17 dan Grafik vI. 12, sedangkan perkembangan tabungan
Pemerinuh sebagai sumber dana pembangunan dapat dilihat pada Grafik VI. 13.

6.3,5. Pengeluaran pembangunan

Usaha'usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
dalam rangka mewujudkan cita.cita bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur
nampak setiap tahun menunjukkan peningkatan. Tingkat pembangunan yarg terus me-
ningkat tersebut diperlukan sebagai landasan yang kuat bagi terwujudnya maryarakat
sejahtera seperti yang dicita-citakan. sampai pelaksanaan uhun ketiga REpELITA III pelaksa-
naal pembangunan nasional telah berkembang dengan cepat dan diharapkan alcan terus di-
lanjutkan iagi dalam REPELITA selanjumya. Dalam pada itu pelaksanaan REPELITA III
telah diperluas dengan kegiatanJ<egiatan pembangunan di berbagai bidalg dan akan diberi-
kan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan dan pemerataan kesejalrteraan
rakyat, pembagian pendapatan yang makin merata serta perluasan dan pemerataan ke-
s€mpatan kerja. sejalal dengan hal itu pelaksanaan pembangunan dalam tahun lgg2llggi ,
sebagai tahun k-eempat REPELITA III, akan tetap diprioritaskan pada pembangunan di
bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor potanian menuju swasembada pangan,
selain itu juga diusahakan untuk meningkatkan sektor industri yang mengolah behan
mentah menjadi batran baku dan barang jadi dalam rangka menseimbangkan struktur eko-
nomi Indonesia, serta mengusahakar pembangunan dalam bidang politik, sosial dan budaya
sepadan dengan kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi.
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Tabe l  V I .  17

TABT,'NGAN PEMERJNTAH, 196911970 _ 19821T983

( dalam milyer rupiah )

K e n a i k a n

Tdrun rnggrran fumlah
Jumlah Pers€ntase

REPELITA I :
1969t7970
r97017971
797y1972
1972tr97 3
r97 3t197+

R-EPELITA II :
r974t797 5
r97 5tr976
t976/r977
1977 /r978
r978tr979

REPELITA III :
r979t7980
1980tr987
198111982 t)

t982n9$ 2l

27,2
56,4
78,9

152,5
254,4

737,6
909,3

t.276,2
1.386,5
t.522,+

2.635,0
+.427,O
4.773,3
6.7 55,0

29,2
t ') <

7 3 ,6
101,9

483,2
771,7
366,9
110,3
135,9

ro7 ,4
? o  o

9  3 ,3
66,8

189,9

23 ,3
40,3

8,6

9,8

68,0

7,4

+1,5

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+ 1.112,6
+ t.792,O
+ t46,3
+ L.98L,7

+

+

f ) A'|8LE AIBN

2) Aqtr RAPBNI
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PERBANDINGAN TABUNGAN PEMERINTAH DALAM APBN DAN REPELITA
r969n970 _ 79AU1983
( dalam rnilyar rupiatr )
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?.500

6.000

4.500

1979/80 1980ltl r98t/t2 lg8Ztt3

(APBN) (RAItsN)
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DANA PEMBANGUNAN, T96911970 - I9AZI718B II

( dalem milyar rupiah )

219

! taru'enn t merintatr

! llir"i u*"tt bantuan program

T

--rIl
r96pflo nmlzl r97rlt2 t974t3 Wnpt

l) Di luar bantuan proyek

1974fl51975n6 rc76127 r9771t8 197818 t979/80 l9B0/81 t9AV82 tgEZ/Sg
(APBN) (RABI{}
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Dalam pelaksanaan anggarar pembangunan tahun keempat REPELITA III, sepertr
halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan program?rogram pembangunan di-
laksanakan melalui pengeluaxan pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pem-
bangunan regional terscbut terutama dilaksanakan melalui bantuan pembangunan daerah
( program Inpres ) dan bantuan pembangunan melalui dana lpeda. Program pembangunan
regional terrbut antara lain dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan tingkat pertum-
buhan anura daerah yalg satu dengar yang lainnya, sedangkan pembangunan sektoral
yang dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga Negara non-Departemen didasarkan kepada
unzur prioritas yarg tersebar di seluruh daerah antara lain meliputi pembangunan sektor-
sektor pertanian dan pengairan, sektor industri dan pertambangan, sektor tenaga listrik, sek-
tor tenaga kerja dan ffansmigrasi serta sektor pertahanan dan keamanan, yang secara keselu-
ruhan terus menunjukkan peningkatan. Sehubungan dengan itu, apabila dalam tahun-tahun
sebelumnya usaha pemerataan terutama mendapatkal perw,ujudannya da.lam bentuk ber-
bagai bantuan Inpres dan bantuan kedit kepada golongan ekonomi lemah, maka kini
perhatian juga diarahkan kepada pembinaan koperasi.

Dalam hal pengelolaan anggaran pembangunan, sejak REPELITA III dimulai sistem
DIP yang lebih disempumakan lagi. Di samping bentuknya lebih disederhanakan, DIP
juga dibedakukan sebagai SKO sehingga dapat lebih menjamin kelancaran pembiayaan
pembaagunan tanpa mengorbankan fungsi pengawasan, Pelaksanaan sist€m pengawasan
juga telah disempurnakan sejalan dengan makin baiknya tertib adminisnasi dengan pe-
rubahan sistem pengawasan pralaksana ( pre-audit ) ke sistem pengawasan purnalaksana
( post-audit ). Di samping itu sebelumnya telah diadakan penyederhanaan dalam tata cara
revisi DIP dengan lebih baryak menyerahkan wewenang kepada pelaksana proyek di daerah
dan departemen yang membawahinya. Maksud usaha-usaha penyempumaan ini adalah
supaya penyediaan biaya dapat menjadi lebih cepat, terarah, tanpa kehilangan kendali dan
tertib administrasi.

Pelaksanaan banruan pembangunan daerah setiap tahunnya juga menunjukkan
peningkatan. Dalam permulaan REPELITA III telah diadakan tambahan program berupa
banruan kredit bagi pembangunan/pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan
serta bartuan penunjangm jalan dan jembatan kabupaten. Di samping itu telah puia di-
adakan penyempumaan dalam sistem dan pelaksanaannya yarg meliputi keseragaman
sistematik serta kriteria dalam perencanaar, pengawas:rn dan pelaporan bantuan pembangun-
an. Sistem organisasi pelaksana juga mengalami penyempurnaan dengan mengarahkar
kepada fungsi dari dinasdinas yang bersangkutan. Dengan demikian sejak REpELITA III
Bu_patiAValikotamadya Kepala daerah tingkat II berfungsi sebagai penanggung jawab atas
pelaksa-naan seluruh proyekproyek banruan pembangunan Dati II. sebelumnya fungsi
BupatiAVaiikotamadya adalah hanya sebagai pernimpin proyek bantuan pe-bangun-a.
Dati II.
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Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 1982/1983 yang merupakan tahun
ke empat REPELITA IlI, pengeluaran pembangunan direncanakan akan mencapai jumlah
Rp 8.605,8 milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 2.206,6 milyar atau naik 34,5 persen
bila dibzndingkan dengan pengeluaran pembangunan dalam APBN 1981/1982. Jumlah
yang direncanakan tersebut meliputi pembiayaan pembangunan dalam rupiah sebesar
Rp 6.780,0 milyar dan pengeluaran pembangunan melalui bantuan proyek sebesar
Rp 1.825,8 milyar. Rencana pengeluaran pembangunan dalam rupiah tersebut terdiri dari
pengeluaran pembangunan melalui Departemen/Lembaga N egara non-Departemen sebesar
Rp 3.694,8 milyar, burtuan pembangunan kepada daerah sebesar Rpl.518,3milyar dan
pembiayaan pembangunan lainnya sebesar Rp 1.566,9 milyar. Perkembangan pengeluaran
pembangunan dalam rupiah dapat dilihat dalam Tabel VI. 18 dan Grafik VI. 14.

Pembiayaan untuk program pembangunan melalui Departemen/Lembaga Negara
non-Departemen yang merupakan pembangunan sektorai dalam tahun 1982/1983 di-
rencanakan sebesar Rp 3.694,8 mtlyx, yang berarti menunjukkan peningkatan sebesar
Rp 895,0 milyar atau 32,0 persen bila dibandingkan dengan anggaran yang disediakan
dalam APBN 7987/1982. Peningkatan pembiayaan pembangunan sektoral tersebut sejalan
dengan peningkatan dalam jumlah proyek yang akan dilaksanakan di berbagai sektor sebagai
pembentukan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Pembiayaan pem-
bangunan sektoral meliputi berbagai sektor pembangunan dengan sektor*ektor pendidikan
dan kebudayaan, sektor pertanian dan pengairan, sektor perhubunga.n dan pariwisata, sektor
pertambangan dan energi serta sektor perdagangan dan koperasi yang menunjukkan
peningkatan-peningkatan yang berarti.

Dalam pada itu kegiatan pembangunan juga harus menjaga keserasian laju pertumbuh-
an antar daerah dalam rangka pemerataan pembangunan di segala bidangyang akan dilaksana-
kan melalui anggara,r pembangunan dalam bentuk program Inpres yang sejak awal REPELITA I
dimulai dengan bantuan pembangunan desa. Selama REPELITA II , program Inpres yang dilak-
sanakan Pemerintah telah semakin luas lagi dan mencakup Inpres desa, Inpres Dati II,
Inpres Dati I, lnpres sekolah dasar, Inpres kesehatan/Puskesmas, Inpres pasar dan Inpres
penghijauan. Sejak REPELITA III dimulai, program Inpres dikembangkan lagi dengan
Inpres prasarana jalan. Di samping itu dalam tahun keempat REPELITA II, setelah propinsi
Timor Timur masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, daerah Timor Timur men-
dapatkan bantuan pembangunan regional yang sarna dengan daerah lain, di samping khuzus
untuk propinsi Timor Timur sejak ta.bun an1gaxan 1.977 il97S disediakan anggaran pem-
bangunan sektoral yang penggunadlnya sama dengan anggaran pembangunan sektoral
untuk propinsi Irian Jaya di masa lalu. Anggarar pembangunan sektoral yang disediakan
untuk propinsi Timor Timur dalam APBN 7981/1982 adalah sebesar Rp 7,0 milyar sedang-
kan untuk tahun anggaran 7982/7983 direncanakan sebesar Rp 8,5 milyar.
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Tabe l  V I .  18

PENGELUARAN PEMBANGI,]NAN, I9 69 I L9 7 O _ L9 82 I Ig 83 I I
( dalrm milyar rupiah )

Kena i kan
Tahun anggaran Jumlrh

Jumlah Persentase

R-EPELITA I :

1969 | 1970
1970 / 7971
1971 / t972
1972 | 1973
1973 /1974

REPELITA II :

7974 / 7975
7975 / t976
7976 / 1977
7977 / 1978
7978 / 7979

REPELITA III :

1979 | 1980
1980 /  1981
L98t / 1982 2'

t98Z / t983 3)

+ t.129,6
+ 1.788,5
+ 35t,7
+ 1.941,9

92,9
128,7
r50,9
235,9
336,8

765,9
926,3

1.280,9
L.479,2
1 .568,3

2.697,9
4.+86,+
4.8  38 ,1
6.780,0

+  l 5  ?

+ 22,8
+ 85,0
+ 100,9

+ 429,l
+ 76O,4
+ 354,6
+  138 ,3
+ 149,1

+  37 ,9
+ 17,8
+ 56,3
+ 42,8

+ 72,O
+ 66,3
+ 7,8
+ 40 ,1

+ 127 ,4
+ 20,9
+  3  8 ,3
+ 10,8
+  10 ,5

l) Di luar bantuan proyek
2) Angka APE N
3)  A ryka  RAPBN
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7 .500
( dalam milyar mpiah )

f 
temuialaan tainnva

Pcmbiayaan bagi daemh

Pembiayaan Departemen/Lembaga

-

1969F0 197011 t91rl72 1972F3 r97sl7+ t974175 ta75l76 t976lt1 t9?7118 1978179

l) Di luar bantuan proyck

19?9/Eo t98o/8r 1981/82 r982/at
(APBN) {RArAr\0
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Program burtuan pembangunan desa tetap mendapat perhatian utama dalam rangka
meningkatkan swadaya masyarakat pedesaan di samping guna mengembangkan potensi
desa. Dengan meningkatnya kehidupan perekonomian desa dapadah diciptakan landasan
bagi tahap pembangunan desa selanjutrya sehingga keserasian dan keseimbangan tingkat
perkembangan ekonomi antara daerah pedesaan dan kota dapat terlaksana. Pelaksanaan
Inpres desa ini berkaitan pula dengan usaha Pem€rintah untuk mempercepat pembahan
dari desa yang masih snaAryl ke arah swakarya dan selanjumya dapat meningkat menjadi
desa swasembada, Bantuan pembangunan desa pada tahun pertama REPELITA I baru
berjumlah Rp 2,6 milyar yang kemudian pada tahun pertama REPELITA II telsh me-
ningkat menjadi Rp 11,4 milyar, Ddam tahun terakhir REPELITA ll < 79781L979 ) jumlah

bantuan desa ini telah meningkat lagi menjadi sebesar Rp 24,0 milyar sedangkan dalam APBN
l98lll982 direncanakan sebesar Rp 70,5 milyar yarg berarti meningkat dengan Rp 46,5
milyar atau 193,8 persen bila dibandingkan dengan pelaksanaan banman desa dalam tahun
terakhir REPELITA II. Bantuan desa dalam tahun 1982/1983 direncanakan akan men-
capai jumlah sebesar Rp 88,4 milyar yang berarti menunjukkan peningkatan lebih lanjut
sebesar Rp 77,9 milyat atau naik 25,4 persen dari APBN 198117982. Peningkatan bantuan
desa setiap talunnya itu adalah disebabkan oleh naiknya bantuan untuk tiap desa dan
berkembangnya jumlah desa yang mendapatkan bantuan d,ari 44.478 desa dalam tahun
pertama REPELITA I menjadi 45.303 desa dalam tahun pertama REPELITA II dan pada
tahun ketiga REPELITA III menjadi 64.650 desa. Dalam tahun 1982/ 7983 jumlah desa
yang perlu mendapat bantuan diperkirakan sebanyak 65.127 desa.

Bantuan pembangunan Dati II telah diberikan sejak tahun l97ol197| yaitu pada
tahun tersebut sebesar Rp 5,6 milyar. Dalam tahun terakhir REPELITA I jumlah bantuan
adalah sebesar Rp 19 2 milyar dan selanjumya dalam tahun 7978/1979 telah mencapai
jumlah sebesar Rp 70,9 milyar. Untuk tahun anggarar 7981/1982, bantuan pembangunan
Dati II direncanakan sebesar Rp 162,6 milyar, sedang dalam pelaksanaan pembangrnan
tahun keempat REPELITA III yaitu tahun 198211983, bantuan pembangunan Dati II
direncanakan aka-n mencapai jumlah sebesar Rp 193,9 milyar. Hal ini menunjukkan
peningkatan sebesar Rp 31,3 milyar atau naik 19,2 persen bila dibandingkan dengan
tahun anggaran yang disediakan dalam APBN 198l/1982. Peningkatan tersebut adalah
sesuai dengan semakin luasrya kesempatan kerja yang perlu diciptakan serta semakin
banyaknya prasaxana perhubungan dan prasarana produksi pertanian yang perlu diadakan
untuk menunjang kegiatan ekonomi yang semakin meningkat.

Jenis bantuan pembangunan daerah lainnya adalah bantuan pembangunan Dati I
yang semula adalah pengganti alokasi devisa otomatis (ADO) yang diterima Dati I. Selama
REPELITA I realisasi bantuan pembangunal ini rav.-tuta. baru mencapai jumlah sebesar
Rp 20,8 milyar setiap tahunnya. Dalam REPELITA II bantuan pengganti ADO dirubah
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menjadi Inpr€s bantuan pembmgunan Dati I yang penggunaamya ditujukan untuk pem-

bangunan proyckaroyek baik produksi meupun Prasarana yang telsh disesuaikan dengan

arah dan prioritas pembangunan nasional, Perkembangan bantuan ini sejak awal pelakanaan

REPELITA lI telah menunjukkan peningkatan dari Rp 47,4 milyar dalam tahun 19741L975

menjadi Rp 86,8 milyar dalam tahun 1978/1979' Selanjumya realisasi bantuan pembangun-

an Dati I tersebut selama pelaksanaan REPELITA III berkemburg terus mulai dari Rp 100'8

milyar peda tahun 197911980 menjadi sebesar Rp 215,0 milyar dalan AIBN l98lll982 '

Di samping itu besarnya minimum bantuan juga menunjukkan peningkatan dari Rp 5,0

milyar pada tahun 1980/1981 menjadi Rp 7,5 milyar pada APBN 1981/1982. Untuk

tahun 1982/1983 jumlah bantuan pernbangunan Dati I direncanakan sebesar Rp 253'O

milyar dengan minimum bantuur pembangunan Dati I sebesar Rp 9,0 milyar.

Bantuan pembangunan sekolah dasar telah dipergunakan untuk pexnbangunan dan

rehabilitasi ribuan gsdung sekolah dasar, penambahan rueng kelas baru, pembangunan rumah

dinas kepala sekolah di darrah terpencil dan penrmahan penjaga sekolah' Pembangunan

sekolalr dasar dan penambatran ruang kelas baru tersebut dimahsudkan un k memperluas

kesempatan belajar bagi aflak umur ?-12 tahun yang akan memasuki sekolah dasar. Se-

hubungan dengan itu bantuan panbangunan sekolah dasar setiap tahururya telah mengalami

peningkatan yaitu dimulai dari ahun L9731797+ dengan rcalisasi sebesar Rp 17,2 milyar dan

dalam tahun terakhir REPELITA II telah mencapai jumlah sebesar Rp 111,8 milyar. Dalam

AIBN r981/1982 bantuan pembangunur sekolah dasar direncanakan sebesar Rp374,4 trulyal

untuk pembangunan gedung sekoleh dasar tahap kedua sebanyak 15.000 buah, penambahan

ruang kelas baru pada gedunggedung sekolah dasar yang zudah ada scbanyak 25.OOO buah

serta perbaikan gedung sekolah dasar negeri/swasta dan madresah ibtidaiyah swasta

seburyak 25.000 buah. Di sarirping itu juga untuk penyediaan fasilitas air bersih sekolah

seburyal< 11.350 buah, pemindahan guru sejumlah 30.000 orang, pembangunan perumahan

kepala sekolah/guru di daerah terpencil dan penjaga sekolah masingmasing 9.500 buah

dan 11.350 buah serta pengadaan 11.200 lema^ri buku bacaan. Sejak dimulainya Inpres

Sekolah Desar sampai tahun 1980i198f sudah tersedia lebih dari 103 ribu gedung sekolah

dasar dengan 690 ribu ruang kelas yang dapat menampung lebih dari 23 juta murid dengan

lebih dari 661 ribu guru. Dengan demikian sampai tahun l98lll982 dari sekitar 25 juta

anak usia sekolah ( 7 - 12 tahun ) telah tertampung sebanyak 93 persen. Sisanya di-

harapkan akan dapat terampung dalam tahun berikumya dengan pembangunan sekolah

dasar yang akan terus dilanjutkan.

Dalam pelaksanaan bantuan pembangunan sekolah dasar maka dalam tahun
l982lt98t direncanakan bantuan sebesar Rp 589,2 milyar, yang berarti meningkat sebesar
Rp 214,8 milyar atau 57,4pasen bila dibandingkan dengan burtuan pembangrnan sekolah
dasar yang dis€di8k4n dalam APBN I98lll982. Jumlah anggaran tersebut direncanakan
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un k pembangunan gedung sekolah dasar sebanyak 22.6OO b^tah, rehabilitasi gedung

sekolah yang sudah ada sebanyak 25.000 buah serta penambahan ruang kelas baru pada

gedunggedung sekolah dasar yang sudah ada sebanyak 35.000 buah' Di samping itu juga

direncanakan untuk penyediaan buku pelajaran pokok sebanyak 30,0 juta buah dan penye-

diaan lemari buku untuk baca.an sebanyak 60.000 buah, pemindahan gun: sebanyak 35.000

orang serta penyediaan sejumlah rumah bagi kepala sekolah/guru di daerah terpencil. Mulai

tahun anggaran lg82tl98l dalam lnpres sekolah Dasar akan dilengkapi pula dengan paket

penyediaan peralatan olah raga terhadap 50.000 bual sekolah dasar yang ada dimana untuk

setiap paket diperhitungkan sebesar Rp 90.000'-.

pelaksanaan Inpres sekolah Dasar yang selama ini telah menunjukkan hasil'hasil

yang nyata telah dilengkapi pula dengan Inpres sarana kesehatan/Puskesmas sebagai usaha

untuk meningkatkar Pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas khususnya yang berpeng-

hasilan renda.h. Sejak dimulainya dalam tahun 797+/L975Inpres sarana kesehatan/Puskes-

mas menunjukkan peningkaUn setiap tahunnya. Jumlah realisasi Inpres sarana kesehatan/

Puskesmas dalam tahun terakhir REPELITA II adalah sebesar Rp 26,9 mtlytr yang berarti

meningkat sebesar Rp 2!,6 mlyar a;ta:u 407,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi

dalam tahun pexrama REPELITA II. Selama REPELITA II telah dapat dilaksanakan pem'

bangunan sarana kesehatan antara lain berupa Puskesmas baru sebanyak 1,674 buah, serta

pengadaan perabot, rumah dokter dan rumah staf serta penyediaan peralatan medis.

Bantuan tersebut juga digunakan untuk Peningkatan 1.500 Puskesmas yang ada, rehabilitasi

gedung Puskesmas sebanyak 1.786 buah, pembangunan rumah dokter sebanyak 1,643 buah,

dan penyediaan peralatan medis sebanyak 2.580 buah. Dalam APBN 1981/1982 pengeluar'

an bagi Inpres sarana kesehatan/Puskesmas direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 79'0

milyar, yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas baru, Puskesmas pembantu dan

rehabilitasi gedung Puskesmas masing-masing sebanyak 200 buah, 2'000 buah dan 2'000

buah. Di samping itu juga digunakan untuk pembangunar rumah dokter, pengadaan sepeda

motor untuk dokter Puskesnas, Puskesmas keliling dan jamban keluarga masing'masing

sebanyak 250 buah, 500 buah, 500 buah dan 200.000 buah.

Dalam tahun lg8zllg83, Inpres sarana kesehatan/Puskesmas direncanakan aka:t

memerlnkan pembiayaan sebesar Rp 98,4 milyar yang znr,'rz. lain akan digunakan untuk

pembangunan Puskesmas baru dan Puskesmas pembantu masing-masing sebanyak 200 buah

dan 2,000 buah, serta peningkatan Puskesmas yang ada melalui rehabilitasi gedung Puskes-

mas dan pembangunan rumah dokter dan paramedis masing-masing sebanyak 2'900 buah

dan 660 buah, Di samping itu akan digunakan pula untuk pengadaan sepeda motor dokter
puskesmas, Puskesmas keliling, sepeda untuk paramedis dan jamban keluarga masing-masing

sebanyak 850 buah,500 buah,2.40O buah dan 200.000 buah, sedangkan untuk proyek

air minum pedesaan masih tetap disediakan anggarannya. Program ili merupakan kelanjutan

progrilm Inpres tahun sebelumnya dan untuk lebih mempercepat dan memperluas jangkauan

pelayuran kesehatan pada masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang

sebaik-baiknya bagi maryarakat.
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Dalam usaha untuk menyelamatkan hui"an, tanah dan air telah dilaksanakaa pula

kegiatan penghijauan dan reboisasi, Usaha{saha tersebut terus dimasyarakatkan dahm

bentuk program bantuan Inpres penghijauan. Dalam Inpres ini ditetapkan bahwa yang

menjadi penanggung jawab program penghijauan dan reboisasi adalah Pernerintah daerah

dan maryarakat setempat. Di samping itu penerangan dan penyuluhan tentang arti peng-

hijauan, reboisasi dan kelestarian alam telah pula disebarluaskan pada maryarakat. Bantuan

pembangunan daerah untuk penghijauan dan reboisasi seiak 1976/1977 sampai akhir

REPELITA II telah mencapai jumlah sebesar Rp 76,5 milyar, sedang realisasi selama dua

tahun pertama daripada REPELITA III telah mencapai jumlah sebesar Rp 89,4 milyar.

Dalam APBN 1981/1982 Inptes penghijauen direncanakan akan mencapai jumlah sebesar

Rp 70,0 milyar, sedang dalam tahun 7982/1983 Inpres penghijauan direncanakan akan

mencapai jumlah sebesar Rp 87,3 milyar atau meningkat dengan Rp 17,3 milyar bila di'

bandingkan dengan tahun anggaran 198l/7982. Peningkaun pelaksanaan Inpres peng'
,hijauan dan reboisasi tersebut antara lain digunakan untuk tambahan pengadaan bibit

penghijauan, pengadaan bibit reboisasi serta pengadaan petugas lapangan dan petugas

khuzus.

Dalam rangka menunjang kenaikur produksi khusumya sektor pertanian dan indus-

tri, perlu dilaksanakan pembangunan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang khuzus-

nyl pan pedagang kecil golongan ekonomi lemah. Dalam hubungan tersebut telah

dilaksanakan program Inpres pasar sejak tahun 1976/7977 yang telah mencakup daerah

di dalam memperoleh bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar untuk kabupaten/

kotamadya/daerah Tingkat II di seluruh Indonesia dan daerah DKI Jakarta Raya.

Bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk kredit dengan syarat ringan yang

dapat dimanfaatkan oleh para oedagang ekonomi lemah melalui sistem sewa yang ringan.

Dalam tahun 1982/1983 direncanakan bantuan pembangunan Inpres pasar akan mencapai
jumlah sebesar Rp 10,6 milyar

Dalam rangka menunjang proyek-proyek pembangunan di daerah dengan menper-
lancar pengangkutan dan disrribusi barang serta sekaligus mengembangkan kegiatan pereko-

nomiur di daerah, maka sejak permulaan REPELITA III telah diberikan bantuan pemba-

ngunan daerah berupa Inpres jalan kabupaten. Sampai ahun kedua REPELITA III, realisa-
sinya telah mencapai jumlah sebesar Rp 39 milyar yang digunakan untuk pembangunan dan
perbaikan jalan kabupaten sepanjang 6.448 kilometer, pembangunan dan perbaikan jembat-

ur sepanjang 3.670 meter, pembangunan jembatan kayu sepanjang 6 ,347 meter dan latihan
petugas dinas PU Dati II sebanyak 4.000 orang. Selanjutnya dalam pelaksanaan tahun
keempat REPELITA III yaitu tahun 1982/1983 untuk Inpres prasarana jalan direncanakan
akan dialokasikan jumlah sebesar Rp 80,1 milyar yaitu untuk pembangunan dan perbaikan
jalan sepanjang 8.485 km, pembangunan dan perbaikan jembatan sepanjang 14.175 meter ter-
mazuk jembatan kayu.
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sernenjak Timor Timur masuk ke daram wilayah Repubrik Indonesia pada uhun
1977' Pemerintah segera melaksanakan pembangunan di propinsi termuda ini agrr dapar
selaras dengan wilayah lainnya meralui bantuan pembangunan sektoral rnaupuri ,"gio'at.
Besarnya bantuan pernbangunan sektoral Timor Timur dalam ApBN tgst1-9gziad/'
sebesar Rp 7,0 milyar. Di samping bantuan pembangunan sektoral Timor Timur juga di-
berikan bantuan pembangunan daerah daram bentuk Inpres. Daram ralun tgizi9az
bantuan sektoral untuk Timor Timur direncanakan akan mencapai jumrah sebesar Rp g,5
rnilyar.

Selain pengeluaran pembangunan melalui Departemen/kmbaga Negara non_Depar_
temen dal bantuan pembangunan daeral, dalam pengeluaran pembangunan rupiah termasuk
juga subsidi pupuk, penyertaan modal pemerintah dan lainlain p"ng.lurr"n p"-b*grrn*.
Pembiayaan pembangunan dalam bentuk subsidi pupuk diperlukan d"lam r"ngka penilgkat-
an produksi pangan dengan mempertahalkan harga pupuk yang stabil paa" tingtat yarrg
cuk'p rendah. Mengingat pada muranya keburuhan pupuk sebagian besar m"s idipenuhi
dari impor maka perlu diberikan subsidi sebesar serisih daripada harga jual deng"r, harga
impor' walaupun pada saat sebagian terbesar daripada kebutuhan puiut tetan alp"t ap".-
nuhi oleh produksi dalam negeri, tetapi masih diperlukan subsidi oleh karena harg jual ie-

1a produksi dan distribusi. Sejak mulai diberi_
1973/1974 sampzi tahun angatan 1976/1977
peningkatan produksi pangan. Dalam empar

p-upu k menunjukkan p en ingkatan d *i Rp 3 i :J'-d;;f:l'#:, ff "Jl lu' I il*:ili H iimilyar dan Rp 283,6 milvar. Jumlah subsidi pupuk yzng direncanal<an dalarn ApBN
l98ll1'982 adalah sebesar Rp 313 ,9 m yar yang antara rain digunakan untuk subsidi pupJ
produksi dalzm negeri, pupuk impor, pesrisida serta subsidi benih. Seda:rgkan subsidi pupuk
yang direncanakan dalam tahun 198211983 adalah sebesar Rp 4atJ i y,o y".,g b..*ti
meningkat Rp 747,2 mlyar dibandingkan dengan tahun |gl|/lggz.

Dalam rangka mempercepat pembangunan melalui pengembangan dunia usaha,
Pemerintar telah melakukan penyertaan modal yang bertujuan untuk meningka&an likui-
ditas perusahaan-perusahaan negara di berbagai bidang s.perti perkebur,air, pertanian,
industri pertanian, pengolahan bahan pangan, perikanan, angkutan darat, laut ian udar",
pariwisata serta perkreditan. sejak pelaksanaannya dalam tahun 7969/197o sampai tahun
1987/7982 realisasi yang disediakan mencapai jumrah yang cukup besar walupun ,.n-tiasa
disezuaikan dengan kemampuan keuangan n"g"r.. n"t".i t ,nui lIf]ulgai _gS"r_ f"_nyerta,an modal pemerintah direncarakan sebesar Rp 540,7 milyar y*g _t r" Iin Apo_
gunakan untuk proyekaroyek perumnas, perluasan aneka aneman, pN Damri, pr Indusri
Kereta Api, Pabnik pupuk Asean dan Karimantan Timur, pembangunan pabrik batu bara
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Bukit Asam dan lain'lain.

Selanjumya lrngla.:n pembiayaan pembangunan lainnya terutama digunakan untuk

meningkatkan p.ogtt. keluarga berencana, proglam perumahan rakyat, pengembangan

staustik dan peningkatan program perhubungan dan pariwisata' Lain-lain pengeluaran

pembangunan untui bidang-bidang p.tttbangunan yang mendapat prioritas utama dalam

i"nun tSgZttSS3 direncanakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 565'1 milyar' Program

tersebut meliputl pembiayaan program-pro$am pembangunan yzng dtpat meningkatkan

partisipasi *"ry"."t", dalam kegiatan pembangrrnan seperti proyek listrik pedesaan' per-

taikan kampung, pengadaan bis kota, kedrt mini dan candak kulak'

Pengeluaran pembangunan sektoral, yang meliputi pembiayaan rupiah sebesar

Rp 6.780,0 milyar dan bantuan proyek sebesar Rp 1'825,8 milyar' untuk tahtn 1982/1983

d.r,g* demikian mencapai jumlah sebesar Rp 8'605,8 milyar yang berarti meningkat se'

1.r", np 2.2O6,6 mllyx atau 34,5 persen bila dibandingkan dengan anggaran yang disedia-

kanda lamuhun lgS l /1982 'Dar i j um lah te rsebu tsek to rpend id i kan 'generas imuda '
kebudayaan nasional dar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyerap dana yang

terbesar yuto Rp 1.301,8 milyar atau 15,1 persen dari anggaran pembangunan dalam tahun

7982/7983. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya program baru dalam ulun

7g82/|gSSyaitupembangunanl'000buahSMPtersebarhampirdisetiapkecamatan.Setjap
SMP terdin dari 3 sampai 6 ruang belajar yang dilengkapi dengan ruang perPustaka'an' ruang

laboratorium, ruang keuampilan dan ruang olah raga' Kemudian menyusul sektor pertanian

dan pengairan dan sektor perhubungan dan pariwisata masing+nasing sebesar Rp 1'252'5

.nilyu aL Rp 1.098$ milyar. Perincian rencana pengeluaran pembangunan secara sektoral

dalam tahun 198217983 adalah sebagai berikut I 

( daram ribuan rupiah )

l

t .

SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

Sub Sektor Penaniul

Sub Sektor Pengarran

SEKTOR INDUSTRI

Sub Sektor Industn

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Sektor Pertambangan

Sub Sektor Energi

1.252.476.600

781.42+.600
467.O52.OOO

366.136.400

366.136.400

938.2r+.loo

332.449.700
605.76+.400
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+. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Sub Sektor Prasarana Jalan
Sub Sektor Perhubungan Darat
Sub Sektor Perhubungan Laut
Sub Sektor Perhubungan Udara
Sub Sektor Pers dan Telekomunikasi
Sub Sektor Pariwisata

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Sub Sektor Perdagangan
Sub Sektor Koperasi

SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Sektor Tenaga Kerja
Sub Sektor Transmigrasi

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA
Sub Sektor Pembangunan daerah, Desa dan Kota

SEKTOR AGAMA

Sub Sektor Agama

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERNSI MUDA, KEBUDAYA.
AN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MASA ESA

Sub Sektor Pendid.ikan Umum dan Generasi Muda
Sub Sektor Pendidikan Kedinasan
Sub Sektor Kebudayaan Nasiona.l dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Sub Sektor Kesehatan
Sub Sektor Kesejahteraaa Sosial dan peranan Wanita
Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

6.

8 .

7.

1.098.392.800

508 .106 .500

144.985.600
272.680.900

162.877 .900
42.859.300
26.882.600

706.379.200

56.821 .7 00
49.5s5.s00

605.846.400

79,18L900
526,664.500

740.5 84.3 00

7 40 .5 84 .300

60.3 15 .000

60.3 1 5 .000

o

10 ,

r .301.745.500

1.200.322.000
7 3 .256.OOo

28.767 .500

322 .O7  5 .500

204.567.000
50.77 6.300

66.732.200
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13.

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

Sub Sektor Perumahan Ralryat dan Pemukiman

SEKTOR HUKUM

Sub Sektor Hukum

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NASIONAL

Sub Sektor Pertahanan dan Kcamanan Nasional

SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMU.

NIKASI SOSIAL

Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

SEKTOR ILillU PENGETAHUAI.I, TEKNOLOGI

DAT{ PENELITIAN

Sub Sektor Pengembangan Ilmu Peng€tahuan ddn

Teknologi

Sub Sektor Penelitian

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

Sub Sektor Aparanrr Pemerintah

SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAIIA

Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha

SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

Sub Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hitlup

231

28r.287.300

281.287.300

79.269.OOO

79.269.OOO

558.678.300

568.678.300

54.511.300

54.511.300

L2r.913.3@

24.241.500
97.671.800

223,02L.500

223.O27.500

264.793.100

26+.793.rOO

220.160.400

220.L60.400

14.

15.

16.

t7.

18.

IUMLAH 8.605.800.000
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6.3.6, lcogrrrru keuogrn rcgrn

fcnpoddiru kcuangan negere dimrksudken agar semua kegietr" keuangan dapat
mcncepai sasrrra yrng teleh ditcapkan scsuai dengan Garisgaris Besar Heluan Nega.ra,
REPEUTA dro APBN.

Bcrbegri pcrrtuan pengeadalian teleh dikelua^rkan dalam rangka pelaksanaan
pcogacr"s4n keuangrn ncgare. Dalam pclaksanaen APBN pengaturan tersebut dilaksana-
ken mclelui Kcpunrsan Presidcn yang merupakan pedomur pelaksanaan anggaran yaitu
Kcppres No. 14 A talrun 1980 yang merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 14
uhun 1979. Dalam pelelsana,snnya peraturen pengmdalian tersebut tenrs mcnerus di
umti scrta dinihi sggr pelaksenaannya benarteaar scsuri dengan tujuur semula.
Kcppres No. 18 ahun 1981 rnerupakan penyempurnaan daripada Keppres No. 14 A
tahun 1980.

Dalam rangka pengendalian keuangan tersebut koordiniBi aparat-aparat peng-
awasan baik di pusat maupun di daerah terus ditingkatkan unn* mencapai keseragaman
at:rs rencene kerja masingrnasing. Keseragaman tersebut meliputi masalatr sasaran peme
riksdan, cara memeriksa, cara melaporkan, bentuk laporan dan keseragaman istilah yang
dipergunakan. Koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di Daerah Ting,
kat I dietur dengan Keppres No, 20 tahun 1981 yang metputi Badan perencanaan pem-
bangunan Daerah, Inspektur Wilayah, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran, Kan-
tor Wilayah Direktorat Jendral Pengawasan Keuangen Negara dan Kantor Cabang Bank
Indonesia' Koordinasi tersebut bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian
masalah di tingkat daerah yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan peningkatan koordinasi maka kegiatan pengawasan oleh aparat
pengawasan Pemerintah selalu ditingkatkan. Direktorat Jendral pengawasan Keuangan
Negara sebagai aparat pengawasan intern tingkat eksekutif yang berugas melakukan peng
awesen umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan nega.ra, terus menerus dikem-
ba"gkat kegiatannya bersamaan dengan dikembangkannya organisasi personalia dan ke-
mirmpuan teknisnya. Pengembanga^n kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya terbatas
kepada penambahan jumlah obyek yang diperiksa, tetapi juga berupa perluasan sasaran
pemeriksaan, yaitu dari segi keuangan diperluas dengan pemeriksaan etas bideng ope-
rasional.

Pengembangan aparaflrr Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negare sjalan
dengan meningkamya kegiatan pengawasen yang meliputi pembukaan kantor baru serta
penambahan tenaga terdidik melalui pendidikan pembantu akuntan, ajun alarntan dan
akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negera. Selenjutnya sarjana muda dan sarjana
bukan akuntan yang telah mengikuti pendidikarupenetaran tambahan juga diikut serta-
kan sebagai tenaga pemcriksa, Di semping penarhbahan tenaga pemeriksa baru, keuam-
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pilan dari tenaga pcmcriksa yaog nrdrh ade terus mcnctus ditingkatkan mchhti pcnetr'ran-

p*.*- dan pendidikan-pcndidiksn tambahan baik di dal4m marpuo di luar negcri.

Pemeriksaan at4s pclaksanaan APBN oleh Direktorat Jendral Pengawasen Kc-

uangan Negara dibedak4n antara pemeriksaan rudn dan pcmeriksaan sercntak. Pemaik-

sean rurin yang dilakukan tethadap transaksi-Uansaksi dalem periode tertentu tidak m+

nyeluruh baik karena periodc pcrneriksaan adalah lurang dari satu tahun maupun karcna

program yurg dicakup hanya terbaas. Untuk memperoleh gambaran umum yeng mcnyc-

luruh maka setiap tehun diadakan pcmeriksaan serentak yang meliputi pemeriksaan etas

organisasi dan administrasi proyek, pembieyaan proyek, serta prosedur dan pelaksanaen

pekerjaan. Hasil pemeriksaan ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh schiDggE

dapat ditarik kesinpulan yang akaa dipakai untuk mengambil langkatr-langkah umum t*'

hadap pela.ksanaan angg:[4n pembangunan. Hasil pemeriksaan serentak dalam tahun pcr-

tamr PELITA I sampai dengan tahun kedua PELITA III dapat dilihat dalam Tabel vl.t9.

Dari Tabcl tersebut dapat dilihat bahwa jumlah proyek yang diperiksa dati tahun ke tahun

mekin meningkat jumlahnya. Apabila dalam tahun peftama PELITA I jumlah p,royek

yang diperiksa baru mencapai 759 buah proyek (20,18 persen da.ri jumlah seluruh proyek)

maka dalam tahun terakhir PELITA I jumlah yang telah diperiksa meliputi 1.956 proyek

atau g0 p€rsen dari seluruh proyek dan dalam tahun terakhir PELITA II telah diperiksa

3.178 proyek yang meliputi 90,1 persen dari sehrruh proyek' Selanjutnya jumlah proyek

dalam tahun pertema PELITA ItI yang telah diperiksa meliputi 'l'024 proyek atau

96g5 persen dari seluruh proyek tahun itu, sedangkan dalam uhun anggaran kedua

daxi PELITA III dipoiksa 88,39 persen dsri seluruh proyek tahun yang bersangkut-

an, Walaupun persentase yang diPdiksa pada uhun kedua PELITA III lebih kecil

dari ta^hun seb€lumnya tetapi junrlah absolut proyek yang diperiksa bertambah banyak

yaitu sebanyal 4.262 proyek. Dengan demikian jelaslah bahwa walaupun jumlah proyek

dari uhun ke tahun bertambah banyek sesuai dengur peningkatan anggaran pembengunan'

kegiatan pemcrilsaan senantiasa dapet mengikutinya.

Di samping kenyataan rers€but di atas tampak pula kemajuan di dalam disiplin

pare pelaksana proyek yang terliher daxi perkembangan jumlah berita acara yang tidak

Lena., dan realisasi phisik yang tidak sezuai dengan DtP. Dalam tahun pertama PELITA I

dijumpai berita acata yang tidak benar sebesar Rp 1'151juta, dan dalam tahun Pertama

PELITA II berita ucar{. yutg tida.k benar sebessr RP 36S juta atau 0'17 persen dari nila

sKo yang dipcriksa. selanjunrye dalam tahun p€ftama PELITA III nilai berita ec,trL yL'lg

tidak benar terscbut adahh Rp 3.398 juta atau 0,20 persen dari nilai yang diperikse yeitu

sejak DIp bcrleku sebagai sKo. Demikian juga dalem tatrun kedua PELITA III nilai ter-

sebut edela.h Rp 3.828 juta etru 0,20 persen dari nilai yang diperiksa. Jumlah kejadiar
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realisasi phisik yang tidak sesuai dengan DIP juga menunjukkan adanya disiplh yang lebih

baik meskipun jumlah proyek dari tahun ke tahun makin meningkat. Pada akhir PELITA I
terdapat sebanyak 354 kali atau o,17 kejadian per proyek sedangkan pada akhir PELITA II
terdapat 126 kejadian atau 0,04 kejadian per proyek dan pada tahun kedua PELITA III
terdapat 364 kejadian atau 0,08 kejadian per proyek.

Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin ditujukan baik terhadap APBN maupun
APBD yang meliputi proyek pembangunan pusat dan daerah, anggaran rutin pusat dan
daerah, penerimaan bukan pajak dari pusat dan daerah, sena proyek Inpres. Dalam tahun
kedua PELITA III obyek-obyek yang diperiksa secara rutin meliputi proyek APBN se-
banyak 5.744 obyek dan proyek APBD sebanyak 1.756 obyek. Jumlah tersebut meli-
puti antara lain proyek pembangunan pusat sebanyak 4.515 obyek, anggaran rutin pusat
sebanyak 847 obyek, penerimaan bukan pajak dari pusat sebanyak 382 obyek, proyek
pembangunan daerah sebanyak 341 obyek, anggaran rutin daerah sebaryak 244 obyek,
penerimaan bukan pajak dari daerah sebanyak 136 obyek dan proyek Inpres sebanyak
1.035 obyek. Hasil-hasil pemeriksaan rutin ini telah dipakai untuk mengambil langkah-
langkah koreksi terhadap kejadien yang menyangkut obyekobyek yang diperiksa.

Di samping pemeriksaan terhadap APBN, Direktorat Jendral Pengawasan Ke-

uangan Negara juga melakukan pemeriksaan terhadap badan-badan usaha negara. Badan

usaha negara tersebut dapat digolongkan atas 4 (emPat) bentuk yaitu Perusahaan Ja-
watan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan peru-

saha.an yang didirikan dengan Undang-undang tersendiri seperti Pertamina dan bank-bank

milik Pemerintah. Terhadap badan-badan usaha milik negara ini pada umumnya dilaku'

kan pemeriksaan terhadap neraca dan perkiraan rugi laba yang diakhiri dengan pernyataan

akuntan. Pernyataan pendapat akuntan tersebut dapat dipergunakan untuk menilai ke-

majuan dan keteniban administrasi badan-badan usaha milik negara. Sehubungan dengan

hal tersebut terdapat 4 (empat) jenis pernyataan pendapat akuntan yaitu wajar tanpa

kualifikasi, wajar dengan kualifikasi sebagai akibat adanya pembatasan, ketidak pastian,

atau penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi Indonesia, menolak memberikan pen-

dapat sebagai akibat adanya ketidak pastian yang sangat material atau pembatasan yang

sangat besar, dan tidak wajar sebagai akibat adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi

yang sangat material. Pemberian pendapat kualifikasi tidak selalu terjadi sebagai akibat

pembukuan perusahaan yang kurang baik tetapi dapat juga karena hal-hal lain.Misalnya peni-

laian persediaan yang meyimpang dari prinsip akuntansi yffiE llzin karena usul koreksinya

ditolak oleh manaj€men walaupun pembukuan persediaan cukup baik. Dalam hal pem-

berian pendapat tanpa kualifikasi, hal iru jelas harus mencerminkan pembukuan perusahaan

yang baik, teliti dan terpercayr serta internal control yang kuat sehingga tidak tetdaPat
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hal-hal yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang Lazim dan tidak ada hal yang me-

ragukan serta tidak terdapat pernbatasan ruang lingkup pemeriksaan.

Perkembangan Pernyataan pendapat yarg tanpa kualifikasi secara keseluruhan

dari tahun ke tahun meningkat terus. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan adminisuasi

perusahaan semakin bertambah baik. Pada akhir PELITA I, dari selumh badan usaha milik

Negara yang diperiksa terdapat 56,5 persen yang memperoleh pernyataan tanpa kualifikasi,

sedang pada kahir PELITA II persentase rersebut sudah meningkat menjadi 64,6 persen

dan pada rahun pertama PELITA III menjadi lebih baik lagi yaitJu 72,2 persea. Pemeriksaan

pembukuan badan usaha milik negara dalam tahun kedua PELITA III masih dalam pelak-

sanaan oleh karena pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan setelah neraca dan perkiraan

rugi laba dari tahun yang bersangkutan selesai disusun oleh badan usaha milik negara yang

diperiksa, Dengan semakin berkembangnya badan usaha milik negara dan proyek-proyek

pembangunan maka peranan manajemen semakin b€rtambah luas dan penting didalam

usaha untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan. Oleh karena itu pengawasan

d:rasakan tidak boleh tetbatas hanya pada segi keuangan saja melainkan juga harus men-

capai bidang operasional, Sehubungan dengan itu sejak tahun 1979 telah mulai dirintis

pemeriksaan operasional di samping pemeriksaan finansial yang menetapkan sasa.ran peme-

riksaan pada penilaian apakah kegiatan proyek atau badan usaha milik negara telah dilak-

sanakan secara efisien serta apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Hasil

pemeriksaan operasional ini akan membantu pimpinan proyek atau manajemen perusahaan

di dalam menemukan alternatif yang lebih baik untuk usaha-usaha pembangunan selanjut-

nya. Penngkatan tahap pemeriksaan ini akan terus dikembangkan pada tahun-tahun yang

akan datang, Dalam tahun anggaran kedua dari PELITA III pemeriksaan operasional atas

proyekaroyek pusat dilakukan terhadap proyek transmigrasi di daerah pemukiman trans-

migrasi, program peningkatan produksi tanaman pangan dan terhadap program pembangun-

an jaringan irigasi baru. Pemeriksaan operasional atas proyek-proyek daerah dilakukan ter-

hadap program bantuan pembangunan Dati II, program bantuan pembangunan sekolah

dasar, plogram bantuan pembangunan sarana kesehatan dan program bantuan kredit pem-

bangunan dan pemugaran pasar. Hasil-hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih di-

perlukan penyempumaan-PenyemPumaan dida.lam pelaksanaan atas progiam?rogram

pembangunan tersebut.

Didalam rangka peningkatan Pengetahuan teknis tentang pemeriksaan operasional

daripada apaxatapiuar pengawasan Pemerintah, sejak bulan Desember 1980 oleh Direktorat

Jendral Pengawasan Keuangan Negara telah diberikan Penataran-penataran tentang pemerik-

saan operasional terhadap tenaga-tenaga pengawas dari Inspektorat Jendral dan lnspektorat

Daerah. Sampai saat ini telah selesai ditatar 410 orang tenaga Inspektur dan Inspektur Pem-

bantu dan masih akan dilanjutkan lagi dengan penatarar-penaurran terhadaP angkatan-

angkatan berikumya. Di samping itu unn:k mencapai keseragaman mutu hasil pemerikaan
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dan mutu laporan telah dikeluarkan buku normaoorma pemeriksean, buku pedoman umum
pem€f,iksean dan berbagai buku prosedur perneriksaan. Dengan peningkatan ketarnpilen
pengawirs dan dinrnjang dengan berbagai buku pedoman pelaksanaan tuges tersebut make
dapat diharapkan cfisiensi kerja petugas akan semakin meningkar. Dalam pade iu dengeD
semakin bcsarnya jumlah anggamn yang harus dikelola tiap tahun dimasa*nasa merdauag
make peranan pengawasen sangat mudak untuk ditingkatken. Untuk itu Pemerintah juge
t€nrs meningkatlen usahe penertiban dan mengambil tindakm tegas terhadap seti4p pcnye.
lcwengan brik yang bersifat administsatif meupun yang hrsifat pidens.
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T a b e l  \ r I . 2 0

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, T982lT983
( dalam milyar rupiah )

Penerimaan Jumlah Pengeluaran Jumlalr

A" PEN. DAIAM NEGERI

I. Pajak langsung

1. Pajak pendapatan

2, Pajak perseroan

3. Pajak persero an minyak
4 .  M P O

5 .  I p e d a

6. Lain-lain

II. Pajak tidak langsung

1. Pajak penjualan

2. Pajak penjualan impor

3 .  C u k a i

4, Bea masuk

5, Pajak ekspor

6. tain{ain

III. Penerimasn bukan pajak

B. PEN. PEMBANGUNAN

L Bantusn proglrrm

ll. Bentuan proyek

A. PENG. RUTIN 7.00r ,5

I. Befanja pegawai 2.4gt,B

l. Tunjangan beras 294,4
2. Gaji / pensiun 7.7t2,O
3. Biaya makan (lauk pauk) 267,7
4. Lain{ain belanja

pegawai dalam negeri gt,4

5. Bclanja pegawai luar negeri 54,3

13,7 56,5

1 1 . 1 1 2 , 8

256,l

822,5

9.121,7

680,4

108,9

123,2

2.257,3

1t4., 1

298,6

618,4

677,9

17O,O

+4,3

392,4

IIl. Subsidi daerah otonom 1.315,4

7. kian laya q,O

2. Daerah otonom lainnya LZ7Z,+

Il. Bel iaba.ang

1. Dalarn negeri

2. Luar negeri

IV, Bunga dan cicilan huturg

1, Dalam negeri

2, Luar riegeri

V. t^qin . lain

1.067,7

1 . 0 2 1 , 1

46,6

976,2

30,o

946,2

1 ,15o,4

l 850,8

25,o

r .825,8

B. PENG. PEMBANGI'NAN 8.605.8

I. Pembiayaan dalam rupidr 6.280,0

ll. Ba tuan proyek 1.g25.8

J U M L A H 15.607'3 J U ^ . 1  L A H r5,607,3



BAB VII

PERKEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI

7.1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembargunar.
yang bersifat menyeluruh yang mencakup pembangunan ekonomi, politik, sosial dan
budaya. Namun demikian, sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka panjang maka
dalam PELITA III prioritas pembangunan masih tetap diletakkan pada pembangunan
bidang ekonomi, seraya menyelenggarakan peningkatan pembangunan di bidang politik,
sosial dan budaya sepadan dengan kemajuan yang dicapai oleh pembangunan ekonomi
itu. Dengan demikian tingkat keberhasilan pembangunan nasional akan banyak bergantung
kepada tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. pertumbuhan ekonom.
yang telal dicapai ditandai oleh kenaikan produksi, baik barang maupun jasa, di berbagai
sektor ekonomi seperti sektor+ektor pertanian, industri, pertambangan, prasarana, energl
dan lain-lainnnya. Beranjak dari makna kenaikan produksi dalam kerangka pembangunan
nasional tersebut, maka peningkatan produlsi dalam pELITA III akan terus dipupuk ber-
sama6ama dengan perluasan kesempatan kerja dan persiapan untuk pengembangan teknologl
guna mendukung pelaksanaan pembangunan selanjumya,

Sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya, usaha pembangunan ekonomi
yang diselenggarakan dalam tahun kedua PELITA III ini juga telah menampakkan hasilnya
yang nyata' Produksi yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam tahun l9g0
telah menjadi lebih besar lagi sehingga pada gilirannya akan memberikan landasan yang lebih
kokoh dan lebih luas lagi bagi perkembangan pembangunan selanjutnya. Tercapainya hasil-
hasil itu semua dimungkinkan melalui pengarahan, pengelolaan dan pemanfaatan segaia sum-
ber daya yang zda, baik sumber daya alam, modal, teknologi maupun sumber daya manusia,

7.2. Sarana produksi

Sebagai salah saru kegiatan pokok dalam proses pembangunan ekonomi, pendaya-
gunaan sarana produksi tetap ditingkatkan, akan tetapi pemanfaatannya tetap dilakukan
dengan memperhatikan keserasian, keselarasan dan kelestarian berbagai sarana produksi
tersebut Dalam hal pengelolaan sumber alam seperti tanah, hutan, air dan lautan telah
ditempuh dengan cara dan usaha untuk mencegah kemerosotan nilai atau hilangnya sumber
alam tersebut. Begitu pula dalam hal pemanfaatan modal dan sumber daya manusia tetap
diselaraskan dengan keperluan pembangunan di masa kini dan masa depan.

Sejalan dengan pemanfaatan sarana produksi, iklim yang merangsang pembangunan

239



2+o

tetap diusahakan. Untuk itu berbagai langkah dan kebijakanaan telah dikeluarkan yaltg

pada dirinya dapat mendorong kegiatan investasi yang dipadukan dengan usaha untuk

memperluas kesempatan kerja.

7,2.1, Penanaman modal

Adalah sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa kegiatan pembangunan eko'

nomi merupakan hasil daripada kegiatan-kegiatan investasi. Kegiatan invesasi icu sendiri

pada hakekamya adalah kegiatan pendayagunaan zumber daya yang tersedia baik sumber

daya alam dan manusia maupun sumber modal dan teknologi. oleh karena pertumbuhan

ekonomi hanya dapat dicapai dengan cara mendayagunakan sumber daya alam, manusia'

modal dan teknologi, maka cepat atau lambamya pertumbuhan ekonomi akan sangat

terganrung kepada tinggi rendahnya kegiatan tersebut dan dengan demikian pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi yang dapat dicapai dalam tahun 1980 mencerminkan pula

tingginya keglatan invesUsi dalam tahun tersebut; baik yang dilakukan di sektor negara

maupun di sektor swasta.

Kegiatan investasi yang dilakukan di sektor negara pada unumnya ditujukan pada

bidang prasarana atau bidang yang tidak menadk bagi pihak swasa akan tetapi kehadiran-

nya mempunyai arti penting bagi peningkatan kehidupan rakyat banyak. Selanjutnya ter'

hadap kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta, Pem€rintah tetap melakukan

pembinaan yaitu untuk lebih meningkatkannya dan mengarahkan kegiatan investasi ter-

sebut ke sektor+ekto, pnoritas. Hal itu perlu dilakukan Pemerintah, karena kegiatan in-

vestasi yang ingin dikembangkan tidak hanya sekedar ditujukan untuk mencaPai per-

tumbuhan .korrolni yrng pesat, akan tetapi harus pula disesuaikan dengan keadilan sosiaL

yang merata serta di dalam suanr kestabilan nasional yang mantap dan dinamis' Dalam

upaya merengsang kegiaten investasi tersebut m:rka salahsatu faktor yang sangat menen-

tukan adalah terciptanya iklim dunia usaha yang baik'

salahsatu bentuk kegiatan investasi yang diselenggarakan oleh pihak swasta adalah

kegiatan investasi yang diselenggatakan dalam rangka Undang'undang No' 6 tahun 1968

jo. undangundang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan

Undang-undang No. 1 uhun 1967 io. Undang-undang No' 11 tahun 1970 tentang Pena-

naman Modal Asing. Terhadap jenis invesUsi ini Pemerintah nasih merasa perlu untuk

mempertahankannya dan bahkan mengembangkannya daiam upaya menunjang pertum-

buhan ekonomi Indonesia. Penanaman Modal Asing, walaupun hanya dimaksudkan sebagat

pelengkap semata, masih tetap diperlukan mengingat sampai saat ini kemampuan pihak

swasta nasioqal dalam mendukung pembangunan ekonomi rnasih terbatas, baik dari segt

modal maupun teknologr. sehubungan dengan itu maka dalam tahun 1980/1981 telah

diadakan berbagai usaha untuk mendorong kegiatan penanaman modal antara lain berupa
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menyempurnakan pelayanan kepada para investor dengan lebih mengintensifkan kegiatan
pemberian informasi, menyusun daftar usulan proyek serta profil perusahaan guna men-
dorong kerja sama yang lebih baik antara pengusaha asing dan pengusaha nasional, dan
mengadakan berbagai pertemuan antara Pemerintah dengan pengusal-ra-pengusala dari
berbagai negara di Eropa dan Amerika guna menarik penanaman modal dari negara-negara
tersebut.

Di samping usaha pengembangan terhadap penanaman modal yang telah ada, peng-
arahan terhadap kegiatan penanaman modal terus pula disempurnakan. Hal ini dilaksana-
kan melalui penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) baik bagi penanaman modal dalam
negeri maupun penanaman modal asing dalam tahun 1981. Agar dapat selalu disesuaikan
dengan kebutuhan di dalam perkembangan penanaman modal pada khususnya dan pem-
bangunan ekonomi pada umumnya , DSP tersebut akan senantiasa disempumakan, Sejajar
dengan usaha pengembangan dan pengatahan kegiatan investasi dalam rangka PMDN dan
PMA, kegiaun pengawasan tidak pula diabaikan Pemerintah dan telah diusahakan sejauh
mungkin untuk meningkatkan jumlah proyek yang wajib melaporkan kegiatannya.

Untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal yang dapat menimbulkan man-
faat ekonomi dzn sosial yang besar, Pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas
dan insentif tambahan, di samping yang diatur dalam Unda.ng-undang No. 6 tahun 1968
dan Undang-undang No. 1 talun 1967, yaitu antara lain dimuat dalam PP No. 2 tahun
1981. Jenis penanaman modal yang dapat dimasukkan dalam kategori itu haruslah me-
menuhi tiga persyaratan yaitu, pertama, harus dapat menyerap tenaga kerja yang cukup
besar; kedua, harus berlokasi di daerah yang terpencil sehingga harus mengembangkan
sendiri prasarana dan sarana yang dibutuhkany dan ketiga, harus menghasilkan barang-
barang untuk drekspor. Adapun fasilitas tambahan yang dimaksud adalah berupa keti-
nganan pajak perseroan dan potongan pajak atas bunga, dividen dan royalty. Di samping
itu, usaha untuk memberi kesempatan yang lebih luas bagi golongan ekonomi lemah untuk
turut serta dalam kegiatan investasi terlihat dengan ditetapkannya persyaratan pengikut-
sertaan golongan ekonomi lemah pada kegiatan investasi, baik kegiatan investasi yang
diselenggarakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun yang diselenggara-
kan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pengikutsertaan golongan ekonomi Iemah
ini tidak saja dalam wujud sebagai pemegang saham, tetapi juga diarahkan untuk menjadi
pengendali dan pemegang peranan yang aktif dalam oerbagai kegiatan.

Penanaman modal dalam negeri

Terhitung sejak diundangkannya Undang-undang No, 6 tahun 1968, usaha untuk
menunjang pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan modal swasta nasional telah ber-
Iangsung hampir empat b€las tahun lamanya. Selama kumn waktu tersebut berbagai



penga.lamar telah ditemui yang pada gilirannya telah memberikan pemikiran-pemikiran

Lrni ..hingg" dalam lima tahun terakhir ini peranan penanamar modal telah dapat di-

dudukkan secara lebih baikdi arena pembangunan. Selanjutnya pertumbuhannya akan lebih

didoronglagidenganmenyertakanusahakeci l rakyattermasukkoperasi .Dengandemikian
tidak saja peranan Penanaman modal dalam negeri dalam arena pembangunan dapat di

dudukkan lebih baik lagi, akan tetapi terjalin hubungan saling menunjang yang serasl antara

pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Sampai dengan akhir tahun 1980/1981 tercuta't J'sgZ proyek PMDN dengan nilai

rencana investasi sebesar Rp 5 '419,2 milyar yang telah mendapat persetujuan Pemerintah'

sementara realisasinya rercatat Rp 2.159,1 milyzr. Dalam tahun 7981/1982 sampai dengan

bulan Agustus 1981, telah diberikan lagi persetujuan Pemerintah kepada 117 proyek yang

meliputi nilai rencana investasi sebesar Rp 573,2 milyzr. Dengan demikian sampai dengan

bulan Agt,rtus 1981 telah diberikan Persetujuan kepada sebanyak 3'709 proyek yang meli-

puti nilai rencana investasi sebesar Rp 5.992,4 milyar. Proyek-proyek tersebut mencakup

Lerbagri bidang usaha dan tersebar di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Dari seluruh

jurrilat proy.k yang telah disetujui itu, sebagian telah memasuki tahap berproduksi' sebagi-

an lagi masih dalam tahap persiapan dan percobaan di samping ada pula yang telah melaku-

kan kegiatan perluasan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

PerkembanganproyekPMDNmenurutmasing-masingbidangusahadapatdi l ihat
pada Tabel vII.l. Sebagaimana diperlihatkan melalui besarnya investasi yang dilakukan

dib. .bagaibidangusaha,ternyatabidangusahaperindustr ianmenduduki tempatyangtef-
tinggi daiam ,n"ny"r"p kegiatan investasi tersebut yaitu sebanyak 2 661 proyek dengan nilai

rencara investasi sebesar Rp 3'778,2 milyar' Jumlah tersebut adalah 71'7 persen dari se-

Iuruh penanaman modal yang telah mendapat Persetujuan Pemerintah sampai dengan bulan

Agustus 1981 ditinjau dari sudut jumlah proyeknya, atau 63,0 persen apabila ditrnjru dari

nii"i..n.rn" investasinya. Kegiatan di bidang usaha industri yang menonjol adalah industrt

kayu, kimia dan industri mineral bukan logam Di samping bidang usaha industri' bidang

usaha lain yang cukup menarik bagi paxa penanam modal adalah bidang usaha kehutanar"

bidang usaha pertanian dan pet.makan, serta bidang usaha perhubungan/pariwisata' Sampai

d.r,g"ln bul"r, Agustus 1981 besarnya rencana investasi di ketiga bidang tersebut masing-

masing adalah ip 972,amilyat, Rp 444,1 milyar dan Rp 370,5 milyar' yaitu masing'masing

dengan 467 proyek, 164 proyek dan 276 proyek

Berkembangnyainvestasidalamrangkapenanamanmodaldalamnegeri i tu jelas
dipengaruhi oleh adanya berbagai Perangsang yang disediakan Pemerintah berupa fasi-

litas bebas pajak ataupun fasilitas keringanar pajak (Tabel VII'2)' walaupun masa pem-

berian fasilitas tersebut hanya bersifar terbatas yaitu sampai dengan proyek itu berpro-

duksi secara komersial. Seperti diketahui, di samping sebagai perangsang Penyediaan
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fasilitas tersebut dimaksudkan juga sebagai saxana unruk mengarahkan kegiatan investasi.
Dalam hal lokasi kegiatan investasi seperri yang terlihat pada Taber vII.3, sebasian besar
lnvesrasl memang masih berrokasi di purau Jawa. Sampai dengan buran Agustus iggl yang
berlokasi di pulau Jawa tercatat sebanyak 2.45 1 proyek atau 66,1 persen dari seluruh jumlah
proyek yang telah disetujui dan meliputi n ai sebesar Rp 3.205,9 m yar, atau 53,5 persen
dari seluruh nilai rencana investasilya. walaupun demikian, keadaan pada 6r1"n.4g.rrt,r,
1981 tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan keadaan tahun sebeluirnya,
Keadaan pada bulan Agusrus 19g0 menunjukkan t:ahwa 6T,o persen dari seruruh proyet<
at'u 56,6 persen dari seluruh nilai rencana investasi berlokasi di pulau Jawa. Sesuai crengan
unsur pertama dari Trirogi Pembangunan, maka pemcrataan pembangunan ak"., ter,rs-di-
usahakan Pemerintah dengan menyediakan berbagai perangsang tambahan bagi investasi di
luar Jawa dan melakukan beberapa pembatasan terhadap kegirtan investasi iaru di purau
Jawa Melalui kebijaksanaan ini diharapkan ketimpangan dalam penyebaran kegiatan inves-
tasi dapat diperkecil dan sebaliknya tahap demi tahap penyebaran yang relatif mlrata segera
terwujud.

Penanaman inodal asing

Keikutsertaan pihak swasta asing daram kegiaran investasi di Indonesia diarur atas
dasar Undang-undang No. 1 tahun 1967 yang pada dasarnya merupakan pelengkap dalam
kegiaun investasi yang diperlukan sebagai sarana dalam p.or., p.raap"a* pembangunan
ekonomi Unsur pelengkap pada hakekatnya dimaksudrtan bahwa diundangn yi pihak lwasta
asrng untuk rurut serta daram kegiatan investasi ini adalah untuk mengisi bidang-bidang
yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasra nasional karena masalai
teknologi, manajemen ataupun permodalan. Di samping itu diikutsertakannya pihak swas-
ta asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga dimaksudkan sebagai langkah lang.
sung atau tidak langsung unruk lebih menumbuhkan atau meningkatkan kehidupan dunia
usaha di Indones.ia.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967, permohonan penanaman
modal asing yang telah diserujui pemerintah sampaidengan bulan Juni lggl adalah sebanyak
783 proyek dengan re'cana investasi sebesar us s 9.6g2,4 juta, sedangkan realisasinya
adalah sebesar us $ 3.s61,g juta. Jumlah tersebur tidak termasuk proyek yang .ric"b,rt
atau dibatalkur izin usahanya karena pengarihan usaha dari pMA menjadi pmnu, ut<ui
dasi perusahaan, pengun<iuran diri atau karena kesulitan-kesulltan lain.

Seperti halnya dengan kegiatan investasi yang diselenggarakan dalam rangka pMDN,
sektor industri merupakan bidang usaha yang paling menarik bagi kegiatan investasi yang
diselenggarakan dalam rangka pMA. Di sektor industri terdapat sebanyak 473 proyek yang
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telah disetujui Pemerintah dengan rencana investasi sebesar US $ 6.528,4 juta. Hal ini me-
nunjukkan bahwa 60,4 persen dari seluruh proyck PMA yang disetu jut atau 67,4 persen dari

seluruh rencana investasinya berada pada sektor industri. Keadaan ini dapat dilihat pada

Tabel VIL 4, Di sektor industri, sub sektor industri kimia dan industri barang logam merupa-

kan cabang industri yang paling menarik bagi penanam modal dilihat dari sudut jumlah pto'
yek. Sampai dengan bulur Juni 1981, dalam zub sektor industri kimia terdapat 131 proyek
dengan rencana investasi sebesar US $ 1.119,2 juta, sedangkan dalam sub sektor industri
barang logam terdapat sebanyak 124 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 619,7
juta. Namun apabila dilihat dari rencana investasinya, maka yang terbesat adalah di sub
sektor industri logam dasar dan zub sektor industri tekstil dengan rencana investasi masing-
masing sebesar US $ 2.000,1juta (22 proyek) dan US $ 1.305,3 juta (71proyek).  Di  luar
sektor industri, sektor-sektor lain yang juga banyak menarik minat para penanam modal
asing adalah sektor pertambangan dengan rencana investasi sebesar US $1.455,7juta (12 pro-
yek) dan sektor kehutanan dengan rencana investasi sebesar US $ 544,8 juta (70 proyek).

Seperti halnya dengan tencana investasinya, bagian tetbesar dari pada realisasi pe-

nanaman modal asing juga terdapat pada sektor industri yaitu sebesar US $ 2.355,1 juta

atau 61,o persen dari seluruh nilai realisasi. Dipandang dari sudut penyebarannya, ternyata
sebanyak 535 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 4.246,7 juta berlokasi di pulau

Jawa, yaitu di DKI Jakarta Raya sebanyak 278 proyek dengan tencana investasi sebesar

US $ 1.523,5 juta, di Jawa Barat sebanyak 157 proyek dengan rencana investasi sebesar

US $ 2.058,1 juta, di Jawa Tengah sebanyak 21 proyek dengan rencana investasi sebesar

US $ 228,9 juta, di DI Yogjakarta sebanyak 3 proyek dengan rencana investasi sebesar

US $ S,3 juta, dan di Jawa Timur sebanyak 76 proyek dengan rencana investasi sebesar

US $ 427,8 juta. Sementara itu di luar pulau Jawa terdapat sebanyak 248 proyek dengan

rencana investasi sebesar US $ 5.435,7 juta (Tabel VII.5).

Menurut negara asalnya, Jepang adalah negara yang paling banyak melakukan

penanaman modal di Indonesia, baik dilihat dari jumlah proyek, rencana investasi maupun

realisasinya. Jumlah proyek Jepang yang telah disetujui Pemerintah sampai dengan bulan

Juni 1981 adalah sebanyak 203 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 3.590,6
juta dan realisasi sebesar US $ 1.590,3 juta. Di samping Jepang, negara h-in yang cukup besar

menanamkan modalnya adalah Hongkong, Amerika Serikat, Beianda, Jerman Barat dan
Australia dengan rencana investasi masing-masing sebesar US g 7,229,1juta (128 proyek),

US $ 507,3 jrta (75 proyek), US $ 366,6 juta (43 proyek), US $ 234,1juta (24 proyek)
dan US $ 278,9 (37 proyek). Perkembangan penanarnan modal asing menurut negara asal
dapat dilihat pada Tabel VII. 6.
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7.2.2. Pembinaan dunia usaba

Dalam pengembangan dunia usaha, pemerintah telah memberikan pengarahan,bimbingan serta menciptakan iklim yang da1
ar dunia usaha, yang merupakan salah sat
usaha pembangunan nasional yang sedang
swasta nasional, koperasi dan perusahaan;
dapat satuan*atuan usaha kecil yang tersebar hampir di seruruh pelosok tanah air denganpermodalan dan pengusahaan yang masih lemah,

Di bidalg perkoperasian, kebijakanaan yang ditempuh pemerintah meliputi pe_ngembangan usaha dan pembinaan koperasi

fi lampinS 
im KUD juga diberikan fungsi ur

bagi kebutuhan perani, melaksanakan kredit
kasi ( TRI ), penanganan produksi sllsu ten
pasir kepada para anggotanye. Selain itrr dal:
bangan prioritas baru di bidang perkebunan
pengangkutan, Iembaga perkreditan, mobilisas
an koperasi.

perasi dalam berswakarsa dan berswakarya,
rsi perlu dilaksanakan, agar dalam menentu_

nisasi koperasi, maka pembinaan kelembaga.
f. Dengan demikian selain m*rfaat topeJr"i
'ranya, semua perlengkapan koperasi dapat
:a makin meningkat. pembinaan kelembaga_
3an, penyuluhan dan latihan serta penataran
an pemeriksa dan anggora kop"r"si ."rrpun
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kepada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kesadaran akar.r perlunya hidup ber-

koperasi dapat semakin tumbuh. Hal ini terlihat dengan berkembangnya koperasi di hampir

semua golongan masyarakat yaitu petani, nelayan, peternak, pengrajin, pedagang, pegawal

negeri, ABRI, pensiunan, pelajar, mahasiswa, serta alim ulama baik di kota maupun di desa'

Sementara itu modal yang diperoleh dari simpanan para anggota masih sangat

terbatas, karena pada umumnya anggota koperasi terdiri dari golongan ekononi lenlah

Untuk lebih meningkatkan swadaya koperasi, maka kegiatm pemupukan moial brik mchlui

intensifikasi pemasukan simpanan anggota mauPun melalui pcnyrsihan sebagian sisa hasil

usahanya terus ditingkatkan lagi. Dengan demikian simpanan anggota kopelasi akan setalu

meningkat dari talrun ke tahun. Jumlah dan simpanan koperasi dapat dirkuti patla

Tabel VII, 7.

Dalam rangka stabilisasi harga dan penyediaan beras penyrnqg.L Pemerinr,rh, KUI)

diberi kesempaun untuk ikut scrta melaksanakan pembelian gabJt dan berrs drri para

petani serta menjualnya kembali kcpada Bulog dan p tsariln umum, Volurnc pembelian
yang dilakukan oleh KUD dalam tahun 1980 adalah sebanyak 4.016.562 ton beras dengan
nilai Rp 476,625,9 juta, sedangkan vohrme penjualan kepada Bulog mencapai 2.940,652 ton
beras dengan nilai Rp 375.359 juta. Selain melakukan pembelian untuk pengadaan pangan
berupa beras dan padi, KUD juga rnelakukan pengadaan palawija berupa jagung, kedelai,
kacang hijau dan kacang tanah. Dallm kaitannya dengan peningkatan produksi pangan,
KUD ikut serta secara aktif menyalurkan pupuk dar obat-obatan pertanian kepada petani.
Dalam pada itu KUD juga ikut berperan dalam kegiatan di bidang hasil produksi perkebun-
an, antara lain cengkeh, kopra, karet dan lada.

Dalam pelaksanaan tataniaga cengkeh, pada tahun 7978/7979 KUD telah membeli
cengkeh basah dan cengkeh kering masing-masing seberat 63.545 kg dan L662.576 kg.
Kemudian sejak tahun 1980 sampai dengan akhir April 1981 telah dibeli cengkeh basah
dan cengkeh kering masing-masing seberat 4.338,8 kg d.an 14.446.469 kg dengan nilai
seluruhnya Rp 98.655,8 juta. Di bidang pemasaran kopra, koperasi dan KUD juga mem-
punyai peran yang aktif. Sejak tahun 1975 sampai dengan bulan April 1981, volume kopra
yang dijual melalui KUD telah mencapai 561,605 ribu kg dengan nilai Rp 77.443,3 juta.

Sementara itu untuk menunjang pembinaan koperasi perikanan rakyat, telah di-
berikan fasilitas kedit kapal motor cakalang dan pengoperasian kapal bekas trawl bagi
koperasi perikanan rakyat. Kegiatan di bidang koperasi perikanan dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, baik dalam jumlah koperasi, anggota, permodalan maupun nilai
usahanya. Dalam tahun 1979 jumlah koperasi ,aIah 369 buah, dengan anggota sebanyak
62.237 orang, permodalan sebesar Rp 894,9 juta serta lengur nilai usaha sebesar Rp 3.902,2
juta. Sedangkan dalam tahun 1980 jumlah"jumlah tersebut telah meningkat masing-masing
menjadi 3 70 buah ,63.487 otang, Rp 912,8 juta serta Rp 3.980,2 juta.
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Usaha pembinaan koperasi terhadap peternakan rakyat dilakukan melalui penyaluran
bibit unggul, penjualan makanan temak serta pemasaran hasil produksi, Dalam hubungan
ini sasaran pembinaan adalah temak suzu, ternak potong scrta usaha ternak kecil lainnya.
Koperasi susu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dalam jumlah koperasinya,
anggota maupun jumlah produksi yang dihasilkan. Pada tahun 1980 dari 59 buah KUD
telah berhasil diproduksikal sebanyak 22 juta liter susu. Untuk pemantapan pemasaran
hasil susu sapi p€tani peternak, ditcmpuh kerjasama antara koperasi susu dengan perusahaan
besar pengolah susu. Dalam tahun 1979 jumlah anggota koperasi peternakan adalah se-
banyak 7.450 orang, dengan nilai usaha sebesax Rp 525,1 jrta, sedangkan dalam tahun
1980 jumlnh anggota dan nilai usaha telah meningkat masing-masing menjadi 10.900 orang
dan Rp 1.470,0 juta.

Sementara itu kebijaksanaan yang ditempuh dalam membina industri kecil dan
kerajinan rakyat adalah untuk meningka*an kerjasama antar koperasi atau badan usaha
lainnya dengan prinsip saling menghidupi dan saling menguntungkan dalam rangka pengadaan
bahan baku, proses produksi serta pemasaran hasil produksi dari koperasi. Hasil kcrajinan
yang dipasarkan koperasi/KUD, antara lain meliputi barang kerajinan dari pandan, m€ndong,
kayu, rotan, kulit, kertas, plastik, karet, perak, tembikar, tekstil, tempurung, ijuk, besi cor
serta garah rukylt yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1978 dan tahun
1979 jumlah nilai usaha koperasi kerajinan rakyat masing-masing adalalr Rp 22.498,3 juta
dan Rp 23.333,1 juta, sedangkan dalam tahun 1980 jumlahnya telah meningkat menjadi
Rp  25 .334 ,1 ju ta .

Di samping itu koperasi/KUD juga ikut menyalurkan kredit candak kulak kepada
para pedagang dan pengusaha kecil yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap
pertama yaitu tahun 1976, 531 buah KUD telah dapat menyalurkan Rp 270,3 juta dengan
nasabah sebanyak 78,1 ribu orang. Dari tahun ke tahun jumlah nasabah dan frekuensi
pinjamannya terus menunjukkan kenaikan cukup pesat, sehingga sampai dengan tahap
ke VI, yairu tahun 1981, jumlah KUD telah menjadi sebanyak 3.050 buah dengan pinjam-
art Rp 74.228,2 juta meliputi nasabah sebanyak 7 .435,3 ribu orang. Perkembangan jumla}
BUUD/KUD dapat diikuti pada Tabel VII. 8.

Sejajar dengan usaha pembinaan koperasi untuk menjadi sokoguru ekonomi, pe-
ningkatan kemampuan secara teknis dari para pengusaha golongan ekonomi lemah, khususnya
yang bergerak di bidang industri kecil, terus pula dikembangkan. Sehubungan dengan itu ber-
bagai usaha telah dilaksanakan antara Iain berupa penciptaan iklim usaha yang menguntungkan,
bantuan perangkat lemah (soft ware) dan bantuan perangkat keras (hard warr.). Bantuan-
bantuan tersebut bukanlah merupakan bantuan yang baru diberikan pada tahun lg8ll7g82
akan tetapi merupakan kelanjutan dari program tahun.tohun sebelumnya dan yang akan
lebih ditingkatkan dan disempumakan lagi pada tahun-tahun mendatang. peningkaran
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kemampuan para pengusaha golongan ekonomi lemah tidak saja penting untuk rnembantu

berdiri lebih teguh di kancah arena pembangunan ekonomi, akan tetapi juga karena adanya

beberapa segi positip lainnya seperti kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. Oleh
karena itu Pemerintah akan terus membina pertumbuhan industri kecil selaras dengan usaha

mewujudkan asas pemerataan ke arah tercapainya suasana ya-ng menunjang keadilan sosial

serta dalam rangka mcningkatkan dunia usaha yang lebih menyeluruh.

Masih dalam kerangka membina industri kecil, suatu kntuk bantuan terpadu telah

pula dilaksanakan selama dua tahun anggaran terakhir ini yaitu Lingkungan Industri Kecil
(LIK) dan Perkampungan Industri Kecil (PIK). LIK dilaksanakan untuk industri kecil

yang sudah agak besar dan sudah lel.- h maju dan telah berwujud badan usahayang formal,

Sedangkan PIK dimaksudkan untuk industri-indusni kecil yang belurn mampu memisahkan
antara rumah tangga berikut anggota keluarganya dengan perangkat usahanya yang ber-
lokasi di pedesaan, Dengan dernikian pada PIK tempat tinggal dan tempat usaha tidak
terpisah. Oleh karena peningkatan kemampuan teknis semata tidaklah cukup tanpa adanya
usaha peningkatan pemasarannya, maka peningkatan pemasaran hasil-hasil industri kecil
terus dilakukan. Salah satu daripada usaha tersebut adalah bahwa sampai dewasa ini telah
berjalan kegiatan promosi dan pemasarar yang tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta,
Yogyakarta, Denpasar, Semarang, Surakarta, sekitar candi Borobudur, Bogor, Bandung
dan Ujungpandang. Sementara itu di berbagai daerah, seperti Sumatera Barat dan Sumatera
Utara, tengah direncanakan untuk didirikan gedung pusat promosi baru.

7.2.3, Tenaga kerja dan transmigrasi

Kebijaksanaan yang ditempuh di bidang ketenagakerjaan dalam PELITA III adalah
mempeduas kesempatan kerja yang produktif untuk menunjang pemerataan pendapatan dan
kegiatan pembangunan, Masalah pokok yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan adalah
bersifat stuktural dan jangka panjang sehubungan dengan pcrtumbuhan pcnduduk yang
relatif tinggi dan mengakibatkan pertambahan tenaga kerja juga relatif tinggi.

Jumlah penduduk Indonesia dalam tahun 1977 adalah sebanyak 119,2 juta jiwa,

sedangkan pada tahun 1980 telah meryadi 747,5 juta jiwa. Hal ini berarti bahwa dengan
laju pertumbuhan penduduk ra.ta.-rs.ta. ad,alah 2,32 persen per tahun dan dalam waktu
sepuluh tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebanyak 28,3 }ur.a jiwa. Dengan de-
mikian penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menjadi semakin padat yairu$ari rata-rata
59 jiwa per km2 pada talun 1971, menjadi 67 jiwa per km2 pada tzhw 1976 dan 70 jiwa
per km2 pada tahun 1978, sedangkan pada tahun 1980 kepadatan penduduk rutal.a.ta
telah meningkat menjaAi 77 jiwa per km2. Sampai dengan tahun 1980 penduduk di pulau

Jawa mempunyai kepadatan sebesar 690 jiwa per km2 yang jauh lebih padat bila dibanding-
kan dengan penduduk di luar pulau Jawa dengan kepadatan antara 5 sampai dengan 96 jiwa
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per km2. Namun demikian tingkat pertumbuhan penduduk di luar purau Jawa masih lebih
tinggi bila dibandingt<an dengan pureu Jawa. perkembangan penduduk dan tingkat ke-
padetannya dapat diikuti pada Tab€l VII. 9.

sementara itu penduduk yang tinggal di daerah perkoaan pada tahun r97r adeJah
xbesar 77,42 persen, dan sisanya sebesar g2,5g persen tinggal di daerah pedesaan. pada
tahun 1976 penduduk dacrah perkoaan meningkat menjadi rg,5 persen dan pada tahun-
tahun berikuurya terdapat kecenderungan adanya urbanisasi yang semakin meningkat
terutame daripada penduduk daram usia kerja dan berpendidikan iengan tujuan urituk
mencari kesempatan kerja.

Mcngenai mobilitas penduduk dapat disampaikan bahwa penduduk yang berumur
5 tahun ke at4s yang masuk ke pulau Jawa ant*a l97l sampai dengan 1976 adalah se-
benyak 76.242 jiwa atau 0,12 persen, sedangkan yang ke luar pulau Jawa adalah sebanyak
l4O.55Z jiwa atau 0,22 persen. Khusus untuk DKI Jakarta, jumlah penduduk yangmasuk keDKI.Jakarta dalam periode yang sama adalah sebanyak t'61.667- jiwa 

","rr 
4,3 !"r."n, ,.-

dangkan yang ke luar dari DKI Jakarta adalah Zz.liO ii*ratau 0,6 persen. Dari perkem-
bangan tersebut terlihat bahwa persentase penduduk yang ke luar pulau;awa 0,10 persen
lebih tirrggi daripada yang masuk ke pulau Jawa walaupun f,husus untuk DKI Jakarta jumlarr
penduduk yang masuk jauh lebih besar daripada yang ie luar.

. Jytlan angkatan kerja 
1fg 

merupakan bagian daripada penduduk usia kerja, baik
yang berkerja, yang s€menrara tidak bekerja *"up* y*g sedani mencari pekerjaan,'pada
tahun 1971 adalah sebanyak 41.26r ribu orang terdiri ,ri n.eia ribu orang yang bekerja
serta 3.633 ribu orang penganggur dan pencari ketja. padt tahun 797g, irii"t 

-*gk"tn

kerja tersebut telah diperkirakan menjadi sebanyai 55.388 ribu or*g y-g terdiii 
"tas35.550 ribu orang laki'laki dan 19.838 ribu orang perempuen, aan dari iahun 1978 sampai

dengan tahun 1983 diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lak aki dan angkatan kerja
perempuan masing-masing sebesar 2,2 persen dan 2,3 persen per tahun. Jumlih angkatan
kerja yang berumur antara 10 sampai dengan 14 tahun pada waktu rnendatang diperkirakan
akan berkurang dari sebanyak 2,6!7 ribr orang pada tahun r97g men iadi r.79zribu orang
pada tahun 1983. Berkurangnya partisipasi 

"ngi"t"n 
kerja dalam kurun ur...u. iri dir.;J;;;

karena adanya undang-undang wajib. belajar pada tinlkat sD, dan di rain pihak jumlah
angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas dalair periode yang sama 

'diperriirakari

akan terus bertambah.

_ 
Sampai saar ini lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah

sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. seranjutnya disr]sul oreh sektor
perdagangan, jasa kemasyarakatan, industri, angkutan, bangunan, keuangan dan asuransi,
listrik, gas den air, serta pertambangan, Sektor pertanian menampung seLanyak 29,7 juta
orang angkatan kerja atau sekitar 55 persen dari seluruh jumrah angkatrn kerja yang ada.
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Dari jumlah tersebut 29,1 juta orang di antaranya ztau 97,6 persen adalah berpendidikarL
tamatan SD, tidak tamat SD dan tidak bersekolah. Sedangkan sisanya sebanyak 629.291
orang terdiri atas tamatan SLP Umum scbanyak 594.855 orang, SLP Kejuruan 108.139
orang, SLA Umum 49.015 orang, SLA Kejuruan 67.486 orang, Akademi 1.458 orang
serta sebanyak 786 onng bcrpendidikan Universitas. Angkatan kerja yang berada di sektor
perdagangan adalah sebanyak 6,8 juta orang, terdiri atas 6,0 juta orang atau 88 persen
berpendidikan SD dan tidak berpendidikan, sedangkan sebanyak 0,6 juta orang lainnya
atau 12 persen adalah berpendidikan SLP ke atas.

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja, maka terus dilanjutkan dan ditingkatkan
penyaluran dan penyebaran tenaga kerja, antara lain mclalui Antar Kerja Lokal (AKL),
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), TKS BUTSI dan
Proyek Padat Karya Gaya Baru. Selama tahun 1980/1981 telah berhasil disalurkan tenaga
kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN masing-masing sebanyak 71.7O2 orang,28.799 orzng
da.n 12.675 orang. Sementara itu tenaga kerja yang telah berhasil disalurkan melalui TKS
BUTSI dalam tahun yang sama adalah sebanyak 2.5 38 orang. Proyek TKS BUTSI ini semula
hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja yang berpendidikan Sarjana dan Sarjana Muda
dari berbagai jurusan, Namun dalam tahun 1980/7981 dari sejumlah 2.538 orang tenaga
kerja sukarela tersebut, 456 orang di antaranya adalah lulusan SLTA yang kehadirannya di
pedesaan diperkirakan akan dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pembangunan. Pengikut-
sertaan tenaga kerja sukarela lulusan SLTA tersebut dalam berbagai kegiatan akan terus
dilakukan penilaian. Di daerah pedesaan, para TKS BUTSI ikut serta dalam berbagai bidang
pembangunan pedesaan antar4 lain mcmperbaiki administrasi desa, mengadakan penyuluhan
pertanian, kesehatan dan keluarga berencana serta membina masyarakat di daerah
transmrgrasl.

Sementara itu latihan dan peningkatan ketrampilan adalah merupakan bagian
penting dari upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, terutarna tenaga kerja
berusia muda dan wanita. Dalam hal ini latihan kewiraswastaan adalah sangat penting
artinva untuk meningkatkan kemampuan golongan ekonomi Iemah. Sehubungan dengan itu
ter-us dilakukan rehabilitasi, pengembangan fasilitas latihan dan perluasan Balai Latihan
Kejuruan (BLK) yang ada, serta pembangunan BLK baru agar dapat meningkatkan daya
tampungnya. Daya tampung daripada 11 buah BLK Industri (BLKI) dan 35 buah BLK
Pertanian (BLKP) yang ada, pada tahLrn 1980/1981 terus ditingkatkan melalui penambahan
ruangan latihan serta penambahan dan penggantian peralatan latihan. Dalam tahun 197 9/lg80
jumlah tenaga kerja yang dilatih di BLKI adalah sebanyak 18.011 orang, BLKP sebanyak
5,288 orang, Balai Latihan Manajemen (BLM) sebanyak 4.083 orang dan Mobile'Iraining
Unit (MTU) sebanyak 3.370 orang, Kemudian dalam tahun 1980/1981 jumlah yang dilatih
nrasingmasing adalah sebanyak 18.430 orang, 4.974 orung,4.529 orang dan 17,050 orang.
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Dalam bidang transmigrasi kebijaksanaan yang ditempuh sclain bertujuan untuk

mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu juga dirujukan untuk mem-

perluas pembangunan berbagai sektor ekonomi khususnya sektor pertanian. Di samping itu

transmigrasi juga menunjang pembangunan di daerah yang relatif masih terbelakang sehingga

diharapkan transmigrasi akan dapat menunjang usaha perluasan kesempatan kerja, pemerata-

an pembagian pendapatan sefta pemerataan penyebaran pembanguhan. Dengan demikian

kegiatannya akan langsung dapat membantu mempercepat terwujudnya Trilogi Pembangun-

an.

Kegiatan transmigrasi yang sudah dilaksanakan selama PELITA I dan PELITA II

telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun hasil-hasil yang telah di'

peroleh tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti bila dibandingkan dengan

penyebaran penduduk. oleh karena itu dalam PELITA III penyelenggaraan transmlglasr

ierus lebih ditingkatkan sehingga hasil-hasilnya dapat dijadikan landasan yang kuat bagi

pelaksanaan program transmigrasi pada REPELITA berikutnya. Untuk menjamin keberhasil-

an pelakanaan program tersebut telah dilakukan pendekatan dan penyelenggaraan yang

berbeda dengan tahap-tahap PELITA yang lalu. Dalam rangka menyelenggarakan proSram

yang lebih besar dan bersifat lintas sektoral maka akan dilakanakan koordinasi yang lebih

baik antara tingkat pusat dan daerah serta antara tahap perencanaan dan Pelaksanaan
dan untuk itu dalam tahun 1981/1982 telah dilakukan Persiapan pemukiman transmigrasi,

pemindahan transmigran serta pembinaan desa transmigrast.

Sementara itu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, telah dilakukan

pembinaan terhadap proyek pemukiman transmigrasi, yang antaru lain meliputi bimbingan,

penyuluhan dan pengembangan usaha tani ganda yang berorientasi kepada pasar serta

pengembangan ekonomi dengan titikberat pada pengembangan KUD Di samping itu di-

lakukan juga pengembangan di bidang sosial budaya seperti pendidikan, kesehatan, keluarga

berencana, kerokhanian dan Iingkungan hidup, serta pembentukan apararur Pemerintah

Daerah, Sampai dengan bulan Juni 1981 telah dilakukan pembinaan terhadap 151.702

kepala keluarga (KK) atau sekitar 646.864 jiwa yang tersebar pada 102 lokasi pemukiman

transmigrasi, Untuk mempercepat perkembangan ekonomi di daerah transmigrasi, kini

telah disusun pola pembangunan ckonomi yang didasarkan atas kerjasama antara Pemerintah,

swasta dan koperasi. Di samping itu dilaksanakan pula penilaian terhadap potensi lokast

pemukiman transmigrasi untuk melakukan penentuan pola usaha produki dengan bantuan

dari lnstitut Pertanian Bogor ( IPB).

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan transmigrasi swakarsa dari 1 April 1979 sampat

dengan 7 Agustus 1981 adalah sebanyak 5.776 KK atau mencakuP 20.406 jiwa. Dengan

peningkatan forum komunikasi dan koordinasi, diharapkan perkembangan transmigrasi swa-

karsa di masa mendatang akan mengalami peningkatan dengan pesat Sedangkan sampat
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Tabe l  V I I .  10

HASIL PENEMPATAN TRANSMIGRAN, 1969/I97O _ I98III982

( kepala keluarga )

Tahun Target Realisasi
Persentase

realisasi

1969t1970

1970t7977

797r tr972

1 0 7 1 / 1 0 7 1

r97 3 /197 4

PELITA I

r9741197 s

r97 5 /197 6

1976t1977

7977 t7978

tg78ng79 t l

PELITA II I)

rgTg t1980 r

1980/1981 r)

tg87 trg82 2l

4.489

3 .865

4.600

11 .200

22.412

46.566

11.000

8.100

13 .910

22.949

27.OOO

82.959

50.000

75.000

100.000

3.933

4.338

4.r71

tt.4t4

22.4t2

+6.268

11.000

8.100

13.910

22.9+9

25.o22

80.981

44.673

+9.94+

863

87,6

712,2

90,7

101 ,9

100,0

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

o', '7

97,6

89,3

66,6

o,s

Jum lah

l) Angka dip€$aiki

2) Angka sementan

354.525 222,729 62,8
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dengan tahun kedua pelaksanaan PELITA III telah berhasil ditempatkan transmigran seba-

nyri l+.dtl KK terdiri atas 44.673 KK pada tah'tn 1979/1980 serta sebanyak 49'94+ KK

p"d" tahon lgSo/1g87. Hasil pelaksanaan penemPatan ransmigran dapat diikuti pada

Tabel VII. 10.

7.3. Produksi.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah juga merupakan usaha untuk merubah

kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, untuk selanjumya berfungsi

sebagai sarana guna mewujudkan tingkat kemakmuran serta kesejahteraan rakyat yang lebih

baitl Oletr sebat iro berhaiilnya usaha peningkatan produksi maupun faktor-faktor produksi

telah menjadi salah satu ukuran bagi kemajuan pembangunan ekonomi. Menyadari akan

hal tersebut, maka melalui berbagai langkah dan kebijaksanaan, senantiasa diusa,hakan

agar produksi barang dan jasa di berbagai sekor dapat ditingkatkan sehingga kelangsungan

penumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terpeliharanya stabilitas nasional ya-ng semakin

mantap serta pemerataan hasil pembangunan dapat terjamin.

Dalam tahun kedua PELITA III, cukup banyak hasil-hasil yang telah dicapai di

bidang produksi barang maupun jasa dalam negeri. Produksi beras, hortikultura dan ham-

pir seluiuh hasil perkebunan telah menunjukkan peningkatan yang berarti bila dibanding'

Lan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan hasil-hasil yang telah dicapai

di sektoi industri, baik mulai dari industri logam dasar sampai dengan industri kecil. Se'

mentara itu produksi di sektor pertambangan dan energi, perhubungan dan pariwisata

maupun pekerjaan umum dalam waktu yang sama juga telah menunjukkan peningkat-

an. Namun demikian un k mewujudkan suatu cita-cita pembangunan ekonomi yang

cukup tinggi, usaha peningkatan untuk pencapaian hasil yang lebih besar dan sekaligus

p.-..",rtnny. masih perlu terus ditingkatkan dalam tahun-tahun yang akan datang' Melalui

pengembangen produksi barang dan jasa tersebut diharapkan pencapaian tercapainya ke-

adilan sosial bagi seluruh maryarakat dapat lebih terjamin. Sebagai gambaran daripada hasil-

hasil yang telah dicapai di berbagai bidang ekonomi selama tahun kedua PELITA lll,

dapat diikuti dibawah ini.

7.3.1. Pertanian

sejalan dengan tahapan pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian dalam

REpELITA III dilaisanakan melalui Sapta Karya Pembangunan Pertanian, yang mencakup

usaha peningkatan produksi pangan menuju swasembada pangan, peningkatan taraf hidup

petani melalui peningkatan penghasilan petani, perluasan Iapangan kerja di sektor pertanian,

peningkatan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian, peningkatan dukungan

y*g ko", terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah
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jadi, pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup, serta pe'

ningt","r, pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka

p"-b"ngrln"n daerah. Untuk mewujudkan strategi pembangunan pertanian tersebut telah

diterapkan langkah-langkah kebijaksanaan yang meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi,

diversifikasi dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimatra Pembangunan

Pertanian yairu kebijaksanaan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu'

Hal ini berarti bahwa da.lam melaksanakan intensifikasi, elstensifikasi, divetsifikasi dan

rehabilitasi, harus diusahakan agar terdapat keterpaduan dalam usaha tani, keterpaduar-

dalam komoditi dan keterpaduan dalam pengembangan wilayah'

Dalam pembangunan pertanian, tetdapat tiga kornponen dasar yang harus dibina'

yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan di mana hegiatan per.

tanian berlangsung. Pembinaan terhadap petani diarahkan kepada pemanfaatan secara

optimaldaripadasumberdarrdayayarrgada,sehinggamenghasilkanpeningkatanpendapatan
petani. Sementara itu pengembangan komoditi hasil pertaniu.r diarahkan agar sektor per-

ianian dapat benar.benar berfungsi sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan, bahan

ekspor dan bahan baku bagi industri. Sedangkan pembinaan terhadap wilayah pertanian

ditu.iukan agar dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ke-

timpangan antarwilayah. Dengan demikian kebijaksanaan dasar pembangunan pertanlan

;ra.,! -e.rcakrrp aspek produksi, faktor-faktor produksi, pemasaran dan kilembagaannya

tetap dilanjutkan dalam rangka rneningkatkan sektor pertanian dan memungkinkan dukung-

an yang kuat terhadap pembangunan industri. Gambaran dari hasil-hasil kegiatan pem-

bangunan di sektor pertanian yang telah dicapai selama ini dapat diikuti pada Tabel vu. 11

Tanaman pangan

Peningkatan tanaman pangan dalam kerangka pembangunan pertanian tetap di-

lakukan dengan menggunakan pupuk, insektisida dan benih unggul maupun dengan usaha

intensifikasi khusus. Sedangkan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui usaha eksten-

sifikasi, pelaksanaannya dikaitkan pula dengan usaha transmigrasi serta pencetakan sawah

baru, Erat hubungannya dengan pembangunan di sektor pertanian, ik.lim dan curah hujan

merupakan dua faktor penting rerhadap hasi.l panen. Hal ini terlihat jelas sepanjang tahun

1gg0 di mana iklim dan curah hujan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya normal

dan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap usaha untuk menaikkan produksi

beras. Dalam tahun 1980 produksi beras rata-rata me$adi 2,24 ton per hektar, yaitu lebih

tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang rzta-r Ia hanya 2,o3 ton per hektat

Dengan hasil tersebut, produksi beras dalam tahun 1980 telah mencapai 20.246 ribu ton,

atau mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen di atas produksi tahun 1979 sebesar

77.g72 rttn ton, Kenaikan produksi beras tersebut terjadi karena adanya peningkatan
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luas areal panen maupun hasil rata-rata per hektar. Angka hasil-hasil pcrkembangan jumlah
produksi, luas areal panen dan rata-rata produksi beras per hektar dapat diikuti pada
Tabel VII. 12. Apabila pada tahun 1979 luas areal panen yang dapat dicapai baru seluas
8.803 ribu hekrar maka dalam tahun 1980 luas areal panen telah dapat ditambah menjad;
9.018 ribu hektar atau meningkat dengan 215 hektar. Pertambahan luas areal panen ter-
sebut t€rurama disebabkan oleh meningkatnya luas areal panen Inmas sebesar 777 ribu
hektar atau naik sebesar 22,5 persen dari tahun sebelumnya, yairu dari 3.452 ribu hektar
pada tahun 1979 menjadi 4.229 rlb:u hektar pada tahun 1980. Sebaliknya luas areal panen
Bimas (Tabel VII. 13), yang sebagian besar bergeser ke areal Inmas, dalarn tahun 1980
berkurang sebesar 197 ribu hektar atau 72,5 persen, yaitu dari 1.571 ribu hektar pada tahun
1979 berkurang menjadi 1.374 ribu hektar dalam tahun 1980

Dalam usaha meningkatkan mutu intensifikasi, sejak tahun 1979 pemerintah telah
mengadakan pola kegiatan baru yang lebih dikenal dengan Intensifikasi Khusus (lnsus).
Intensifikasi khusus adalah inrensifikasi yang dilaksanakan oleh petani secara berkelompok/
sehamparan, guna memanfaatkan potensi lahan yang ada dan kerjasama petani diarahkan
kepada rerwujudnya panisipasi dari semua petani untuk menerapkan panca usaha secara
penuh. untuk menunjang usaha tersebut, maka kegiatan penyuluhan juga terus ditingkatkan
dengan jalan menambah jumlah tenaga penyuluh serta fasilitas yang diperlukan. penyuluhan
yang diselenggarak;nr adalah untuk mengubah perilaku para petani dan keluarganya de-
ngan jalan diberikan pengetahuan yang lebih luas, ketrampilan yang lebih baik, kecakapan
mengelola yang lebih efisien, sikap yang lebih progressif serra motivasi tindakan yang lebih
rasional. Sehubungan dengan ini maka kegiatan kursus tani, peragaan, informasi pertanian,
pembinaan kelompok dan himpunan petani serta penyclenggaraan perlombaan antar
himpunan petani terus ditingkatkan. Dewasa ini telah terdapat 2g.323 tenaga, penyuluh
pertanian, 438 orang tenaga Penyuluh Pertanian spesialis (ppS), serta 12.576 orang tenaga
Peny-uluh Penanian Madya dan Pcnyuluh Pertanian Lapangan (ppM dan ppl-) yang tersebar
di 15.309 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKpp),

Oleh karena pengembangan produksi pangan, baik melalui program intensifikasi
inaupun dengan progam Bimas dan Inmas, memerlukan tcrsedianya sarana yang cukup
maka kepada para petani peserta tetap disediakan bantuan kredit untuk pengadaan sarana
produksi yang dibutuhkan. Sampai dengan tahun 1990/1981 jumlah petani peserta Bimas
dan Inmas adalah scbanyak 1.533.428 orang dengan realisasi penyaluran kredit sebesar
Rp 50,1 milvar. Apabila dibanding dengan realisasi penyaluran kredit tahun rg7g/lglo
sebesar Rp 49,5 milyar terlihat adanya kenaikan sebesar Rp 0,6 milyar atau sebesar 1,2
persen. Pcrkembangan penyaluran kredit tersebut dapat diikuti dalam Tabel VIL l4.

sepeni halnya dengan luas panen dan produksi padi maka dalam tahun 19g0/19g1
luas panen dan produksi palawrja juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
tahun sebclumnya. Kenaikannya terutama disebabkan oleh meningkatnya luas panen dan



TabeMI .  12

AREAL PANEN DAN PRODUKSI BERAS, 1969 _ I98O
268

T o h u n
Areal panen

( ribu ha )

Produksi beras
( ribu ton )

Rata-rata produksi beras
( ton/ha )

1 9 6 9

1 9 7 0
1 9 7  t
1 5 7 1

1 9 7  3
1 9 7 4
t 9  7  5
r 9 7 6
r 9 7 7
r 9 7 I
l g 7 g r J
1 9 8 0 " '

8.014

8 . 1 3 5

8.324

7.898

8.403

8.509

8.495

8.169

8,360

L929

8.803

9.018

12.249

13.140

1r.724

1 3 . 1 8 3

14.607

75.27 6

1 5 . 1 8  5

15.845

t5.876

r7  .525

1.7 .a7Z

20.246

t , 6 2

1 , 6 5

I , O  /

1,80
1 7 0

1,89

1,90

1,96

2,O3

l) Angka dip€rbaiki
2) Angka sementara

TabeMI .  13

LUAS PANEN BIMAS DAN INMAS PADI, 1969 _ I98O
(dalam ribu hektar )

B i m a s I n m a s
T a h u n Jumlah

r 969
t970
L 9  7  |
1 9 7 2
r 9 7 3
r 9 7  4
r 9 7  5
L 9 7 6
t 9 7  7
t 9 7 I
r g T g r l
1 9 8 0 2 )

926

803

427

621

662

474

425

321
2 7 2

236
197

r3z

3 8 3
+45
s69
542

1. t70
2.202
2.258
2.103
r .797
1.724
t .374
1.2+2

57r
867

I , I  O O

1.O76

4ro
343
370
669
800
8 5 1
808

99

33+
J Z t

800

1.080

6 3 8

6 1 1

8 1 9

1 . 5 1 2
2.088
2.601

J .421

2.130
2. t53
2.744
1.169
3.948

3 . 6 3 7
5 . O 1 J

4.250
4.848
5.O23
5.603

1) Angka diperbaiki
2)- Angka sementara
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T a b e l  V I I ' 1 4
PENyALURAN KREDTT BIMAS DAN INMAS PADI,r97llr972 - 1980/1981

( dalam juta rupiah dan ribu orang )

T  r h  u  n
Realisasi penydluran

krcdit

Pen gem b ali an
kredit

Jumlah petani

Pesena

r97 I  t797 2
r97  2  t791 3
r97  3  t197 4
1 9 7 4 t 1 9 7 5
197 s  / r97  6
7 9 7 6 / 1 9 7 7
1 9 7  7  / 7 9 7 I
1 9 7 8 t 1 9 ? 9
r97 9  /1980

1 9 8 0 / 1 9 8 1

9 , 8 1  5 , 0

15,  3  30 ,6

36,492,2
5  3 .o96,4
7  2 . t  5  7 , 2

71.3  14 ,0
62.084,7
60.283 ,9
49.504,0
50.o99,7

9.4+9,J
r4.508,7
33.+68,3
48.046,o
62.284,0
55.585,2
42.438,+
41.874,4
7 1 7 4 / L  I

2 3 . 5 7 7 , 6

I  5 ? ' 4  4

z .o7  r ,4
3 , 1 0 7 , 0
3 . 6 0 3 , 1
3.492,O
3.004, I
'| d.7 4 <

2 .  1 5 0 , 1
1.606,4

l )  Pos i s i  3 l  Ok tobe r  I 98 I
Kredit Iffnas padi mulai b€rlanasung pada M"I 1917 11918

T a b e l  V I l .  1 5

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PALAWIJA, 1969 _ 1980
( dalam ribu hektar dan ribu ton )

Jacuns Ubi kayu Ubi jalar KaBng tanrh Kedelai

T a h u n Produ*.si Luas
pancn

Luas ProdukEi
Panen

Luas Produksi Luas Pro'dukri
pancn Panen

Luas
panen

Produksi

1969

1970

r97 |

1972

197  3

t974

t97 5

19?6

197 7

l97E

l9?9  l )

r9E0 2)

2435 2.292 1,467
2.939 2,825 1,398
2.626 2,606 1.406
2.160 2.254 1.468
3,453 3.690 |,429
2.667 3.011 1.509
2,445 2.903 1.410
2.095 2,572 1.353
2.567 3.143 1.364
8.025 4.0?9 r.383

2.594 3.606 r.+Xg

2.77t +.0t2 1.4t4

10.917 369
t0.478 nb1
10.690 357
10.385 398

. 1 8 6  3 7 9
13.031 330
12.546 31r
t2 .1S 1  301
12.488 X26
12.902 301

13,751 287

13,532 287

2,260 312

2 . t75  380

2 .211  376

2 .066 .  354

2 .387  416

2,469 4l l

2.433 475

2.381 414

2,460 501

2,083 506

2.194 473

2.193 507

261 554 389

28 t  695  498

284 680 516

282 697 518

290  743  541

307  768  589

380 i52 590

247 646 i22

409 646 5?3

446 733 6l?

42+
476

7M 680

726 642

I ) Angka diperbaiki
2) Angka s€mentara



277

Tabe l  V I I .  16

PENYALURAN KREDIT BIMAS PALAWIIA, r973/r974 - 1980/1981 I)

( dalam juta rupiah dan ribu orang )

U r a i a n
Realisasi

penyaluran kredit
Pengembalian

kredit
Jumlah

petani peserta

t97 y r97+
r97+/t97 5
r97 s/1976
197611977
1 9 7 7  t r 9 7 4
19781t979
1979t1940
1980i  1981

1.277, t

5 .388,0
9 .O7 3 ,8

a .9 \4 ,9
6 .893,8
6.478,9

5 .226,4
6.205,5

l. l8+,'7
+.318,4
6.927,+
6.150,4
+.467,O
7 1 ) 7  7

2 . 8 7  5 , 2
r . ) r t , o

1 4  3 , 8

360,5
r'.r',7 q

!48,7
235,6
19 5 ,0
759,6
146,3

l )  Posisi 3l Oktobcr l98I
Scjak lvt't 1978/1979 termasuk Bima-r pa.lawija tumpangsari

Tabe l  V I I .  17

LUAS PANEN DAN PROTJUKSI HORTIKULTURA, 1969 _ 1980
( dalam ribu hektar dan ribu ton )

S a y u r a n Bua}.bu ahon
T  a h  u  n

Luar panen Luas pancn

1 9 6 9
1 9 7 . O
t 9 7 7
t 9 7  2
1 9 7  3
1 9 7 4
t 9 7  5
t 9 7  6
t 9 7 7
1 9 7 4
1 9 7 9 t )
I  9  8  0  2 )

600
6 + 1
7 t 5
694
6 7 6
6+7
53r
+ 5 9
5  5 8
642r)
660

7 1 0

+88

5 3 3
554
666
696
6 l +
o z J
528
4+5
+36
529

2.272

3 . 3 3 2
3 . 4 3 5
3.906
+.249
+-7 3r
3 . 7 + 3
2 . 7  2 5
3.624
2.709
3 . 5  1 2
+.1o2

7 . 7 9 1
1 , 8 3 2
2.067
2.120
2.29  5
2.293
1 . 8 8  9
r .641
1 , 8 3  3
1 . g 2 7  r l

1 . 8 6 1
1.99+

I ) Anska diperbaiki

2) Angka sementara
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produksi jagung, yaitu dari 2.594 ribu hektar pada tahun 1979 menjadi 2.77 7 rlbu hektar
dalam tahun 1980 dengan hasil produksi yang meningkat dari 3.606 ribu ton menjadi
4.012 ribu ton. Dalam waktu yang sama luas panen kacang tanah meningkat dari 473 ribu
hektar menjadi 507 ribu hektar dengan tingkat kenaikan produksi sebesar 12,3 persen,
yairu dari 424 ribt: ton menjadi 476 ribu ton. Sedangkan ubikayu, ubijalar dan kedelai
tidak mengalami kenaikan, baik dalam luas panen maupun produksinya.

Usaha peningkatan produksi palawija tersebut telah ditunjang dengan penyaluran
kredit bimas palawija, yang dalam tahun 1980/1981 telah mencapai Rp 6,2 milyar, atau
18,7 persen Iebih besar dibandingkan dengan rahun 797917980. Sedangkan jumlah pe.
tani peserta hingga saat ini berjumlah 146.322 orang. Petkembangan lebih lanjut tentang
luas panen dan produksi maupun penyaluran kredit palawija dapat diikuti pada Tabel VII.15
dan Tabel VII. 16.

Sementara itu usaha pengembangan produksi hortikultura telah ditekankan pada
pengembangan saFrr-sayuran dan buah-buahan di sekitar kota, Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa pemasaran sayur-sa).uran dan buah-buahan di sekitar kota lebih lancar
sehingga petani yang bersangkutan akan langsung dapat menikmati keuntungan dari hasil
usahanya. Dapat diketengahkan bahwa hasil produksi hortikultura dalam tahun 1980 me-
ngalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 13,5 persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Kenaikan produksi hortikultura tersebut terutama disebabkan oleh adanya
peningkatan produksi buah-buahan yaitu dari 3.512 ribu ton pada tahun 7979 meningkat
menjadi 4,102 ribu ton dalam tahun 1980, atau suatu peningkatan sebesar 16,8 persen.
Di samping itu juga karena produksi sayur-sayuran yang meningkat sebesar 2,1 persen,
yaitu dari 1.861 ribu ton pada tahun 1979 meningkat menjadi 1.994 ribu ton dalam tahun
1980. Perkembangan luas panen dan produksi hortikultura dapat diikuti dalam Tabel VII.17.

Meningkatnya hasil produksi tanaman pangan tersebut di samping disebabkan
oleh makin luasnya areal panen dan peningkatan mutu Insus, dipengaruhi pula oleh naiknya
hasil rata-rata per hektar. Sedangkan kenaikan hasil rata-rata dimaksud disebabkan antara
lain oleh peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida. Secara keseluruhan penggunaan
pupuk dalam tahun 1980 meningkat sebesar 44,9 persen dari tahun sebelumnya, yakni
dari sebesar 698,3 ribu ton kadar pupuk menjadi 1.012,1 ribu ton kadar pupuk. Kenaikan
penggunaan pupuk tersebut rerurama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan pupuk
jenis N, yang mengalami kenaikan sebesar 42 persen dari rahun sebelumnya, yaitu dari
550,9 ribu ton, meningkat menjadi 787,3 ribu ton. Demikian pula dengan penggunaan pu-
puk jenis P2 05 telah meningkat d:rri 729,6 ribu ton menjadi 210,9 ribu ton, atau suafu
peningkatan sebesar 62,7 persen. Sedangkan meningkatnya penggunaan pestisida disebabkan
oleh rneningkamya penggunaan pestisida dalam bentuk insektisida. Kenaikannya adalah
sebesar 2.197,8 ton (52,4 persen) yaitu dari 4.191,1 ton pada tahun 1979 menjadi 6.388,9
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T a b e l  V I l .  1 8

PENGGUNAAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN,1969 _ I98O

( dalam ribu ton kadar PuPuk )

T a h  u  n Pzos Klo

r969
1970
197 |
197 Z
r97 r
197 4
197 5
797 6
197 7
1978
$7g 1 l

1980 2)

155,2

'rt o ',

262,3
312,0
290,4
3 1 1 , 3
3 1 3 , 3
442,4 ,,
+78,9 ' l

550,9
747,3

t o t z

3 1  , 3
24,2
43,5
o ) , J
9  5 , 7

110,2
99,3

104,7 .,
126,9  t ,

r29 ,6
210,9

1,0

1 , 0

1 , 9
6,8
1,O

9 , 7

17,8
13,9

1) Angka diPelbaiki

2) Angka sementala

T a b e l  V I I .  1 9

PENGGUNAAN PESTISIDA UNTUK TANAMAN PANGAN' T969 - 1980

( datam ton )

T a  h  u  n Insektisida Rodentisida rJ

1969
1970
t97r
t 9 7 2
r97 3
197 +
197 5
197 6
1977
7978
1979
19802)

r.209,3
LO7 5,6
r . ) J f , , o

1 ,410,0
1.504,2
1.638,0
2.46+,O
3.432,5
4.268,r
4.165,0
4 . 1 9 1 , 1
6.184,9

3  3 , 7
5 2 , +

5  3 , 0
1  1 6 , 0

46,8
84,0

1 5 8 , 0
1 1  3 , 0
121,O

7 9 ,O
7 C 1

1) Ekivalen Ankphospide

2) Argka semenlala
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ton dalam tahun 1980. Dengan peningkatan penggunaan pestisida tersebut maka pengguna-
an pestisida secara keseluruhan meningkat sebesar 51,4 persen, yaitu dari 4.270,7 ton
pada tahun 1979 naik menjadi 6.467,0 ton dalam tahun 1980. Perkembangan jumlah
penggunaan pupuk dan pestisida untuk tanaman pangan dapat diikuti pada Tabel VII. 18
dan Tabel VII.19.

Tanaman perkebunan

Pembangunan bidang perkebunan dalam PELITA III diarahkan untuk lebih mem-
percepat laju pertumbuhan produksi baik dari perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta
maupun perkebunafl negara. Di samping itu pembangunan perkebunan juga ditujukan
untuk mendukung pembangunan industri, serta meningkatkan pemanfaatan dan kelestarian
sumber daya alam berupa tanah dan air, Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha pokok
yang telah dilakukan meliputi usaha perluasan, peremajaan dan usaha intensifikasi serta
rehabilitasi perkebunan. Hal ini dilakukan mengingat peranan sektor perkebunan yang
demikian besar bagi peningkatan pendapatan petani dan penyediaan bahan baku untuk
industri dalam negeri serta sebagai sumber devisa negara.

Dalam tahun kedua pelaksanaan PELITA lII, perkebunan rakyat telah mendapat
prioritas pertama dalam pengembangan usaha perkebunan yang dilaadasi kenyataan bahwa
sebagian besar areal dan hasil perkebunan yang ada selama ini adalah milik serta diproduksi
oleh perkebunan rakyat, di samping mutu maupun produktivitas hasil perkebunan rakyat
yang dewasa ini dipandang masih renda}.

Dalam rangka pengembangan maupun pembinaannya, kegiatan penyrluhan serta
penyediaan sarana produksi dan fasilitas kredit bagi petani perkebunar maupun pem-
berantasan hama dan penyakit terus ditingkatkan. Di samping itu dilaksanakan pula
penganekaragamen tanaman dan rehabilitasi fasilitas pengolahan hasilhasil perkebunan
rakyat yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem Unit Pelaksana Proyek (UPP), Sedang-
kan dalam pembinaan perkebunan melalui sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR), petani
yang diikutsertakan terutama adalah para petani ladang, buruh tani dan buruh perkr bunan.
Tujuan daripada program tersebut adalah agar perkebunan besar, di samping meng.isahakan
perkebunannya sendiri, dapat membantu pengembangan perkebunan rakyat yang ada di
sekitarnya dengan teknologi yang lebih maju dan kemudian memba.irtu pula dalam penge-
lolaan serta pemasaran hasil-hasilnya. Di samping melalui UPP dan PIR, pembinaan
perkebunan karet rakyat juga dilakukan melalui Proyek Pengembangan Karet Rakyat
atau lebih dikenal sebagai Smallholder Rubber Developmenr Project (SRDP). Ketiga sistem
tersebut telah dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Sumarera Selatan, Riau, Jambi, Jawa
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Hasi! yang telah dicapai dari usaha perkebunan rakyat sampai dengan tahun 1980
dapat diikuti dalam Tabel VII.20. Berhasilnya usaha perkebunan rakyat dalam tahun 1980
ditandai dengan meningkatnya hasil karet dan gula tebu, yang masing-masing menunjukkan
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T a b e l  V l I . 2 0

PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBUNAN RAKYAT, 1969 _ I98O
( dalam ribu ton )

T a h u n
Kelapa/

kopra
Kopi Ccngkch T eh

Gula Temba-

tebu kau
tada Kapas

r969
I9  70
l 9 7 l
t972
I9  73
1 9 7 {
l 9  ?5
1 9 7 6

1 9 7 8
1979  l )

1980 2)

558
571
5 7 2
559
599
571

6r0
584
6 1 2
6 t 6
623

220
t . l9E
l .147
I .308
1.233
1.335
I .370
t .52?
1 . 5 1 3

1.571

r62
t70
r7E
r96
140
t32
144
178
l E l
206
209
2tz

l l

l 4
1 3

t 7
3 7
9 l

3 6

22
2 l
24

7
l4
t 4
l 4
t 3
l 4
t 7

t 7
1E

220
196
221
247
199
250
223
261

485
498

2,6
1 ,8

I , l

0,9
0,9
0,5
0 ,6
0 ,6

69  1?
69 24
74  18
69 29
69 27
74 23
78  37
72 43
68 l) 46
73  4?
75  47

1) Aogka diperbajki

2) Aogka sementara

T a b e l  V I I . 2 l

PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBLINAN BESAR SWASTA, 1969 - I98O
( dalam ribu ton )

T a h u n
K€lapa/

koprd

Guta

T€bu
Kopi Cengkeh T e h

Minyaft. Inli

sawit sawit

1969
l9  70
t9  71
t972
197  3
t 9 7 4
r975
I976
t977
1978
1979  l )

1980  ? )

I
2
2
3
4
6
5
5
5

2 1  I  )

2 l
22

5

7
6
4
7
6
6
6
7  l )

8
I

I ,00
0,08
0,05
0,17
0,11
o, l7
0,r4
0,15
1,60  , .
0 ,20  r ,

0,20
0,52

9
9

l 0
7

l 0
l l
l 0
l l
I I
l 5  r )

l 6

7 +
r22
130
l l 8

t27
r26
r52
r62
7  r  1 )
7 3

60
70
?9
E I
82

104
t26
145
t47
. - .  I )

168
: 7 r

l 3

l 8
T 7
1 8
, 1

2+
, 7

2 2  r l

9 C

l l 0
l r 3
I  I 4

r 28
I09
I08
109
104
107
I  l 0
rt2
l  l 4

l) An8ka dipe6aiki

2) Anska '€m€ntara
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kenaikan sebesar 1,1 persen dan 14,8 persen dibanding dengan tahun 1979. Hasil produk-
si perkebunan yang lain seperti kelapa/kopra, kopi, cengkeh dan teh dalam tahun 19g0
juga mengalami peningkatan produksi, yaitu masing-masing meningkat sebesar 0,6 persen,
1,9 persen, 2,8 persen dan 5,8 persen dibanding dengan hasil dalam tahun 1979.

Perkebunan besar swasta juga telah mendapat perhatian pemerintah di daram pe-
ngembangannya, baik yang berupa pembinaan kultur teknis, permodal"n -"rpr., y"ng
menyangkut segi administratifnya. Dengan cara demikian diharapkan masalah kelemahan
permodalan dan manajernen yang pada umumnya d,rhadapi perkebunan besar swasta dapat
diatasi. Dari Tabel vll'2r dapat dilihat bahwa hasil produksi usaha perkebunan besa, s*asta
selama ini, khususnya dalam tahun 1980, telah menunjukkan kenaikan yang cukup beraiti.
Produksi cengkeh dalam tahun 1980 mengalami kenaikan lebih da.ri 50 persen dari tahun
sebelumrya, yaitu dari 200 ton pada tahun 1979 meningkat menjadi 320 ton dalam tahun
1980. sementara itu produksi karet dan minyak sawit mengarami kenaikan yang sama,
yakni sebesar 1,8 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga produksi gula tebu dan
kelapa/kopra telah mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,4 persen dan 4,g persen,
sedangkan hasil produksi teh, kopi maupun inti sawir selama ini belum menunjukkan
kenaikan produksi yang antara lain karena peremajaan dari ranaman tersebut. Di samping
bantuan yang telah diberikan kepada perkebunan rakyat dan perusahaan b"r". ,*rrtr.
telah ditingkatkan pula bantuan kepada perkebunan Besar Negara (pNp/prp), sehingga
mampu meningkatkan produksinya dalam jumlah yang cukup besar. pari Tabel vII. 12
dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan tahun sebeiumnya, produksi karet dar.
minyak sawit dari perusahaan negara dalam tahlun lgg} telah meningkat masing_masing
dari 170 ribu ton menjadi 186 ribu ton (9,4 persen) dan da:ii 474 ribu toln menjadi ipp .itu
ton (5,3 persen). Dalam waktu yang sama produksi inti sawit, kopi dan tembakau masing-
masing meningkat sebesar 5,8 persen, 18,2 persen dan 7,1 persen, sedangkan pada produkii
teh dan gula tebu tidak terjadi kenaikan.

Kenaikan produksi hasil-hasil perkebunan pada gilirannya membawa pengaruh
terhadap volume ekspor hasil perkebunan pada umumnya. Dalam Tabel vtI. 2J, kenaikan
produksi yang terjadi pada lada telah memungkinkan volume ekspor lada tahun 19g0
meningkat sebesar 20,2 persen dibanding dengan tahun seberumnya. bemikian pula dengan
volume ekspor hasil komoditi yang lain seperti tembakau, teh dan kopi, masing-maslng
telah meningkat sebesar 16,1 persen, 15,0 persen dan sebesar 3,g persen. Di lai" p rak
volume ekspor karet dan minyak sawit tidak mengarami kenaikan merainkan menurun
masing-masing sebesar 4,5 persen dan 0,8 persen. penurunan volume ekspor kedua jenis
komoditi tersebut antara lain disebabkan karena meningkatnya kebutuhan industri dalam
negeri atas produksi karet dan minyak sawit. Meningkatnya volume ekspor beberapa hasil
perkebunan tersebut ternyata rnendorong meningkatnya nilai ekspor atai hasil pe.k.b...r"r,
dalam tahun 1980. Perkembangan nilai ekspor beberapa hasil utama perkebunan dapat
diikuti dalam Tabel MI. 24.
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PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBUNAN NEGARA, 1969 _ 79AO

( dalam ribu ton )

Minyak lawit Inti cawit T€h Kopi Tembakau Guh t€bu

1969
l 9  7 0

l 9  7 l

r972

19  73

1974

l9  75

I976
t977
l9  7E

19  79

1980  I  )

t 1 0

l l 8

r r 8
r2 r
137

I 3 8

r 3 7
142

147

1 6 2

t  7 0

166

129

l ? 0
r89
207
24+
27r
286
338

474
499

34
3 7

+3
40

46

49

59

68

E
9

I I

t 2
6

1 0
l 0
l 0
1 0
l 0
l l

l 3

9

I
7

5

l l

I

8

l l
t 2

1 9

1+
l 5

630

603

708

693

860

87E

902

924

960

1 .030

993

28

33

39

42

46

64

85

90

1) A.ngka sem€ntara

T a b e l  V U . 2 3

VOLUME EKSPOR HASIL UTAMA PERKEBUNAN, 1969 _ T980

( dalam ribu ton )

Tahun X.ar€t Minyak srwit tnt i  sawit Teh Kopi T€mbakau L a d a
Kopra dan

bungkil kopla

1969
r 9 i 0

1 9  7 l
t972

1 9  7 3

t s 7 4

1975

l9  76

t977

1 9 7 8  ' /

I 9 ? 9  I  )

l q80  " ,

36 ,1  127 ,1

4 l , l  104 ,3

44,8 7+,3

44,0 107,0

39,6 100,8

55 ,7  111 ,8

45,9 124,4

47 ,5  156 ,4

5 l , 3  160 ,4

61,6 222,8

65,9 ?30,7

75,8 2'-t9,+

349,1
393, I
322,6
r27 ,1
282,0
252,6 2l

329,1
396,7
335,9

38r,4 ' '

388,E

857,5

790,2

789,3

714,6

8S0,2

840,4
788,C

8 l 1 , 5

800,2

918 ,2

961,5

179,1
159,2
209,0
236,b
262,7
281,2
386,2
405,6
404,6
412,1
+87,8
434,3

42,+

48,6

51 ,4

39,2

28 ,5

2r,0
25,6

3  3 ,1
29,4

l l , 0

18 ,3

26,2

33 ,6

19 ,6

20,5

27,3

28,9

16,7

2,6

25,6

15 ,2

28,8
30,9

38,0

25,7

30,9

1) Angka dip€rbaiki
g) Hanya bunskil koPla

3) Angkr sem€ntara
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Kehutanan

Menyadari pentingnya peranan hutan sebagai zumber daya alam yang dapat diper-
untukkan sebesar-besamya kemakmuran bangsa maka sesuai dengan tahapan pembangunan
dalam PELITA III telah terjadi perubalran kebijaksanaan di bidang kehutanan yang cukup
penring. Apabila dalam PELITA I dan PELITA II kebijaksanaannya dititikberatkan pada
peningkatan devisa negara melalui ekspor kayu gelondongan maka dalam pELITA III
telalr ditekankan pada pengembangan industi pengolahan serta perluasan pemasarannya.
Kebijaksanaan tersebut telah dibarengi pula dengan usaha peningkatan potensi hutan serta
pengembalian fungsi tanah kritis agar dapat menjadi lahan produktif yang sekaligus ber-
fungsi pula sebagai konservasi tanah dan air. Dengan tujuan gaada tersebut maka lambat
laun usaha ke arah peningkatan terhadap kualitas lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Pengusahaan hutan di Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh pemegang Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) di luar Jawa, sedangkan produksi kayu jati di pulau Jawa di.
usahakan oleh Perusahaal Umum Perhutani. Sampai dengan tahun 19g0, perusahaan yang
bergerak di bidang perhutanan dan telah mendapat HpH adalah sebanyak 503 perusahaan
dengan konsesi seluas 49.407,1 ribu hektar dengan jumlah investasi yang ditanam sebanyak
US $ 1.526,0 juta dan Rp 10.834,4 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 1979 dengan
jumlah perusahaan sebanyak 462 buah, areal konsesi seluas 44.930,2 ribu hektar, serta inves-
tasi yang ditanamkan sebanyak us $ 1.315,8 juta dan Rp 500 juta, maka secara keseluruhan
telah terjadi peningkatan pengusahaan hutan. Dari 503 unit perusahaan yang relah mem-
peroleh HPH tersebut, 433 buah di antaranya adalah perusahaan nasional tlengan jumlah
areal pengusahaa:r seluas 41.017,9 ribu hektar serta dana investasi yang ditanarnkan sebesar
US $ 1.215,7 juta dan Rp 10.334,4 juta. Sedangkan selebihnya adalah sebanyak 60 per-
usaiaan patungan dan 10 perusahaan asing. Luas areal hutan yang diusahakan oleh kedua
jenis perusahaan tersebut masing-masing adalah 6,7 juta hektar dan 1,7 juta hektar. Adapun
jumlah investasi yang ditanamkan meliputi sebesar uS $ 250,6 juta dan Rp 500 juta untuk
perusahaan patungan dan US $ 59,7 juta bagi perusahaan asing dengan investasi langsung.
Sebagai gambaran keseluruhan dari pengusahaan hutan sampai akhir tahun 19g0 dapat
diikuti pada Tabel VIl. 25 .

Sesuai dengan kebijaksanaan yang relah digariskan, maka secara bertahap pengem_
bangan industri pengelolaan kayu telah berorientasi kepada produksi kayu orahan yang
berupa bahan setengah jadi ataupun bahan jadi daripada kayu jati, meranti, ramin, agathis,
pulai, kapur/kruing dan lainlainnya serta sekaligus mengurangi ekspor kayu gelondongan.
Dalam tahun 1980 ekspor kayu olahan meliputi 9,g persen dari seluruh ekspor kayu.
Dengan demikian relah terjadi kenaikan sebesar 2,6 persen bila dibandingkan dengan ekspor
kayu olahan pada tahun 797g.Dalam waktu yang sama, industri penggergajian dalam negeri
telah berjumlah 3o2 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 1gg unit sudah berproduksi
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T a b e l  V I I . 2 5

PENGUSAIiAAN HUTAN S.4, IPAI DENGAN DESEMBER IgSO I)

Jumlah
( unit )

Luas ar€al
( ribu ha )

lnvcstasi

(US $ juta) (juta Rp)

2,

?

Pemsahaan yang merupakan

usaha nasional

Perusahaan patungan

Perusahaan dalam rangka PMA

4 t 3

60

1 0

+1.01.7,9

6.728,2

1.661,0

1 . 2 t 5 , 7

250,6

59,7

10.3  34 ,4

500

Jumlah perusahaan yang
telah mcmoeroleh HPH

503 +9.407 ,l r.526,D 10.834,4

l) Angka sementara

T a b e M I . 2 6

PRODUKSI DAN EKSPOR KAYU, 1969 - l9AO

Produkrt (ribu mS ) D k B p o r

Tahrm IGyu Kryu Jwrtah
juti fimba

Volume % daripada Nilai
(tibu m 3) Ptoduki (US $juta )

r 969

1970
l9  7 I
1972
t97g
t97 4
1975
1976
t97 7
1 9 7 8
1979  l )

1930 2)

520
56E
770
597

620
595
480

475

500

7.587

r1 .856
12,968
I  ? .120
25.124
22,660
15,701
20.947
22.366
30.619
25,852
2r.240

8.107
t2.424
19.?3E
17,717
25,800
23.280
16.296
21.427

3r.094
26.421
?1,740

3,596
7,412

10.760
13.891
19.488
r 8.448
t 3.921
18.521
19,806
90.262 r)

19.6t0
14.327

44,9 26,0
59,6 100,6
77,9 168,6
78,4 230,7
75,5 5E3,9
79,2 725,7
a5,+ 501,6
86,4 ?83,8
86,3 961,4
60.2 1) l.008,i
74,2 r.786,6
65,9 1.805,7

I ) Aryka diDerbaiki

2) Angka sementara
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dengan kapasitas sebesar 5,5 juta meter kubik per tahun, 28 unit masih berada pada uhap
konstruksi dengan kapasitas sebesar 786,5 ribu meter kubik per tahun, serta 86 unit yang
baru mencapai tahap rekomendasi dengan kapasitas produksi 2.364 ribu meter kubik per
tahun, Sementara itu jumlah industri veneer atau plywood adalah seburyak 130 unit usaha,
yang terdiri dzit 27 unit yang sudah berproduksi dan 12 unit masih dalam tahap konstruksi,
dengan kapasitas produksi masing-masing sekitar l juta meter kubik per tahun dan 500 ribu
meter kubik per tahun, Sedang selebihnya yaitu sebanyak 91 unit masih dalam tahap
rekomendasi dengan kapasitas produksi 3.766,5 ribr meter kubik per tahun.

Jumlah tenaga kerja ahli yang rerserap dalam kegiatan produksi kehutanan di lua:
Perum Perhutani adalah berkisar sebanyak 77 ibu otng yang terdiri dari 73 ribu orang
(95 persen) adalah tenaga Indonesia dan selebihnya adalah tenaga asing. Sedangkan tenaga
buruh yang langsung terlibat di dalam proses produksi kayu logs sekurang-kurangnya 250
ribu orang, belum rermasuk buruh-buruh yang bekerja pada kegiatan industri pengolahan
kayu. Adapun modal usaha untuk produksi kayu logs telah meningkat sepadan dengan
bertambahnya jumlah pemegang HPH. Apabila pada aklir PELITA II terdapat 382 pe.
megaag HPH dengan modal sekitar US $ 1 milyar maka dalam tahun 1981 telah menjadi
568 pemegang HPH dan diperkirakan modal usahanya meliputi sekitar US $ 2 milyar,
belum termasuk modal usaha untuk industri kayu.

Dari kegiatan yang dilakukan di bidang pengusa}aan hutan tersebut, hasil produksi
kayu dalam tahun 1980 adalah sebanyak 27.740 ribu meter kubik yang terdiri dari 21.240
ribu meter kubik kayu rimba dan 500 ribu merer kubik kayu jati. Apabila dibandingkan
dengan produksi pada tahun 1979 sebesar 26.422 rlbu meter kubik maka telah terjadi
penurunan sebesar 4.687 ribu meter kubik (17,7 persen). penurunan produksi kayu ter.
sebut iugx berpengaruh terhadap ekspor kayu yang menurun sebesar 27,0 persen, yaitu dari
19.610 ribu meter kubik pada tahun 1979 menjadi 14.327 ribr meter kubik dalam tahun
1980. Hal ini antara lain karena adanya pengembangan sistem tebang pilih yang lebih tegas
demi pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berupa hutan serta
adanya pembatasan ekspor kayu gelondongan.

Walaupun volume ekpor kayu menunjukkan penurunan, namun nilai ekspor kayu
tetap menunjukkan peningkatan, yaitu dari US $ 1.736,6 juta pada tahun 1979 menjadi
US $ 1.805,7 juta dalam tahun 1980 atau meningkat sebesar 1,1 persen. perkembangan
lebih lanjut daripada produksi dan ekspor kayu dapat diikuti pada Tabet VII. 26.

Dilihat dari sudut permintaan, pem,rsaran kayu Indonesia ke luar negeri pada umum-
nya dikatakan baik dan manrap, terutama jenis kayu meranti, ramin, jati, pulai dan kruing.
Namun terhadap beberapa jenis kayu yang lain masih perlu dikembangkan dan dipromosi-
kan untuk dapat memasuki pasaran dunia. Untuk rnencegah kemungkinan melemahnya
ekspor kayu di pasaran ir:ternasional, antara lain telah dilakukan usaha diversifikasi ko-
moditi dan pemasaxannya yaitu melalui pengembangan pemasaran ekspor hasil olahan/hasil
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TENIS-JENIS KAYU DAII\M PERSENTASE DARIPADA VOLUME EKSPOR KAYU'

1970 - tgao

T.lro Mqand Rrob Aglthi! Jrti Pulai .h:/ Llil'tti.tr Juolah- 
lr.|rub8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1970
1971
1972
1979
t97+
1975
l9?6
1977
1978
tgzg r)

1980 4

I,E
10,4
I r,9
8,8
5'0
6,0
qe
5,E
5,5 l)

3B
t,8

5E,5
62,7
62,?
68,0
64,t
68,0
64,5
63,4
660
588
67,4

5,8
t o
2,6
q q

6,0
3,0
2,2
1,9
1,9
l '9
t,7

0,6
0,t
0,+
0,8
D,2
0,5
0,!
0,4
0,2
0,2
0,1

t ,5
0,2
0,4
1 ,7
2,2
1,0

,r,0
2,4
1,8
2,7

I , l
0,9
I , l
6,9

10,0
10,2
r0,r
r0,6
t r ,7
10,7

l  E,l
22,6
2 l ,o
19,9
1E,4
l l ,7
t5,0
14,4
13,6
2t,6
2t'2

l) ArEta diFtboiH

2) AngL reEeotsa

T s b e M I . 2 8

AR"EAL PENGHUAUAN DAN REBOISASI, 196911970 - r980ll9Ar
( dalom hcktat )

T e h u  n Penghijauan Reboisasi

1 9 6 9
t 9 7 0
t 9 7  |
1 9 7 2
t 9 7  t
1 9 7 4
t 9 7  5
t 9 7 6
r 9 7 7
1 9 7 8
r g T g r l
1 9 8 0 2 )

149.578
98.681

to2.259
107.855
104.5 00
t+9.802
70,621

3ol.697
632.689
6A9.297
369.980
t6t.76+

33.77 +
3 5 . 3 r 5
22.1r8
3 5.6 50
5t,402
50.682
89.6 58

L70,543
20+.144
z o J . l t q

2t9.262
68.097 " r

r )
2l

, 3 )

Angka diperbaiki
Angka sementara
Keadaan sr$pai dengarJuni 1981
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indusui dan perluasan negara tujuan ekspor. Dalam tahun 1980, sekitar 50 persen dari
seluruh volume ekspor ditujukan ke Jepang sehingga diversifikasi negara tujuan ekspor
dapat terus dikembangkan antara lain ke negara-negara Eropa (MEE), Amerika Serikar,
Timur Tengah, Austalia dan Selandia Baru. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, kayu
meranti merupakan bagian terbesar dalam komposisi ekspor kayu Indonesia. Namun selama
sepuluh tahun tersebut p€rsentasenya telah menurun dari 68,5 persen pada tahun 1970
menjadi 57,8 persen dalam tahun 1980. Demikian pula kayu ramin dan jati masing-masing
peranannya telah menurun masing-masing dari 9,3 persen menjadi 3,8 persen, darr dari 0,6
persen menjadi O,1 persen. Sebaliknya kayu pulai, kayu kruing dan jenis ka1.u lainnya
masing-masing telah meningkat peranannya yaitu masingmasing dari 1,6 persen menjadi
2,7 persen, dari 1,1 persen menjadi 10,7 persen dan dari 13,1 persen menjadi 23,2 persen,
Perkembangan lebih lanjut dapat diikuti pada Tabel Vn. 27.

Usaha penyelamatan huran, tanah dan air antara lain dilaksanakur melalui kegiaun
reboisasi dan penghijauan dengan penanggung jawab progrirm tersebut adalah Pemerintah
Daerah dan masyaxakat setempat. Di samping itu penerangan dan penyuluhan tehtang arti
reboisasi, penghijauan dan kelestarian alam telah pula disebarkan di masyarakat luas, oleh
karena berhasilnya progam tersebut bergantung kepada kesadaran masyarakat keseluruhan
akan pentingnya kelestarian zumber daya alam. Untuk itu pelaksanaan reboisasi dan peng-
hijauan di samping dibiayai dari dura APBN juga dibiayai dengan danadana dari ApBD
serta dari pada pengusaha hutan. Gambaran dari usaha penghijauan dan reboisasi yang telah
dilaksanakan dapat diikuti pada Tabel VII. 28.

Petemakan

Tidak berbeda dengan bidang-bidang pertanian lainnya, pembangunan di bidang
peternakan ditujukan untuk meningkatkan populasi temak, pendapatan para petemak
dan memperluas kesempatan kerja. Unruk mencapai tujuan tersebut kegiatan pe-
nyuluhan daa pengamanan ternak, penyediaan dan penyebaran bibit ternak, pengadaan
produksi dan distribusi ransuman serta obat-obatan sera penyediaan kredit bagi petemak
ternak terus ditingkatkan. Kegiatan tersebut lebih dikenal dengan Panca usaha Temak
Potong (PUTP) yang pada hakekamya merupakan titik berat pembangunan petemakan
pada PELITA III.

Berbagai cara telah dilaksanakan unruk meningkatkan populasi ternak yaitu meliputi
usaha peningkatan kelahiran, penekanan jumlah kematian, pengendalian pemotongan dan
disertai pula dengan kebijaksanaan impor ternak bibit maupun penyebaran (pemindahan)
temak ke daerah rransmigrasi. Sebagai usaha penunjangannya telah dilakukan beberapa
kegiatan yang meliputi antara lain kegiatan penghijauan untuk makanan ternak s€rra
peningkatan ketrampilan petugas para petemak sendiri. perkembangan populasi temak
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sampai dengan tahun 1980 cukup menggembirakan dengan kenaikan populasi daripada

semua jenis ternak sebagai hasil daripada usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Kegiatan intensifikasi dilaksanakan dalam bentuk pengembangan Bimas Ayam dan Pengem-

bangan Usaha Sapi Perah (PUSP), di samping Proyek Kredit Pedesaan (PKP) dalam bentuk

pemberian paket-paket kredit bagi para peternak yang meliputi pemberian bibit, makanan

temak dan obat-obatan serta u4ng tunai. Selain penyediaan kredit dengan bunga yang

rendah, kepada petemak penerima kredit juga diberikan bimbingan manajemen serta ban-

ftan unruk memasarkan hasil produksinya. Pembagian bibit temak dengan sistem kredit

tersebut artara lain meliputi sebanyak 18.590 ekor bibit sapi, 3.180 ekor bibit kerbau,

2.280 ekor bibit kambing/domba, 2.272 ekor bibit kuda serta 395 ekor bibit babi. Kegiatan

tersebut telah dibarengi pula dengan pendistribusian sebanyak 200 ritnr dosis mani beku

dalam rangka memperluas kegiatan inseminasi buatan. Sedangkan usaha pengembangan

Bimas ayam juga menunjukkan perkembangan yang positif antara lain dengan adanya

sarana pendukung seperti meluasnya usaha makanan temak dal obat-obatan yang dapat

mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan peternakan di beberapa kota.

Dibandingkan dengan tahun 1979, populasi ternak jenis itik, sapi perahan dan ayam

dalam tahun 1980 telah menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 9,5 persen, 5,3

persen dan 5,2 persen. Disusul kemudian kenaikan populasi ternak babi, kuda dan kambing,

masing*nasing sebesar 3,5 persen, 3,3 persen dan 3,2 persen. Demikian juga perkembangan

populasi ternak sapi, domba dan kerbau, menunjukkan kenaikan masing*nasing sebesar

1,1 persen, 3,1 persen dan 3,0 persen. Perkembangan lebih lanjut daripada populasi ternak

dapat diikuti pada Tabel VII. 29.

Walaupun jumlah populasi ternak secara keseluruhan telah menunjukkan kenaikan

dari tahun ke tahun, namun Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan jumlah atau
populasi ternak, Dalam rangka inilah kini tengah dijalankan peningkatan sarana penyuluhan,
dengan mengadakan penambahan jumlalr tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Sampai
dengan tahun 1980 tenaga PPL demonstrator telah berjumlah S04 orang, sedangkan PPL
laboratorium diagnostik sebanyak 26o orng, Dengan adanya peningkatan jumlah tenaga
penyuluh tersebut maka peningkatan produksi ternak dengan memanfaatkan faktor'faktor
produksi dan teknologi beternak, seperti kawin buatan/kawin suntik, dapat ditingkatkan.
Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai di bidang pengembangan populasi ternak tersebut
di atas maka produksi daging, telur dan susu senantiasa meningkat setiap tahunnya. Dalam
talrun 1980 produksi dari ketiga jenis produk tersebut masing-masing telah mencapai
506,0 ribu ton, 173,0 ribu ton dan 78,0 juta liter. Apabila dibandingkan dengan produksi-
nya dalam tahun 1979 yang masing-masing baru berjumlah rbesar 486,0 ribu ton, 164,1
ribu ton dan 72,O juta liter, maka produksi daging telah meningkat dengan 4,1 persen,
produksi telur dengan 5,4 persen dan produksi susu dengan 8,3 persen. Perkembangannya
lebih lanjut dapat diikuti pada Tabel VlL 30.
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T a b c l  V I L  2 9

BOPULASI TERNAK. T969 - I98O
( dala,m ribu ekor )

I
1969
1970

l97 l
r972
t973
t974
r97 6
t  976
t977
l9  78
t9?9 I  )

1980 2)

6,447
6.130
6.245
6.286

6.3E0
6.242
6.23?
6.21?
6.330 t )

6.362
6.435

62,476
63.438
75,6+0
42.627
84.380
99.100
98.47 5

102.382
107.493
114.98?
l2l.357
t27 .705

7.269
7.370

t0 .4 t6
t2.4M
|  1 . t24
13.620
14.r 23
t5.lE2
r6.032
t7.541
18.069
19.810

59

66

6t

E6

90

9 l

99

94

99

2,976 7.644 2.998 2,878 642
2,976 6,936 3.362 3.169 692
2.976 6.943 3.146 5.3t2 665
2.t22 7.t89 2.996 3.350 693
2.489 6,793 

'S.t+t 
2,?68 645

2.4rt 6.517 3.403 2.906 600
2,452 6.3t5 3,314 2,707 627
2.2U 6.904 3.603 2.947 631
2.292 7.232 3.804 2.979 659
s .grz l )  s ,o r r t )  g .5111)  2 .962I )  6151)
2.432 7.659 4.071 3.t83 596
2,506 7.906 4.197 !.296 616

l) A.ngka dip€rbriki

2) Angka sementara

T a b e M l . 3 0

PRODUKSI DAGTNG, TELUR DAN SUSU, 1969 - r98O
( dalsm ribu ton unuk daging dsn telur, dslsm juts liter untrk suzu )

IhEitrg

1969

1970

l97 l

r972
1973

1974
1975

t976

1977

r978
1979
t980 2)

309,4
313,7
332,2
366,t

403,1
435,0
4+8,7
467,7
47t ,0  l )

486,0 l)

506,0

58,6

68,4

7 7,5

8l '4

98 ,1

1t2,2

I15 ,6

r 5 l 3
l5 l ,0
164,1

173,0

29,3

35,8

37,7

35,0

56,9

51 ,0

5t,0

60,7

oz,o t)

?2,0 I )

78,0

l) Alska dipcrbaiki

2) ,6lrgla r€mentara
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T a b e l  V u , 3 1

VOLUME EKSPOR TERNAK DAN HASIL"HASILNYA, 1969 _ T98O
( dalam ribu ekor untuk ternak, dalam ribu to]l unruk kulit drn tulang )

Ternak K u l i t
T ula''s

S a p i Kerbau S a p i Kanbing

1969

I9  70
l 9  7 l
1972

1 9 7 3

1974

l9  ?5

1976

t97 7

l9  78
r979

l980 2)

38,2

59 ,4

b4,2

5  r , 1

4b,0

3r ,9

9,0
0,4
0
0

rE,7

28,0

r32

0
0
0

2,8
2,4

2 ,6
1 ,5
0,4
1 ,4
l , l
t ,4

0 ,4

0,6
o,7
o,5
0,6
0,5

o,4
0 , t
0 ,1
0 ,2
0 ,1
0,r
0,0

1 ,8
1 ,5

1,4
l , l
0,E

2,6

1 ,0
0,6
0 ,7
0,8
0 ,7
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
0,9
0,5

r0,6
8 ,1

6 ,1

7 '

8,0

r)

I) Angka diperbaiki

2) Angka sementara

T a b e l  V I I . 3 2

NILAI EKSFOR TERNAK DAN HASIL.HASILNYA, 1969 - I98D
( dalam US g ribu )

Tahun
Tema-k

S a p i  K e r b a u

K u l i t

Sapi Ke6au Ksmbing Domba
TulanB J.,-luh

1969 596,0
19?0 t.391,0
1971 t.262,5
t972 2.3t5,r
l9?3 3.636,2
1974  7  , 47  r , 3
1975 t,824,9
1976 3.949,9
1977 1.582,9
1978 70,S
l s?g  0
1980 2) 0

52,5 4.883,4
172,5 7.272,4
255,6 7.222,6
169,0 I t .900,0
105,8 r5.307,8
195,9 16.769,5
1645 15.758,?
590,5 22,752,4
393,9 19.843,6
b24,t 22.798,2
626,6 41.981,9 l)

615,3 26.525,8

251,0
69E,3
465,E

t.226,8
813,6

1,658,3
7 r2,9
299,r
26,0
0
0
0

1.134,4 170,3 1.985,6 693,6
Lt60,6 385,t 2.412,5 652,0
1,69r,2 237,1 2.243,7 I.046,7
3.199,0 398,0 3.196,9 1.401,2
3.3+t,7 398,1 4.704,0 2.90E,4
1.790,3 395,1 3.010,3 2.24a,3

425,9 t09,2 5.433,9 3.087,4
r.922,2 147,0 11.421,3 4.423tQ
L672,9 t57,4 9.9?6,? 6.083,8
2.516,8 139,0 t 1.810,2 7.677,8
s.368,+ l) zss,z 24.84g,g l) r0.E43,g

990,4 69,0 18.026,5 6.822,6

I) Anska dipeftaiki

2) Angka sementara
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Walaupun jurnlah populasi ternak secara keseluruhan senandasa meningkat setiap

tahunnya, namun volume dan nilai ekpor atas ternak dan hasil-hasilnya tidak lagi menga-

lami kenaikan. Bahkan kegiatan ekspor kerbau dan sapi telah dihentikan masing-masing

sejak tahun 1978 dan tahun 1979. Dengan demikian sebagian besar kegiatan ekspor pada

tahun 1gg0 adaiah berasal dari kulit ternak sapi, kerbau dan kambing serta domba dengan

nilai ekspor sebesar us $ 25,9 juta atau sekitar 98 persen dari seluruh nilai ekspor hasil pe-

ternakan. Penurunan nilai elapor ternak tersebut antara lain disebabkan oleh meningkamya

perminuan dalam negeri akan daging dan protein hewani serta peningkatan permintaan da-

iam nege.i akan kulit sebagai akibat dari berkembangnya indusri kerajinan kulit di dalam

negeri. perkembangan lebih lanjut daripada volume nilai ekspor ternak dan hasil-hasilnya

dapat diikuti pada Tabel VII' 31 dan Tabel VII. 32.

Perikanan

T i t i kbe ra tpembangunanper i kananda lamPELITA l l l ada lahd i l e takkanpada
pembinaan perikanan rakyat' Tujuan yang ingin dicapai dari usaha pengembangan tersebut

adalah perlrr"san kesempatan kerja, peningkatan pendapatan para nelayan/petani ikan'

peningkatan produksi unftk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi tinggi serta untuk

p.r,irrgk"t"n kegiatan ekspor. Khususnya di dalam usaha untuk melindungi kegiatan nelayan

uadisionil, antara lain telah dilaksanakan pembatasan maupun pembagian wilayah pe'

nangkapan ikan sebagaimana telah dibuat sejak REPELITA Il selanjurrya agar kelestarian

,u*b., d"y, alam dari laut dapat dipertahankan maka Pendayagunaan daerah pantai dan

laut dikembangkan sedemikian rupa sehingga tidak merusak mutu serta kelestarian lingkung-

an hidup dan dalam rangka inilah telah dikeluarkan ketentuan untuk membatasi kegiatan

kapal trawl. untuk lebih menunjang kegiatan perikanan rakyat, telah disediakan pula

beberapa fasilitas pelabuhan untuk perahu/kapal nelayan dan temPat untuk memasarkan

hasil usahanya. Sampai dengan tahun 1980 telah dibangun ptasarana berupa 24 pelabuhan

ikan yang terdiri dari sebuah pelabuhan perikanan samudera, 2 buah pelabuhan perikanan

nusantara dan 21 pelabuhan perikanan pantai, di samping pembangunan/rehabilitasi

pangkalan pendaratan ikan (PPI) seba-nyak 140 buah. Demikian pula di bidang pengembang-

an budi daya perikanan, khususnya budidaya tambak, dntara lain telah dilaksanakan pem-

bangunan maupun rehabilitasi saluran tambak di Daerah lstimewa Aceh, sumatera Utara,

Jawa Ba.rat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan dengan panjang seluruhnya

424;1 kilometer.

Sementara itu guna mengat si kekurangan modal bagi para nelayan pengusaha di

bidang perikanan rakyat, Pbmerintah melalui dana perbankan telah menyediakan kedit

dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)'

Dari plafon kredit yang disediakan sebesar Rp 4.898,8 juta pada tahun 19781L979 telah
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terealisir sebesar Rp 7.097,7 juta dalam tahun i980. Di samping fasilitas perkreditan yang
telah disediakan tersebut, selama PELITA II telah diterima dan disalurkan kredit yang
tcrasa.l dari Bank Dunia guna intensifikasi tambak di Jawa dan Sulawesi Selatan. Sejak tahun
7979 telah disediakan pula laedit yang berasal dari Bank Dunia dalam rangka Proyek Kredit
Pedesaan di bidang perikanan. Dalam hubungan ini, untuk areal tambak seluas 22.000
hektar telah disediakur plafon kedit sebesar US $ 11,7 juta bagi para petaninya dan untuk
petani kolam di daerah Jawa Barat yang arcalnya meliputi seluas 1.500 hektar telah di-
sediakan plafon laedit sebesax US $ 1,4 juta. Sedangkan plafon kredit sebesar US $ 0,5 juta

dan US $ 0,9 juta juga disediakan masing-masing untuk pengembangan motorisasi perahu
layar serta pengembangan pabrik es.

Pembangunan di bidang perikanan baik perikanan darat maupun laut yang telah
dilaksanakan secara lebih mantap tersebut telah menunjukkan hasil yang nyata, antara lain
ditandai dengan meningkamya produksi ikan dalam tahun 1980 yang mencapai 1.840 ribu
ton atau 5,3 persen lebih tinggi dibanding dengan produksi tahun sebelumnya. Hasil pro-
duksi ikan dalam tahun 1980 tersebut sebagian besar merupakan produksi ikan laut yaitu
1.401 ribu ton atau 76,1 persen dari hasil keseluruhan dan selebihnya sebanyak 439 ribu
ton atau 23,9 persennya merupakan produksi ikan darat. Jumlah produksi ikan laut se-
besar 1.401 ribu ton dalam uhun 1980 tersebut adalah 6,3 persen lebih tinggi jika diban-
dingkan dengan produksi ikan laut dalam tahun 7979. Peningkatan yang terjadi adalah di-
mungkinkan oleh pertambahan jumlah perahu/kapal motor penangkap ikan. Sementara
itu produksi ikan darat juga menunjukkan jumlah yang terus meningkat walaupun tidak
secepat produksi ikan laut. Apabila dibandingkan dengan produksinya pada tahun 1979
maka selama tahun 1980 telah terjadi peningkatan produksi ikan darat sebesar 9 ribu ton

Kurang cepamya peningkatan produksi ikan darat tersebut terutama disebabkan
oleh lambannya peningkatan produksi perikanan di perairan umum yang sebenarnya me-
rupakan bagian terbesar dari produksi ikan darat secara keseluruhan. Dalam tahun 1980
produksi perikanan perairan umum hanya mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen atau
sebesar 3 ribu ton dari tahun sebelumnya, Sementara itu produksi perikanan budidayz
yang terdiri dari produksi tambak, kolam dan sawah yang merupakan 42,8 persen dar:
produksi total perikanan darat, mengalami kenaikan sebesar 3,3 persen yaitu dari 182 ribu
ton pada tafutn 7979 menjadi 188 ribu ton dalam tahun 1980. Perkembangan selanjumya
dapat diikuti pada Tabel VII. 33.

Patut kiranya diketengahkan bahwa jumlah perahu/kapal motor sebagai sarana
pendukung pengembangan perikanan sampai dengan tahun 1980 telah mencapai jumlah

sebanyak 38.500 buah, yang berarti meningkat sebesar 20 persen bila dibandingkan dengar
tahun sebelumnya. Di samping itu jumlah perahu tanpa motor dalam waktu yang sama
juga menunjukkan kenaikan sebesar 2,1 persen, yaitu dzri 225.805 buah pada tzhrn 1979
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T a b e l  V I I . 3 3

PRoDUKSI IKAN, 7969 - 7980

( dalam ribu ton )

Itan laut Ilzn darat J u m l i h

1969
1970

1971

1972

1973

t974

1975

1976

1977

1978

1979  l )

1980 2)

7a5
808
820
836
889
949
997

1.082
1 . 1 5 8
|  ,97

1.318
1.401

429
42r
424
4n3
389
388
393
401
414
420
430
+39

|.2t4
1.229
|.244
r.269
1.27I
|.387
1.390
I .483
| .572
1.6+7
1.74E
r.840

I l anska diperbaiki
2) Angka sementara

T a b e l  V l I . 3 4

JUMLAH PERAHU PENANGKAP IKAN, 1970 - 19AO

( dalam buah )

Perahu/Xrpal rnotor P€rahu tanPa motor J u m l a h

1970

t 9 7 t

1972

t 9 7 t
r974

t975

l9  76

t97 7
197  8

1 9 7 9  ' /

1980 "

6.034
1.176
E,81E

r2.267
13.205
14.931
17.481
20.316

3 2 .10 t
38.500

289.402
277.662
286.463
230.615
257.164
242.22r
224.2+4
228,224
222.121
225.804
230.500

296.436
284.838

295.281

242.882
270.369

245.725
248.644

248.1r3
25?.905
269.000

I) Angka dip€rbaiki

2) Angka sementara
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PRODUKSI II(AN, 1969 _ 1980

( dalam ribu ton )

295

1969 1970 l97l 1972 1973 1974

I n",, a-"t
*) S€dcnt3le

l9?5

I
1976  1977

Ikan Laut

1978 l9?9 1980 *)
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meningkat menjadi 230.500 buah dalam tahun 1980. Pertambahan jumlah perahu/kapal

motor maupun perahu tanpa motor penangkap ikan tersebut telah memungkinkan areal

penangkapan menjadi lebih luas serta kegiatan penangkapan juga menjadi lebih baik. Per-

kembangan jumlah perahu penangkapan ikan dapat diikuti pada Tabel VII. 34.

Sejak tahun 1973 hingga tahun 1979, ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan

rata-rata sekitar 4,6 persen p€r tahun yang dibarengi kenaikan nilai ekspor sebesar 23,1 persen

per tahun. Pada periode tersebut, udang masih merupakan komoditi eksPor utama yang

dalam tahun 1979 merupakan 51,0 persen daripada volume ekspor atar 84,6 persen dari-

pada nilai ekspor. Volume dan nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 1979 adalah masing-

masing 68.464 ton dan US $ 236,8 juta. Dalam talun 1980 volume ekspor perikanan telah

mencapai 74.300 ton yang berarti terdapat kenaikan sebesar 8,5 persen bila dibandingkan

dengar volume ekspor tahun 1979, sedangkan nilai ekspor hasil perikanan dalam tahun

1980 mencapai US $ 229,6 juta yang berarti menurun bila dibandingkan dengan tahun 1979

sebesar US $ 236,8 juta. Naiknya volume eksPor terutama disebabkan oleh naiknya volume

ekspor ikan segar dari 16.810 ton dalam tahun 197 9 menjadi 26.500 ton dalam tahun 1980,

atau naik sebesar 57,6 persen. Walaupun sedikit mengalami Penunrnan dalam komposisi

eskpor perikanan udang segar/awetan masih merupakal komoditi ekspor utama yai'n 43,9

persen dari volume keseluruhan atau 80,6 persen dari nilai ekspor keseluruhan. Selanjumya

ikan segar juga berperan dan mencapai 35,7 persen dan 7,6 persen masing-masing dari

volume dan dari nilai ekspor tahun 1980. Penurunan peranan ekspor udang segar dalam
tahun tersebut telah menjadi penyebab utama sedikit menurunnya nilai ekspor perikanan
secara keseluruhan, Gambaran lengkap atas perkembangan volume dan nilai ekspor per-
ikanan dapat dilihat pada Tabel VII. 35.

Pangan dan gizi

sejalan dengan usaha untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakai selta per-

tumbuhan anak-anak sebagai runas bangsa, maka perbaikan gizi makanan menempati prio-

ritas yang utama di samping penyediaar pangan yang cukup. Di samping itu perlu diusaha-

kan dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi penggunaan beras sebagai bahan pangan

pokok dengan lebih menganekaragamkan jenis makanan. Ha] ini tidak sekedar untuk

menghindari ketergantungan kepada produksi satu jenis bahan paagan tetapi juga untuk

memperbaiki gizi makanan. Untuk maksud tersebut produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar,

kacang tanah, kacang kedelai, sayur{ayuran, ikan, daging, zuzu, telur dan lain-lain telah

semakin ditingkatkan.

usaha-usaha untuk meningkatkan produksi pangan perlu dibarengi dengan langkah-

langkah penring lainnya khususnya kebijaksanaan di bidang pengendalian harga agar tetap

tefjangkau oleh rakyat banyak. Kebijaksaraan pangan yang telah digariskan selama sepuluh
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tahun terakhir ini ternyata telah berhasil dengal baik yaitu antara lain kebijaksanaan pem-

belian beras, padi dan gabah dalam negeri dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Pemerin-

talr, penyediaan sarana penyangga yang cukup dan penyaluran ke pasaran umum yang

lancar dengan harga yang terkendalikur. Untuk meningkatkan pendapatan para petani

maka harga pangan diusahakan cukup menguntungkan petani namun senantiasa diusahakan

agar tingkat harga yang terjadi di pasaran masih trtap berada dalam jangkauan daya beli

rakyat banyak. Agar para petani tidak dirugikan oleh adanya perkembangan harga barang-

barang lain yang mereka perlukan maka setiap tahun diadakan penyesuaian terhadap harga

dasar tersebut dan sebagai pengimbangnya telah ditentukan harga batas tertinggi sehingga

para konsumen tidak menurggung beban kenaikur harga beras yang berat yang setiaP

kali disesuaikan pula dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Untuk lebih menjamin

bahwa petani dapat memperoleh harga yang sezuai dengar ketentuan yang berlaku maka

sejak tahun 1974 BUUD/KUD diikutsertakan dalam pembelian gabah rnaupun beras dari

para petani, Apabila harga di pasaran lebih rendah dari harga yang telah ditentukan maka

BULID/KUD yang berada di wilayah petani yang bersangkutan akan membeli setiap jumla}

gabah yang dijual petani pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Beras maupun gabah

tersebut, oleh BUUD/KUD dijual kepada Pemerintah (BULOG) dengan harga dan persen'

tase keuntungar yang telah ditetapkan untuk selarjuhya dipergunakan oleh BULOG

dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Besar kecilnya pembelian beras/gabah adalah tergntung dari perkembangur jumlah

dan harga gabah dan beras di pasaran umum. Apabila pembelian di pasaran umum lebih

sedikit daripada yang ditawarkan maka pembelian oleh BUUD/KUD ditingkatkan, sebalik-

nya apabila terlihat ada kenaikan pembelian di pasaran umum, maka BUIJD/KUD akan

mengurangi jumlah pembeliannya. Dalam hubungan ini apabila pada ahun 797911980

pembelian Pemerintah hanya mencapai 431 ribu ton, maka sehubungan dengan berhasilnya

panen padi dalam tahun I98O/t981, Pemerintah telah membeli gabah/beras sebanyak

1.635,3 ribu ton, yang berarti telah terjadi peningkatan yang cukup menyolok yaitu sebesar

27 9,4 percen.

Sejalan dengan kebijaksanaan harga dasar tersebut maka harga dasar gabah juga

senandasa telah disesuaikan. Terhitung mulai 1 Januari 1982 Pemerintah telah menaikkar

harga dasar gabah kering giling (GrG) yang dibeli dari petani dengan 12,5 persen di atas

harga dasar sebelumnya, yaitu dari Rp 120,-menjadi Rp 135,-per kilogram. Perkembang-

an harga dasar gabah sampai dengan tahun 1981/1982 dapat diikuti pada Tabel VII. 36.

Kebijaksanaan harga dasar yurg juga ditujukan untuk Peningkatan produksi dan

pendapatan bagi produsen beras, juga diterapkan pada beberapa jenis palawija seperti
jagung, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Apabila pada awal Nopember 1980 harga

dasar daripada jagung, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah ditetapkan untuk dap kilo-

gram masing-masing sebesar Rp 95,-, Rp 240,-, Rp 290,- dan Rp 390,- maka terhitung
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T a b e l  V l l . 3 6

HARGA DASAR PADI DAN GABA}I,I97 411975 - I9AUI9A2
( dalam rupiah per kilogram )

Taftun
Padi lrering
hmrbung
di dcta

Pedi k€rin8 Gabah kering

Cins luEbung
di dc6d di de3a

Gabah kerlng Gabr.h tcrina
dliry glirB

di desa di BUI.D/KUD

r97411975
r97 51r97 6
197 61197 7
r977lr97E
r978/1979
r979/r980

r980/r981
r981/r982

30,00

42,00

50,00

51,00

54,00

31,80

44,5O

52,50

54,00

57,00

38,50

54,50

64,00

66,50

70,50

40,60

67,50

70,00

7 4,OO

42,80

58,50

68,50

7 t,00

75,00

85,00

95,00

105,00
120,00  l )

l) Bcrlaku mu.Iai Pebnrari 1981 - Desember l98l

f  s b e l  I . 3 7

PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DAN IMPOR, 1970/T971 - I98U7942
( dalam ribu ton )

T a h u n
Pembellan

dalam ncgeri

l m p o r
J u m l a h

Bantuao Komersirl

r97 01197 |

r97r /19?2

r9?21r97!

ts7 211974

19741t97 5

1975/r976

197 611977

197711978

1978/t979

! 979/1980
rsaoilser 2)

494

6n2

1 3 8

268

536

539

410

4M

88t
4 3 1 l )

r.635,3

t9c l

40

622

1.059

965

664

1.08s

1.870

957

1.902

1.258

1.056

|,372

1.493

1.673

r.209

1.916

2,15E
3.011 1)

?.862,6

635

4U
612
r66
172

42!

438

820

6?8

l) Angka dipffbaiki

2) Angka s€mentara
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PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DAN l0./rPOR, I97OI7I7I _ ISEO/I981

( dglam ribu ton )

t9nF3 '973174 19?4178 1976176 1976177 rg17l78t970l1r r91r 172

DalaD D€gcri

') ScrDcntfa

I-*.
tszayzs tsrsieo rsaoler *)
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mulai awal Nopember 1981 telah dinaikkan masing_masing menjadi Rp 105,_, Rp 270,-,
Rp 310,- dan Rp 425,-, Tujuan kebijaksanaan tersebut selain menjamin 

"gr.p.t*i 
p-_

dusen benar-benar menerima harga penjualan has produksinya sesuai de'gl i"rg" d"r",
yang telah ditetapkan, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatari Uagi iUo a;
dalam mengembangkan kemampuan usaha dan peranannya dalam perekonomiai di daerah
pedesaan,

Kebijaksanaan penting lainnya dalam peningkatan produksi pangan adalah de-
ngan tidak menaikkan harga pupuk yang berhubungan erat dengan keuntung"n daripada
para perani. Di satu pihak biaya produksi dalam bentuk penggunaan pupuk tidak me_
ningkat tetapi di pihak lain hasit yang dicapai dapat meningkat yang pada gilirannya
pendapatan petani dapat ditingkatkan. Selama beberapa tahun terakhir ini berhasil puia
diperbaiki sarana distribusi dan pemasaran serta pengolahan dan penyimpanan has per-
tanian pangan. Hal ini antara lain terlihat dengan adanya kegiatan p.*b"ng..,rr"n g.,.,drng_
gudang pangan Pemerintah di seluruh perosok daerah serta diberikannya kredit 

-kepad"a

KUD untuk pemburgunan gudang gabah. Apab a sampai dengan tahun 197911980jumrah
gudang gabahzberas yang dibangun mencapai 335 buah dengan kapasitas t"mpung r.b"nyak

.1. 
142,5 ribu ton maka sampai dengan tahun 1980/198 i telah meningkai ',.,e.,j"ai i e f

buah gudang dengan kapasitas tampung 1.1g7,5 ribu ton. Dengan tersedianya gudang_
guda'g penyimpanan tersebut serta ditambah dengan sarana pergudangan yrng ahititir
KUD-KUD dan pengusaha swasra maka diharapkan pengadaan p".,g* ..."r, irerata di
seluruh tanah air dengan tingkat harga yang wajar bagS para perani produsen serfa lay4k
bagi konsumen dapat berjalan dengaa baik.

Walaupun kebutuhan beras senandasa meningkat, tetapi impor beras dalam tahun
1980/1981 telah dapat ditekan jauh lebih rendah daripada impor beras tahun sebelumnya.
Apabila dalam tahrn 1979/1980 impor beras mencapai 2.5g0 ribu ton maka dalam tahun
1980/1981 diperkirakan hanya sebesar 7.227,3 tibu ton. H'l ini terurama disebabkan
oleh berhasibya pengadaan beras daram negeri sebagai akibat tingginya has panen tlalam
tahun 1980/1981. Gambaran lebih lanjut tentang pembelian beras/gabah Jaram neqeri
serta impor beras yang dilakukan pemerinrah sampai dengan tahun r9gor"/t9ar aapat aiifuti
pada Tabel VII. 37, sedangkan gambaran yang lebih le.gkap tent 'g perkembangan harga
beras di beberapa kota besar dapat diikuti pada Tabel VII. 3S.

Semenara iru untuk mengurangi ketergantungan rakyat akan beras dan dalam
ysfl . 

menunjang pengembangan keanekaragaman pora konsumsi rakyat telah ditempuh
kebijaksanaan impor gandum yang metupakan bahan baku bagi pengadln d"n p.nyalnran

lelf1c lrri*. 
Dalam hubungan ini daram tahun 1980/1981 telah diimpor gandum sianyak

1.308 nbu ton atau 3,5 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan talrun sebelumnya
yaitu sebesar 1.356 ribu ton. sedangkan penyalurannya tela-h meningkat dengan 3,1 persen,
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yaitu dsxi 1.291 ribu ton pada tahun 197911980 menjadi 1.331 ribu ton dalam tahun
7980^987.

Berbagai usahayang telah dilakukan, baik dalam hal penyediaan bahan pangan pokok
dan penyalurannya serta penganekaragaman pola konsumsi rakyat, secara langsung maupun
tidak langsung telah ditujukan pula ke arah perbaikan glzi rukyat. Dalam hubungan ini
telah dilalsanakan progrem-program perbaikur gizi dengan sasaran golongan anakanak
umur 0 - 6 tahun, wanita yang sedang hamil, wanita manyuzui dan penduduk di daerah
rewan pang:ui serta golongan pekerja terutama yang berpenghasilar rendab. Dalam rangka
pelaksanaan program gizi tersebut, dalam tahun 1980/19g1 telah ditingkatkan kegiaian
penyuluhan seciua teratrlr terutama yang menyangkut penganekaragaman pola konsumsi
pangan' fortifikasi makanan dan usaha perbaikan gizi keluarga (LJpcK). Sedangkan usaha-
usaha khusus lainnya adalah peningkatan usaha pencegahan gondok endemik, penanggu-
langan kekurangan vitamin A sera peningkatan usaha pencegahan dan penanggulangan
enemia gizi besi. Terutama mengenai kegiaun upGK, telah terjadi peningkatan dari tahur.
ke tahun. sampai dengan tahun 1980/198r jangkauan upGK telah tersebar di 26 propins.
yang mencakup 180 kabupaten atau 1.561 kecamatan dan dilaksanakan di 9.912 desa,
sedangkan hasil dari kegiatan tersebut telah dinikmati oleh sekitar 2 juta orang anak bawah
lima tahun (Balita).

7.3.2. Industri

Kebijaksanaan pengembangan pembangunan sektor industri dalam PELITA III
pada dasarnya diarahkan untuk menjamin agar sektor industri semakin mantap dan langsung
terkait dengan potensi sumber-sumber alam yang ada. Hal ini sekaligus akan memperkuat
struktur industri dan mengurangi kepekaannya terhadap gejolak yang terjadi di pasaran.
internasional.

Dalam jangka pendek, pengembangan sektor industri ditujukan kepada usaha opti-
malisasi kapasitas produksi tetpasang, sedangkan dalam jangka panjang, sesuai denga_n
arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam GBHN, selain ditujukan untuk lebih mem-
perkuat struktur industri juga diarahkan kepada rasionalisasi pem:mbuhan industri. sebagai
kelanjutan daripada hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun-uhun sebelumnya, sektor
industri dalam tahun kedua PELITA III telah menunjukkan perkembangan yang semakin
mantap. Perkembangan ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya baik jumlah,
mu maupun diversifikasi produk yang dihasilkan bersama-sama dengan pembangunan
proyek-proyek industri baru sena perluasan daripada unit-unit produlai yang telah ada.
Keadaan itu telah menyebabkan dapat dipenuhinya berbagai jenis produksi yang diperlukan
masyarakat tidak saja dalam jumlah a.kan tetapi juga pada tingkat harga yang relatif ter-
jangkau maryarakat. Perkembangan daripada beberapa hasil industri sejak PELITA I sampai
dengan tahun 1980/1981 dapat dilihat pada Tabel VII. 39.
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Dalam usaha un k mendorong berdirinya industri hilir, dalam tahun kedua

PELITA III rencana pembangunan proyek'proyek industri kunci dalam bidang-bidang

indusui logam dasar, kimia dasar dan aneka industri akan terus dilaksanakan. Pembangunan

industri dasar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan

Timur diharapkan akan lebih mendorong penyebaran kegiatan indusri di daerah-daerah

di luar pulau Jawa, Bersamaan dengan itu telah pula disusun kebijaksana:n pencadangan

indusrri, khusus bagi industri kecil tertenru. Melalui kebijaksanaan ini diharapkan paxtisipasi

dan keikutsertaan golongan ekonomi lemah akan semakin meningke't, yang pada gilirannya

akan lebih memperkokoh keterpaduan antara industi besar, menengah dan kecil di daiam

pertumbuhan indusffi secara keseluruhan. Petkembangal bebetapajenis industri dari bidang

bidang industri logam dasar, kimia dasar, aneka industri dan industri kecil dapat diikuti

pada uraien berikut.

Industri logam dasar

Dalam memasuki tahun ketiga PELITA III, hasil produksi indusui logam dasar

pada umumnya rnengalami peningkatan yang cukup menggembirakan' Hal ini disebabkan

Larena dalam petiode ini beberapa masaleh pokok telah dapat ditanggulangi antara lain

masalah pemasaran dan masalah keseimbangan pertumbuhan antara industri besar, me-

nengah dan industri kecil. Kebijaksanaan Pemerintah untuk menggunakan barang-barang

produksi dalam negeri sebagaimana rertuang dalam Keppres nomor 10 dan Keppres nomor

14 A tahun 1980 telah ikut mengatasi masalah pemasaran'

Pengembangan industri logam dasar pada hakekatnya ditujukan unftk memPerkuat

landasan bagi pemrmbuhan ekonomi dalam wujud penyediaan bahan baku dan komponen-

komponen serta memberikan persngsang daya tumbuh pada sektor-sektor indusui lainnya.

oleh karena itu untuk menciptakan iklim yang semakin sehat dan merangsang bagi per-

tumbuhan selanjutnya, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan antara lain

dengan menurunkan bea masuk bagi bahan baku yang diperlukan untuk produksi dalam

negeri, menaikkan bea masuk bagi barang-barang impor yang sudah dapat diproduksi di

dalam negeri, menetapkan sertifikat ekspor bagi industri yang membuat barang-barang

untuk keperluar elspor dan menterapkan standardisasi bagi produk-produk industri dalam

negeri,

Di bidang industri logam dasar, perkembangar yang menonjol antara lain terjadi

pada beberapa jenis hasil produksi sePerti assembling mobil, besi beton, kawat baja, ingot

baja, pipa baja dan shock absorber. Perkembangan dari beberapa hesil industri logam dasar

dari uhun 1969 ltgTo sampai dengan tahun 1980/1.981 dapat diikuti pada Tabel vII. 40.

Assembling mobil yang merupakan salah satu jenis produksi kelompok indusui alat angkutan,

dalam tahun kedua PELITA III produksinya telah meningkat sebesar 65,8 persen, yaitu
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dari 102,6 ribu mobil pada tahun 7979/7980 meningkat menjadi 170,1 ribu mobil dalam
tahun 1980/1981. Sedangkan produksi radiator selama tahun 1980/1981 mencapai 160,0
ribu buah atau 60,0 persen di atas produksi tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam rangka
pengembangan industri kendaraan bermotor, telah ditetapkan berbagai kebijaksanaan
antara lain atas standardisasi komponen kendaraan bermotor, penggunaan komponen
buatan dalam negeri, peningkatan sistem sub-kontrak, penciutan merek dan kerjasama
dengan ASEAN di mana Indonesia telah dirunjuk unruk membuat mesin disel jenis 80 -
135  HP.

Sementara itu dalam kelompok industri bahan logarn dan produk dasar, dewasa ini
telah dapat dihasilkan jenis produksi baru yairu besi sponge sebagai pengganti bahan baku
dan besi tua (scrap) untuk pembuatan baja dan besi tulang. Namun demikian untuk lebih
nemantapkan lagi pengadaan bahan baku tersebut, upaya untuk meningkatkan pengadaan
besi tua terus dilanjutkan, yaitu dengan dibangunnya usaha industri pemecah kapal ( ship
breaking) oleh PT Krakatau Steel sebagai pusat pengadaan besi baja.

Produksi ingot baja, yang merupakan jenis produksi dari kelompok industri bahan
logam dan produk dasar, dari tahun ketahun juga terus mengalami peningkatan. Jika
pada talrun 1978/1979 produksinya baru mencapai 80,0 ribu ton, pada tahun 197911980
telah meningkat ntenjadi 722,4 ribu ton. Seda-ngkan dalam tahun 1980/1981 meningkat lagi
menjadi 397,1 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahtn 1979/1980 produksi ingot
baja meningkat sebesar 53,0 persen dan dalam tahun 79go/rggl meningkat lagi sebesar
221'4 persen- Pipa baja dan kawar baja yang juga merupakan hasil produksi dari bidang ini
juga menunjukkan peningkatan yaitu masing-masing sebesar 18,6 persen dan 32,5 persen,
atau dari 729,5 ribu ton dan 108,0 ribu ton pada tahun 7979/IggO meningkat menjadi
153'6 ribu ton dan 143,1 ribu ton dalam tahun rgSo/lg8l. Industri besi beton meningkat
sebesar 28,1 persen, yaitu dari 500,0 ribu ton pada tahun lgTg/lg8} menjadi 64O,5 ribu
ton dalam tahun 1980/1981. Sedangkan bagi industri ekstrusi aluminium dan a.luminium
sheet menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 34,4 persen dan 24,2 persen dalam
tahun 1980/1981 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Dalam pada itu kebutuhan akan batang kawat, sebagai bahan baku untuk pem-
buatan berbagai macam kawat, saat ini telah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Demikian pula batang tembaga yang berguna untuk pembuatan berbagai jenis kabel, telah
dapat dihasilkan di dalam negeri. selanjutnya hasil produksi lainnya yang menunjukkan
peningkatan cukup mantap adalah plat seng, pipa baja spiral dan pipa afu/gts/minyak yang
masing-masing meningkat sebesar 17,7 persen, 3 3 5,7 persen dan 3 3,4 persen.

Dalam kelompok industri motor, mesin dan perlengkapan pabrik adalah bidang
industri yang menghasilkan antara lain mesin disel, mesin perkakas, mesin pengolah tanah
pertanian, mesin konstruksi dan mesin pengolah hasil perkebunan. Selain adanya peningkat-
an produksi, telah dicapai pula berbagai kemajuan anrara lain berupa penataan kembali
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p€raturan tata niaga motor disel, Penggunaan komponen dalam negeri untuk pembuatan

"lat-alat 
pertanian serta dimulainya pembuatan komponen mesin konstruksi aJat-alat seperti

canopy dan tangki.

Produki mesin disel meskipun menurun sebeszr 17,8 persen pada tahun 1979/198O

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dalam tahun 1980/1981 telah dapat

ditingkatkan kembali sehingga menjadi 34,1 ribu buah yang berarti meningkzt dengan

36,4-persen. Seda"ngkan p.oaul{si mesin pengolah tanah pertanian yang terdiri dari traktor

,"r,g"n d* uaktor mini dalam tahun lgEo/798L masing-masing meningkat sebesar 59,5 per-

sen dan 2g,0 persen apabila dibandingkan dengan produlsi pada tahun sebelumnya. Demi-

kian pula dengan industri mesin pengolah hasil perkebunan, khususnya produksi komponen

pabrik, dalarn tahun 1980/1981 produksinya meningkat sebesar 41,9 persen yaitu dari

2.960 ton pada tahun 197911980 menjadi 4'200 ton Pada tahun 1980/1981'

seperti halnya dengan industri mesin, kelompok industri Peralatan lisuik dalam

tahun1980/ lgSl jugamenunjukkanpeningkatanyangcukupbaik.Hal in iselaindisebabkan
karena semakin meningkatnya penggunaan daya listrik terpasang, juga karena dilaksanakan-

nya kebijaksanaan diversifikasi produksi peralatan listrik. Produksi transfofmator dan

g.r,"rraor- r., dalam tahun 1980/1981 masing-masing mencapai 2,6 ribu buah dan 8,8 ribu

,.rnit, y"ng berarti mengalami kenaikan sebesar 85,7 persen dan 6,5 persen dibandingkan

dengan pioduksi tahun sebelumnya' Begitu pula tabung gambar, produksinya meningkat

t"t 
"sa. 

Ze,f persen, yaitu dari 36,0 ribu buah menjadi 59,8 ribu buah' Sedangkan per-

alatan komunikasi sentral telepon otomat dan PABX produksinya cukup melonjak yaitu

dari 130 buah pada tahun 7g7g/L980 menjadi 2.832 buah dalam tahun 1980/1981.

Industri kimia dasar

Sebagaimana halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, indusni kimia dasar telah

dapat m.n,rnjukkan perkembangan yang cukup baik setelah dapat mengatasi kesrrlitan

p.od,rt ri dan pemasaran sebagai akibat kebijaksanaan penyesuaian nilai rupiah. Pem-

tunglrr,"n pabrik-pabrik baru dan perluasan pabrik'pabrik yang telah ada selama tahun

kedua PELITA III, selain mengakibatkan semakin meningkatnya mutu dan volume pro-

duksi, juga telah menghasilkan beberapa jenis produksi baru sehingga hasil penjua'lan

dalam negeri dan ekspor semakin meningkat. Hasil penjualan dalam negeri selama tahun

1g80/1981 telah dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.050,- milyar atau 41,0 persen lebih

tinggi dari hasil penjualan pada tahun sebelumnya, Demikian pula halnya dengan nilai

ekpo rnya te lahdapa td i t i ngka tkansebesar28 ,0pe rsen ,ya i tuda lamtahunL9SO/1981
-.ncapai Rp 113,7 milyar. Perkembangan daripada beberapa hasil produksi industri kimia

dasar dapat dilihat pada Tabel VII. 41'

Kegiatan di bidang industri kimia dasar yang meliputi indusui agro kimia, sellulosa
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dar karet, kimia organik dan industri kimia anorganik dalam tahun kedua PELITA III
telah berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup mantap. Dalam kelompok industri
agro kimia perkembangan yang sargat menonjol terjadi pada pupuk TSp yang produksinya
baru dimulai pada tahun perrxma PELITA III. Produksi pupuk TSP dalam tahun 19BO/7987
mencapai 465,0 ribu ton atau naik sebesar 306,5 persen bila dibandingkan dengar produksi
tahun 7979/1980 yang baru mencapai 114,4 ribu ton. Selanjutnya produksi pupuk urea
dan ZA masing-masing mengalami peningkatan sebesar 8,7 persen da,rr 22,3 persen, yaitu
dari 1,827,0 ribu ton dan 147,8 ribu ton pada tahun 7979/7980 menjadi 1.985,0 ribu
ton dan 180,8 ribu ton dalam tahun 1980/1981. Pestisida yang juga merupakan jenis pro-
duksi dari kelompok ini, dan sangat berguna bagi para petani khususnya sebagai sarana
pembasmi hama tanaman, produksinya dalam tahun 798}l7g8l telah pula mengalami
peningkatan sebesar 23,5 persen yaitu dari 2A,8 ribu ton menjadi 25,7 ribu ton,
Sementara itu guna menunjang kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, saat ini sedang
giat dilanjutkan pembangunan proyek pupuk Kalimantan Timur dan proyek pupuk Asean
Fertilizier di Aceh. Kedua proyek ini diharapkan sudah dapat mulai berproduksi masing
masing pada tahun 1982 dan 1983, dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar
570,0 ribu ton per tahun. Selanjutnya daiam rangka meningkatkan produksi pupuk urea
yang dihasilkan oleh pabrik pupuk Pusri di Palembang, telah diselesaikan modernisasi
Pusri Unit I yang penyelesaiannya ditangani oleh tenaga ahli dari Indonesia sendiri, Sedang-
kan untuk meningkatkur produksi pupuk TSP/DAP/NPK, akan dilaksanakan perluasan
pabrik Petrokimia Gresik sehingga dalam tahun-tahun mendata:rg diharapkan produksinya
akan dapat lebih meningkat lagi.

Kertas yang merupakan salah satu jenis produksi dari kelompok industri sellulosa
dan karet, produksinya dalam tahun 1980/1981 rnencapai jumlah sebesar 232,0 ribu
ton. Hal ini menunjukkan terjadinye peningkatan sebesar 8,3 persen bila dibandingkan
dengan produksi tahun sebelumnya. Apabila dalam tahun 1979/1980 telah dapat di-
ekspor jenis kertas HVS, maka dalam tahun 1980/1981 ekspor tersebut terpaksa di-
hentikan untuk sementara karena semakin meningkatnya kebutuhan di dalam negeri.
Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menghadapi kebutuhan kertas yang sernakin
meningkat, telah mulai dibangun perluasan pabrik kertas Letjes III yang dihr-rapkan dapat
menambah kapasitas produksi daripada pabrik tersebut dengan 79,0 ribu ton per tahun.
Sedangkan untuk mengatasi bahan baku pulp yang sampai saar ini masih diimpor oleh
sebagian besar pabrik kertas, dalam tahun 1980/1981 sedang dirintis pembangunan pabrik
pulp dan kertas di daerah Sungai Sesayap di Kalimantan Tiraur. Demikian pula guna
mengatasi akan kebutuhan kertas koran yang sampai saat ini masih diimpor, telah direncana-
kan pembangunan pabrik kertas Letjes IV yang akan memproduksi kertas koran.

Dalam pada itu industri ban juga memperlihatkan pertumbuhan yang cukup mantap
dengan produksi ban kendaraan bermotor (sedan dan truck) dalam tahun 1980/1981
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mencapai jumlah 3.320 ribu buah, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 14'5 persen

dibanaingkan dengan tahun lgTgllgSo' Demikian juga produksi ban sepeda motor telah

-.ng"hr;i kenailian sebesar 12,0 persen Guna menunjang kebutuhan ban kendaraan

b...ioto. yang semakin meningkat, pada akhir tahun 1980/1981 telah dapat diselesaikan

perluasan pabrik b"n kendaraan bermotor PT Intfuub sehingga kapasitas terpasargnya

d"p"t dinrikk"n dari 1.600 pasang ban menjadi 4 000 pasang ban setiaP hari'

Hasil industri kimia organik sebagian besar berupa bahur baku untuk industri

lainnya, yaitu antara lain rndu"stri sandang, industri ban' industri barl1::t^:.11-t":1
L ' . . . . - t  - ,  /

t-gj, d"n industri yang TTchfir\T,b.'"lq;1111q.":lTi.j.1lT:,,t"'"*Tfllil.;;:
i:il,',iil;'#;prri, p'vc. p'";ilksi bahan biku ind-ustri tekstil atau serat sintetisdalam

taliun t980/i9S1, yang meliputi polyester staple fiber' Polyester ethylene filament yarn

dan nylon filarnent yr.n, t"nt"i"i jumlah sebesar,s?'o,ttbu t:1 tlli-Ot:T:,,1::"*:
,.ber". 2t,l persen bila dibandin;ka; dengan produksi tahln sebelumny" ttT]|i."ill.1

;;;t il;c r"rin (d"ma.ti'""an) paditahun 1980/19.81 -,'"t*\":,',:11i 51'2 ribu

,on r,"u ,u"au kenaikan sebesar 65,2 persen terhadap produksi tahun sebelumnya'

Sementara itu untuk rnengatasi kebutuhan bahan baku pada industri kimia organik

hulu yang sampai saat ini masih diimpor, Penerintah telah merencanakan untuk menr-

bangunPusa tAromat i k (A romat i cCen t re )c lanPusa to le f i n (o le f i nCer r t re ) .P royek
plr,.:t aro."ti. antara lain mencakup ruang lingkup benzene' paraxylene' orthoxylene

dan PTA yang sebagian besar digunakan untuk bahan baku bagi industri serat sintetis'

Sedangkan prJyek olcfin yang mcncakup ekstrasi ethane' ethylene' kaustik soda dan chlo-

rine drharapkan akan dapat membantu pcngembangan industri garam

Semen yang merupakan salahsatu jenis produksi yang terpenting dari kelompok

industri kimia anorganik produksinya tetaP menunjukkan perkembangan yang mcningkat'

Dalam tahun 1980/1981 produksi semen mencapai 5 851'8 ribu ton atau 24'4 petsen

lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi pada tahun sebelumnya Dengan adanva

perkembanganproduksiSemenyangten-rsmeningkatmakadalamtahunl9T9/1980ekspor
,"- .nt . l^hdapatdi lakukanyaitu-sebesar46T,Tr ibuton'Dalamtahun1980/1981ekspot
semen mengalan:r sedikit penurunan sebagai akibat meningkatnya kebutuhan di dalam ne-

geri yang lJbih b.r". daripada yang diperkirak:rn semula' Berdasarkan kenyataan ini maka

Pemerintah tehh mempercep"i u,"h" perluasan beberapa pabrik semen yaitrr antara Iain

perluasan pabrik semen Perkasa II di -ibinong untuk mencapai tambahan kapasitas pro-

duksi sebesar 1 Juta ton per tahun' Selain itu telah pula dapat diselesaikan pemblneunlt

dua buah pabrik semen yaitu pabrik semen putih di Cibinong dan pabrik semen Ba raJa

di Sumateta Selatan, masrng-*asing dengan k"p"sitas produksi 200 ribu ton dan 600 ribu

ton per tahun.
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Areka industri

Bidang aneka industri terdiri dari kelompok industri aneka pengolahan pangan,
industri aneka sandang, industri aneka kimia dan serat, industri aneka l,ogair, ,lrt 

"ngk,itrndan jasa serta industri bafian bangunan dan umum. pembangunan bidang aneka industri
yang dilaksanakan dalam tahun kedua PELITA III telah diwujudkan iengan semakin
meningkatnya baik volume, efisiensi, muru maupun diversifikasi daripada prlduk-produk
yang dihasilkan yang diharapkan dapat memperkokoh landasan bagi ierkembang"n ,n.k"
industri dalam tahun-rahun berikutnya. Seperti terlihat pada Tabel VIL 42 produksi aneka
indusrri dalam tahun 7980/1g81 pada umumnya menunjukkan perkembangan yang cukup
D A ] K .

susu bubuk' susu kentar manis dan susu cair adarah merupakan sebagian dari jenis
produksi yang dihasilkan oreh kerompok industri aneka pengolahan pangin, waraupu.,
bahan bakunya belum selunrhnya dibuat di dalam negeri namun perkembangan ptoduisi-
nya telah menunjukkan peningkatan yang cukup memadai. produksi susu bubuk pada
tahun 1979/1980 mencapai 16,8 r ibu ton dan daram tahun r9g0/19gr terah meningkat
dengan 23,8 persen sehingga menjadi 20,8 ribu ton. Selanjutnya produksi susu kental man.is
meningkat sebesar 10,4 persen yaitu dari 4,g juta peti menjadi 5,3 juta peti, sedangkan
produksi susu cair dalam tahun rggo/l9gr mencapai 6,3 juta liter, yang berarti rieng-
alami peningkatan sebesar 6,8 persen apabira dibandingkan dengan produksi tahun sebelum.
nya. Pertumbuhan yang terjadi pada industri pengolahan susu ini telah menyerap susu
sega.r yang dihasilkan para peternak di samping mencerminkan terjadinya perbaikan gizi
dalam makanan serta kesehatan bagi masyarakat, Dalam tahun 19g0 jumiah ,uru ,""g",
yang diserap oleh industri-industri pengorahan susu dari para peternak adalah z2,g juta.
liter atau lebih dari dua kali lipat daripada jumlah yang diserap d,aJam tahun 1,979 .

Sementara itu dengan dilaksanakannya program intensifikasi dan peremaiaan tanam_
zn kelzpa maka produksi minl'ak kelapa dalam tahun 1980/rg8r terah iapat ditingkatkan
dengan 34,9 persen yaitu dari 452,0 ribu ton menjadi 610,0 ribu ton. Selaniutnva minvak
goreng yang bahan bakunya sebagian besar menggunakan minyak kelapa sr*it ( .rua.
palm oil ) sebagai pengganti tiaripada minyak kelapa, produksinya daram tahu'19g0/1981
mencapai 278,9 ribu ton atau naik dengan 4,g persen dari produksi tahun 7g7g/7ggo,
sedangkan produksi margarine telah meningkat dafi rB,5 ribrr ton pada tahun 1979/79g0
menjadi  19,3 r ibu ton pada tahun 1980/1981.

Produksi rokok kretek, daram tahun rgTgrl,ggo mengarami sedikit penurunan
namun dalam tahun 1980/1981 produksinya telah meningkat kembali sebesar 2i,6 perr.nsehingga menjadi 50,5 milyar batang. Di samping itu proirrksi rokok putih :rg" iAri _.-
ningkat sebesar 25,6 pefien ),aitu dari 26,6 milyar baiang pada tahun tg79it980 menjadi
33,4 mllyar batang dalam tahun 19g0/19g1.
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Hasil induscri aneka sandang yang antaxa lain berupa tckstil, benang tenun, kulit
dan pakaian jadi, sampai dengan tahun kedua PELITA lll tetap menunjukkan perkembang-
an yang meningkat. Dalam PELITA II kebijaksanaan yang ditempuh di bidang ini ter-
utama ditujukan pada penyediaan sandang dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang
baik dan harga yang murah, sedangkan dalam PELITA IlI, kebijaksanaan yang diambil
terutama ditujukan pada penyempurnaan produk-produk yang belum dapat dibuat di
dalam negeri, pengembangan ekspor bagi produk yang telah dihasilkan dan pembangunan
indusui-industri pendukung bahan baku. Bertitik tolak pada kebijaksanaan rersebut rnaka
produksi tekstil dalam tahun 1980/1981 telah dapat ditingkatkan dengan 6,1 persen yaitu
dari 1,910,0 juta meter meryadi2.027,3 juta meter. Demikian pula benang tenun, produksi-
nya dalam tahun 1980/1981 telah dapat mencapai 1.060,0 ribu bal atau 11,6 persen di
atas produksi tahun sebelumnya.

Sementara itu industri pengolahar kulit yang terdiri dari kulit samak sapi/kerbau
dan kulit samak kambing/domba dalam tahun 1980/1981 masing-masing meningkat se-
besar 5,0 persen dan 9,3 persen. Produksi pakaian jadi mengalami kenaikan sebesar 10,0
persen yaitu dari 16,0 juta lusin pada tahun t979/1980 menjadi 17,6 juta lusin pada tahun
1980 / r981 .

Perkembangan industri aneka kimia dan serat yang antara lain menghasilkan berbagai
jenis produksi seperti pipa PVC, sabun cuci, deterjen, korek api dan tapal gigi, selama tahun
1980/1981 telah mengalami banyak kemajuan. Pipa PVC yang mulai diproduksi pada
tahrn 197111972, dalam tahun 1980/1981 mencapai jumlah produksi sebesar 30,3 ribu
ton atau mengalami kenaikan sebesar 67,4 persen apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 1987/1982 sampai dengan bulan Juli 1981 telah
dapat dihasilkan pipa PVC sebanyak 6,4 ribu ton.

Dalam pada itu industri deterjen, di samping meningkatkan jumlah produksi juga
telah menghasilkan jenis produksi baru berupa diterjen padat. Kalau dalam tahtn 197 9 /l9go
produksi deterjen baru mencapai 46,5 ribu ton, maka dalam tahun 79g0/L987 teiah me-
ningkat menjadi 54,4 ribu ton. Demikian pula halnya dengan sabun cuci, produksinya
dalam tahun 1980/1981 telah meningkat dari 202,9 ribu ton menjadi 213,0 ribu ton,

Hasil komoditi lainnya yang produksinya juga mengalami peningkatan adalah
tapal gigi dan korek api. Produksi tapal gigi dalam tahun lgg}/t997 telah mencapai 123,0
juta tube atau 8,0 persen di atas produksi pada tahun sebclumnya, sedangkan produksi
k<rrek api telah meningkat dari 553,0 juta kotak pada rahun I979/lg8} menjadi 586,2 juta
kotak pada tahun 1980/1981.

Sementara itu industri aneka logam, alat angkutan dan jasa, yang antara lain meng-
hasilkan sepeda motor dan accu, selama tahun 1980/1981 telah mengalami perkembangan
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yang cukup mantap. Untuk assembling sepeda motor yang dalam tahun 1979/I98o prodt:ix-
sinya mengalami sedikit penutunan, dalam tahun 1980/1981 telah dapat ditingkatkan
kembali sehingga produksinya mencapai 410,0 ribu buah atau 85,0 persen di atas produksi
pada tahun sebelumnya. Sedangkan accu yang merupakan komponen pelengkap pada
kendaraan bermotor produksinya dalam tahun 1980/1981 mengalami kemajuan yang
cukup tinggi yaitu mencapai 3.319,7 ribu buah atau meningkat sebesar 90,0 persen.

Assembling radio, televisi, dan mesin jahit serta baterai kering adalah merupakan
jenis produksi yang juga dihasilkan oleh kelompok ini. Dalam tahun kedua PELITA III
produksinya telah meningkat masing-masing dengan 9,0 persen, 10,0 persen, 10,0 persen
dan 14,0 persen. Sedangkan untuk industri kabel listrik/telekom yang produksinya dalam
tahun 197911980 adalah sebanyak 227,4 ribr ton, dalam tahun 1980/1981 telah dapat
ditingkatkan lagi menjadi 233,7 ribl ton. Peningkatan ini antara lain disebabkan makin
meningkatnya permintaan akan kabel listrik/telekom yang terutama digunakan untuk
kebutuhan program listrik masuk desa dan adanya pemasangan alat-alat komunikasi di
bidang telekomunikasi baik jaring udara maupun bawah tanah.

Industri kecil

Kebijaksanaan pembangunan indusni kecil dalam tahun kedua PELITA III ter-

utama dititikberatkan kepada pemberian berbagai bentuk bantuan langsung bagi para
pengusaha dan pengtajin dalam bentuk penciptaan iklim usaha yang menguntungkan,
bantuan perangkat lemah (software), bantuan perangkat keras (hardware) serta sarana-
sarana usaha dan pelayanan. Hal ini adalah selaras dengan fungsi daripada industri kecil

im sendiri yang merupakan lapangan usaha terbesar setelah sektor pertanian terutama

di daerah pedesaan. Oleh karena iru pembinaan industri kecil akan terus dilanjutkan meng-

ingat maknarya yang cukup tinggi dalam mewujudkan pemerataar pembangunan dan hasil-

hasilnya serta memperluas lapaagan kerja.

Pemberian bantuan perlindungan dengan jalan penetapan secara bertahap kepada

bidang-bidang kegiatan industri yang dicadangkan untuk industri liecil adalah merupakan

salah satu usaha untuk mewujudkan terciptanya iklim usaha yang menguntungkan. Se-

hubungan dengan itu, selama tahun 7980/1981 telah dicadangkan 127 bidang usaha khusus

untuk industri kecil yang antara iain meliputi bidang usaha .industri makanan, minuman,

keramik dan industri reparasi alat angkutan serta jenisjenis lainnya seperti industri pem-

buatan gamelan dan industri penyulaman khusus. Selanjutnya agar industi kecil mendapat

kesempatan unruk tumbuh dan berkembang secara lebih baik, telah diberikan fasilitas

perkreditan dan pemberian bantuan bahan baku atau bahan penolong.

Sementara itu usaha keriasama baik antara s€sama indusfri kecil maupun antara
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industri kecil dengan industri menengah dan besar tetap diusahakan agar semakin me-
ningkat. Sistem bapak angkat yang sudah diterapkan dalam rangka menciptakan jalur
kerjasama antara industri kecil dengan industri menengah dan besar selama tahun l98O/7981,
ternyata menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sampai dengan tahun 7980/1981,
sebanyak 28 buah perusahaan terdiri dari badan-badan usaha milik negara dan beberapa
perusahaan swasta telah ditetapkan sebagai bapak angkat pada industri kecil yang tcrdapat
di Jakarta, J awa Barat, Yogyakarta dan Jawa Timur. Sistem bapak angkat dimaksudkan
untuk menumbuhkan kewajiban moral bagi perusahaan besat untuk membantu perusahaan-
perusahaan kecil sehingga terjadi kerjasama yang harmonis antara keduanya dalam kancah
kehidupan perekonomian Indonesia. Bentuk lain daripada kerjasama antara industri kecil
dengan industri menengah dan besar yang saat ini juga banyak mengalami kemajuan adalah
sistem sub-kontrak. Sistem ini telah berkembang terutama di bidang industri komponen
kendaraan bermotor dan komponen elekuonika antara lain komponen logam, karet, kayu
dan plastik.

Kemajuan lain yang dicapai adalah dengan telah dimulainya penerapan standardisasi
untuk komoditi-komoditi hasil industri kecil. Dalam tahun 1980/1981 standardisasi ter-
utama dirujukan kepada komoditi ekspor, barang-barang kebutuhan masyarakat luas,
barang-barang yang berhubungan dengan sub-kontrak serta barang-barang yang menyangkut
keselamatan dan keamanan maupun kelestarian lingkungan.

Dengan mulai terbentuknya Perkampungan Industri Kecil ( PIK ) dan Lingkungan
Industri Kecil ( LIK ), maka sejak tahun 1978/1979 pembinaan dan bantuan kcpada industri
kecil mulai dari pemberian sarana usaha, bantuan perangkat lunak, peralatan, kerjasama
manajemen usaha dan pembinaan lingkungan dilaksanakan secara terpadu di dalam suatu
wilayah tertentu. Pelayanan ini dilaksanakan antara lain dengan jalan menyederhanakan
prosedur sesuai dengan perkembangan industri kecil. Berkenaan dengan itu sampai dengan
tahun 1980/1981 telah dilaksanakan pembangunan 12 buah Lingkungan Industri Kecil
di 7 propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawl Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Beberapa di antarlnyl seperti LIK di Yogyakarta ,
dan LIK Magetan telah mulai beroperasi. Di samping itu pernbinaan indusui kecil melalui
sentra-sentra indusri kecil telah pula menunjukkan perkembangan yang cukup baik, se-
hingga jumlah sentra industri kecil di Indonesia sampai dengan tahun 1980/1981 telah
mencapai 583 buah yang tersebar di 26 propinsi.

Dalam pada itu agar program pembinaan dan pengembangan industri kecil dapat
dilaksanakan dengan baik maka kemampuan daripada perangkat-perangkat pelayanan
seperti Pusat Pengembangan Industri Kecil, Pusat Pelayanan Teknis, dan Pusat Promosi
dan Pemasaran akan terus ditingkatkan. Sampai saat ini telah terdapat sebanyak 10 buah
Pusat Pengembangan Industri Kecil yang tersebar di berbagai daerah meliputi Medan,
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Padang, Bandung, Semarang' Yogyakarta, Surabaya, Ujungpandang' Denpasar' Banjarmasin

dan likarta. Sedangkan Pusat Pelayanan Teknis berjumlah sebanyak 26 buah yang ter-

,"b", ai 13 propins-i dan meliputi 8 jenis komoditi yaitu minyak atsiri' rotan' kulit dan

sepatu, perabot kayu ukir, tektil, konpeksi, garam dan bahan bangunan'

7 .3,3 Pertambangan dan en€rgr

Sampai dengan pelaksanaan tahun kedua PELITA III' sektor pertambangan dan

energi masih tetap memainkan peranan yang cukup menentukan dalam rnenuniang ke-

lang.rrrrg"r, proses pembangunan nasional melalui sumbangannya kepada pen€rlmaan negara

dan penyediaan devtsa, serta mendukung kebutuhan energi yang semakin meningkat' Sebagai

,"1"h ,utu langkah untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan usaha pembangunan

nasional,maka=PemerintahtelahmengadakanProgramEnergiNxionaluntukmeningkatkan
produksi dan pemakaian sumber*umber energi bukan minyak seraya mengusahakan peng-

h.tnrrr., pemakaian minyak (konservasi) Untuk melaksanakan program ini maka dalam

PELITA lll akan ditingkatkan pemakaian gas bumi, batu bara <ian tenaga alr' terutama

bagr keperluan industri,

Dalam upaya meningkatkan pemakaian sumber-sumber energi bukan minyak'

perr,erintah telah mengadakan k.iasama dengan pihak luar negeri terutana dalam masalah

pembiayaan investasi. Demikian pula untuk mengembangkan sumber+umber enetgi non-

Lonvensional sePerti tenaga nuk.lir, tenaga surya dan biomas' Pemerintah telah mengadakan

kerjasama dengan lembagalembaga penelitian baik di dalam maupun di luar negeri dan

beberapa perguruan tinggr di dalam negeri, khususnya dalam ha'l penelitian atas peneraPan

teknologi 
-..,..gi 

untrk berbagai pemanfaatan' Selain daripada itu, kegiatan eksplorasi

bukan tambang minyak terus pula diungkatkan dalam upaya menemukan cadangan-

cadangur baru-yang tidak saja akan berfungsi sebagai sumber penghasil devisa akan tetapi di-

hrr"pir., pula sebagai sumber bahan baku bagi inclustri di dalam negeri' Sehubunga:r dengan

hal tersebut, telah dilaksanakan usaha pengembangan Fertambangan yang tersebar di daerah'

daerah pertambangan dan energi yang disertai pula dengan kegiatan bimbingan dan pembina-

^ -  ^ - -  ^  - l - - - - . n

Selaras dengan itu, telah dilakukan juga persiapan pembenrukan suatu pusat

informasi mineral, sedangkan untuk melengkapi data tentang sumber dan potensi bahan

galian, inventarisasi dan eksplorasi mineral logam, mineral industri dan batu bara' serta

inalisa data pemetaan dan penyelidikan mineral di daerah terus dilanjutkan. Demikian

pula dalam usaha penanggulangan bencana alam telah dilakukan penyelidikan' pengamatan

i- p.*"tr"r, geologi gunung berapi serta pengembangan laboratorium gunung berapr'

Kegiatan survai dan pengujiar potensi sumber panas bumi lebih ditingkatkan lagi
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sebagai penunjang dalam pengembangan sumbcr*umber energi di luiu minyak dan gas
bumi. Di samping itu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan masalah kelestarian ling-
kungan juga telah dilaksanakan, baik untuk lingkungan daerahdaerah penambangan mau-
pun dalam hubungannya dengan tata lingkungan daerah dan kota, serta konservasi air
tanah. Sementara itu program pendidikan dan latihan pada pusat pendidikan teknologi
di Bandung tidak pula diabaikan untuk mempersiapkan serta meningkatkan kemampuan,
ketrampilan dan keahlian tenaga-tenaga pertambargar dalam melaksanakan baik tugas-
tugas teknik maupun non teknik. Sedangkan progr n pendidikan dan latihan di bidang
minyak dan gas bumi tetap diselenggarakan di Pusat Pendidikan Teknologi Minyak dan Gas
Bumi yang berkedudukan di Cepu.

Minyak dan gas bumi

Meskipun sasaran pokok daripada kebijaksanaan energi dalam PELITA III adalah
mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, dan berangsur-angsur beralih dari per-
ekonomian mono energi ke perekonomian poli energi, namun usaha peningkatan pro-
duksi minyak tetap dilakukan oleh karena selain sebagai sumber energi utama, minyak
bumi juga merupakur surnber devisa bagi negara. Akan tetapi seperti dikerahui bahwa
minyak bumi merupakan sumbcr energi yang tak dapat diperbaharui, sehingga pemanfaatan-
nyapun akan dilakukan sehemat dan seefisien mungkin.

Dalam upaya peningkatan produksi, kegiatan eksplorasi minyak bumi terus diperluas
termasuk kegratan di lepas pantai. Pada tahun 1980 telah dilakukan pengeboran baru ter-
hadap 797 buah sumur minyak yang telah ada. Hal ini berarri telah terjadi kenaikan kegiatan
pengeboran sebesar 29,6 perscn jika dibandingakn dengan kegiatan yang dilakukan dalam
tahun 1979. Di samping itu dalam tahun 1980 juga telah ditemukan sumur*umur baru
sebanyal< 89 buah yang berarti jumlah sumur 64,8 persen lebih banyak daripada keadaan
pada tahun 1979 yang saat iru baru berjumlah 54 buah sumur. Hal ini pada gilirannya telah
memungkinkan peningkatan kapasitas produksi minyak bumi. sejak triwulan ket.iga tahun
kedua PELITA III kapasitas produksi minyak bumi telah dapat mencapai 1,6juta barrel rata-
rata per hari, dibandingkan dengan ta.hun-tahun sebelumnya sebanyak 1,5 juta barrel per hari.
Meningkamya kemampuan produksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari berhasilnya
kegtatan perminyakan lepas pantai. Produksi lepas pantai pada tahun kedua PELITA III
telah mencapai 543.014 barrel rata-rltz. per hari, yang berarti tebih tinggi dari produksi
rata-rata setiap hari yang pernah dicapai dalam tahun pertama PELITA III dan tahun kelima
PELITA II yurg masing-masing berjumlah 540502 barrel dan 539.475 barrel,.

Unruk dapat mempertahankan dan men.ingkatkan lagi produksi minyak bumi,
kegtatan ekplorasi masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan itu berbagai kebijakanaan
telah pula dilakukan, antara lain berupa penyesuaian sistem perhitungan biaya operasi
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dengan Generally Act:pted Accounting Principles (GAAP), pemberian insentif kepada

konftaktor asing dalam hal bagi hasil dan pelakanaan Secondary Recovery'

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VII' 43 yang menunjukkan perkembangan

produksi dan ekspor minyak mentah sejak awa-l pelaksanaan PELITA I sampar dengan

tahun kedua PELITA III, produksi minyak bumi pada tahun kedua PELITA III telah

men ingka tda r i t ahunsebe lumnyaya i tuda r i5TT ,2 ju t l . ba r re lmen jad i58 l , l j u taba r re l .
Sedanlkan ekpor minyak telah mengalami sedikit penurunan yaitu dari 447'3 juta banel

pada iahun I97g/7g80 menjadi 441,7 juta barrel pada tahun L980ll98l' Penurunan ter'

sebut bukanlah karena adanya kesulitan dalam pemasaran, akan tetapi disebabkan antara

lain oleh meningkatnya jumlah minyak mentah yang diperlukan guna pemenuhan keburuh-

an dalam negeri. Dalam pengertian ekspor minyak mentah tersebut termasuk di dalamnya

ekspor hasil-iasil minyak yang merupakan produk sampingan dari hasil pengolahan minyak

dalam negeri yang sebagian b.rar merupakan Low Sulphur Waxy Residu (LSWR)' Guna

..n"nggu-langi kesukaran ekspor LSWR dan Naptha, Pemerintah telah merencanakan

unruk iembangun ProyekHydrocracker dan Aromatic Centre yang sekaligus juga dimaksud-

kanuntukmendukungpemenuhankebutuhanbahanbakarminyakdalamnegerikhususnyz.
industri, yang makin meningkat.

Penjualanbahanbakarminyak,termasukaviat iongasol inedanbunkeroi luntukka-
pal terbang dan kapal laut asing yang berlabuh di pelabuhan Indonesia' jumlahnya selalu me-

ningt<at d"ri tahun ke tahun. Apabila dalam tahun pertama PELITA II pemasaran BBM

bari berjumlah 72,8 jrtta barrel maka dalam tahun pertama PELITA III telah mencapai

hampir dua kali lipat yaitu naik menjadi 130$ juta barrel' Selanjutnya di dalam tahun

kedua PELITA III jumlahnya meningkat lagi mencapai 742,8 l:uta barrel' Sejajar dengan

itu, pemasaran minyak pelumas juga mengalami peningkatan meskipun tidak secepat peI-

kembangan pemasaran BBM. Pemasaran bahan pelumas Pada tahun kedua PELITA III

adalah sebcsar 912 ribu barrel.

Mengingat volume BBM yang dipasarkan dr dalam negeri makin meningkat maka

.iny"k *.rit"li yang diolah juga makin membesar (lihat Tabel VIL 44)' Sehubungan dengan

hal itu, apabila pada awal pEiITA I minyak mentah yang diolah baru sebanyak 75,8 juta

ba r re l ,makapada ta } runper tamaPELITA l l t e lahmen ingka tmen jad i l l 5 ' 5 ju tabane l .
Kemudian pada tahun pertama PELITA III jumtah tersebut membesar lagi menjadi 195,0

juta banel, dan baru dalam tahun kedua PELITA III terdapat sedikit penurunan yattu

menjadi ls8,6jutabanel.SelanjumyadalamrangkamemenuhikebutuhanBBMdalam
nege;i, telah diusahakan peningkatan pengolahan minyak bumi melalui kilang di dalam

,te!"ri marrpun di luar negeri dalam bentuk proccessing deal, product exchange dan impor

BBM.SebagaiusahamemenuhikebutuhanBBMdalannegerimakaakansegeradibangun
perluasan rilurg oumai unit Hydrocracker dengan kapasitas 85 ribu barrel tiap hari, serta
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Tabe l  V I I . 43

PRODUKSI DAN EKSPOR MINYAK MENTAH, 196911970 _ L98O/I98I
( dalam juta barrel )

Tahun Produksi Eksporr )

PELITA I

1969/r970

7970^97|

r971/197 2

r972/r97 3

r97 3 /r97 +

PELITA II

t97 4/r97 5

r97 5/r97 6

r97 6n977

7977 /1978

r978/r979

PELITA III

r979/1980

t980/t981 2)

284,0

314 ,0

3  41 ,5

+12,3

508,4

741  ?

267 ,7

287 ,7

359,7

439,1

406,9

4)4  <

486,8

535,2

509,5

447,3

++1,7

485 ,1

497,9

568 ,3

676,5

589,2

577,2

581 ,1

t) Tennasuk hasil minyak
2) Angka sementara
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perluasan kilang Cilacap dan Balikpapan dengan kapasitas masing-masing 200 ribu barrel setiap
harinya yang diharapkan akan selesai dalam tahun 1983. Selain daripada itu untuk dapat
mempertahankan tingkat pengadaan sekarang dan guna meningkatkan pelayanan yang
merata di seluruh Indonesia telah pula dibangun depot-depot minyak baru terutama di
Indonesia bagian Timur.

Dalam pada itu produksi dan pemanfaatan gas bumi menunjukkan keadaan yang
terus meningkat pula dari tahun ke tahun. Selama PELITA II pemanfaatan gas bumi menca-
pai 1.3 29,0 miiyar kaki kubik atau 5 8,0 pe rsen dari jumlah produksinya sebe sar 2.291,7 mtly ar
kaki kubik. Pemanfaatan gas bumi dalam tahun kedua PELITA Ill adalah 814,8 milyar kaki
kubik atau 77,9 persen dari produksinya, sedangkan dalam tahun pertama PELITA III
pemanfaatannya adalah sebanyak 795,1 milyar kaki kubik atLu 77,3 persen dari jumlah
produki. Ini berarti pemanfaatan gas bumi meningkat sebanyak 19,7 milyar kaki kubik atau
terjadi peningkatan 2,5 persen dari tahun pertama PELITA III.

Untuk tahun-tahun mendatang pemanfaatan gas bumi akan lebih ditingkatkan lagi
terutama dalam hubungannya dengan program penvediaan gas bumi seperti perluasan
LNG Plant Badak dari 2 train menjadi 4 train, perluasan LNG Plant Arun dari 3 train menjadi
5 train, pupuk ASEAN yang kini sedang dibangun, Pupuk Kaltim I dan II, Methanol Plant
di Bunyu, dan Olefin Centre di Arun. Pcrkembangan produksi dan penanfaaran gas bumi
dapat dilihat pada Tabel VII. 45.

Kebijaksanaan pemanfaatan gas bumi di Indonesia pada dasarnya adalah untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akan tctapi mengingat bahrva gas bumi mempunyai
keterbatasir.n dalam penyimpanan dan penjualan dibandingkan dengan minyak bumi
maka dengan ditemukannya lagi cadangan gas bumi yarg sangat besar di Ka-linantan Timur
dan Aceh, dipandang lebih menguntungkan apabila gas bumi dari ke dua dacrah tersebut
diekspor dalam bentuk gas yang dicairkan (LNG) untuk menambah pendapatan devisa
negara, Produksi LNG Indonesia dimulai pada bulan Juli 7977,yaitu dari LNG Plant Badak
(Kalimantan Timur), sedangkan kilang pencairan gas Arun mulai berprod,uksi pada bulan
Oktober 1978, Jumlah produksi LNG pada tahun kedua PELITT\ III adalah sebanyak
118,0 juta barrel yang berard meningkat sebanyak 19,6 juta barrel atau 19,9 persen bila
dibandingkan produksi tahun pertama PELITA III. Sedangkan jumlah ekspornya pada
tahun tersebut adalah sebanyak 116,0 juta barrel yang berarti meningkat sebanyak 21,1
juta barrel alau 22,2 persen daripada jumlah ekspor pada tahun pertama PELITA III.

Sementara itu produksi LPG yang berasal dari kilang minyak di Plaju, Sungai Gerong,
LPG Plart di Rantau (Sumatera Utara), Mundu (Cirebon), Lex Plant Konraktor Union Oil
di Santan (Kalimantan Timur) serta NGL Plant Kontraktor ARCO (Jawa Barat) semuanya
menunjukkan peningkatan. Produksi LPG pada tahun kedua PELITA III adalah sebanyak
6.630,6 ribu barrel, sedangkan ekspornya yang terjadi pada tahun tersebur berjumlah



332

T a b e l  V I I . 4 4

VOLUME PENGILANGAN MINYAK MENTAH, T969i 1970 - 1980/1981
( dalam juta barrel )

T a h u n
Minyak mentah lang diolah

( in-take ) kenaikrIl

PELITA I

1969/1970
1970/19? I
t97r 1t972
t97211973
r97311974

PELITA II

tg74 l t97  5
19751r976
197611577
t977lr97S
1978/1979

PELITA IIT
1979/1980 r r
1960/1198.l ' '

7 5,8
86,0
93,1

103,0
128 ,9

1t5,5
r l 7 ,E
I16 ,6
161 ,3
15E ,2

10,6
25,1

10.4
2,0
1 , 1

3E,3
2,0

t95,0
18E,6

1) AnBka sementaE

T a b e l  V I l . 4 5

PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI, 197+17975 _ 1980/1981
( milyar kaki L:ubik )

T a h u n Produksi Pemanfaatan

rs74 l1975

r97 51t976
19?61t917
r9771t978

19?8/19?9
1979/1980
1980/198r1 )

206,2

344,4

633, I
868,2

I .028,8
1.046,0

7 A,4

85 ,2

148,1

366,7

650,6

795,1

814,8

1) AnSka sementara
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6.J72,6 rib,t banel. Hal ini berarti baik produksi maupun ekspor mengalami kenaikan
masing-masing sebesar 915,3 ribu barrel dan 2.O71,2 ribu barrel atau sebesar 16,0 persen
dzn 46,1persen bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun pertama PELITA III.

Seiring dengan perkembangan minyak dan gas bumi, bidang pertambangan lain-
nya pzda umumnya juga menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan
pada tahun pertama PELITA III. Beberapa bahan tambang penting seperti timah, nikel,
bauksit, tembaga dan batu bara mengalami kenaikan dalam produksi dan ekspor, di samping
kemajuan-kemajuan dalam kegiatan eksplorasi dan perluasan usaha penambangan. Per.
kembangan pertambangan di luar minyak dan gas bumi dapat diikuti di bawah ini.

Timah

Sampai saat ini pertambangan timah masih tetrp dilakukan di pulau Bangka,
Belitung, Singkep, Karimun dan daerah sekitarnya. Selain oleh PT Tambang Timah, pe-
nambangan timah dilaksanakan pula oleh perusahaan swasta nasional dalam rangka kontrak
dengan PT Tambang Timah dan beberapa perusahaan asing dalam rungkt konnak karya
dengan pihak Pemerintah seperti PT Koba Tin, PT Broken Hill Propietary Indonesia dan
PT Riau Tin.

Kegiatan penambangan timah terus menunjukkan perkembangan yang rnenggembira-
kan. Produksi bijih timah dan produksi logam timah, yang baru dimulai pada tahun
7973/197+, terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun pertama PELITA III produksi
bijih timah dan logam timah masing-masing telah mencapai 30,2 ribu ton dan 28,4 ribu ton
yang kemudian meningkat lagi menjadi 33,6 ribu ton dan 31,2 ribu ton pada tahun kedua
PELITA III atau meningkat masing-masing dengan 11,3 persen dan 9,9 persen. Sejaian
dengan itu volume ekspor juga memperlihatkan peningkatan yang berarti. Jumlah volume
ekspor yang pada tahun pertama PELITA III telah dapat m encapu 27 ,2 ribu ton meningkat
lagi menjadi 31,3 ribu ton pada tahun kedua PELITA III, yaitu suatu peningkaran sebesar
15,1 persen. Kenaikan produksi bijih timah dan logam timah sebagian besar dimungkinkan
karena perbaikan sarana produksi seperti kapal keruk dan pabrik peleburan timah, sedang-
kan kenaikan ekspor antara lain karena pemasaran yang meniirgkat, yang disertai oleh
kenaikan harga timah di pasaran intemasiona.l. Adapun negara*regaf,a tujuan ekspor timah
Indonesia adalah Eropa dan Asia, antara lain Belanda, Inggris, Jerman Barat, Italia dan
Jepang. Ddam hubungarr dengan ekpor timah dapat dicatat bahwa sejak tahun 1976/192z
keseluruhan ekspor umah sudah dalam benruk logam timah, yaitu sejak pabrik peleburan
timah Mentok telah mampu melebur seluruh produksi bijih timah di dalam negeri. Namun
demikian untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya lagi produksi bijih timah di dalam
negeri, sejak tahun 1979 telah dilalsanakar perluasan pabrik peleburan timah dan selesai
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Ta  beMI .46

PRODUKSI DAN EKSPOR TIMAH, 1969 I I97 O _ 1 980/1981

( dalam ribu ton )

T a h u n Ekspor
Bijih timah Logam timah

PELITA I

7969tr970

1970/r971

t97t/1972

r972/797 3

197 3 /r97 4

PELITA II

7974/1975

r97 s/797 6

1976/t977

r97717978

t978/r979

PELITA III

1979/1980

1980/1981 1)

1 ' t  o

19,1

20,5

2L ,5

22,9 7+,8

15,0

18,8

23,2

24,6

24,3

28,4

Jr,2

76,+

77,+

79,1

20,7

2L,O

23,6

20,7

26,5

2+,3

25,6

r (  (

25 ,1

23 ,3

26,2

27,+

30,2

33,6

t , t  t

3r,3

l) Angta sementara
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pada akhir tahun 1980. Perkembangan produksi dan ekspor timah dapat dilihat pada
Tabel VII. 46.

Di samping ekspor, telah dilakukan juga penjualan logam timah di dalam negeri
walaupun sampai saat ini baru 2,0 persen dari produksi logam timah. Namun demikian
perkembangannya cukup menggembirakan, dan pada tahun kedua PELITA III penjualannya
tetcatat sebesar 367,5 ton yang berarti mengalami kenaikan sebesar 53,1 ton atau 16,9
persen dibandingkan dengan penjualan pada tahun sebelumnya. Adapun penjualan timah
di dalam negeri dirujukan untuk keperluan solder pada industri assembling alat-alat elektro.
nik, pabrik kaleng dan sebagainya.

N i ke l

Dalam tahun 7980/7987 ptoduksi bijih nikel yang dilaksanakan oleh PT Aneka
Tambang berjumlah sebesar 1.339,3 ribu ton yang berarti 432,2 ibu ton lebih rendah dad
jumlah yang dicapai dalam tahun 197911980. Penurunan produksi tersebut antara lain di-
sebabkan sedang dilakukannya rehabilitasi pada unit produksi Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
Meskipun produksi bijih nikel dalam tahun 1980/1981 mengalami penurunan, namun
jumlah ekspor yang terjadi pada tahun tersebut masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya
yaitu sebanyak 7.238,7 rib:u ton dibandingkan dengan jumlah ekspor tahun 1979/7980
yang baru berjumlah 7.792t riblu ton (Tabel VIt.47).

Di samping untuk diekspor, PT Aneka Tambang juga mengolah bijih nikel menjadi
ferronikel yang berkadar 20 persen Ni. yang diolah pada pabrik ferronikel di Pomalaa.
Produksi dan ekspor ferronikel pada tahun 1980/1981 masing-masing adalah sebesar
4.506,4 ton dan 4.433,7 ton yang berarti 506,9 ton dan 882,0ton lebih tinggi dari produksi
dan ekspor yang terjadi pada tahun sebelumnya. Oleh karena cadaagan bijih nikel di
Pomalaa makin menipis maka cadangan bijih nikel di pulau Gebe telah dikembangkan pula
serta sudah mulai berproduksi sejak tahun 1979. Dengan demikian kesinambungan produki
dan ekspor bijih nikei serta pemenuhan kebutuhan bij.ih nikel unruk pabrik ferronikel di
Pomalaa dapat terpenuhi.

Selain oleh PT Aneka Tambang, penambangan bijih nikel dilakukan pula oleh
PT Inco dengan lokasi penambangan di daerah Soroako, Sulawesi Selatan, Bijih nikel yang
ditambang kemudian diolah menjadi nikel mane yang berkadar 175 persen Ni untuk
diekspor, Dalam tahun 7979/7980 jumlah nikel marre yang dapat diproduksi ada.lah se-
banyak 72,4 ribu ton, sedangkan dalam tahun 1980/1981 jumiah produksi mencapai
17,8 ribu ton dan ekspornya sebesar 19,9 ribu ton.

Tembaga

Penambangan bijih tembaga sampai dewasa ini masih tetap hanya diselenggarakan
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T a b e l  V l I . 4 7

pRoDUKST DAN EKSPOR BIJIH NIKEL,79691797O - r980/1981
( dalan ribu ton )

T a h u n Produltsi Ekspor

PELITA I

r969/1970
r970ll97l
r971/1972
r97 21r978
r97311974

PELITA II

r974/ r975
197511576
t9761t977
r9711t978
197Ei l9  79

PELITA III

1979/1980 ,  \
1980/198r  , ,

3l  r ,0
689,0
850,0
971,5
989,9

78r ,1
7  51 ,2

1 .177,4
1 .316,7
1 .178,0

1 .7  71 ,5
1.339,3

232,0
$a,4
76+,7

830,4

853,2
7O7,6

830,0
E87,6

1.2&8,?

l) Angka sementata

T a b e l  V I I ' 4 8

PRODUKSI DAN EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA, 1972 - I9AO
( dalam ribu ton kering )

Produkri Ekrpor
T a h u n

t 9 7 2
1 9 7 3
1 9 1 4
1 9 7  5
1 9 7 6
t 9 1 7
l 9  7  8  r l

r 9 ? 9 1 )
1 9 8 0 2 )

9 ,7
125,9

2t2,6
201,9
223,3
189,1
184,9
188,5
t18,7

8,3
114,2

207,2
194,2

216,8
220,6
167,8
186,9
132,8

1) Antta diperbaili

2) Angka seE€ntara
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oleh Freeport Indonesia Inc, dengan lokasi penambangan di Tembagapura Irian Jaya dan

di daerah Gunung Bijih Barat. Mengingat makin menyusumya cadangan di Gunung Bijih

Barat, maka Freeport lndonesia Inc. dewasa ini tengah mengembangkar cadangan di

Gunung Bijih Timur walaupun masih dalam tahap konstruksi. Peningkatan produki dalam

rangka elapor tembaga kelihatan masih sulit dilakukan mengingat resesi ekonomi dunia

sampai dewasa ini masih terus berlangsung. Produksi dan ekspor tembaga yang masing-

masing berjumlah 178,7 ribu ton dan 132,8 ribu ton dalam tahun 1980 ternyata masih

berada di bawah jumlah produksi dan ekspor dari tahun-tahun sebelumnya (Tabel VII. 4E).
Adapun negara tujuan ekspor daripada sebagian besar konsentrat tembaga adalah ke Jepang
dan selebihnya ke Jerman Barat untuk peleburm dan pengolahan selanjutnya.

Pasir besi

Penambangan pasir besi dilakukzn di daerah pantai Cilacap dan Pelabuhan Ratu

da.n dikelola oleh PT Aneka Tambang. Seperti yang terjadi pada beberapa ahun sebelum-

nya, produksi pasir besi pada tahun 198f/19SI masih terus menurun walaupun jumlah

ekspornya bila dibandingkan dengan jumlah ekspor pada tahun 1979/1980 mengalami

kenaikan yang cukup besar, Pemasaran di dalam negeri hanya diperuntukkan bagi kebutuh-

an pabrik semen yang pemakaiannya masih relatif kecil. Perkembangan produksi dan ekspor

pasir besi sampai dengan tahun 1980/1981 dapat dilihat pada Tabel VII. 49.

Bata ba|a

Penamba.ngan batu bara sampai dewasa ili masih dilakanakan oleh PN Batubara
di dua daerah yaitu di Ombilin, Sumatera Barat dan di Bukit Asam, Sumatera Selatan,
di samping penambangan yang diusahakan oleh rakyat yang bersifat kecil-kecilan di Kali-
mantan, Perkernbangan produksi batu bara yang dihasilkan dari tambang Ombilin dan
Bukit Asam dapat diikuti pada Tabel VIL 50. Pada tahun 797911980, produksi batu bara
hanya mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen bila dibandingkan dengan jumlah produki
yang dicapai dalam tahun terakhir PELITA II. Akan tetapi pada tahun 1980/1981 pro-
dukinya mencapai 329,3 ibu ton yang berarti meningkat sebesar 23,2 persen terhadap
tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batu bara akan terus diusahakan baik dalam
rangka diversifikasi pemakaian sumber energi dan penghematan penggunaan bahan bakar
minyak maupun melihat kepada perkembangan permintaan batu bara yang semakin me-
ningkat' Peningkatan permintaan terhadap batu bara tersebut tidak saja terjadi di dalam
negeri tetapi juga dari luar negeri. sejak tahun L976/1977 sebagian dari produksi batu bara
sudah diekspor ke beberapa negara antara lain Malaysia, Singapura, Thailand dan Bangladesh.
Dalam hubungarurya dengan peningkatan produksi batu bara, khususnya produki batu bara
Ombilin, telah dilakukan program perbaikan sarana tambang dan produksi yang sebagian
besar dibiayai oleh Pemerintah dan sebagian lainnya atas dasar penanarnan modal asing,
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Emas dm pcrak

Emas dan perak sclain dihEsilkan oleh PT Aneka Tambeng dan tambang-tambang
ralcyat yang diusahakan secara sedethana juga dihasilkan oleh Fteeport Indonesia Inc. se-
bagai bahan ikutan yrng terkendung dalam konsentrat tembaga yang dihasilkan, Dari
tambang emas Cikotok, Jawa Barat, dan dengan pembukaan daerah penambangan baru
di lebak Sumbada di Jawa Barat serta dengan penycmpumaan yang dilakukan pada proses
pengolahan bijih emas dalam tahun 1980, produlai emas dan perak yang dihasilkan oleh
PT Aneka Tambang pada ulrun 1980/1981 masing-masing ad,ilah 233,9 kilogram dan
2,4 ton atau masing-masing meningkat dengan 36,5 kilogram ateu 18,5 persen untuk emas
dan 0,6 ton ata:u 33 ,3 persen untuk perak. Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel VII. 5l dan
TabelVII .52.

Bauksit

Penambangan bauksit dilaksanakan oleh PT Aneka Tambang di lima daerah yang

meliputi Kijang, Angkut, Tembiling, Kelong dan Kayang. Untuk tahun 1980/1981 pro-

duksinya mencapai I.269,9 tiblu ton atau 9,4 persen di atas produksi tahun sebelumnya.

Dalam tahun yang sama ekspor bauksit mencapai jumlah 1.223,3 ribu ton yang juga berarti

kenaikan sebanyak 55,0 ribu ton atau 4,7 persen (Tabel V[. 53), Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan temyata di Indonesia baryak terdapat bauksit di pulau Bintan dan

di Kalimantan Barat dengan perkiraan cadangan masing*nasing 60 juta ton dan 810 juta

ton. Namun cadanga.n-cadangan tersebut addah termasuk cadangn yurg tidak diperuntukkan

unftk el{spor oleh karena berkadar Al2o3 rendah yang perlu diolah menjadi alumina. Dalam

hubungan dengan rencana pembangunan pabrik alumina di pulau Bangka maka cadangan ba-

uksit yang berada di pulau Bintan akan dapat menjadi sumber bahan mentahnya. Hasil pro-

duksi dari pabrik alumina tersebut akan menrpakan suplai bahan baku alumina bagi pabrik

peleburan alumina Asahan,

Granit

sampai saat ini penambangan batu granit dilaksanakan oleh PT Karimun Granit

di daerah puiau Karimun, Dibandingkan dengan ulun sebelumnya, produksi maupun

ekspor batu granit dalam tahun 1980 mengalami kenaikan yang cukup tinggi Produksi

batu granit pada tahun tersebut mencap d 926,0 ribu ton sedangkan ekspornya berjumlah

518,9 ribu ton yang berarti masingmasing mengalami kenaikan 36,5 persen dan 26,3 persen

dari tahun sebelumnya. Di samping itu penjualan di dalam negeri juga mengalami kenaikan

yang cukup tinggi yaitu dmr Lg7 I ribu ton pada tahun 1979 menjadi 493,9 ibu ton pada
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T a b e l  V l I . 5 3

PRODUKSI DAN EKSPOR BAUKSIT,1969II97O _ 1980/19S1
( ddam ribu ton )

T a b u n Produlli Etrpor

PELITA I

r969/r970
r9701r97 |
r9711r972
19721197 3
r9731r974

PELITA tr

19741r975
19751197 6
197611977
r9?7/1978
t9781r979

PELITA trI

r979/r980..
1980/ t981I ,

907,0
r.207,7
1.288,1
1.244,2
r,204,7

1.2a4,2
935,8

1.048,5
l .22 l ,E

964,9

L l60,7
1.269,9

869,6
r . lE2 ,2
t,2tt,7
1.255,0
r,266,4

t,267,5
s19,8

t .105,7
r . l5  t ,9

981,6

I. 168,3
t,22S,r

t, Angka r€rnentar-a

T a b e l  V l I . 5 4

PRODUKSI DAN EKSFOR BATU GRANIT, 1973 - 1980

( dalun ribu ton )

T a h u n Produkri Ekrpor

t 9  7  4

1 9  7  5

1 9 7 6

1 9 7  7

1 9 7 8

r 9 7 9

t 9 s 0 l )

415,0

424,E

635,3

804,3

495,3

47a,2

926,0

148,0

8e,a
92,7

311 ,3

2E6,1

264,7

4 l1 ,0

5t8,9

l) AnBka seDentara



3+6

tahun 1g80 arau naik sebaryak 150,2 persen. Perkembangan produksi dan ekspor batu

granit dapat dilihat pada Tabel vII. 54.

Bahan-bahan tambang lainnya

Bahan tambang lainnya meliputi mangaan, aspal, yodium, belerang, fosfat, asbes,

kaolin, pasir kwarsa, marmer, gamping, lempung, feldsfar, kalsit, yarosit dan bentonit,

yang penambangannya dilaksanakan oleh perusahaan milik negara, perusahaan milik Peme-

rintah Daerah, dan perusahaan swasta nasional. Pada umumnya bahan-bahan tambang ini

ada.lah untuk konsumsi dalam negeri walaupun ada beberapa diantaranya yang diekspor

da.lam jumlah kecil dan belum dapat dilakukan secara kontinyu. Perkembangur produksi

bahan-bahan tambang lainnya dapat dilihat pada Tabel VII. 5 5.

L i s t r i k

Pemerataan dan menyebarluaskan hasil pembangunan di bidang kelistrikan ke

seluruh pelosok tanah air adalah merupakan kebijaksanaan pokok yang telah ditempuh

Pemerintah Sasaran dari kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat baik di daerah pedesaan maupun kota di samping mendorong dan merangsang

kegiatan ekonomi. Berkenaur dengan itu maka dalam tahun ketiga PELITA III telah di-

lakukar usaha peningkatan pengadaan tenaga listrik di samping usaha peningkatan pe-

manfaatan sarana tenaga listrik dengan mutu dar keandalan yang lebih baik melalui

interkoneksi antarsistem kelistrikan regional ataupun sub sistem kelistrikan dalam daerah

tersebut. Selanjutnya agar tercapai suatu sistem interkoneksi regional lengkap dari pem-

bangkit hingga transmisi serta distribusi maka perencaraan pembangunan kelistrikan di-

arahkan pada pendekatan secara regional,

Sebagaimana yang telah dilakukan pada PELITA I dan II, pembangunan kelisrikan

yang diselenggarakan dalam PELITA III juga dilaksanakan dengan melakukan rehabilitasi

pembangkit tenaga lisnik yang telah Lda. serta. membangun pembangkit tenaga listrik baru

untuk menambsh daya terpasang. Seiring dengan itu dilakukan pula penambahan dan per'

Iuasan jaringan transmisi dan jaringan distribusi dengan tetap memperhatikan keseimbangan

daya terpasang terhadap jaringan transmisi dan distribusinya. Selanjutnya dalam kaitannya

dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengadakan pemerataan serta menyebarluaskan ha-

sil pembangunan kelistrikan ke seluruh pelosok tanah air, maka usaha Iisuik pedesaan terus

ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tersedianya biaya dan dengan memperhatikan

kondisi desa yang bersangkutan. Usaha listrik pedesaan tersebut dilaksanakan dengan mem-

bangun pusat-pusat listrik tenaga disel dengan kapasitas kecil yang tersebar di berbagai

daerah ataupun memanfaatkan potensi tenaga air yang ada dengan membangun pembangkit
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Iistrik tenaga mikrohidro ( PLTM ). Untuk desa yang telah dilalui jaringan listrik dilakukan
pula penyadapan jaringan tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VII. 56, dalam tahun pertama PELITA lll

telah dapat diselesaikan pembangkit listrik dengan jumlah kapasitas 435,+94 MW, sedang-

kan dalam tahun kedua PELITA III dapat dilakukan tambahan penyediaan tenaga listrik

sebesar 10,485 MW yang terdiri atas beberapa pembangkit lisnik tenaga disel (PLTD)

dan sejumlah PLTM. Selain daripada itu sesuai dengan kebijaksan a;rn yznE ditem puh dalam

tahun kedua PELITA III pembangunan di bidang kelistrikan lebih ditekankan pada per-

luasan jaringan transm.isi dan distribusi guna menyalurkan persediaan tenaga lisrik yang
telah ada. Sesuai dengan kebijaksanaan t€rsebut maka pada tahun kedua PELITA III telah
dilakukan penambahan jaringan transmisi sepanjang 1.7I2,51f Kms, pernbangunan gardu
induk sebanyak 7 buah dengan kapasitas 4ZB MvA, serta penambahan jaringan disribusi
se panjang 3 .100,5 11 Kms untuk jaringan tegangan menengah, 2.318,914 Kms untuk jaringan

tegangan rendah dan 2.342 6tah grrdu distribusi.

Hasil yang dicapai daripada usaha pembangunan di bidang kelistrikan telah mem-
buka peluang yang lebih besat dalam usaha peningkatan pengusahaan tenaga listrik. Dalam
tahun kedua PELITA III produksi tenaga listrik telah dapat mencapai 8,4 juta MWH yang
berarti 1,4 juta MWH ztar 2o,o persen di atas produki yang dicapai pada tahun sebelum'
nya. Searah dengan itu penjua.lan tenaga listrik pada tahun yang sama mencapai 6,5 juta

MWH yang juga berarti memperlihatkan kenaikan sebesar 1,2 juta MWH atau 22,6 persen
(Tabel VII. 57).

Kegiatan pembangunan di bidang kelistrikan yang semakin meningkat, mengakibat-
kan diperlukannya pengelolaan yang lebih cermat dan trampil. Berkenaan dengan itu maka
peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja terus dilaksanakan secara intensif
selaras dengan meningkaurya kegiatan pembangunan maupun peningkatan pelayanan
kepada masyarakat. Usaha peningkatan pelayanan teknis dan administrasi dilakanakan
dengan berbagai pendidikan dan latihan yang dalam tahun anggarirn 1980/1981 mencakup
sebanyak 1.5 03 orang.

Meskipun pembangunan kelistrikan telah dapat ditingkatkan dengan cepat,
namun permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik masih lebih besar lagi. Oleh
karena iru guna mengimbangi permintaan masyarakat yang semakin mendesak, pe-
Iaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik terus digiatkar antara lain melalui pem-
bangunan PLTA Juanda VI, PLTP Kamojang, PLTU Muara Karang IV dan V, PLTA
Suralaya I dan Il dan PLTA Saguling. Selain itu juga dilanjutkan pekerjaan persiapan pem-
bangunan transmisi tenaga ekstra tinggi dengan tegangan 500 KV dan pusat pengaturannya
di Jawa Barat. Oleh karena pengembangan tenaga listrik berkaitan erat dengan masalah
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energj, maka tcleh diambil kebijalsanaan agar pengembangannya tetap dikaitkan dengan
kcbijaksanaan diversifi kasi energi.

7,3.4, Pcrhubungur dan pariwiseta

Pembangunan di bidang perhubungan yang meiiputi sarana dan praserene per-
hubugen derat, perhubungan laut, perhubungan udara dan telekomunikasi telah berhasil
menunjang kelancaran arus barang, mobilitas penumpang dan berita. Selain daripada itu
sektor perhubungan juga berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator bagi perkembangan
di bidang politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Guna lebih meningkatkan
pertunbuhan dan perkembangirn sefta pemantapan terwujudnya pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya maka pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan telah ditingkat-
kan pule. Sementara itu pembangunan di bidang pariwisata yang mempunyai arti penting
bagi penerimaan der"isa negara dan kelestarian kepribadian bangsa telah terus dikembangkan
dan ditingkatkan di 10 daerah wisata utama. Dengan demikian pendapatan dan kreasi
masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan agar lebih menarik baik bagi
wisatawan luar negeri maupun dalam negeri terutama generasi muda.

Perhubungan darat

Perkembangan di bidang angkutan jalan raya selama PELITA II dan PELITA III
terus meningkat. Sektor ini selain dikelola oleh jasa angkutan swasta, juga dikelola oleh
Badan Usaha Milik Negara (BIIMN) yaitu ddam hal angkutan kota dan angkutan perintis.
Sehubungan dengan jasa angkutan yang dikelola oleh BUMN, dewasa ini armada DAMRI
diarahk4n untuk dapat b,croperasi pada angkutan perintis, angkutan kota dan angkutan
antarkote peda daerahdaerah yat g masih rawan dalam hal perhubungan dengan masih
kurangnya minat fihak angkutan swasta pada daerah tersebut. Khusus untuk angkutan
kota untuk kota-kota teftentu di luar DKI Jakarta seperti di Surabaya, Medan, Scmarang,
Tanjung Karug dan Bandung, armada DAlvIRl telah dibcbani tugss untuk melaksanakan-
nya. Pada tehun 1979 jumlah armada angkutan jalan raya yang meliputi jenis angkutan
bis, mobil barang dan rnobil penumpang adalah sebanyak 2,2 juta buah. Dalam tahun 1980
junlahnya telah meningkat menjadi 2,6 juta buah yang berarti mengalami kenaikan sebesar
l8 pcrscn. Perkembangan armada angkutan jalan rayr depat diikuti pada Tabel VIL 58.

Kebijaksanaan yurg ditempuh di bidang lalu lintas angkutan jalan antara lain berupa
pcogcmbangen sistem engkutan terpadu antara angkutan jalan raya rntarkota, angkutan
kereta apr dan angkutan penyeberangan. Di semping itu untuk kelancaran angkutan antar-
kota" telah dibkukan penertib4n dan penyesuaian terhadap jenis sma ukuran kendaraan
yang s€suai baik dengan kondisi jalan maupun jarak yang ditempuh, serta penlcsuaian jad-
wal perryeberangan dan jadwal angkutan kereta api sebagai kelanjutan perjalanan. Untuk me-
nunjang kelancaran angkutan antarkota, prioritas pembengunan dilakukan pada pembuatan
tcrmind p€numpang dan barang serta depot bahan bakar.
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T o b  e l  V I I . 5 8

ARMADA ANGKUTAN JAI.AN RAYA, T969 _ 1980
( dalam sstran )

B l , Mobllb.r.r8/lt k MobI p.ounp.||8 J u E l r h

1969
1970
l97 l
t972
1973

1974
t975
1976
1977
t978

l9?9 r)

r9s0 2)

20.497
2r,451
22,562
26.488
30,368

3r.439
35.900
39.389
46.U4
57.835

t5 l .35E
177.089

95.660
99,614

I12 .8?8
l5 l .  t  75
r4,4.060

r66.356
r89.480
220.692
26E.09E
328,O22

791.239
925.760

212.123
295.815
256.988
277.zto
t0?.739

537.701
977.990
419.240
471.099
5tt.206

1.267.180
1.482.80t

328.260
s59,08r
392.428
4t4.a7!
482,167

535.496
603.t70
679.921
786.841
917.069

2,209.7 72
2,585.634

r ) Angkr dip€6aiki
An8ka dcmenEra

T a b e l  V I I . 5 9

PEMAKAIAN JASA KERETA API, 1969 _ 798I

PcnumpanS Bara$8

ft.hurt Rata-rata p.r hm
(orqs{i

Jumhh
Cuta tod)

R.ib'rrla Fr h
(t"")

Jumlrtr
{iuh orErg)

1969
1970
l9  7 l
1972
197S

1974
l97 t
t976
1977
l97S r )

1979
l9s0 l)

l98r ?)

55,4
b2l
50,9
40,1

25,+
23,8
20,r
21,0
n,2

37,7
40,?
6,4

5.422
3,466
5.623
3.352

5.,166
3.634
tJTr
3,082
4,7 5l

5.981
6,229
t.0r8

E59
E!5
949

I.OE8
1,069

t . l t 6
959
701
8l,t

t.022

1.0t6
980
152

4,0
3,9
1,2
4,6
5,0

4,5
9'9
!,3
3,r
+,2

4,2
4,t
o,7

r) Anetr dipcrbdli
 Dtl,a seeentrlr
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Sementara itu sistem angkutan kota, khususnya angkutan umum di kota-kota

besar, telah disusun secara terpadu antara angkutan bis dan angkutan kereta api yang terus
menerus ditingkatkan. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka peningkatan angkutan

dalam kota tersebut antara lain mencakup masalah pengaturan' Pengawasan dan peng-

operasian angkutan dalam kota. Untuk pengembangan angkutan pedesaan, telah dimulai

suatu sistem angkutan campuran entan buang dan penumpang yaitu sebagai tahaP Per-
tama, kendaraan angkutan yang disebut bis tong telah dicoba di daerah Sulawesi Tengah,

Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Sementara itu dalam rangka mengurangi kecelaka-

an di jalan raya, dalam tahun 1980/1981 telah dilakukan tindakan administratif yang

lebih keras terhadap perusahaan-perusahaan angkutan yang terlibat dalam kecelakaan.
Dalam hubungan ini telah dilakukan peningkatan pendidikan dan latihan pengemudi khusus-

nya terhadap para pengemudi bis kota, yang telah mulai diselenggarakan di Pusat Latihan
Perhubungan Darat Tegal di samping peningkatan Pengawasan terhadap sekola}-sekolah
mengemudi,

Di bidang perkeretaapian, sampai dengan tahun kedua PELITA III telah dilakukan
berbagai kegiatan antara lain rehabilitasi dan peningkatan jalan kereta api sena rehabilitasi
lokomotif. Pembangunan di bidang prasarana tersebut terutama ditujukan pada rehabilitasi
jalur (lintas) kereta api, jembatan telekomunikasi serta peningkatan sistem persinyalan
dalam rangka peningkatan keselamatan. Sedangkan di bidang sarana, pembangunannya
dititikberatkan pada rehabilitasi lokomotif, kereta penumpang, gerbong barang serta ke-

butuhan-kebutuhan operasional lainnya.

Pembangunan bidang perkerataapian meliputi progam pembangunan jangka pen-

dek dan jangka menengah. Program jangka pendek ditujukan unruk mengejar ketinggal-
an dalam bidang perawatan sarana dan prasarana, melanjutkan proyek-proyek lanjutan,
serta mengadakan studi untuk peningkatan fasilitas di bidang perkeretaapian. Sedangkan
program jangka menengah adalah merupakar saxana penunjang untuk mendukung usaha
pencapaian sasaran dan operasi tersebut di atas. Dalam program pembangunan jangka

pendek, proyek-proyek yang mendapatkan prioritas utama antara lain adalah proyek kereta
api Jabotabek, serta kegiatan rehabilitasi untuk mendukung angkutan hasil perkebunan
di Sumatera Utara serta baru bara di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Di samping
itu dilakukan juga rehabilitasi berat terhadap lintas Semarang - Surabaya secara benahap,

angkutan pupuk Banyuwangi - Meneng serta pengembangan industri perkeretaapian untuk
melayani kebutuhan sarana perkeretaapian yang diperlukan. Usaha peningkatan pelayanan

angkutan perkeretaapian kepada maryatakat kota adalah ditujukan untuk mendukung
progr n angkutan kota sepeni Jabotabek, Medan dan Gerbang Kertasusila (Jawa Timur).

Usaha tersebut anara lain berupa penambahan frekuensi perjalanan, persiapan teknis
sistem angkutan serta sistem kemasan. Perkembangan produksi perkeretaapian daPet diikuti
pada Tabel VIL 59.

Sejalan dengan meningkatnya kapasitas dan mutu pelayanan kereta api' maka
selama tahun kedua PELITA III tela.h dilakukan penambahan perdatan kereta api. Pe'
nambahan tersebut antara lain berupa 91 buah lok disel, 4o buah KRL,72 buah KRD,
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169 buah kereta penumpang dan 800 buah gerbong barang. Hasil rehabilitasi di bidang
perkeretaapian dapat diikuti pada Tabel VII. 60. Seperti diketahui, angkutan kereta api
merupakan salah satu sarana angkutan terpenting di masa mendatang untuk menunjang
perkembangan sektor-sektor lainnya sepeni misalnya dalam hal pengangkutan semen,
pupuk, batu bara, kelapa sawit, besi/beton, minyak residu/bahan, angkutan sistem peti
kemas serta uansmigrasi. Dalam rangka penyehatan di bidang perkeretaapian, oleh PJKA
antera lain telah dilakukan pembuatan gerbonggerbong barang dengan suku cadang dalam
negeri untuk memenuhi keburuhan arus angkutan barang di tahun-tahun mendatang. Di
samping itu dilakukan pula penyempurnaan rute kereta api serta jadwal perjalanan kereta
api terutama yang menuju ke daerah-daerah pemukiman baru, haik di pulau Jawa maupun
di luar pulau Jawa.

Di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan yang dilaksana-
kan antara lain adalal melengkapi proyek-proyek yang telah selesai serta mempersiapkan
proyek-proyek baru yang meliputi persiapan studi, desain, pengadaan tanah dan konstruksi.
Untuk menyelenggarakan angkutan yang lebih baik maka dalam tahun 1980/1981 telah
dilaksanakan penambahan fasilitas antara lain berupa 1l buah dermaga feri, 4 buah kapal
kerja, 4 buah alat komunikasi SSB serta 130 buah rambu sungai. Dalam tahun ketiga
PELITA III telah dimulai pembangunan proyek lanjutan daripada prasarana pelabuhan
dan dermaga penyeberangan masing-masing di Balikpapan - Panajam, Bira - Pamatata,
Ujung - Kamal, Palembang - Kayuaxang, Bajoe - Kolaka, Torobulu - Tampo,
Sape - Komodo - Labuhan Bajo, Panarukan - Kalianget, Padarrg Bai - Lembar,
Meulaboh - Sinabang, dan Wainuru - Waipirit. Sementara itu dalam tahun 1980 telah
berhasil diangkat sebanyak 20,0 juta orang penumpang, 3,2 jwa ton barang dan 2,3 juta
buah kendaraan.

Perhubungan laut

Perkembangan potensi, produksi dan jangkauan perhubungan laut secara keseluruh-
an selama pelaksanaan PELITA II dan tahun pertama PELITA III selalu menunjukkan
peningkatan. Pembinaaa dan bantuan pengembangan pelayanan dengan sistem Regular
Liner Service (RLS) terutama diberikan kepada pelayaran nusantara, pelayaran lokal,
pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudera.

Pembangunan salana dan prasaxana telah dilakukan secara terpadu untuk mewujud-
kan iklim yang beik bagi usaha pelayaran yang pada gilirannya akan memenuhi kebutuhan
masyarakat di bidang angkutan laut. Bersamaan dengan itu telah dilakukan juga usaha
peningkatan efisiensi daripada perusahaan pelayaran, dok dan galangan kapal serta pe-
ngusaha:n pelabuhan yLnE ant:,ra. lain menyangkut bidang pengelolaan, perizinan, tarif
dan kepegawaian. Kesemua ini diharapkan akan dapat memberikan jasa angkutan yang
relatif murah dan dapat teqangkau oleh daya beli masyarakat, serta memperlancar distri-
busi hasil produksi dan barang kebutuhan hidup, Sementara itu untuk mengimbangi per-
mintaan jasa angkutan terhadap melonjaknya hasil produksi sektor pertanian, industri
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dan pertambangan, serta meningkatnya kegiatan perdagangan, dan transmigrasi maka
telah dilakukan peningkatan kemampuan sarana angkutan laut, baik samudera maupun
nusantara. Pesatnya peningkatan angkutan penumPang melalui laut yang sampai dengan
bulan Juni 1981 telah mencapai sekitar 1,7 juta orang telah memerlukan penambahan
kapal penumpang yang terutama ditujukan unruk menampung kepadatan arus PenumPang
pada rute Tanjung Priok - Muntok, Tanjung Pinang - Belawan, Tanjung Priok - Batk-
papan - Bitung, serta Surabaya - Ujungpandang - Bau-bau - Ambon - Sorong - Jaya-
pura. Dalam hubungannya dengan transmigrasi, pelayaran nusantara melakukan pengangkut-
an dari pelabuhan asal yaitu Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, Benoa dan Lembar ke
berbagai daerah tujuan pemukiman transmigrasi sePerti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengal, Sulawesi
Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Riau, Jambi dan Irian Jaya. Pengangkutan tersebut
dilakukan antara lain melalui pelabuhan Belawan, Teluk Bayur, Palembang, Jambi, Tem-
bilahan, Sei Pakning, Kuala Tungkal, Pagatan, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Kendari,
Marisa, Parigi, Namlea, Sorong dan Jayapura. Perkembangan armada niaga nusantara dapat
diikuti pada Tabel VII. 61.

Di bidang pelayaran samudera juga telah dilakukan peningkatan kapasitas dengan
ditambahnya junrlah kapal, baik yang semi container maupun yang full container sebanyak
5 buah. Dalam tahun 1980 jumlah kapal, kapasitas kapal maupun muatan yang diangkut
masing-masing meningkat sebesar 16 persen, 30 persen dan 26 persen dibandingkan dengan
tahun 1979. Perkembangan jumlah armada dan rnuatan pelayaran samudera dapat diikuti
pada Tabel \4I. 62,

Dalam pada itu pelayaran lokal, sebagai unsur penunjang pelayaran nusantara
RLS dan potensi angkutan laut tradisional, tetap merupakan sarana a.ngkutan yang perlu
dikembangkan dan dibina. Pembinaan pelayaran lokal ditujukan untuk memenuhi dan
memperlancar angkutan daerah, dengan mengarahkan pola trayeknya agar dapat dilayari
secaxa tetap dan teratur dan dapat saling menunjang dengan pelayaran nusantara. Per-
kembangan armada pelayaran lokal dapat dilihat pada Tabel VII. 63.

Sementara itu usaha pembinaan dan perlindungan terhadap pelayararr rakyat terus
dilakukan melaiui motorisasi perahu layar dengan rnengutamakan golcngan ekonorr'i lemah.
Dalam hubungan ini telah di.lakukan peningkatan dan pembangunan beberapa pelabuhan
perahu layar, antara lain pelabuhan Slrnda Kelapa, Palembang, Sibolga, Cirebon, Tegal,
Semarang, Gresik, Paotere, Kendari, Bitung, Ambon, Ternate, Donggala dan ldie ( Aceh ).
Pembinaan pelayaran rakyat tersebut selain ciitujukan untuk menunjarrg pelayaran nusantata
dan pelayaran lokal, dimaksudkan juga untuk membantu meningkatkan kehidupan sosial
ekonomi dan meningkatkan keselamatan pelayaran sehubungan dengan keterbatasan peralat-
an yang dimiliki. Jumlah muatan yeng diangkut dalam tahun 1979 adilah sekitar 1,2 juta
ton, sedangkan pada tahun 1980 telah meningkat menjadi sekitar 1,5 juta ton yang berarti
terdapat peningkatan sebesar 25 persen.
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T a b e M L 6 l

ARMADA PEI.AYARAN NIAGA NUSANTARA, 1969 - 1980

Jumlah kopal Kapal-kapal yang beroperasi
T a h u n

K.p"l

7 9 6 9
7 9  7  0
7 9 7 r
1 9 7 2
t 9  7  3

r 9  7  4
r 9 7 5
t 9  7  6
t 9 7 7
t 9 7 8

L g T g t l
1 9 8 0 2 )

300
105
340
376
322

3 3 5
174

t82
' r ,14

282
282
267

300
305
140
3 1 6
322

3 3 5

184.3 5 0
267,759
321.669
,2L.669
284.911

272.4L7
3 1 1 . 9 5 0
330.419
310.5 70
312.000

341.757
378.630

13 8.004
23+,685
238.535
32r.669
284.93r

272.4L!
3 1 1 , 9 5 0
3 30.419
310.570
312.000

t+r .157
378.630

1 3 0
, 2 ' '

t 1 <

282
267

l) Angta &pedaiki
2) Angta rcmentara

T a b e l  V l I . 6 2

ARMA.DA DAN MUATAN PELAYARAN SAMUDERA, 1969 - 1980

T a h u n Jurnlah
l*pnl

Kaoasitas
( ribi DwT )

Muatan yang diangkut
( ribu ton )

r 969
t970
1 9 7  |
1 9 7  2
7 9 7 3

1 9 7 4
r 9  7  5
1 9 7  6
t 9  7  7
t 9  7 I

t 9 7 9
1 9 8 0

3 9
48
59

47

45
47
J U

\',

50
58r)

3 1 8
386
489
+67
5 6 1

4rz
450
49r
' I '

r.1+3
),.913
2.650
6.921
9.977

9.O93
6.185
9.986
6.398
5.63 6

5.820
7.353

) r t

668

l) Angkr scme[tare
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T a b e l  Y I I . 6 3

ARMADA DAN MUATAN PEL.EYARAN LOKAL, 1969 _ T98O

T ! h u n Jumloh krpal Kopqdtrs
( ribu DWT )

Mustal ya!|g diugkut
( ribu ton )

1969
t970
1911
1972
1913

19't4
l9?5
1976
1917
t918

1919
1980 2)

803
771
623
619
980

96s
858

1.348
1.443 l)

1.448
1.4?0

60,1
90,0
83,0
86,0
92,6

92,8
132,1
147,9
155,6

15s ,?
164,6

1 .162
| .218
t .419
t .541
1.208

938
t .27 I
1.382
t .822
1.899

2.466,0
2.589,3

r)
2)

Angka diperbaiki
Angka semefitara

T a b e M I . 6 4

HASIL PENGERUKAN PEIIIBUHAN. 79691197O - 1980i 1981

T a h u n T a r g e t Realirasi
Pcrrenta6!

terhadap tar8€t

1969/1970
1970/ t971
rs? | 1t972
r97211973
197 31t974

P E L I T A  I

t9741r97 5
r9751r976
r97 61r97 7
t9771r978

1978/1979

P E  L I T A  I I

r979/19E0
r98o/r981 1)

I 1 ,0
r0,0
15,6
16,0

r6,0

6t,6

16 ,0

16 ,0

16,0

19,0

20,1

87,1

15,0

t7,2

16,0

I 1 , 5

16,6

16,0

16,0

76,1

r6,0
16,7
t? ,5

16,4

8E,0

15,0
t7,2

r+5
l l 5

106

100

r00

l l l

100

104

109

1 1 3

101

100
100

Kctcrangan : Jumlah lumpur yaiS dikeruk dinyatakan dabln juta m3 hopper ( lumpur bercampur air )
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Dalam pada itu melalui pelayaran perintis sejak tahun 1980 telah dirintis kegiatan
perdagangan khususnya untuk membantu pemenuhan bahan pokok bagi daerah-daerah
terpencil. Dalam tahun l98O/7987, telah dioperasikan kapal. kapal perintis sebanyak 31
buah dengan kapasitas 17.600 DWT, dan telah mengangkur muatan bararg sebanyak 89.970
ton serta penumpang sebanyak 765.021 orang. Dalam rangka menunjang rute pelayaran
perintis, pada tahun 1980/1981 telah dilakukan pengembangan fasilitas pelabuhan perintis
terhadap sekitar 50 pelabuhan yang terletak di pantai barar Sumarera, Riau, Sulawesr
Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan di bidang pelayaran, telah
dilakukan peningkatan dan pembangunan prasarana perhubungan laut yang meliputi fasilitas
pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, antara lain meliputi alat bantu navigasi,
kesyahbandaran serta kesaruan penjagaan laut dan pantai (KPLP). Di samping itu telah
dilakukan juga peningkatan kemampuan armada keruk yang melaksanakan pengerukan
lumpur baik di pelabuhan maupun di alur pelayaran, pengangkann kerangka kapal, serta
peningkatan kapasitas dok dan galangan kapal. Di bidang jasa maritim dalam tahun kedua
PELITA III telah berhasil ditingkatkan produktivitas galangrn kapal menjadi seberat 1,150
ribu DWT dari 950 ribu DWT pada awal PELITA III. Sedangkan kerangka kapal yang
telah berhasil diangkat dalam tahun 198011987 adalah seberat 3.150 ton scrap, Sementara
itu dalam tahtn 1978/t979 relah dilaksanakan pengerukan pemulihan di alur pelayaran
dan kolam pelabuhan, antara lain di Pelabuhan Belawan, Tanjung priok, Sunda Kelapa,
Cirebon, Palembang, Semarang/Tegal, Surabaya, Gresik, Panarukan, Banjarmasin, sungai
Kahayan, sungai Mahakam dan Manado/Bitung. Sedangkan dalam uhun 1981/1g82 telah
berhasil dilakukan pengerukan di berbagai pelabuhan sebanyak 17.792.950 m3 lumpur,
Hasil pengerukan pelabuhan dapat diikuti pada Tabel VII. 64. Di samping pengerukan
pemeliharaan, dilakukan juga pengerukan pokok di sungai Batanghari dan sungai Langsa
dengan jumlah lumpur sebanyak 9,8 juta m3, sedurgkan di sungai Musi yang pada saat
ini sedang dilaksanakan pengerukan sebanyak 7,5 juta rn3. Pengembangan fasilitas pela-
buhan yang merupakan satu penunjang dari seluruh kegiatan pelayaran baik pelayaran
nusantara, pelayaran samudera, pelayaran .lokal, pelayaran rakyat, maupun pelayaran
perintis terus ditingkatkan dengan melaksanakan rehabilitasi serta pembangunan dan pe-
nambahan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang sudah ada. Dalam tahun 1980/19g1 dan
7981/1982 telah dilakukan pembangunan baru, serta peningkatan dan penambahan fasiiitas
pelabuhan antara lain di pelabuhan Semarang, Cilacap, Belawan, Gunung Sitoli, Teluk
Bayur, Dumai, Palembang, Panjang, Pontianak, Sunda Kelapa, Samarinda, Balikpapan,
Makasar, Ambon, Tenau, Waingapu, Banjarmasin, Kendari, Pantoloan, Jambi, Bengkulu,
Sampit, Marunda, Bitung, Benoa, Jayapura, Lembar, Cirebon, dan Kuala Langsa. Realisasi
pembangunan fasilitas pelabuhan dapat diikuti pada Tabel VIL 65.

Di bidang kepanduan telah ditingkatkan fasilitas stasiun pandu dan peralatannya,
kapal tunda dan kapal pandu serta pelabuhan wajib pandu sehingga dapat mempercepat
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dan memperlancar pelayanan terhadap kapal-kapal yang masuk dan ke luar pelabuhan,
Dalam PELITA III program pembangunan fasilitas pelabuhan didasarkan pada keburuhan
arus kapal, barang dan penumpang serta efisiensi operasi pelabuhan secara menyeluruh
yaitu cepat, aman, murah dan terkendali. Perkembangan rehabilitasi fasilitas keselamatan
pelayaran dapat diikuti pada Tabel VII. 66.

Perhubungan udara

Dalarn PELITA III, arah pembangunan di bidang perhubungan udara ditujukan pada
peningkatan daya guna sarana operasi penerbangan sezuai dengan perkembangan sarana
angkutan udara, Kebijaksanaan angkuun udara yang telah ditempuh selama ini adalah
sistem penerbangan beragam ( multi airline system ) yang terdiri atas 6 perusahaan pener-
bangan teratur, 19 perusahaan penerbangan tidak teratur dan 42 operator penerbangan
umum. Dalam tahun kedua PELITA III kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan
fasilius angkutan udara sezuai dengan kenaikan permintaan jasa angkuran yang merata
di seluruh daerah, Untuk mendukung hal tersebut maka artara lain telah dimulai pem-
bangunan Pelabuhan Udara lnternasional C.engkareng, sebagai pengganti pelabuhan Udara
Halim Perdanakusumah dan Kemayoran, serta pembangunan Pelabuhan Udara Mokmer
di Biak dan Pelabuhal Udara Hasanuddin di Ujungpandang agar masing-masing unruk
dapat melayani pesawat jenis Boeng 7 47 dan DC-10. Di samping itu telah dilakukan
pula pembangunan Pelabuhan Udara Sam Ratulangi di Manado dan Talangbetutu di
Palembang untuk dapat melayani operasi pesawat jenis Airbus 300.

Di samping itu pada saat ini telah selesai dikerjaftan renctna induk untuk 15 pe-
labuhan udara yaitu di Medan, Pekanbaru, Palembang, pontianak, Balikpapan, Semarang,
Ujungpandang, Surabaya, Manado, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura, Banjarmasin dan
Batam, Selanjumya pada bulan Agusnrs 1981 telah diselesaikan pula rancangan teknik
yaitu bagi Medan, Palembang, Pontianak, Balikpapan dan Jayapura.

Sementara itu penerbangan perintis yang bertujuan untuk merargsang pertumbuhan
daerah terpencil kini lebih digalakkan dengan meningkatkan pembangunan lapangan terbang
perintis yang tersebar di 27 propinsi melipuri 82 lokasi. Pada tahun 1980 telah dapat di-
angkut penumpang sebanyak 2!7.772 orang dm 997 ton barang. Apabila dibandingkan
dengan tahun 7979 dan 1978, maka jumlah tersebut menunjukkan kenaikan yang relatif
kecil karena peningkatan status beberapa lapangan terbang perintis menjadi pelabuhan udara
kelas III. untuk menunjang kelancaran operasi penerbangan perintis, kini sedang dibangun
depot bahan bakar cadangan ( seafed depot awur ) pada 12 lokasi pelabuhan udara perintis
yaitu di Donggala, Kendari, Luwuk, Toli-toli, Gorontalo, Ternate, Namlea, Badas/Sumbawa
Besar, Waingapu, Maumere, Langgur dan Merauke.
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Jumlalr armada angkutan udan pada akhir tahun 1gB0 yang terdaftar dalam pe_nerbangan tetap adalah sebanyak 169 buah pesawat t€rdiri atas 69 pesawat bermeri. turbojet dan 100 pesawar bermesin turbo prop dan piston. sehubungan dengan itu Garuda
telah mengoperasikan pesawat turbo jet noeing i4z untuk rute p-.n".U".r-gn' fru, n.g..i,
sedangkan Merpati terah mendapatkan tambahan beberapa pesawat udara jenis turbo prop
untuk operasi penerbangan daram neger, di samp.ing ugrriyrunruk menjalank an penerbang-
an perintis.

Sejalan dengan pembangunan pelabuhan udara dan armada udara, maka ditingkatkan
pula fasilitas keselamatar penerbangan yang meriputi fasiritas navigasi, fasilitas arit bantu
l-r-19T"1"" serta arat pertol.ngan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran(PKPPK) Pada tahun 19Bo rerah diadakan 3 perangkat t"itit", t.rrn"n- i;;."..y;;;
menQ yang kini sedang dalam proses pemasangan pada 3 lokasi pelabuhan rrd"r" y"it'p.r"-
buhan udara Kemayoran (Jakarta), poronia (itedan) dan Juanda (surabaya). Di samping
itu dilakukan juga pemasangan fasi.litas telekomunikasi berupa radio pemanca penerima
serta fasilitas navigasi, antara lain berupa radar Non Directronal Beacon ( NDB ) dan Dis-tance Measuring Equipment ( DME ) serta alat bantu pendaratan seperti lampu landasan
dan lampu pendekatan ( approach right ). Fasilitas r"da. ter"h dipasang pula pada penerbang-
an nusantara yaitu di Medan, pekanbaru, palembang, 

Jakarta, Semarang, Denpasar danujungpandang. Sedangkan alat navigasi udara voR/nVoR ( vHF omnidirectionar Radic.r
Range/Deppler voR ) terah dipasang <ii 24 buah perabuhan udara, DME di 23 pelabuhan
udara serta NDB di 7 perabuhan udara dan seruruh perabuhan perintis. Sementara itu fasr-litas lisrik penerangar randasan telah dipasang di i3 pelabuhan udara, sedangkan lampu
penefangar pendaratan terah dipasang di 15 pelabuhan udara. Fasi.ritas viru"i epp.o".t
Slope Indicator ( VASI ) terah dipasang di zo perabuhan udara dan Runlv4y End Indicator
Lamp ( REIL ) di 18 pelabu.han udara. Dalam hubungan ini telah ditingkatkan puia pe-nyediaan renaga lisrrik, baik dengan penyambungan tenaga risrrik dari saluln rlN maup',,ntenaga listrik sendiri, pada sebagian besar pelabuhan udaral

Dengarr semakin ditingkatkann;ra prasarana perhubungan udara, maka jaringan
penerbangan dalam negeri terah dapat ditingkatkan puia. peningkrt"n ini antara tain terrlfakenaikan frekuensi di beberapa jarur penerbangan, sehingga mengakibatkan bertambahnyajam terbang, penumpang dan ton per km yang diangkut. 

"ii 
,"rnping itu untuk..ningk"t.

kan pelayanan kepada calon penumpang pesawat udara pada jalur yang sangat ramai yaitujalur penerbangan Jakarta - Surabaya, Jakarta - Sen arang dan lakarti _ .f"unju'g 
f"rrng,kini telah digunakan sistem perayanan penerbangan olatoiit ( shuttle service ). sistem inisedang dikaji kemungkinan penerapannya pada jalur-jalur lain yang cukup padat.

Dalam rangka menunjang program tansmigrasi maka sampai kini telah dilakukan
pengangkutan para ransmigran dengan pesawat udara untuk jalur Jakarra - padang , lzkartz
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Jambi, Yogyakarta - Kendari, Surabaya - Masamba dan Bandung - Pontianak dengan
hasil yang memuaskan. Dalam hubungan ini beberapa pelabuhan udara yang digunakan
sebagai pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan juga telah ditingkatkan fasilitas-
nya unftk memberikan pelayanal yang memadai bagi pzrz tansmigran. Sampai dengan
awal tahun 1981 telah diangkut sebanyak 29996 kepala keluarga yang terdfui atas 123.348
jiwa. Jumlah angkutan udara dalam negeri dapat diikuti pada TabelVll.6T.

Dalam pada itu kegiatan angkutan udara internasional telah dilaksanakan dari jalur

Jakarta dan Denpasar ke berbagai kota antara lain di Timur Tengah, Eropa, Australia dan
Asia. Sedangkan penerbangan regional dan lintas perbatasan ( border ffossing ) telah di-
laksanakan dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Jakarta, Manado, Kupang,

Jayapura dan Merauke ke negara-negara ASEAN, Australia dan Papua Nugini. Untuk me-
ningkatkan kemampuan bersaing yang lebih tinggi dan untuk menampung permintaan
terhadap angkutan udara yang terus meningkat maka jumlah armada pcsawat udara jet

besar telah ditambah menjadi 6 buah pesawat terbang Boeing 747 dan 9 Airbus 300. Per-
kembangan penerbangan sipil ke luar negeri dapat diikuti pada Tabel VII. 68.

Sementara itu dalam rangka menunjang pro$am pariwisata baik dalam negeri
maupun luar negeri, kini dilaksanakan beberapa program antara lain berupa paket wisata
( package tour ) dan reduksi harga karcis untuk wisata remaja. Di samping itu juga dilakukan
promosi penerbangan borongur dari luar negeri ke tempat-tempat obyek pariwisata secara
langsung tanpa mengganggu penerbangan berjadwal. Sedangkan dalam hubungannya dengan
pengangkutan haji melalui udara juga terus diusahakan peningkatan dalam penyelenggara-
annya. Hal ini antara lain dilakukan dengan penambahan jumlah pe.labuhan udara pem-
berangkatar dan penggunaan pesawat udara berbadan lebar ( jumbo jet ).

Telekornunikasi

Pembangunan yang ditempuh di bidang telekomunikasi dalam PELITA II dititik-
beratkan pada pembangunan fisik, sedangkan dalam PELITA III lebih diutamakan pada
peningkatan pelayanan jasanya di seluruh daerah sejalan dengan usaha. untuk mewujudkan
gagasan wawasan nusantara. Di samping itu dalam rangka mempcriuas hubungan internasio-
nal telah dikembangkan pula Sarnbungan Langsung Internasional ( SLI ) yang telah men-
cakup 27 negara dan pembangunan di bidarg transmisi berupa Sistem Komunikasi Kabel
Laut ( SKKL ) antara Jakarta - Singapura yang telah diresmikan penggunaannya pada
tanggal 8 Agusrus 1980. Di samping itu juga akan segera dibangun SKKL antara Medan
dan Singapura.

Sejak pelaksanaan PELITA II, pro$am jasa telekomunikasi baik secara kualitatif
maupun kuantitatif telah berkembang dengan cukup p€sat, Kepadatan telepon yang pada
awal PELITA II baru 0,19 per 100 penduduk kini telah meningkat menjadi 0,57 per 100
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T a b e M l . 6 8

PENERBANGAN SIPIL KE LUAR NEGERT, T969 _ 1980

lrhun
PenumFng

(o.an8)
furE U
(totr) Jam t€rbang

To{tm tcnedia Ton/km produksi

(ribu) (rib'r)

1969
r970
l 9?  I
1912
r973
t97 4
1975
1976
1971
1 9 7 I
1 0 7 q

1980  r l

98.937
79.287
80.651
85.963
97.098

109.840
134.675
r69.985
245.217
269.746
342.687
487.236

3.3 26
4.0r9
7.354
2.304
3.125
3.57  4
3.655
3.3r8

5.728
I  l . l9 l

7.941
7 .E7 2
9.444

10.45t
10.340
t0.429
I  r .79r
t4.37 7
17.016
17.798
22.r69
25. I33

46.302
E4.549

r02.81  5
r22.427
r27.14a
180.340
?16.E24
291.37 |
396.607
446.362
5E3.188
658.470

31 .451
40.831
4  7 , 1 5 I
56.0 ?3
62.67 4
E0.620
8  7 .914
97.4t2

r46.353
155.800
208.269
299.7 65

l) Angka s€mcDtara

T a b e l  V t I . 6 9

JUMLAH UNIT TELEPON, 1969 _ I98O

( dalam sstuan )

O t o m a t M r n u a l
T a h u n

Seiriral Unit telepon Sentrdl Unlt t€lcpon

1969
197 0
l97 l
1 0 7 t

r  9?3
197+
1975
19 76
1977
197 8
1979
1980 l )

84.660
90.660
95.300

1r0.860
121.460
125.500
144.r00
160.600
218.920
367.200
460.100
524.8ffi

122.7t8
102.167
96.142

l0 l .7E2
t0 l ,920
104.092
99.563

104.896
t07.292
108.255
87.772
75.762

26
2E
3S
39
54

39
45

101
r37

506
504
496

504
507
b07
507
503
493
468
457

l) AnSka sementara
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penduduk. Demikian pula pada periode yang sama jumlah sambungan telepon telah me-
ningkat dari 77.6OO b:ua'h menjadi 348.800 sambungan telepon. Pembangunan SKSD palapa
telah memperluas pelayanan telekomunikasi ke daerahdaerah terpencil dan strategis, di
samping digunakan pula oleh Philipina, Thailand dan Malaysia. Hal ini telah membuktikan
pula bahwa SKSD Palapa telah menjadi salah satu media pemersatu negara-negara ASEAN.
Dalam tahun ketiga PELITA III telah dimulai pembangunan proyek telekomunikasi lanjut-
an sebanyak 152.000 sambungan telepon, 3.950 sambrurgan telex, 1.008 channelend
kapasitas uansmisi s€rta pemasangan lebih kurang 2.600 sambungan telepon umum dr
seluruh Indonesia. Di samping itu dilakukan pula pembangunan baru berupa perluasan
kapasitas sentral telepon sebanyak 15 3 .200 sambungan dengan fasilitas SLJJ yang memadai.
Perkembangan jumlah unit telepon dapat diikuti pada Tabel VII. 69.

Walaupun fasilitas telekomunikasi di Indonesia belum mampu memenuhi seluruh
kebutuhan yang ad,a, namun bidang telekomunikasi telah memberikan sumbangan yang
cukup besar terhadap sektorsektor lainnya terutama dalam pemerataan pembangunan
di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dari sejumlah j.29O kecamatan, t:aru 1175 ke-
camatan yang terjangkau oleh fasilitas telekomunikasi. Sementara itu SLJJ telah men-
jangkau 85 kota di seluruh Indonesia, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 41 persen
dibandingkan dengan tahun 1979.D am rangka pemerataan pembangunan baik di daerah
maupun di kota melalui jasa telekomunikasi maka telah dilakukan peningkatan peralatan
telekomunikasi dengan mengikutsertakan industri dalam negeri. Hal ini dilakukan antara
lain untuk pembangunan 75 stasiun bumi kecil ( SBK ), 10.750 sambungan telepon pe-
desaan serta 3.500 sambungan telepon umum. Dalam tahun 1980 pulsa percakapan telepon
otomat meningkat sebesax 33 persen dibandingkan dengar tahun 1979, sedaagkan menit
percakapan telepon intemasional meningkat sebesar 19 persen, pulsa percakapan telex
dalam negeri meningkat sebesar 31 persen dan menit percakapan telex luar negeri naik
sebesar 3l persen. Perkembangan pemakaian jasa telekomunikasi dapat diikuti pada
Tabel VII. 70.

Sementara itu pembangunan di bidang pos dan giro dalam pELITA III telah di-
titikberatkan pada perluasan jaringan pelayanan untuk daerah transmigrasi serta melanjut-
kan pembangunur di tingkat kecamatan dan daerah pemukirnan baru. untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat di luar kota dan pedesaan, kini sarananya telah diperluas
dengan Dinas Pos Keliling Desa dan Dinas Pos Keliling Kota. Sementara itu untuk memberi
pelayanan kepada masyuakat dalam hal penagihan melalui Dinas pos dan Giro, kini telah
dibuka pelayanan Dinas Kuitaasi Pos. Dalanr program kerjasama ASEAN, kegiatan pos
dan giro diarahkan pada peningkatan hubungan ekonomi dan budaya.

Selama tahun pertama dan kedua PELITA III telah selesai dibangun g4 kantor
pos pembantu dan kantor pos tambahan serta diadakan 519 buah kendaraan roda dua,
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8 buah kendaraan pos dan 226 b,rah bis surat. Dengan makin meluasnya pembangunan

kantor pos tersebut maka makin meluas pula pelayanan jasa pos ke seluruh lapisan marya'

rakat. Sehubungur dengan itu pada sa€t ini sekitar 80 persen ataru 2.632 kecamatan dari

3,290 kecamatan yang ada telah mendapat pelayanan pos, sedangkan dari sebanyak 233

lokasi transmigrasi yang tersebar di 19 ptopinsi, 138 lokasi atau sekitar 52 persen

diantaranya telah mendapatkan fasilitas pos berupa kantor pos pembantu, rumah pos

maupun dinas pos keliling,

Dalam pada itu arus lalu lintas pos dan giro selalu menunjukkan peningkatan yang

cukup berarti semenjak dilaksanakurnya PELITA. Pada tahun 1980 jumlah surat pos

telah mencapai sebanyak 276,2 jnta buah, weselpos meliputi Rp 246,72 milyar, peredaran

giro dan cekpos sebesar Rp 1.158,7 milyar serta tabungan pada BTN sebesar Rp 32.338,06
juta. Sedangkan dalam tahun 1979 masing-masing baru berjumlah 265,86 juta buah,
Rp 774,56 milyar, Rp 1.113,16 milyar serta Rp 20.703,8 juta, yang berarti masing-masing
mengalami peningkatan sebesar 3B persen,41,O persen,4,l petsen dan 56,2 persen. Per-

kembangan arus lalu lintas pos dan giro dapat diikuti pada Tabel VIL 71.

Di bidang meteorologi dan geofisika, kebijaksanaan yang ditempuh dalam PELITA III

antara lain adalah memperluas jaringan stasiun pengarnat dan msningkatkan kemampuan
stasiun-stasiun yang telah ada. Di samping itu juga diusahakan untuk meningkatkan ke-

telitian dan menyajikan betbagai variasi data dengan menggunakan peralatan yang lebih

sempuma seperti komputer, stasiun bumi penerima yang berhubungan dengur satelit
( ground satelite receiver ) dan alat pengukur cuaca ( weather radar ). Dalam pada itu kini

sedang dilakukan pula pembangunan Forecast Cente dan Sub Forecast Centre dengan

segala penunjangnya, pembangunan wilayah meteorologi dan geofisika, melaksanakan
berbagai penelitian m€teorologi dan geofisika serta memberikar pendidikan bagi para
pegawai di bidang meteorologi dan geofisika.

Sementara itu dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui jaringan telekomuni-
kasi meteorologi, kini telah dipakai peralatan telekornunikasi secara lengkap dengan pe-
nunjangnya termasuk pula peralatan Automatic Message Switchilg System yaitu pengatur
lalu lintas data ( traffic dau ) secara otomatis. Untuk melengkapi jaringan pengamat udara,
kini telah digunakm alat windfinding radar lengkap dengan penunjangnya.

Pariwisata

Pembangunan dalam PELITA III di bidang pariwisata antara lain adalah melaksana-
kan pembangunan fisik di lingkungan obyek wisata budaya, mengadakan fasilitas umum
pada obyek-obyek wisata alam serta mengusahakan kelancaran pengangkutan ke dan dari
daerah obyek wisata secara selektif. Di samping itu dilakukan juga monitoring dan evaluasi
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T a b e l  V l L 7 1

ARUS LALU LINTAS POS DAN GIRO, 1969 - 1980

T a h u n Surat pos
(juta)

WerelpoB
( milyar rupian )

Per€dzran gfuo
datr cckpos

(nilyar rupiah)

Tabulgan pada
Bank Tabungan Negara

fiuta rupiah)

1969
1970

l97 l

t972
1973
1974
r915
1976
197?
l9?8
1979 o\
1980 ' /

141,00
159,00

181 ,90

196,00
176,50
ta?,23
r99,84
200,56
236,7 0

265,86
276,20

14,90
20,81

26,44

s2,53

63,50
81,29
99,48

121,71
I38,81
t74,56
246,r2

9?,65
106,65

124,30

151,26
204,19
325,61
426,45
47 t,+5
660,59
840,54

l . l  19 ,16
r .158 ,70

59,37
146,05
gt1 ,65
499,52

2.525,82
4.958,rE
7.O42,t7

10.908,E0
15.526,00 , \
20.703,80 

^ /

32.338,06

r) Angka dip€rbaiki
2) Angka sementara

T e b e l  v I I . 7 2

PERKEMBANGAN DI BIDANG PARIWISATA, 1969 - 1981

T e h u n (olangl
Kamar hotel

(kainar)
Bilo Pffjalanan P€n€rimaan devisa Tenaga ke{a

( tuah ) (iuta US $) (orans)

1969
1970
l9  7 l
t972
1 9 7 3

r915
1 9 7 6
1977
1 9 7 8
1979
1980
rg8 t  3 )

86.067
r29.3r9
t81.046
22r.197
27S.503
513.452
366.295
40t.237
486.779
468.614
501.430
561.178
256.236

29?
359

2+2

4L+
437
453
464
467
295
330
40x

10,8
16,2
22,6
?7,6
40,9

62,3
70,6
8 I ,3

250,7
280,6
t  28 ,1

7.233
8.27I

10.048
_  l ,

48.300
55.960

_  l )

_ r )
_  r )
_  l )

82.102
-  r )

3 .390
3 ,671
4,850
5 .5 r0

I r.000
t2.7 66
21,925
42.356
42.57 5
16 .756  ? )

18.602 2)

ft .7022)

l) Data tidak telsefia
2) Hasil klasifikasi
3) Argta sementara
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terhadap usaha pengembangan kepariwisataan serta Penyusunan pola yang baku bagi pe-

ngembangan daerah tujuan wisaa.

Dalam tahun 1980 telah banyak dilakukan kegiatan untuk meningkatkan arus

wisatawan asing ke Indonesia. Sehubungan dengan itu citra pariwisata Indonesia pada

saat ini telah lebih mantap di beberapa Pasaran utama khususnya Australia. Pemantapan

citra itu telah tumbuh dari tingkat perhatian ke minat berkunjung yang nampak dari ke-

naikan jum)ah wisatawan Australia dalam tahun 1980 yang sudah mencapai 82.045 kunjung-

an dibandingkan dengan tahun 1979 dengan 61.o07 kunjungan atau telah terjadi pe-

ningkatan sebesar 34,5 persen. Kenaikan yang juga cukup menonjol yaitu di atas 5.000

kunjungan terlihat pada jumlah wisatawan berkebangsaan Amerika Serikat, Inggris,

Singapura dan Jepang. Sedangkan kenaikan an tara 1.000 - 5.000 kunjungan terjadi pada

wisatawar berkeburgsaan Amerika Tengah, Amerika Selatan, Belgia, ltalia dan Selandia

Baru. Secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan asing dalam tahun 1980 adalah

sebanyak 567.l78kaliyang berarti meningkat sebesar 11,9 persen bila dibandingkan dengan

tahun 1979 yang baru berjumlah 501.430 kunjungan. Tingkat kenaikan ini berarti lebih

besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang besarnya hanya

7 persen. Dengan demikian terlihat bahwa dewasa ini telah terjadi kenaikan kunjungan

wisatawan dari hampir semua bangsa kecuali Perancis, Jerman, Thailand, Hongkong dan

Taiwan.

Sementara itu pendekatan dan upaya pemasaf,an pariwisata terus ditingkatkan.
Peningkatan pemasaran dan pembinaan maryarakat (Binmas) di dalam negeri ditujukan
untuk mendorong a1ar watgl Indonesia lebih banyak berwisata dan benekreasi pada obyek-
obyek wisata di dalam negeri. Pemasaran wisata regional seperti ke negara ASEAN, Australia
dan Jepang juga terus ditingkatkan, dan di samping itu telah dilakukan pula pemasaran
ke negara di luar ASEAN seperti Hongkong yang ditangani secara terkoordinir dan teratur
serta ditunjang oleh usaha promosi secara mantap. Dalam rangka pemasaran ke negara
ASEAN khususnya Malaysia telah ditonjolkan obyekobyek wisata yang berkaitan dengan
keagamaan (religi) seperti Cirebon, Kudus dan Demak. Sedangkan untuk Singapura ke-
giatan pemasaran dilakukan secara lebih intensif baik kepada orang Singapura sendiri
maupun kepada wisatawan asing yang datang ke Singapura. Selanjumya kegiatan pemasaran
ke Jepang telah ditingkatkan pula melalui pengadaan bahan informasi dan promosi dalam
bahasa Jepang yang disesuaikan dengan selera pasar.

Dalam pada itu kini juga ditingkatkan promosi pada pasaran jarak jauh (long haut)
seperti Eropa Barat dan Amerika Utara. Untuk kawasan Eropa Barat telah terjalin kerjasama
antara Swiss Air dan British Airways dengan fihak Garuda lndonesian Airways dalam rangka
memanfaatkan terbukanya jalur penerbangar antara Eropa Barat - Indonesia, sedangkan
kegiatur promosi yang antara lain ditujukan ke pasaran Inggris, Belanda, Jerman dan
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perancis akan ditingkatk". di masa mendatang, Kegiatan kepariwisataan yang menonjol

di Amerika utara adalah dengan terjalinnya hubungan dengan tour oP€ratol, serta pemasalgan

iklan secara srrial dalam mal:.lah Pacific Travel News (PTN). Dalam menampilkan identitas

Indonesia sebagai Daerah Tujuan wisata (DTw), kini tela} ditampilkan thema "Bhineka

Tunggal lka" (Unity in DiversirT) yang sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional

lainnya. Produk wisata yang telah ditampilkan' pada berbagai pasaran selama tahun 1980

antara lain adalah paket tradisional yang telah ada pada 10 DTw serta paket di luar jalur

tradisional. Paket-paltet tersebut meliputi paket budaya dan paket khusus yang terdiri atas

wisata aIam, wisata laut (marine) dan wisata konvensi.

untuk mengatasi kekurangan bahan promosi di luar negeri, kini telah didatangkan

editor serta penulis wisata melalui kegiatan Fam Tour dan selanjumya mereka menulis

dan menerbitkan bahan promosi mengenai obyek wisata Indonesia seperti guide book,

artikel dan coverage lainnya dalam majalah, surat kabar dan bulletin di pasatan utama luar

negeri. Selain itu pelayanan informasi dalam benok korespondensi luar negeri mengalami

peningkatan dan zudah cenderung mengarah pada pertanyaan mengenai rencana perjalanan

dari calon wisatawar,

Mengenai bina masyarakat dan promosi dalam negeri kini telah dilakukan secara

lebih intensif dan tera^rah, antara lain melalui kegiatan penertiban' siaran pers, pameran

sea Games dan Pekan Raya Jakarta (Jakarta Faif). selain itu usaha ini dilakukan juga

melalui media TVRI dalam siaran pembangunan pariwisata yang memberikan gambaran

tentang kegiatan kepariwisataan di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu dilakukan

pula promosi pafiwisara dalam negeri antara lain melalui kelabl<elab asing yang berada

di Indonesia, kelab-kelab profesional, wisata remaja, kaum ibu dan para guru. Perkembangar

di bidang kepariwisataan dapat diikuti pada TabelVll.Tz'

7,3.5. Pekerjaan umum

Sumber daya alam ( SDA ) terutama lahan adalah merupakan suatu faktor yarg

berkaitan erat dengan semua bidarg pembangunan terutama bidang pertanian' industri'

pemukiman dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha pemenuhan ke-

brtuh"., hidup manusia. Sehubungan dengan itu maka telah dilakukan pengembangan

secara terencana terhadap sumber daya alam serta menjadikannya suatu land,'san kebijak'

sanaan di bidang pekerjaan umum dalam menen kar prioritas daripada program dan pe-

ngembangan wilayah di dalam menuju keseimbangan antardaerah Dengan adan'"a fengem-

bangan tersebut yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan produksi, uaik barang

,rr",rpun i"o, yang berguna bagi kepentingan masyarakat, akan dapat diatri' pula zuatu

lingkrrrrgrt yang sehat dan dinamis serta sesuai dengan pola tata ruang yang dc' 'mengikat

segal, bentuk fisik dan hayati ke dalam satu kesatuan kehidupan masvarakat i berbagai
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daerah dalam pengembangan wilayahnya. Dengan demikian rnaka pembangunan di bidang
pengairan, cipta karya dan bina marga dalam hubungannya dengan pengembangan wilayah
ini akan diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah
dan terpadu serta berlangsung secala berkesinambungan.

Di bidang pengairan, sasaran pembangunan dalam tahun ketiga PELITA III antara
lain adalah rehabilitasi jaringan utama, pembangunan jaringan tersier serta penyempumaan
lahan pada daerah rawa dal pasang surut. Di samping itu akan dilakukan juga pengembangar.
pemanfaatan sungai untuk jaringan .irigasi, keperluan air minum serta pembangkit hidrc
listrik.

Pengairan

Kegiatan di bidurg pengairan ditujukan unftk menunjang produksi pangan melalui
penyediaan air irigasi yang cukup, pengamanan areal produksi dari kerusakan akibat banjir,
menunjang pemanfaatan areal pertanian baru, serta menunjang pembangunan sektor indus-
ui, baik melalui pembangunan instalasi listrik tenaga air maupun melalui penyediaan air
untuk bahan baku industi. Pemanfaatan lahan bagi pengembangan wilayah dur kesehatan
masyarakat dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan air baku agar mendorong
pertumbuhan dan keseimbangan dalam perkembangan wilayah. Guna pemanfaatan lahan
menuju kepada produksi optimum maka telah ditingkatkan pembangunan jaringan tersier
dan kuarter dan dilakukan pula peny'uluhan ke arah terbentuknya organisasi petani pemakai
air yang lebih mantap.

Sementara itu hasil yang telah dicapai di bidang perbaikan dan peningkatan irigasi
pada tahun 7978/1979 dan 7979/!980 masing-masing adalah meliputi areal seluas
L.463.913 hektar dan 7.543.777 hektar. Sedangkan sampai dengan tahun lgg1lTggT
jaringan irigasi yang telah selesai direhabilitasi meliputi areal seluas 7.624.162 hektar. pem-
bangunan tersebut antara lain meliputi Proyek Serayu, Delta Brantas, Tabo-tabo, Sima-
lungun, Mbay Lembar, Kalimantong, Jeneberang, Tukad Ajung Yeh Ho, Warujayeng Turi
Tunggorono, Prosida, Prosijat serta irigasi Aceh Utara dan Aceh Barat.

Pelaksanaan progam pembangunan di sektor pengairan telah mempoluas daerah
pengairan potensial dari 4,36 juta hektar pada akhir tahun 1978 merrjadi 4,55 juta hektar
pada akhir tahun 1979. Hasil pembargunan pengairan yang telah dicapai dalam tahun
1980/1981 antara lain berupa rehabilitasi jaringan utama seluas 80.391 hektar, pembangun-
an jaringan Ligasi baru seluas 89.117 hektar serta pembukaan daerah pasang surut dan
daerah rawa masing-masing seluas 21.968 hektar dan 5.200 hektar. Di samping itu di bidang
penyelamatan hutan, tanah dan air juga telah selesai dilakukan perbaikan serta pengamanan
sungai seluas 65.010 hektar, Dalam rangka pelaksanaan perbaikan dan peningkatan irigasi,
dalam tahun l980ll98L telah dilaksanakar penyempurnaan dan pembangunan jadngan
tersier seluas 128.9 3 3 hektar.
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Agar zupaya jaringan irigasi yang telah selesai dibangun dapat segera berfungsi dan
dimanfaatkan dengan efektif, maka dalam tahun 1980/1981 telah berhasi.l diselesaikan
penyempumaan dan pembangunan saluran irigasi tersier dan saluran pembuangan untuk
areal seluas 128.933 hektar. Selanjumya melalui proyek irigasi Jatiluhur telah selesai dilaku-
kan pembangunan jaringan utama dan jaringan tersier dengan areal masing-masing seluas
18,000 hektfi dan 49.000 hektar. Di bidang pembangunan jaringan irigasi baru, sampai
dengar tahun 1980/1981 telah berhasil dibuka areal seluas 735.282 hektar. Dalam pada
itu telah dipersiapkan pula proyek irigasi khusus dalam rangka pembangunan prasarana
irigasi baru yang besar dan memerlukan penimganan yang lebih serius. Proyek yang termasuk
dalam kelompok irigasi ini artara lain adalah Kali Progo, Kedu Selatan, Gumbasa, Krueng

Jrue, Way Jepara, Dumoga, Teluk Lada, Belitang, Batang Gadis, Panti Rao, Krueng Baro
dan Semboja. Sementara itu di bidang pengembangan daerah rawa, pada tahun 1979/1980
dan 1980/1981 telah bohasil diperluas areal pertanian masing-masing seluas 365.888
hektar dan 393.056 hektar. Sedangkan dalam program pengamanan sungai, pada tahun
7980/198I telah berhasil dilakukan pengamanar terhadap areal seluas 65.010 hektar
( Tabel VII. 73 ).

Cipta karya

Pembangunan yang ditempuh di bidang cipta karya dalam PELITA III antara lain
adalah untuk memberikan pelayanan kepada maryarakat dalam memenuhi kebutuhan
pokok kehidupannya yaitu meliputi air bersih, perumahan, prasarana dan sarana kesehatan
lingkungan, serta penataan kota dan daerah. Dalam hubungan ini penanganan mengenai
kebutuhan air bersih ini dilaksanakan secara bertahap dan berpegang pada prinsip pe-
merataan pelayanan. Sasaxan yarg akan dicapai selama PELITA III adalah memenuhi
kebutuhan 60 persen dari penduduk kota dengan standar minimal 60 liter per detik. Untuk
itu telah dilakukan peningkatan penyediaan air bersih, baik berupa kapasitas maupun
pelayanannya, kepada masyarakat secara lebih merata dan meluas ke 24 Dati I meliputi
135 kota. Pada tahun terakhir pelaksanaan PELITA II kapasitas produksi air bersih adalah
sebesar 1.498 liter per detik dan tersebar pada 35 kota, sedangkan dalam tahun kedua
PELITA III kapasitas produksi air bersih telah berhasil ditingkatkan menjadi 2.049 liter
per detik. Peningkatan tersebut dilakukan terhadap 56 kota, antara lain Medan dengan
40 liter per detik, Kalianget dengan 10 liter per detik, Tangerang dengan 20 liter per detik,
Bekasi dengan 20 liter per detik, Tanjung Karang dengan 70 liter per detik, Kotabumi
dengan 60 liter per detik, Serang dengur 9O liter per detik serta Banjar dengan 20 liter
per detik. Di samping itu dilakukan juga peningkatan terhadap daerah Waingapu dengan
30 liter per detik, Maumere dengan 25 liter per detik, Kupang dengan 75 iiter per detik,
Magelang dengan 120 liter per detik, Sragen dengan 48 liter per detik, Depok dengan 35 liter
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per detik, Batujajar dengan 20 liter per detik, Malang dengan 500 liter per detik, Banyu-

wangi dengan 40 liter per detik, Gilimanuk dengan 24 Liter per detik, Samarinda dengan

180 liter per detik serta Tomohon dengan 24 liter per detik.

Selama pelaksanaan PELITA lll telah dilakukan pula peningkatan di dalam pelayan-

an air bersih kepada masyarakat. Dalam tahun teraklir pelaksanaan PELITA II telah di-

lakukan penambahan seburyak 19.58o buah sambungan rumah serta 63 buah hidran umum

yang mampu melayani lebih-kurang 208.400 orang penduduk, sedangkan dalam tahun

kedua PELITA III telah berhasil ditingkatkan pelayanan air bersih tersebut melalui pe-

nambahan sambungan rumah sebanyak 52.7o7 b'tah dan hidran umum sebanyak 1.904

buah. Peningkatan tersebut dapat menjangkau sekitar 901.870 penduduk di berbagai daerah

pemukiman kot:r, termasuk penduduk yang tinggal di kampung-kampung.

Di bidang perumahan rakyat, pembangunannya ditujukan untuk membar$ masya-

rakat di dalam memperoleh rumah yang layak dan sehat dengan sistem pemilikan yang

terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, Sarnpai sa-at ini prioritas pembangunan

perumahan masih ditekankur pada pembanglnan di ibukota propinsi dan ibukota kabu-

paten/kotamadya dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang, serta kota-kota lain

atas dasar pertimbangan kepadatan penduduk dan kondisi kota yang bersangkutan. Kegiatan

utama di bidang perumahan rakyat meliputi perbaikan lingkungan perumahan kota, Per-
baikan kampung, pengadaan perumahan rakyat melalui Perum Perumnas dan swadaya

masyarakat, serta p€mugaran perumahan desa, Dalam hubungur ini kegiatan perbaika.n

lingkungan perumahan kota dan perbaikan kampung terus ditingkatkan dan dikembangkan

di berbagai kota terutama ibukota propinsi. Di samping itu kegiatan ini ditujukan pula

terhadap kota menengah dan kota-kota kecil melalui usaha perintisan meliputi areal seluas
15 ribu hektar yang mencakup penduduk sekitar 3 ,5 juta ora:rg.

Pelaksanaan perbaikan kampung dalam tahun pertama PELITA III telah mencakup
13 kota seluas 1.979,9 hektar dengan penduduk sebanyak 500.580 orang. Dalam tahun
kedua PELITA III kegiatan tersebut telah dapat mencakup 24 Dati I yang tersebar pada
52 kota dan meliputi areal seluas 2.915 hektar dengur penduduk sebanyak 969.770 orung.

Jumlah tersebut antara lain mencakup kota Jakarta seluas 1.050 hektar meliputi 500.000
orang, Bandung seluas 70 hektar meliputi 21.000 orang, Cirebon seluas 30 hektar meliputi
6.000 orang, Bogor seluas 50 hektat m€liputi 19.25O ormg, Bekasi seluas 50 hektar meliputi
7.000 orang, Tangerang seluas 50 hektar meliputi 8.025 orang, Cimahi seluas 10 hektar
me[puti 3.850 orarg, Semarang seluas 158 hektar meliputi 32.000 orang, dan Surakarta
seluas 115 hektar meliputi 17.000 orang. Di samping itu dilakukan juga di Surabaya yang
mencakup areal seluas 232 hektar yang meliputi 92.000 orang, Brastagi seluas 10 hektar
meliputi 1.875 orang, Denpasar seluas 30 hektar meliputi 4.400 orang, Ujungpandang
seluas 200 hektar meliputi 46.000 orang, Banda Aceh seluas 70 hektar meliputi 13.125
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orang, Banjarmasin seluas ,10 hektar meliputi 16.000 orang dan Manado seluas 40 hektar

meliputi 7,000 orang.

S€menta.ra itu dalam rangka pengadaan perumahan rakyat melalui Perum Perumnas,
pada akhir PELITA II telah dibangun sebanyak 42,266 l:nit rumah terdiri atas 17.704 unit

rumah sederhura dan 24,562 unit rumah inti yang tersebar pada 72 kota, Dalam tahun
pertama PELITA III jumlah yang dibangun adalah sebanyak 13.732 unit rumah yang
terdiri atas 7.584 unit rumah sederhana dan flat serta 6.148 unit rumah inti yang tersebar
pada 2O kota. S€dangkan dalam tahun kedua PELITA III jumlah rumah yang dibangun
meliputi 19.123 unit rumah terdiri atas 10.163 unit rumah sederhana dan flat serta 8.960
unit rumah inti yang tersebar pada 25 propinsi. Dalam tahun ketiga PELITA III sampai
dengan bulan Agustus 1981, Perum Perumnas telah berhasil membangun *banyak 22.930

unit rumah terdiri atas 14.000 unit rumah sederhana dan flat serta 8.930 unit rumah inti
yang tersebar pada 29 kota. Hal ini berarti pula bahwa Perumnas telah dapat melaksanakan
pengadaan fasilitas rumah beserta lingkungannya bagi 164.886 orang penduduk kota.

Hasil pembangunan perumahan rakyat oleh Perum Perumnas dapat diikuti pada

Tabel VII. 74, Sementara iru pengadaan perumahan rakyat melalui usaha swadaya masya-

rakat, antara lain melalui usaha PT, Papan Sejahtera, yayasan serta real estate, telah me'

nunjukkan perkembangan yang positif dalam menunjang pembangunan perumahan rakyat

secara nasional. Demikian juga fungsi Bank Tabungan Negara dalam menunjang program
perumahan rakyat terus ditingkatkan dengan sasaran utamanya membantu masyarakat
berpenghasilan rendah dan sedang,

Di bidang pemugaran perumahan desa, dalam tahun kedua PELITA III kegiatannya
terus ditingkatkan dengan pertambahan sekitar 1.000 desa termasuk 90 desa yang merupa-
kan daerah bencana alam. Pemugaran perumahan desa tersebut mencakup 100 desa swa-
daya, 2lO desa swakarya dan 600 desa swasembada. Dese yang mengalami pemugaran
rumah tersebut berada di berbagai Dati I yaitu di D.L Aceh sebanyak 44 desa, di Sumatera
Utara 33 desa, di Sumatera Baxat 35 desa, di Lampung 20 desa, di Jambi 17 desa, di Riau
18 desa, di Bengkulu 14 desa serta di Sumatera Selatan sebanyak 23 ilesa. Di samping
itu juga dibangun di Jawa Barat sebanyak 105 desa, di Jawa Tengah 145 desa, di D.I. Yogya-
karta 31 desa, di Jawa Timur 95 desa, di Kalimantan Barat 34 desa, di Kalimantan Tengah
12 desa, di Kalimantan Selatan 21 desa, di Kalimantan Timur 11 desa, di Bali 36 desa,
di Nusa Tenggara Barat 37 desa, di Nusa Tenggara Timur 43 desa, di Sulawesi Selatan
43 desa, di Sulawesi Tengah 30 desa, di Sulawesi Utaru 42 desa, di Sulawesi Tenggara
11 desa serta di Maluku sebanyak 10 desa. Sedangkan dalam kaitannya dengarr penanggu-
langan bencana alam, telah dilakukan pemugaran perumahan desa di 90 desa, yaitu di
Dati I Bengkulu sebanyak 32 desa, di Jawa Barat 26 des,di Jawa Tengah 7 desa, di Bali

6 desa, di Nusa Tenggara Barat 12 desa dan di Nusa Tenggara Timur 7 desa. Pelaksanaan
pemugaran perumahan desa tersebut urtata lail meliputi pemugaran terhadap 29.456
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rumah, peningkatan jalan lingkungan desa sepanjang 968,6 km, pengadaan sarana air bersih

sebanyak 910 unit, serta pengadaan 9 I 0 unit temPat MCK.

Di bidang penyediaan air bersih, selama PELITA II jumlah perusahaan ak bersih

yang telah didirikan adalah sebanyak 50 buah. Kemudian dalam tahun Pertama PELITA III

usaha ini ditingkatkan lagi dengan pendirian 15 perusahaan. Sedangkaa dalam tahun kedua

PELITA III telah dapat didirikan lagi 26 perusahaan daerah di bidang air minum yang

tersebar di kota Pidie, Kaba:rjahe, Solok, Sawahlunto, Payakumbuh, Rengat, Curup, Lubuk

linggau, Lebak, Subang, Pandegelang, Majalengka, Pati, Kudus, Pelabuhan Ratu, Ngawi,

Nganjuk, Jombang, Probolinggo, Gianyar, Kutai, Palopo, Watampone, Ternate dan Bima.

Dengar demikian jumlah seluruh perusahaan pengelolaan air minum telah mencapai 91 buah.

Dalam rangka penyehatan lingkungan pemukiman di bidang persampahan, air

kotor dan drainase, dalam tahun kedua PELITA III telah dilaksanakan pembangunan

yang masih terbatas pada beberapa kota yang sangat rawan keadaannya. Kegiatan ini dikait-

kan pula dengan perbaikan kampung di 15 kota yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palem-

bang, Jakarta, Bandung, Mzjzlzya, Indramayu, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak,

Banjarmasin, Ujungpandang dan Madiun. Sedangkan yang khusus menangani penanggulang-

an masalah sampah adalah kota Medar, Bandung, Pontianak, Semarang, DKI Jakarta,
Banjarmasin, Ujungpandang dan Denpasar.

Bina marga

Pembangunan dalam PELITA III di bidang jalan dan jembatan telah memberikan

prioritas utama pada penunjangan jaringan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh

Indonesia agar cepat berfungsi dalam menampung arus lalu lintas orang, barang dan jasa

baik setelah maupun selama dilakukan penanganan jalan. Dengan terbukanya hubungan

antardaerah maka hal ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat di daerah itu

dalam pengembangan wilayahnya Sehubungan dengan itu maka dilakukan pemeliharaan,

perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan setempat pada ruas{uas jalan yang

ada agar senantiasa berada dalam kondisi yang mantap dan baik.

Pembangunan jalan baru adalah merupakan pembangunan ruas-ruas jalan baru

yang diperlukan, baik dalam bentuk jalan a.lternatif mauPun guna pembukaan daerah baru

atau untuk pengembangan wilayah. Pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan hanya

dilakukan pada proyek lanjutan, sedangkan pembangunan jalan tol hanya dilakukan di

daerah yang telah menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pem-

biayaan yang dibebankan pada pemakai jalan. Hasil yang dicapai di bidang pembangunan
jalan dan jembatan dapat diikuti pada Tabel VII. 75.

Dalam pada itu pembangunan jalan arteri dan jalan kolektor yang dilakukan se-

caxa terus-menerus telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan yaitu dengan
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s€makin bertambahnya jalan yang berkondisi baik. Dalam tahun 1979i1980, kondisi jalan
mantap, jalan tidak mantap dan jalan kritis masing-masing adalah sepanjang 5,759 km,
25.144 km dn 6.625 km, sedangkan dalam tahun l980ll987 panjang jalan yang ber-
kondisi mantap telah meningkat menjadi 6.004 km, dan di lain pihak jalan yang berkondisi
tidak mantap dan kritis telah menurun masing-masing menjadi 25.028 km dan 6.535 km.



BAB VIII

KESEJAHTERAAN, HUKI,]M DAN HANKAiVTNAS

8.1. Pendahuluan

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan seluruh maryarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung makna adanya
keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulata-n yang utuh dalam seluruh rangkaian
kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, walaupun bidang ekonomi menempati prioritas
pertama dalam pembangunan nasional, tidaklah berarti bid,ng-bidang lainnya dikesamping-
kan bahkan senantiasa ditingkatkan dalam suatu kegiatan pembangunan yang serasi. HaJ
ini tiada lain dimaksudkan agar perubahanaerubahan sosial dan budaya yang tim bul dari
keberhasilan pembangunan tidak akan mengganggu bahkan diharapkan dapat mendukung
proses pembangunan im sendiri di dalam mengusahakan terwujudnya masyarakat Indonesia
yang maju tetap.i tetap berkepribadian Indonesia.

Berdasarkan kepada pola kebijaksanaan tersebut maka kehidupan keagamaan perlu
dikembangkan agar manifestasi dari ketaqwaan manusia Indonesia kepada Tuhan yang
Maha Esa yang dilandasi oleh tuntunan agama benar-benar dapat diwujudkan dalam per.
buatan nyata. Demikian pula terus dibina dan dipupuk suasana hidup rukun di antara
sesama dan semua umat beragama serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa, sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Dengan
demikian umat beragama yang merupakan bagian terbesar daripada rakyat Indonesia dapat
menjadikan dirinya sebagai modal utama pembangunan nasional, menuju tercapainya
tu.luan nasional yang dicita-citaka:r.

Sejalan dengan usaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa maka jalur pendidikan memiliki peranan besar di dalamnya. Melalui
pembangunan di bidang pendidikan ingin diusahakan tingkat kecerdasan clan ketrampilan
yang tinggi daripada raLyat Indonesia yang disertai dcngan budi pekerti luhur, kepribadian
yang kuat dan semangat kebangsaan yang tebal. oleh sebab itu sistem pendidikan nasional
perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang dengan mengikutserta-
kan pihak swasta di dalamnya. Ruang lingkup penyelenggaraannya tidaklah terbatas hanya
pada pendidikan formal, melainkan menjangkau pula pendidikan luar sekolah seperti pen-
didikan kemasyarakatan, kepramukaan, latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf
dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada. Erat hubungannya dengan pem-
bangunan pendidikan, maka kebudayaan nasional senantiasa dipertahankan kelestariannya
bahkan dikembangkan melalui penerapan n ai-nilai luhur sesuai dengan norml-norma
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Pancasila, sekaligus mencegah nilai-nilai budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang
sempit. Dengan jalan demikian dapat lebih diperkuat jiwa kesatuan dan kepribadian bangsa
serta dipertebal harga diri dan kebanggaan nasional.

Pengembangan sumber daya manusia yang ditempuh melalui jalur pendidikan
dan kebudayaan tersebut akan dapat memenuhi hasil yang diharapkan bila didukung oleh
derajat kesehatan jasmani dan rokhani yang tinggi daripada manusia itu sendiri. Menyadari
betapa pentingnya peranan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia maka
dari tahun ke tahun pembangunan di bidang kesehatan senandasa diberi prioritas tinggi,
agar keadaan kesehaan rakyat yang pada umumnya masih berada pada taraf yang rendah
berangsur-angsur dapat diperbaiki. Derajat kesehatan rakyat yang semakin baik tersebut
pada gilirannya juga merupakan penunjang pembangunan yang berkesinambungan. Sejajar
dengan peningkatan kesehatan, program kependudukan kini tengah digalakkan dengan
sasaran yarg ingin dicapai bukanlah sekedar menekan pertumbuhan jumlah penduduk
melainkan juga memantapkan pelembagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejalrtera.
Sedangkan untuk mengatasi hambatan sosial yang dialami oleh individu, kelompok orang
maupun kesatuan masyarakat, maka kegiatan pelayanan sosial terus ditingkatkan, sehingga
mereka dapat meningkatkan kemampuan dirinya unruk berperan dalam pembangunan.

Proses pembangunan tidak seluruhnya membawa pengaruh positif dalam memper-
cepat tercapainya tujuan dari pembangunan itu sendiri, namun kadang-kada.ng membawa
akibat sampingan yang tidak serasi yang dapat mengganggu bahkan merusak tatanilai.
Oleh sebab itu produk-produk dalam kerangka pembangunan hukum dimaksudkan agar
hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai landasan dan sekaligus penunjang bagi pem-
bangunan, khususnya dalarn mewujudkan ketertiban dan keadilan. Selanjumya didukung
oleh pembangunan Hankamnas yang kini diarahkan pada perwujudan strategi pertahanan
penangkalan maka ingin diwujudkan aparat dan sistem keamanan yang mampu mengaman-
kan jalannya roda pembangunan yang makin merata ke segenap pelosok tanah air.

Pemerataan pembangunan sebagaimara tercermin dad berbagai proyek pembangun-
an sektoral, regional maupun proyek-proyek Inpres telah cukup memberikan petunjuk
betapa besar perhatian Pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kemakmuran dan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun tetap disadari bahwa usaha besar
dan berskala nasiona.l tersebut tidak mungkin membawa hasil yang diharapkan tanpa di-
topang oleh sikap mental yang baik dan tekad yang besar dari para penyelenggara negara
serta partisipasi aktif dari seluruh rakyat. Dari sebab itulah peranan penerangan dan media
massa perlu diperbesar porsinya agar semangat pengabdian dapat digelorakan, persa an
dan kesatuan nasional dapat diperkokoh, rasa tanggung jawab dan disiplin nasional dapat
dipertebal serta partisipasi aktif maryarakat dalam pembangunan dapat digairahkan.
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8.2. Agana

Pembangunan sarana kehidupan keagamaan sebagai salah satu upaya untuk me-
ningkatlan kehidupan keagamaan antara lain dilakukan dengr-n pengadaan kitab suci
dari berbagi agama di Indonesia. Di samping itu telah pula digiatkan usaha untuk men-
terjemahkan kitab zuci sehingga dapat mudah dipelajari dan dipahami oleh masyarakat.
Dalam tahun 198711982 pengadaan kitab suci mencapai jumlah sebanyak 1.650 ribu
buah yang terdiri dari kitab suci Al qur'an, Injil Protestan, Injil Katolik, kitab suci agama
Hindu serta kitab suci agama Budha, masing-masing berjumlah 1.443 ribu, 81 ribu, 8l ribu,
32,5 ribu dan 12,5 ribu buah. Dengan demikian selama 3 uhun pelaksanaan REpELITA III
pengadaan berbagai kitab zuci tersebut telah mencapai sekitar 4.623 ribu buah, atau merupa-
kan 72,2 persen dari target REPELITA III sebanyak 6.400 ribu buah. Jumlah pengadaan
tersebut meliputi kitab suci Al Qur'an sebanyak 4.o37 ribu bua[, Injil protestar sebanyak
218 ribu buah,Injil Katolik 244 ribu buah, kitab suci agama Hindu sebanyak 88,5 ribu buah
serta kitab suci agarna Budha sebanyak 35,5 ribu buah.

Kegiatan lain dalam qsaha peningkatan kehidupan beragama adalah bantuan pem-
bangunan ataupun rehabilitasi tempat-tempat ibadal. Adapun sasarannya tetap diprioritas-
kan kepada daerah/lingkungan masyarakat yang masih lemah kehidupan sosial ekonominya
serta tempat ibadah yang rusak karena bencana alam. Di samping itu bantuan tersebut juga
diutamakan bagi tempat-tempat ibadah yang mempunyai nilai sejarah atau terletak di daerah
yang stategis untuk menunjaxg bidang pembangunan lainnya, seperti pada daerah ransmi-
grasi dan pariwisata. Selama 3 tahun pelaksanaan REPELITA III jumlah tempat ibadah yang
telah mendapat bantuan pembangunan/rehabilitasi adalah berjumlah 6.337 brah a:.art
merupakan 63$ persen dari target keseluruhan selama REPELITA III yang berjumlah
10.000 buah tempat ibadah. Jumlah baatuan yang diberikan dalam tahun L979/LggO,
l98o/19 8l dan 1987/1982 (sampai dengan bulan Agustus) masing-masing adalah 1.106 buah,
1.460 buah dan 3.435 buah tempat ibadah.

Barftan pembangunan/rehabilitasi rempat ibadah telah dapat merangsang kegiatan
swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah ibadah yang rerus meningkat.
Peningkatan kebutuhan tempat ibadah tersebut antara lain diakibatkan oleh makin ber-
tambah luasnya pemukiman baru serta meningkamya jumlah usia remaja yang diwajib-
kan oleh agamanya untuk menuneikan ibadahnya. Apabila pada akhir PELITA II jumlah
tempat ibadah baru berjumlah 452.289 buah maka dalam tahun ketiga REPELITA III telah
berkembang rnenjadi 541.078 buah, yang terdiri dari 476.943 m*sjid,32.135 gereja protes-
tAn, 70.872 gereja Katolik, 18.935 pura Hindu dan 2.19i vnhtra Budha. Di samping itu
kepada sejumlah lembaga keagamaan swasta dan tempat-tempat ibadah telah diberikan
bantuan buku-buku pedoman da'wah serta peralatan lainnya.
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Untuk menunjang suksesnya pelaksanaan undang-undarg perkawinan, dan secara
tidak langsung dimaksudkur pula untuk membantu pelaksanaar program nasional keluarga
berencana dan kependudukan, maka pembangunan balai nikah terus dilaksanakan. Jumlah
balai nikah yarg telah dibangun selama PELITA I berjumlah 80 buah dan bertambah se-
banyak 250 buah selama PELITA II. Sedangkan selama 3 tahun REPELITA III berhasil
dibangun sebanyak 906 buah. Dengan demikian balai nikah yang berhasil dibangun seluruh-
nya berjumlah 1.236 buah yang merupai<en 40 persen dari seluruh balai nikah yang
dibutuhkan sebanyak 3.087 buah. Sementere itu pembangunm balai sidang pengadilen
agama terus ditingkatkan pula. Pembangunan bdai sidang tersebut adalah merupakur
manifestasi dari peningkatan pelayanan kepada maryarakat untuk membantu penyelesaian
perselisihan keagamaan, serta dimaksudkan pula untuk mencegah terjadinya talak dan cerai
sebagai akibat dari kurang tertibnya pelaksanaan ketentuan agama dan peraturan perundang-
undangan yang adt. Pada PELITA II telah dibangun sebanyak 151 buah pengadilan agama
tingkat pertama dan I buai pengadilan agama tingkat banding. Sedargkan selama tiga
tahun pelaksanaan REPELITA III berhasil dibangun sebanyak 98 buah pengadilan agama
tingkat pertama dan 2 buah pengadilur agarna tingkat banding yang berarti balwa target
REPELITA III telah dapat dicapai.

Penyuluhan agama sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran m asyarakat
di dalam memahami dan mengenal ajaran agamanya telah makin digiatkan. Dari sensus pen-
duduk 1980 anura lain diperoleh hasil bahwapersentase jumlah pemeluk agamatelah semakin
meningkat dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1971, yaitu drri 97 ,7 4 persen
naik menjadi 98,95 persen. Hal ini berarti bahwa persentase masyarakat Indonesia yang tidak
beragama telah dapat diturunkan dai' 2,26 persen menjadi 1,05 persen. Penurunan tersebut
antara lain disebabkan oleh kegiatan penyuluhan agama selama PELITA II yang berhasil baik,
tenrtama di daerahdaerah suku terasing dan kelompok maryarakat teftentu lainnya. Di sam-
ping itu di kota-kota besar terlihat adurya peningkatan dengan kelompok remaja yang me-
ngunjungi tempat-tempat ibadah. Sejalan dengan itu dalam 3 tahun peruma pelaksanaan
REPELITA III rclah diberikan bimbingan agama Islam kepada 5.903 kelompok karyawan
dan kelompok masyarakat lainnya yang terdiri dari suku terasing,transmigrur dan kelompok
remaja serta berbagai kelompok khusus. Dalam waktu yang sama, bimbingan agama Kristen
Protestan telah diberikan kepada 249 kelompok suku terasing, transmigren dan nara pidana,
agama Kristen Katolik diberikan kepada,29? kelompok suku terasing dan trensmigran, serta
bimbingan agama Hindu dan Budha yang diberikan kepada 72 kelompok suku terasing
khuzusnya di daerah Bali dan pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Lampung. Bimbingan
keagama"an dari berbagai agama tersebut telah ditunjang pula dengan penyediaan buku-buku
dan brosur agama sertz sejumlah paket da'wah. Untuk menjangkau maryarakat yanglebih luas
lagi, penyuluhan dan bimbingan keagamaan juga telah dilakukan melalui RRI dan TVRI
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baik pusat maupun daerah. Masing-rnasing agama diberikan kesempaun untuk mengada-
kan siaran agiuna rata-rata dua kali dalam seminggu, baik dalam bentuk uraian, fragmen
maupun sandiwara, Khususnya bag, agana Islam, penyelengga.raan Musabaqoh rilawatil
Qur'an yang semakin melembaga di kalangan masyuakat pada dasarnya merupakan media
yang baik untuk mendukung bimbingan dan peny,uluhur agama Islam.

Melalui program bimbingan hidup beragama dan pengembangan kehidupan keagama_
an, maka telah ditingka&an pura usaha untuk memasyarakatkan pan casila arn p-+
di kalangan umat beragama. Berbagai langkah telah ditakukan antara rain dengan usaha
penyebarluasan penerangan mengenai laur berakang sejarah lahirnya pancasila, di manz
umat beragama khususnya umat Islam telah memberikan andilnya yang sangat besar.
Dengan demikian akan timbul pengertian, rasa memiliki dan rasa bertanggungjawai terhadap
pembudayaan Pancasila di kalangan umat beragama pada umumnya. Memasuki u}un per-
tama REPELITA III telah mulai dirintis penataran p-4 ba$ umat beragama yang dikaitlan
dengan kcgiatan da'wah dan pen€rangan agarna, dengan ,rr"n" p"rr"a-g* kepada sejumlah
tokoh-tokoh agama baik di pusat maupun di daerah yang diharapkan Japat meniadi kader
dan tenaga pembina bagi penyebaran dan pemantapan p-4 metaiui jalur agama jitd*g*
nrasyarakat luas. Di samping penatafan p-4 yang selama 3 tahun REpELiTA III rata-r"ata
pertahunnya diikuti oleh 2.200 juru penerang agama dan pemuka agama di seluruh pelosok
tanah. air, telah dibagikan pula buk-u-buku pedoman dengan jurnlah t'tarata. sianyak
15o ribu buah. Hasil nyata dari ke$atan rersebur rampak pada bebenpa har, anta.ta iain
bahwa Pancasila dan P-4 kini tampak semakin difahami oleh umat/pemuka agama. nahkan
khotbah-khotbah dan ceramah agama suda} dimulai dikaitkan dengan panciira, p-.4 dan
pernb angunan nasional.

Selanjutnya dengan maksud agar t€tap terjalin dan terjaminnya persatuan bangsa
maka kerukunan hidup r:mat seagama dan kerukunan antarumat beragarna p.rlu t.*s
dipupuk dan dimantapkan. Kegiatan yang telah d aksanakan serama pelaksanaan
REPELITA III antara lain meliputi musyawarah antanrmat seagama dan antarumat ber-
agama. Di samping itu d akukan pula kerjasama sosial kemasyarakatan baik oreh umat
seagama maupun antammat beragama sena mengadakan studi kasus dan observasi
mengenai masalah-masalah keagamaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan
yang diperlukan bagi usaha penyelesaian terhadap masalahgnasalah keagamaan yang timbul
diantara umat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah. Dari k.errtun
yang dilakukan selama ini kerukunan beragama terasa semakrn mantap, organisasi kealgama-
an yang sebelumnya banyak terpisah-pisah, saat ini telah dapat dipersatukan kembi dan
demikian pula dengan organisasi umat Budha yang telah dapat dipersatukan dalam orqanisasi
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Perwakilen Umat Budha Indonesia (WALUBI). Hasil yang paling mengesankan ialah dengan
terbentuknya Badan Muryawarah Antar Umat Beragama pada tanggal 30 Juni 1980.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan haji yang lancar, cepat, tertib
dan aman serta memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam ryariat agama, maka di samping
peningkatan kelengkapan sarana telah disempumakan pula metode dan mutu pelayanannya.
Dalam musim haji uhun 1981 telah mulai diterapkan sistem pelayanan yang baru yaitu
jemaah haji dikelompokkan berdasarkan daerah asal dengan pimpinan daerahnya masing-
masing dan petugas kesehatan serta pembimbing haji harus selalu berada di tengah-tengah
jernaah, Walaupun belum dapat menjangkau seluruh jumlah jemaah,sistem catering juga sudah
dicoba diterapkan dengan tujuan Lgar para jemaah dapat lebih memusatkan perhatian pada
pelaksanaan ibadahnya. Apabila sistem catering ini berhasil maka di tahun-tahun berikumya
akan diterapkan kepada semua jemaalr. Ivlengenai perkembangan jumlah jernaah haji dapat

diikuti pada Tabel VIII.1.

Guna meningkatkan mutu pendidikan agama, dewasa ini terus dilakukan pembauran

sistem pendidikan yang masih dualistis pada tingkat pendidikan dasar dan menengah antara
perguruan agama dengan sekolah+ekolah umum, Upaya yang dilakukan antara lain denga.n
meningkatkan pendidikan umum pada perguruan agama dur penyempumaan pendidikan
agama pada sekolah umum, di samping penyempumaar fasilitas pendidikannya. Dalam
hubungan ini beberapa usaha nyata telah dilakukan antara lain pembangunan madrasah
percontohan, penyempum,nn kurikulum, pengadaan buku standar, pembangunan dan
rehabilitasi gedunggedung madrasah serta penataran guru.

Dalam tahun 798111982 sampai dengan bulan Agustus, padaMadrasah IbtidaiyahNe-
geri (MIN) antara lain telah dilakukan pembangunan/perluasan gedung sebanyak 55 unit de-
ngan luas L7 .77 5 meter persegi,pengadaan buku sebanyak 3,8 juta buah,pengad a.an alatperaga
pendidikan sebanyak 160 unit serta penataran guru sebanyak 3.000 orang. Dengan demikian
selama 3 tahun pelalaanaan REPELITA III, kegiatan peningkatan mutu MIN tersebut
berftrut-turut telah mencakup pembangunan/perluasan 13 5 buah gedung dengan luas
57.194 meter persegi, pengadaan 4,0 juta buah buku, 401 unit alat peraga serta penataran
bagi 4.000 guru. Demikian juga kepada 2M bwh madrasah ibtidaiyah swasta antara lain
telah diberikan bantuan rehabilitasi gedung, serta bantuan buku pelajaran sebanyak 405
ribu buah, di samping penataran kepada sejumlah guru agama. Bantuan serupa telah di-
berikan pula kepada 113 madrasah tsanawiyah swasta. Berbagai bantuan yang telah
diberikan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa madrasah swasta tidak sedikit
jumlahnya dan pada dasarnya mempunyai potensi yang besar dalam pendidikan nasional,
tetapi madrasah dimaksud sangat kekurangan sarana dan prasiuana.

Seperti halnya pada madrasah ibtidaiyah maka usaha peningkatan mutu pada
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madrasah canawiyah secaxa nyata telah dilakukan pada PELITA II. DaIam 3 tahun pe-
laksanaan REPELITA III usaha peningkatan mutu pendidikan trrsebut antara lain meliputi
pembangunan dan perluasan gedung sebanyak 177 unit seluas 45.2 3 3 meter persegi, pengadaan
buku dan alat pendidikan masing-masing sebanyak 3,1 juu buah dan 52 unit, serta penaaran
bag, 4,740 orang guru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 unit gedung yang dibangun
dengan luas 14.345 meter persegi, 3 juta buah buku dan 52 unit alat peraga, serta 4.000
guru yang telah ditatar, adalah menrpakan realisasi peningkatan mutu pendidikan madrasah
aanawiyah negeri yang dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus dalam tahun 198U1982.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal keagamaan memiliki
peranan yang penting di dalam pembinaan kader-kader pembangunan desa, Oleh sebab
itu mutu pendidikan di pondok-pondok tersebut perlu ditingkatkan, sehingga benar-benar
dapat berperan secara lebih nyata. Dalam rangka tersebut, selama PELITA II telah banyak
kegiatan yang dilakukan, antara lain telah ditatar sebanyak 2.426 tenaga pembina pondok
pesanffen, penyediaan sebanyak 595 unit alatalat perta.nian, kesehatan dan jahit menjahit
serta pengembangan perkoperasian sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan kerja
dan berorganisasi bagi para santri. Di samping itu telah diberikan pula bantuan pembangunan
dan bantuan rehabilitasi masing-masing kepada 87 gedung dan 37 gedung pondok pesantren
dan pondok karya pembangunan. Sedangkan berbagai kegiatan yangdilakukan selama 3 tahun
PELITA III adalah penatarsr tenaga pembina pondok sebanyak 1.O73 o:eng, bantuan buku-
buku agama, buku pengetahuan ketrampilan dan bahan praktikum serta bantuan pem-
bangunan/rehabilitasi gedung kepada 407 pondok pesantren. Bantuan tersebut ternyau
telah dapat mencapai sasaxsn yang ditargetkan baik phisik maupun fungsionalnya. Hal ini
antara lain dapat dilihat dari kenyataan bahwa berbagai pondok pesannen telah memiliki
unit-unit koperasi yang tera r, sedurgkan usaha pembinaan ketrampilan tidak saja menarik
minat para santri di lingkungannya, tetapi telah diikuti pula oleh para pemuda putus sekolah
dan masyarakat di sekitarnya.

Peningkatan mutu pendidikan serupa telah dilaksanakan pula pada madrasah aliyah
dengan tujuan agar lulusan dari sekolah tersebut dapat memiliki pengetahuan umum yang se-
padan dengan lulusan sekolah-sekolah umum yang sederajat. Sedangkan peningkatar mutu
PGAN adalah dimaksudkan agar lulusan PGAN benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai tenaga
guru yarg berkualitas. Kesemuanya dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan pembauren
pendidikan demi terlaksananya sistem pendidikal nasional. Dalam rangka tersebut, selama"
3 tahun pertama PELITA III antara lain telah dibangun 54 unitgedung madrasah aliyah neger:
seluas 19.83 5 meter persegi yang terdiri dari ruang belajar dan ruang administrasi. Di samping
itu telah disediakan pula buku pelajaran/buku pedoman bagi murid dan guru sekitar l,l
juta buah, pengadaan alat peraga sebanyak 47 unit serta penataran kepada 1.400 orang
guru. Dari jumlah tersebut di antaranya sebanyak 25 buah gedung yang dibangun, l juta
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buku dan 15 unit alat peraga yang disediakan serta 1.000 orang guru yang telah ditatar me-
rupakan hasil kegjatan yang dilaksanakan daiam rahun lg1l/1982. program bantuan pem-
binaaa madrasah aliyah tersebut menjangkau pula kepada 66 madrasalr aliyah swasta selama
3 tahun pertama PELITA IItr, 25 buah di antaranya dilaksenakan dalam tahun lgil/lggz.
secara fungsional program rersebut telah memberikan hasil yang nyata dengan terlihamya
lulusan madrasah aliyah tersebut telah dapat masuLE:/diterima di perguruan tinggi umum
walaupun d am jumlah yang masih terbatas. Tidak berbeda dengan pembinaan mutu pada
ma&asah aliyah, maka selama 3 uhun PELITA III pada pendidikan guru agama pun telah
dilaksanakar berbagai kegiatan, yaitu di samping pembangunan sejumlah gedung pGA
Negeri, juga pengadaan 794 ribu buah buku pelajaran, 44 unit alat peraga dan penataran bagi
1.000 orang guru serta bartuan kepada 90 buah pGA swasta.

s€mentara iru hasifhasil yang dapat dicapai dari pembinaan pendidikan agama
pada sekolah umum yang dimulai sejak tahun kedua PELITA II juga terus bertambah.
Apabila pada PELITA II telah dapat ditatar sebanyak 3.20o orang guru agama dan di-
sediakan 376 ribu buku pelajaran, maka dalam 3 tahun pertama PELITA III kegiatan
penatilran guru agarna meliputi jumlah 5.120 orang, sedangkan penyediaan buku pelajaran
dan alat peraga masing-masing berjumlah 579 ribu buah dan 4.945 unit.

Tersedianya prasarana dan sarana perkuliahan yang memadai pada umumnya me-
rupakan kebutuhan yang mendesak sifattya dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan
tinggi agama, terutama pada IAIN. Dalam rangka inilah maka secara bertah ap antara lain
telah dilakukan pembangunar sarana dan fasilitas perkuliahan serra peningkata' mutu
staf pengajar melalui studi puma sarjana, program doktor dan rasionalisasi fakultas dari
104 buah perguruar tinggi agama menjadi 85 buah yang berinduk ptda 14IAIN. selama
3 tahun pelaksanaan REPELITA III di samping telah dibangun fasilitas perkuliahan seluas
37.280 meter persegi, telah disediakan pula 120 ribu buah buku pelajaran. sementara iru
program doktor dan studi purna sarjana diikuti oleh 140 orang, sedangkan kegiatan KKN
selama iru diikuti oleh 43,355 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, yang direalisir dalam tahun
1987/1982 meliputi pembangunan fasilitas perkuiiahan dan perpustakaan seluas 16.g20
meter persegi, pengadaan buku-buku ilmiah sebanyak 45 ribu bua}, program doktor/srudi
puma sarjana sebanyak 47 otang serta program KKN yang diikuti oleh 1.g00 mahasiswa.
Di samping itu kepada sejumlah perguruan tinggi agama swasta juga telah diberikan bantuan
berupa pengadaan buku-buku ilmiah serta penataran bagi para dcsen.

8.3. Pendidikan d an kebudayaan

Kebijaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam PELITA III telah lebih
ditekankan dan diarahkan pada sasaran peningkatan mutu pendid.ikan, perluasan kesempat-
an belajar yang dikaitkan dengan aspek pemerataan, serta penyerasian pendidikan dengan
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kebutuhan pembangunan nasional, termas.rk di dalamnya usaha penyiapan generasi muda

sebagai penerus perjuangan dan pembangunan. Dalam rangka peningkatan dan pemerataan

mutu pendidikan sejak ahun pertama sampai dengan tahun ketiga PELITA III telah di-

laksanakan berbagai kegiatan, antrra lain Penata.ran guru/pembina pendidikan, pengadaan

buku pelajaran dan buku perpustakaan, laboratorium pendidikan, peralatan belajar dan ke-

trampilan, penyempuma.an kurikulum s€rta penyemPumaan sistem pendidikan nasional.

Peningkatan mutu guru/pembina dilaksanakan melalui kegiaen penataran pada

berbagai tingkat pendidikan yarg meliputi aneka bidang studi dan bidang pengelolaan.

Dalam tahun 798111982 penaterim tersebut telah, sedang dan akan dilaksanakan terhadap

1.461.808 orang, m:rsing-masing sebanyak 1,472.068 orang pada pendidikan dasar, 35.666

orang pada pendidikan menengah umum, 14.074 orang pada pendidikan teknologi dan

kejuruan serta 16.384 orang pada pendidikan guru termasuk p€natarar guru dan dosen'
Di semua tingkat pendidikan tersebut telah diselenggarakan pula usaha pengadaan buku
pelajaran dan buku bacaan. Pada tingkat pendidikan dasar, sejak tahun pertama sampai
dengan tahun ketiga PELITA III telah dan sedang disediakan buku pelajaran pokok

termasuk buku Pendidikan Moral Pancasila ( PMP ) berjumlah sekitar 13 5,2 juta buah.

Sedangkan untuk sekolah lanjutan umum disediakan sebanyak 54,4 juta buah, bagi SLTP/
SLTA kejuruan dan teknologi sebanyak 6,3 juta buah serta 61 buah naskah dan untuk

sekolah pendidikan guru sebanyak 3,1 juta buah buku. Pengadaan buku pelajaran dan buku
bacaan tersebut telah dilengkapi lagi dengan buku-buku perpustakaan, masing-masing
sebanyak 41,5 jna buah buku untuk pendidikan dasar serta 735 ribu buah untuk SMP
dan SMA. Demikian pula pengadaan alat pelajaran praktek laboratorium IPA bagi sejumlah
987 SMP dan 267 SMA, serta penyediaan peralatan laboratorium Perguruan tinggi yang
dilaksanakan secara bertahap di semua universitas/institut negeri dan swasta. Sedangkan alat
pelajaran yang meliputi ketrampilan, kesenian dan olah raga berturut-rurut telah disediakan
sebanyak 35.620 unit untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, 3.558 unit untuk
SMP dan sebanyak 2.052 unit untuk SMA.

Dalam hubungannya dengan peningkatan pemerataan kesempatan untuk mem-
peroleh pendidikan, telah dilakukan usaha terpadu terhadap sistem pendidikan nasional
yang memungkinkan setiap rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Oleh
karena itu peningkatan daya tampung berikut segala implikasinya baik pembiayaan, ke-
tenagufir dan peralatan diarahkan guna menyongsong pelaksanaan kewajiban belajar pada
tingkat pendidikan dasar, Secara kuantitatif sasaran yang ingin dicapai sampai dengan
tahun ketiga PELITA III adalah menampung 99,1 persen dari anak usia 7 - 12 tahun
di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, 76J percen daripada lulusan SD di SLTP, B8,g
persen lulusan SMP di SLTA, dan sebanyak 64,7 persen lulusan SMA di perguruan tinggi.
Sedangkan untuk menampung aspirasi belajar masyarakat yang tidak tertampung dalam
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pendidikan formal telah dilaksanakan pendidikan maryarakat ( luar sekolah ) dan usaha
rintisan lainnya rperti sekolah terbuka, PAMONG dan sekolah kecil.

Sejak tahun pertama sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan REPELITA III telah
dan sedang dibangun sebanyak 39 ribu unit SD, melalui program bantuan Inpres. Di samping
itu juga pcnambahan luaag kelas baru pada sekolah ymg ada. yaitu sebanyak 60 ribu ruang
kelas, serta perbaikan/rehabilitasi gedunggedung SD dan madrasah lama sebanyak 60 ribu
sekolah. Usaha-usaha tersebur yang dilaksanakan melalui program Inpres telah ditunjang
dengan pengangkatan guru baru, baik sebagai tambahan guru maupun sebagai pengganti
guru yang telah pensiun, yang jumlahnya mencapai 203350 orang yang meliputi kepala
sekolah, guru agama dan tenaga edukatif lainnya.

Erat hubungannya dengan usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar
di tingkat SD tersebut, maka Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP ) telah dihapuskan
dan sebagai gantinya telah diberikan Subsidi/Bantuan Pembiayaar Penyelenggaraan ( SBPP )
sekolah dasar negeri. Diperkirakan bahwa dari usaha perluasan dan kesempatan belajar
tadi, seluruh sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, PAMONG, KEJAR dan sekolah kecil
telah mampu menampung sembilan dari sepuluh anak usia sekolah. Di samping iru ke-
sempatan belajar bagi anak-anak yang mendapat hambatan phisik atau menul relah di-
kembangkan pula dengan cara penambahan jumlah Sekolah Luar Biasa ( SLB ),
pengembangur fasilitas pada SLB yurg sudah ada serta pengintegrasian anak- anak tersebut
pada sekolah*ekolah biasa.

Sampai dengan aklir PELITA II pembinaan Sekolah Taman Kanak-Kanak ( TKK )
masih terbatas pada kegiatan rehabilitasi bangunan, pengadaan alat pendidikan serra pe-
natarar guru/pembina TKK. Namun dalam REPELITA III telah diarahkan pada pembangrm-
an TKK-TKK Pembina baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi dan kabupaten/
kotamadya sebagai TKK percontohan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penyelenggaraan
TKK sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta.

Dalam rangka perluasan kesempatan belajar pada tingkat SLTP, sejak tahun pertama
sampai dengan tahun ketiga PELITA III telah dibangun unir-unit SMP baru, penambahan
ruang kelas baru pada sekolah yang telah ada serta perbaikan/rehabilitasi gedunggedung
SMP yang lama. Dalam periode tersebut telah dan sedang dibangun sebanyak 567 unit
gedung SMP baru, 4.131 ruang kelas baru,647 ruang laboratorium IPA serta usaha rehabili-
tasi sebanyak 606 gedung sekolah, Sementara iru bagi SLTP kejuruan yang tidak diintegrasi-
kan ke dalam SMP, selama 

'gq 
tahun REPELITA III telah dan sedang dhehabilitasi/

dikembangkan sebanyak 153 sekolah. Sebagai perbandingan atas hasil-hasil di bidang per-
luasan dan pemeratiurn kesempatan dapat dikemukakan bahwa apabila dalam tahun
l979ll980 daya tampung SLTP baru mencapai sekitar 3,0 juta murid maka pada tahun

kembangkan pula dengan cara penambahan jumlah Sekolah Luar Biasa ( SLB ),
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l98lll982 telah meningkat menjadi 3,7 juta murid atau suatu kenaikan sekibr 24,0 persen.

Seperti halnya pada tingkat SLTP, usaha perluasan kesempatan belajar pada tingkat
SLTA meliputi pernbangunan unit-unit SMA baru, penambahan ruang kelas baru pada
sekolah*ekolah yang telah ada serta rehabilitasi gedunggedung lama. Dalam periode yang
sema telah dibangun sebanyak 131 unit gedung SMA baru, 1.523 ruang kelas baru, 83 ruang
laboratorium IPA, 25 ruang laboratorium bahasa, 100 ruang ketrampilur serte sebanyak
98 ruang perpustakaan. Di samping itu telah diselesaikan/dioperasikan sebanyak 8 STM
Pembangunan, serta rehabilitasi dan perluasan STM 3 tahun, Sekolah Menengah Teknologi
Pertanian (SMTP), SMEA, Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan ( SMTK ),
Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga ( SMKK ), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial
( SMPS ), Sekolah Menengah Industri Kerajinur (SMIK ), Sekolah Menengah Seni Rupa
( SMSR ), Sekolah Menengah Karawitan Indonesia ( SMKI ) dan Sekolah Menengah Musik
( SMM ). Usaha semacam ini dilakukan pula terhadap SPG, SGPLB dan SGO. Sejalan dengan
pengadaan fasilitas pendidikan, telah ditempatkan pula sebanyak 21.590 guru SMP dan SMA
serta sebanyak 1.070 guru SPG, SGO dan SGPLB. Dari berbagai kegiatan di atas, daya
t4mpung SLTA telah meningkat sebesar 23,8 persen, yaitu dari sekitar 1,6 juta murid
pada akhir PELITA II menjadi lebih dari 1,9 juta murid dalam tahun 1981/1982.

Pada tingkat pendidikan tinggi juga telah dan sedang dibangun ruang kuliah dan
kentor seluas 218,7 ribu meter persegr, ruang laboiatorium x,fuas 62,2 ribu meter persegi,
ruang perpustakaan seluas 2,7 ribu meter persegi dan perumahan dosen sebanyak 91,5 ribu
meter persegi. Berbagai kegiaun yang dilakukan sebagai rangkeian usaha perluasan dan
pemerataan kesempatan belajar tersebut temyeta telah mampu menampung jumlah maha-
siswa yang lebih besar. Diperkirakan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri pada
tahun 1981/1982 telah mencapai 281.947 olmn5, sedangkan pada uhun 197911980 baru
mencapai 214359 orang. Dengan demikian selama dua tahun terakhir, jumlah mahasiswa
pada p€rgurua.n tinggi negeri telah naik sebesar 31,2 persen. Dalam pada itu daya tampung
perguruar tinggi swasta telah makin meningkat pula yaitu dari 2O4.804 orang dalam tahun
1979/1980 meningkat menladi 275.244 orang dalam tahun ajaran t98llL98Z yang berarti
telah terjadi suatu kenaikan sebosar 34,4 persen.

Di samping melalui jalur pendidikan formal, maka perluasan kesempaan belajar
pada pendidikan non-formal ( pendidikan luar sekolah ) terus mendapat perhatian pula.
Dalam rangka tersebut, selama 3 tahun pertama PELITA III elah dan sedang dibangun se-
banyak 18 buah Sanggar Kegiaun Belajar (SKB) di samping kegiatan rehabilitasi dan perluasan
sebanyak 25 SKB yeng telah ada. Melalui SKB inilah dilaksanakan penyelenggaraan kursus-
kursus dan penaaran dalam rangka pembinaan pendidikan maryarakat yang telah diikuti
oleh lebih dari 157 ribu peserta.

Di bidang keolahragaarr dalam periode yang sa.ma telah dan sedang dibangun pula
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gedung olah raga seluas 8.050 meter persegi. Sejal4n dengan peningkatan sarana dan pra
sarana olah raga tersebut, antara lain telah diselenggarakan pula penataran bagi para guru,
pelatih dan pembina olah raga sebanyak Lo.644 orarrg, pertandingan dan pemassalan olalr
raga dengan peserta sekiar lp jutz orang, pembibitan olahragawan berbakat sebenyek
1.602 orang serta pengadaan paket peralatan olah raga sebanyak 10 ribu lebih.

Erat hubungannya dengan pembinean sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan
kebutuhan pembangunan antare lain dilakukan penyempumaan sistem pendidikan nasional
meldui berbagai eksperimentasi dan perintisan. Salah satu dari usaha perintisan yurg sudrh
dimulai sejak PELITA I adalal eksperimentasi sekolah pembangunan pada 8 buah IKIP.
Bahkan pada awal tahun kedue PELITA III telah lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan
dibentuknya Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang bersifat semesta, menyeluruh
dan terpadu. Kectali perintisan yang bersifat menyeluruh dan marcakup semua aspek
pendidikan tadi, terdapat sejumlah perintisan khusus yang dikaitkan dengan aspek pe-
merataan pemberian kesempatan belajar dalam bentuk sekolah kecil, program PAMONG
dan SMP Terbuka. Dalam pada itu pengembangan dan perluasan pendidikan teknik dan
kejuruan dilakukan melalui kegiatan pembangunan 8 STM Pembangunan, tehebilitasi dan
pengembangan STM 3 tahun, pembangunan 10 SMT Pertenien, rehabilitasVpengembangan
4 STM Khusus. 9 Pusat/Balai Latihan Pendidikan Teknik ( PLPT/BLPT ) serta rehabilitasi/
pengembangan sejumlah SMEA, SMKK, SMTK dan sekolah kejuruan lainnya. Perkembangan
lebih lanjut tentang pembangunan sekolah dasar dan penyediaan sarana pendidikan pada
berbagai tingkat pendidikan dapat diikuti pada Tabel VIII. 2 dan Tabel VItr. 3.

Selanjumya untuk menjamin kelangsunga: hidup bangsa dan negara, kepada generasi
muda melalui Badan Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda telah di-
berikan pembinaan antara lain berupa pengembangan kepernimpinan dan ketenagaan melalui
penataran tingkat perintis yang diikuti oleh 11.050 orang. Di samping itu juga diberikuL
latihan pemuda tingkat pemuka sebanyak 2.559 orang, latihan pendamping/pembin+
pemuda sebanyak 24Q otang, pnataran P-4 pemuda sebanyak 1.700 orang, serte penetar:rn
teknis Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga ( PLSPO ) sebanyak 860 orang.
Sedangkan pembangunan gelanggang dan pondok pemuda sebanyak 1l buah kini telah
dan sedang dilakssnakar,

Di bideng pembinaaa dan pengembangan daya kreasi dan keoampilan antara lain
dilalsanakan melalui pemrkaran pemuda, baik antarnegara maupun antarpropinsi yang
dalam 3 tehun pelaksanaan REPELITA III berjumlah 1,206 orang. Sedangkan di tingkat
propinsi antara lain dilakukur pembinaan terhadap 2.760 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
( PASKIBRAKA ) dan Ca^raka Muda, penyelengaraan festival pemuda yang diikuti oleh
12.900 orang, pembinaan unit percontohan perkemahan kerja pernuda sebanyak 800 orang,
pembinaan unit percontohan kelompok kerja produktif sebanyak 564 orang serte pem-
binaan satuan tugas sukarela kepada 6.640 pemuda, Sernentara itu bantuan kepada KNPI
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telah dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas, fungsi, mutu dan pemantapan organisasi

serta pengadaan sarana dan prasarane melalui pembangunan desa pemuda di bebetapa

daerah/propinsi. Demikian pula telah diselenggarakan latihan insmrktur kader serta latihan
kepemimpinan dan manajemen masingrnasing terhadap lO0 dan 80 orang pemuda, sedang-
kan bantuan kepada pramuka diwujudkan dalam penyelenggaraan latihan kepramukaan

terhadap 3.602 pramuka, membangun gedung CADIKA seluas 6.918 meter persegi, pem'

bangunan phisik Bumi Perkemahur Cibubur seluas 16.830 meter persegi serta pengadaan

buku kepramukaan sejumlah 225.185 bual.

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan adalah merupakan bagian pembangunan

nasional yang amat penting. Nilai-nilai dan sarana budaya yang ada di dalamnya tidak saja

menjadi faktor penunjang keberhasilan pembangunan, tetapi pembangunan nasional pun

dapat mengembangkan budaya bengsa. Pengembangan kebudayaan itu sendiri diartikan
sebagai serangkaian usaha sadar untuk memelihara, melestarikan, menghidupkan, mem-
perkaya, menyebarkan serta meningkatkan mutu dan dayaguna kebudayaan nasional dengan
segala aspeknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di bidang kepurbakalaan, kesejarahan dan
permuseuman selama 3 tahun pelaksanaan REPELITA III antara lain telah dilakukan kegiat-

an survai perencanaan dan suruai koleksi di 26 propinsi serta pengadaan sebanyak 354jenis
koleksi. Dalam pada itu telah diselenggarakan pula pameran sebanyak 79 kali sebagai upaya

untuk memartapkan fungsi dan eksistensi museum dengan segenap aspeknya, serta pem-

binaan baltuan kepada 91 buah museum swasta, rehabilitasi dan perluasan 21 unit museurn
yang meliputi 32.355 meter persegi, pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala sebanyak
200 obyek, pemeliharaan dan penyelamatan al'as 3,764 situs, dan melanjutkan pemugaren
candi Borobudur.

Di bidang seni budaya, pengembangannya dititikbetatkan pada usaha pemeliharaan

dan pelestarian khuzusnya kesenian uadisional, serta menghidupkan kembali bentuk'bentuk
kesenian nadisjonal dimaksud yang sesuai dan selaras dengan thgkat kehidupan bengsa
Indonesia. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pembinaan sosio drama pada 121.986
desa yang tersebar di 26 propinsi, penyuluhan teknis kesenian terhadap 9.642 orng da;n

pengembangan organisasi kesenian/seniman. Di samping itu telah ditingkatkan apresiasi

sastra/seni setta penyelesaian rencana induk Wisma Seni Nasional.

Dengur pertimbangan bahwa bahasa adalah merupakan sarana komunikasi di semua
bidang kehidupan, maka pembinaan dan pengembangannya dilaksanakan dengan mewajib'
kan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan
benar, Di samping itu bahasa daerah juga terus dikembangkan untuk memperkzya per-

bendaharaan bahasa di Indonesia sebagai salah satu identitas nasional. Dalam rangka inilah
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sejak uhun pertarna hingga ketiga PELITA III telah dilakukan kegiatan pengembangan
yang meliputi penyusunan/penerbitan perkamusan sebanyak 60 judul, terjemahan naskah
sebanyak 30 judul, sayembara mengarang sebanyak 5 50 judul, pengembangan media balasa
dan penerbitan majalah sebanyak 24 nomor yang meliputi l0B ribu buah, serta pelajaran
bahasa melalui TVRI dan RRI sebanyak 228 keli. selanjutnya dari kegiatan perpustakaan
baik perpustakaan wilayah, perpusfirkaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaal desa
sert4 perpustakaan sekolah telah dapat disediakan sebanyak 656 ribu buah buku perpustaka-
an. Demikian pula di bidang penulisan telah diadakan penelitian dan perencanaan sebanyak
2.404 judul, pengolahan sebanyak 1.063 naskah serta penerbitan naskah buku bacaan
populer sebanyak 493 ribu buah. Dalam waktu yang sama, di bidang penerbitan buku
sasua Indonesia dan daerah telah dilaksanakan pengadaan sekitar 896 buah majalah pe-
ngetahuan umum serta sayembara mengarang sebanyak 20 kali, Sementara itu di bidang
media kebudayaan telah diperkenalkan aspek-aspek kebudayaan sebanyak 6 kali, filrn
kebudayaan sebanyak 14 ju<iul, pembuatan sumber informasi kebudayaan sebanyak 25
judul, filrn siaran TVRI sebanyak 19 kali serta peningkatan kerjasama antarinstansi di
bidang kepariwisataan, penerangan dan penanggulangan pengaruh negatif dari luar.

Pembinaan terhadap penghayatan kepercayaan terhadap Tlhan yang Maha Esa
sebagai bagian dari kebudayaan nasional diarahkan agar masyarakat penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat lebih membuka diri, sehingga akan dapat terhimpun
data yang lebih sempurna. Pada gilira'nya diharapkan adanya partisipasi yang aktif dari
padanya terutama dalam pembangunan budaya spiritual. Dalam rangka inilah kegiatan
pokok yang dilakukan adalah berupa inventarisasi tentang penghayatar kepercayaan ter.
hadap Tuhan Yang Maha Esa serta hasil yang telah dicapai selama ini. sejak tahun pertama
hingga. tahun ketiga PELITA III antaxa lain telah diinventarisasikan sebanyak 42 naskah
mengenai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, disertai dengan pe-
ngembangan kebijaksanaan pembinaan yang meliputi 15 naskah,

8.4. Kesehatan dan keluarga berencana

Tidak berbeda dengan tahap PELITA sebelumnya, pembangunan di bidang kesehat-
an dalam PELITA III retap ditujukan kepada golongan maryarakat yang berpenghasilan
rendah baik di kota maupun di desadesa. Di samping itu diterapkan pula sistem pelayanan
kesehatan seqrra merata yang diserai dengan peran*ena aktif dari maryarakat, termasuk
di dalamnya pengobatan tradisional yang t€lah terbukti efektif. Kegiatannya diutamakan
pada usaha kesehatan pencegahan dan pembinaan, dan ditunjang dengan sarana dan pra-
sarana yarg senantiasa disempurnakan.

Puskesmas sebagai kesatuan organisasi fungsional telah menunjukkan peranannya
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yang semakin nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Agar pelaksanaan-

nya dapat menjangkau lebih jauh terutama bagi daerahdaerah yang terpencil maka jumlah

Puskesmas terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Melalui program bantuan Inpres bidang

Puskesmas dan Proyek Pengembangan Puskesmas, dalam tahun 7980/1987 anura lain telah

dibangun sebanyak 200 Puskesmas yang tersebar di berbagai propinsi. Dengan demikian

seluruh Puskesmas yang dibangun sampai dengan tzhun 1980/1981 telah mencapai jumlah

sebanyak 4.753 buah yang terdiri dafi 2.679 Puskesmas non Inpres dm 1.674 Puskesmas

Inpres yang dibangun selama PELITA II dan dua tahun pertama PELITA III, termasuk

sebagian dari BKIA dan Balai Pengobatan yang sejak tahun 1975/7976 telah diintegrasikan

secara bertahap ke dalam Puskesmas, Kegiatan Puskesmas tersebut telah ditopang pula

oleh pembentukan Puskesmas Pembanru yang jumlahnya telah mencapai 8.342 buah dalam

tahun 1980/1981. Jumlah tersebut terdiri dari 1.750 Puskesmas yang dibangun selama
dua tahun pertama PELITA uI ditambah dengan Balai Pengobatan dan BKIA yang telah

ditingkatkan menjadi Puskesmas Pembantu pada akhir PELITA II. Ditambah dengan pe-

ngadaan Puskesmas Keliling yang dalam tahun yang sama telah berjumlah 979 buah, maka

kegiatan Puskesmas di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi

lebih jauh jangkauannya. Perkembangan lebih lanjut daripada Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu dapat diikuti pada Tabel VIII. 4.

Sejalan dengan usaha untuk menunjang pelayaran kesehatan, maka melalui kegiatan
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ingin diwujudkan derajat kesehatan anak sekolah yang
sebaik-baiknya, Benruk kegiatannya dilakukan dengan kunjungan berkala oleh petugas
Puskesmas kepada sekolah-sekolah yang dicakupnya dengan mengadakan pemeriksaan
kesehatan para murid serta kegiatan imunisasi dan penyuluhan tentang kesehatan ling-
kungan. Dengan cara demikian kelainan dini dapat ditemukan, yang selanjutnya segera
dapat diberikan pengobatan sementara oleh guru yang sudah ditatar. Dari kegiatan UKS
tersebut, sampai dengan tahun kedua PELITA III telah dapat dicakup sebanyak 80.033
buah SD, terdiri dari 71.092 SD negeri, SD Inpres dan madrasah negeri serta 8.941 SD
swasta. Hal ini berarti meliputi 88,9 persen dari seluruh sekolah pendidikan dasar yang ada.
Sedangkan pada SLTP dan SLTA baik negeri maupun swasm baru dapat dicapai masing-
masing sebanyak 1.725 buah (17,3 persen) dan 801 buah (16,0 persen). Untuk menunjang
pelaksanaannya maka sebanyak 96 ribu guru SD, 248 guru SLTP dan 734 guru SLTA
telah diberikan pula penataran tenturg UKS. Perkembangan kegiatan UKS lebih lanjut
dapat diikuti pada Tabel VIil. 5.

Dengan tujuan untuk memberikan perawatan, bimbingan dan pelayanan kepada
keluarga sebagai kesatuan yang paling kecil di masyarakat maka melalui program perawaen
kesehatan maryarakat telah diberikan pelayanan kesehatan secara teratur dan berkesinam'
bungan. Kegiatannya dilalsanakan dengan memanfaatkan tenaga perawat di Puskesmas



+o3

t t  n
IA  E
&o!
E€€

= 4 6

N

t-

+
N

q

6|

q
cl

+
i\

..i

co
FI

\o

E
i!

9 p a
J<
*v

^:

En

a

(p

a

€

l\

t-

t

+

€

('\
(o

+
ni

H

€
o\

ca
o\

I

+
F.
(t\

t\o,

Y

-Z

u;

Eut
r
aa

E



404

u)

v,

A

il

z
rn

E<>=
F I F
t sv .z
v,

F

L

..t

I

\o
e
\
\o
a

p

19

rs+gtcdcEE
0 6 o -

iJp

io

lo

in

b,

no

io

I



405

semaksimal mungkin agr dapat dijangkau saiaran yang lebih luas. Apabila dalam tahun
7979/ I98O keluarga yang telal dibina oleh 129 Puskesrnas yang tersebar di 11 propinsi
baru meliputi 13.000 KK dan 3.000 kelompok khusus lainnya, maka dalam tahun berikut-
nya telah dapat ditingkatkair jangkauannya. Dalam tahun f980/1981 daerah kerja perawat-
an kesehatan masyarakat telah tersebar di 19 propinsi, yang meliputi 624 Puskesnas untuk
membina sebanyak 22.000 KK dan 5.000 orang dari kelompok khuzus lainnya.

Pelayanan kesehatan gigt yang temtzma ditujukan kepada maryarakat berpenghasil-
an rendah di desa ataupun-di kota diutamakan pada kegiatan preventif promotif dengan
pengembangan teknologi tepat guna kesehatan gigi, Agar dapat diwujudkan pelayanan yang
lebih merata maka kegiatannya banyak dilaksanakan di Puskesmas-Puskesmas sebagai
sarana kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di samping yang dilaksanakan di
373 Puskesmas dan 30 rumah sakit kelas D dan C, pelayanan dan perawatan gigi telah di
perluas pula pada sekolah+ekola.h dasar. Dalam tahun 1980/1981 melalui Usaha Kesehatan
Gigi Sekolah (UKGS) yang telah diintegrasikan ke dalam Puskesmas dan tersebar di 21
propinsi antara lain telah diberikan perawatan gigi kepada 26.250 murid SD. Sementara
itu dalam rangka program Inpres Bantuan Saxana Kesehatan tahun 1980/1981 telah di-
tempatkan 60 dokter gtgi yang telah dilengkapi dengan peralatan medis sederhana.

Terselenggaranya pemerataan pelayanan kesehatan jiwa adalah merupakan salah
satu usaha pembinaan kesehatan yang ingin dicapai dalam PELITA III. Dalam rangka
tersebut maka selama tahun 198711982 telah dilakukan integrasi kesehatan jiwa pada 119
Puskesmas dan 31 RSU sebagai manifestasi dari usaha peningkatan prevensi dan promosi
pada rumah sakit jiwa (RSJ). Di samping itu telah ditingkatkan pula usaha rehabilitasi
mental di sejumlah RSJ antara lain meliputi kunjungan rumah s€banyak 2.288 kunjungan.
Pelaksanaan kegiatan kunjungan tersebut dilakukan dalam bentuk tim dokter ahli jiwa/
psikolog yang datang ke rumah keluarga penderita sambil memberikan pengobatan lanjutan.
Sementara im pembangunan maupun pemindahan RSJ tetap dilanjutkan di samping usaha
peningkatan phisik dan sarananya seperti usaha perluasan, pengadaan tempat tidur serta
peralatan khusus kesehatan jiwa lainnya.

Sejalan dengan peningkatan usaha pelayaaan kesehatan dan sekaligus untuk me-
nopang pelaksanaannya maka dayaguna laboratorium perlu ditingkatkan. Dalam tahun
1987/1982 antara lain telah dilakukan pembangunan scbuah balai laboratorium kesehatan
yang baru, di samping rehabilitasi dan penambahan ruangan pada 7 buah balai laboratorium
Iainnya yang belum memenuhi standar atau syarat{yarat pemeriksaan. Dalam pada itu
kegiatan pengembangannya meliputi pengembangan pemeriksaan immunologi dan virologi
dasar pada 6 balai laboratorium kesehatan kelas A, serta pemeriksaan kimia/bakteriologi
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air, patologi dan teksikologi pestisida diZlbal laborrtorium kesehatan kelas B, sedangkan
pembinaan dan pengembangan terhadap laboratorium kesehatan kabupaten dan Puskesmas
tetap digiatkan.

Tersedianya sarana pelayanan besefta unsur penunjangnya, adanya penyebaran
tenaga ahli, dan lebih mantapnya sistem rujukan adalah merupakan serangkaian kebijak-

sanaan yang ditempuh untuk lebih mendayagunakan rumah sakit dalam PELITA III. Dalam

rangka tersebut kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan dan peningkatan rumah

sakit pendidikan dan atau rumah sakit vertikal, antara lain RSU dr. M. Jamil di Padang,

RSU Palembang, RSU Fatmawati, RSU Persahabatan dan RSU dr. Cipto Mangunkusumo
masing-masing di Jakarta, RSU dr. Hasan Sadikin di Bandung, RSU dr. Karyadi di Semarang

dan RSU Denpasar. Dewasa ini juga telah dapat diselesaikan pembangunan RS Dr Sardjito
di Yogyakata yang segera akan dapat berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan sekali

gus sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jawa
Tengah bagian Selatsn. Demikian pula bagi RS dr. Sutomo di Surabaya yang telah ditingkat'

kan dan agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan

untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Sejalan dengan usaha pendayagunaan rumah-rumah

sakit tersebut maka tenaga medis dan pengadaan peralatan bagi rumah sakit yang ditetapkan

sebagai pusat sub keahlian telah ditingkatkan pula. Sementaxa itu untuk mengimbangi

kemajuarr di bidang teknologi juga telah dilakukan peningkatan ketrampilan bzgi tena4a-

t€naga dalam bidang medical record, radiologi emergency serta manaj€men rumah sakit.

Perkembangan daripada tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel VIII. 6.

Dalam rangka meningkatkan mutu kehiduPan dan kesejahteraan keluarga, makz'

peran-s€rta masyarakat di bidang pembangunan kesehatan melalui Pembangunan Kesehatan

Maryarakat Desa ( PKMD ) perlu ditingkatkan. Dalam tahun 1980/1981 pengembangan

PKMD secara sistematis telah dilakukan di daerahdaerah pedesaan dan daerah perkotaan

yang tersebar pada 12 propinsi, yang seluruhnya meliputi 21 kabupaten dan terdiri atas

118 kecamatan dan/atau 296 desa,. Dalam hubungan ini di setiap kabupaten dibentuk tim

pembina tingkat kabupaten yang ditugaskan untuk melatih tim pembina tingkat kecamatan

Pada gilirannya tim kecamatan tersebut berkewajiban mengembangkan PKMD di desadesa

yang menjadi wil ayahnya.

Dalam usaha untuk mengurangi jumlah penderita sakit, angka kematian dan jumlal

penderita yang mengalami cacat tubuh akibat penyakit menular, maka kegiatan pemberantas-

annya terus digiatkan. Prioritas pemberantasannya ditujukan antara lain terhadap penyakit me-

nular yang menyebabkan angka penderita dan kematian yang tinggi serta menyerang terutama

pada golongan anak-anak dan penduduk pada usia produktif, penyakit menulat yang berjang-

kit pada daerah yang mempunyai undang-undang karantina, penyakit menular yang pemberan-

t.sannya dalam rangka pengaturan intemasional (International Health Regulation) serta
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penyekit yeng teruta$e menyereng Penduduk daerah pedesaan atau pendudukyang berpeng-

hasilan rendah di daerah perkotaan. Sejak PELITA I hingga kini' uPaya Pernb€rantasan Pe-
nyakit menular diintegrasikan ke dalam Puskesrnas, kecuali beberapa kegiatan yang perlu

penanganan secara khusus dan harus dilakanakan oleh unit kesehatan yang lebih tinggi,

seperti penyemprotan rumah, pengobatan penderita filariasis dan penanggulangan wabah.

Dalam rangka pemberantasan penyakit malaria, selama 2 uhun pmama PELITA III

antara lain telah diperiksa sebanyak 20,6 jurta sediaan darah' diobati sebanyak 17,6 irttz
penderita, disanprot sebanyak 7,9 juta buah rumah scrta telah dilakukan tindekan anti

larr"a pada sekitar 5,2 hektar yang diperkirakan sebagai daerah urang nyamuk. Demikian

pula halnya dengan pemberaotasan penyakit demam berdarah, telah dilakukan pernbersihan

sarang nyamuk, aplikasi larvasida dan penyemprotan masing-masing kepada 328'516 rumah'

696.124 rumah dan 586.718 rumah. Dalam waktu ylmg sama telah dikumpulkan pule

sebanyak 3.641 qpecimen tersangka rabies, dan telah diobati sebanyak 24.716 otng pen'

derita rabies, Sedangkan untuk memberantas penyakit Pes antare lain teleh dikumpulkan

sebanyak 4,182 buah specimen dari pendetita tersangka serta pemberian pengobatan bagi

696 orang yang tersangka menderita penyakit pes. Kemudian untuk menanggulangi me-

nularnya penyakit filariasis antara lain telah diobati sebanyak 302.824 penderita' serta

kegiatan penelitian atas 163.115 penduduk.

Di samping yang berasal dari hewan/serangga, kegiatan pemberantasan penyakit

telah dilakukan pula terhadap berbagai penyakit yang berasal dari penularan langsung.

Usaha penanggulangan penyakit TBC antaxa lain dilakukan dengan pemeriksaan bakteri-

ologi pada 428.948 orang tersangka TBC, dan telah diobati sebanyak 48.317 orang pen-

deriu dengan streptomycine dan rifampicine. Sementara itu dalam usaha untuk mem-

berantas penyakit kholera, di samping telah diobati sebanyak 127.016 penderita juga

telah dikembangken sebanyak 329 Puskesmas sebagai Pusat rehydresi.

Sejalal dengan usaha pemberantasan penyakit menular tersebut, mal<a pengem-

bangan program imunisasi terus ditingkatkan ' Kegiatan vaksinasi yang mencakup 346

kabupaten atau menjangkau sebanyak 896 kecamatan selama 2 tahun Pertatna PELITA

III antara lain meliputi vaksinasi cacar dan BCG yang masing-masing telai diberikar.

kepada 2,8 juta dan 4,3 juta anak. Sementara itu kegiatan vaksinasi DPT, rwaksinasi

BCG dan vaksinasi polio masing-masing dilakukan terhadap 1,4 juta, 2,4 jutt dan 2o,7

ribu anak. sedangkan kepada 1,3 juta ibu hamil juga telah diberikan vaksinasi TFT se-

bagai usaha pencegahan timbulnya penyakit tetanus pada bayi yang akan dilahirkannya.

Erat hubungannya dengan peningkaan gizi serta pencegahan dan penanggulangan

masalah kekurangan gizi maqyarakat khususrya terhadap kekurangan kalori protein maka

usahe perbaikan gizi dalam PELITA III terus digiatkan dengan usaha Perbaikan Gizi
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Keluarga (LJPGK) yang antara lain telah melakukan kegiatan penyuluhan gizi. Selama

tahun kedua PELITA III UPGK telah dilaksanakan di 26 propinsi yang seluruhnya me-
liputi 1.839 desa dengan jumlah anak b itr yang tercakup di dalartrrya sebanyak

367.800 anak. Dalam pada itu melalui kegiatan pemberian makanan tambahan telah di-
cakup sebanyak 7O.765 mak balita, 3.580 ibu hamil dan 3.500 ibu menyusui. Demikian
pule dalem hal penurggulangan anemia terutama pada ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang
menyrsui, telah diberikan tablet besi melalui paket pertolongan gizi. Dalam talun
l980ll98l realisasinya mencapai 91.850 ibu hamil/menyuzui dari jumlah yang ditarget-
kan sebesar 183.00O orang.

Penyediaan air bersih masih merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan
perhatian yang serius. Dari seluruh penduduk pedesaan, yang merupakan bagian terbesar
daripada jumlah penduduk secara keseluruhan, baru 15 persen yang dapat memperoleh air mi-
num bersih, Oleh sebab itu penyediaan sarana air bersih di pedesaan telah diprioritaskan
pada deerahdaerah yang sulit memperoleh air bersih yarg mempunyai angka penderita
kholera dan penyakit perut lairnya yang tertinggi. Sehubungan dengan hal tersebut
dalam tahun 1980/1981 telah dibangun sarana air bersih yang meliputi 150 buah pe-

n:rmpungan air melalui pipa, 500 buah penampungan air hujan ( PAH ), 200 buah per-
Iindungan mata air ( PMA ), 50 buah sumur artesis ( SA ),25.000 sumur pompa tangzn
durgkal ( SPT dangkal ) serta 2.500 sumur pompa tangan dalam ( SPT dalam ) yang terus
dilanjutkan dan ditingkatkan dalam tahun 198l/1982. Melalui Inpres Samijaga telah di-
sediakan bantuan untuk pembangunan sebanyak 75.7OO sanna air minum yang terdiri
dari 150 buah penampungan air melalui pipa,50 buah SA, 6.000 buah PAH, 500 buah
PMA, 50.000 SPT dangkal, 6.000 SPT dalam serta 3.000 sumur gali. Kegiatan penyediaan
air bersih tersebut adalah juga merupakan salah satu focus daripada usaha peningkatan
kesehatan lingkungan dalam PELITA III, di samping penyempumazn sistem sanitasi pe-
rumalan yang lebih banyak ditujukan pada maryarakat desa dan kota dengan penghasilan
rendah, Untuk mendukung usaha tersebut antara lain telah dilakukan pemeriksaan pada
tempat-tempat umum di 26.O08 lokasi dari target sebanyak 2O.070 lokasi, Demikian pula
unruk meningkatkan kualitas air minum dan pencegahan pencemaran lingkungan, telah
dilakukan pemeriksaan kualitas air minum sebanyak 3.000 contoh serta pemeriksa.an berkala
atas 4,000 contoh melalui balai teknik kesehatan lingkungan.

Di bidang pengawasan obat, makanan dan sejenimya, kebijaksanaan dalam
PELITA III antaxa lain adalah untuk mencukupi persediaan barang-barang dimaksud, baik
jenis rqaupun jumlahnya, dan dapat tersebar secara m€rata dengan harga yang terjangkau
oleh masyarakat. Bersamaan dengan hal tersebut tidak diabaikan pula kegiatan pengawasan-
nya baik atas munr maupun keamanannya termasuk pengaw$an terhadap penyalahgunaan
narkotika dan bahan obat betbahava lainnva. Berdasarkan hasil pendaftaran dalam tahun
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7981/1982 sampai dengan bulan Agustus 1981, hingga kini terdapat 9.200 jenis obat jadi

buatan dalam negeri dan 8O jenis obat jadi impor, 11.235 jenis makanan produksi dalam
negoi dan 2.953 jenis makanan impor, 1.189 jenis kosmetika produksi dalam negeri dan
1.353 jenis kosmetika impor, serta 792 jens alat kesehatan dalam negeri dan 1.555 alat
kesehatan impor. Selanjumya untuk mengusahakan terwujudnya apotik sebagai salah satu
sarana pengadaan dan distribusi obat yang mengutamakan kepentingan masyarakat maka
telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan, persyaratan, tatacara dan
perizinan apotik. Sampai dengan Agustus 1981 jumlah apotik telah berkembang menjadi
1.662 t:uah, sedangkan pedagang besar farmasi dan pabrik farmasi pada sa.at ini dinilai
cukup jumlahnya yakni masing-masing sebanyak 88O buah dan 269 buah. Khuzusnya
terhadap obat tradisional telah dilakukan pengawasan dengan menyusun pedoman pe-
nyuluhan yang bersifat teknis yang rneliputi penyuluhan jamu gendong, buku pemanfaatan
tanamzrn obat tradisional serta timarnan obat di lingkungan keluarga. Dewasa ini tercatat
sebanyak 179 buah perusahaan obat tradisional, terdiri dari 63 buah pabrik jamu dan 116
perusahaan jamu. Kemudian dalam rangka membina usaha terpadu dalam pengembangan
obat tradisional, telah diselenggarakan seminar/simposium tentang obat tradisional,
yakni seminar tanarnn obat dengan tema pemerataan pendapatan rakyat desa rnelalui
budidaya tanaman obat, rapat konsultasi pemanfaatan tanaman obat dengan fujuan mem-
peroleh landasan ilrniah bagi ramuan segar obat tradisional serta simposium aspek medis
obat tradisional sebagai langkah pertama memasukkan pengetahuan tentang obat fiadisional
di Fakultas Kedokteran.

Keluarga berencana

Selain besamya jumlah penduduk yang disertai dengan penyebarannya yang tidak
merata, masalah lain di bidang kependudukan yang tidak kalah pentingnya adalah tingginya
tingkat pertumbuhan penduduk. OIeh sebab itu program nasional kependudukan dan keluarga
berencana mudak harus dilaksanakan dengan berhasil, untuk m€nanggulangi pern.rmbuhan
penduduk dan secara bertahap diarahkan kepada pelembagaan norma keluarga kecil yang
bahagia dan sejahtera ( NKKBS ). Usaha untuk mencapai pelembagaan NKKBS tersebut
mempunyai implikasi yang luas sehingga penanganannya mencakup pula program kepen-
dudukan lainnya seperti program gizi, peningkatan usia kawin. peningkatan pendapatan
keluarga dan peraruran perundang-undangzn yan1 memadai. Cakrawala penggarapan
pro$am yang demikian luas perlu diimbangi kemampuan organisasi, administrasi dan
pengelolaan yang sebaik-baiknya, khususnya dalam bentuk kegiatan perencanaan, koordinasi
komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan kontrasepsi serta kegiatan penunjang lainnya.
Program keluarga berencana yang kini telah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia
kecuali propinsi Timor Timur, ternyata telah menunjukkan pencapaian sasaran yang
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semakin baik dengan jumlah peserta yang semakin besar. Apabila dalam tahun 1979/1980
berhasil dicapai sebanyak 2.229.797 peserta atau 95,2 persen dari targetnya sebanyak
2,347.O71 peserta maka target pada tahun berikumya telah ditingkatkan menjadi 2.677.918
peserta dan berhasii dicapai bahkan dilampaui, yaitu sebanyak 3.05L.2++ peserta atau
113,9 persen. Realisasi jumlah peserta keluarga berencana tersebut adalah terdiri dari
2.145.402 peserta di wilayah Jawa-Bali, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 905.842
peserta berada di luar wilayah Jawa-Bali. Ditinjau dari segi metode kontras€psinya maka
selama tahun 7980/1981 hampir 69,5 persen peserta baru menggunakan alat konffasepsi
pil, sedangkan alat kontrasepsi IUD hznya dipergunakan oleh 16,3 persen dari seluruh
peserta keluarga berencana, Komposisi ini telah jauh berbeda jika dibandingkan dengan
penggunaan alat kontrasepsi pada ahap permulaan diselenggarakan progam tersebut,
di mana sebagian besar peserta baru yaitu 54,6 persen menggunakan IUD, sedangkan pil
hanya dipilih oleh 27,4 persen dari peserta keluarga berencana baru. Perkembangan hasil
peserta keluarga berencana baru menurut metode kontrasepsi dapat diikuti pada
Tabel VIII. 7.

Di samping jumlahnya yang terus meningkat, telah terlihat adanya kualitas peserta
keluarga berencana yang semakin baik. Hal ini antara lain dapat diketahui dari rata-rata
umur peserta keluarga berencana yang cenderung lebih muda dan jumlah anak yang di
kehendaki cenderung semakin kecil. Ditinjau dari kelompok umur, temyata pada rata-rata
umur 20 - 24 tahun merupakan bagian terbesar dari seluruh peserta keluarga berencana
yaitu sebanyak 35,4 persen. Diikuti kemudian rata-rata umur 25 - 29 tahun, 30 - 34 tahun
dan 15 - 19 tahun, masing-masing sebesar 27,7 persen, 15,0 persen dan 10,5 persen.
Sedangkan pada kelompok umur 35 - 39 tahun dan 40 - 44 talrun masing-masing hanya
sebesar 9,0 pcrsen dan 2,1 persen. Selanjumya jika dilihat dari status pekerjaan zuami,
ternyata bahwa sebagian besar peserta keluarga berencana adalah terdiri dar.i kelompok
petani yaitu sebesar 64,6 persen, disusul kemudian oleh pekerjaan lepas, pegawai negeri,
pegawai swasta dan pedagang, masing'masing sebesar 15,5 persen,6,0 persen,6,3 persen dan
5,2 persen. Sedang selebihnya adalah terdiri dari kelompok ABRI dan kelompok tidak
bekerja masing-masing sebesar 1,3 persen dan 1,1 persen. Hasil yang dapat dicapai seperti
digambarkan tersebut di atas cukup memberi petunjuk bahwa program keluarga berencana
yang dilakukan selama ini telah mengarah pada sasaran yang bena: yaitu lebih banyak
menjangkau kepada pasangan usia subur dan kelompok petani yang pada umumnya masih
lemah kondisi sosial ekonominya, Dengan demikian sccara tidak langsung program ke-
luarga berencana ini akan dapat membantu pesertanya untuk memperbaiki taraf hidupnya,

Sejalan dengan usaha perluasan jumlah peserta baru keluarga berencana maka
telah dilakukan pula pembinaan terhadap peserta lama dari keluarga berencana secara
terus menerus yang telah menunjukkan hasil yang positif. Pada bulan Agustus 1981
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tercatat sebanyak 7,7 juta peserta keluarga berencana aktif, di mana sebanyak 62,2 persen
dari jurniah peserta tersebut menggunakan alat kontrasepsi pil, 27,7 persen meng-
gunakan IUD, dan selebihnya sebanyak 9,9 persen menggunakan alat kontrasepsi lainnya.

Jika dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang menjadi sasatan program maka
tingkat prevalensi daripada peserta keluarga berencana aktif adalah sebesar 362 persen
atau berarti bahwa 36 dari 100 pasangan usia subur tet4p setia menggunakan konrrasepsi
secara berlanjut.

Gambaran pencapaian program yang berhasil tersebut akan lebih bermakna apabila
dilengkapi dengan berhasilnya proses pelembagaan dan pembudayaannya di dalam masya-
rakat dan keluarga. Dengan banruan dan dukungan dari semua pihak maka tanda-tanda
melembaganya pelaksanaan program keluarga berencana telah mulai nampak, khususnya
di daerahdaerah yang pesertanya telah mencapai jumlah antara 15 persen sampai dengan
35 persen, yang terlihat dari tumbuhnya pos-pos keluarga berencana desa atau kelompok-
kelompok akseptor. Tolebih lagi pada tingkat kesertaan di atas 35 persen, atau lebih di-
kenal dengan daerah phase III, terlihat kelompok akseptor yang jauh lebih maju dengan
kepemimpinan yang lebih mantap dan dapat berperan lebih besar di dalam mengelola
daerahnya sendiri. Pada tingkat demikian masyarakat mulai memiliki programnya sendiri
sehingga peranan pe gas keluarga berencana semakin dibatasi pada pemberian bimbingan
teknis dan dukungan pengayoman. Pada umumnya program keluarga berencana di Jawa
dan Bali telah mencapai phase II dan III, di mana Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa ( PPKBD ) semakin tumbuh dan betfungsi lebih aktif, di samping pesalnya per-
tumbuha"n kelompok akseptor. Sampai dengan bulan Agustus 1981 di daerah tersebur
telah terbenruk 42.206 PPKBD dan 175.273 kelornpok/paguyuban keluarga berencana
yang tersebar di pelosok desa dan pedukuhan,

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan keluarga berencana, telzh
diimbangi pula dengan pengadaan klinik-klinik keluarga berencana sebagai sarana utama
pelayanannya, yang tersebar di setiap kecamatan bahkan sampai ke desadesa. Dalam tahun
lltSL/1982 sampai dengan bulan Agustus, jumlahnya telah menjadi 5.978 buah, suatu
jumlah yang lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlahnya pada tahun 1980/7981
yang baxu sebanyak 5,609 buah. Walaupun demikian, untuk lebih mendekatkan lagi pe-
layanan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok desa dan pedalaman, telah
ditingkatkan kegiatan Tim Medis Keliling ( TMK ), yang hingga triwulan pertama talrun
798717982 telah dilaksanakan sebanyak 67.987 kali. Perkembangan jumlah klinik ke-
luarga berencana dan frekuensi gerak TMK tersebut telah pula disertai dengan penambahan
tenaga pelayanannya. Sampai dengan triwulan I tahun 1981/1982, jumlah personil klinik
keluarga berencana telah meningkat meqldi 27.206 orangr yang terdiri dari 3.973 doker,
5.927 bidan, dur 4.652 pembanru bidan,4.326 tenaga adminisnasi, serta 8.328 petugas
lapangan KB. Perkembangan tersebut dapat diikuti pada Tabel VIII.8.



474

3
-

F

z
F

U)

z

F>
:l Fr

EF -

rt-
X '

L>
Hw
8F
;z

z

o\
\o

\o
{

I

\o
€

€
N

FI

5p

€ €

F

P

v r e r ( r + a a o q N N F H
\o q\ H F .i o\ u, o N rf F + \.r
. r r o F r ! \ o N + F r . u o \ o \ N
0 o \ o c p + F o ! x 6 v r { t s \ r . . t

\0 € \o \o \o \o \o \o \0 \o \o \o \0
a @ .rt { .{ .:t { s:t { { r.l { cn
t r Q \ o € . { o \ 9 r + s r N F o \ o

\o \o \o \0 \o \o \o \o \o \o \o \o \o
6 e  6  {  {  $ {  - . 1  {  {  !  \ |  {
N t s O \ O a o . J O \ u r 5 a t J t s O

l, :x :,, }., 1,,) 1,, !e t- l-
\ o o o i & { v r @ \ o t s ( b { r +
. J O \ O G v r q \ l J r a 6 @ \ O v i N
u, Co + N O \O Ol O\ O\ q, e O\ F

9 : a : J ' n i i P : " P ! - : - ! -\o { +,i + N \o + i\r -.t ..t o\ oo
N O { O \ s J F t s N + { ( r { ( a
{ { 0 \ @ o \ ( l \ o F t s o \ @ @ ( ^

q'

n i i P P : ! l x P i r
o\ ur o ..t ,Jr rrJ O o\ \O F O\ el
rJr N F F u' + \o rJr q + o (a ..r
t \ ) ( . \ O r J |  N \ O  F - . 1  \ O t , q  O 1 r

t t : . , : " 1 , , : " P P | . l - r
w O \ O ( ^ w N \ O O \ \ O O \ N w l
N \ O N O \ O o \ O O { + . r N
o\ o\ ..r + N N vr \o o ct\ vr N

c ' F

l l
( F - l { O \ O \ O \ g \ 6 e r a F
t r o  a \ o q + v r  o \  \ o  . . 1  \ 0
N O O \ O @ + \ . t r r J O \ { i . r
@ o a \ o N r J r @ \ o \ o + o



+r5

Berhasilnya program keluarga berencana yang dapat dicapai selama ini tidak ter-

lepas dari kegiatan penerangan keluarga berencana melalui berbagai media massa. Dalam

tahun 1981/1982 sampai dengan bulan Agustus, kegiatan tersebut telah meliputi segenap

aspek kependudukan dan keluarga berencana yang dikaitkan dan dikembangkan dengan

pembangunan nasional. Cara penyajiannya juga bervariasi, mulai dari artikel, analisa, kari-

katur, tajuk rencana maupun sandiwara, wawarcara, laporan pembangunan ataupun

integrasi siaran ke dalam berbagai acara yarg telah ada. Penerangar kepada masyarakat

yang tinggal di pelosok desa dan pedalaman dilakukan melalui penerangan keliling dengan

menggunakan sarana mobil unit penerangan keluarga berencana. Sesuai dengan tingkat
kemajuannya kini penerangan massa tidak lagi bertumpu pada kegiatan PLKB rnelainkan

telah dialihkan kepada petugas dari masyarakat sendiri, baik dari PPKBD, paguyuban

maupun dari kelompok-kelompok akseptor, sedangkan kegiatan PLKB dipusatkan pada

pembinaan PPKBD dan paguyuban tersebut.

8.5. Kesejahteraan sosial

Pembangunan di bidmg kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mengurangi ke-
tidakserasian sosial yang terdapat dalam masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya
berbagai hambatan baik sosial ekonomi, sosial budaya, phisik maupun mental yang dialami
oleh sebagian anggota masyarakat. Dalam rargka tersebut antara lain telah dilakukan ber-
bagai kegiatan usaha produktif yang ditujukan kepada keluarga miskin yang dalam tahun
1980/1981 telah mencakup sebanyak 50.690 KK, termasuk 4.650 KK yang mendapat
bantuan dari UNICEF, Adapun usaha pembinaannya meliputi latihan swadaya sosial yang
disenai dengan pemberian bantuan penggerak sebanyak Rp 20.000,- per kepala keluarga.
Di samping itu kepada sebanyak 1.641 desa yang tersebar di 26 propinsi masingmasing
telah diberikan pula bantuan berupa I unit paket pengemburgan dana. Dari setiap unit
paket tersebut diharapkan dapat dilibatkan 10 KK pada desa yang bersangkutan atru
16.4f0 KK unruk seluruh Indonesia. Dengan demikian seluruh kegiatan usaha produktif
tersebut telah dapat mencakup sebanyak 67,100 KK keluarga miskin. Apabila dibandingkan
dengan hasil yang telah dicapai dalam tahun 197911980 sebanyak 20.409 KK, maka hasil
pembinaar terhadap populasi keluarga miskin tersebut telah jauh meningkat. Usaha pem-
binaan sosial masyarakat juga telah dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang rawan
keadaan sosial ekonominya, dengan kondisi perumahan dan iingkungan yang tidak me-
menuhi syarat-syarat kesehatan, teknik ataupun soslal. Dalam tahun 1980/1981 sebanyak
5.068 KK yang memiliki perumahan tidak layak telah berhasil dibina, yaitu dengan mem'
berikan pengetahuan tentang perumahan sehat. Dengan demikian jangkauan pelayanannya
sudah lebih dari dua setengah kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah yang dapat dicapai
tahun 197911980 sebanyak 1.941 KK. Dari usaha pembinaan tersebut diharapkan adanya
peningkatan kesadaran serta kemampuan masyarakat untuk membangun dan memperbaiki
kondisi perumahan dan lingkungannya secara swadaya dan terorganisir.
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selanjutnya untuk lebih mempercepat tefcaPainya usaha-usaha di bidang kesejah-

teraan sosial, sangat diperlukan parrisipasi aktif dari anggota masyarakat. Sehubungan

dengan hal tersebut telah dibentuk Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM) yang tenaganya

diariUit dari anggota masyarakat yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai tenaga penggerak

kegiatan sosial-d1 lingkungannya. Dalam tahun 1980/1981 telah dapat dibina sebanyak

t t-.640 ora,]g pSM uiama dan pratama yang berarti meningkat sebanyak 4,140 orang jika

dibandingkai dengan jumlah PSM tahun sebelumnya sebanyzk7 '5OO orang Erat hubungan'

ny" d.r,g""n penin[kutan Partisipasi sosial masyarakat tadi dan dengan pertimbangan bahwa

p.t"y"n"'n sosial adalah -er.rp"katt tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan

-"ry"rakrt, maka peranan organisasi-organisasi sosial telah dikembangkan dan dilembaga-

kan. Dalam tahun 1980/1981 artara lain telah diberikan latihan/bimbingan kcpada 1.600

orang pengurus/anggota organisasi, bantuan peralatan/prasarana perkantoran kepada

t.242 organisasi, dibentuk 540 orang tenaga kesejahteraan sosial sukarela serta 330 orang

kader teiaga keserasian sosial yang pada umumnya terdiri dari tokoh masyarakat. Di

samping itir telah disebarluaskan pula buku-buku kesejahtetaan sosial sebanyak 90 000

bush.

Perhatian pelayanan sosial juga t€rus diberikan kepada kelompok masyarakat ter-

asing yang terpencil dan terbelakang hidupnya, sehingga tertinggal dari masyarakat

tndoneri" pada .rmurn,ya. Dengan tujuan unruk meningkatkan taraf kehidupannya' mereka
*telah 

dibina dalam lokasi-lokasi pemukiman. Dalam tahun 1980/1981 telah dimukimkan

sebanyak 2.750 KK, serta pengembangan bagi 5.550 KK pada 30 lokasi pemukiman yang

tersebar di 19 propinsi. Dewasa ini beberapa proyek Iokasi pemukiman telah siap diresmikan

menjadi desa p.ln,] t i.".t, antara lain lokasi pemukiman Mongan Poula di kabupaten Padang
pariaman sumatera Barat, Silmai di kabupaten Maluku Tengah, sikara di kabupaten Dong-

gala - sulawesi Tengah, oetoli di kabupaten Poso sulawesi Tengah serta lokasi Roraya

di kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara.

D i samp ingusahapemb inaansos ia l , keg ia tanpeke r j aansos ia lme l i pu t i pu la
pemberian bantuan dan penyantunan sosial kepada anak-anr'l< terlantar untuk memberi

L.r.-p"r"r, kepada pengembangan bakat dan kemrmpuan mereka dalam - rangka

p"ng.-brng"n sumber Jay, anak sebagai generasi muda. Untr'rk maksud itulah pembangun-

"n i"ntip"ntl rerus dilanjutkan, dan semenjak PELITA III dilaksanakan sampai dengan

tahun 1981/1982 telah dan sedang dibangun atau diperbaiki 23 buah panti karya taruna,

2 buah sarana petirahan anak serta 28 buah panti asuhan, termasuk 5 buah panti asuhan

yang baru. Dengan demikian jumlah seluruh panti yang telah disediakan hingga kini telah

berjunrlah sebanyak 542 buah, sedangkan anak terlantar yang telah mendapat penyan-

tunan dengan sistem non panti selama 3 tahun pertama PELITA III berjumlah 128.120

anak.
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Tidak berbeda dengan anak terlantar maka penyantunan terhadap orang lanjut
usia/jompo juga diberikan melalui panti dan non panti. Penyantunan di dalam panti
diperuntukkan bagi para lanjut usia yang terlantar dan secara phisik sudah tidak mampu
lagi mencari nafkah. Penyantunan yang diberikan antata lain berupa jaminan makan, pa-
kaian, perawatan kesehatan serta pengisian waktu terluang yang bersifat rekeatif produktif
ringan. Agar dapat menampung lebih banyak para lanjut usia tersebut maka setiap tahun
pembangunan panti (Sasana Tresna Werdha) terus dilaksanakan. Dalam tahun 1981/1982
telah dibangun scbanyak 66 buah wisma, rerdiri dari 50 buah untuk tingkat propinsi dan
16 buah untuk tingkat kabupaten dengan daya tampung seluruhnya sebanyak 660 orang.
Dengan demikian selama pelaksanaan REPELITA III sampai dengan 7987/7982 telah
dan sedang dibangun sebanyak 176 buah wisma dengan daya tampung sebanyak 1.760
orang. Dalam pada iru penyantunan di luar panu dilat<sanakan antara lain melalui pemberian
bantuan usaha produktif yang terdiri dari peralatan serta modal usaha. Bantuan tersebut yang
diberikan kepada para lanjut usia yang kondisi phisiknya masih cukup mampu namun
Iemah keadaan sosial ekonominya, dilakukan melalui bimbingan kelompok oleh pem-
bimbing sosial masyarakat. Apabila dalam tahun 197911980 pemberian pelayanan di luar
panti baru dapat diberikan kepada 20.O00 orang maka dalam tahun 7980/7987 telah dapat
dijangkau para lanjut usia lebih banyak lagi yaitu sebanyak 50.000 orang.

Pelayanan sosial yang bersifat rehabilitasi terhadap tunasosial senantiasa ditingkat-
kan pule antara lain kepada para gelandangan, tunasusila, bekas hukuman serta anak nakal
dan korban narkotika. Usaha rehabilitasi kepada para gelandangan/pengemis dilaksanakan
dengan jalan pemberian penyantunan maupun penyaluran secara lokal, serta transmigrasi
sosial ke luar pulau Jawa. Dalam tahun 1981/1982 telah disalurkan ke luar Jawa sebanyak
7,700 KK dan penyaluran lokal yang meliputi 1.475 KK. Untuk mendukung kegiatan
penyantunan kepada para gelandangan/pengemis tersebut telah dilaksanakan pula per-
luasan pembangunan 7 buah pantl penyantunan. P€nyantunan yang bersifat rehabilitasi
tersebut telah diterapkan pula terhadap para tunasusila melalui peningkatan kegiatan pen-
didikan trudi pekerti/kerohanian serta berbagai macam ketrampilan, Hasil yang dapat
dicapai antara lain adalah 5 buah panti pendidikan wanita tunasusila yang dapat rnenampung
1.597 orang, perluasan 7 buah panti yang telah ada dan perluasan pembangunan 6 buah
sasana karya. Melalui kegiatan dalam panti tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali
ke masyarakat dengan bentuk kehidupan yzngwalar.

Adanya kenyataan bahwa banyak bekas narapidana yang telah selesai menjalani

hukrrman dan keluar dari lembaga pemasyarakatan menghadapi kesulitan sosial dan

ckonominya, maka kepada mereka perlu pula diberikan bantuan rehabilitasi. Untuk maksud
tersebut pembangunan 4 buah Loka Bina Karya sebagai sarana pendidikan non Panti tetap
dilanjutkan. Di tempat ini mereka diberi bimbingan dan pengarahan agar dapat mengatasi
persoalan sosial yang dihadapi, antara lain dengan memberikan bimbingan konsultasi mau-
pun latihan ketramp ilan praktis serta bantuan material berupa paket peralatan kerja yang
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diperlukan. Sejak tahun I979ll98O hingga sekarang telah direhabilitasi sebanyak 720
orang bekas narapidana yang tersebar di propinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, DI Yog
yakarta dan DKI Jakarta Raya. Sementara itu rehabilitasi sosial bagi anak-anak nakal dan
korban narkotika melalui sistem panti yang telah dimulai sejak permulaan PELITA II
sampai saat ini telah menangani sebanyak 1.723 asrk, sedangkan yang dilakukan melalui
sistem non panti yang baru dimulai sejak pelaksanaan PELITA III telah mencakup 1.8o5
anak. Panti - panti yang telah tcrsedia untuk menangani masalah tersebut adalah 3 buah
pand rehabilitasi anak masing-ma.sing di DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah,
serta 3 buah panti rehabilitasi sosial korban narkotika di DKI Jakarta, Sumatera Urara
dan Jawa Timur.

Kepada para cacad juga telah diberikan perhatian yang lebih besar yaitu melalui pe-
layanan rehabilitasi yang dimaksudkan agar mereka dapat mengembalikan dan meningkat-
kan kemampuan jasmani dan rokhaninya sehingga mampu berdiri sendiri dan memungkin-
kan dapat hidup secara wajar. Sejak diselenggarakan usaha rehabilitasi tersebut hingga
sekarang, telah ada 20 buah panti yang dapat memberikan pelayanan tethadap 14.549
orang sedangkan penyantunan non panti dapat melayani sebanyak 29.900 orang. Usaha
lainnya yang dilakukan sejak tahun 1979/7980 hingga sekarang antara lain melanjutkan
pembangunan 16 buah panti rehabilitasi, melanjutkan pembalgunan dan membangun
yang baru LokaBinaKarya masing-masing sejumlah 82 buah dan 30 buah, serta memberi
bantuan tongkat putih kepada tunaneffa sebanyak 2.000 buah. Bantuan berupa peralatan
kerja telah diberikan pula kepada keluarga pahlawan dan para perintis kemerdekaan yang
dalam tahun pertama, kedua dan ketiga pelaksanaan REPELITA III, berturut-turut telah
diberikan sejumlah 40 unit untuk 2OO orang,85 unit untuk 425 orang dan 30 unit untuk
150 orang perintis kemerdekaan. Dalam tahun yang sama juga telah diberikan bantuan
kepada penulisan riwayat perjuangan perintis kemerdekaan, masingmasing kepada 200
orang, 150 orang dan 75 orang. Demikian pula untuk mengembangkan jiwa kepahlawanan
bangsa telah dilakukan pemugaran terhadap Taman Makam Pahlawan yang tersebar di
berbagai propinsi sebanyak 50 buah, termasuk bantuan perbaikan perumahan bagi keluarga
pahlawan sebanyak 40 buah.

Sehubungan dengan adanya bencana alam yang sering melanda penduduk di berbagai
daerah maka perlu diambil langkah{angkah kebijaksanaan untuk membantu para penderita
yang diakibatkannya. Kegiatan sosial yang telah dilakukan selama pelaksanaan PELITA III
pada dasamya adalah merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun-tahun se-
belumnya dan antara lain meliputi pemindahan penduduk darr penyanrunan lokal kepada
para korban bencana alam. Selama waktu tersebut telah berhasil ditransmigrasikan ke
luar Jawa dan Bali sebanyak 5.700 KK dan penyantunan lokal di luarJawadan Balisebanyak
9.773 KK. Di samping itu juga telah diberikan bantuan berupajaminan makan selama 6 bulan
serta bantuan bibit dan peralatan kerja dalam usaha mengembangkan kesejahteraan sosial eko-
nominya. Sedangkan pembangunan panti persinggalan adala-h sejumlah 14 buah yang berada
di 14 propinsi sebagai tambahan panti persinggahan yang telal dibangun selama PELITA IL



+19

Pembangunan parti tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan bagi
korban kecelakaan di laut dan sungai.

Kegiatan sosial lain yang tidak kalah pentingnya adalah pernbinaan terhadap generasi
muda sebagai upaya unfirk menggali dan meningkatkan sumber daya manusia di kalangan
pemuda dan remaja. Untuk maksud tersebut, apabila selama PELITA II telah dapat di
tumbuhkan sebanyak 2.164 karang taruna sebagai wadahnya, yang dapat menampung
kegiatan sebanyak 217.76L pemuda/remaja, maka jumlah tersebut relah meningkat
menjadi 6.694 buah dalam ulun kedua PELITA III yang terdiri dari karang
taruna twnbuh, karang taruna berkembang, karang taruna maju dan karang taruna per-
contohan masing-masing sebanyak 3.363 bual, 2.72O btah, 1.147 buah dan 64 buah,
yang seluruhnya dapat melayani sebanyak 913.939 pemuda/remaja. Demikian pula untuk
meningkatlan kemampuan dan ketrampilan wanita dalam kegiatan produktif, antara lain
telah dilakukan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi 6,400 wanita yang tergolong
miskin, serta pembinaan kader kepemimpinan wanita sebanyak 1.140 orang. Di samping
itu bagi setiap desa lokasi kegiatan ekonomi produktif juga diberikan banruan pendorong
berupa per:,)aan rcpat g)na yang se.luruhnya berjumlah 212 wit.

8,6. Hukum dan perundang-undangan

Pembangunan di bida"rg hukum dalam PELITA III meliputi usaha pembaharuan,
pengembangan dan pemantapan tata hukum yang mampu memberi pegargan, pengarahan
serta pengamarran terhadap pembangunan nasional. Ikhtiar untuk mer+ujudkan usaha
tersebut dilakukan rnelalui pembaharuar peraturan p erundang-undangan , namun nengingat
ak:rr luas dan rumimya masalah-masalah hukum yang dihadapi maka di dalam ikhtiar
tersebut diperlukan suatu perenciuraan yang menyeluruh, terpadu dan terarah serta dilaku-
kan secara bertahap dan pragmatis.

Dari kegiaun ya.ng telah dilakukan dalam uhun 798017981 telah dapat dihasilkan
sebanyak 13 buah undangtndang yang meliputi berbagai jenis, di anuranya Undang-undang
tentang Perhitungan Anggarafl Negara, Undang-undang tentang Tindak Pidana Suap,
Undang-undang tenturg Hak Keuangan/administratif Pimpinan dan Anggota serta Bekas
Pimpinan dan Bekas Anggoa Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Undang-undang tentang
Ja.lan, Undang-undang APBN 198l/1982 serta Undang-undang tentang Metrologi Legal.
Di samping itu telah ditetapkal pula sebanyak 55 buah peraturan Pemerintah, beberapa
di antaranya adalah Peraturan Pemerintah tentang Apotik, tentang peraturan disiplin pe-
gawai negeri sipil, tentang usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacad, tentang pelak-
sanaan Pemilu 1982, tentang pengangkatan kepala dan perangkat kelurahan menjadi
pegawai negeri sipil, tentang perlindungan upah serta peraturan pemerintah tentang iuran
hak pengusahaan hutan ( IHPH ) dan iuran hesil hutan ( IHH ). Sedangkan produk hukum
lainnya adalah dalam bentuk keputusan Presiden/instruksi Presiden antara lain menyangkut
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pemberian premi kepada kelompok tani peserta Insus yang menjual gabah kepada Pemerin-
tah, dana jaminan reboisasi dan permudaan hutan areal HPH, pencetakan sawah, organisasi
dan tatakerja penyelenggaraan landreform, pedoman pelaksanaan undang-undang tentang
perjanjian bagi hasil, penyusunan dan pengesahan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah
Tingkat I dan II serta retribusi Daerah Tingkat I. Di samping produk-produk hukum
tersebut, kini sejumlah rancangan undang-undang ( RUU ) dan rancangan peraturan Pe-
merintah ( RPP ) juga telah dipersiapkan, sehingga tepat pada waktunya dapat disyahkan
berlakunya. Di antara RUU dan RPP tersebut ialah RUU tentang hak cipta, perusahaan
daerah, wabah dan karantina serta RPP tentang pengaturan air, irigasi, pengendalian pen-
cemaran air dan tentang pelayanan sosial bagi fakir miskin.

Pembinaur hukum dalam ard luas mencakup pula kegiatan penyelenggaraan aC-
ministrasi urusan hukum. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerataan pembangunan dalam
PELITA III yang dijiwai oleh azas keadilan sosial, maka kegiaturnya antara lain diarahkan
pada peningkatan dan pemerataan pelayanan hukum yaitu dengan jalan mendekatkan
kantor unrsan hukum kepada masyarakat dalam ujud pembangunan/peduasan kantor
vertika.l di daerah. Dengan demikian dapat diberikan pelayanan hukum yang cepat, mudah
dan efisien kepada masyarakat, di samping dapat juga meningkatkan penerimaan negara.
Kegiatan penting lainnya adalah berupa penyelenggtaraan dokumentasi dan publikasi hukum

guna membantu para penegak hukum, perguruan tinggi dan masyarakat di dalam mendapat-
kan informasi yang lengkap mengenai peraturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan
ini telah dilakukan penyusunan sejumlah dokumentasi, di antaranya menyangkut tentang
perjanjian internasional, pewarganegaraan, dwi kewarganegaraan, peraturan perundang-
undangan antara pusat dan daerah, pedoman petunjuk dan pengawasan notaris, serta
dokumentasi tentang penyelenggaraan pembuatan surat bukti kewarganegaraan Republik
Indonesia. Sementara itu berbagai publikasi hukum yang telah dilakukan artara lain me-
liputi publikasi sejarah pembentukan undang-undang tentang ekstradisi, sejarah pembentuk-
an undang-undang tentang hukum acara pidana, serta dokumentasi sejarah undangundang
tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailanci.

Dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya
yang murah serta dapat memenuhi rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat, maka pem-
brnaan badan peradilan umum terus disempumakan. Untuk menopang terwujudnya sistem
peradilan tersebut, dalam tahun 1980/1981 telah dibentuk 7 pengadilan negeri yang baru,
yaitu pengadilan negeri di Kisaran, Janthoi, Lubuk Pakam, Cibadak, Simalungun, Dumai
dan Lubuk Basung. Dengan demikian sampai dengan tahun kedua PELITA III telah ada
sebanyak 277 pengadilan negeri dan 19 pengadilan tinggi. Selanjutnya untuk memperluas
jangkauan pelayanan peradilan dan sekaligus meningkatkan produktivitas pengadilan,
telah dibangun pula sebanyak 72 buah tempat sidang khususnya di kota-kota kecil. Tempat
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sidang tersebut akan mempermudah pelaksanaan tugas hakim keliling di dalam memper-

cepat penyelesaian perkara di tempat kasus/sengketa terjadi. Sedangkan bantuan hukum
yang telah diberikan dalam tahun tersebut kepada pata pencari keadilan yang kurangmampu
telah meliputi sekitar 3.000 kasus/perkara. Dengaa cara demikian maka usaha pemerataan
untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum mulai dapat dirasakan marfaamya.

Segenap usaha pelayanan hukum tersebut telah ditunjang dengan pembangunan
59 buah gedung pengadilan negeri dan 6 buah gedung pengadilan tinggi yang baru,
di samping pembangunan lanjutan/rehabilitasi/perluasan 26 buah pengadilan negeri, serta
pembangunan sebanyak 235 buah rumah dinas untuk para hakim dan panitera. Kepada
pengelola bidang hukum tersebut telah diberikan penataran?enataran sebagai upaya untuk
meningkatkal ketrampilan dan ilmu pengetahuannya, sehingga pada gilirannya mufu per-
adilan berangsur-angsur dapat di tingkatkan. Erat hubungannya dengan kegiatan peradilan,
dalam tahun 1980/1981 telah dapat diselesaikan sebanyak 294.815 perkara yang ada
pada tingkat pengadilan negeri yang berarti meliputi 98,3 persen dari seluruh jumlah

perkara yang ada sebanyak 299.979 perkara. Sementara itu dari 9.818 perkara pada tingkat
pengadilan tinggi, telah dapat diselesaikan sebanyak 7 .549 buah atau 76,9 persen, sedangkan
yang berhasil diselesaikan pada tingkat Mahkamah Agung berjumlah 2.669 perkarz ztaru
merupakan 22,2 persen dari jumlah perkara yang ada sebanyak 12.OO7 perkara.

Khususnya perkara pidana telah mendapat penangsran yang serius untuk dapat
segera diselesaikan secara tuntas. Dalam tahun 1980/1981 sebanyak 750.000 perkara
pidana atau 90,8 persen dari seluruh perkara pidana sebanyak 825.650 buah telah dapat
diselesaikan, baik yang berada pada tingkat pengadilan negeri ataupun tingkat pengadilan
tinggi. Perkara pidana tersebut antara lain menyangkut perkara penyelundupan, narkotika,
uang palsu, korupsi, subversif, pelanggaran perairan serta kenakalan remaja. Bahkan dalam
rangka mengamankan kebijalaanaan Pemerintah, maka kegiatan pengawasan dan peng-
amanan terhadap barang-barang cetakan telah ditingkatkan. Kegiatannya telah dipusatkan
pada kemungkinan masuknya unsur-unsur kebudayaan asing yang bersifat subversif, ter-
masuk di dalamnya terhadap orang asing dan emigran gelap. Usaha terscbut telah ditunjang
dengan pembangunan prasarana phisik, di antaranya pembangunan 103 gedung kejaksaan
negeri dan sebuah gedung kejaksaan tinggi. Di samping itu telah dilakukan pula perluasan
3 gedung kejaksaan negeri, 16 gedung kejaksaan tinggi dan perluasan gedungpada Kejaksa.an
Agung, sena kegiatan rehabilitasi yang meliputi 9 buah gedung kejaksaan negeri dan 2 buah
gedung kejaksaan tinggi.

Bidang keimigrasian sebagai salah satu unsur penegakan hukum akan menjadi se-
makin penting peranannya, khuzusnya di dalam menjamin ketertiban, keamanan serta
perlindungf,n terhadap kepentingan negara, bangsa dan para anggota masyarakat.
Peranannya yang semakin penting tersebut dimungkinkan antara lain oleh berkembangnya



perdagangan internasional dan pariwisata yang merupakan faktor penyebab meningkamya

frekuensi maupun volume Ialu lintas orang antarnegara yang pada gilirannya menuntut

peningkatan intensitas di bidang keimigrasiul.

Dibandingkan dengan tahun 1g7911980, jumlah orang Indonesia dan orang asing

yang datang dari luar negeri dalam tahun 1980/1981 telah meningkat masing-masing sebesar

46,4 persen dan 17,3 persen, yaitu dari sebesar 319.056 orang menjzdi 467 'O47 orang dan

d,ari 548.246 orang menjadi 642.962 orurg. Demikian halnya dengan orang lndonesia dan

orang asing yang berangkat ke luar negeri, masing-masing telah meningkat dari 332.61.8

orang menjadi 486,8+O orang dan dari 552.735 menjadi 609.682 orang atau suatu kenaikan

sebesar 46,4 persen dan 10,3 persen. Sesuai dengan kebijaksanaan di bidang imigrasi yang

berlandaskan pada asx keamanan, maka dikeluarkannya Peraturan visa tahun 7979 adalaL

dimaksudkan untuk memenuhi persya-ratan keamanan sehubungan dengan rneningkatnyz"

lalu lintas orang khususnya masuknya orang asing ke Indonesia. Bersamaan dengan peratur-

an visa tersebut telah dikeluarkan pula peraruran di bidang exit dan reentry permit baik

yang menyangkut Pengamanan administratif maupun teknis terhadap penyalahgunaan

,ur",-rurra perjalanan RI. Peraturan tersebut dikeluarkan antaxa lain untuk menanggulang'

pemalsuan paspor Republik Indonesia yang tidak sedikit jumlahnya Kegiatan lainnya di

tidang imigrasi antara lain adalah pemberian fasilitas keimigtasiar.r berupa kemudahan

pemberengkatan dan pendaratan para jemaah haji yang akan bertolak dari Indonesia ke

sauai ,qrulia serta yang aka.n kembali ke tanah air. Fasilitas serupa juga diberikan kepada

wsatawan aslng yang mengunjungi Indonesia, bahkan fasilitas tentang perjalanan umroh

berikut peraturan pelaksanaannya

Dalam kaitannya dengan masalah lintas batas, antara lain telah dilaksanakan peI-

janjian mengenai lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia dan antara Indonesia de-

ngan philipina. semenrara itu terus digiatkan pengawasar wilayah daratan dengan sistem

pemeriksaan di tempat terhadap lokasi-lokasi orarg asing apakah mereka melakukan

kegiatan kerja atau perdagangan tanpa izin atau menyalahgunakan izin keimigrasian yang di-

perolehnya dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan pengawasan wila-

yah lautan ditujukan terhadap orang asing yang bekerja di lautan yang tetmasuk dalam juris-

dilsi Republik Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran keimigrasian yang berhasil dibongkar

telah diajukan kepada pengadilan negeri di berbagai temPat, baik yang menyangkut imigran

gelap, status kewarganegaraan dan pemalsuan administrasi keinrigrasian. sejalan dengut

peningkatan tugas-tugas keimigrasian dan untuk Pen)/empurnaan Pelayanannya maka

a.parat imigrasi telal diimbangi dengan penggunaan komputer di dalam sistem informasinya.

Di samping itu telah dibangun 2 buah gedung Kanwil Imigrasi di Surabaya dan Jayapura,
sebuah kantor Resort Imigrasi di Merak dan sebua} pos imigrasi di Teiuk Bayur serta

rehabilitasi/perluasan 6 buah gedung kantor imigrasi di Cilacap, Pekanbaru, Belakang Padang,

Tanjungpinang dan Bdikpapan.
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Pembinaan masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan sosial edukatif telah
pula ditujukan kepada narapidana dan anak didik, khususnya terhadap pidana bersyarat
dan pelepasan bersyarat. T\rjuan akhir dari pembinaan tersebut adalah agar mereka dapat
kembali hidup bermasyarakat secara wajar dengan tetap mernperhatikan aspek keamanar^
lingkungannya. Kegiatan yang tetah dilakukan dalam tahun lgSO/1981meliputi penyempur-
naan tentarg pengembangan sistem pemasyarakatan dan sistem informasinya, penyusunan
sejarah kepenjaraan di Indonesia serta penyusunan buku perunjuk keamanan dan ketertiban
dalam sistem pemasyarakatan. Sementara itu peningkatan usaha pembinaan bimbingan
masyarakat dan pengentasan anak ( BISPA ) dilakukan melalui pendidikan sekolah, pem-
binaan keagamaan, kepramukaan, ketrampilan bertani dan beternak, serta pembinaan
kewiraswastaan, sedangkan kegiatan pembangunan yang berupa sarana phisik untuk me-
nopang kegiatan pembinaan masyarakat tersebur arrara lain rneliputi pembangunan baru
dan pembangunan kembali sebanyak 37 buah lembaga pemaryarakatan ( Lp ), 3 buah
kantor BISPA masing-masing di Jakarta Utara, Purwokerto dan Wonosari, dan pembangunan
lanjutan 36 buah LP, di samping kegiatan rehabilitasi dan perluasan Lp masing-masing
sebanyak 63 buah dan 16 buah.

8.7. Pertahanan keqnanan

Konsepsi pembangunan Perahanan dan Keamanan Nasionai (Hankamnas) dalam
rangka pembangunan nasional adalah tertuang dalam Rencana Sasaran Strategis Hankam
(Renstra Hankam). Apabila dalam Renstra Hankam I kegiatannya lebih diarahkan kepada
usaha konsolidasi maka dalam Renstra Hankam lI L97B - 1983, yang pelaksanaannya
bertepatan dengan pelalaanaan REPELITA III, pembinaan ABRI sudah diarahkan kepada
perwujudan strategi pertahuran penangkalan melalui penyiapan satuar pemukul yang
memiliki kemampuan dan dngkat kesiapan yang dapat diandalkan.

Dalam rangka tersebut, sasaran umum yang ingin dicapai sampai dengan tahun
ketiga REPELITA III adalah pemanrapan 100 batalyon dengan dukungan kekuatan laut
dan kekuatan udara yang memadai, serta pemantapan komando teritorial dan aparatur
intelijen. Pemantapan satuan ini dikenal sebagai akselerasi pembangunan kekuatan yang
dimulai dengan 6O batalyon dalam tahun pertama, yang kemudian ditingkatkan menjadi
100 batalyon pada tahun berikutnya. Akselerasi pembangunan kekuata' ini p;da hakekat-
nya merupakan percepatan dari usaha pencapaian sasaran Renstra Halkam il, sekaligus
sebagai tindak lanjut dari evaluasi perkembangan lingkungan strategis. Kegiatar pokok yang
perlu dilakukan sehubungan dengan akselerasi pembanguran kekuatan tersebut ada.lah
meliputi konsolidasi satuan tempur serta pengadaan persenjataan dan peralatan ABRI
termazuk fasilitas pendukungnya. Di samping itu adanya gangguan atau gejolak atas ke-
rukunan dan ketertiban masyarakat yang kadang-kadang membawa akibat negatif menuntut



+2+

pula peningkatar kemampuan dari aparat keamanal khususnya kemampuan kepolisian

untuk memberikan pengayomar dan keselamatan kepada masyarakat luas.

Bersamaan dengan pemenuhan mutu prajurit tersebut maka telah ditingkatkan mutu

tempurnya yang diwujudkan melalui suatu program pendidikan dan latihan perorangan,

latihan satuan sampai latihan gabungan. Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan
ini diusahakan penyediaan material maupun prasarana pendidikan dan latihannya itu sendiri,
baik melalui pemanfaatan material maupun fasilitas yang telah dimiliki dengan mengadakan
rehabilitasi. Untuk lebih dapat menampung kebutuhan latihan manuver kesatuan, telah
mulai ditangani persiapan pemindahan fasilitas latihan dari pulau Jawa ke Sumatera.
Pemindahan fasilitas latihan ke luar Jawa tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi
timbulnya masalah tanah dan kependudukan di pulau Jawa dan sekaligus membantu
pengembangan daerah/wilayah.

Di bidang material, pemantapan 100 batalyon dilaksanakan melalui pengisian senjata
dan amunisi serta alat utama lainnya, baik melalui pengadaan peralatan baru maupun dengan
merehabilitasi peralatan lama. Beberapa jenis alat utzrma yang berasal dari investasi baru
antara lain adalah senapan M-16 dan FNC, senapan mesin Minimi, rnjata lawan unk Strim,
kendaraan tempur tank AMx-13, serta alat angkut pasukan. Dengan demikian, kebutuhan
pasukan infantrri secara bertahap mulai terpenuhi, Untuk penggantian meriam lapangan
telah diprogramkan pengadaan meriam jenis Howieer 105 mm, sedurgkan penggantian
meriam pertahanan udara masih merupakan masalah yang harus dipecahkan, sungguhprin
untuk sementara diadakan usaha untuk memanfaatkan meriam yang ada.

Guna mendukung kekuatan pemukul 100 batalyon tersebut telah dilakuka.n pula
peningkatan kemampuan angkatan laut dan udara. Sampai dengan akhir tahun ketiga
Renstra Hankam II telah diadakan penambahan kekuatan laut yang terdiri atas 4 Parol
Ship Killer, 3 korvet, 2 kapal selam,6 LST, 10 helikopter Wasp, 37 kendaraan tempur
AMX-10 dan 1 kapal latih, serta 2 kapal penyapu ranjau yang masih dzlam proses pembuat-
an. Dengan adanya penambahan ini maka kemampuan pendaratan amphibi dan pengiunanan
perairan Nusantara telah dapat ditingkatkan. Sedangkan penrngkatan kemampuan kekuatan
udara meliputi penambahan pesawat udara, antara lain 12 Hercules C-l30 H, 3 Boeing7l7,
31 A4 Skyhawk, 16 F-5, 15 OV-10, 10 HS-Hawk, 20 Bta o AS-2O2,16 Mentor T-34 C dan
6 heli Puma, serta 2 buah pesawat radar. Penambahan pesawa'" udara angkut maupun taktis
juga telah menambah kemampuan angkutan strategis dan banruan udara taktis guna men-
dukung tugas operasional satuan pemukul. Sementara itu untuk meningkatkan kemampuan
kepolisian umum telah diadakan penambahan peralatan intelijen dan pengirmanan, reserse,
patroli jalan raya dan peralatan penindakan huru-hara. Di bidang penanggulangan kriminalitas
telah diadakan berbagai usaha peningkatan kemampuan, namun masih perlu diintensifkan
dan dilanjutkan di masa mendatang. Sebagai kegiatan pelengkap, secara bersamaan telah

I
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dilaksanakan usaha unruk menyempumakan sistem komunikasi guna meningkatkan ke-

mampuan komando dan pengendalian. Di samping itu, untuk menunjang pemantapan dan

peningkatan kekuatan, telah diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas pangkalan

.rtuni op.rrrional, pangkalan TNI-AL dan TNI-AL1 di sekitar Laut Cina Selatan dan di

wilayah Indonesia bagian Timur.

Sebagai akibat kegiatan investasi di bidang alat utama ABRI, yang sebagian besar

merupakan jenis peralatan atau sistem senjata baru, dituntut kemampuan pemeliharaan

dan pelayanan yang lJlngg, termasuk prasarana dan sarananya dan untuk maksud tersebut

telah ditingkatkan pula fasilitas Pemeliharaannya. Sementara itu, untuk memelihara kesiap-

siagaannya telah dikembangkan pula kemampuan perbekalan berupa pembangunan cadang-

an beka.l (warstock). Dalam tahap pertama, cadangan bekal tersebut terbatas pada jenis

bekal seperti amunisi dan zuku cadang kitis, namun dalam tahap selanjumya kemampuan-

nya harus dapat diperluas sampai jenis barang lainnya, baik yang bersifat alat utama maupun

bekal umum.

8.8. tsantuan pembangunan daerah

Sejalan dengan usaha pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanal air maka

pembangunan daerah kian menjadi pentin8 axtinya antara lain karena kesempatan kerja

makin dapat diperluas serta kemampuan penduduk untuk menggali sumber-sumber kekaya-

an alam yang disesuaikan dengan potensinya dapat ditingkatkan pula. Dalam hubungan

ini daerah-daerah terbelakang dan padat penduduknya perlu mendapat perhatian khusus

dalam rangka meratakan tingkat perkembangan daerah

Pembangunan desa dalam PELITA IlI, yang antara lain ditopang oleh dana bantuan

pembangunan desa, telah semakin mantap dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat

desa, Pelaksanaannya yang semokin terpadu tetap diarahkan untuk m€numbuhkan gerak

masyarakar di dalam membangun desanya, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan

nasional maka pembxngunan desa tersebut ditujukan juga ke arah pengembangan desa'

menjadi desa swasembada. Untuk maksud tersebut, pembinaan secara langsung di lapangan

terus dilakukan yaitu melalui bimbingan teknis tentang pelaksanaan proyek-proyek desa

yang ada di berbagai propinsi, kabupaten dan kotamadya. Di samping itu survai mengenai

pengaruh bantuan pembangunan desa terhadap perkembangan perekonomian desa terus

dilakukan guna perbaikan sistem bantuan kepada daerah di masa ntendatang'

Erat hubungannya dengan pembangunan desa, sistem unit Daerah Kerja Pembangun-

an (uDKp), sebagai salah satu sistem pembangunan desa terpadu, adalah merupakan upaya

untuk menerapkan sistem Perencanaan dari bawah yang dihatapkan dapat meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat pada wilayah kecamatan UDKP yang bersangkutal. Di samping

diarahkan untuk menget4hui peningkatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh

Pemerinuh maupun dalam bentuk swadaya masyarakat, sistem UDKP tersebut dimaksud'

kan pula unruk mempercepat peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat serta

percepatan pencapaian desa swasembada, Dari hasil evaluasi pelaksanaan UDKP antara

lain dapat disimpulkan bahwa program/proyek pembangunan sektoral, regional dan Inpres

yang mengisi setiap wilayah kecamatan UDKP rata-rata adalah sebanyak 23 proyek. Pem-

biayaan bagi proyek tetsebut adalah 35,1 persen dari dana APBN, 18,6 persen dari dana

APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II, 31,1 persen dari dana Inpres dan 15,2 persen dari

swadaya mxyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan sistem UDKP maka untuk memonitor perkembangan
desa antara lain telah dirumuskan tipe desa, indikator perkembangan desa dan pengolahan
data untuk mengetahui tingkat perkembangan desa tersebut. Dalam rangka inilah telah
dilaksanakan perlombaan desa untuk mendorong mempercepat pengembangan desa menuju
desa swasembada. Dari tahun l979ll980 sampai dengan 198I/1982 telah dihasilkan desa-
desa juara yaitu 2.588 buah desa tingkat kabupaten/kotamadya d,an 239 buah desa tingkat
propinsi.

Menyadari akan pentingnya peranan Pemerintalr Dati II dalam pemerataan pem-

bangunan maka progtam Inpres Bantuan Pembangunan Dati II tetap diberikan setiap ta-

hunnya. Program Bantuan Pembangunan Dati II adalah merupakan bantuan langsung

yang diberikan Pemerintah Pusat kepada setiap kabupaten/kotamadya berdasarkan per-

hitungan per kapita, Tujuan pokok dari program tersebut ialah untuk memPerluas dan

menciptakan kesempatan kerja melalui pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pra-

sarana pertanian, Dari sekitar Rp 700 milyar nilai bantuan yang diberikan sejak tahun

7970/1971sampai dengan 198711982 telah dapat dibangun berbagai proyek pembangunan

meliputi 10.398 proyek pembangunan jalan sepanjang 77.765 kilometer, 7.361 proyek

pembangunan jembatur sepanjang 227.685 neter, 4.846 proyek irigasi sepanjang 11 juta

meter dan sebanyak 4.921 proyek-proyek penting lainnya, yang seluruhnya telah dapat

menyerep lebih dari 9 juta tenaga kerja. Seja.lan dengan usaha tersebut program penunjang
jalan kabupaten telan ditingkatkan pula berupa rehabilitasi jalanjalan kabupaten yang

kondisinya sudah cukup parah dan pembukaan jalan-jalan baru ke daerah-daerah yang

terisolir dalam rangka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selama 3
tahun PELITA III, dari dura sebesar Rp 92,5 milyar telah berhasil dilaksanakan pemba-
ngunan proyek penunjang jdan sekitar 18 ribu kilometer, penunjang jembatan sekitar
11,4 ribu meter, pembangunan jembatan baru sepurjang 10,2 ribu meter serta p€nggantian
gorong€orong s€panjang 40,4 ribu meter.
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Dalam usaha untuk menaikkan penghasilan serca kesejah tera an masyarakat pedcsurr
yang berpenghasilan rendah khususnya di daerah kritis atau daerah minus dan sekaligus
untuk mencapai keserasian ahtara pembangunan sektoral dan regional maka melalui Program
Bantuan Pembangunan Dati I telah dilaksanakan berbagai proyek yang dalam waktu singkat
dapat memberikan hasil. Dengan bantuan Inpres Dati I tersebut, dalam tahun 1980/1981
telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu 895 proyek di lingkungan sekretariat daerah
tingkat I, 454 proyek pekerjaan umum, 450 proyek pertanian,43 proyek perhubungan dan
pariwisata, 93 proyek pertambangan, perindustrian dan perekonomian, 290 proyek sosial
budaya, 59 proyek pembangunan desa serta 47 proyek-proyek lainnya.

Peranan kota sebagai pusat pemukiman dan pusat berbagai kegiatan seperti ekofloni,
sosial, politik, kebudayaan, administrasi dan jasa, serta pusat pemeriatahan adalah sangat
nrenonjol dalam kerangka pemtrangunan nasional. Oleh karena itu melalui progam tata. kota
dan daerah, pengembangannya diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan
usahr pelayanan umum, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan,
sandang dan perumahan scrta pembinaan partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan.
Dalam rangka tersebut, usaha di bidang tata kota ditekankan pada penyusunan r€ncana
tata ruang perhotaan secara terpadu yang pada gilirannya akan merupakan pedoman pelak-
safiaan pembangunan kota bagi Pemerintah Daerah. Dalam tzhtn 19791!980 telah berhasil
disusun kerangka umum bagi 29 kota, terbagi atas 3 kota besar, 6 kota sedang dan 20 kota
kecil. Sedangkan kegiatan lainnya yang belum terselesaikan masih terus dilanjutkar dalam
tahun 1980/1981, yaitu berupa perencanaan umum wilayah Jabotabek dan wilayah Gerbang
I{ertasusila, penyusunan suategi nasional pengembangan kota, pengembangan Iingkungan
di 7 kota sedang, serta pengembangan kota besar Bandung dan Medan.

Guna me ningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembinaan kota, maka
d,alam tahun 1980/1981 telah dilakukan studi peningkatan status Pemerintah kora Bima,
Baturaja, Prabumulih dan Kisaran dari kota kecamatan menjadi kota administratif. Dewasa
ini sedang dilakukan pula studi perluasan wilayah kotamadya Tanjung Karang dan srudi
pemindahan lokasi ibukota kabupaten Kendari yang hingga kini masih berlokasi di wilayah
kota administratif Kendari. Adapun kegiatan studi lainnya dalam tahun 1980/1981, seperd
yang sudah dilakukan dalam tahun 1979/7980 dan tahun-tahun sebelumnya, adalan pem-
buatan Peraruran Pemerintah tentang peningkatan sratus kota di Dilli, Singkawang, Lubuk
Linggau, T'arakan, Tangerangr Bekasi, Depok, Padang Sidempuan dan Bau-bau. Di samping
itu juga telah diproses Peraturan Pemerintah tentang perluasan wilayah kotamadya Banda
Aceh, sefta Peraturan Pemerintah tentang pemindahan Iokasi ibukota kabupaten Bandung,
Bogor, Lampung Selatan dan Langkat.
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Guna memperoleh gambaran yang baik tentdrg penggunaan tanah di Indonesia serta

dapat memudahkan usaha pengguna.an tanah secara tefencana, maka terus dilembangkan

progr"* tats guna tanah, Melalui program tersebut telah dilaksanakan perencanaan peng-

gunaan tanah yang serasi dan bermanfaat bagi program pembangunan, pemetzan yang

sistematis tentang tata guna tanah pedesaan dan perkotaan, penelitian dan pemetaan ke-

mampuan tanah serta monitoring penghijauan. Dari kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun

l98}l7g8l telah direalisir Pemet4an pada 929 zub proyek, monitoring lokasi daerah miskin

pade 161 kabupaten, Penyusunan rencana tata guna tanah pada 28 kabupaten, penelitian

produktivitas tanah pada 35 kabupaten, Pemeaan kota pada 85 kecamatan serta monitoring

lenghijeuan dan rcboisasi di 290 sub proyek. Apabila dari realisasi tersebut dibandingkan

dengan jumlah yang telah ditargetkan, maka persentase pencapaiannya b€rturut-tufut

adalsh 74 persen,72 Persen,40 p€rsen, 100 persen,65 persen dan 77 persen '

Sejalan dengan pro$am rara guna tanah, di bidang tata agraria juga telah dilakukan

pemeta,:rn tanah sec€re fotogrametis maupun dengan cara teristis, Kegiatan ini dilaksanakan

dalam rangka pendaftaran tanah, peningkatan inventarisasi pertanahan, pengukuran dan

pemeEan tanah pedesaan dan perkotaa^n, pendaftaran segpla macam hak atas tanah, penye-

lenggaraan administrasi pertanahan dan penerbitan sertifikat tanah serta penerbitan dan

peningkatrn pemberian hak mifik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak

pengslolaan. Kesemuanya itu dilaksanakan sebagai upaya 'rgat dtpat dicapai keseimbangan

antara kebutuhan turah untuk pertaniar ' kebutuhan tanalr untuk pembangunan serta

menjaga kelestariannya sehingga tanah tidak menimbulkan permasalahan terhadap masyara-

kat. Dalam tahun 1980/1981 antara lain telah dapat dipetakan areal tanah di 18 propins

yurg mencapai 90.000 hektar, sefta telah dapat diterbitkan pula zurat keputusan mengenai

berbagai hak atas tanah yang seluruhnya berjumlah 317.200 buah. Dengan rcrbimya zurat-

surat tersebut, secara bertahap telah dapat diusahakan tertib pemilikan tanah dan jaminan

kepastian hukum di bidang pertanahan.

Selanjumya guna menunjang program transmigasi telah dilakukur pengukuran

keliling batas daerah transmigrasi seluas 310.000 hektaf dan pengukuran kapling seluas

63.750 hektar. Sejak tahun 7977 nmpu dengan 1980 telah dapat diselesaikan Pula pener-

bitan sertifikat tanah untuk para uansmigran sebanyak 121.787 buah. Adapun untuk

menunjang program pertanian khususnya dalam rangka pencetakan sawah baru secara

bertahap telah dapat diterbitkan sertifikat unah bagi Pare petzni yar.g Pa'da flirannya
akan berguna sebagai jaminan untuk mendapatkan kedit dari bank pemerintah guna

membiayai penceukan sawah tersebut,
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8.9. Penerangan

Keikutsertaan secaru akttf dari selurub masyarakat dalam proses pembangunan
adalah merupakan modal utama bagi berhasilnya pembangunan itu sendiri. Untuk meng-
gugah dan mengga.irahkan partisipasi seluruh rakyat tersebut secara nyata maka sistem
penerangan dilaksanakan secara persuasif, edukatif dan informatif yang di dalam pelaksana-
annya diterapkan metode penerangan timbal balik dan dialogis. Dengan demikian di samping
adanya arus informasi yang tenrs menerus dari Pemerintah juga sekaligus ditampung pen-
dapat, fikiran dan keinginan maryarakat.

Dalam tahun 1981/1982 tema operasional penerangan dituurgkan dalam sebelas
paket penerangan yakni meliputi paket pembudayaar P4, UUD 1945 dan GBHN, Pemilihan
Umum 1982, peningkatan produksi pangm, kependudukan dan kelestarian lingkungan,
wawasan nusantara daa ketahanan nasiona.l, pembinam generasi muda dan peningkatan
peranan wanita, pelakanaan Inpres no. 6 tohun 1971, masalah luar negeti, pemantapur
pembangunan Timor Timur, mernaryarakatkan ASEAN serta paket lain-lain penerangan
khusus penunjang penyuluhan. Tema yang bersifat umum dan nasional ini, dalam pelaksana-
annya telai dijabarkan dalam prpgram kegiatan, yang penyebarannya disesuaikan dengan
kebutuhan daerah setempat.

Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) sebagai salah satu ujud pener rgan
terpadu telah merupakan forum penerangan yang efektif dan mampu memberikan pe-
nerangan yang lebih luas. Sementaxa itu terdapat juga kegiatan penerargar yang dilaksana-
kan oleh organisasi masyarakat, yaitu dalam forum sarasehan p€nerrngan, oleh karena
segenap unsur penerangan dijadikan pamer di dalam menggalang kerjasama dengan keg;atan
penerangan. Dengan demikian sosialisasi kegiatan penerangan dapat diciptakan.

Sejalan dengan makin meluasnya kegiatan pembangunan dengan segala aspeknya
maka peranan Pusat Penerargan Masyarakat (Puspenmas) makin dirasakan manfaamya oleh
masyarakat karena di samping merupakan wadah untuk mendapatkan informasi langsung
mengenai datadata pembangunan, Puspenmas juga merupakan forum sarasehan, rapat dan
peftemuan, perpust4kaan serta arena. pentas dan piuneran. Puspenmas sekaligus juga ber-
tugas memonitor siaran+iaran radio dan televisi nasional dur regional yang hasilnya akan
merupakan bahan penerangan di wilayah masing-masing. Menyadari akan peranan Puspenmas

yang demikian penting maka pembangunan PusPenmas dalam tahun l98lll982 terus

ditingkatkan sehingga seluruhnya mencapai 213 buah yang tersebr di 27 propinsi.

Sebagai salah satu bentuk penerangan langsung yang mudah diserap oleh masyarakat

maka kualitas penyelenggataan pameran tems disempurnakan' Bahan-bahan yang dipe.mer'

kan berisi laporan hasil pembangunan dan rencana pembangunan tahap berikumya serta
lainJain kegiaan dari lembaga panrerintah dan organisasi masyarakat. Adapun waktu
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penyelenggaxaannya disesuaikan dengan momentum hari-hari penting bersejarah setiap

tahun kerja seperti misalnya pameran pembangunan tingkat pusat pada Hari Kebangkitan

Nasional tanggal 20 Mei, pameran pembangunan di Arena Pekan Raya Jakarta pada bulan

Juni dan Juli, pameran pembangunan tingkat propinsi pada Hari Proklamasi Kemerdekaan

tanggal 17 Agustus, pameran pembangunan tingkat kabupaten/kecamatan pada Hari

Kesaktian Pancasila 1 oktober, dan pameran keliling tahap kedua untuk menyongsong

pelaksanaan Pemilu tahun 1982.

Dengan menyadari bahwa masyarakat pedesaan merupakan bagian terbesar daripada

penduduk nusantara ini maka kegiatan penerangan ke pedesaan terus diperbesar sehingga

terjadi keseimbangan yang merata bagi semua masyarakat baik di kota mauPun desa. Dalam

rangka inilah maka pengadaan surat kabar untuk desa, televisi dan radio umum rnerupakan

sarana untuk menunjang mekanisme penerangan serta menjamin kemumian informasi dari

pusat sampai ke masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Khususnya terhadap program

surat kabar untuk desa, di samping fungsinya sebagai salah satu media penerangan, daripada-

nya dapat pula dijadikan media untuk meningkatkan minat dan kegemaran membaca

bagi masyarakat desa. Volume pengadaan dan penyebaran sarana penerangan pedesaan

tersebut senantiilsa ditingkatkan, sehingga dalam tahun 198l/1982 pengadaan surat kabar

unruk desa telah mencapai 36.000 lembar setiap hari, televisi umum sebanyak 21.303 buah

dan radio umum sebanyak 7 ,932 buah. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

maka penempatan saxana penerangiul tersebut dipertimbangkan bersama dengan Pemerintah

Daerah.

Kegiatan penerangar luar negeri adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan kegiatan pen€rangan secara keseluruhan. Di samping kepada masyarakat Indonesia

di luar negeri, penerangan luar negeri ditujukan pula kepada masyarakat dan bangsa asing

yang berada di dalam negeri Indonesia ataupun di negara mereka masing-masing, dan juga

kepada organisasi-organisasi internasional. Salah satu kegiatannya dilakukan dalam bentuk

penerangan langsung atau penerangan tatap muka berupa kunjungan ke perwakilan-perwakil-

an asing di Indonesia termasuk perwakilan organisasi internasional serta perwakilan negara

anggota ASEAN di Indonesia. Di samping itu dilaksanakan pula melalui penerbitan balan

penerangan luar negeri, baik yang berbentuk cetakan maupun yang bersifat audio visua'.

Selama tahun 1g8}/7g87 telah diterbitkan bahan penerangan luar negeri sebanyak 25 judul

yang terbit sebanyak 47 kali dengan volume seluruhnya sebanyak 166 ribu lembar. Bahan

penerangan tersebut telah disebarkan ke 8 perwakilan Indonesia di luar negeri.

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum 1982 yang akan datang

maka penerangan khusus pemilihan umum telah dilaksanakan pula. Penyelenggaratnnya'

bersifat peningkatan motivasi, ajakan dan pendidikan mengenai segi-segi idiil politis'

ketentuan-ketentuan yang berdasarkan perundang-undangan dan Peraturan lainnya, serta
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teknis pelaksanaan pernilihan umum kepada segenap bangsa Indonesia,

Rad io

Pengembangan dan perluasan penerangan melalui sarana rudio yang dimu.lai sejak
awal PELITA II antara lain telah dilakanakan melalui pembangunan dan pengudaraan
sebanyak 126 buah pemancar baru yang berkekuaten sebesar 1.337 kilowatt (KW) seru
penambahan peralatar siaran luar sebanyak 26 buah mobil unit. selain itu untuk memudah-
kan komunikasi antardaeruh atau antara pusat dengan daerah telah dibangun pula seba-
nyak 37 unit pemancar SSB. Walaupun di bidalg sarana radio telah banyak dicapai kemaju-
an yang berarti, namun apabila dibandingkan dengan luas dan keadaan wilayah yang harus
dijangkau maka hasil yang telah dicapai masih perlu ditingkatkan lagi dalam tahun-tahun
berikumya.

Memasuki tahun anggaran 199l/1982, seluruh stasion RRI yang berjumlah 49 buah
telah dilengkapi dengan alat pemancar ssB dan kepada pendengar siaran RRI kini sedang
diperkenalkan sistem pemancar melalui frequency modulation (FM). sahl€n secara bertahap
di beberapa tempat akan diperkenalkan pula sistem FM stereo, Dewasa ini jumlah pemancaf,
RRI yarg dioperasikan adalah sebanyak 262 buah yang berkekuatan 2.560 Kw. Namun hal
ini berarti masih jauh dari jumlah kekuatan sebanyak 7.000 KW yang diperlukan untuk men-
jamin sistem penerimaan siaran secara baik, di dalam maupun di luar negeri.

Meningkamya jumlah stasion pemancar dengan kekuatan yang lebih tinggi telah
dibarengi pula dengan peningkatan rata-rata jumlah jam siaran. Apabila pada akhir PELITA I
acara siaran baru mencapai tata.-rlta 572 jam sehari maka hingga akhir PELITA II telah
meningkat menjadi 704 jam siaran, dan selanjumya meningkat lagi menjadi 206 jam siaran
per hari pada tahun 1987/7982, dengan perimbangan 31 persen berupa siaran berita/
penerangan' 20 persen pendidikan/agama, 43 persen kebudayaan/hiburan serta 6 persen
berupa siaran ildan dan lain{ain.

Siaran pedesaan yang antara lain dimaksudkan untuk menunjang pembangunan
pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sangat bermanfaat bagi usaha untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan itu sendiri.
oleh sebab itu kegiatan dan muru penyuluhan melalui siaran radio dilakukan secara terus
menerus. sampai dengan tahun 1981/1982 kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 47
stasion RRI dan 110 stasion Radio Pemerintah Daerah yang seluruhnya meliputi lama
siaran 458 jam seminggu dan mencakup sebanyak 31.423 kelompok pendengar. Apabila
dibandingkan dengan permulaan siaran pedesaan tahun 1969 yang hanya diselenggarakan
oleh 30 stasion RRI dengan lama siaran 56 jam maka terlihat cukup banyak kemajuan.
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Sejak tahun 1979, melalui sarana radio telah dapat disiarkan warta berita setiap jam
sehingga di samping volume wara berita meningkat dari 90 menjadi 180 menit setiap hari,
86 persen dari seluruh berita yang disiarkan adalah berita baru. Sementara itu frekuensi
reportase dan wawancara juga telah dapat ditingkatkan yakni dengan rata-rata kenaikan
sebesar 50 petsen dari kegiatan sebelumnya. Sedangkan di bidang pembinaan tenaga hingga
saat ini teleh dilaksanakan penataran kepada 1.244 orung dalam berbagai jenis latihan antaxa
lain penataran siaran, sia.ran pendidikan, perencanaan dan pemberitaan.

Te lev i s i

Sejalan dengan usaha pemerataan jangkauan dan pengembangan siaran televisi di
seluruh tanah air maka penambahan sarana bagi studio produksi dan stasion pemancar
mudak diperlukan. Pembangunan di bidang sarana televisi antara bulan Agustus 1980
sampai dengan Agustus 1981 antara lain berupa telah diselesaikannya pembanglnan 10
stasion pernancar di luar Jawa, rehabilit si 3 buah studio di Jakarta serta pembang'rnan
sebuah studio tambahan di Ujungpandang, Surabaya dan Medan. Sedangkan kegiatan yang
tengah dilaksanakan adalah melanjutkan pembangunan gedung studio produlai TVRI
Jakarta beserta gedung penunjang operasi siarannya, penyelesaian sebuah studio tambahan
di Yogyakarta, pembangunan sebuah studio di Medan, rehabilitasi ssrana srudio di Palembang
seru pengadaan sarana dan peralatan mini mobile unit televisi di 10 propinsi. Di samping
itu kini sedang dilaksanakan juga pembangunan 71 stasion pemancar baru, rehabilitasi dan
peningkaun sarana di 19 stasion pemancar, serta pembangunan sarana bagi pendidikan dan
latihan siaran radio, televisi dur filrn di Yogyakarta.

Da.lam pada itu peninjauan kembali dan penyesuaian acara TVRI yang telah dila&-
sanakan sejak 1 April 1981 berul-betul diarahkan untuk menonjolkan siaran penerangan
program-program pembangunan, yang tergambar dari perbandingan kelompok acara siaran
yairu 28 persen untuk siaran pendidikan, 47 persen untuk siaran seni budaya/hiburan,
23 persen untuk siaran pendidikan/agama, dan 2 persen untuk lain-lain. Di dalam pelaksana-
an siaran tahun 1981/1982 ditetapkan bahwa 19 sampai dengan 20 persen dari jam siaran
TVRI masih terisi oleh program siaran yang bersumber dari luar TVRI. Persentase tersebut
dinilai sudah cukup kecil sehingga pantas dipertahankan unmk memberikan wama dan
kesempatan membanding antara program?rogram siaran s€cara keseluruhan, Di lah
pihak 80 persen dari proglam siaran yang sudah diproduksi sendiri oleh TVRI menunjukkan
bahwa kegiatan produksi TVRI lebih berorientasi kepada aspirasi di dalam negeri. Sejalan
dengan mutu siaran yang senaltiasa telah ditingkatkan, pada dewasa ini telah dihasilkan
27 mlta, acara baru bagi TVRI stasion Pusat Jakarta dan sejumlah mata acara baru bagi
stasion TVRI di daerahdaerah. Perkembangan lebih lanjut tentang pertelevisian dapat
diikuti pada Tabel VIII. 9 dan Tabel VIIL tO.
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F i lm

Pembangunan/rehabilitasi studio induk dan pengadaan sarana Produksi Perusahaan

Film Negara (PP['N) yang dimulai sejak PELITA I hingga saat ini telah menunjukkan hasil
yang nyata. Darip rdanya telah diproduksi film berita, Gelora Indonesia/Gelora Pembangun-
an, siaran khusus, Gema Pertiwi, Iilm dokumentasi hitam putih dan berwama serta film-
film cerita. Ditambah pula dengan penyempumain peralatan PPFN sebagai upaya peng€m-
bangan sa.rana film penerangan selama PELITA Il maka dewasa ini sudah mulai dipakai
teknik perfilman yang lebih tinggi dengan mengadakan produksi film cinerama. Berbagai
kegiatan penyempurnaan tersebut telah dapat membawa perbaikan dalam mutu dan jumlah

produksi perfilrnan nasional. Apabila dalam tahun 1979 /1980 produksi film nasional baru
berjumlah 50judul maka dalam tahun 1980/1981 telah dapat ditingkatkan menjadi 73 judul.

Bersamaan dengan itu kualitas dan kuantjtas artis/aktor dan teknisi film terus ditingkatkan
pula, antara lain melalui program pendidikanilatihan yang dilaksanakan bersama dengan
masing-masing organisasi profesi yang bersangkutan. Sejalan dengan meningkamya produksi
film nasional yang lebih bermutu dan disertai dengan distribusi yang lebih baik maka jumlah

film yang diimpor cenderung berkurang ,iiripada kwota yang telah ditetapkan. Apabila dalam
tahrn 1979/1980 impor film cerita komersial berjumlah 260 buah, maka dalam tahun
1980/1981 telah menurun meniadi 203 buah.

Pe rs

Pembinaan terhadap pers dan grafika nasional yang dilaksanakan selama ini telah
mencapai hasrl yang cukup mengesankan baik di bidang isi, kegiatm usaha maupun pro-
duksinya. Selanjumya demi terwujudnya pers yang bebas dan bertanggung jawab serta
berorientasi kepada pembangunan nasional maka pembinaannya telah diarahkan kepada
terwujudnya kehidupan pers yang sehat, baik atas dasar ideal maupun atas dasar pertimbarg-
an komersial. Usala pembinaan tersebut telah didukung dengan peningkatan mutu s€rta
pelayuran dari Lembaga Kantor Berita Nasionrl ANTARA antara lain melalui penyempurna-
an peralatan telekomunikasi, peningkatah mutu ketrampilar wartawan serta pengembangan
kerjasama dengan kantor berita dan organisasi pers di luar negeri.

Sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk memperluas arus informasi ke daerah
pedesaan maka program Koran Masuk Desa (KMD) yang merupakan penyempurnaan dari
Penerbiten Khusus untuk Daerah Pedesaan (PKUDP) adalah dimakzudkan untuk memper-
luas peredaran pers dacrah sampai ke kota-kota kecamatan dan desa, sesuai dengan orientasi
pembangunan nasional. Program ini tidak sekedar meningkatkan arus penerangan ke pedesa-
an, melainkan juga akan memperluas jumlah pernbaca pers nasional di daerah, yang pada
gilirannya akan meningkatkan oplah dan penyehatan usaha pers di daerah-daerah pada
umunrnya. I-ebih daripada itu program KMD juga bemrjuan unfirk memenuhi beberapa
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jalur pemerataan yaitu p€merataan memperoleh pendidikan, kesempatan kerja serta pe-
merataan kesempatan berusaha bagi penerbit pers di daerah. Manfaat lain yang didapat
dari penunjukan penerbitan pers di daerah sebagai pelaksana program KMD adalah bahwa
pers daerah telah banyak membantu memperluas komunikasi dan penerangan ke daeral-
pedesaan, Adapun materi dari IQvtD di masing-masing daerah umumnya telah difokuskar-
kepada pemberitaan daerah yang be(sangkutan, di samping artikel atau gambarXambar
yang semakin diarahkan kepada hal-hal yang langsung menunjukkan kemajuan di berbagai
daerah tersebut. Beberapa surat kabar edisi KMD yang telah memperlihatkan kemajuan
di a.ntaranya adaiah Pikiran Rakyat yang merupakan edisi khusus di Cirebon, Banjarmasin
Post di Banjarmasin, Pedoman Ralyat di Ujungpandang, Bali Post di Denpasar, Kedaulatan
Rakyat di Yogltakarta dengan nama Kanda Raharja, Kartika di Semarang, serta Haluar-
dan Singgalang di Padang.
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DASARPERHITTINGAN UNTIjK PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

RAIBN 1982/1983

PENERIMAAN DAI.AM NEGERI

I, PAJAKLANGSUNG

1. Pajak pendapatan

Faktor-faktor umum yang diperhitungkan :
- terdapat peningkatan pendapatan maryarakat,
- timbul perusahaan baru dan perluasan perusahaan yang ada sehingga memper-

luas lapangan kerja.

1.1. Pajak pendapatan buruh

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan :
- penettibe.n dan perluasan wajib pajak,
- peningkatan verifikasi sehingga dapat ditagih pajak yang seharusnya di-

pungut,
- penagihan yang lebih intensif atas runggakan-tunggakan pajak,
- peningkatan mutu'aparat pajak,
- peningkatan kesadaran dari para wajib pajak,
- peningkatan BPBP.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperkirakan penerimaan yang berasal
dari pajak pendapatan buruh dapat mencapai Rp 192,3 milyar.

1.2, Pajak pendapatan usahawan

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan rnerrpengaruhi penerimaan r
- peningkatan pendapaten dan kegiatan usaha perser<ran,
- penertiban dan perluasan jumlah wajib pajak dengan intensifikasi pe-

mungutan melalui verifikasi yang mendalam,
- peningkaan kegiatan penagihan atas tunggakan-nrnggakan uajak pen-

dapatan,
- peningkatan BPBP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperkirakan penerimaan pa;ak pen-
dapatan usahawan dapat mencapai jumlah Rp d3,g milyar.

438
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2. Pajak perseroan

Faktor-faktor umum yang diperhitungkan :
. - berkembangnya kegiatan usaha produksi dan perdagangan,
- timbulnya perusahaan-perusahaan baru,
* naiknya pendapatan perusahaan'perusahaan.

2.1. Pajak perseroan perusahaa.n negara

Faktor-faktor yang diperhitungkan,
-penertiban administrasi dan organisasi perusahaan-perusahaan negara,
- peningkatan keun ngan daripada perusahaan negara,
- intensifikasi pemungutan pajak.

Berdasarkar faktor-faktor tersebut di atas diperkirakan pajak perseroan

perusahaan negara sebesar Rp 4o2,7 milyar.

2,2, Pajak persetoan perusahran swasta

Dalam penerimaan ini termasuk pula pajak perseroan atas laba yang diper-

oleh badan asing yang ada di Indonesia.

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan :
- penertiban dan perluasan jumlah wajib pajak,
- pemeriksaan pembukuan yang lebih intensif atas jumlah laba perusahaan,
- kesadaran wajib pajak yang semakin baik yang mendorong perusahaan

untuk lebih terbuka dalam pembukuannya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, diperkirakan pajak Perseroar perusahaan
swasta sejumlah Rp 419,8 milyar.

3. Pajak perseroan minyak

Faktor-faktor yang diperhitungkan :
'produksi minyak diperkirakan sekitar 7,64 juta barrel sehari auu 598,6 juta

barrel setahun,
- harga ekspor minyak mentah Indonesia diperkirakan tidak mengalami perubah-

an sampai akhir tahun 1982.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penerimaan pajak perseroan minyak
diperkirakan sebesar Rp 9.I21,7 mllyzr.

4 ,MPO

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan :
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peningkatan kegiatan perekonomian dan uansaki perdagangan dalam negeri,
- total ekspor dan impor di luar minyak, masing-masing diperkirakan sebesar

US $ 5 ,09 3 juta dan US $ 16.97 6 jura,
- peningkatan penerimaan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib

pungut.

Berdasarkan faktor-taktor di atas, maka diperkirakan dapat dipungut MPO sebesar

Rp 680,4 milyar,

5. Iuran pembangunan daerah

Faktor-faktor yang mempengaxuhi penerimaan :
- peningkatan daripada nilai obyek Ipeda sejalan dengan kegiatan pembangunan,
- intensifikasi pemungutan melipuu pokok pengenaan dalam tahun berjalan

dan penagihan atas tunggakan hutang Ipeda tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerimaan Ipeda diperkirakan akan

mencapai jumlah sebesar Rp 108,9 milyar.

6. Lain - lain

Penerimaan ini terdiri dari pajak kekayaan, pajak atas bunga, dividen dan royalty.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan :
- naiknya nilai kekayaan sejalan dengan naiknya pendapatan,
- berkembangnya kegiatan ekonomi,
* perluasan wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak,
- verifikasi yang intensif terhadap perusahaan-perusahaan dalam hal pembagian

dividen, pembayaran bunga dan royalty.

Atas dasar faktor-faktor tersebut maka penerimaan lainlain pajak langsung
diperkirakan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 723,2 milya:.

II. PAJAK TIDAK LANGSUNG

1. Pajak penjualan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah ,
- perkembangan perekonomian khususnya pada sektor pertanian, industri,

perdagangan dan jasa,
- perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutan melalui verifikasi

yang lebih ketat atas penyerahan barang.barang dan jasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penerimaan pajak penjualan diperkirakan
mencapai Rp 442,1 milyar.
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2. Pajak penjualan impor

Penerimaan pajak penjualan impor mempunyai hubungan yang erat de-
ngan perkembangan impor. Untuk tahun anggaran 798211983 diperkirakan
penerimaan pajak penjualan impor sebesar Rp 298,6 milyar atau sekitar 7,5
petsen dari perkiraan impor yang tjdak bebas bea masuk.

3 .  C  u  k  a  i

Cukai tembakau

Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan cukai tembakau adalah :
- peningkatan produksi rokok dan hasil-hasil tembakau lainnya,
- peningkatan daya beli masyarakat dcngan naiknya pendapatan nasio-

nal,
- peningkatan usaha pemungutan cukai berupa :

- penyerasnn pita cukai dengan perkembangan harga jualnya,
- verifikasi yang lebih cermat atas perusahaanlerusahaan rokok,
- pencegahan dan pemberantasan pita rokok palsu dan rokok tidak

berpita cukai,
- penyelesaian tunggakan-tunggakan cukai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan dapat diterima cukai tem-
bakau sebesar Rp 565,2 milyar.

Cukai lainnya

Cukai lainnya terdiri dui cukai gula, cukai bit dan cukai alkohol sulingan.

Hal-hal yang dapat meningkatkan penerimaan adalah ,

- peningkatan produlsi gula, bir dan alkohol sulingan,
- intensifikasi pemungutan cukai dan penyesuaian harga dasar sesuai dengar

perkembangan ekonomi,

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cukai lainnya diperkirakan akan menf
hasilkan penerimaan sebesar Rp 5 3,2 milyar.

4. Bes masuk

Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan aus hal-hal sebagai berikut :
- impor yang dapat dikenakan bea masuk diperkirakan sekitar US $ 6,4 milyar,

3.1 .

3 .2 ,
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- tlrip ratar^a;ta bea masuk diperkirakan sebesar 17,0 persen.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea masuk diperkiraken dapat
mencapai Rp 677,9 milyar.

5. Prjak ekspor

Dasar perhitungan pajak ekspor adalah sebagai berikut :
- ekspor di Iuar minyak diperkirakan sebesa.r US $ 5,1 milyar,
- tarip rata*ata pajak ekspor diperkirakan sebesar 5,3 persen.

Dengan dasar perhitungan tersebut, maka penerimaan pajak ekspor diperkirakan
sebesar Rp 170,0 milyar.

6. Lain-lain

Jenis penerimaan ini meliputi bea meterai, bea lelang dan lain{ain penerimaan
pajak tidak langsung. Perkiraan penerirnaannya didasarkan atas hal-hal sebagai
berikut :

- peningkatan kegiatan dan transaksi ekonomi yang dapat dikenakan bea
meterar,

- p€ngawasan yang lebih keat atas pemakaian bea meterai,
- penyempurn&rn dan peningkatan efektivilas dalam penggunaon kantor le-

lang.

Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut maka penerimaan lain{ein pajak tidak
langsung diperkirakan mencapai jumlah sebesar Rp 44,3 milyar.

III, PENERIMAAN BUKAN PAJAK

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah :

- penertiban adminisuasi perusahaan negara dan bank milik negara dalam rangka
meningkatkan penerimaan,

- verifikasi dan pengawasan yang lebih baik atas penyetoran daripada penerimaan
departemen-departemen.

Dengan faktor-faktor tersebut dipokirakan aken diterima penerimaan bukan pajak
sebesar Rp 392,4 mlyar.



PEMRIMAN{ PEMAANGUNAN

Perkiraan penerirnaen bantuan program dan barrfirrn proyek adalah sebagai

berikut :
- bantuan progrrm dalem tahun anggaran 198211983 diperkirakan sebesar Rp 25'0

milyar,
- realisasi (disbr.Esenrnt) dalam tahun lg82llg83 dari komitrnen bantuan proyek

tahun-tahun yang ldu diperkirakan sebesar Rp 1.825'8 milyar.



lampiran 2

ANGGARAN BELANJA RUTIN T982l1983

DIPERINCI MENURUT SEKTOR / SUB SEKTOR
( dalam ribuan rupiah )

Nomor
Kode

Sektor / Sub Sektor

1 SEKTORPERTANIAN DAN PENGAIRAN

fumlah

1 . 1

t .z
7

Sub Sektor Penanian

Sub Sektor Pengairan

SEKTOR INDUSTRI

Sub Sektor Industri

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Sektor Pertambangan

Sub Sektor Energi

SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Sub Sektor Prasarana Jalan
Sub Sektor Perhubungan Darat

Sub Sektor Perhubungan Laut
Sub Sektor Perhubungan Udara
Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi
Sub Sektor Pariwisata

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

31.905.568,0

26.s 30.601,0
s .37 4.967 ,O

5.486.711,0

5 .468.717,O

12 .159 .130 ,0

Lt 729.530,0
429.600,0

64.939.638,0

4.2+2.700,O
8 .3  15 ,049 ,0

33.9rr.372,o
16 ,895 .085 ,0

305.106,o
r.270.926,O

18.996.008,0

9.489.O29,O
9.506.979,O

25.789.7 t7 ,O

L6.677,420,0

9 . r72 .297  ,O

L.347 .079.157 ,O

2 .1

J

3.1
3 .?

+
+.1

+ . J

4.4
4 .5
4 .6

5

5.1 Sub Sektor Perdagangan

5.2 Sub Sektor Koperasi

6 SEKTORTENAGAKERJADANTRANSMIGRASI

6.1 Sub Sektor Tenaga Kerja

6.2 Sub Sektor Transmigrasr

7 SEKTOR REGIONAL DAN DAERAH / PEM.

BANGUNAN DAERAH. DESA DAN KOTA
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Nomor

Kode

I

8 . 1

o

Sektor / Sub Sektor

Sub Sektor Regional dan Daerah/Pembangunan

Dae rah, Desa dan Kota

SEKTOR AGAMA

Sub Sektor Agzma

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA
KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda
Sub Sektor Pendidikan Kedinasan

Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAH'I'ERAAN

SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Sektor Kesehatan

Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita

Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN

PEMUKIMAN

Sub Sektor Pcmmahan Rakyat dan Pemukiman

SEKTOR HUKUM

Sub Sektor Hukum

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NASIONAL

Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional

SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN

KOMUNIKASI SOSIAL

Jumlah

r . 347  .079 .157  ,O

28.204.840,O

28.204,840,O

432.229.386,0

416.602.4rO,O
r1 ,335 ,1J+,O

+.291.6+2,O

7 5.+82.684,0

52.463. r36 ,O
13.409.008,0
9 .610.540,0

3,+87 .52+,0

3.487.524,O

90 .or9 .r3 2 ,o

90.or9.t32,o

| .27 2 .Or9 .OOO ,O

7 .27 2 .O79 .OOO ,O

34.936.200,0

9 .1

9 .2

9 .3

10

10 .1
10 .2
10  3

t1

11 .1

l 2

t2 . r

t3

t - J . l

r4



Nomor
Kode

l5

15 .  1

t6

16 .1
L6.2

16.3

Sektor / Sub Sektor

Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENELITIAN

Sub Sektor Penelitian

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

Sub Sektor Aparatur Pemerintah
Sub Sektor Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara

Sub Sektor Keuangan Negara

JUMLAH

Jumlah

34.936.200,O

30.492.980,o

30.+92980,O

3.528.272.325,O

398.52L.755,O

8.041.400,0

3.727.709.7 7 0,O

7.001.500.000.0



Iampiran 3a

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN 1982/1 983
DIPERINCI MENURUT SEKTORiSUB SEKTOR

( TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS, KREDIT EKSPOR DAN OBLIGASI )
( dalam ribuan rupiah )

Nomor

Kode

I

1 . 1

T , ?

2.7

5

3.1
3 .2

4

4.7
+.2
+.3
+.4
+ . )

+.o

5

) . 1

5,2

6

o . I

6 .2

7

Sektor / Sub Sektor

SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

Sub Sektor Pertanian

Sub Sektor Pengairan

SEKTOR INDUSTRI

Sub Sektor Industri

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Sektor Pertambangan

Sub Sektor Energi

SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARMISATA

Sub Sektor Prasarana Jalan
Sub Sektor Perhubungan Darat

Sub Sektor Perhubungan Laut

Sub Sektor Perhubungan Udara

Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi

Sub Sektor Pariwisata

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Sub Sektor Perdagangan

Sub Sektor Koperasi

SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Sektor Tenaga Kerja

Sub Sektor Transmigrasi

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH,

DESA DAN KOTA

Jumlah

989 .653 .300

699.525 .OOO
290 .128 .300

203 .+97 .000

203 ,+97 ,000

393 .847 .000

61 ,647 ,000

3 3 2,200.000

717 .885 ,000

3  7  3 .  150 .000

ro4.625.000
114 .875 .000

92.9ZO,OOO
9.490,000

22,825 .OOO

90.002.000

5  5 ,3  9  5 .000
J+.607 ,OOO

55 3.784.000

73.270.O00
480.514.000

713 ,438 .000
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Nomor
Kode

Sektor / Sub Sektor Jumlah

Sub Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan Kota

SEKTOR AGAMA

Sub Sektor Agama

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KE .

BUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
TERHA-DAP TUTI,AN YANG MAHA ESA 1.221.100,500

Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi  Muda LI25.265.0O0

Sub Sektor Pendidikan Kedinasan 68.620.500

Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PERANAN WANI'TA, KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA 277.752.500

Sub Sektor Kesehatan 178.087.500

Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita 49.665.OO0

Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 50.000.000

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN Z+2,0T2.5O0

Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman 24Z.OI?..5O0

SEKTOR HUKUM 79 .269.000

Sub Sektor Hukum 79.269.000

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL 40I.197.OOO

Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional 401.197.000

SEKTOR PENERANGAN, PDRS DAN KOMUNIKASI

8

8 . 1

9

9. r
9 .2
9 .3

10

1 0 .  1

ro.z
1 0 . 3

1 1

1  1 . 1

t2

t2 . l

r3
13 ,1

t4

15

SOSIAL

Sub Sektor Penerangan, Pers dan Kornunikasi Sosial

713 .418.OO0

60 .3  15 .000

60 .3  I  5 ,000

27 ,275 .000

5 3.400.000

5 3 .400.000

SEKTOR II-}IU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN

PENELITIAN . I L2.40+,2OO
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15 .  I

75.2

t6

r6.  r

t7

1 ' 7  |

l 8

i 8 . 1

Sub Sektor Pengembangan Ilmu pengetahuan dan
Teknologi

Sub Sektor Penelitian

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

Sub Sektor Aparatur Pemerintah

SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha

SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Sektor Surnber Alam dan Lingkungan Hidup

18.209.000

94.195.200

2r8.894.000

218.894.000

2+4.3r+.O00

24+.314.oo0

207.23 5,000

207 .23 5.OOO

JUMLAH 6.780.000.000

Nomor
Kode



Iampiran 3b

NILAI RUPIAH BANTUI\N PROYEIVTEKNIS, KREDIT EKSPOR DAN OBLIGASI' I98ZIL983

DIPF]RINCI MENURUT SEKTOR/SUB SEKTOR

1 SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

1,1 Sub Sektor Pertanian

1.2 Sub Sektor Pengairan

2 SEKTOR INDUSTRI

2.I  Sub Sektor Industr i

3 SEKTOR PERTAMBANGAN NAN ENERGI

3 1 Sub Sektor Pertambangan

3 2 Sub Sektor Energi

4 SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

+.I Sub Sektor Prasarana Jalan

4.2 Sub Sektor Perhubungan Darat

4.3 Sub Sektor Perhubungan Laut

4.4 Sub Sektor Perhubungan Udara

4.5 Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi

4.6 Sub Sektor Pariwrsata

5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

5. 1 Sub Sektor Perdagangan

5.2 Sub Sektor KoPerasi

6 SEKTOR TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

6.1 Sub Sektor Tenaga Kerja

( bersambung

413 .895

1.3 5 .27 5

?87 .620

256.t25

256 .125

857 .271

+26.461
43  0 .810

< o o  t ? q

2r2 .530
63 560

r54.O25
110.170

J r . ) ) v

6,390

25.791

z .? .50

23 .54 r

81 .9  8  8

9 .310

262,823.300

85 ,899 .600

r7 6.923 .7 00

162.639 .400

162.639.400

544.367 .rOO

27 0 802.7 00
27 3 .564.400

3 80.507.800

134 .956 .500

40 ,360 .600
97.805.900
69.957 .900

3  3 ,369 .300

4.O57 .600

16.377.200

r.428.7 00

14.948,500

52.062.400

5 .911 .900

Nomor

Kode
Sektor/Sub Sektor

Ribuan
US$

Ribuan
Rupiah

450
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( sambungan )
Nomor
Kode

Sektor/Sub Sektor

6.2 Sub Sektor Transmigrasi

7 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA

DAN KOTA

7.L Sub Sektor Pembangunan Daerah, Desa dan

Kota

9 SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA,

KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPER-

CAYAAN TERHADAP TUHAN YANG

MAHA ESA

9.I Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi

Muda

9.2 Sub Sektor Pendidikan Kedinasan

9.3 Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN

SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDU-

DUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

10.1 Sub Sektor Kesehatan

10.2 Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan

Wanita

10.3 Sub Sektor Kependudukan dan Kehrarga

Berencana

11 SEKTOR PERUMAFIAN RAKYAT DAN

PEMUKIMAN

Sub Sektor Pe rumahan Rakyat dan Pemukiman

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NASIONAL

Ribuan
U S $

72.67  8

+2.7 50

42.7  50

127,000

1 18.200

7 .3  00

1 .500

69.800

+1.700

I . l  ) v

Z O . J ) U

Ribuan
Rupiah

46 ,150 .500

27 .746.300

27.L46.300

80.645.000

7  5 .0  5  7 ,000
4 .635 . s00

952.500

44.323.O00

26.479.500

1 .111 ,300

16,732^200

10

1 1 . 1

t3

61.850 39.274.800

61.850 39.274.800

263.750 167.481.300

( bersambung )



Nomor

Kode

452

( sambungan )

Sektor/Sub Sektor Ribuan

U S $

Ribuan

Rupiah

13.1 Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan

Nasional 263 .7 50 167 .+81.300

14 SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN

KOMUNIKASI SOSIAI.  I ,7 50 1.111.300

14.I Sub Sektor Penerangan, Pers dan
Komunikasi  Sosial  7.7 50 1.111.300

15 SEKTOR II,}IU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENELITIAN L4.97 5 9.509.100

15.1 Sub Sektor Pengembangar Ilrnu

Pengetahuan dan Teknologi 9.500 6.032.500

f5.2 Sub Sektor Penelitian 5.47 5 3.476.600

16 SEKTOR APARATUR PEMERINTAH 6,500 4.127 .5OO

16.l Sub Sektor Aparatur Pemerintah 6.500 +.127,5OO

17 SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA

USAHA 32.250 20.479.roo

7i.1 Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha 32.250 ZO.+79 IOO

18 SEKTOR SUMBER ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP 20.355 12.925,400

18,1 Sub Sektor Sumber AIam dan

Lingkungan Hidup 20.155 12.925.400

JUMLAH 2.87 5.27 5 1.825.800.000



Menimbang :

Mengingat :

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN T982

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Anggaran Pendapatar dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran
1982/7983 perlu ditetapkan dengan Undang-undang ;

b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun keempat
dalam rangka pelaksanaan Rencana Pemburgunan Lima Tahun lll,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/7983
mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalarn Pola Umum
PELITA Ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/I978 tentang Garisgaris Besar Haluan Negara ;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1982/1983 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan
tahun keempat rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun III ;

d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
I98Zll983 di samping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah
dicapai dalam PELITA I dan PELITA ll, juga meletakkan landasanlandas-
an baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya ;

e. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka
saldo-anggaran{ebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran
pembangunan Tahun Anggaran 198211983 perlu diatur dalam Undang-
undang.

1. Pasal 5 aytt(1) jo.  Pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratar Rakyat Nomor IV/MPR/1978 ten-
tang Garis-garis Besar Haluan Negara ;

3. Ketetapan Majelis Permusyavtzrltar, Rakyat Nomor VIII/MPR/I978 ten-
tang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/l\,landataris Majelis

453
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Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Pengsuksesan dan pengamanan
Pembangunan Nasional ;

4. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448) sebagai-
mana telah beberapa kali dlubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische
Comptabiliteitswer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 5 3).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKII.A,N RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN:

MCNCtapKan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1982/L983,

Pasal I

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran L982/tg1j diperoleh dari r
a. Sumber*umber Anggaran Rutin ;
b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.

(2) Pendapatan Rutin sebagaimana dalam ayat (1) huruf a pasal ini menurut
perkiraan berjumlah Rp 13.756.500.000.000,00

(3) Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp 1.850.800.000.000,00

(4) Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran lggz/lg}j menurut
perkiraan berjumlah Rp 15.607.300.000.000,00

(5) Perincian pendapatan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
pasal ini berturut-turut dimuar dalam Lampiran I dan II Undangrndang ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1982/1983 terdiri atas .

a. Anggaran Belanja Rutin ;
b. Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Anggaran Belanja Rudn dimalsud pada ayat (1) huruf apasal ini menurut
perkiraan berjumlah Rp 7.001.500.000.000,00

(3) Anggaran Belanja Pembangunan dimakud pada ayat (1) huruf bpasal ini
menurut perkiraan berjumlah Rp 8.d05.gO0.0OO.0OO,OO
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(4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran IggZ/7gg1
menurut perkiraa:r berjumlah Rp 15.602,3 00,000.000,00

(5) Perincian pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayar (3)
berturut-turur dimuat da.lam Lampiran III dan IV Undang-undang ini,

(6) Perincian dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut
sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.

(7) Perincian dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lcbih lanjut
sampai pada proyekproyek ditentukan dengan Keputusan presiden.

Pasal 3

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai ,
a. Anggaxan Pendapatan Rutin ;
b. Anggaran Pendapatan Pembangunan ;
c. Anggaran Belanja Rutin ;
d. Anggaran Belanja Pembangunan,

(2) P ada pertengaha-n Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :
a. Kebijaksanaan Perkreditan ;
b. Perkembangan Lalu-lintas Pembayaran Luar Negeri.

(3) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini disusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya,

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini
dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan perwakilan Rakyat.

(5) Penyesuaian Anggaran dengan perkembangan (perubahan) keadaan
dibahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan perwakilan Ralyat.

Pasal 4

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja pembangunan
Tahun Anggaran 7982/7983 yang pada akhir tahun Anggaran menunjuk-
kan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Ang-
garan 1983/1984 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran
Tahun Anggaran L983 /1984.

(2) Saldoanggaran{ebih Tahun Anggaran 19g2/1983 ditambahkan kepada
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anggaxan Tahun Anggaran 798317984 dan dipergunakan unruk mem-
biayai Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran Lg83/lg94,

(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini me-
nyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu di-
kurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1982/l9Si .

(4) Sisa kredit znggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini
sebelurn ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 7983 /798+ terlebih dahulu diperika dan dinyatakan
kebenarannya oleh Menteri Keuangan.

(5) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di-
sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keu-
angan selambatiambatnya pada akhir triwtlan I Tahun Anggaran
r983 t1984.

Pasal 5

Selambat{ambamya pada ak}rir Tahun Anggaran lgBZ/1983 oleh pemerin-
tah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan perubahan
atas Angga.ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 19g2/1993
berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) Pasal 3 Undang-undang ini untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

(l) Setelal Tahun Anggaran I982/799j berakhir dibuat perhitungan anggar-
an mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan
oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambatlambahya
3 (tiga) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang
Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-
undang ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8

Undangtndang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1982,

Agar supaya setiap orang mengeahuinya, memerintahkar pengundang-
an Undarrg.undurg ini dengan penempatannye dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI/SEKRETARI S NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO.SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 1982

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/7983 adilalt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun keempat dalam rangka pelaksalaan
REPELITA lll 1979/7980 - 7983/7984. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahu
Anggaran 7982/1983 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pola
Umum Pelita Ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaxatan Rakyat No. MMPR/1978 tentang
Garisgaris Besar Haluan Negara. Prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi
dengan titik berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangar dengaa
meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang
jadi dalam rangka menseimbangkan struktur ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan sektor ekonomi sepcrti tersebut diatas, usaha peningkatan
dan perbaikan taraf hidup takyat banyak diharapkan akan dapat diwujudkan dalam rangka
mencapai sasaran*asaf,an seperti yang ditetapkan di dalam Garisgaris Besar Haluan Negara.

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya Pola Umum Pelita Ketiga,
kebija-ksanaan dalam pelaksanaan pembangunan didasarkan kepada Trilogi Pembangunan,
yakni pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis. Pelaksanaan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas dilakukan secara
serasi dengan lebih menonjolkan segi-pemerataan terutama diwujudkan dalam Delapan Jalur
Pemerataan.

Dalam pada itu, kebijaksanaan anggilran berimbang yang dinamis terutama ditujukan
untuk menyesuaikan pengeluaran dengan pcnerimaan sedemikian rupa, sehingga Tabungan
Pemerintah dapat terus ditingkatkan dalam rangka tercapainya usaha untuk dapat mening-
katkan pembangunan dengan kemampuan sendiri. Usaha unruk itu antara lain dilakukan
melalui peningkatan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan bukan minyak.

+58
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Di bidarg pengeluaran, maka pengeluaran untuk tugas umum Pemerinta.han dituju-
kan untuk terus membina aparatur dan administrasi nega;ra agax lebih mampu melaksanakan
tugas yang kian meningkat sezuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan.
Selanjumya pengeluaran ditujukan pula untuk memelihara hasil pembanguaan, menyelesai-
kan proyek-proyek dari tahun-ahun sebelumnya, menyediakan dana bagi bantuan proyek,
membiayai proyek-proyek baru dan sebagainya.

Adapun bantuan pembangunan kepada Desa, Kabuparen Daerah Tingkat II/Kotama-
dya Daerah Tingkat Il dan Propinsi Daerah Tingkat I yang bertujuan untuk lebih menggerak-
kan dan metatakan pembangunan daerah serta mengurangi tekanan pengangguran, diJanjut-
kan dalam jumlah yang secara keseluruhannya meningkat. Bantuan pembangunan kepada
Kabupaten dalam tahun 1980/1981 telah diperluas dengan bantuan pembangunan prasiuana
jalan dan dalam tahun er.ggaran ini bantuan tersebur diperbesar. Jumlatr Sekolah Dasar, sena
sarana kesehaten diperbanyak, dan bantuan pembangunan lainnya sepoti penghijauan dan
penghutanan kembali tanah kritis lebih ditingkatkan lagi.

Di samping itu dalam rangka memperluas pembangunan di bidang pendidikan, mulai
pula dilaksanakan pembangunan gedung SMP guna menampung lulusan SD di berbagai
Kecamatan,

Dengan berbagai kebijaksanaan tersebut hendak dicapai pula keserasian dan keselaras-
an dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang diharapka-n dapat menambah
penyediaan dan perluasan lapangan kerja.

Selanjumya, agar biaya yang tersedie dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai
dengan kebijaksanaan anggaran, maka penggeseran antar program dan antar kegiatan dalam
anggarar belanja rutin s€rta anmr program dan antar proyek dalam anggaxan belanja pem-
bangunan dilakukan dengan persetujuan Presiden, sedangkan penggeseran antar sektor dan
antar sub sektor, baik dalam rnggaran belanja rutin maupun dalam anggaran belanja pem-
bangunan dilakukan dengan Undang+ndang.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, maka sisa kredit anggaran
proyek-proyek pada anggaran pembangunan dan saldo-anggaranJebih Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara ini ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1983 /198+.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 798211983 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum
sebagai berikut ,

a. dipertahankannya kesubilan monerer serta rerselenggaranya perkembangan harga ke
arah yang lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masya-
rakat ;

b. dapat ditingkatkannya penerimaan negara meskipun diberikan berbagai fasilius dan
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perangsang fiskal kepada indusni-industri, baik industri yang telah ada maupun industri
baru dalam rangka penanaman modal ;

c. dapat dicapainya target penerimaan negara yang dite."pkan dari sektor perdagangan
internasional;

d. tidak terjadinya perubahan-peru bahan dalam situasi internasional
pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas,

Pasal 2
Cukup jelas,

Pasal 3
Aya t (1 )

Cukup jelas,

Ay ̂ t (2)

Masalah kebrjaksanaan kredit dan lalu lintas pembayaran luar negeri sebagian besar
berada di sektor bukan Pemerintah. oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dur
devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk
dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ay at (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5 )
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

rasal )

Pasal ini menenrukan bahwa jika diperrukar Anggaran pendapatan dar: Beranja
Negara Tambahan dan Perubahan, maka pengajuannya kepada Dewan perwakiran Rakr.at
dilakukan selambat-lambamya pada akhir Tahun Anggaran lggL/jg83.

yang dapat mcm bawa
Indonesia.


